GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR $1 TAHUN 2022
TENTANG

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

a. bahwa untuk melaksanakan tata kelola Pemerintahan

Mengingat

yvang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta
mewujudkan reformasi birokrasi diperlukan pengaturan
untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian
hukum dalam penyelenggaraan Arsitektur SPBE;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1649);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah dmubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronile {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846};




Menetapkan :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistemmn dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 189, Tambzhan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5348j);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistern Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 115
Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik {(Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 119)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 85 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor 115 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola
Penyelenggaraan  Sistem = Pemerintahan  Berbasis
Elektronik (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021 Nomor 087);

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 116
Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan
e-Government Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019
Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG ARSITEKTUR SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB 1

KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Batasan Pengertian dan Defenisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Gubernur adalah Gubermur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara

1,

2.
3-

Timur.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat
Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.




10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas
adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara
Timur,

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat
SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan
kepada pengguna SPBE,

Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu} atau
beberapa fungsi aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur dan memiliki nilai manfaat.

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya
disingkat  Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang
mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi,
infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk
menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang
diterapkan di Pemerintah Daerah.

Referensi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang
selanjutnya disingkat Referensi Arsitektur SPBE adalah kerangka
dasar yang mendeskripsikan komponen arsitektur baku yang
digunakan sebagai acuan penyusunan setiap domain arsitektur sistem
pemerintahan berbasis elektronik.

Domain Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang
selanjutnya disingkat Domain Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar
yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain
arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain
arsitektur layanan SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, domain
arsitektur infrastruktur SPBE, dan domain arsitektur keamanan
SPBE.

Meta Data Arsitektur SPBE adalah model terstruktur untuk
memudahkan untuk mengelola, mengidentifikasi dan melakukan
pencarian atau proses menemukan kembali terhadap Domain
Arsitektur SPBE.

Integrasi adalah proses menghubungkan aplikasi dengan tujuan
menyederhanakan dan mengoptimalisasi proses bisnis,
Interoperabilitas adalah kapabilitas produk atau sistem antar mukanya
diungkap sepenuhnya untuk berinteaksi dan berfungi dengan produk
atau sistem lain kini atau dimasa mendatang tanpa batasan dan akses
atau implementasi.

Unsur SPBE adalah komponen dalam tata kelola SPBE yang periu
dilakukan keterpaduan penerapannya baik pada tingkat nasional,
instansi pusat, maupun pemerintah daerah.

Peta Rencana SPBE Pemerintah Pemerintah Provinsi NTT yang
selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang
mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE
yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Provinsi.



(1)
(2)

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam

penyelenggaraan Arsitektur SPBE secara terintegrasi.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

a. untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan pengintegrasian
yang terpadu dalam penyelenggaraan pemerintahan secara
elektronik yang meliputi aspek proses bisnis, data dan informasi,
aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk
menghasilkan layanan SPBE di lingkup Pemerintah Provinsi NTT;

b. sebagai dasar penyusunan proses bisnis, pengembangan dan
pembangunan aplikasi khusus serta dasar pelaksanaan integrasi
layanan; dan

c. mendukung terwujudnya smart province.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:
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(1)

arsitektur SPBE;
referensi arsitektur SPBE;

domain arsitektur SPBE;
sistem informasi arsitektur SPBE;
penerapan arsitektur SPBE;
peta rencana SPBE; dan
monitoring dan evaluasi.
BAB II
ARSITEKTUR SPBE
Pasal 4

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun selaras dengan
berpedoman pada  Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah {(RPJMD).

Arsitektur SPBE menjadi salah satu acuan dalam penyusunan peta
rencana SPBE serta pedoman dalam penyusunan rencana dan
anggaran SPBE di Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah.
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT dalam
penvelenggaraan SPBE wajib mengacu pada Arsitektur SPBE
Pemerintah Daerah.

Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun
terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (4] dilakukan berdasarkan:

a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;

b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;

c. perubahan pada Unsur SPBE meliputi rencana dan anggaran,
proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur
SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE; dan

d. perubahan Rencana Strategis Pemerintah Provinsi untuk
Arsitektur SPBE atau perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah untuk Arsitektur SPBE.
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BAB III
REFERENSI ARSITEKTUR SPBE
Pasal 5

Referensi Arsitektur SPBE bertujuan untuk:

a. menjadi acuan dalam mengklasifikasikan komponen-komponen
arsitektur secara baku;
b. mendukung pengambilan keputusan organisasi;

c. mengurangi duplikasi antar sistem informasi dan komunikasi
yang digunakan dan memungkinkan untuk menggunakan
informasi dan komponen teknologi informasi dan komunikasi
secara berbagi pakai;

d. meningkatkan kemampuan integrasi antar komponen arsitektur;
dan

e. menumbuhkan-kembangkan inovasi proses bisnis dan layanan
baru.

Referensi Arsitektur SPBE memuat:

referensi arsitektur proses bisnis;
referensi arsitektur data dan informasi;
referensi arsitektur layanan SPBE;
referensi arsitektur aplikasi SPBE;
referensi arsitektur aplikasi SPBE; dan
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referensi arsitektur keamanan SPBE.

Referensi Arsitektur Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2} huruf a menguraikan jenis dan tipe urusan pemerintahan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Referensi Arsitektur Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b menguraikan jenis dan tipe data atau informasi yang
dipergunakan dalam menghasilkan layanan pada sektor tertentu atau
berbagi pakai lintas sektor tertentu.

Referensi Arsitektur Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(2} huruf c menguraikan bentuk luaran atau produk yang dihasilkan
dalam menjalankan operasional sistem pemerintahan.

Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(2} huruf d menguraikan jenis dan tipe aplikasi yang dipergunakan
untuk mengolah data dan informasi sehingga menghasilkan layanan
pada proses bisnis tertentu.

Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf e menguraikan jenis dan tipe teknologi infrastruktur
yang mendukung penggunaan data dan aplikasi untuk menghasilkan
layanan pada bisnis tertentu.

Referensi Arsitektur Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} huruf f menguratkan jenis keamanan yang diterapkan pada
domain data dan informasi, domain aplikasi SPBE, dan domain
infrastruktur SPBE.
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(1)
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BAB IV

DOMAIN ARSITEKTUR SPBE

Bagian Kesatu
Pasal 8

Domain Arsitektur SPBE memuat:

a. domain arsitektur proses bisnis;

domain arsitektur data dan informasi;
domain arsitektur layanan SPBE;

domain arsitektur aplikasi SPBE;

domain arsitektur infrastruktur SPBE; dan
domain arsitektur keamanan SPBE.
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Bagian kedua
Proses Bisnis
Pasal 9

Proses Bisnis arsitektur SPBE merupakan pengelompokkan fungsi
bisnis yang menggambarkan kolaborasi serta pengintegrasian secara
terpadu di setiap elemen lingkup . Pemerintah Daerah dalam
melaksanakan fungsi.

Penetapan arsitektur proses bisnis SPBE ditujukan agar pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Komunikasi pada masing-masing PD dapat
dilaksanakan untuk meningkatkan akuntabilitas dan layanan
pemerintahan secara efektif, efisien dan terpadu untuk mengurangi
pemborosan anggaran belanja TIK dan mencegah terjadinya duplikasi
pembelanjaan dan meningkatkan produktivitas.

Domain arsitektur proses bisnis SPBE meliputi :

a. urusan pemerintahan;
industri;

perdagangan;
pertanian,;
perkebunan;
peternakan;

BUMD;

investasi;
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koperasi;

UMKM;

pariwisata;

pekerjaan umum,;

transmigrasi;

perikanan;

perumahan;

pembangunan daerah/kawasan tertinggal;
kesehatan,;

sosial;
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pemberdayaan perempuan,




(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

t.  hukum;
u. pendidikan;

v. ketenagakerjaan;

w. pemuda;

x. pertambangan dan energi;

y. kehutanan;

z. kelautan;

aa. lingkungan hidup;

ab. kebudayaan;

ac. olahraga;

ad. keuangan;

ae. komunikasi dan informasi,

af. perencanaan dan pembangunan daerah;
ag. aparatur negara; dan

ah. kependudukan.

Untuk penyusunan domain arsitektur proses bisnis SPBE pada
Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Birc Organisasi.

Bagian Ketiga
Domain Arsitektur Data dan Informasi
Pasal 10

Domain arsitektur data dan informasi SPBE merupakan acuan untuk
memberikan kemudahan dalam menentukan metode berbagi pakai
data dengan menggunakan standar yang sama dalam penyelenggaraan
pemerintahan secara menyeluruh, menghindari terjadinya duplikasi
data dan untuk mewujudkan pengelolaan data yang terintegrasi.
Tujuan domain arsitektur data dan informasi SPBE adalah untuk
menyediakan data yang terintegrasi, akurat dan berkualitas.

Struktur domain arsitektur data dan informasi SPBE meliputi :

a. data pokok yang mengelompokkan data kedalam data sektor
pemerintahan dan data pendukung umum; dan
b. data tematik yaitu data menyangkut urusan pemerintahan.

PD wajib menyediakan data dan mengolah data sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) berdasarkan pada Arsitektur SPBE yang menggambarkan
aspek interoperabilitas yang dimiliki oleh data dan informasi dan
dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
Bagian Keempat
Domain Arsitektur Layanan SPBE
Pasal 11

Domain arsitektur Layanan SPBE merupakan proses pengklasifikasian
layanan pemerintah yang dihasilkan oleh proses bisnis herdasarkan
fungsi-fungsi yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah yang akan
menjadi tematik layanan yang terintegrasi.

Domainan arsitektur layanan SPBE bertujuan untuk mengelompokkan
fungsi-fungsi guna menghindari terjadinya duplikasi dan mempercepat
terwujudnya transformasi pelayanan publik berbasis digitalisasi yang
komprehensif dan terintegrasi.



(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

Penyusunan domain arsitektur layanan SBE dan proses identifikasi
jenis laynaan SPBE pada Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Dinas
Komunikasi dan informatika dan Biro Organisasi.

Substansi domain arsitektur layanan SPBE meliputi :

a. layanan adminsitrasi berbasis elektronik; dan
b. layanan publik berbasis elektronik.

Layanan administrasi berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata
laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan
akuntabilitas Pemerintah yang meliputi :

perencanaan, dan penganggaran;

keuangan,;

penigadaan barang dan jasa;

kepagawaian,;

pengawasarn;

akuntabilitas kinerja;

kearsipan;

RS0 e e

pengelolaan barang milik daerah; dan

-
¥

layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi
Pemerintahan /Perangkat Daerah.

Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat
{(4) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan
pelayanan publik di Instansi Pemerintah Daerah meliputi :

pendidikan dan pengajaran;

pekerjaan dan usaha;

lingkungan hidup;

kesehatan;

energi;

perbankan;

perhubungan;

P o0 oo

jaminan sosial;
sumber daya alam;
pariwisata; dan

roul <l =

sektor strategis lainnya.

Bagian Kelima
Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE
Pasal 12

Domain arsitektur infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras,
perangkat lunak dan fasilitas penunjang utama seperti internet dan
jaringan untuk menjalankan sistem aplikasi, komunikasi data,
pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi atau
penghubung dan perangkat elektronik lainnya.

Domain arsitektur Infrastruktur SPBE bertujuan untuk memberikan
dasar pengklasifikasian infrastruktur Teknologi Informasi dan
Komunikasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan SPBE.
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Prinsip yang digunakan dalam penyusunan domain arsitektur
mfrastruktur SPBE adalah :

a. mudah beradaptasi dengan perkembangan dan kebutuhan;

b. dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan,
aksesbilitas dan pelaporan;
¢. memiasilitasi layanan dan interoperabilitas bersama; dan

d. berbasis standar umum f{open standar).

Untuk penyusunan domain arsitektur infrastruktur SPBE pada
Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika.
Bagian Keenam
Domain Arsitektur Aplikasi SPBE
Pasal 13

Domain arsitektur aplikasi SPBE merupakan kerangka kerja untuk
mengkategorikan aplikasi dalam membantu identifikasi peluang untuk
berbagai pakai, dan atau untuk penggunaan kembali, kolaborasi dan
konsolidasi.

Domain arsitektur aplikasi SPBE menjadi acuan dalam mengklasifikasi
aplikasi dan kompenennya.

Prinsip domain arsitektur Aplikasi SPBE antara lain :

a. disusun berdasarkan adaptif yang memungkinkan terjadinya
pengembangan dan/atau pengintegrasian;

b. aplikasi berorientasi pada pelayanan;

c. dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan,
aksesibilitas dan pelaporan; dan

d. berbasis standar terbuka (open source].

Untuk penyusunan domain arsitektur aplikasi SPBE pada Perangkat
Daerah dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bagian Ketujuh
Domain Arsitektur Keamanan SPBE
Pasal 14
Domain arsitektur Keamanan SPBE merupakan perlindungan terhadap
segala jenis sumber daya informasi dari penyalahgunaan pihak yang
tidak berwenang dalam mengelola informasi tersebut.
Domain arsitektur keamanan SPBE mencakup aspek:
a. data dan informasi;
b. infrastruktur SPBE; dan
c. aplikasi SPBE.
Untuk penyusunan domain arsitektur Keamanan SPBE pada Perangkat
Daerah dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
Pasal 15

Domain arsitektur SPBE Perangkat Daerah disusun berdasarkan Meta
Data Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Integrasi antar Domain Arsitektur SPBE Perangkat Daerah mengikuti
relasi Meta Data Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
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Pelaksanaan integrasi antar Domain Arsitektur SPBE Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung tahun 2022-2027.

Domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BABV
SISTEM INFORMASI ARSITEKTUR SPBE
Pasal 16

Untuk memudahkan pengelolaan Arsitektur SPBE pada Perangkat
Daerah diperlukan pembangunan Sistem Informasi Arsitektur SPBE
Pemerintah Daerah.

Sistem Informasi Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berfungsi mengelola informasi terkait Arsitektur
SPBE yang ada pada Perangkat Daerah.

Pembangunan Sistem Informasi Arsitektur SPBE Perangkat Daerah
dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Perangkat Daerah wajib menggunakan dan/atau mengintegrasikan
Sistem Informasi Arsitektur SPBE dengan Sistem Informasi Arsitektur
SPBE Pemerintah Daerah paling lambat di tahun 2023.

BAB VI
PENERAPAN ARSITEKTUR SPBE
Pasal 17

Penerapan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh
Tim Koordinasi SPBE dan dikonsultasikan dengan Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Aparatur Negara.

Penerapan Arsitektur SPBE diselenggarakan oleh Tim Koordinasi SPBE.

Penerapan arsitektur SPBE dilaksanakan dalam rangka untuk :

a. sebagai dasar untuk pengintegrasian penyelenggaran SPBE
Pemerintah Daerah; dan

b. sebagai pedomar dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi
SFBE.

Penerapan Arsitektur SPBE untuk pengintegrasian meliputi :

a. layanan perencanaan dan anggaran terintegrasi;

b. layanan keuangan terintegrasi;

¢. layanan kepegawaian terintegrasi;

d. layanan kearsipan terintegrasi;

e. layanan data sektoral terintegrasi;

f. layanan SIMDA terinegrasi;

g layanan JDIH terintegrasi;

h. layanan perijinan terintegrasi Pemerintah Provinsi NTT;
i. layanan bantuan Pemerintah terintegrasi;

j- layanan pengentasan kemiskinan terintegrasi;

k. layanan pengelolaan pariwisata terintegrasi;

1. layanan penurunan prevelensi stunting, gizi buruk, KIA

terintegrasi;
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m. layanan pengelolaan sektor pertanian secara terintegrasi; dan

n. layanan perberdayaan UMKM terintegrasi.

Perangkat Daerah wajib menggunakan dan/atau mengintegrasikan
sistem informasi Arsitektur SPBE dengan sistem informasi Arsitektur
SPBE Pemerintah Daerah paling lambat di tahun 2023.

Dinas mengoordinasikan penerapan Arsitektur SPBE pada seluruh
Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah.

BAB VII
PETA RENCANA SPBE
Pasal 18

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman
pada Peta Rencana Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Strategis Pemerintah Daerah.

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima} tahun dalam bentuk
program dan/atau kegiatan SPBE yang terintegrasi dalam rangka

melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE
Pemerintah Daerah.

Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
tata kelola SPBE;

manajamen SPBE;

layanan SPBE;

infrastruktur SPRE;

aplikasi SPBE;

keamanan SPBE; dan

e o» o o0 oo

audit teknologi informasi dan komunikasi.

Peta Rencana SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang
memuat arah dan langkah terintegrasi dari program kegiatan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Peta Rencana SPBE Pemerintah Provinsi NTT dilakukan reviu paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)] tahun atau berdasarkan :

a. perubahan peta rencana SPBE Pemerintah Provinsi;

b. perubahan rencana strategis;
c. perubahan arsitektur SPBE pemerintah Provinsi; dan/atau
d. hasil pantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Provinsi NTT,

Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah melibatkan unit
kerja terkait.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 19

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim koordinasi.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan minimal 1 (satu} kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau
dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.



(3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap semua Domain
Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a,
huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e dan huruf f, meliputi :

a. kebijakan Internal SPBE;

b. tata kelola SPBE;
c. manajemen SPBE; dan
d. layanan SPBE.
(4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menjadi bahan laporan ke Gubernur Nusa Tenggara Timur.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

(1) Dalam penyelenggaraan SPBE semua Perangkat Daerah lingkup
Pemerintah Provinsi NTT wajib mempedomani arsitektur SPBE dan Peta

Rencana SPBE dalam rangka mewujudkan integrasi Penyelenggaraan
SPBE.

(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan Peraturan Gubernur ini akan diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangah
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 Jun/ 2022
P"GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
\

&'VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal g juni 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH
(VPROVINS)NUSA TENGGARA TIMUR, &

$J0 Nyé. LISAPALY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 037
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TABEL 1

LAMPIRAN | : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 32 TAHUN 2022
TANGGAL : Q juni 2022

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

1 BAB 01 Pertahanan dan st Negerl ]RAB 01.01 pertahanan |
2 . RAB.O2 Ekonomi dan Industri RAB.01.02 urusan luar negeri i
3 - RAB.O3 Pembangunan Kewilayahan RAB.02.01 industri
4 ~ RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan RAB.02.02 perdagangan
5 ~ RAB.O5 Ketertiban Umum dan Keselamatan RAB.02.03 pertanian
6 - RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja RAB.02.04 perkebunan
7 .~ RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam RAB.02.05 peternakan
8 RAB.08 Budaya dan agama RAB.02.06 perikanan
9 o RAB.09 Pemerintahan Umum RAB.02.07 badan usaha milik negara
10 RAB.02.08 investasi
i1 B RAB.02.09 koperasi
12 ; RAB.02.10 usaha kecil dan menengah
13 B RAB.02.11 pariwisata
14 & RAB.03.01 pekerjaan umum
15 : [RAB.03.02 transmigrasi
16 RAB.03.03 transportasi
17 & ] RAB.03.04 perumahan
18 B RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tei
19 G RAB.03.06 pertanahan
20 _ RAB.03.07 kependudukan
21 i RAB.04.01 kesehatan
2 RAB.04.02 sosial
43 ' RAB.04.03 pemberdayaan perempuan
28 @ RAB.05.01 hukum
25 : RAB.05.02 keamanan
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26
27
28
29
30
31
32
33

35
36
37
38
39

a1
42
43

45

RAB.05.03 hak asasi manusia

RAB.06.01 pendidikan

RAB.06.02 ketenagakerjaan
RAB.06.03 ilmu pengetahuan dan teknologi
RAB.06.04 pemuda
RAB.06.05 olahraga
RAB.07.01 pertambangan
RAB.07.02 energi

RAB.07.03 kehutanan
RAB.07.04 kelautan
RAB.07.05 lingkungan hidup
RAB.08.01 agama
RAB.08.02 kebudayaan
RAB.09.01 dalam negeri

RAB.09.02 keuangan

RAB.09.03 informasi
RAB.09.04 komunikasi

RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional

RAB.09.06 aparatur negara
RAB.09.07 kesekretariatan negara
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RAD Tingkat 1

RAD.01 Informasij Pertahanan dan Luar Neggri

RAD Tingkat 2
RAD.01.01 Data pertahanan

RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri

RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan
RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan
RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan
RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja
RAD.07 Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam
RAD.08 Informasi Budaya dan agama

RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum

RAD.10 Data Pendukung Umum

RAD.01.02 Data urusan luar negeri
RAD.02.01 Data industri

RAD.02.02 Data perdagangan

RAD.02.03 Data pertanian

RAD.02.04 Data perkebunan

RAD.02.05 Data peternakan

RAD.02.06 Data perikanan

RAD.02.07 Data badan usaha milik negara
RAD.02.08 Data investasi

RAD.02.09 Data koperasi

RAD.02.10 Data usaha kecil dan menengah
RAD.02.11 Data pariwisata

RAD.03.01 Data pekerjaan umum

|RAD.03.02 Data transmigrasi

RAD.03.03 Data transportasi

RAD.03.04 Data perumahan

RAD.03.05 Data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal
RAD.03.06 Data pertanahan

RAD.03.07 Data kependudukan

RAD.04.01 Data kesehatan

RAD.04.02 Data sosial

RAD.04.03 Data pemberdayaan perempuan
RAD.05.01 Data hukum

RAD.05.02 Data keamanan

RAD.05.03 Data hak asasi manusia

[RAD.06.01 Data pendidikan

RAD.06.02 Data ketenagakerjaan

RAD.06.03 Data ilmu pengetahuan dan teknologi
RAD.06.04 Data pemuda

RAD.06.05 Data olahraga

RAD.07.01 Data pertambangan

1
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RAD.07.02 Data energi
RAD.07.03 Data kehutanan
RAD.07.04 Data kelautan
RAD.07.05 Data lingkungan hidup
RAD.08.01 Data agama
RAD.08.02 Data kebudayaan
RAD.09.01 Data dalam  negeri

[RAD.09.02 Data keuangan

RAD.09.03 Data informasi

RAD.09.04 Data komunikasi

RAD.09.05 Data perencanaan pembangunan nasional
09.06_Data aparatur negara

RAD.09.07 Data kesekretariatan negara

RAD.10.01 Data Kebijakan Pemerintah

RAD.10.02 Data Manajemen Kegiatan

RAD.10.03 Data Kewilayahan

RAD.10.04 Data Dukung Lainnya
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e

RAL Tingkat 17 17740 | RAL Tingkaf2 |
RAL.01 Layanan Publik RAL.01.01 Pertahanan
RAL.01 Layanan Administrasi Pemerintahan [RAL.01.02 Urusan Luar Negeri

RAL.01.03 Kenegaraan

RAL.01.04 Ekonomi

RAL.01.05 Industri

RAL.01.06 Perdagangan

RAL.01.07 Pertanian

RAL.01.08 Perkebunan

RAL.01.09 Peternakan

RAL.01.10 Perikanan

RAL.01.11 Badan Usaha Milik Negara

RAL.01.12 Investasi

RAL.01.13 Koperasi

RAL.01.14 Usaha Kecil Dan Menengah

[RAL.01.15 Pariwisata

RAL.01.16 Perizinan dan Akreditasi

RAL.01.17 Pekerjaan Umum

RAL.01.18 Transmigrasi

RAL.01.19 Transportasi

RAL.01.20 Perumahan

RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal

RAL.01.22 Pertanahan

RAL.01.23 Kependudukan

RAL.01.24 Pemerintahan daerah

RAL.01.25 Kesehatan

RAL.01.26 Sosial

|RAL.01.27 Pemberdayaan Perempuan

RAL.01.28 Hukum

RAL.01.29 Keamanan

RAL.01.30 Hak Asasi Manusia

RAL.01.31 Pendidikan

RAL.01.32 Ketenagakerjaan

:
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RAL.01.33 limu Pengetahuan dan Teknologi
RAL.01.34 Pemuda

RAL.01.35 Olahraga

RAL.01.36 Pertambangan

RAL.01.37 Energi

RAL.01.38 Kehutanan

RAL.01.39 Kelautan

[RAL.01.40 Lingkungan Hidup

RAL.01.41 Agama

RAL.01.42 Kebudayaan

RAL.01.43 informasi

RAL.01.44 Komunikasi

RAL.02.01 Dalam Negeri

RAL.02.02 Keuangan

RAL.02.03 Perencanaan Pembangunan Nasional
RAL.02.04 Aparatur Negara

RAL.02.05 Kesekretariatan Negara
RAL.02.06 Dukungan Operasional Organisasi
RAL.02.07 Akuntabilitas Kinerja

RAL.02.08 Organisasi dan Tata Kelola
RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan
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RAA.01 Aplikasi Umum

RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik

RAA.01.01.01 Aplikasi Pertahanan iy

{RAA.02 Aplikasi Khusus

RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan

RAA.01.01.02 Aplikasi Urusan Luar Negeri

3

RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu

RAA.01.01.03 Aplikasi Kenegaraan

RAA.02.02 Aplikasi Khusus Misi Tertentu

RAA.01.01.04 Aplikasi Ekonomi

RAA.01.01.05 Aplikasi Industri

RAA.01.01.06 Aplikasi Perdagangan

RAA.01.01.07 Aplikasi Pertanian

RAA.01.01.08 Aplikasi Perkebunan

RAA.01.01.09 Aplikasi Peternakan

RAA.01.01.10 Aplikasi Perikanan

RAA.01.01.11 Aplikasi Badan Usaha Milik Negara
RAA.01.01.12 Aplikasi Investasi

RAA.01.01.13 Aplikasi Koperasi

RAA.01.01.14 Aplikasi Usaha Kecil Dan Menengah
[RAA.01.01.15 Aplikasi Pariwisata ]
RAA.01.01.16 Aplikasi Perizinan dan Akreditasi
RAA.01.01.17 Aplikasi Pekerjaan Umum
RAA.01.01.18 Aplikasi Transmigrasi

RAA.01.01.19 Aplikasi Transportasi

RAA.01.01.20 Aplikasi Perumahan

RAA.01.01.21 Aplikasi Pembangunan Kawasan atau
Daerah Tertinggal

RAA.01.01.22 Aplikasi Pertanahan

RAA.01.01.23 Aplikasi Kependudukan
RAA.01.01.24 Aplikasi Pemerintahan daerah
RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan

RAA.01.01.26 Aplikasi Sosial
[RAA.01.01.27 Aplikasi Pemberdayaan Perempuan |
RAA.01.01.28 Aplikasi Hukum

RAA.01.01.29 Aplikasi Keamanan

RAA.01.01.30 Aplikasi Hak Asasi Manusia
RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan
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RAA.01.01.32 Aplikasi Ketenagakerjaan
RAA.01.01.33 Aplikasi llmu Pengetahuan
RAA.01.01.34 Aplikasi Teknologi
RAA.01.01.35 Aplikasi Pemuda
RAA.01.01.36 Aplikasi Olahraga
RAA.01.01.37 Aplikasi Pertambangan
RAA.01.01.38 Aplikasi Energi
RAA.01.01.39 Aplikasi Kehutanan
RAA.01.01.40 Aplikasi Kelautan

{RAA.01.01.41 Aplikasi Lingkungan Hidup

RAA.01.01.42 Aplikasi Agama
RAA.01.01.43 Aplikasi Kebudayaan
RAA.01.01.44 Aplikasi Informasi
RAA.01.01.45 Aplikasi Komunikasi
RAA.01.02.01 Aplikasi Dalam Negeri
RAA.01.02.02 Aplikasi Keuangan

RAA.01.02.03 Aplikasi Perencanaan Pembangunan Na

RAA.01.02.04 Aplikasi Aparatur Negara

RAA.01.02.05 Aplikasi Kesekretariatan Negara
RAA.01.02.06 Aplikasi Dukungan Operasional Organis:

RAA 01.02.07 Apiikasi Akuntabilitas Kinerja

RAA.01.02.08 Aplikasi Organisasi dan Tata Kelola
RAA.01.02.09 Aplikasi Data dan Informasi Pemerintaha
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RAI Tingkat 1
RAI01 Fasilitas Komputasi

RAI Tingkat 2
RAI.01.01 Pusat Data

RAI Tingkat 3
RAI.01.01.01 Pusat Data Nasional

RAI.02 Sistem Integrasi
RAI.03 Platform

RAI.01.02 Pusat Kendali

RAI.01.01.02 Pusat Data Instansi Pusat

RAI.01.03 Fasiltas Komputasi

RAI.01.01.03 Pusat Data Instansi Daerah

RAL.02.01 Jaringan Intra

RAI.02.02 Sistem Penghubung

RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
RAI.03.02 Teknologi Awan

RAI.01.01.04 Pusat Data Non Pemerintah
RAI.01.01.05 Pusat Data Pemulihan

RAI01.02.01 Network Operation Center
RAI.01.02.02 Data Operation Center

RAI.01.02.03 Command/Operation Center
RAI.01.02.04 Security Operation Center
RAI.01.02.05 Emergency Operation Center
RAI.01.03.01 Laboratorium Komputer
RAI01.03.02 Ruang Server Farm

RAI.01.03.03 Workstation Farm

|RAI.02.01.01 Jaringan Intra Pemerintah |
RAI.02.01.02 Jaringan Intra Instansi Pusat
RAI.02.01.03 Jaringan Intra Pemerintah Daerah
RAI.02.01.04 Jaringan Komersial/Umum
RAI.02.02.01 Sistem Penghubung Pemerintah
RAI.02.02.02 Sistem Penghubung non Pemerintah
RAI.03.01.01 Server

RAI.03.01.02 Media Penyimpan (Data Storage)

RAL.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan
RAI.03.01.04 Perangkat Keras Keamanan
RAI.03.01.05 Peripheral

RAI.03.01.06 Mobile Device
[RAI.03.01.07 Perangkat Lunak Platform
RAI.03.03.01 PaaS

RAI.03.03.02 |laaS

RAI.03.03.03 SaaS

RAI.03.03.04 BdaaS
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Usulan Referensi Arsitektur Domain Proses Bisnis SPBE

Tingkat Tiga dan Empat untuk Keperluan Internal Asdep SPBE KemenPANRB

Tk. 1

Tingkat 2

Tingkat 3

Tingkat 4

1

2

3

4

RAB.01 Pertahanan dan Luar Negeri

RAB.01 Pertahanan dan
Luar Negeri

RAB.01.01 pertahanan

RAB.01 Pertahanan dan
Luar Negeri

RAB.01.01 pertahanan

RAB.01.01.01 pertahanan negara

RAB.01 Pertahanan dan
Luar Negeri

RAB.01.01 pertahanan

RAB.01.01.02 pengelolaan instalasi
strategis

RAB.01 Pertahanan dan
Luar Negeri

RAB.01.01 pertahanan

RAB.01.01.03 potensi pertahanan

RAB.01 Pertahanan dan
Luar Negeri

RAB.01.01 pertahanan

RAB.01.01.04 strategi pertahanan

RAB.01.01.04.01 MONITORING BATAS
WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN
PERBATASAN

RAB.01 Pertahanan dan
Luar Negeri

RAB.01.01 pertahanan

RAB.01.01.04 strategi pertahanan

RAB.01.01.04.02 EVALUASI BATAS
WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN
PERBATASAN

1
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RAB.G1 Pertahanan dan
Luar Negeri

RAB.01.01 pertahanan

RAB.01.01.05 intelejen

RAB.01 Pertahanan dan
Luar Negeri

RAB.01.01 pertahanan

RAB.01.01.06 penanggulangan ancaman

RAB.C1 Pertahanan dan
Luar Negeri

RAB.01.01 pertahanan

RAB.01.01.07 pertahanan siber

RAB.01 Pertahanan dan
Luar Negeri

RAB.01.01 pertahanan

RAB.01.01.07 pertahanan siber

RAB.01.01.07.01 pembinaan pertahanan
siber regional

RAB.01 Pertahanan dan
Luar Negeri

RAB.01.01 pertahanan

RAB.01.01.07 pertahanan siber

RAB.01.01.67.01 Penyusunan Kebijakan
Keamanan Informasi

RAB.01 Pertahanan dan
Luar Negeri

RAB.01.01 pertahanan

RAB.01.01.07 periahanan siber

RAB.01.01.07.02 Pengelolaan Sumber
Daya TiK Keamanan Informasi

RAB.01 Pertahanan dan
Luar Negeri

RAB.01.01 pertahanan

RAB.01.01.07 pertahanan siber

RAB.01.01.07.03 Melzskukan Pengamanan
Sistem TIK

RAB.O1 Pertahanan dan
Luar Negeri

RAB.01.01 pertahanan

RAB.01.01.07 pertahanan siber

RAB.01.01.07.04 Membangun Pola
Hubungan Komunikasi Sandi Melalui Emaif
Sanapati

RAB.01 Pertahanan dan
Luar Negeri

RAB.01.01 pertahanan

RAB.01.01.XX usulan referensi IPPD

A
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RAB.0O1 Pertahanan dan
Luar Negeri

RAB.01.02 urusan luar negeri

RAB.01 Pertahanan dan
Luar Negeri

RAB.01.02 urusan luar negeri

RAB.01.02.01 hubungan Iuar negeri

RAB.0O1 Pertahanan dan
Luar Negeri

RAB.01.02 urusan luar negeri

RAB.01.02.02 politik luar negeri

RAB.01 Pertahanan dan
Luar Negeri

RAB.01.02 urusan luar negeri

RAB.01.02.XX usulan referensi IPPD

RAB.02 Ekonomi dan Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.01 industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.01 industri

RAB.02.01.01 pembinaan industri
regional

RAB.02.01.01.01 Pembangunan Sumber
Daya Manusia Industri dan Sumber Daya
Alam

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.01 industri

RAB.02.01.01 pembinaan industri
regional

RAB.02.01.01.02 Pengembangan
Teknologi Industri, Kreativitas dan Inovasi

RAB.02 Ekonomi dan

RAB.02.01 industri

RAB.02.01.01 pembinaan industri

RAB.02.01.01.03 Pengawasan dan

Industri regional Pengendalian

RAB.02 Ekonomi dan , ' RAB.02.01.01 pembinaan industri RAB.02.01.01.04 Fasilitasi Industri dan -
. RAB.02.01 industri . i :

Industri regional Standarisasi Industri

RAB.O? Ekonomi dan RAB.02.01 industri RAI_3.02.01 .01 pembinaan industri RAB.02.91 .01 .O§ Pengolahan Data dan

Industri regional Informasi Industri

PAB.OZ Eleancint dan RAB.02.01 industri RAB.D2.01.02 penumbub-Kembangai | s 1o na 09 61 Pembangunan 1KH

Industri industri dalam negeri

A K-

3

¥
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RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.01 industri

RAB.02.01.03 ketahanan industri

RAR.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.01 industri

RAB.02.01.04 pengelolaan struktur
industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.01 industri

RAB.02.01.05 pengelolaan standar
nasional

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.01 industri

RAB.02.01.06 pengqunaan produk
dalam negeri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.01 industri

RAB.02,01.07 pengelolaan ekonomi
kreatif dan produk digital

RAR.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.01 industri

RAB.02.01.08 pengelolaan iklim
usaha

RAB.02 Ekonomi dan
industri

RAB.02.01 industri

RAB.02.01.XX usulan referensi IPPD

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.02 perdagangan

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.02 perdagangan

RAB.02.02.01 pembinaan
perdagangan regional

Industri

negeri

RAB.02 Ekonomi dan RAB.02.02.02 pengeiolaan
Industri RABDZIZ pemiegamgEn perdagangan
RAB.02 Ekonomi dan RAB.02.02 perdagangan RAB.02.02.03 perdagangan dalam RAB.02.02.03.01 Penggunaan dan

Pemasaran Produk Dalam Negeri

N
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RAB.02 Ekonomi dan

RAB.02.02.03 perdagangan dalam

RAB.02.02.03.02 Pengembangan

Industri

Industri RAB,12.02 pardagangan negeri Perdagangan Dalam Negeri
RAB.O? Ekonomi dan RAB.02.02 perdagangan RAB.02.02.04 ekspor impor RAB.02.02.04.01 Pengembangan
Industri Perdagangan Luar Negeri
RAB.O? Ekonomi dan RAB.02.02 perdagangan RAB.02.02.05 pemberdayaan RAB.02.02.05.01 Pemberdayaan
Industri konsumen Konsumen
. - RAB.02.02.06.01 Pengawasan Barang
RAB'O? Ekaneml.cen RAB.02.02 perdagangan RAB'Oz'Oz.'OG slandarisas can Beredar dan Jasa serta Pendataan Pasar
Industri pengendalian mutu .
Tertib Ukur
ﬁgss?r? Ekonomi dan RAB.02.02 perdagangan RAB.02.02.07 perdagangan berjangka
ﬁgss?r? Skonerm dan RAB.02.02 perdagangan RAB.02.02.XX usulan referensi IPPD
RAB’O? Ekammlgen RAB.02.03 pertanian
ndustri
BAB:Ue Elonor aan RAB.02.03 pertanian RAB.02.03.01 pembinaan pertanian regional

RAB.02 Ekeonomi dan
Industri

RAB.02.03 pertanian

RAB.02.03.02 peningkatan produksi
pertanian

RAB.02.03.02.01 Peningkatan Produksi
Serealia

RAB.02 Ekonomi dan
industri

RAB.02.03 pertanian

RAB.02.03.02 peningkatan produksi
pertanian

RAB.02.03.02.02 Peningkatan Produksi
Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02,03 pertanian

RAB.02.03.02 peningkatan produksi
pertanian

RAB.02.03.02.03 Peningkatan Produksi
Hortikultura

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.03 pertanian

RAB.02.03.03 penyediaan sarana dan
prasarana pertanian

RAB.02.03.03.01 Pengelolaan Lahan dan
Air

Al




TABEL 2

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.03 pertanian

RAB.02.03.03 penyediaan sarana dan
prasarana pertantan

RAB.02.03.03.02 Pengelolaan Pupuk,
Pestisida, Alsintan

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.03 pertanian

RAB.02.03.03 penyediaan sarana dan
prasarana pertanian

RAB.02.03.03.03 Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Pertanian

RAB.02 Ekonomi dan

RAB.02.03.04.01 Ketersediaan dan

Industri

industri RAB.02.03 pertanian RAB.02.03.04 ketahanan pangan Distribusi Pangan

RAB.O? Ekonomi dan RAB.02.03 pertanian RAB.02.03.04 ketahanan pangan RAB.02.03.04,02 Konsumsi dan keamanan
Industri Pangan

:3353?5 Ekonomi dan RAB.02.03 pertanian RAB.02.03.04 ketahanan pangan RAB.02.03.04.03 Penyuluhan

RAB.O? Ekonomi dan RAB.02.03 pertanian RAB.02.03.05 ka!ranttna dan

Industri keamanan hayati

RAB.O? Ekonomi dan RAB.02.03 pertanian RAB.02.03.06 penmgkatan nilai

Industri tambah dan daya saing

WAS.OR Exchomi e RAB.02.03 pertanian RAB.02.03.XX usulan referensi IPPD

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.04 perkebunan

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.04 perkebunan

RAB.02.04.01 pembinaan perkebunan
regional

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.04 perkebunan

RAB.02.04.02 pengelolaan tanaman
perkebunan

RAB.02.04.02.01 Peningkatan Produksi
Tanaman Tahunan

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.04 perkebunan

RAB.02.04.02 pengelolaan tanaman
perkebunan

RAB.02.04.02.02 Peningkatan Produksi
Tanaman Semusim

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.04 perkebunan

RAB.02.04.02 pengslolaan tanaman
perkebunan

RAB.02.04.02.03 Peningkatan Produksi
Tan. Rempah & Penyegar

A
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TABEL 2

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.04 perkebunan

RAB.02.04.03 keberlanjutan usaha
perkebunan

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.04 perkebunan

RAB.02.04.04 pengendalian hama
penyakit dan perlindungan
perkebunan

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.04 perkebunan

RAB.02.04.05 pengembangan bio energi

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.04 perkebunan

RAB.02.04.XX usulan referensi IPPD

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.05 peternakan

RAB.02 Ekonomi dan

RAB.02.05.01 pembinaan peternakan

RAB.02.05.01.01 Perencanaan

Industri

regional

p RAB.02.05 peternakan ! Pengembangan Prasarana, Kawasan dan
Industri regional . .
Komoditas Pertanian
: . RAB.02.05.01.02Peningkatan Koordinasi,
RAB'O? Ehariam de RAB.02.05 peternakan RA?'OZ'OS'M pembinaan petemakan Sinkronisasi dan Penataan Prasarana
Industri regional
Pendukung
RAB.02.05.01.03 Pembangunan,
RAR.0Z Ekonomi dan RAB.02.05.01 pembinaan peternakan |Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin
Industri RAEAAE pewmahan regional Gedung UPTD Pertanian serta Sarana
Pendukungnya
RAB.02.05.01.04 Peningkatan Penerapan
RAB.02 Ekonomi dan RAB.02.05 psternakan RAB.02.05.01 pembinaan peternakan |Persyaratan Teknis Sertifikasi

Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan
Unit Usaha Produk Hewan

ke




TABEL 2

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.05 peternakan

RAB.02.05.01 pembinaan peternakan
regional

RAB.02.05.01.05 Peningkatan Pembinaan
Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi
Unit Usaha Produk Hewan

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.05 peternakan

RAB.02.05.02 benih dan bibit ternak

RAB.02.05.02.01 Peningkatan
Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak
dan Tanaman Pakan Temak, Bahan
Pakan, serta Pakan

RAB.02 Ekonomi dan
industri

RAB.02.05 peternakan

RAB.02.05.02 benih dan bibit ternak

RAB.02.05.02.02 Peningkatan
Pengendalian dan Pengawasan
Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit
Termak dan Tanaman Pakan Ternak
serta Pakan

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.05 peternakan

RAB.02.05.02 benih dan bibit ternak

RAB.02.05.02.03 Peningkatan Penyediaan
Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan
Ternak

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.05 peternakan

RAB.02.05.03 kesehatan masyarakat
veteriner

RAB.02.05.03.01 Pengendalian Resiko
dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan
Zoonosis

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.05 peternakan

RAB.02.05.04 pascapanen
peternakan

RAB.0G2 Ekcnomi dan
Industri

RAB.02.05 peternakan

RAB.02.05.05 produksi pakan dan
ternak

RAB.02.05.05.01 Pengawasan atas
penerapan persyaratan teknis untuk
pemasukan dan/atau pengeluaran hewan
dan produk hewan

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.05 peternakan

RAB.02.05.06 perikanan budidaya

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.05 peternakan

RAB.02.05.XX usulan referensi IPPD
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TABEL 2

RAB.0Z Ekonomi dan
Industri

RAB.02.06 perikanan

RAB.0Z Ekonomi dan
industri

RAB.02.06 perikanan

RAB.02.06.01 pembinaan perikanan
regional

RAB.02.06.01.01 mengendalikan dan
mengevaluasi kegiatan perikanan tangkap
melalui pengslolaan penangkapan ikan dan
kenelayanan

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.06 perikanan

RAB.02.06.01 pembinaan perikanan
regional

RAB.02.06.01.02 pengendalian dan
penangkapan ikan serta sarana dan
prasarana perikanan tangkap sesuai
ketentuan dan prosedur

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.06 perikanan

RAB.02.06.01 pembinaan perikanan
regional

RAB.02.06.01.03 Merencanakan
operasional Perikanan Tangkap

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02,06 perikanan

RAB.02.06.01 pembinaan perikanan
regional

RAB.02.06.01.04 mengendalikan dan
mengevaluasi kegiatan pengawasan
sumber daya kelautan dan perikanan

RAB.02 Ekonomi dan
industri

RAB.02.06 perikanan

RAB.02.06.01 pembinaan perikanan
regional

RAB.02.06.01.05 Merencanakan
operasional Pengawasan sumber daya
kelautan dan Perikanan

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.06 perikanan

RAB.02.06.01 pembinaan perikanan
regional

RAB.02.06.01.06 penegakan hukum
perikanan dan kelautan sesuai ketentuan
dan prosedur yang berlaku

/UCQ



TABEL 2

RAB.02 Ekcnomi dan
industri

RAB.02.06 perikanan

RAB.02.06.01 pembinaan perikanan
regional

RAB.02.06.01.07 mengendalikan dan
mengevaluasi kegiatan pengembangan
usaha dan pengolahan hasil perikanan dan
pengembangan usaha

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.06 perikanan

RAB.02.06.02 karantina perikanan

RAB.02.06.03.01 pengolahan dan

Industri

RAB'O? Ekonotml dan RAB.02.06 perikanan RAI.B'OZ'OS'% pengewiaan hasd pembinaan mutu produk kelautan dan
Industri perikanan :
perikanan
RAB.02.06.04.01 pemasaran dan promosi
investasi berdasarkan ketentuan dan
RAB.O? Ekonomi dan RAB.02.06 perikanan RAB.02.06.04 Qemberdayaan prosedur yang berlaku agar terwujudnya
Industri masyarakat perikanan pengolahan dan pemasaran produk
kelautan dan perikanan untuk perluasan
pangsa pasar secara maksimal
RAB.02 Ekonomi dan , RAB.02.06.05 pengelolaan konservasi
Industri RAB.02.06 perikanan dan keanekaragaman hayati laut
RAB.G2 Ekonpmi aan RAB.02.06 perikanan RAB.02.06.XX usulan referensi IPPD

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.07 badan usaha milik negara

e
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TABEL 2

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.07 badan usaha milik
negara

RAB.02.07.01 pembinaan badan
usaha regional

RAB.02.07.01.01 koordinasi, fasilitasi,
monitoring dan evaluasi kebijakan
pengelolaan BUMD di kab/kota

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.07 badan usaha milik
negara

RAB.02.07.01 pembinaan badan
usaha regional

RAB.02.07.01.02 Temu solusi pengelolaan
BUMD di 3 zona

RAB.0Z2 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.07 badan usaha milik
negara

RAB.02.07.01 pembinaan badan
usaha regional

RAB.02.07.01.03 Keordinasi, optimalisasi
pengelolaan BUMD air minum

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.07 badan usaha milik
negara

RAB.02.07.01 pembinaan badan
usaha regional

RAB.02.07.01.04 Evaluasi pembinaan
BUMD provinsi

RAB.02 Ekonomi dan

RAB.02.07 badan usaha milik

RAB.02.07.02 pengeiolaan badan

Industri negara usaha milik negara

RAB.02 Ekonomi dan RAB.02.07 badan usaha milik |RAB.02.07.03 keberlanjutan badan

Industri negara usaha milik negara

RAB.O? Ekonomi dan RAB.02.07 badan usaha milik RAB.02.07.04 penguatan daya saing

Industri negara

RAB'O? Ekonomi dan RALLOZKT barar asaha raill RAB.02.07.05 kesinergian badan usaha milik negara
Industri negara

RAB.02 Ekonomi dan
industri

RAB.02.07 badan usaha milik
negara

RAB.02.07.XX usulan referensi IPPD

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.08 investasi

RAB.OZ Ekonomi dan
industri

RAB.02.08 investasi

RAB.02.08.01 pembinaan penanaman
modal regional

RAB.02Z2 Ekonomi dan

RAB.02.08 investasi

RAB.02.08.02 manajemen
penanaman modal

RAB.02.08.02.01 Penyediaan data dan
informasi potensi investasi

Industri
G
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TABEL 2

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.08 investasi

RAB.02.08.02 manajemen
penanaman modal

RAB.(2.08.02.02 Pengembangan potensi
investasi

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.08 investasi

RAB.02.08.02 manajemen
penanaman modal

RAB.02.08.02.03 Pengembangan promaosi
penhanaman modal

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.08 investasi

RAB.02.08.02 manajemen
penanaman modal

RAB.02.08.02.04 Promosi penanaman
modal

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.08 investasi

RAB.02.08.02 manajemen
penanaman modal

RARB.02.08.02.05 Peningkatan pelayanan
perijinan dan non perijinan

RAB.02.08.02.06 Pemanfaalan sistem

industri

RAB.02.08 investasi

penanaman modal

RAB.O i ; .02.08. j . -
? Eanon! dan RAB.02.08 investasi FRARLCER R Mt inmen informasi pelayanan perijinan secara
Industri penanaman modal ;
elektronik
RAB.02 Ekonomi dan RAB.02.08.02 manajemen RAB.02.08.02.07 Pemantauan dan

Pengawasan

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.08 investasi

RAB.02.08.02 manajemen
penanaman modal

RAB.02.08.02.08 Fasilitasi penyelesaian
masalah

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.08 investasi

RAB.02.08.03 manajemen perizinan
penanaman modail

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.08 investasi

RAB.02.08.04 litigasi penanaman
modal

RAB.02 Ekonomi dan
industri

RAB.02.08 investasi

RAB.02.08.XX usulan referensi IPPD

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.09 koperasi

e
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TABEL 2

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.09 koperasi

RAB.02.09.01 pembinaan koperasi

RAB.02.09.01.01 Pengembangan
kompetensi dan kualitas koperasi
perempuan berbasis kearifan lokal yang
berdaya saing

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.09 koperasi

RAB.02.08.02 pengelolaan produksi
dan pemasaran koperasi

RAB.02 Ekonomi dan
industri

RAB.02.09 koperasi

RAB.02.09.03 pemberdayaan dan
pembiayaan koperasi

RAB.02.09.03.01 Fasilitasi ljin Usaha
Simpan Pinjam melalui pendidikan dan
pelatihan pemberdayaan SDM Koperasi

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.0D2.09 koperasi

RAB.02.09.04 pengawasan koperasi

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.09 koperasi

RAB.02.09.XX usulan referensi IPPD

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.10 usaha kecil dan menengah

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.10 usaha kecil dan

menengah

RAB.02.10.01 pembinaan usaha kecil
dan menengah

RAB.02.10.01.01 Peningkatan UMKM
Perempuan Melalui Pelatihan
Kewirausahaan Dan Peran SDM Koperasi

RAB.02 Ekonomi dan
industri

RAB.02.10 usaha kecil dan

tmenengah

RAB.02.10.01 pembinaan usaha kecil
dan menengah

RAB.02,10.01.02 Pengembangan
Kompetensi & Kualitas PLUT-UMKM yang
berdaya saing

/Utéc
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TABEL 2

RAB.0Z Ekonomi dan
industri

RAB.02.10 usaha kecil dan
menengah

RAB.02.10.02 kelembagaan usaha
kecil dan menengah

RAB.02.10.02.01 Peningkatan
kelembagaan Koperasi Aktif berdigitalisasi
melalui pengembangan Usaha dan Peran
SDM Koperasi

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.10 usaha kecil dan
menengah

RAB.02.10.01 pembinaan usaha kecil
dan menengah

RAB.02.10.02.02 Pemberdayaan Usaha
Kecil  Melalui Penguatan Kelembagaan
& Koordinasi dengan Pemangku
Kepentingan di Kawasan Pariwisata Estate

RAB.02 Ekonomi dan
industri

RAB.02.10 usaha kecil dan
menengah

RAB.02.10.03 pengelolaan produksi
dan pemasaran usaha kecil dan
menengah

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02,10 usaha kecil dan
menengah

RAB.02.10.04 pemberdayaan dan
pembiayaan usaha mikro, kecil, dan
menengah

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.10 usaha kecil dan
menengah

RAB.02.10.XX usulan referensi IPPD

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.11 pariwisata

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.11 pariwisata

RAB.02.11.01 pembinaan pariwisata
regional

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.11 pariwisata

RAB.02.11.02 kepariwisataan

RAB.02.11.02.01 Informasi Pemasaran
Pariwisata

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.11 pariwisata

RAB.02.11.02 kepariwisataan

RAB.02.11.02.02 Promosi Pariwisata

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.11 pariwisata

RAB.02.11.02 kepariwisataan

RAB.02.11.02.03 Analisa Pasar Pariwisata

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.11 pariwisata

RAB.02.11.02 kepariwisataan

RAB.02.11.02.04 Sarana Prasarana

S
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TABEL 2

RAB.02 Ekonomi dan
industri

RAB.02.11 pariwisata

RAB.02.11.02 kepariwisataan

RAB.02.11.02.05 Pengembangan Atraksi
Wisata Alam

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.11 pariwisata

RAB.02.11.02 kepariwisataan

RAB.02.11.02.06 Pengembangan Wisata
Budaya dan Buatan.

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.11 pariwisata

RAB.02.11.02 kepariwisataan

RAB.02.11.02.07 Industri Pariwisata

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.11 pariwisata

RAB.02.11.02 kepariwisataan

RAB.02.11.02.08 Usaha Ekonomi Kreatif

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.11 pariwisata

RAB.02.11.02 kepariwisataan

RAB.02.11.02.09 Jaringan Pemasaran.

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.11 pariwisata

RAB.02.11.02 kepariwisataan

RAB.02.11.02.10 Pemberdayaan
Masyarakat Pariwisata

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.11 pariwisata

RAB.02.11.02 kepariwisataan

RAB.02.11.02.11 Sumber Daya Manusia
Ekonomi Kreatif

RAB.02 Ekonomi dan
industri

RAB.02.11 pariwisata

RAB.02.11.02 kepariwisataan

RAB.02.11.02.12 Pemberdayaan
Masyarakat Pariwisata

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.11 pariwisata

RAB.02.11.03 pengelolaan faktor
pendukung kepariwisataan

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.11 pariwisata

RAB.02.11.04 penyusunan rencana
induk kepariwisataan nasional

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02,11 pariwisata

RAB.02.11.XX usulan referensi |[PPD

RAB.03 Pembangunan Kewilayahan

1A
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TABEL 2

RAB.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAB.03.01 pekerjaan umum

RAB.03 Pembangunan

RAB.03.01 pekefjaan umum

RAB.03.01.01 pembinaan pekerjaan

Kewilayahan umum regional
RAR RAB.03.01.02.01 Merencanakan dan

RAB.'OS Petmbangunan RAB.03.01 pekerjaan umum : A0 UL penge o melaksanakan Perencanaan umum dan
Kewilayahan infrastruktur pekerjaan umum ¥ : .

teknis kegiatan bina marga

RAB.03.01.02.02 Merencanakan dan
RAB.'03 Pembangunan RAB.03.01 pekerjaan umum BAB.OS.O‘I 02 pen_gelolaan melaksanakan kegiatan pembangunan dan
Kewilayahan infrastruktur pekerjaan umum . :

laboratarium teknik
RAB.03 Pembangunan ‘ RAB.03.01.02 pengelolaan RAB.03.01.02.03 Pemeliharaan, Peralatan
Kewilayahan RAB.03.01 pekarjaan umum infrastruktur pekerjaan umum dan Perbengkelan

RAB.03 Pembangunan

RAB.03.01 pekerjaan umum

RAB.03.01.02 pengelolaan

RAB.03.01.02.04 Perencanaan tata ruang

Kewilayahan infrastruktur pekerjaan umum dan pemanfaatan ruang

RAB'.OB Pembangunan RAB.03.01 pekerjaan umum RAB.03.01.02 pen_geloiaan RAB.(_JS.01 .02.05 Pengaturan dan
Kewilayahan infrastruktur pekerjaan umum pembinaan penataan ruang
RAB.03 Pembangunan RAB . RAB.03.01.02 pengelolaan RAB.03.01.02.06 Pengendalian dan
Kewilayahan 501 peketsan Uium infrastruktur pekerjaan umum pengawasan penataan ruang

RAB.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAB.03.01 pekerjaan umum

RAB.03.01.02 pengelolaan
infrastruktur pekerjaan umum

RAB.03.01.02.07 Merencanakan dan
melaksanakan Perencanaan dan
pengendalian kegiatan cipta karya

RAB.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAB.03.01 pekerjaan umum

RAB.03.01.02 pengelolaan
infrastruktur pekerjaan umum

RAB.03.01.02.08 Penataan Bangunan
gedung dan lingkungan

Pyt
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TABEL 2

RAB.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAB.03.01 pekerjaan umum

RAB.03.01.02 pengelolaan
infrastruktur pekerjaan umum

RAB.03.01.02.09 Penyediaan sarana dan
prasarana keciptakaryaan

RAB.03 Pembangunan

RAB.03.01 pekerjaan umum

RAB.03.01.03 pembinaan jasa

Kewilayahan kontruksi
RAB-.03 Pembangunan RAB.03.01 pekerjaan umum RAB.0§.01 .04 pengelolaan air limbah
Kewilayahan domestik

RAB.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAB.03.01 pekerjaan umum

RAB.03.01.05 pengelolaan sumber

daya air

RAB.03.01.05.01 Merencanakan dan
melaksanakan Perencanaan dan
pengendalian pembangunan sumber daya
air dan irigasi

RAB.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAB.03.01 pekerjaan umum

RAB.03.01.05 pengelolaan sumber

daya air

RAB.03.01.05.02 Merencanakan dan
melaksanakan Pembangunan irigasi

RAB.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAB.03.01 pekerjaan umum

RAB.03.01.05 pengelolaan sumber

daya air

RAB.03.01.05.03 Merencanakan dan
melaksanakan pembangunan sumber daya
air

RAB.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAB.03.01 pekerjaan umum

RAB.03.01.05 pengelolaan sumber

daya air

RAB.03.01.05.04 Perencanaan,
pengendalian dan komisi irigasi

RAB.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAB.03.01 pekerjaan umum

RAB.03.01.05 pengelolaan sumber

daya air

RAB.03.01.06.05 Operasi irigasi dan
pemberdayaan perkumpulan petani
pemakai air

RAB.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAB.03.01 pekerjaan umum

RAB.03.01.05 pengelolaan sumber

daya air

RAB.03.01.05.06 Operasi prasarana
sumber daya air

RAB.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAB.03.01 pekerjaan umum

RAB.03.01.XX usulan referensi IPPD

RAB.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAB.03.02 transmigrasi

pod
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TABEL 2

RAB_.03 Pembangunan RAB.03.02 transmigrasi RAB.O?.OZ.(_H pgmbmaan

Kewilayahan transmigrasi regional

RAB.03 Pembangunan : . . ; ; RAB.03.02.02 .01 Penyiapan Permukiman
Kewilayahan RAB.03.02 transmigrasi RAB.03.02.02 bidang transmigrasi Transmigrasi

RAB.03 Pembangunan . i . - RAB.03.02.02 .02 Penempatan
Kewilayahan RAB.03.02 fransmigrasi RAB.03.02.02 bidang transmigrasi Pemindahan dan Sarpras

RAB.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAB.03.02 transmigrasi

RAB.03.02.02 .03 Pembinaan Sosial
Budaya dan Ekonomi Masyarakat
Transmigrasi dan sekitarnya

RAB.03.02.02 bidang transmigrasi

RAB.03 Pembangunan

Kewilayahan

Kewilayahan RAB.03.02 transmigrasi 3.02.03 pendidikan dan pelatihan transmigran

RAB.03 Pembangunan . ; . .

Kewilayahan RAB.03.02 transmigrasi 3.02.04 pengembangan kawasan transmigrasi

RAB.03 Pembangunan . . .

Kewilayahan RAB.03.02 transmigrasi RAB.03.02.XX usulan referensi IPPD
.'03 Pembangunan RARB.03.03 transportasi

Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan g RAB.03.03.01 pembinaan transportasi

Kewilayahan RAB.03.03 transportasi regional

RAB.03 Pembangunan 3 RAB.03.03.02.01 Penetapan Rencana

Kewilayahan RAB.03.03 transportasi RAB.03.03.02 pengelolaan transportas induk Jaringan LLAJ Provinsi
; : .03.03.02.02 Penyediaan

RAB.03 Pembangunan RAB.03.03 transportasi RAB.03.03.02 pengelolaan transportas - 4

Perlengkapan Jalan di jalan. Provinsi
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TABEL 2

RAB.03 Pembangunan

RAB.03.03 transportasi

RAB.03.03.02 pengelolaan transportas;

RAB.03.03.02.03 Manajemen Dan
Rekayasa Lalu Lintas Jalan, Persetujuan

Kewilayahan Andalalin Serta Audit Dan Inspeksi
Keselamatan Lalu Lintas Jalan
RAB.03.03.02.04 Penetapan : kawasan

RAB.O b ' perkotaan, jaringan trayek, wilayah

i &Pambangunan RAB.03.03 transportasi RAB.03.03.02 pengelolaan transportas| operasi, kuota dantarif kelas ekonomi

Kewilayahan .
angkutan umum lintas kab./kota dalam
provinsi

RAB.03 Pembangunan ; RAB.03.03.02.05 Pembangunan dan

Kewilayahan RAB.03.03 transportasi RAB.03.03.02 pengelolaan transportas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe &

RAB.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAB.03.03 transportasi

RAB.03.03.02 pengelolaan transportas]

RAB.03.03.02.06 Penyediaan Layanan
Angkutan Umum Orang dan/atau Barang
Lintas Kab./Kota Dalam Wilayah Provinsi
NTT

RAB.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAB.03.03 transportasi

RAB.03.03.03 pengelolaan keamanan
dan keselematan transportasi

RAB.03.03.03.01 Audit dan Inspeksi
Keselamatan Angkutan Jalan

RAB.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAB.03.03 transportasi

RAB.03.03.03 pengelolaan keamanan
dan keselematan fransportasi

RAB.03.03.03.02 Penetapan Rencana
Induk Perkerstaapian, Jaringan Jalur Ka
Umum Dan Khusus; Jaringan Pelayanan;
Dan Kelas Stasiun Ka Umum Pada
Lintasan Dalam Provinsi

RAB.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAB.03.03 transportasi

RAB.03.03.03 pengelolaan keamanan
dan keselematan transportasi

RAB.03,03.03.03 Penerbitan 1zin Usaha;
1zin Pembangunan; lzin Operasional
Sarana Dan Prasarana Ka Umum Dan
Khusus Pada Lintasan Dalam Provinsi

s
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TABEL 2

RAB.03.03.03.04 Penerbitan : [zin Usaha
Angkutan Laut, Pelayaran Rakyat, Trayek
Angkutan Sungai dan Danau, Terkait
Bongkar Muat Barang, Pengurusan
Transportasi, Angkutan Perairan
Pelabuhan, Penyewaan Peralatan dan
jasa Angkutan Laut, Tally Mandiri, Depo
Peti Kemas dan Persetujuan
Penannerasian Kanal

RAB_.03 Pembangunan RAB.03.03 transportasi RAB.03.03.03 pengelolaan k(—:,lamanan
Kewilayahan dan keselematan transportasi
RAB_.OS Pembangunan RAB.03.03 transportasi RAB.03.03.03 pengelolaan kgamanan
Kewilayahan dan keselematan transportasi

RAB.03.03.03.05 Penetapan : Lintas
Penyeberangan untuk Kapal dalam
jaringan jalan provinsi atau jaringan jalur
kereta api provinsi, Lintas Penyeberangan
untuk Kapat yang melayani
Penyeberangan Antar Pelabuhan dalam
Provinsi dan Tarif Angkutan
Penyeberangan Kelas Ekonomi dan
kendaraan beserta muatannya pada lintas
penyeberangan dalam provinsi.

g1
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TABEL 2

RAB.03 Pembangunan
Kewilayahan

RARB.03.03 transportasi

RAB.03.03.03 pengelolaan keamanan
dan keselematan transportasi

RAB.03.03.03.06 Penerbitan Izin :
Pembangunan dan Pengoperasian
Pelabuhan Pengumpan Regional ,
Pelabuhan Sungai dan Danau Trayek
Lintas Kab./Kota dalam Prov, lzin Usaha
Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan
Pengumpan Regional, Pengembangn
Pelabuhan Pengumpan Regional,
Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan
Regional selama 24 Jam, Pekerjaan
Pengerukan dan Reklamasi Wilayah
Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional,
dan Pengelolaan TUKS di dalam
DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan
Regional,

RAB.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAB.03.03 transportasi

RAB.03.03.XX usulan referensi IPPD

RAB.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAB.03.04 perumahan

RAB.03 Pembangunan

Kewilayahan RAB.03.04 perumahan RAB.03.04.01 pembinaan transmigrasi regicnal
E;\Sj.lgiaizr:bangunan RAB.03.04 perumahan RAB.03.04.02 pengelolaan infrastruktur dan lingkungan pemerintahan
E: ﬁ.lg)a;a!:lear:bangunan RAB.03.04 perumahan RAB.03.04.03 pengembangan kawasan permukiman
Egiiiggazzr:bangunan RAB.03.04 perumahan RAB.03.04.04 pengembangan sarana dan prasarana strategis
RAB.03.04.05.01 Merencanakan dan
Kowayanan " |RAB.03.04 perumaan e e pe

permukiman.

Mé
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TABEL 2

RAB.03 Pembangunan RAB.03.04.05 penyelenggaraan .

Kewilayahan RAB.03.04 perumahan perunishar RAB.03.04.05.02 Penyediaan perumahan
RAB.03 Pembangunan RAB.03.04.05 penyelenggaraan  |RAB.03.04.05.03 Pengembangan kawasan
Kewilayahan RAB.03.04 perumahan perumahan permukiman dan pertanahan

RAB.03 Pembangunan ;

Kewilayahan RAB.03.04 perumahan RAB.03.04.XX usulan referensi IPPD

RAB.03 Pembangunan

RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal

Kewilayahan
RAB.03 Pembangunan RAB.03.05 pembangunan RAB.03.05.01 pembinaan
Kewilayahan kawasan atau daerah tertinggal pembangunan regional

RAB.03 Pembangunan

RAB.03.05 pembangunan

RAB.03.05.02 pembangunan

Kewilayahan kawasan atau daerah tertinggal |kawasan atau daerah tertinggal

RAB.03 Pembangunan RAB.03.05 pembangunan RAB.03.05.03 pembangunan desa RAB.03.05.03.01 VERIFIKASI

Kewilayahan kawasan atau daerah tertinggal |dan kawasan pedesaan PEMEKARAN DESA
RAB.03.05.03.02 PENYERASIAN

RAB.03 Pembangunan RAB.03.05 pembangunan RAB.03.05.03 pembangunan desa RANCANGAN PERDA KABUPATEN

Kewilayahan kawasan atau daerah tertinggal (dan kawasan pedesaan TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMDES & BPD

RAB.03 Pembangunan RAB.03.05 pembangunan RAB.03.05.03 pembangunan desa RAB.03.05.03.03 PENGEMBANGAN

Kewilayahan kawasan atau daerah tertinggal {dan kawasan pedesaan KAPASITAS APARATUR DESA

RAB.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAB.03.05 pembangunan
kawasan atau daerah tertinggal

RAB.03.05.03 pembangunan desa
dan kawasan pedesaan

RAB.03.05.03.04 EVALUASI TINGKAT
PERKEMBANGAN DESA

@
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TABEL 2

RAB.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAB.03.05 pembangunan
kawasan atau daerah tertinggal

RAB.03.05.04 pemberdayaan
masyarakat desa

RAB.03.05.04.01 BULAN BHAKTI
GOTONG ROYONG MASYARAKAT

RAB.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAB.03.05 pembangunan
kawasan atau daerah tertinggal

RAB.03.05.04 pemberdayaan
masyarakat desa

RAB.03.05.04.02 LOMBA POSYANDU
DAN JAMBORE KADER POSYANDU

RAB.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAB.03.05 pembangunan
kawasan atau daerah tertinggal

RAB.03.05.04 pemberdayaan
masyarakat desa

RAB.03.05.04.03 Model Dukungan
Penguatan Posyandu Kab/Kota Melalui
Kader Posyandu

RAB.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAB.03.05 pembangunan
kawasan atau daerah tertinggal

RAB.03.05.04 pemberdayaan
masyarakat desa

RAB.03.05.04.04 IDENTIFIKASI &
INVENTARIS| LEMBAGA ADAT DESA

RAB.03 Pembangunan

RAB.03.05 pembangunan

RAB.03.05.04 pemberdayaan

RAB.03.05.0405 PEMBINAAN KADER

| Kewilayahan kawasan atau daerah tertinggal masyarakat desa PEMBANGUNAN MANUSIA
| RAB.03 Pembangunan RAB.03.05 pembangunan RAB.03.05.04 pemberdayaan RAB.03.05.04.06 PENGEMBANGAN DAN
Kewilayahan kawasan atau daerah tertinggal masyarakat desa INOVAS! PERALATAN TTG

RAB.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAB.03.05 pembangunan
kawasan atau daerah tertinggal

RAB.03.05.04 pemberdayaan
masyarakat desa

RAB.03.05.04.07 PELATIHAN
PEMASANGAN SARANA ENERGI
ALTERNATIF BIOGAS

RAB.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAB.03.05 pembangunan
kawasan atau daerah tertinggal

RAB.03.06.04 pemberdayaan
masyarakat desa

RAB.03.05.04.08 PENGKAJIAN
PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN
DAN KEBUTUHAN PERALATAN TTG

RAB.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAB.03.05 pembangunan
kawasan atau daerah tertinggal

RAB.03.05.04 pemberdayaan
masyarakat desa

RAB.03.05.04.09 PELATIHAN
PENGELOLAAN PASCA PANEN BAGI
KELOMPOK

RAB.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAB.03.05 pembangunan
Kawasan atau daerah tertinggal

RAB.03.05.04 pemberdayaan
masyarakat desa

RAB.03.05.04.10 GELAR TTG & IPTEK
TINGKAT PROVINSI DAN NASIONAL

RAB.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAB.03.05 pembangunan
kawasan atau daerah tertinggal

RAB.03.05.04 pemberdayaan
masyarakat desa

RAB.03.05.04.11 DUKUNGAN
PEMBENTUKAN PASAR DESA

e
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TABEL 2

RAB.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAB.03.05 pembangunan
kawasan atau daerah tertinggal

RAB.03.05.04 pemberdayaan
masyarakat desa

RAB.03.05.04.12 PENGEMBANGAN

RAB.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAB.03.05 pembangunan
kawasan atau daerah tertinggal

RAB.03.05.04 pemberdayaan
masyarakat desa

RAB.03.05.04.13 ADVOKASI
PEMBENTUKAN BUMDES

RAB.03 Pembangunan

RAB.03.05 pembangunan

RAB.G3.05.04 pemberdayaan

Kewilayahan kawasan atau daerah tertinggal [masyarakat desa PARIWISATA ESTATE
RAB_.OS Pembangunan RAB.03.05 pembangunan_ RAB.03.05.04 pemberdayaan RAB.03.05.04.15 LOMBA DESA
Kewilayahan kawasan atau daerah tertinggal |masyarakat desa

RAB.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAB.03.05 pembangunan
kawasan atau daerah tertinggal

RAB.03.05.05 pengembangan daerah
tertentu

RAB.03.05.05.01 KOORDINASI
PERENCANAAN

RAB.03 Pembangunan

RAB.03.05 pembangunan

RAB.(3.05.05 pengembangan daerah

RAB.03.05.05.02 FASILITASI KERJA

RAB.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAB.03.05 pembangunan
kawasan atau daerah tertinggat

RAB.03.05.05 pengembangan daerah
tertentu

Kewilayahan kawasan atau daerah tertinggal |tertentu SAMA

RAB.03 Pembangunan RAB.03.05 pembangunan RAB.03.05.05 pengembangan daerah |RAB.03.05.05.03 KOORDINASI

Kewilayahan kawasan atau daerah tertinggal ltertentu PEMBANGUNAN
RAB.03.05.05.04 KOORDINASI

FASILITAS] PENECASAN,
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

RAB.03 Pembangunan

RAB.03.05 pembangunan

RAB.03.05.XX usulan referensi IPPD

Kewilayahan kawasan atau daerah tertinggal
RAB.03 Pembangunan RAB.03.05 pembangunan
Kewilayahan kawasan atau daerah tertinggal

prie
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TABEL 2

RAB.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAB.03.06 pertanahan

RAB.03 Pembangunan

RAB.03.06 pertanahan

RAB.03.06.01 pembinaan pertanahan regional

Kewilayahan

RAB.'O3 Pemaangunan RAB.03.06 pertanahan RAB.03.06.02 kebijakan hukum pertanahan
Kewilayahan

RAB.'03 Pemisengunan RAB.03.06 pertanahan RAB.03.06.03 kebijakan pengadaan tanah
Kewilayahan

RAB.'OB Eonaphndn RAB.03.06 pertanahan RAB.03.06.04 tata ruang tanah
Kewilayahan

FOADOG POOIDENGUARN e n pin o ssttermaia RAB.03.06.05 litigasi pertanahan
Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan :

Kewilayahsan RAB.03.06 pertanahan RAB.03.06.06 pengelolaan infrastruktur pertanahan
RAB.03 Pembangunan |2\ 03 06 pertanahan RAB.03.06.XX usulan referensi IPPD
Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAB.03.07 kependudukan

RAB.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAB.03.07 kependudukan

RAB.03.07.01 pembinaan kependudukan regional

RAB.03 Pembangunan

Kewilkyahan RAB.03.07 kependudukan RAB.03.07.02 pendampingan hukum dalam rangka pengendalian penduduk
RAB.'OS Pembangunan RAB.03.07 kependudukan RAB.03.07.03 keluarga berencana

Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan ——

Kewilayahan RAB.03.07 kependudukan RAB.03.07.04 pemberdayaan partisipasi masyarakat

A
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TABEL 2

RAB.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAB.03.07 kependudukan

RAB.03.07.XX usulan referensi IPPD

RAB.04 Perlindungan Sosial

dan Kesehatan

RAB.04 Perlindungan
Sosial dan Kesehatan

RAB.04.01 kesehatan

RAB.04 Perlindungan
Sosial dan Kesehatan

RAB.04.01 kesehatan

RAB.04.01.01 pembinaan kesehatan regional

RAB.04 Perlindungan
Sosial dan Kesehatan

RAB.04.01 kesehatan

RAB.04.01.02 kefarmasian dan alat kesehatan

RAB.04 Perlindungan
Sosial dan Kesehatan

RAB.04.01 kesehatan

RAB.04.01.03 kesehatan masyarakat

RAB.04.01.03.01 Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat

RAB.04 Perlindungan
Sosial dan Kesehatan

RAB.04.01 kesehatan

RAB.04.01.03 kesehatan masyarakat

RAB.04.01.03.02 Penurunan Stunting dan
AKIAKB

RAB.04.01.03.03 Peningkatan Kesehatan

RAE.;'M Perindungan RAB.04.01 kesehatan RAB.04.01.03 kesehatan masyarakat |Lingkungan, Kesehatan Kerja dan
Sosial dan Kesehatan

Qtiahraga
RAB.04 Perlindungan RAB.04.01.04.01 Upaya Pelayanan

Sosial dan Kesehatan

RAB.04.01 kesehatan

RAB.04.01.04 pelayanan kesehatan

Kesehatan Rujukan

RAB.04 Perlindungan
Sosial dan Kesehatan

RAB.04.01 kesehatan

RAB.04.01.04 pelayanan kesehatan

RARB.04.01.04.02 Upaya Pelayanan
Kesehatan Primer dan Kesehatan
Tradisional

RAB.G4 Perlindungan
Sosial dan Kesehatan

RAB.04.01 kesehatan

RAB.04.01.04 pelayanan kesehatan

RAB.04.01.04.03 Ketersediaan layanan
farmasi dan alkes serta perbekalan
kesehatan

RAB.04 Perlindungan
Sosial dan Kesehatan

RAB.04.01 kesehatan

RAB.04.01.05 pencegahan dan
pengendalian penyakit

RAB.04.01.05.01 Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak
Menular

Bt
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TABEL 2

RAB.04 Perlindungan
Sosial dan Kesehatan

RAB.04.01 kesehatan

RAB.04.01.05 pencegahan dan
pengendalian penyakit

RAB.04.01.05.02 Surveilens dan Imunisasi

RAB.04 Perlindungan
Sosial dan Kesehatan

RAB.04.01 kesehatan

RAB.04.01.06 Program Pencegahan

RAB.04 Perlindungan
Sosial dan Kesehatan

RAB.04.01 kesehatan

RAB.04.01.07 Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

(P4GN)

RAB.04 Perlindungan
Sosial dan Kesehatan

RAB.04.01 kesehatan

RAB.04.01.08 pengawasan obat dan makanan

RAB.04 Perlindungan
Sosial dan Kesehatan

RAB.04.01 kesehatan

RAB.04.01.XX usulan referensi IPPD

RAB.04.02 sosial

RAB.04 Perlindungan

Sosial dan Kesehatan

Sosial dan Kasohatsr RAB.04.02 sosial RAB.04.02.01 pembinaan sosial regional
RAB.04 Perlindungan . 5 .
Sesial dar Kesshatan RAB.04.02 sosial RAB.04.02.02 manajemen pencarian dan pertolongan
; RAB.04.02.03.01 Pengangkatan anak
HAS,04 Perlindangan RAB.04.02 sosial RAB.04.02.03 manajemen sosial antar WNI dan Pengangkatan anak oleh

orangtua Tunggal

RAB.04 Perlindungan
Sosial dan Kesehatan

RAB.04.02 sosial

RAB.04.02.03 manajemen sosial

RAB.04.02.03.02 Layanan Rehabilitasi
Saosial

RAB.04 Perlindungan
Sosial dan Kesehatan

RAB.04.02 sosial

RAB.04.02.03 manajemen sosial

RAB.04.02.03.03 Penerbitan Izin
Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi

RAB.04 Perlindungan
Sosial dan Kesehatan

RAB.04.02 sosial

RAB.04.02.03 manajemen sosial

RAB.04.02.03.04 Pemberdayaan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
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TABEL 2

RAB.04.02.03.05 Pemulangan Warga
. Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
HRE04 Petind gt RAB.04.02 sosial RAB.04.02.03 manajemen sosial |dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi
Sosial dan Kesehatan .
untuk dipulangkan Ke Daerah
Kabupaten/Kota Asal
RAB.04 Perlindungan . . : RAB.04.02.03.06 Pengelolaan Taman
Sosial dan Kesehatan RAB.04.02 sosial RAB.04.02.03 manajemen sosial Makam Pzhlawan Nasional Provinsi
RAB.04 Perlindungan ; .
Bl el IGESEHANR RAB.04.02 sosial RAB.04.02.04 pembangunan manusia
RAB.04 Perfindungan RAB.04.02 sosial RAB.04.02.05 penanganan fakir RAB.04.02.05.01 Pengelolaan Data Fakir
Sosial dan Kesehatan I miskin Miskin Cakupan Daerah Provinsi
RAB.04 Perlindungan RAB.04.02 sosial RAB.04.02.06 penanggulangan RAB.04.02.06.01 Perlindungan Sosial
Sosial dan Kesehatan o bencana Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
RAB.04 Perlindungan . .
Soschal Her ESSERAR RAB.04.02 sosial RAB.04.02.XX usulan referensi IPPD

RAB.04 Perlindungan
Sosial dan Kesehatan

RAB.04.03 pemberdayaan perempuan

RAB.04 Perlindungan RAB.04.03 pemberdayaan . :

Sosial dan Kesehatan Baremipian RAB.04.03.01 pembinaan pemberdayaan perempuan regional

RAB.04 Perlindungan RAB.04.03 pemberdayaan RAB.04.03.02 pemberdayaan RAB.04.03.02.01 Peningkatan Kualitas
Sosial dan Kesehatan perempuan perempuan Hidup Perempuan

RAB.04 Perlindungan RAB.04.03 pemberdayaan RAB.04.03.02 pemberdayaan RAB.04.03.02.02 Peningkatan Kualitas
Sosial dan Kesehatan peremptan perempuan Hidup Keluarga

S
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TABEL 2

RAB.04 Perlindungan
Sosial dan Kesehatan

RAB.04.03 pemberdayaan
perempuan

RAB.04.03.03 kesetaraan gender

RAB.04.03.03.01 Pengarustamaan Gender

RARB.04 Perlindungan
Sosial dan Kesehatan

RAB.04.03 pemberdayaan
perempuan

RAB.04.03.03 kesetaraan gender

RAB.04.03.03.02 Kegiatan kemitraan

RAB.04 Perlindungan
Sosial dan Kesehatan

RAB.04.03 pemberdayaan
perempuan

RAB.04.03.04 perlindungan anak

RAB.04.03.04.01 Pemenuhan hak anak

RAE}.04 Perlindungan RAB.04.03 pemberdayaan RAB.04.03.04 perlindungan anak RAB.04.03.04.01 Perlindungan khusus
Sosial dan Kesehatan perempuan anak

RAB.04 Perlindungan RAB.04.03 pemberdayaan RARB.04.03.05 perlindungan hak RAB.04.03.05.01 Pencegahan kekerasan
Sosial dan Kesehatan perempuan perempuan perempuan, anak dan perdagangan orang
RAB.04 Perlindungan RAB.04.03 pemberdayaan RAB.04.03.05 perlindungan hak RAB.04.03.05.02 Penanganan kekerasan
Sosial dan Kesehatan perempuan perempuan perempuan, anak dan perdagangan orang
RAB.04 Perlindungan RAB.04.03 pemberdayaan RAB.04.03.06 pertumbuhan dan

Sosial dan Kesehatan perempuan perkembangan anak

RARB.04 Perlindungan
Sosial dan Kesehatan

RAB.04.03 pemberdayaan
perempuan

RAB.04.03.XX usulan referensi |PPD

RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan

RAB.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAB.05.01 hukum

/ULO
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TABEL 2

RAB.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAB.05.01 hukum

RAB.05.01.01 penyelenggaraan
peraturan dan perundang-undangan

RAB.05.01.01.01 Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Keputusan
Gubernur

RAB.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAB.05.01 hukum

RAB.05.01.01 penyelenggaraan
peraturan dan perundang-undangan

RAB.05.01.01.02 Rancangan Peraturan
Gubernur dan Rancangan Keputusan
Gubernur

RAB.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAB.05.01 hukum

RAB.05.01.01 penyelenggaraan
peraturan dan perundang-undangan

RAB.05.01.01.03 Pengkajian Peraturan
Daerah dan Dokumentasi Hukum

RAB.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAB.05.01 hukum

RAB.05.01.01 penyelenggaraan
peraturan dan perundang-undangan

RAB.05.01.01.04Pembinaan dan
Pengawasan Produk Hukum

RAB.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAB.05.01 hukum

RAB.05.01.01 penyelenggaraan
peraturan dan perundang-undangan

RAB.05.01.01.05 Sengketa dan Bantuan
Hukum

RAB.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAB.05.01 hukum

RAB.05.01.01 penyelenggaraan
peraturan dan perundang-undangan

RAB.05.01.01.06 Penyuluhan

dan Keselamatan

RAB.05.01 hukum

RAB.0S Ketertiban Umum RAB.05.01 hukum RAB.05.01.02 pengelolaan

dan Keselamatan pemasyarakatan

RAB.05 Ketertiban Umum RAB.05.01 hukurm MB:05.0_1 .03 penyelenggaraan
dan Keselamatan keimigrasian

RAB.05 Ketertiban Umum RAB.05.01.04 penyelenggaraan

peradilan

RAB.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAB.05.01 hukum

RAB.05.01.05 penyelenggaraan
penuntutan

RAB.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAB.05.01 hukum

RAB.(G5.01.XX usulan referensi IPPD

RAB.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAB.05.02 keamanan

P
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TABEL 2

RAB.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAB.05.02 keamanan

RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban

umum

RAB.05.02.01 .01 operasi dan
pengendalian meliputi pemeliharaan
ketentraman, ketertiban umum, penegakan
peraturan daerah dan peraturan/gubernur
dan pengawalan pejabat daerah dan tamu
daerah berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penegakan
ketertiban umum dalam masyarakat

RAB.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAB.05.02 keamanan

RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban

Umum

RAB.05.02.01 .02 bina potensi,
kewaspadaan dan mobilisasi berdasarkan
ketentuan dan prosedur yang beriaku
untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas
satgas linmas yang handal

RAB.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAB.05.02 keamanan

RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban

dumum

RAB.05.02.01 .03 kegiatan pemetaan
rawan kebakaran berdasarkan ketentuan
dan prosedur yang berlaku untuk
mengantisipasi terjadi kebakaran

RAB.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAB.05.02 keamanan

RAB.05.02.01 ketentraman, ketfertiban

Lmum

RAB.05.02.01.01 Melaksanakan kegiatan
ideclogi dan wawasan kebangsaan

RAB.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAB.05.02 keamanan

RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban

umum

RAB.05.02.01.02 Melaksanakan kegiatan
bela negara dan karakter bangsa

RAB.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAB.05.02 keamanan

RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban

umum

RAB.05.02.01.03 Merencanakan dan
melaksanakan kegiatan pendidikan politik
dan peningkatan demokrasi

/Uz@
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TABEL 2

RAB.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAB.05.02 keamanan

RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban
umum

RAB.05.02.01.04 Merencanakan dan
melaksanakan kegiatan fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan
dan partai politik

RAB.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAB.05.02 keamanan

RARB.05.02.01 ketentraman, ketertiban
umum

RAB.05.02.01.05 Merencanakan dan
melaksanakan kegiatan ketahanan
ekonomi, sosbud dan agama

RAB.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAB.05.02 keamanan

RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban
umum

RAB.05.02.01.06 Merencanakan dan
pelaksanaan kegiatan organisasi
kemasyarakatan

RAB.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAB.05.02 keamanan

RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban
umum

RAB.05.02.01.07 pelaksanaan kegiatan
kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen

RAB.05 Ketertiban Umum

RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban

RARB.05.02.01.08 pelaksanaan kegiatan

dan Keselamatan

umum

dan Keselamatan RAR.DS.02 ksampran umum penanganan konflik

RAB.05 Ketertiban Umum RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban|RAB.05.02.01.01 pelaksanaan
RAB.05.02 keamanan

dan Keselamatan umum pencegahan

RAB.05 Ketertiban Umum RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban |RAB.05.02.01.02 melaksanakan
RAB.05.02 keamanan AN

dan Keselamatan umum kesiapsiagaan

RAB.05 Ketertiban Umum RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban|RAB.05.02.01.03 Melaksanakan kegiatan
RAB.05.02 keamanan

dan Keselamatan umum kedaruratan

RAB.05 Ketertiban Umum RAB.05.02 keamanan RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban RAB.05.02.01.04 pengadaan logistik

dan Keselamatan umum

RAB.0S Ketertiban Umum |\ 05 02 keamanan RAB.03.02.01 ketonimimean, ketoribant e, o os 1o 04 05 melakukan refabilitss)

e
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TABEL 2

RAB.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAB.05.02 keamanan

RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban
umum

RAB.05.02.01.06 melakukukan
rekonstruksi

RAB.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAB.05.02 keamanan .

RAB.05.02.02 pengayoman masvyaraka

t

RAB.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAB.05.02 keamanan

RAB.05.02.03 penanggulangan
transnasional dan terorisme

RAB.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAB.05.02 keamanan

RAB.05.02.04 penegakan hukum

RAB.05.02.04.01 penyelidikan dan
penyidikan atas pelanggaran peraturan
daerah provinsi dan peraturan gubernur
lainnya berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk kepentingan
penyelesaian proses hukum.

RAB.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAB.05.02 keamanan

RAB.05.02.04 penegakan hukum

RAB.05.02.04 .02 pembinaan,
pengawasan dan penyuluhan terhadap
pelanggaran peraturan daerah provinsi dan
peraturan gubernur berdasarkan ketentuan
dan prosedur yang berlaku untuk
kepentingan penyelesaian proses masalah
dan tersedianya data

RAB.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAB.05.02 keamanan

RAB.05.02.04 penegakan hukum

RAB.05.02.04 .03 hubungan kelembagaan
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang
berlaku untuk meningkatkan pemahaman
masyarakat akan ketaatan terhadap
pemberlakuan peraturan perundang-
undangan yang telah ditetapkan

RAB.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAB.05.02 keamanan

RAB.05.02.XX usulan referensi IPPD
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TABEL 2

RAB.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAB.05.03 hak asasi manusia

RAB.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAB.05.03 hak asasi manusia

RAB.05.03.01 penyelenggaraan
bidang hak asasi manusia

RAB.05.03.01.01 pengumpulan bahan
koordinasi penegakan HAM

RAB.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAB.05.03 hak asasi manusia

RAB.05.03.01 penyelenggaraan
bidang hak asasi manusia

RAB.05.03.01.02 penyiapan bahan
pertimbangan dan bantuan hukum serta
HAM kepada semua unsur pemerintah
daerah

RAB.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAB.05.03 hak asasi manusia

RAB.05.03.02 hak atas kekayaan
intelektual

RAB.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAB.05.03 hak asasi manusia

RAB.05.03.XX usulan referensi IPPD

RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja

RAB.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAB.06.01 pendidikan

RAB.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAB.06.01 pendidikan

RAB.06.01.01 pembinaan pendidikan
regional

RAB.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAB.06.01 pendidikan

RAB.06.01.01 manajemen tenaga
pendidikan

RAB.06.01.01 .01 Perhitungan dan
pemetaan PTK satuan Pendidikan
SMA/SMK/SLB

RAB.G6 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAB.06.01 pendidikan

RAB.06.01.01 manajemen tenaga
pendidikan

Pendidikan SMA/SMK/SLB

RAB.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAB.06.01 pendidikan

RAB.06.01.01 manajemen tenaga
pendidikan

RAB.06.01.01 .03 Penataan dan
Pendistribusian PTK satuan Pendidikan
SMA/SMK/SLB

W6

34

RAB.06.01.01 .02 Penyediaan PTK satuan




TABEL 2

RAB.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAB.06.01 pendidikan

RAB.06.01.01 manajemen tenaga
pendidikan

RAB.06.01.01 .04 Pengembangan Karier
PTK satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB

RAB.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAB.06.01 pendidikan

RAB.06.01.01 manajemen tenaga
pendidikan

RAB.06.01.01 .05 Pemindahan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK/SLB

RAB.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAB.06.01 pendidikan

RAB.06.01.01 manajemen tenaga
pendidikan

RAB.06.01.01 .06 Pembinaan
Kelembagaan dan manajemen Pendidikan
SMA SMK dan SLB

RAB.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAB.06.01 pendidikan

RAB.06.01.02 pendidikan anak usia
dini

RAB.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAB.06.01 pendidikan

RAB.06.01.03 pendidikan dasar

RAB.06.01.03.01 Pembinaan Minat, Bakat
dan Kreativitas Siswa SD

RAB.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAB.06.01 pendidikan

RAB.06.01.04 pendidikan menengah

RAB.06.01.04.01 Pembinaan Minat, Bakat
dan Kreativitas Siswa SMP/SMA.SMK/SLB

RAB.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAB.06.01 pendidikan

RAB.06.01.04 pendidikan menengah

RAB.06.01.04.02 PenerimaanPeserta Didik
Baru (PPDB) SMA/SMK/SLB

RAB.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAB.06.01 pendidikan

RAB.06.01.04 pendidikan menengah

RAB.06.01.04.03 Pengelola Dana BOS
8D, SMP,SMA/SMK/SLB

RAB.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAB.06.01 pendidikan

RAB.06.01.04 pendidikan menengah

RAB.06.01.04.04 Peningkatan Kapasitas
Pengelolaan Dana BOS SD, SMP,
SMA/SMK/SLB

RAB.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAB.06.01 pendidikan

RAB.06.01.04 pendidikan menengah

RAB.06.01.04.05 Penyusunan Kompetensi
Dasar Mulok Jenjang Pendidikan
SMA/SMK/SLB

RAB.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAB.06.01 pendidikan

RAB.06.01.04 pendidikan menengah

RAB.06.01.04.06 Penyusunan Silabus
Mulok Jenjang Pendidikan SMA/SMK/SLB

RAB.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAB.06.01 pendidikan

RAB.06.01.04 pendidikan menengah

RAB.06.01.04.07 Penyediaan Buku Teks
Pelajaran Mulok Jenjang Pendidikan
SMA/SMK/SIb
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TABEL 2

RAB.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAB.06.01 pendidikan

RAB.06.01.04 pendidikan menengah

RAB.06.01.04.08 Pelatihan Penyusunan
Kurikulum Mulok Jenjang Pendidikan
SMA/SMK/SLB

RAB.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAB.06.01 pendidikan

RAB.06.01.04 pendidikan menengah

RAB.06.01.04.09 Pelatihan/Bimtek
Penyusunan Bahan Ajar Berbasis TIK
Jenjang Pendidikan SMA/SMK/SLB

RAB.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAB.06.01 pendidikan

RAB.06.01.04 pendidikan menengah

RAB.06.01.04.10
Pembangunan,Rehabilitasi dan
penyediaan Sarana dan Prasarana
Pendidikan SMA/SMK/SLB

RAB.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAB.06.01 pendidikan

RAB.06.01.04 pendidikan menengah

RAB.06.01.04.12 Proses lzin Operasional
SMA/SMK/SLB

RAB.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAB.06.01 pendidikan

RAB.06.01.04 pendidikan menengah

RAB.06.01.04.13 Penyiapan dan tindak
lanjut evaluasi satuan pendidikan
SMA,SMK dan SLB

RAB.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAB.06.01 pendidikan

RAB.06.01.05 pendidikan tinggi

RAB.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAB.06.01 pendidikan

RAB.06.01.06 pendidikan vokasi

RAB.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAB.06.01 pendidikan

RAB.06.01.XX usulan referensi IPPD

RAB.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAB.06.02 ketenagakerjaan

RAB.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAB.06.02 ketenagakerjaan

RAB.06.02.01 pembinaan
ketenagakerjaan regional
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TABEL 2

RAB.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAB.06.02 ketenagakerjaan

RAB.06.02.01 bidang
ketenagakerjaan

RAB.06.02.01.01 Peningkatan kompetensi
dan daya saing tenaga kerja melalui
pengembangan ketrampilan, pelatihan
kerja, produktivitas dan penepatan,
perluasan kesempatan kerja serta
peningkatan jaminan perlindungan tenaga
kerja

RAB.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAB.06.02 ketenagakerjaan

RAB.06.02.01 bidang
ketenagakerjaan

RAB.06.02.01.02 Pengelolaan iklim kerja
yang kondusif melalui hubungan industrial
yang harmonis

RAB.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAB.06.02 ketenagakerjaan

RAB.06.02.02 manajemen pekerja
migran Indonesia

RAB.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAB.08.02 ketenagakerjaan

RAB.06.02.03 pembinaan
keselamatan dan kesehatan kerja

RAB.06.02.03.01 Peningkatan intensitas
dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan
keselamatan kerja dan kesehatan kerja
serta penegakan hukum

RAB.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAB.06.02 ketenagakerjaan RAB.06.02.XX usulan referensi IPPD

RAB.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAB.06.03 iimu pengetahuan dan teknologi

RAB.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAB.06.03 ilmu pengetahuan
dan teknologi

RAB.06.03.01 pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi regional

RAB.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAB.06.03 ilmu pengetahuan
dan teknologi

RAB.06.03.01 penelitian iimu dasar

RAB.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAB.06.03 ilmu pengetahuan
dan teknologi

RAB.06.03.02 penelitian inter dan muiti disiplin

Ve
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TABEL 2

RAB.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAB.06.03 ilmu pengetahuan
dan teknologi

RAB.06.03.03 pengkaijian dan penerapan iimu pengetahuan sektor tertentu

RAB.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAB.06.03 ilmu pengetahuan
dan teknologi

RAB.06.03.04 pengkordinasian sistem nasional ilmu pengetahuan

RAB.06 Pendidikan dan
Tenaga Keria

RAB.06.03 ilmu pengetahuan
dan teknologi

RAB.06.03.05 pengelolaan invensi dan inovasi

RAB.06 Peqdldlkan dan RAB.06.03 t!r_nu pengetahuan RAB.06.03.06 penginderaan jauh

Tenaga Kerja dan teknologi

RAB.06 Penldidikan dan s iIr.nu pangetahuan RAB.06.03.07 teknologi penerbangan dan antariksa
Tenaga Kerja dan teknologi

RAB.06 Per?dldikan dan RAB.06.03 |Ir}r1u pengetahuan RAB.06.03.08 tenaga nuklir

Tenaga Kerja dan teknologi

RAB.06 Pendidikan dan RAB.06.03 ilmu pengetahuan - :
Tenaga Kerja dan knoloti RAB.06.03.09 pengkajian dan penerapan teknologi
RAB.06 Per?didikan gan FARLU6.03 ilr‘nu pengstEnuEn RAB.06.03.10 pengkordinasian sistem nasional teknologi
Tenaga Kerja dan teknologi

RAB.086 Peqdidikan dan RAB.06.03 llr_nu pengetahuan RAB.06.03.XX usulan referensi IPPD

Tenaga Kerja dan teknologi

RAB.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAB.06.04 pemuda

RAB.06 Pendidikan dan

RAB.06.05.01 pembinaan pemuda

X RAB.06.04 pemuda . RAB.06.05.01.01 Pembinaan Atlet PPLP
Tenaga Kerja regional
RAB.06 Per?dldlkan dan RAB.06.04 pemuda RAI_3.06.05.01 pembinaan pemuda RAB.06.0§.01 .0? Penyelenggaraan Pekan
Tenaga Kerja regionat Paralympic Pelajar Daerah
RAB.06 Per?dldlkan dan RAB.06.04 pemuda RAI_3.06.05.01 pembinaan pemuda RAB:0§.05.01 .03 Pelaksanaan Olahraga
Tenaga Kerja regional Tradisional dan Olahraga Rekreasi

Z
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TABEL 2

RAB.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAB.08.04 pemuda

RAB.06.05.01 pembinaan pemuda
regional

RAB.06.05.01.04 Pembinaan Atlst-atlet
berprestasi di tingkat nasional dan
internasional

RAB.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAB.06.04 pemuda

RAB.06.05.01 pembinaan pemuda
regional

RAB.06.05.01.04 Pelatihan Tenaga
Keolahragaan (Pelatih, Instruktur, Wasit
dan Juri

RAB.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAB.06.04 pemuda

RAB.06.05.01 pemberdayaan pemuda

RAB.06.05.01.01 Seleksi Pemuda
Berprestasi

RAB.06 Pendidikan dan

RAB.06.05.01.02 Pelatihan Kewirausahaan

Tenaga Kerja

pemuda

Tenaga Kerja RAB.086.04 pemuda RAB.06.05.01 pemberdayaan pemuda .

RAB.06 Per?dldlkan dan RAB.06.04 pemuda RAB.06.05.02 pengembangan RAB.06.05.02.01 Pendldr!<an dan' pelatihan
Tenaga Kerja pemuda bagi utusan pemuda pelajar paskibraka
RAB.06 Pendidikan dan RAB.06.05.02 pengembangan . .

Tenaga Keria RAB.06.04 pemuda pemuda RAB.06.05.02.02 Pelatihan Kewirausahaan
RAB.06 Pendidikan dan RAB.06.04 pemuda RAB.06.05.02 pengembangan RAB.06.05.02.03 Pelatihan Kewirausahaan

(Disabilitas)

Tenaga Kerja

RAB.06.04 pemuda

RAB.06.05.XX usulan referensi IPPD

_?AB.OB Peqdldikan dan RAB.06.04 pemuda RAB.06.05.02 pengembangan RAB.O§.05.02.04 Pengembangan
enaga Kerja pemuda Kapasitas Kepramukaan
RAB.06 Pendidikan dan

RAB.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAB.06.05 olahraga

RAB.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAB.06.05 olahraga

RAB.06.06.01 pembinaan olahraga regional

RAB.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAB.06.05 olahraga

RAB.06.06.01 pembudayaan olahraga

RAB.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAB.06.05 olahraga

RAB.06.06.02 peningkatan prestasi olahraga

RAB.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAB.06.05 olahraga

RAB.06.06.XX usulan referensi IPPD
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TABEL 2

RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam

RAB.07 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAB.07.01 pertambangan

RAB.07 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAB.07.01 pertambangan

RAB.07.01.01 pembinaan pertambangan regional

RAB.07 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAB.07.01 pertambangan

RAB.07.01.02 geologi

RAB.07 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAB.07.01 pertambangan

RAB.07.01.03 mineral dan batubara

RAB.O7 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAB.07.01 pertambangan

RAB.07.01.04 minyak dan gas bumi

RAB.07 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAB.07.01 pertambangan

RAB.Q7.01.XX usulan referensi IPPD

RAB.07 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAB.07.01 pertambangan

RAB.0O7 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAB.07.02 energi

RAB.07 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAB.07.02 energi

RAB.07.02.01 pembinaan energi
regional

RAB.07.02.01.01 Dokumen kebijakan
HHBK di provinsi NTT

RAB.07.02.01.02 rekomendasi sentra

Sumber Daya Alam

RAB.07.02 energi

g:,:b(fr lf)lgg:%g?nn “n  |RAB.07.02 ener gi :R;AI;.:;.OZO'I Rt Shd) komoditi unggulan pertanian, peternakan,
y 9 perkebunan dan perikanan di daerah

penghendalian produksi dan produktivitas

regional SDA

RAB.07 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAB.07.02 energi

RAB.07.02.01.04 kebijakan pertambangan
dan uisaha pemulihan lingkungan hidup

RAB.07.02.01 pembinaan energi
regional

%
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TABEL 2

RAB.07 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAB.07.02 energi

RAB.07.02.01 pembinaan energi
regional

RAB.07.02.01.05 pengelolaan konservasi
perairan di provinsi NTT

RAB.07 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAB.07.02 energi

RAB.07.02.01 energi baru dan
terbarukan

RAB.07.02.61 .01 Monitoring dan evaluasi
potensi pengembangan EBT dan SDA

RAB.07 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAB.07.02 energi

RAB.07.02.02 ketenagalistrikan

RAB.O7 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAB.07.02 energi

RAB.07.02.03 konservasi energi

RAB.O7 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAB.07.02 energi

RAB.07.02.XX usulan referensi IPPD

RAB.07 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAB.07.03 kehutanan

RAB.07 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAB.07.03 kehutanan

RAB.07.03.01 pembinaan kehutanan
regional

RAB.07 Lingkungan dan

RAB.07.03.01 pengelolaan hutan dan

RAB.07.03.01.01 Tata Lingkungan dan

Sumber Daya Alam RAB.07.05 kehianan hasiinya Kehutanan

RAB.Q7 Lingkungan dan RAB.07.03 kehutanan RA3.07.03.01 pengelolaan hutan dan I_?AB.O?.OS.O1 02 Pengkajian dampak
Sumber Daya Alam hasilnya lingkugan

RAB.O7 Lingkungan dan RAB.07.03 kehutanan RA$.07.03.01 pengelolaan hutan dan |RAB.07.03.01.03 Penggunaan dan
Sumber Daya Alam hasilnya Pemanfaatan hutan

RAB.O7 Lingkungan dan RAB.07.03 kehutanan RA$.07.03.01 pengelolaan hutan dan |RAB.07.03.01.04 pemberdayaan
Sumber Daya Alam , hasitnya masyarakat

RAB.07 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAB.07.03 kehutanan

RAB.07.03.01 pengelolaan hutan dan
hasilnya

RAB.07.03.01.05 penyuluhan

RAB.07 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAB.07.03 kehutanan

RAB.07.03.01 pengelolaan hutan dan
hasilnya

RAB.07.03.01.06 bina usaha kehutanan

e
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TABEL 2

RAB.07.03.02 peningkatan daya

Sumber Daya Alam

hutan

RAB.07 Lingkungan dan RAB.07.03 kehutanan dukung daerah aliran sungai (DAS)
Sumber Daya Alam .
dan hutan lindung
RAB.07 Lingkungan dan RAB.07.03 kehutanan RAB.07.03.03 perlindungan kawasan |RAB.07.03.03.01 Pengamanan dan
Sumber Daya Alam hutan penegakan hukum
RAB.07 Lingkungan dan RAB.07.03 kehutanan RAB.07.03.03 perlindungan kawasan |RAB.07.03.03.02 pengendalian dan
Sumber Daya Alam hutan pencemaran kerusakan
RAB.07 Lingkungan dan RAB.07.03 kehutanan RAB.07.03.03 perlindungan kawasan [RAB.07.03.03.03 Konservasi sumber daya

alam dan ekosistem

RAB.07 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAB.07.03 kehutanan

RAB.07.03.XX usulan referensi IPPD

RAB.07 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAB.07.04 kelautan

RAB.07 Lingkungan dan

Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam RAB.07.04 kelautan RAB.07.04.01 pembinaan kelautan regional
RAB.07 Lingkungan dan s
Sumber Daya Alam RAB.07.04 kelautan RAB.07.04.01 kemaritiman
RAB.07.04.02.01 Merencanakan dan
RAB.07 Lingkungan dan RAB.07.04 kelautan RAB.07.04.02 tata ruang laut melaksanakan kegiatan pengelolaan

Konservasi Perairan, Pengelolaan Pesisir
dan Pulau Pulau Kecil

RAB.G7 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAB.07.04 kelautan

RAB.07.04.03 pemberdayaan
masyarakat kelautan

RAB.07.04.03.01 pemanfaatan kawasan
konservasi perairan

RAB.07 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

>

RAB.07.04 kelautan

RAB.07.04.03 pemberdayaan
masyarakat kelautan

RAB.07.04.03.02 pengelolaan pesisir dan
puiau-pulau kecil berdasarkan ketentuan
dan prosedur yang berlaku

A6
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TABEL 2

RAB.07 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAB.07.04 kelautan

RAB.07.04.04 sumber daya kelautan

RAB.07.04.04.01 mengendalikan dan
mengevaluasi kegiatan pengelolaan ruang
laut dan perikanan budidaya

RAB.07 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAB.07.04 kelautan

RAB.07.04.04 sumber daya kelautan

RAB.07.04.04.02 Merencanakan
operasional Pengelolaan Ruang Laut dan
Perikanan Budidaya

RAB.07 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAB.07.04 kelautan

RAB.07.04.04 sumber daya kelautan

RAB.07.04.04.03 pengelolaan ruang laut
dan perikanan budidaya berdasarkan
ketentuan dan prosedur yang berlaku

RAB.O7 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAB.07.04 kelautan

RAB.07.04.XX usulan referensi |PPD

RAB.07 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAB.07.05 lingkungan hidup

RAB.07 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAB.07.05 lingkungan hidup

RAB.07.05.01 pembinaan lingkungan
hidup regional

RAB.07.05.01.01 pengolahan sampah dan
limbah B3

RAB.07 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAB.07.05 lingkungan hidup

RAB.07.05.01 pembinaan lingkungan
hidup regional

RA.02 B.07.05.01 pemeliharaan
lingkungan dan pengelolaan daerah aliran
sungai

RAB.07 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAB.07.05 lingkungan hidup

RAB.07.05.01 pembinaan lingkungan
hidup regional

RAB.07.05.01.03 rehabilitasi hutan dan
lahan

RAB.07 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAB.07.05 lingkungan hidup

RAB.07.05.01 sumber daya alam dan
ekosistem

RAB.07 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAB.07.05 lingkungan hidup

RAB.07.05.02 pelestarian lingkungan
hidup

RAB.0O7 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAB.07.05 lingkungan hidup

RAB.07.05.03 manajemen iklim dan
cuaca

W6
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TABEL 2

RAB.07 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAB.07.05 lingkungan hidup

RAB.07.05.04 pengelolaan sarana
dan prasarana iklim dan cuaca

RAB.07 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAB.07.05 lingkungan hidup

RAB.07.05.XX usulan referensi IPPD

RAB.08 Budaya dan agama

RAB.08 Budaya dan agama

RAB.08.01 agama

RAB.08 Budaya dan agama

RAB.08.01 agama

RAB.08.01.01 bimbingan masyarakat keagamaan

RAB.08 Budaya dan agama

RAB.08.01 agama

RAB.08.01.02 pendidikan agama

RAB.08 Budaya dan agama

RAB.08.01 agama

RAB.08.01.03 pelatihan keagamaan

RAB.08 Budaya dan agama

RAB.08.01 agama

RAB.08.01.04 penyelenggaraan haji dan umroh

RAB.08 Budaya dan agama

RAB.08.01 agama

RAB.08.01.05 sertifikasi produk halaf

RAB.08 Budaya dan agama

RAB.08.01 agama

RAB.08.01.XX usulan referensi IPPD

RAB.08 Budaya dan agama

RAB.08.02 kebudayaan

RAB.08 Budaya dan agama

RAB.08.02 kebudayaan

RAB.08.02.01 pembinaan
kebudayaan regional

A
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TABEL 2

RAB.08 Budaya dan agama

RAB.08.02 kebudayaan

RAB.08.02.01 kesejarahan

RAB.08.02.02 pelestarian cagar

RAB.08.02.02 .01 Penetapan Cagar

RAB.08 Budaya dan agama [RAB.08.02 kebudayaan
budaya Budaya

RAB.08 Budaya dan agama |RAB.08.02 kebudayaan RAB.08.02.02 pelestarian cagar RAB.08.02.02.02 Pendaftaran Cagar
budaya Budaya

RAB.08 Budaya dan agama |RAB.08.02 kebudayaan RAB.08.02.02 pelestarian cagar RAB.08.02.02 .03 Pengelolaan Cagar
budaya Budaya

RAB.08 Budaya dan agama |RAB.08.02 kebudayaan RAB.08.02.02 pelestarian cagar RAB.08.02.02 .04 Pengelolaan

budaya

Perlindungan Cagar Budaya

RAB.08 Budaya dan agama

RAB.08.02 kebudayaan

RAB.08.02.02 pelestarian cagar
budaya

RAB.08.02.02 .05 Pemanfaatan
Perlindungan Cagar Budaya

RAB.08 Budaya dan agama

RAB.08.02 kebudayaan

RAB.08.02.02 pelestarian cagar
budaya

RAB.08.02.02 .06 Pembenahan Dukungan
Cagar Budaya

RAB.08 Budaya dan agama

RAB.08.02 kebudayaan

RAB.08.02.02 pelestarian cagar
budaya

RAB.08.02.02 .07 Pembinaan Cagar
Budaya

RAB.08 Budaya dan agama

RAB.08.02 kebudayaan

RAB.08.02.02 pelestarian cagar
budaya

RAB.08.02.02 .08 Penerbitan ljin Cagar
Budaya

RAB.08 Budaya dan agama

RAB.08.02 kebudayaan

RAB.08.02.02 pelestarian cagar
budaya

RAB.08.02.02 .09 Penetapan Warisan
Cagar Budaya

RAB.08 Budaya dan agama

RAB.08.02 kebudayaan

RAB.08.02.02 pelestarian cagar
budaya

RAB.08.02.02 .10 Pengkajian GHS Cagar
Budaya

RAB.08 Budaya dan agama

RAB.08.02 kebudayaan

RAB.08.02.03 manajemen budaya

RAB.08.02.03.01 Perlindungan
pemgembangan dan pemanfaatan koleksi
budaya secara terpadu

RAB.08 Budaya dan agama

RAB.08.02 kebudayaan

RAB.08.02.03 manajemen budaya

RAB.08.02.03.02 Pembinaan peningkatan
mutu dan kapasitas Sumber Daya Manusia

RAB.08 Budaya dan agama

RAB.08.02 kebudayaan

RAB.08.02.03 manajemen budaya

RAB.08.02.03.03 Peningkatan pelayanan
dan Akses Mayarakat terhadap Museum

L
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TABEL 2

RAB.08 Budaya dan agama

RAB.08.02 kebudayaan

RAB.08.02.03 manajemen budaya

RAB.08.02.03.04 Penyediaan dan
Pemeliharaan Sarana Prasarana
Kebudayaan

RAB.08.02.03.05 Peningkatan Kapasitas

nasional

RAB.08 Budaya dan agama [RAB.08.02 kebudayaan RAB.08.02.03 manajemen budaya Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisionsl

RAB.08 Budaya dan agama |RAB.08.02 kebudayaan RAR LS pantina RAB.08.02.04.01 Deposit Bahan Pustaka
kepustakaan

RAB.08 Budaya dan agama |RAB.08.02 kebudayaan RAB.08.02.04 pembinaan RAB.08.02.04.02 Akuisisi dan Pengolahan
kepustakaan Bahan Pustaka
RAB.08.02.04 pembinaan RAB.08.02.04.03 Preservasi dan Alih

RAB.08 Budaya dan agama |RAB.08.02 kebudayaan kepustakaan Media Bahan Pustaka

RAB.08 Budaya dan agama }RAB.08.02 kebudayaan E:ii;gf:ég‘; pembinaan RAB.08.02.04.04 Layanan Perpusiakaan

RAB.08 Budaya dan agama |RAB.08.02 kebudayaan RAB.08.02.04 pembinaan RAB.08.02.04.05 Pembinaan
kepustakaan Perpustakaan

RAB.08 Budaya dan agama |RAB.08.02 kebudayaan RAB.08.02.04 pembinaan RAB.08.02.04.06 Kerjasama dan Ekstensi
kepustakaan Pemustakaan

RAB.08 Budaya dan agama [RAB._08.02 kebudayaan RAS.OR.02.K05 pembcpaan .
kepustakaan dan arsip nasional

RAB.08 Budaya dan agama |RAB.08.02 kebudayaan mg&g:gz'os pengambangan sastra

RAB.08 Budaya dan agama |RAB.08.02 kebudayaan RABIROLAY petiinean permiman

RAB.08 Budaya dan agama

RAB.08.02 kebudayaan

RAB.08.02.XX usulan referensi [PPD

RARB.08 Pemerintahan Umum

P
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TABEL 2

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.01 dalam negeri

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.01 dalam negeri

RAB.09.01.01 pemerintahan dalam
negeri

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.01 dalam negeri

RAB.08.01.02 kebijakan politik dan
pemerintahan umum

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.01 dalam negeri

RAB.08.01.03 pembinaan otonomi
daerah

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.01 dalam negeri

RAB.09.01.04 pemerintahan daerah

RAB.09.01.04 .01 Administrasi
Pemerintahan dan Adiministrasi
Kewilayahan

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.01 dalam negeri

RAB.09.01.04 pemerintahan daerah

RAB.09.01.04 .02 Administrasi Kepala
Daerah dan DPRD

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.01 dalam negeri

RAB.09.01.04 pemerintahan daerah

RAB.09.01.04 .03 Pengembangan
Otonomi Daerah dan Penataan Urusan

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.01 dalam negeri

RAB.08.01.04 pemerintahan daerah

RAB.09.01.04 .04 Kerja Sama Antar
Pemerintah

RAB.08 Pemerintahan
Umum

RAB.09.01 dalam negeri

RAB.09.01.04 pemerintahan daerah

RAB.09.01.04 .05 Kerja Sama Badan
Usaha/Swasta dan Evaluasi Pelaksanaan
Kerja Sana

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.01 dalam negeri

RAB.09.01.04 pemerintahan daerah

RAB.09.01.04 .06 Mental Spiritua

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.08.01 dalam negeri

RAB.09.01.04 pemerintahan daerah

RAB.08.01.04 .07 Kesejahteraan Rakyat
Pelayanan Dasar

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.01 dalam negeri

RAB.09.01.04 pemerintahan daerzh

RAB.08.01.04 .08 Kessejahteraan Rakyat
Non Pelayanan Dasar

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.01 dalam negeri

RAB.09.01.04 pemerintahan daerah

RAB.09.01.04.01 Fasilitasi Hubungan antar
lembaga
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TABEL 2

RAB.09 Pemerintahan RAB.09.01 dalam negeri RAB.09.01.04 pemerintahan daerah RAB.OQ.O_‘[ .04,02 Koordinasi Forkaapsi &
Umum Pemda lainnya
" RAB.(09.01.04.03 Peningkatan kerjasama
AR Femérintanen RAB.09.01 dalam negeri RAB.(09.01.04 pemerintahan daerah _jPemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
Umum e :
serta Pemerintah Daserah
RAB.09.01.04.04 Peningkatan Komunikasi
RABUS Pamefiniahan RAB.09.01 dalam negeri RAB.09.01.04 pemerintahan daerah || O<oh masyarakat,
Umum pimpinan,ormas/orsos/keagamaan,dan
Pers dan pemerintah
RAR : RAB.09.01.04.05 Dialog/Audensi dgn
Umu.rgg Pamensiahan RAB.09.01 dalam negeri RAB.09.01.04 pemerintahan daerah |tokoh masyarakat,pimpinan/anggota ormas
dan orsos
i RAB.09.01.04.06 Fasilitasi TKI dan
FRSEL 00 Parmeriianan RAB.09.01 dalam negeri RAB.09.01.04 pemerintahan daerah |masyarakat NTT yang bermasalah dan
Umum :
terlantar di Jabodetabek
il o AT RAB.09.01 dalam negeri RAB.09.01.04 pemerintahan daerah RAB.L3.01.04.0F Fromos] Budaya dan
Umum produk unggulan Daerah

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.01 dalam negeri

RAB.09.01.04 pemerintahan daerah

RAB.09.01.04.08 Fasilitas! Kerjasama
investasi Daerah

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.01 dalam negeri

RAB.09.01.04 pemerintahan daerah

RAB.09.01.04.08 Pelayanan Pengunhjung
Anjungan NTT-TMII

RAB.08 Pemerintahan
Umum

RAB.09.01 dalam negeri

RAB.09.01.04 pemeriniahan daerah

RAB.09.01.04.01 pengendalian
administrasi pelaksanaan pembangunan
daearah

RAB.09.01.04.02 pengendalian

migg Pemerkgatian RAB.02.01 dalam negerni RAB.09.01.04 pemerintahan daerah |administrasi pelaksanaan pembangunan
wilayah

RAR . RAB.09.01.04.03 penyusunan pelaporan

Umu-:tg FsiatalAn RAB.09.01 dalam negeri RAB.09.01.04 pemerintahan daerah ipelaksanan pembangunan APBD dan

APBN

e
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TABEL 2

RAB.038.01.04.01 Menyelia program dan
kegiatan mulai dari perencanaan sampai
dengan pelaksanaan agar terciptanya
efektifitas pelaksanaan program dan
kegiatan dalam mencapai tujuan kebijakan
organisasi yang telah ditetapkan atasan

RAB.09 Pemerintahan

it RAB.08.01 dalam negeri RAB.09.01.04 pemerintahan daerah

RAB.09.01.04.02 Memeriksa hasil kerja
pejabat fungsional auditor dan pengawas
pemerintahan berdasarkan rencana kerja
untuk disempurnakan agar hasil yang
dicapai benar-benar akurat dan sesuai
ketentuan yang berlaku

RAB.09 Pemerintahan

y— RAB.09.01 dalam negeri RAB.08.01.04 pemerintahan daerah

RAB.09.01.04.03 Menetapkan kebijakan
pembinaan dan petunjuk teknis
penyelenggaraan pengawasan pada
perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota
sesuai kewenangan Provinsi

RAB.08 Pemerintahan

Urenses RAB.09.01 dalam negeri RAB.09.01.04 pemerintahan daerah

RAB.09.01.04.04 Mengoordinasikan,

| mengawasi pemeriksaan, pengusutan,

| pengujian dan penilaian tugas pengawasan

| ; serta pemantauan dan evaluasi, verifikasi,

mirgg PEfmREaL RAB.09.01 dalam negeri RAB.06.01.04 pemerintahan daerah  [reviu sesuai ketentuan dan prosedur guna
menjamin obyektifitas dalam perencanaan

dan p€nganggaran untuk mengetahui

kinerja dari masing-masing perangkat

daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota

yz )



TABEL 2

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.01 dalam negeri

RAB.09.01.04 pemerintahan daerah

RAB.09.01.04.05 Melakukan penilaian atas
manfaat dan keberhasilan kebijakan,
pelaksanaan program dan kegiatan
berdasarkan masukan, keluaran dan hasil
dari masing-masing perangkat daerah
Provinsi dan Kabhupaten/Kota untuk
mengetahui keberhasilan pelaksanaan
tugas

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.01 dalam negeri

RAB.09.01.04 pemerintahan daerah

RAB.09.01.04.06 Mengevaluasi
pelaksanaan tugas sesuai hasil yang
dilaksanakan untuk mengetahui
permasalahan dan mencari solusinya

RARB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.01 dalam negeri

RAB.09.01.04 pemerintahan daerah

RAB.09.01.04.07 Melakukan inventarisasi,
dokumentasi dan penelaahan terhadap
peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan pengawasan untuk
menunjang kelancaran peiaksanaan tugas

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.01 dalam negeri

RAB.09.01.04 pemerintahan daerah

RAB.08.01.04.08 Mengumpulkan data
umum terhadap obyek yang diperiksa
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang
berlaku untuk mengetahui secara umum
mekanisme dan kebijakan pada instansi
yang diperiksa

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.01 dalam negeri

RAB.0S.01.04 pemerintahan daerah

RAB.09.01.04.09 Mengoordinir
penyusunan hasil pemeriksaan sesuai
obyek yang diperiksa agar dapat diketahui
permasalahan yang ada dan segera
melakukan tindak lanjut

/u@
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TABEL 2

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.01 dalam negeri

RAB.09.01.04 pemerintahan daerah

RAB.09.01.04.10 Mengoordinasikan
pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan,
pengujian dan penilaian sesuai ketentuan
dan prosedur yang berlaku agar
pemeriksaan berjalan sesuai dengan

rencansg !ﬂlm—tej.ah_d.lieiankaﬂ_

RAB.08 Pemerintahan
Umum

RAB.09.01 dalam negeri

RAB.09.01.05 pembinaan keuangan
daerah

RAB.0S Pemerintahan
Umum

RAB.09.01 dalam negeri

RAB.09.01.06 pelaksanaan program
prioritas nasioanal

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.01 dalam negeri

RAB.09.01.XX usulan referensi IPPD

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.02 keuangan

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.01 dalam negeri

RAB.09.02.01 pembinaan keuangan
instansi

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.01 dalam negeri

RAB.09.02.01 pembinaan keuangan
instansi

RAB.09.02.01.01 pembinaan dan evaluasi
wilayah 1

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.01 dalam negeri

RAB.09.02.01 pembinaan keuangan
instansi

RAB.09.02.01.02 pembinaan dan evaluasi
wilayah 2

RAB.09Y Pemerintahan RAB.09.01 dalam negeri BAB.09.02.01 pembinaan keuangan MB.09.02.01 .03 pembinaan dan evaluasi
Umum instansi wilayah 3
RAB.09.02.01.01 pembinaan keuangan
RAB.09.02.01.02 pembinaan pengadaan
RAB.08 Pemerintahan RAB.09.02.02.01 Pelayanan Keuangan
Ut RAB.09.02 keuangan RAB.09.02.02 keuangan negara Pimpinan dan ASN

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.02 keuangan

RAB.09.02.02 keuangan negara

RAB.09.02.02.01 penyusunan anggaran
bidang pemerintahan

0C
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TABEL 2

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.02 keuangan

RAB.09.02.02 keuangan negara

RAB.09.02.02.02 penyusunan anggaran
bidang peerkonomian dan pembangunan

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.02 keuangan

RAB.09.02.02 keuangan negara

RAB.09.02.02.03 penyusunan anggaran
bidang administrasi umum

RAB.09 Pemerintahan

RAB.09.02.02.03 pembayaran bidang

iy — RAB.09.02 keuangan RAB.09.02.02 keuangan negara pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan
administrasi umum

RAB.09 Pemerintahan RAB.09.02 keuangan RAB.09.02.02 keuangan negara RAB.09.02..02.04 pembayaran bidang

Umum perekonomian dan pembangunan

RAB.09 Pemerintahan RAB.09.02 keuangan RAB.09.02.02 keuangan negara RAB.(_)9.02.02.05 pengelolaan kas dan

Umum pembinaan bendahara

RAB.02 Pemerintahan RAB.09.02 keuangan RAB.09.02.02 keuangan negara R.AB.09.02.02.06 a.kuntanSI per]dapatan,

Umum piutang, dan penerimaan pembiayaan

RAB.09 Pemerintahan

RAB.09.02.02.07 akuntansi belanja aset,

b RAB.09.02 keuangan RAB.09.02.02 keuangan negara hutang, dan pengeluaran pembiayaan

RAB.09 Pemerintahan RAB.09.02 keuangan RAB.09.02.02 keuangan hegara RAB.09.02.02.08 akuntansi penyusunan

Umum laporan keuangan

RAB.09 Pemerintahan RAB.09.02.02.01 pendataan dan

L — RAB.09.02 keuangan RAB.09.02.02 keuangan negara penetapan

Umuﬁg PamBriatahan RAB.09.02 keuangan RAB.09.02.02 keuangan negara RAB.09.02.02.02 layanan dan keberatan

EAB'OQ Famarintahen RAB.09.02 keuangan RAB.09.02.02 keuangan negara RAB'O.Q'OZ'OZ'O:S pambuiEn dongan
mum penagihan

RAB.09 Pemerintahan

RAB.09.02.02.04 kegiatan penyusunan
bahan petunjuk teknis, fasilitas pendataan

Urmum RAB.09.02 keuangan RAB.09.02.02 keuangan negara dan penerimaan dan evaluasi pungutan
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan.
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TABEL 2

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.02 keuangan

RAB.09.02.02 keuangan negara

RAB.09.02.02.05 kegiatan penyusunan
bahan fasilitas pembinaan dan
pengendalian teknis serta evaluasi
pendataan dan penerimaan mencakup
pungutan retribusi dan lain-lain pendapatan
asli daerah vang sah.

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.08.02 keuangan

RAB.09.02.02 keuangan negara

RAB.09.02.02.06 kegiatan penyusunan
bahan fasilitasi, pembinaan dan
pegendalian teknis serta evaluasi
pendataan dan penerimaan mencakup
pungutan dana perimbangan dan lain-lain
pendapatan yang sah.

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.08.02 keuangan

RAB.09.02.03 fiskal

RAB.0S Pemerintahan
Umum

RAB.09.02 keuangan

RAB.09.02.04 kepabeanan dan cukai

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.02 keuangari

RAB.09.02.05 penganggaran

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.02 keuangan

RAB.09.02.06 perbendaharaan

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.02 keuangan

RAB.09.02.07 manajemen perekenomian

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.02 keuangan

RAB.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.08.02 keuangan

RAB.08.02.08 pengadaan dan
manajemen aset

RAB.09.02.08.01 litigasi pengadaan
barang dan jasa

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.02 keuangan

RAB.09.02.08 pengadaan dan
manajemen aset

RAB.09.02.08.02 kebijakan pengadaan
barang dan jasa pemerintahan

1
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TABEL 2

RAB.09.02.08.03 pengelolaan sistem

Umum

manajemen aset

SHEL Parmiriatin RAB.09.02 keuangan RAB‘(.)Q'OQ'OS AT gRRAB AT informasi pengadaan barang dan jasa
Urmum manajemen aset ;

pemerintahan
RAB.09 Pemerintahan RAB.09.02 keuangan RAB.(_JQ.02.08 pengadaan dan RAB.09.02.08.04 pengelolaan SDM
Umum manajemen aset pengadaan
RAB.02 Pemerintahan RAB.09.02 keuangan RAB.(_)9.02.08 pengadaan dan RAB.09.62.08.03 pengelolaan barang milik
Umum manajemen aset negara
RAB.0% Pemerintahan RAB.09.02 keuangan RAB.09.02.08 pengadaan dan RAB.09.02.08.05 Pelayanan Pemanfaatan

Aset Setda Provinsi NTT

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.02 keuangan

RAB.09.02.08 pengadaan dan
manajemen aset

RARB.09.02.08.01 analisa kebutuhan dan
pengadaan

RAGD0 Paonrinehar: RAB.09.02 keuangan '(.]9'02‘08 pengadaan dan RAB.09.02.08.02 penatausahaan asst
Umum manajemen aset

RAB.08 Pemerintahan RAB.09.02 keuangan RAB.(_JQ.OZ.OB pengadaan dan RA?.QQ.OZ.OS.OS penetapan status dan
Umum manajemen aset penilaian aset

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.02 keuangan

RAB.09.02.08 pengadaan dan
manajemen aset

RAB.09.02.08.04 pemanfaatan aset

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.02 keuangan

RAB.09.02.08 pengadaan dan
manajemen aset

RAB.09.02.08.05 pemindahtanganan dan
pengamanan aset

RAB.09 Pemerintahan

RAB.09.02.08 pengadaan dan

RAB.09.02.08.06 pengamanan dan

Umum

RAB.09.02 keuangan i :
Umum manajemen aset penyelesaian sengketa aset
mir?rg Pemerintahan RAB.09.02 keuangan RAB.08.02.069 pengelolaan pajak
RS Hemoialen RAB.09.02 keuangan RAB.09.02.XX usulan referensi IPPD

RAB.09 Pemerintahan RAB.08.03 informasi

Umum

RAB.0S Pemerintahan RAB.09.03 informasi BAB.OQ._03.01 pengelolaan RAB.OQ.-03.01.01 Sistem informasi
Umum informatika Pegawai

e
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TABEL 2

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.03 informasi

RAB.09.03.01 pengelolaan
informatika

RAB.09.03.01.01 Pengembangan dan
Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan
Suplemen

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.03 informasi

RAB.08.03.01 pengelolaan
informatika

RAB.09.03.01.02 Layanan Psngembangan
Aplikasi Pemerintahan Terintegrasi dan
Pelayanan Publik Yg Terintegrasi

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.03 informasi

RAB.09.03.01 pengelolaan
informatika

RAB.09.03.01.03 Layanan Pemeliharaan
Aplikasi kepemerintahan dan publik

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.02.03 informasi

RAB.09.03.01 pengelolaan
informatika

RAB.09.03.01.04 Layanan pengembangan
business process re-engineering {(BPR)

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.03 informasi

RAB.09.03.01 pengelolaan
informatika

RAB.09.03.01.05 Layanan penyediaan
sarana dan prasarana pengendalian smart
prov./city.

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.08.03 informasi

RAB.09.03.01 pengelolaan
informatika

RAB.09.03.01.06 Pengelolaan portal dan
website pemerintah prov. dan Publikasi
informasi penyelenggaraan pemerintahan
Prov. NTT

RAB.08 Pemerintahan
Umum

RAB.09.03 informasi

RAB.09.03.01 pengelolaan
informatika

RAB.09.03.01.07 Layanan pendaftaran
nama domain dan sub domain instansi
penyelenggara negara

RAB.0S Pemerintahan
Umum

RAB.09.03 informasi

RAB.09.03.01 pengelolaan
informatika

RAB.09.03.01.08 Penyediaan sarana dan
prasarana publikasi website Prov. NTT

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.03 informasi

RAB.09.03.01 pengelolaan
informatika

RAB.09.03.01.09 Perencanaan/MasterPaln
dan Arsitektur Infrastruktur TIK

RAB.09 Pemerintahan

RAB.09.03 informasi

RAB.09.03.01 pengelolaan
informatika

RAB.09.03.01.10 Pembangunan dan
Pengembangan Jaringan Komunikasi
(WAN, MAN,

Umum
16
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RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.03 informasi

RAB.09.03.01 pengeioclaan
informatika

RAB.09.03.01.11 Pengelolaan dan
pengendalian layanan sarana prasarana
TIK, Jaringan, NOC & Server

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.03 informasi

RAB.09.03.01 pengelolaan
informatika

RAB.09.03.01.12 Pengelolaan Akses
Layanan Instemet dan Manajemen
Bandwith

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.03 informasi

RAB.09.03.01 pengelolaan
informatika

RAB.09.03.01.13 Pengawasan,
Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas
infrastrukiur TIK

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.03 informasi

RAB.09.03.01 pengelolaan
informatika

RAB.09.03.01.14 Koordinasi dan Fasilitasi
Pembangunan Infrastruktur Pasif

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.03 informasi

RAB.09.03.01 pengelolaan
informatika

RAB.09.03.01.15 Layanan Hosting dan
Colocation Server

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.03 informasi

RAB.09.03.01 pengelolaan
informatika

RAB.09.03.01.01 pembinaan pengelolaan
informatika instansi

RAB.09 Pemerintahan RAB.09.03 informasi RAB.99.03.03 pengeioclaan data

Umum statistik

RAB.09 Pemerintahan RAB.09.03 informasi RAI.B.Q9.03.03 pengelolaan data RAB.QQ.F)B.OS.Q‘I pembinaan kegiatan

Umum statistik statistik instansi

RAB.09 Pemerintahan RAB.09.03 informasi RAE}.QQ.OS.OS pengelolaan data RAB.99.03.03.02 pengelolaan kegiatan

Umum statistik statistik dasar

RAB.09 Pemerintahan RAB.09.03 informasi RAE:S.O.Q.OS.03 pengelolaan data RAB.QQ.OS.OS.OS pengelolaan kegiatan

Umum statistik statistik sektoral

RAB.09 Pemerintahan RAB . . RAB.09.03.03 pengelolaan data RAB.09.03.03.01 Pengumpulan dan

Umum BRI statistik Penyusunan Updating Data Sektoral

RAB.02 Pemerintahan ; . RAB.09.03.03 pengelolaan data RAB.09.03.03.02 Pengelolaan dan
RAB.09.03 informasi o : o

Umum statistik penyediaan data statistik sektorai

RAB.09 Pemerintahan RAB.09.03 informasi RAI'B.(?Q.OS.OS pengelolaan data RAB.09.03.03.03 Monitoring dan Evaluasi

Umum statistik Data Sektoral

RAB.09 Pemerintahan RAB.09.03 informasi RAB.Q9.03.03 pengelolaan data RAI?:.O_Q.03.03.04 pengelolaan kegiatan

Umum statistik statistik khusus
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RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.03 informasi

RAB.09.03.03 pengelolaan data
statistik

RAB.09.03.03.05 Pembinaan Kegiatan
Statistik Nasional

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.03 informasi

RAB.08.03.03 pengelolaan data
statistik

RAB.09.03.03.06 Pengelolaan dan
nenyediaan data dan informasi
kependudukan

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RARB.09.03 informasi

RAB.09.03.04 pengelolaan data
geospasial

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.03 informasi

RAB.09.03.05 pengelolaan informasi
publik

RAB.09.03.05.01 Peningkatan Kualitas
dan kuantitas layanan keterbukaan
informasi Publik berbasis elektronik

RAB.09 Pemerintahan
Urmum

RAB.09.03 informasi

RAB.09.03.05 pengelolaan informasi
publik

RAB.09.03.05.02 Meningkatkan peran
media informasi dalam penyampaian
program-program pemerintah

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.03 informasi

RAB.09.03.05 pengelolaan informasi
publik

RAB.09.03.05.03 Layanan Publik
Permintaan Informasi dan dokumentasi
penyelenggaraan pemerintah.

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.03 informasi

RAB.09.03.05 pengelolaan informasi
publik

RAB.09.03.05.04 Pengelolaan data dan
informasi berbasis web

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.03 informasi

RAB.09.03.06 penyiaran radio publik

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.03 informasi

RAB.09.03.07 penyiaran televisi
publik

RAB.09.03.01 pembinaan penyiaran radio dan televisi mandiri

RAB.0S Pemerintahan
Umum

RAB.09.03 informasi

RAB.09.03.XX usulan referensi IPPD

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.03 informasi

A fe
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RAB.09 Pemerintahan RAB.09.03 informasi
Umum
RAB.09 Pemerintahan RAB.09.03 informasi
Umum
RAB.09 Pemerintahan RAB.09.03 informasi
Umum

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.04 komunikasi

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.03 informasi

RAB.09.04.01 pembinaan komunikasi
regional

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.04 komunikasi

RAB.09.04.02 pengelolaan
komunikasi publik

RAB.09.04.02.01 Peningkatan Kualitas
dan kuantitas layanan komunikasi publik
berbasis elektronik

RAB.09 Pemerintahan RAB.08.04 komunikasi RAB.09.04.03 pengelolaan

Umum sumberdaya dan perangkat pos

ﬁﬁg Pemerintahan RAB.09.04 komunikasi RAB.09.04.04 serta penyelenggaraan pos
Sﬁfmgg Pemerntahan RAB.09.04 komunikasi RAB.09.04.XX usulan referensi IPPD
RAB.09 Pemerintahan RAB.09.04 komunikasi

Umum

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional

RAB.09 Pamerintahan

RAB.09.05 perencanaan
pembangunan nasional

RAB.09.05.01 perencanaan
pembangunan nasional

Umum
poZ
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RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.05 perencanaan
pembangunan nasional

RAB.08.05.01 perencanaan
pembangunan nasional

RAB.09.05.01.01 pembinaan perencanaan
pembangunan institutional

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.02.05 perencanaan
pembangunan nasional

RAB.08.05.02 pengawasan
penyimpangan pembangunan

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.05 perencanaan
pembangunan hasional

RAB.09.05.03 manajemen ekonomi
makro

RAB.09.05.03.01 pemantauan dan
pengendalian inflasi daerah

RAB.09 Pamerintahan
Umum

RAB.09.05 perencanaan
pembangunan nasional

RAB.08.05.03 manajemen ekonomi
makro

RAB.09.05.03.02 sosialisasi dan
pembentukan FK ME NTT

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.05 perencanaan
pembangunan nasional

RAB.02.05.03 manajemen ekonomi
makro

RAB.09.05.03.03 pelaksanaan kegiatan
koordinasi dan sosialisasi kebijakan
pengembangan UMKM dan optimalisasi
penvyaluran KUR

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.08.05 perencanaan
pembangunan nasional

RAB.09.05.03 manajemen ekonomi
makro

RAB.09.05.03.04 Pelaksanaan koordinas,
evaluasi dalam rangka pengendalian BBM
bersubsidi

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.05 perencanaan
pembangunan nasional

RAB.09.05.04 kerangka regulasi

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.05 perencanaan
pembangunan nasional

RAB.09.05.05 kelembagaan dan
pendanaan

RAB.08 Pemerintahan
Umum

RAB.09.05 perencanaan
pembangunan nasional

RAB.09.05.06 strategi pembangunan
nasional

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.05 perencanaan
pembangunan hasional

RAB.09.05.07 pengelolaan program
kerja organisasi

RAB.09.05.07.01 PERENCANAAN DAN
PENDANAAN

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.05 perencanaan
pembangunan nasional

RAB.09.05.07 pengelolaan program
kerja organisasi

RAB.09.05.07.02 DATA DAN INFORMASI

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.05 perencanaan
pembangunan nasional

RAB.09.05.07 pengelolaan program
kerja organisasi

RAB.09.05.07.03 PENGENDALIAN,
EVALUAS| DAN PEL.LAPORAN

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.05 perencanaan
pembangunan nasional

RAB.09.05.07 pengelolaan program
kerja organisasi

RAB.09.05.07.04 PEMERINTAHAN DAN
POLITIK

N
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RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.05 perencanaan
pembangunan nasional

RAB.09.05.07 pengelolaan program
Kerja organisasi

RAB.09.05.07.05 PEMBANGUNAN
MANUSIA

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.05 perencanaan
pembangunan nasional

RAB.08.05.07 pengelolaan program
kerja organisasi

RAB.09.05.07.06 KESEJAHTERAAN
SOSIAL DAN BUDAYA

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.05 perencanaan
pembangunan nasional

RAB.09.05.07 pengelolaan program
kerja organisasi

RAB.09.05.07.07 PEREKONOMIAN

RAB .09 Pemerintahan
Umum

RAB.08.05 perencanaan
pembangunan nasional

RAB.09.05.07 pengelolaan program
kerja organisasi

RAB.09.05.07.08 SUMBER DAYA ALAM

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.05 perencanaan
pembangunan nasional

RAB.09.05.07 pengelolaan program
kerja organisasi

RAB.09.05.07.09 PARIWISATA

RAB.08 Pemerintahan
Umum

RAB.09.05 perencanaan
pembangunan nasional

RAB.09.05.07 pengelolaan program
kerja organisasi

RAB.09.05.07.10 INFRASTRUKTUR

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.05 perencanaan
pembangunan nasional

RAB.09.05.07 pengelolaan program
kerja organisasi

RAB.09.05.07.11 KEWHAYAHAN

RAB.09 Pemerintahan RAB.09.05 perencanaan RAB.09.05.07 pengelolaan program  |RAB.09.05.07.12 TATA RUANG DAN
Umum pembangunan nasional kerja organisasi LINGKUNGAN HiDUP

RAB.09 Pemerintahan RAB.09.05 perencanaan RAB.09.05.07 pengelolaan program  [RAB.09.05.07.13 SOSIAL DAN
Umum pembangunan nasional kerja organisasi PEMERINTAHAN

RAB.09 Pemerintahan RAB.09.05 perencanaan RAB.09.05.07 pengelolaan program  |RAB.09.05.07.14 EKONOMI DAN
Umum pembangunan nasional kerja organisasi PEMBANGUNAN

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.(09.05 perencanaan
pembangunan nasional

RAB.09.05.07 pengelolaan program

RAB.09.05.07.15 INOVASI DAN
TEKNOL,0G!

ketja organisasi

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.05 perencanaan
pembangunan nasional

RAB.08.05.08 penyusunan
penganggaran negara dan dukungan
strategis program/kebijakan

RAB.09 Pemerintahan

RAB.09.05 perencanaan
pembangunan nasional

RAB.09.05.XX usulan referensi IPPD

Umum
A%
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RAB.08 Pemerintahan
Umum

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09,06 aparatur negara

RAB.09.06.01 pengelolaan aparatur negara

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.09.06.01 pengelolaan aparatur
negara

RAB.09.06.01.01 pembinaan kepegawaian
instansi

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.09.06.01 pengelolaan aparatur
negara

RAB.09.06.01.02 Perencanaan dan
Pendayagunaan SDM Kesehatan

RAB.08 Pemerintahan
Umum

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.09.06.01 pengelolaan aparatur
negara

RAB.09.06.01.03 Legalisasi Tenaga
Kesehatan, Institusi Pendidikan dan Diklat

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.09.06.01 pengelolaan aparatur
negara

RAB.09.06.01.04 Pengembangan SDM
Kesehatan

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.09.06.01 pengelolaan aparatur
negara

RAB.09.06.01.01 Sistem Informasi
Pegawai

RAB.08 Pemerintahan
Umum

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.09.06.01 pengelolaan aparatur
negara

RAB.09.06.01.02 Pendidikan Aparatur

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.09.06.01 pengelolaan aparatur
negara

RAB.09.06.01.03 Perencanaan dan
Formasi Pegawai

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.09.06.01 pengelolaan aparatur
negara

RAB.09.06.01.01 Jabatan Struktural

RAB.0S Pemerintahan

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.09.06.01 pengelolaan aparatur
negara

RAB.09.06.01.02 Peniiaian Kompetensi
Kinerja

Umum
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RAB.0S Pemerintahan
Umum

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.09.06.01 pengelolaan aparatur
negara

RAB.09.06.01.03 Fungsional Tertentu

RAB.09 Pemerintahan

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.08.06.02 manajemen aparatur

RAB.09.06.02.01 Perencanaan Budaya

Umum sipil negara Kerja

RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur negara !'\tA_B.09.06.02 manajemen aparatur RAB.09.06.92.02 Penerapan Kelompok

Umum sipil negara Budaya Kerja

RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06.62 manajemen aparatur  JRAB.09.06.02.03 Monitoring dan Evaluasi
RAB.09.06 aparatur hegara . .

Umum sipil negara Penerapan Budaya Kerja

SAEI8 Pomsintalion RAB.09.06 aparatur negara R:A_B.OQ.OS.OZ manajemen aparatur RAB.09.06.02.01 Penempatan Pegawai

Umum sipil negara

RAB.U9 Femeritahan RAB.09.06 aparatur negara R.AB'OQ'%'OZ AN epasatur RAB.09.06.02.02 Pensiun Pegawai

Umum sipil negara

RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06.02 manajemen aparatur  |RAB.09.06.02.03 Kenaikan Pangkat
RAB.09.06 aparatur negara w \

Umum sipil negara Pegawai

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.09.06.02 manajernen aparatur
sipil negara

RAB.09.06.02.01 Kesejahteraan Pegawai

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.06 aparatur negara

RARB.(9.06.02 manajemen aparatur
sipil negara

RAB.09.06.02.02 Displin Pegawai

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.09.06.02 manajemen aparatur
sipil negara

RAB.09.06.02.03 Korpri

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.09.06.02 manajemen aparatur
sipil negara

RAB.09.06.02.01 kegiatan kesemaptaan
satuan polisi pamong praja berdasarkan
ketentuan dan prosedur yang berlaku
untuk pengembangan sumber daya
aparaftur

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.08.06.02 manajemen aparatur
sipil negara

RAB.09.06.02 .02 pelatihan dasar dan
teknis fungsional satuan polisi pamong
praja berdasarkan ketentuan dan prosedur
yang berlaku untuk pengembangan
sumber daya aparatur

RAB.G9 Pemerintahan

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.09.06.02 manajemen aparatur
sipil negara

RAB.09.06.02 .01 Pelatihan Dasar

Umum
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RAB.09 Pemerintahan

RAB.08.06 aparatur negara

RAB.09.06.02 manajemen aparatur

RAB.09.06.02 .02 Pelatihan kepemimpinan

Umum sipil negara

RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06.02 manajemen aparatur |RAB.09.06.02 .03 Pemerintahan dan sosial
RAB.09.06 aparatur negara i 5

Umum sipil negara kultural

PRAEES: Permeriians RAB.09.06 aparatur negara 358‘09'06‘02 mangjamen apaatar RAB.09.06.02 .04 Kompetensi teknis

Umum sipil negara

RAB.03 Pemerintahan  \oup 06 06 aparaturnegara | - '0-09-06.02 manajemen aparatur o 64 06,02 .05 Kompstensi fungsional

Umum sipil negara

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.09.06.02 manajemen aparatur
sipil negara

RAB.09.06.02 .06 Kurikulum dan
perangkat

5::\13[29 Pemerintahan RAB.08.06 aparatur negara RAB.09.06.03 kelembagaan
mirgg Pemerintahan RAB.09.06 aparatur negara RAB.09.06.03 kelembagaan :?12:':)85?.06.03.01 pembinaan kelembagaan

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.09.06.03 kelembagaan

RAB.09.06.03.02 Penataan Kelembagaan
Provinsi

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.09.06.03 kelembagaan

RAB.09.06.03.03 Penyusunan Uraian
Tugas

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.08.06 aparatur negara

RAB.09.06.03 kelembagaan

RAB.09.06.03.04 Fasilitasi Penataan
Kelembagaan Kabupaten/ Kota

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.09.06.03 kelembagaan

RAB.09.06.03.05 Pelaksanaan Analisis
Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta
Jabatan

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.09.06.03 kelembagaan

RAB.09.06.03.06 Evaluasi Jabatan

RAB.09 Pemerintahan

RAB.08,06.03.01 Sertifikasi dan

U RAB.08.06 aparatur negara RAB.09.06.03 kelembagaan kelstnbagaan

RSB Semunniaten RAB.09.06 aparatur negara RAB.09.06.03 kelembagaan RAEDE.0ROANE Sister Informasu

Umum pengembangan kompetensi
N .




TABEL 2

RAB.02 Pemerintahan
Umum

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.09.06.03 kelembagaan

RAB.09.06.03.03 sarana dan prasarana

RAB.09 Pemerintahan

RAB.09.06.03.01 PEMBINAAN SDM

Umum

T RAB.09.06 aparatur negara RAB.09.06.03 kelembagaan PENGADAAN BARANG DAN JASA
. RAB.09.06.03.02 PEMBINAAN
EAB'OQ Pemerintahal | RAB.09.06 aparatur negara  |RAB.09.06.03 kelembagaan KELEMBAGAAN PENGADAAN BARANG
mum
DAN JASA
. RAB.09.06.03.03 PENDAMPINGAN,
OIS RemenmEen o st epastrnegs RARSRDEDS kelembagaan KONSULTASI DAN BIMBINGAN TEKNIS

PENGADAAN BARANG DAN JASA

RAB.08 Pemerintahan

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.09.06.04 pembinaan reformasi

Umum birokrasi
RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur negara RAB.09:06.04 pembinaan reformasi RtAB.OQ._QG.M.O‘_l pembinaan reformasi
Umum birokrasi birokrasi instansi

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.09.06.04 pembinaan reformasi
birokrasi

RAB.09.06.04.02 Penyusunan Road Map
Reformasi Birokrasi

RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur negara RAB.09.06.04 pembinaan reformasi  |RAB.09.06.04.03 Pembangunan Zona
Umum T birckrasi Integritas menuju WBK / WBBM
RAB.08 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur negara RAB.09.06.04 pembinaan reformasi  |RAB.09.06.04.04 Evaluasi Pelaksanaan
Umum T birokrasi Reformasi Birckrasi

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.09.06.04 pembinaan reformasi
birokrasi

RAB.09.06.04.01 Menyelia program dan
kegiatan mulai dari perencanaan sampai
dengan pelaksanaan

RAB.08 Pemerintahan
Umum

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.08.06.04 pembinaan reformasi
birokrasi

RAB.09.06.04.02 Memeriksa hasil kerja
pejabat fungsional auditor dan pengawas
pemerintahan berdasarkan rencana kerja
untuk disempurnakan agar hasil yang
dicapai benar-benar akurat dan sesuai
ketentuan yang berlaku

e




TABEL 2

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.06 aparafur negara

RAB.09.06.04 pembinaan reformasi
birokrasi

RAB.09.06.04.03 Menyelia penyusunan
rencana kerja pemeriksaan tahunan sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku
untuk ditetapkan sebagai Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPI)

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.08.06 aparatur negara

RAB.09.06.04 pembinaan reformasi
birokrasi

RAB.09.06.04.04 Menyelia pelaksanaan
penyusunan program kerja pemeriksaan
(PKP) terhadap obrik yang diperiksa

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.09.06.04 pembinaan reformasi
birokrast

RAB.09.06.04.05 Menetapkan kebijakan
pembinaan dan petunjuk teknis
penyelenggaraan pengawasan
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang
berlaku untuk mewujudkan sistem
pengawasan yang sinergi pada perangkat
daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten / Kota

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.09.06.04 pembinaan reformasi
birckrasi

RAB.09.06.04.06 Mengoordinasikan,
mengawasi pemeriksaan, pengusutan,
pengujian dan penilaian tugas pengawasan
serta pemantauan dan evaluasi, verifikasi,
reviu sesuai ketentuan dan prosedur yang
berlaku

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.09.06.04 pembinaan reformasi
birokrasi

RAB.09.06.04.07 Melakukan penilaian atas
manfaat dan keberhasilan kebijakan,
pelaksanaan pengawasan berdasarkan
masukan, keluaran dan hasil di tingkat
Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk
mengetahui keberhasilan pelaksanaan
tugas

e

65




TABEL 2
|

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.09.06.04 pembinaan reformasi
birokrasi

RAB.08.06.04.08 Melakukan inventarisasi,
dokumentasi dan penelaahan terhadap
peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan pengawasan untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

RAB.08 Pemerintahan
Umum

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.09.06.04 pembinaan reformasi
birokrasi

RAB.09.06.04.09 Mengumpulkan data
umum terhadap obyek yang diperiksa
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang
berlaku untuk mengetahui secara umum
mekanisme dan kebijakan pada instansi
yang diperiksa

RAB.09 Pemerintahan

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.09.06.04 pembinaan reformasi

RAB.09.06.04.10 Mengoordinir
penyusunan hasil pemeriksaan sesuai
obyek yang diperiksa agar dapat diketahui

Umum birokrasi
permasalahan yang ada dan segera
melakukan tindak lanjut
RAB.02.06.04.11 Mengoordinasikan
pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan,
RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur negara I'\’_AB.09:06.04 pembinaan reformasi  |pengujian dan penilaian sesuai ketentuan
Umum birokrasi dan prosedur yang berlaku agar
pemeriksaan berjalan sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan
RAB.09.06.04.12 Mengevaluasi
RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur negara R_AB.OQ._OB.04 pembinaan reformasi pglaksanaan tugassesuai hasil yang
Umum birokrasi dilaksanakan untuk mengetahui

permasalahan dan mencari solusinya

(e
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RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.08.06 aparatur negara

RAB.09.06.04 pembinaan reformasi
birokrasi

RAB.09.06.04.13 Menyampaikan saran/
masukan secara lisan dan tertulis kepada
atasan melalui nota dinas danlatau
telaahan staf sesuai tugas, fungsi dan
wewenangnya sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan
keputusan atasan

5’:5[29 Pamsnntaban RAB.09.06 aparatur negara RAB.09.06.05 akuntabilitas kinerja

RABAE Pametintahan RAB.09.06 aparatur negara RAB.09.06.05 akuntabilitas kinerja RAB'.09'06'05'.01 peamainaan akintaklias
Umum kinerja instansi

RAB.09 Pemerintahan e o

I RAB.09.06 aparatur negara RAB.09.06.05 akuntabilitas kinetja RAB.09.06.05.02 Penyusunan RKT

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.08.06.05 akuntabilitas kinerja

RAB.09.06.05.03 Penyusunan Perjanjian
Kinerja

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.09.06.05 akuntabilitas kinerja

RAB.09.06.05.04 Pengukuran Kinerja

RAB.0S9 Pemerintahan
Umum

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.09.06.05 akuntabilitas kinerja

RAB.09.06.05.05 Pelaporan Kinerja

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.09.06.05 akuntabilitas kinerja

RAB.09.06.05.06 Evaluasi Kinerja

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.09.06.06 manajemen pelayanan
publik

RAB.09 Pemerintahan

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.09.06.06 manajemen pelayanan

RAB.09.06.06.01 pembinaan pelayanan

Umum publik publik instansi

RAB.08 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur negara RAB_.09.06.06 manajemen pelayanan [RAB.09.06.06.02 Penyusunan dan
Urmum publik Penerapan SPP

RAB.02 Pemerintahan RAB.09.06.06 manajemen pelayanan |RAB.09.06.06.03 Pengelolaan SP4N
i RAB.09.06 aparatur negara oublik LAPOR

RAB.09 Pemerintahan ; RAB.09.06.06 manajemen pelayanan |RAB.08.06.06.04 Survey Kepuasan
Umum i s i publik Masyarakat (SKM)

A6
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RARB.09 Pemerintahan

RAB.09.06.06 manajemen pelayanan

RAB.09.06.06.01 PENGELOLAAN

Umum

B RAB.09.06 aparatur negara publik fg::TEGI PENGADAAN BARANG DAN
RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 anaraiur heaats RAB.09.06.06 manajemen pelayanan |RAB.09.06.06.01 PELAKSANAAN
Umum e P 9 publik PENGADAAN BARANG DAN JASA

\ : RAB.09.06.06.01 PEMANTAUAN DAN
RAB.09 Pemerintahan | pap 09 06 aparatur negara |1 \B-09-06.06 manajemen pelayanan |./a| 1)as| PENGADAAN BARANG DAN

publik

JASA

RAB.09.06.07 manajemen sistem

RAB.03 Pemprintahan RAB.09.06 aparatur negara pemerintahan berbasis elektronik
Umum

(SPBE)
RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur negara RAB.O_Q.OG.O? manajemen S|ste_m _RAB.OE?.OG.O?.O‘I pembinaan SPBE
Umum pemerintahan berbasis elektronik instanst
RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur nedara RAB.09.06.07 manajemen sistem RAB.09.06.07.01 Peningkatan Kapasitas
Umum T i’ 9 pemerintahan berbasis elektronik Manajemen SPBE

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.09.06.07 manajemen sistem
pemerintahan berbasis elektronik

RAB.09.06.07.02 Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan SPBE

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.09.06.07 manajemen sistem
pemerintahan berbasis elektronik

RAB.09.06.07.02 Penyusunan Peta Proses
Bisnis

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.09.06.07 manajemen sistem
pemerintahan berbasis elektronik

RAB.09.06.07.03 Penyusunan SOP-AP

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.09.06.07 manajemen sistem
pemerintahan berbasis elektronik

RAB.09.06.07.04 Evaluasi SOP-AP
Perangkat Daerah

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.09.06.07 manajemen sistem
pemerintahan berbasis elektronik

SISTEM PENGADAAN SECARA

el D ot s ol e Y Y |

RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06.07 manajemen sistem RAB.09.06.07.02 PENGEMBANGAN
Umum RAELIS.06 dpamtut negara pemerintahan berbasis elektronik SISTEM INFORMASI

. . . RAB.09.06.07.03 PENGELOLAAN
RAB.09 Pemerintahan |2 AR 00.06 aparatur negara | '0-09.06.07 manajemen sistem ||\ o oo ta el BENGADAAN BARANG DAN
Umum pemerintahan berbasis elektronik

JASA

[
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RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.09.06.08 kearsipan nasional

RAB.08 Pemerintahan
Umum

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.09.06.08 kearsipan nasional

RAB.09.06.08.01 pembinaan kearsiapan
instansi

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.08.06 aparatur negara

RAB.09.06.08 kearsipan nasional

RAB.09.06.08.01 Pengelolaan Arsip
Dinamis

Sgin[ig Femariteten RAB.09.06 aparatur negara RAB.09.06.08 kearsipan nasional RAB.09.06.08.02 Pengelolaan Arsip Statis
RAB.09:Pemerintahan RAB.09.06 aparatur negara RAB.09.06.08 kearsipan nasional RAB.OQ.Oﬁ.OB.OS_Layanan wan
Umum Pemanfaatan Arsip

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.09.06.08 kearsipan nasional

RAB.09.06.08.04 Pembinaan Kearsipan

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.08.06 aparatur negara

RAB.09.06,08 kearsipan nasional

RAB.09.06.08.05 Pembinaan SDM
Kearsipan

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.08.06 aparatur negara

RAB.09.06.08 kearsipan nasional

RAB.09.06.08.05 Pengawasan Kearsipan

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.08.06.09 pengawasan aparatur
negara

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.09.06.09 pengawasan aparatur
hegara

RAB.09.06.09.01 pembinaan pengawasan
ASN instansi

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.06 aparatur negara

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.08.06 aparatur negara

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.08.07 kesekretariatan negara

e
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RAB.09 Pemerintahan RAB.09.07 kesekretariatan RAB.09.07.01 kerumahtanggaan kepresidenan
Umum negara

RAB.09 Pemerintahan RAB.09.07 kesekretariatan RAB.09.07.02 koordinasi dengan lembaga negara
Umum negara

RAB.09 Pemerintahan RAB.09.07 kesekretariatan RAB.08.07.03 ketahanan nasional

Umum negara

RAB.09 Pemerintahan RAB.09.07 kesekretariatan RAB.09.07.04 manajemen plimpinan tingg

Urnum negara

RAB.09 Pemerintahan RAB.09.07 kesekretariatan RAB.09.07.05 pengawasan pemerintahan

Umum negara

RAB.09 Pemerintahan RAB.09.07 kesekretariatan RAB.09.07.06 pengkajian strategis

Umum negara

RAB.09 Pemerintahan RAB.09.07 kesekretariatan RAB.09.07.07 pengembangan nilai-nilai kebangsaan
Umum negara

RAB.09 Pemerintahan RAB.08.07 kesekretariatan RAB.09.07 XX usulan referensi IPED

Umum negara

M
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Instansi Pengampu

Deskripsi

5

6

Deskripsi untuk levej1

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertahanan negara, termasuk
di dalamnya pengelolaan instalasi strategis dan potensi pertahanan, strategi
pertahanan, intelejen, penanggulangan ancaman, ketahanan nasional, kerjasama
internasional pertahanan, pertahanan negara, dan pertahanan siber.

Kemenhan

Penyelenggaraan pertahanan negara secara umum, termasuk di dalamnya
keikutsertaan dalam misi perdamaian dunia dan kemanusiaan, kekuatan
pertahanan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pertahanan, dan
penyelenggaraan penslitian dan pengembangan pertahanan,

Kemenhan

Pelaksanaan pengelolaan sarana pertahanan dan instalasi strategis pertahanan.

Kemenhan

Perumusan, penetapan, pelaksanaan dan pengelolaan kebijakan di bidang potensi
pertahanan.

Kemenhan

Perumusan, penetapan, pelaksanaan dan pengelolaan kebijakan di bidang strategi
pertahanan.

Vi
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BIN

Penyelenggaraan koordinasi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen
di dalam negeri dan di luar negeri.

BNPT

Penyelenggaraan penangkalan dan penindakan terhadap setiap bentuk ancaman
militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap terhadap
kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

BSEN

Penyelenggaraan pertahanan siber yang meliputi identifikasi, deteksi, proteksi,
penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi
ecommerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber,
pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan
kerentanan, insiden dan/atau serangan siber, pengkoordinasian kegiatan teknis dari
pusat sampai ke daerah, serta pelaksanaan kerjasama nasionat, regional, dan
internasional.

semua
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Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hubungan luar neger,
termasuk di dalamnya misi internasional, kerja sama internasional, dan politik luar
negeri,

Perumusan, penetapan, dan pengelolaan kebijakan di bidang penyelenggaraan

Kemeniu ;
hubungan luar negeri.

Kemenlu Perumusan, penetapan, dan pengelolaan kebijakan di bidang politik luar negeri.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan industri,
termasuk di dalamnya ketahanan industri, pengelolaan struktur industri, pengelolaan
standar nasional, penggunaan produk dalam negeri, peneraan, pelayanan
pendapatan negara bukan pajak, pengelolaan ekonomi kreatif dan produk digital,
dan pengelolaan iklim usaha.

Kemenperin

Kemenperin

Kemenperin

Kemenperin

Kemenperin

Kemenperin Perumusan, penetapan dan pengelolaan kebijakan di bidang penggunaan produk

dalam negeri.

e
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TABEL 2

Perumusan, penetapan dan pengelolaan di bidang ketahanan industri dan kerja

Kemenperin
sama.

Kemenperin Perumusan, peneta.pan da_n pengelolaan kebijakan di bidang pendatlaman dan
penguatan struktur industri.
Pengelolaan kebijakan nasional serta pemantauan dan evaluasi di bidang

K ; pengembangan dan penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan

emenperin 4 s’ s . .

akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelofaan standar nasional satuan
ukuran,

Kemenperin Perumusan, _penelapan dan pengelolaan kebijakan di bidang penggunaan produk
dalam negeri.

Kemenparekraf Perumusan, -per]etapan dan pgngelqlaan kebijakan teknis di bidang pengembangan
produk kreatif bidang ekonomi kreatif.

. Perumusan, penetapan dan pengelolaan kebijakan di bidang peningkatan daya

Kemenperin : i
saing dan pengembangan iklim usaha.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perdagangan termasuk di
dalamnya perdagangan dalam negeri, ekspor impor, pemberdayaan konsumen,
standardisasi dan pengendalian mutu, serta perdagangan berjangka.

Semua

Kemendag

Kemendag

//// L
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TABEL 2

Kemendag

Kemendag

Kemendag

Kemendag

Kemendag
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian termasuk di
dalamnya peningkatan produksi pertanian, penyediaan sarana dan prasarana
pertanian, ketahanan pangan, serta karantina dan keamanan hayati.

Semua

Kementan
Penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung,

Kementan

kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya
saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian.

75




TABEL 2

Kementan

Kementan Peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perkebunan termasuk di
dalamnya pengelolaan tanaman perkebunan, keberlanjutan usaha perkebunan,
benih dan bibit tanaman, pengendalian hama penyakit dan perlindungan
perkebunan, dukungan perkebunan terhadap ketahanan pangan, dan
pengembangan bio energi.

Semua

Kementan

A
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TABEL 2

Kementan

Kementan

Kementan
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang petemakan termasuk di
dalamnya benih dan bibit temak, kesehatan masyarakat veteriner, pascapanen
peternakan, produksi pakan dan ternak, perikanan budidaya, dan dukungan
terhadap ketahanan pangan.

Semua Pasal 22 butir d
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TABEL 2

Kementan

Kementan

Kementan

Kementan

Kementan

6
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TABEL 2

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perikanan termasuk di
dalamnya karantina perikanan, pengelolaan hasi perikanan, pemberdayaan
masyarakat perikanan, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut,
dan dukungan terhadap ketahanan pangan.

Semua

Pasal 19
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TABEL 2

Kemeniaut

Kemenlaut

Kemenlaut

Kemenlaut

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan badan usaha
milik negara termasuk di dalamnya keberlanjutan badan usaha milik negara,
pengembangan bisnis strategis, serta penguatan daya saing dan kesinergian badan
usaha milik negara.

/jé
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TABEL 2

Semua Pasal 38

KemenBUMN

KemenBUMN

KemenBUMN

KemenBUMN

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pembinaan penanaman modal antara
lain manajemen penanaman modal, litigasi penanaman modal, dan manajemen
petizinan serta akreditasi penanaman modal, termasuk di dalamnya badan usaha,
penanaman modal, perekrutan pekerja migran, dan lembaga sertifikasi.

Kemeninves
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TABEL 2

Kemeninves

Kemeninves

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pembinaan koperasi termasuk di
dalamnya kelembagaan koperasi, pengelolaan produksi dan pemasaran kopsrasi,

pemberdayaan dan pembiayaan koperasi, serta pengawasan koperasi.
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TABEL 2

Semua

Pasal 35

Kemenkop

Kemenkop

Kemenkop

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan usaha kecil dan
menengah termasuk di dalamnya kelembagaan, dukungan dan regulasi
pengembangan usaha, pengelolaan produksi dan pemasaran, ssrta pemberdayaan
dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Semua

Pasal 35
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Kemenkop

Kemenkop
Kemenkop
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan termasuk di
dalamnya pengelolaan faktor pendukung kepariwisataan dan penyusunan rencana
induk kepariwisataan nasional.
Semua Pasal 3 dan 29
Kemenpar




| TABEL 2

Kemenpar

Kemenpar

NG o5




TABEL 2

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pekerjaan umum termasuk di
dalamnya pengelolaan infrastruktur pekefrjaan umum, pembinaan jasa kontruksi,
pengelolaan air fimbah domestik, dan pengelolaan sumber daya air.

Semua

Pasal 5

KemenPUPR




TABEL 2

KemenPUPR

KemenPUPR

KemenPUPR

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transmigrasi termasuk di

dalamnya pendidikan dan pelathan, serta pengembangan kawasan transmigrasi.

87




TABEL 2

Semua Pasal 12

Kemendes

Kemendes

Kemendes
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transportasi termasuk di
dalamnya pengelolaan keamanan dan keselamatan transportasi, dan pengelolaan
sarana dan prasarana transportasi.

Semua Pasal 3

Kemenhub

A
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TABEL 2

Kemenhub

At
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TABEL 2
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TABEL 2

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perumahan termasuk di
dalamnya pengelolaan infrastruktur dan lingkungan perumahan, pengembangan
kawasan permukiman, pengembangan sarana dan prasarana strategis, dan
penyelenggaraan perumahan.

Semua

Pasal 27

KemenPUPR

KemenPUPR

KemenPUPR

KemenPUPR

A
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TABEL 2

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembangunan kawasan atau
daerah tertinggal, termasuk di dalamnya pembangunan desa dan kawasan
pedesaan, pemberdayaan masyarakat desa, dan pengembangan daerah tertentu.
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TABEL 2

A6

a3




TABEL 2
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TABEL 2

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanahan termasuk di
dalamnya kebijakan hukum pertanahan, kebijakan pengadaan tanah, tata ruang
tanah, litigasi pertanahan dan pengelolaan infrastruktur pertanahan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kependudukan termasuk di
dalamnya pengendalian penduduk, pencatatan sipil, keluarga berencana,
pendampingan hukum dalam rangka pengendalian penduduk dan keluarga
berencana serta pemberdayaan partisipasi masyarakat.
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TABEL 2

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan termasuk di
dalamnya kefarmasian dan alat kesehatan, kesehatan masyarakat, pelayanan
kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, Program Pencegahan,

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), serta
pengawasan obat dan makanan.
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TABEL 2

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sosial termasuk di dalamnya
manajemen pencarian dan pertolongan, manajemen sosial, pembangunan manusia,
penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial, dan penanggulangan bencana.
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TABEL 2

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan
termasuk di dalamnya kesetaraan gender, perlindungan anak, perlindungan hak
perempuan, serta pertumbuhan dan perkembangan anak.
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TABEL 2

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hukum termasuk di dalamnya
peraturan dan perundang-undangan, pengelolaan pemasyarakatan,

penyelenggaraan peradilan, dan penyelenggaraan keimigrasian.

Vs
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TABEL 2

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keamanan termasuk di
dalamnya ketentraman, ketertiban umum, penanggulangan transnasional dan
terorisme, penegakan hukum, intelejen keamanan, dan pengelolaan lalu lintas,
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TABEL 2
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TABEL 2

/{}2‘ 102



TABEL 2
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TABEL 2

Penyslenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hak asasi manusia termasuk
di dalamnya hak atas kekayaan intelektual.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan termasuk di
dalamnya manajemen tenaga pendidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan vckasi, dan
pembinaan kepustakaan.
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TABEL 2
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TABEL 2

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ketenagakerjaan termasuk di
dalamnya manajemen ketenagakerjaan, pengelolaan pekerja migran, keselamatan
dan kesehatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja.

Semua IPPD

e

106




TABEL 2

Kemenaker

Kemenaker

Perpres 18-2015, Pasal 13

Semua IPPD

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ilmu pengetahuan termasuk di
dalamnya penelitian ilmu dasar, penelitian inter dan multi disiplin, pengkajian dan
penerapan ilmu pengetahuan sektor tertentu, pengkordinasian sistem nasional ilmu
pengetahuan,
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TABEL 2

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan dan
pengembangan pemuda.
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TABEL 2

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keolahragaan termasuk di
dalamnya pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga.
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TABEL 2

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertambangan termasuk di

dalamnya geologi, pengelolaan sumber daya mineral seperti batubara, minyak, dan
gas bumi,

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang energi termasuk di dalamnya
energi baru dan terbarukan, ketenagalistrikan, serta konservasi energi.
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TABEL 2

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kehutanan termasuk di
dalamnya pengelolaan hutan dan hasilnya, peningkatan daya dukung daerah aliran
sungai (DAS) dan hutan lindung serta perlindungan kawasan hutan.
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TABEL 2

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kelautan termasuk di
dalamnya kemaritiman, tata ruang laut, pemberdayaan masyarakat kelautan, dan
sumber daya kelautan.
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TABEL 2

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup termasuk di
dalamnya sumber daya alam dan ekosistem, pelestarian lingkungan hidup,
manajemen iklim dan cuaca dan pengelolaan sarana dan prasarana iklim dan
cuaca,
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TABEL 2

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang agama termasuk di dalamnya
bimbingan masyarakat keagamaan, pendidikan agama dan pelatihan keagamaan,
penyelenggaraan haji dan umroh, serta sertifikasi produk halal,

Kemenag

Kemenag

Kemenag

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kebudayaan termasuk di
dalamnya kesejarahan, pelestarian cagar budaya, manajemen budaya,
pengembangan sastra Indonesia, dan pembinaan perfilman nasional.

/,{/(,6 114




TABEL 2
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TABEL 2




TABEL 2

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang dalam negeri termasuk di
dalamnya kebijakan politik dan pemerintahan umum, pembinaan otonomi daerah,
pemerintahan daerah, pembinaan keuangan daerah, dan pengawalan program
prioritas nasional terkait pembinaan di daerah.




TABEL 2
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TABEL 2
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TABEL 2




TABEL 2

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keuangan negara termasuk di
dalamnya fiskal, kepabeanan dan cukai, penganggaran, perbendaharaan,
manajemen perekonomian, pengelolaan barang milik negara, serta pengelolaan
pajak.
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TABEL 2
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TABEL 2

LKPP & KPKNL

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengadaan barang dan jasa
pemerintahan serta pengelolaan aset negara

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam penyelesaian terkait proses
pengadaan barang dan jasa pemerintahan
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TABEL 2

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi termasuk di
dalamnya pelayanan informasi, pengelolaan informasi publik, penyelenggaraan
informatika, penyiaran radio publik, dan penyiaran televisi publik.

Semua IPPD

(2

124



TABEL 2
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TABEL 2

Kemenkominfo

BPS

diskominfostatik mengerjakan level 5

BPS

semua

BIG, dll
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TABEL 2

semua
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TABEL 2

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang komunikasi termasuk di
dalamnya pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan sumberdaya dan perangkat
pos, serta penyelenggaraan pos.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan
nasional termasuk di dalamnya pengawasan penyimpangan pembangunan,
manajemen ekonomi makro, kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan,
strategi pembangunan nasional, perencanaan pembangunan nasional, pengelolaan
program kerja organisasi, penyusunan rencana induk, dan dukungan strategis
program/kebijakan.

BAPPENAS
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TABEL 2

semua

129
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TABEL 2

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengslolaan aparatur negara
termasuk di dalamnya pengelolaan dukungan organisasi, manajemen aparatur sipil
negara, kelembagaan, pembinaan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja,
manajemen pelayanan publik, manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik,
kearsipan nasional, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah.

BKN

semua
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TABEL 2

PANRB

132




TABEL 2

PANRB

semua
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TABEL 2

PANRB

semua
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TABEL 2
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TABEL 2

/&Z 136



TABEL 2

PANRB

sSemua

PANRB

semua
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TABEL 2

PANRB

semua
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TABEL 2

ANRI

semua

BPKP

semua

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesekretariatan negara
termasuk di dalamnya kerumahtanggaan kepresidenan, koordinasi dengan lembaga
negara, ketahanan nasional, manajemen pimpinan tinggi, pengawasan
pemerintahan, pengkajian strategis, serta pengembangan nilai-nilai kebangsaan,
pemasyarakatan UUD 45 dan Pancasila, pembangunan manusia Indonesia, politik
dalam negeri, litigasi isu strategis, dan penyerapan aspirasi masyarakat,
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TABEL 2

140




TABEL 3

PETA PROSES BISNIS
No 'DB’:;zf:s Unit Kerja Nama Subtansi Probis RAB Level 1 Nasional RAB Level 2
1 2 3 4 5 6
Dinas Perindustrian dan
P.1.
Perdagangan
1. P11 P.11.1 Pemba.ngunan Sumber Daya RAB.O? Ekonomi dan RAB.02.01 industri
industri Industri
P.1.1.2 KAR.OZ Bronomt dan RAB.02.01 industri
Industri
P1.1.3 BRAD. L2 Ekomom! e RAB.02.01 industri
Industri
Pengembangan Sarana .
2. P12 P.1.2.1 Prasatia dan Rerberdayaal [T ros ERoRIML N RAB.02.01 industri
. Industri
Industri
P.1.2.2 RAR.OZ Fianam dan RAB.02.01 industri
Industri
P.1.2.3 RAB. 02 Etirctol den RAB.02.01 industri

Industri




TABEL 3

RAB.02 Ekonomi dan RAB.02.02
3 P.1.3 P.1.3.1 Pengembangan Perdagangan Industri I ——
P 132 RAB.02 Ekonomi dan RAB.02.02
T Industri perdagangan
P13.3 RAB.02 Ekonomi dan RAB.02.02
T Industri perdagangan
P14 P 141 Perlindungan Konsumen dan |RAB.02 Ekonomi dan RAB.02.02
4 o T Tertib Niaga Industri perdagangan
P.14.2 RAB.02 Ekonomi dan RAB.02.02
T Industri perdagangan
1 2 3 4 5 6
p.2 Dinas Pertanian dan
) Ketahanan Pangan
Peningkatan Produksi .
1 P.2.1 P.2.1.1 Tanaman Pangan dan RAB'O? Ekonami dan RAB.02.03 pertanian
. Industri
Hortikultura
/(//é 2




TABEL 3

RAB.02 Ekonomi dan

Industri

P.21.2 Industri RAB.02.03 pertanian
P.2.13 FA0.08 Exermam.con RAB.02.03 pertanian
Industri
1 2 3 4 5 6
Peningkatan Sarana dan RAB.02 Ekonomi dan :
- d Rl Prasarana Pertanian industri RABO2.0% peRanian
P.2.2.2 FURER Exatioi dar RAB.02.03 pertanian
Industri
RAB.02 Ekonomi dan .
P.2.2.3 Indust RAB.02.03 pertanian
ketahanan Pangan dan RAB.02 Ekonomi dan ;
3 P.2.3 P.2.3.1 Penyuluhan Industri RAB.02.03 pertanian
RAB.02 Ekonomi dan ;
P.232 - — RAB.02.03 pertanian
P.2.3.3 RADH2 Ekonaml 2an RAB.02.03 pertanian




TABEL 3

Peningkatan Produksi

RAB.02 Ekonomi dan

Industri

& P.2.4 P.241 - sy . s R wnii Industs RAB.02.04 perkebunan
P.24.2 RAB‘O? E=kangnt 45n RAB.02.04 perkebunan
Industri
P.2.4.3 RAB'O? Ekengmi dan RAB.02.04 perkebunan
Industri
1 2 3 4 5 6
P.3 Dinas Peternakan
PENINGKATAN POPULAS! |RAB.02 Ekonomi dan
1 P.3.1 P.3.1.1 PERTUMBUHAN TERNAK  |Industri RAB.02.05 peternakan
P.3.1.2 RAHL02 Eanon dan RAB.02.05 peternakan




TABEL 3

P.3.1.3 RAB'O? ExanGm: Gan RAB.02.05 peternakan
Industri
1 2 3 4 5 6
PENINGKATAN
PRESENTASE PRASARANA{RAB.02 Ekonomi dan
2 P.3.2 P.3.2.1 TERNAK YANG MEMENUH! |Industri RAB.02.05 peternakan
STANDAR
P.3.2.2 RAB.02 Ekonomi dan RAB.02.05 peternakan
industri
P323 R0 Elpnon asn RAB.02.05 peternakan
Industri
PENINGKATAN JUMLAH RAB.02 Ekonomi dan
3 P33 P.3.3.1 TERNAK YANG SEHAT industri RAB.02.05 peternakan




TABEL 3

RAB .02 Ekonomi dan

melalui Rehabilitasi dan
Reorientasi Koperasi Aktif
dan berdaya saing

Industri

P.3.3.2 —— RAB.02.05 peternakan
PENINGKATAN
PERTUMBUHAN UNIT g
4 P34 P.3.4.1 USAHA PANGAN ASAL :?::S:t’; Ekonoml dan RAB.02.05 peternakan
TERNAK YANG MEMENUHI
STANDAR
P.3.4.2 RAB'O? Ekanen gan RAB.02.05 peternakan
Industri
1 2 3 4 5 6
P4 DINAS KOPERASI TENAGA
) KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pengembangan kelembagaan
dan peningkatan sumber
1 P41 P.411 daya manusia koperasi RAB.02 Ekonomi dan RAB.02.09 koperasi




TABEL 3

RAB.02 Ekonomi dan

Industri

P.4.1.2 - RAB.02.09 koperasi
RAB.02 Ekonomi dan RAB.02.10 usaha kecil
P.4.1.3 )
Industri dan menengah
1 2 3 4 5 6
Menumbuhkembangkan UKM
dan Peningkatan Sumber
5 P42 P42 Daya Manusia melalui RAB.02 Ekonomi dan RAB.02.10 usaha kecil
o B Pemberdayaan Usaha Kecil |Indusiri dan menengah
menengah yang berdaya
saing
RAB.02 Ekonomi dan RAB.02.10 usaha kecil
P.4.22 .
Industri dan menengah
P423 RAB.02 Ekonomi dan RAB.02.10 usaha kecil

dan menengah




TABEL 3

Peningkatan kompetensi dan
daya saing tenaga kefja
melalui pengembangan
ketrampilan, pelatihan kerja, -
e RAB.06 Pendidikan dan RAB.06.02
3 P.4.3 P.4.3.1 produktivitas dan . ;
Tenaga Kerja ketenagakerjaan
penempatan pertuasan
kesempatan kerja serta
peningkatan jaminan
perlindungan tenaga kerja
RAB.06 Pendidikan dan RAB.06.02
P.4.3.2 : i
Tenaga Kerja ketenagakerjaan
RAB.06 Pendidikan dan RAB.06.02
P.4.3.3 - g
Tenaga Kerja ketenagakerjaan
1 2 3 4 5 6
Pengembangan program
Transmigrasi yang
menunjang pemherdayaan RAB.03 Pembangunan RAB.03.02
4 P.4.4 P.4.4.1 ; : . ’
masyarakat demi Kewilayahan transmigrasi
mewujudkan kemandirian
ekonomi masyarakat




TABEL 3

Sumber Daya Alam

RAB.03 Pembangunan RAB.03.02
P.44.2 ; ) .
Kewilayahan transmigrasi
RAB.03 Pembangunan RAB.03.02
P443 ) . :
Kewilayahan transmigrasi
1 2 3 4 5 6
p.5 Dinas Kelautan dan
) Perikanan
Pengelolaan Ruang Laut dan {RAB.O7 Lingkungan dan
1 P.5.1 Colild Perikanan Budidaya Sumber Daya Alam RABIT i KalawiaD
P.5.1.2 RAB.07 Lingkungan dan | pag 7 04 kelautan

Nk




TABEL 3
RAB.07 Lingkungan dan
P.5.1.3 Sumber Daya Alam RAB.07.04 kelautan
1 2 3 4 5 6
2 P.5.2 P.5.2.1 Perikanan Tangkap AR EROnote £on RAB.02.06 perikanan
Industri
RAB.02 Ekonomi dan .
P.5.2,2 Industri RARB.G2.06 perikanan
P.5.2.3 reks. 0 ERoniaml gan RAB.02.06 perikanan

Industri

A

10




TABEL 3

3 P53 P 5.3 1 Pengawasan sumber daya RAB.O? Ekonomi dan RAB.02.06 perikanan
kelautan dan Perikanan Industri
P.5.3.2 RAZ0R Eimnaml dan RAB.02.06 perikanan
Industri
P.533 RAB.02 Ekonomi dan RAB.02.06 perikanan
Industri
1 2 3 4 5 6
Pengolahan dan pemasaran .
4 P.54 P.5.4.1 produk kelattan dan mss?r? Ekcaion] Sy RAB.02.06 perikanan
perikanan
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TABEL 3

RAB.02 Ekonomi dan

P.54.2 Industs RAB.02.06 perikanan
RAB.02 Ekonomi dan .
P.54.3 industri RAB.02.06 perikanan
Konservasi Perairan, ;
5 P55 P.5.5.1 Pengelolaan Pesisir dan RAB.07 Lingkungandan 1o ap 7 64 kelautan
, Sumber Daya Alam
Pulau Pulau Kecil
RAB.07 Lingkungan dan
P.55.2 Sumber Daya Alam RAB.07.04 kelautan
RAB.07 Lingkungan dan
P.553 Sumber Daya Alam RAB.07.04 kelautan
1 2 3 4 5 6
PG Dinas Pariwisata dan
: Ekonomi Kreatif
A
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TABEL 3

RAB.02 Ekonomi dan

Ekonomi Kreatif

Industri

1 P.6.1 P.6.1.1 Pemasaran Pariwisata . RAB.02.11 pariwisata
Industri
P.6.1.2 RAELJE Ekdndml e RAB.02.11 pariwisata
Industri
P.6.1.3 RAB'O? Ekanen: san RAB.02.11 pariwisata
industri
1 2 3 4 5 6
2 P.6.2 P.6.2.1 Destinasi Pariwisata RAB'O? Ekonomi dan RAB.02.11 pariwisata
Industri
P62.2 RABAZ Exanomt dar RAB.02.11 pariwisata
Industri
P.6.2.3 Biaam Ekenaos S RAB.02.11 pariwisata
tndustri
3 P 6.3 P 6.3.1 Industri Pariwisata dan RAB.02 Ekonomi dan RAB.02.11 pariwisata
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TABEL 3

RAB.02 Ekonomi dan

P.6.3.2 A RAB.02.11 pariwisata
P6.3.3 FRA02 Exanom te RAB.02.11 pariwisata
Industri
4 P 6.4 P.6.4.1 Kelemba!gaan If’aﬁwisata dan RAB.0_2 Ekonomi dan RAB.02.11 pariwisata
Ekonomi Kreatif Industri
P6.4.2 FAR.Oc ERaht Cri RAB.02.11 pariwisata
Industri
P.6.4.3 FARL02 Ekonom dan RAB.02.11 pariwisata
Industri
1 2 3 4 5 6
p.7 Dinas Pekerjaan Umum dan
) Perumahan Rakyat
1 P71 P71 Bina Marga RAB_.OS Pembangunan RAB.03.01 peketjaan
Kewilayahan umum
14




TABEL 3

RAB.03 Pembangunan

RAB.03.01 peketjaan

Kewilayahan

PLtslR Kewilayahan urmum
RAB.03 Pembangunan RAB.03.01 pekerjaan
P.7.1.3 :
Kewilayahan umum
1 2 3 4 5 6
Pembangunan Sumber Daya |RAB.03 Pembangunan RAB.03.01 pekerjaan
2 Pl P.7.2.1 . LA :
air dan Irigasi Kewilayahan umum
RAB.03 Pembangunan RAB.03.01 pekerjaan
P.7.2,2 :
Kewilayahan umum
RAB.03 Pembangunan RAB.03.01 pekerjaan
P.7.2.3 :
Kewilayahan umum
Operasi Sumber daya air dan |RAB.03 Pembangunan RAB.03.01 pekerjaan
3 P.7.3 P.7.3.1 o .
irigasi Kewilayahan umum
P 739 RAB.03 Pembangunan RAB.03.01 pekerjaan

umum
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TABEL 3

Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan RAB.03.01 pekerjaan
P.7.3.3 ‘
Kewilayahan umum
1 2 3 4 5 6
Penataan ruang dan .
4 P.7.4 P.7.4.1 pengembangan infrastruktur RAB.'OS PamkEngurien RAB.CS.L1 pekeriaan
i Kewilayahan umum
wilayah
RAB.03 Pembangunan RAB.03.01 pekerjaan
P.7.4.2 )
Kewilayahan umum
RAB.03 Pembangunan RAB.03.01 pekerjaan
P.7.4.3 .
Kewilayahan umum
5 P75 P 751 Cipta Karya RAB_.03 Pembangunan RAB.03.01 pekerjaan
Kewilayahan umum
RAB.03 Pembangunan RAB.03.01 pekerjaan
P.75.2 :
Kewilayahan umum
P.75.3 RAB.03 Pembangunan RAB.03.01 pekerjaan

umum

7/
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TABEL 3

8 P.7.6 P.7.6.1 Perumahan dan Permukiman RAB.'OS PRmpEnguhan RAB.03.04 perumahan
Kewilayahan
P.7.6.2 RAB.'03 FEHnAninEn RAB.03.04 perumahan
Kewilayahan
P.7.6.3 RAB.0S Fembrngunan RAB.03.04 perumahan
Kewilayahan
1 2 3 4 5 6
P.8 Dinas Perhubungan
PENYELENGGARAAN LALU {RAB.03 Pembangunan )
1 P.8.1 P.8.1.1 LINTAS JALAN Kewilayahan RAB.03.03 transportasi
P 812 RAB.03 Pembangunan 1o 03 03 transportasi
Kewilayahan
17



TABEL 3

P.8.1.3 RAB.'OS Pembangunan RAB.03.03 transportasi

Kewilayahan

1 2 3 4 5 6

PENYELENGGARAAN RAB.03 Pembangunan :
2 P.8.2 P.8.2.1 ANGKUTAN JALAN Kewilayahan RAB.03.03 transportasi
P822 RAB.03 Pembangunan  loum g8 03 transportad!

Kewilayahan
P.8.2.3 RAB.03 Pembangunan  |paR 03,03 transportasi

Kewilayahan
P.8.2.4 RAB.03 Pembangunan  |pap 43,03 transportasi

Kewilayahan

e
7
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TABEL 3

ANGKUTAN PELAYARAN

Kewilayahan

PENGELOLAAN RAB.03 Pembangunan .
3 P83 P.8.3.1 PERKERETAAPIAN Keswilayahiar RAB.03.03 transportasi
P.8.3.2 RAB. (S Parmibanglnam RAB.03.03 transportasi
Kewilayahan
4 P.8.4 P.8.4.1 FENGELORARAN PAE. U Pembanganan RAB.03.03 transportasi

2
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TABEL 3

RAB.03 Pembangunan

P.8.4.2 . RAB.03.03 transportasi
Kewilayahan
PENGELOLAAAN RAB.03 Pembangunan y
5 P85 P.8.5.1 KEPELABUHANAN Kewilayahan RAB.03.03 transportasi
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TABEL 3

RAB.03 Pembangunan

Umum

P.8.52 Kewllayahan RAB.03.03 transportasi
1 2 3 4 5 6
P.9 DINAS KESEHATAN
PENYEDIAAN
DATA/DOKUMEN RAB.09 Pemerintahan . ;
1 P.S.1 P.9.1.1 KEPENDUDUKAN DAN 1 RAB.09.03 informasi
CATATAN SIPIL
2 P92 P 921 PENINGKATAN SDM RAB.09 Pemsrintahan RAB.09.06 aparatur
o A KESEHATAN Umum negara
RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
P.9.2.2
Umum negara
PO23 RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur

negara
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TABEL 3

PENINGKATAN RAB.04 Periindungan Sosial
3 P23 Fia.a.1 KESEHATAN MASYARAKAT |dan Kesehatan PABI0ATY kesanalan
P9.3.2 RAB.04 Perlindungan Sosial| » 04 51 kesehatan
dan Kesehatan
P9.3.3 RAB.04 Perlindungan Sosial RAB.04.01 kesehatan
dan Kesehatan
1 2 3 4 5 6
PENCEGAHAN DAN RAB.04 Perlindungan Sosial
4 P.9.4 Pa4A PENGENDALIAN PENYAKIT ldan Kesehatan BAR.04.0] kesebatas
P.0.4.2 RAB.04 Perlindungan Sosial |, 6 04 01 kesehatan
dan Kesehatan
PENINGKATAN RAB.04 Perindungan Sosial
3 P85 P.9.5.1 PELAYANAN KESEHATAN |dan Kesehatan FAB.04U1 kesapatat
/@ 22




TABEL 3

P95.2 RAB.04 Perlindungan Sosial RAB.04.01 kesehatan
dan Kesehatan
P9.5.3 RAB.04 Perlindungan Soslall o\ o r 01 Kesshatan
dan Kesehatan
1 2 3 4 5 — 1 6
P.10 DINAS SOSIAL
, P 10.1 P 10.1.1 Peri(undungan dan Jaminan |RAB.04 Perlindungan Sosial RAB.04.02 sosial
Sosial dan Kesehatan
P 10.1.2 RAB.04 Perlindungan Sosial RAB.04.02 sosial
dan Kesehatan
2 P.10.2 P.10.2.1 Rehabilitasi Sosial RAE,04 Parlindungan Sealalle o iy g9 sesial
dan Kesehatan
3 P.10.3 P.10.3.1 Pemberdayaan Sosial RAR.L4 Periudungan Sesll RAB.04.02 sosial
dan Kesehatan

23




TABEL 3

P 10.3.2 RAB.04 Perlindungan Sosial RAB.04.02 sosial
dan Kesehatan
4 P.10.4 P.10.4.1 Penanganan Bencana RAB.04 Penindiingan Soslel RAB.04.02 sosial
dan Kesehatan
Penanganan Warga Negara . .
5 P.10.5 P.10.5.1 Migran Korban Tindak RAD.0% Porinalingen Sosll oo m o100 saual
dan Kesehatan
Kekerasan
6 P 10.6 P 10.6.1 Pengelolaan T_aman Malfarr.l RAB.04 Perlindungan Sosial RAB.04.02 sosial
Pahlawan Nasional Provinsi |dan Kesehatan
1 2 3 4 5 6
Dinas Pemberdayaan
P.11 Perempuan dan
Perlindungan Anak
; ._,|RAB.04.03
1 P11.1 P 1111 Kele_mbagaan Gender dan RAB.04 Perlindungan Sosial pemberdayaan
Kemitraan dan Kesehatan
perempuan
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TABEL 3

: . |RAB.04.03
P 11.1.2 RAB.04 Perlindungan Sosial semibandanaan
dan Kesehatan
perempuan
1 2 3 4 S 6
. . . . . |RAB.04.03
2 B 11.2 P 11.2.1 Peningkatan Kualitas Hidup |RAB.04 Perlindungan Sosial B —_—
Perempuan dan Keluarga dan Kesehatan
perempuan
; . IRAB.04.03
P11.2.2 RAB.04 Perlindungan Sosial perribardayssn
dan Kesehatan
perempuan
‘ ; . . |RAB.04.03
3 P 113 P 11.3.1 Perlindungan Hak RAB.04 Perlindungan Sosial perrberdayaan
Perempuan dan Kesehatan
perempuan
; . {RAB.04.03
P 11.3.9 RAB.04 Perlindungan Sosial pemberdayaan
dan Kesehatan
perempuan
; . |RAB.04.03
4 P 1.4 P 11.4.1 Perr:tenuhan hak dan RAB.04 Perlindungan Sosial pemberdayaan
perlindungan Khusus anak dan Kesehatan
perempuan
: . IRAB.04.03
P 11.4. RAB.04 Perlindungan Sosial pemberdayaan
dan Kesehatan
perempuan
A0
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TABEL 3

P.12 Biro Hukum
1 2 3 4 5 6
Peraturan Perundang- RAB.05 Ketertiban Umum RAB
1 Filedd P.12.1.1 undangan Provinsi dan Keselamatan 05.01 hukum
P.12.1.2 RAB.05 Ketertiban Umum 1o g 95 04 hukum
dan Keselamatan
P.12.1.3 RAB.O5 Ketertiban Umum 1o, 5 65 64 hukum
dan Keselamatan
Pembinaan dan Pengawasan .
2 P.12.2 P.12.2.1 Produk Hukum RAB.05 Ketarliban Umumt. o466k 64 huskum
dan Keselamatan
Kabupaten/Kota
3 P.12.3 P.12.3.1 Bantuan Hukum RAB.05 Ketertiban Umum 1\ 65 61 hukum
dan Keselamatan

14
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TABEL 3

Tenaga Kerja

RAB.05 Ketertiban Umum |RAB.05.03 hak asasi
P.12.3.2 )
dan Keselamatan manusia
RAB.05 Ketertiban Umum |RAB.05.03 hak asasi
P.12.3.3 )
dan Keselamatan manusia
P 123.4 RAB.05 Ketertiban Umum RAB.05.01 hukum
dan Keselamatan
1 2 3 4 5 6
P13 Dinas Pendidikan dan
) Kebudayaan
PENYEDIAAN / -
1 P.13.1 P.13.1.1 PENINGKATAN SARANA .'?:r'zog EZ?g’d'ka" dan o AB.06.01 pendidikan
DAN PRASARANA ga et}
P.13.1.2 RAB.06 Pendidikan dan g A 66,01 pendidikan
Tenaga Kerja
P.13.1.3 RAB.06 Pendidikan dan | ag 06,01 pendidikan

)b
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TABEL 3

RAB.06 Pendidikan dan

Tenaga Kerja

P.13.1.4 Tenaga Keria RAB.06.01 pendidikan
1 2 3 4 5 6
PEMBINAAN PENDIDIK DAN|RAB.06 Pendidikan dan .
2 P.13.2 P.13.2.1 TENAGA KEPENDIDIKAN | Tonaga Korie RAB.06.01 pendidikan
P.13.2.2 RAB.0G Pendidikan dan  {p,g o 04 pendidikan
Tenaga Kerja
P.13.2.3 RAB.06 Pendidikandan o AR 06,01 pendidikan
Tenaga Kerja
P.13.2.4 RAB.06 Pendidikandan a0 05 0 pendidikan
Tenaga Kerja
P.13.2.5 RAB.06 Pendidikandan  pp 05,01 pendidikan
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TABEL 3

RARB.06 Pendidikan dan

Tenaga Kerja

3 P.13.3 P.13.3.1 PEMBINAAN KESISWAAN : RAB.06.01 pendidikan
Tenaga Kerja
P.13.3.2 RAB.06 Pendidikan dan 1A 06.01 pendidikan
Tenaga Kerja
P.13.3.3 RAELOG Pendidikandan  |oae na 01 pandidiken
Tenaga Kerja
P.13.3.4 RAB.06 Penddikan dan 1o 5 06 01 pendidikan
Tenaga Kerja
P.13.3.5 RAB.06 Pendidikan dan | B 06.01 pendidikan
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TABEL 3

Tenaga Kerja

4 P.13.4 P.13.4.1 ENGEMBANGAN KURIKULUJ YAB-06 Pendidikan dan | oy 46 01 pendidikan
Tenaga Kerja
P.13.4.2 RAB.06 Pendidikan dan 1o g 06 01 pendidikan
Tenaga Kerja
P.13.4.3 RAB.06 Pendidkendan o5 48 01 pendidikan
Tenaga Kerja
P.13.4.4 RAB.06 Pendidikan dan  1pan 06,01 pendidikan
Tenaga Kerja
P.13.4.5 RAB.06 Pendidkan dan  1oap 06,01 pendidikan
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TABEL 3

5 P.13.5 P.13.5.1 PEMAJUAN KEBUDAYAAN |RAB.08 Budaya dan agama AR JB.0F
kebudayaan
RAB.08.02
P.13.5.2 RAB.08 Budaya dan agama kebudayaan
P.135.3 RAB.08 Budaya dan agama A
kebudayaan
RAB.08.02
P.13.5.4 RAB.08 Budaya dan agama kebudayaan
RAB.08.02
P.13.5.5 RAB.08 Budaya dan agama kebudayaan
RAB.08.02
P.13.5.6 RAB.08 Budaya dan agama kebudayaan
P.13.5.7 RAB.08 Budaya dan agama RAB,08.02
kebudayaan
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TABEL 3

P.135.8 RAB.08 Budaya dan agama -08.02
kebudayaan
1 3 3 2
RAB.08.02
P 13.5.9 RAB.08 Budaya dan agama kebudayaan
RAB.08.02
P.13.5.10 RAB.08 Budaya dan agama kebudayaan
P.13.5.11 RAB.08 Budaya dan agama IR0z
kebudayaan
RAB.08.02
P.13.5.12 RAB.08 Budaya dan agama kebudayaan
RAB.08.02
P.13.5.13 RAB.08 Budaya dan agama kebudayaan
P.13.5.14 RAB.08 Budaya dan agama RAB.08.02
kebudayaan
RAB.08.02
P.13.5.15 RAB.08 Budaya dan agama kebudayaan

P
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TABEL 3

P.14 BIRO ORGANISASI
1 2 3 4 5 6
Penataan Kelembagaan RAB.09 Pemerintahan RAB.08.06 aparatur
1 P.14.1 P.14.1.1 .
Provinsi dan Kabupaten/ Kota jUmum negara
RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
P.14.1.2
Umum negara
RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
P.14.1.3
Umum negara
2 P 14.2 P 14.2.1 Anahsn§ Ja_batan dan Analisis |RAB.08 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
Beban Kerja Umum negara
RAB.08 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
P.14.2.2
Umum negara
3 P14.3 P.14.3.1 Pembinaan dan Pengendalian|RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
Ketalaksanaan Umum negara
//@ 33




TABEL 3

RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
P.14.3.2
Umum negara
RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
P.14.3.3
Umum negara
4 P.14.4 P.14.4.1 Pengembangan Budaya Kerja RAB.0% Femeriatanan RAB.08.00 sparaitr
Umum negara
RAB.0S Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
P.14.4.2
Umnum negara
RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
P.14.4.3
Umum negara
1 2 3 4 5 6
Penerapan Sistem .
5 P.14.5 P.14.5.1 Akuntabilitas Kinerja Instansi | \0-09 Pemerintahan iimamaials e
. Umum negara
Pemerintah
RAB.08 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
P.14.5.2
Umum negara
RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
P.14.5.3
Umum negara




TABEL 3

RAB.09 Pemerintahan

RAB.09.06 aparatur

P.1454
Umum negara
RAB.09 Pemerintahan RAB.038.06 aparatur
P.14.5.5
Umum negara
1 2 3 4 5 6
Peningkatan Kualitas '
6 P.14.6 P.14.6.1 Felayanan Publik (Pelayanan [ 0o Femerintshan  |RAB.09,06 aparatur
. Umum negara
Prima)
RAB.09 Pemerintahan RARB.09.06 aparatur
P.14.6.2
Umum negara
RAB.09 Pemerintahan RARB,09.06 aparatur
P.14.6.3
Umum negara
7 P14.7 P.14.7.1 Refemasl Biokeas) RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
Umum negara
RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
P.14.7.2
Umum negara
RAB.0S Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
P.14.7.3
Umum negara
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TABEL 3

P15 BADAN KEPEGAWAIAN
) DAERAH
1 2 3 4 5 6
PERENCANAAN, SISTEM 5
1 P.15.1 P.15.1.1 INFORMASI PEGAWAI DAN mﬁﬁg Pemerintahan RAB.09.03 informasi
PENDIDIKAN PEGAWAI
RAB.09 Pemerintahan RAB.09,06 aparatur
P.15.1.2
Umum negara
RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
P.16.1.3
Umum negara
2 P.15.2 P.15.2.1 PENGEMBANGAN PEGAWA|RAB-09 Pemerintahan - |RAB.09.06 aparatur
Umum negara
RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
P.15.2.2
Umum negara
RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
P.15.2.3
Umum negara
MUTASI DAN PENSIUN RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
? Peid il PEGAWAI Umum negara
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TABEL 3

Tenaga Kerja

RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
P.156.3.2
Umum negara
RARB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
P.15.3.3
Umum negara
4 P.15.4 P 15.4.1 DISIPLIN DAN KORPRI RAB.0S Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
Umum negara
RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
P.15.4.2
Umum negara
RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
P.15.4.3
Umum negara
1 2 3 4 5 6
P.16 DINAS KEPEMUDAAN DAN
] OLAHRAGA
1 P.16.1 P.16.1.1 PEMBERDAYAAN PEMUDA |RAB-06 Pendidikandan 1o s 5 66 04 pemuda
Tenaga Kerja
P16.1.2 RABDEPerdidieandal  loun oot pemuds

/[/C?e
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TABEL 3

RAB.08 Pendidikan dan

Tenaga Kerja

2 P.16.2 P.16.2.1 PENGEMBANGAN PEMUDA . RAB.06.04 pemuda
Tenaga Kerja
P.16.2.2 RAB.06 Pendidikan dan 1oz 66 04 pemuda
Tenaga Kerja
P.16.2.3 RAB.06 Pendidikandan |p g 06,04 pemuda
Tenaga Kerja
P 16.2.4 RAB.06 Pequdtkan dan RAB.06.04 pemuda
Tenaga Kerja
PEMBUDAYAAN RAB.06 Pendidikan dan
3 P.16.3 P.16.3.1 OLAHRAGA Tenaga Kerja RAB.06.04 pemuda
P.16.3.2 RAB.06 Pendidikandan | o og 66,04 pemuda
Tenaga Kerja
P 16.3.3 RAB.06 Pendidikan dan RAB.06.04 pemuda
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TABEL 3

PENINGKATAN PRESTASI

RAB.06 Pendidikan dan

4 P.16.4 P.16.4.1 OLAHRAGA Tenaga Kerja RAB.06.04 pemuda
P.16.4.2 RAB.06 Pendidikan dan | s 06 04 pemuda
Tenaga Kerja
1 2 3 4 5 6
P17 SATUAN POLISI PAMONG
’ PRAJA
OPERASI DAN RAB.05 Ketertiban Umum
L Falpit P71 PENGENDALIAN dan Keselamatan RAB.05.02 keamanan

e
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TABEL 3

HUBUNGAN RAB.05 Ketertiban Urmum
2 P.17.2 P.17.2.1 KELEMBAGAAN dhaac IasalArmATEH RAB.05.02 keamanan
PENYELIDIKAN DAN RAB.05 Ketertiban Umum
3 P.17.3 P.17.3.1 PENYIDIKAN dan Keselamatan RAB.05.02 keamanan
PEMBINAAN, .
4 P.17.4 PA7.4.1 PENGAWASAN DAN d[ “an‘B'f:sgi‘::;gi" Umum o AR 05.02 keamanan
PENYULUHAN
BINA POTENS!, .
5 PA17.5 P.17.5.1 KEWASPADAAN DAN E}Bkoei;:ﬁ:;‘;“ Umum o AB.05.02 keamanan
MOBILISASI
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TABEL 3

PENANGGULANGAN RAB.0S Ketertiban Umum
6 P.17.6 P.17.6.1 KEBAKARAN Ak Kanalamatan RAB.05.02 keamanan
7 P.17.7 P 17.7.1 KESAMAPTAAN RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
Umum negara
8 P 178 P 17.8.1 PELATIHAN DASAR DAN RAR.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
Y T TEKNIS FUNGSIONAL Umum negara
1 2 3 4 5 8
P.18 BIRO UMUM
PELAYANAN KEUANGAN :
1 P.18.1 DAN ASET SEKRETARIAT | AB-09 Pemeriniahan —|gag 6 02 keuangan
DAERAH L

e
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TABEL 3

RAB.09 Pemerintahan

RAB.09.02 keuangan
Umum
1 2 3 4 5 6
P.19 DINAS KEARS!PAN DAN
’ PERPUSTAKAAN
1 P.19.1 P.19.1.1 PENGELOLAAN ARSIP RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
Umum negara
P.19.1.2 RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
B Umum negara
RAB.09 Pemerintahan RAB.02.06 aparatur
P.19.1.3
Umum negara
2 P.19.2 P.19.2.1 PEMBINAAN DAN RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
o T PENGAWASAN KEARSIPAN |Umum negara
RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
P.19.2.2
Umum negara
RAB.09 Pemerintahan RAB.08.06 aparatur
P.19.2.3
Umum negara
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TABEL 3

PENGEMBANGAN DAN RAB.08.02
3 P.19.3 P.19.3.1 PELESTARIAN BAHAN RAB.08 Budaya dan agama kebu.da 'aan
PUSTAKA g
RAB.08.02
P.19.3.2 RAB.08 Budaya dan agama kebudayaan
RAB.08.02
D 19.3.3 RAB.08 Budaya dan agama kebudayaan
LAYANAN DAN PEMBINAAN RAB.08.02
4 P.19.4 P.19.4.1 PERPUSTAKAAN RAB.08 Budaya dan agama kebudayaan
P.19.4.2 RAB.08 Budaya dan agama AR U2
kebudayaan
RAB.08.02
P 19.4.3 RAB.08 Budaya dan agama kebudayaan
1 2 3 4 = S
B DINAS KOMUNIKASI DAN
. INFORMATIKA
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TABEL 3

Peningkatan Kualitas Dan

RAB.09 Pemeriniahan

1 P.20.1 P.20.1.1 Kuantitas Pengelolaan RAB.09.04 komunikasi
; ; Umum
Informasi Publik
1 2 3 4 5 6
Peningkatan Kualitas Dan ;
2 P.20.2 P.20.2.1 Kuantitas Pengelolazn RAB.09 Pemarintahian RAB.09.03 informasi
o, ; Umum
Komunikasi Publik
P.20.2.2 RAB.09 Pemerintahan RAB.09.03 informasi
Umum
P.20.2.3 RAB.08 Pemerintahan RAB.09.03 informasi
Umum
P.20.2.4 RAB.09 Pemerintahan RAB.09.03 informasi
Umum




TABEL 3

Peningkatan Pemanfaatan

RAB.08 Pemerintahan

3 P.20.3 P.20.3.1 Informasi Dan Data Satitistik RAB.09.03 informasi
Umum
Sektoral
P.20.3.2 RAB.09 Pemerintahan RAB.09.03 informasi
Umum
P.20.3.3 RAB.09 Pemerintahan RAB.09.03 informasi
Umum
4 P 20.4 P 20.4.1 Pengslolaan Layanan E - RAB.0S Pemerintahan RAB.09.03 informasi
Government Umum
P.20.4.2 RAE.CO Pomenatahan RAB.09.03 informasi
Umum
P.20.4.3 RAB.09 Pemerintahan RAB.09.03 informasi
Umum
/f/G 45




e

TABEL 3
P.20.4.4 RAB.09 Pemerintahan RAB.09.03 informasi
Umum
1 2 3 4 5 6
| P.204.5 RAB.09 Pemerintahan RAB.09.03 informasi
Umum
P.20.4.6 RAB.09 Pemerintahan RAB.09.03 informasi
Umum
P.20.4.7 RAB.09 Pemerintahan RAB.09.03 informasi
Umum
P.20.48 RAB.09 Pemerintahan RAB.09.03 informasi
Umum
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TABEL 3

Peningkatan Penyediaan

RAB.09 Pemerintahan

Umum

5 P.20.5 P.20.5.1 Jaringan Infrastruktur TIK RAB.09.03 informasi
\ . Umum
Terintegrasi
P.20.5.2 RAB.09 Pemerintahan RAB.09.03 informasi
Umum
P.20.5.3 RAB.03 Pemerintahan RAB.09.03 informas
Umum
P.20.5.4 RAB.09 Pemerintahan RAB.09.03 informasi
Umum
P.20.5.5 RAB.08 Pemerintahan RAB.09.03 informasi
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TABEL 3

Luar Negeri

P.20.5.6 RAB.0S Pemerintahan | AB 09,03 informasi
Umum
P.20.5.7 RAB.09 Pemerintahan |2 B 09.03 informasi
Umum
6 P 20.6 P 20.6.1 Pemngka-ltan Keamanan RAB.0O1 Pe_rtahanan dan RAB.01.01 pertahanan
Informasi Luar Negeri
P.20.6.2 RAB.01 Pertahanandan 1o a5 01,01 pertahanan
Luar Negeri
P.20.6.3 RABDT Pertahamai 880 oo g0 o sartaiarian
Luar Negeri
P.20.6.4 RAB.01 Pertahanan dan |, 01 01 pertahanan
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TABEL 3

Umum

Meningkatnya
7 P 20.7 P.20.7 1 Penye[‘enggaraan Sis{em RAB.08 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
Pemerintahan Berbasis Umum negara
Elektronik
P.20.7.2 RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
Umum negara
1 2 3 4 5 6
P.21 BIRO PEMERINTAHAN
y P 21 1 P 2111 PEMERINTAHAN DAN RAB.09 Pemerintahan RAB.09.01 datam
o T OTONOMI DAERAH Umum negeri
RAB.08 Pemerintahan RAB.09.01 dalam
P.21.1.2 .
Umum negeri
P 2113 RAB.0S Pemerintahan RAB.09.01 dalam

negseri
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TABEL 3

> P.21.2 P.21.21 KERJA SAMA RAB.09 Pemerintahan RAB.(_)Q.O'I dalam
Umum negeri
P.2122 RAB.09 Pemerintahan RAB.99.01 dalam
Umum negeri
3 P.21.3 P.21.3.1 KESEJAHTERAAN RAKYAT RAB.09 Pemerintahan RAB.99.01 dalam
Umum negert
P.21.3.2 RAB.08 Pemerintahan RAB.(?Q.O‘] dalam
Umum negeri
P.21.3.3 RAB.09 Pemerintahan RAB.{_JQ.M dalam
Umum negeri
1 2 3 4 5 6
P.22 DINAS PEMBERDAYAAN
) MASYARAKAT DAN DESA

/(/Ca
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TABEL 3

P.22.1

P.22.1.1

KELEMBAGAAN DAN
PENGEMBANGAN

RAB.03 Pembangunan

RAB.03.05
pembangunan

PARTISIPASI MASYARAKAT Kewilayahan kanasan atau daerah
tertinggal
RAB.03.05
RAB.03 Pembangunan pembangunan
P.22.1.2 :
Kewilayahan kawasan atau daerah
tertinggal
RAB.03.05
RAB.03 Pembangunan pembangunan
P.22.1.3 .
Kewilayahan kawasan atau daerah
tertinggal
RAB.03.05
RAB.03 Pembangunan pembangunan
P.221.4 :
Kewilayahan kawasan atau daerah
tertinggal
RAB.03.05
P2215 RAB.03 Pembangunan pembangunan

Kewilayahan

kawasan atau daerah
tertinggal

/yé
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TABEL 3

RAB.03.05
2 P25 P22 2 1 BIDANG PENGEMBANGAN |RAB.03 Pembangunan pembangunan
T . POTENSI DESA Kewilayahan kawasan atau daerah
tertinggal
RAB.03.05
P 9229 RAB.03 Pembangunan pembangunan
N Kewilayahan kawasan atau daerah
tertinggal
RAB.03.05
RAB.03 Pembangunan pembangunan
P.22.2.3 5
Kewitayahan kawasan atau daerah
tertinggal
RAB.03.05
RAB.03 Pembangunan pembangunan
P.22.2.4 .
Kewilayahan kawasan atau daerah
tertinggal
RAB.03.05
P2225 RAB.03 Pembangunan pembangunan
N Kewilayahan kawasan atau daerah

tertinggal

e
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TABEL 3

RAB.03.05
3 P.22.3 P 2931 PEMBERDAYAAN USAHA |RAB.03 Pembangunan pembangunan
T R EKONOMI MASYARAKAT  {Kewilayahan kawasan atau daerah
tertinggal
RAB.03.05
RAB.03 Pembangunan pembangunar
P.22.3.2 .
Kewilayahan kawasan atau daerah
tertinggal
RAB.03.05
RAB.03 Pembangunan pembangunan
| P.22.3.3 :
Kewilayahan kawasan atau daerah
tertinggal
RAB.03.05
RAB.03 Pembangunan pembangunan
P.22.3.4 )
| Kewilayahan kawasan atau daerah
i - tertinggal
i
! RAB.03.05
| BINA PEMERINTAHAN RAB.03 Pembangunan pembangunan
| . Figais P4 DESA Kewilayahan kawasan atau daerah
i tertinggal
RAB.03.05
RAB.03 Pembangunan pembangunan
! P.22.4.2 :
; Kewilayahan kawasan atau daerah
| tertinggal
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TABEL 3

RAB.03.05
RAB.03 Pembangunan pembangunan
P.224.3 .
Kewilayahan kawasan atau daerah
tertinggal
RAB.03.05
P.22.44 RAB.03 Pembangunan pembangunan
R Kewitayahan kawasan atau daerah
tertinggal
RAB.03.05
P2245 RAB.03 Pembangunan pembangunan
T Kewitayahan kawasan atau daerah
tertingoal
1 2 3 4 5 6
p 23 BADAN PENGHUBUNG
) DAERAH
HUBUNGAN ANTAR RAB.09 Pemerintahan RAB.09.01 dalam
1 P 023,14 LEMBAGA Umum nageri
RAB.09 Pemerintahan RAB.09.01 dalam
P.23.1.2 Ui negeri
P23.13 RAB.09 Pemerintahan RAB.(?Q.O‘I dalam
Umum negeri
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TABEL 3

PEMBINAAN MASYARAKAT

RAB.08 Pemerintahan

RAB.09.01 dalam

Umum

° h2s2 e DAN KEHUMASAN Umum negefi
P.232.92 RAB.09 Pemerintahan RAB,99,01 dalam

Umum negeri
P 2323 RAB.09 Pemerintahan RAB.QQ.O‘[ dalam

Umum negeri
PROMOS| DAN RAB.09 Pemerintahan RAB.09.01 dalam

° P25 F-23.3.1 KERJASAMA INVESTAS!  |Umum negeri
pP.233.2 RAB.09 Pemerintahan RAB.99.01 dalam

Umum negeri
P.2313.3 RAB.09 Pemerintahan RAB.08.01 dalam

negeri
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TABEL 3

DINAS PENANAMAN MODAL
P.24 DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
1 2 3 4 5 6
PENGEMBANGAN IKLIM  |RAB.02 Ekonomi dan . .
1 P.24.1 P.24.1.1 eiiirhiviten bt RAB.02.08 investasi
P.24.1.2 RAB.02 Ekonomi dan RAB.02.08 investasi
Industri
PROMOSI PENANAMAN  {RAB.02 Ekonomi dan . .
2 P.24.2 P.24.2.1 MODAL Industri RAB.02.08 investasi
P.24.2.2 RAB.OZ Exanorl dan RAB.02.08 investasi
Industri
3 P.24.3 P.24.3.1 PELAYANAN TERPADU miﬁ Ekonomi dan RAB.02.08 investasi
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TABEL 3

RAB.02 Ekonomi dan

Umum

P.24.3.2 ) RAB.02.08 investasi
industri
4 P.24.4 P.24.4.1 PENGENDALIAN mi?ﬁz Ekanom: da RAB.02.08 investasi
P.24.42 L N RAB.02.08 investasi
Industri
1 2 3 4 5 ]
BIRO PEREKONOCMIAN DAN
P.25 ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
i . RAB.09.05
1 P 5.1 P 25.1.1 Pelaksar}aan Kebljakar) RAB.09 Pemerintahan perencanaan
Ekonomi Makro dan Mikro Umum 3
pembangunan nasional
, RAB.09.05
P 25.1.2 RAB.09 Pemerintahan perencanaan

pembangunan nasional
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TABEL 3

Sumber Daya Alam

. RAB.09.05
P.251.3 Rk, 08 Femerintahan perencanaan
Umum "
pembangunan nasional
) RAB.09.05
P.25.1.4 52?"29 Pamgnmtansn perencanaan
pembangunan nasicnal
Pelaksanaan Kebijakan .
2 P.25.2 P.25.2.1 koordinasi Sumber Daya | \0.07 Lingkungandan 1o, b 07 59 energi
Sumber Daya Alam
Alam
RAB.07 Lingkungan dan .
P.25.2.2 Sumber Daya Alam RAB.07.02 energi
RAB.07 Lingkungan dan .
P.25.2.3 Surfiber Daya Alam RAB.07.02 energi
P.25.2.4 RABDO7 Lingkunganden  |oup 000 ariss
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TABEL 3

RAB.07 Lingkungan dan

Industri

P.252.5 Sumber Daya Alam RAB.07.02 energi
RAB.07 Lingkungan dan .
P.25.2.6 Sumber Daya Alam RAB.07.02 energi
3 P.25.3 P 9531 Pelaksanaan kebijakan dan |RAB.02 Ekonomi dan RAB.02.07 badan
o R koordinasi BUMD/BLUD Industri usaha milik negara
RAB.02 Ekonomi dan RAB.02.07 badan
P.25.3.2 : e
industri usaha milik negara
RAB.02 Ekonomi dan RAB.02.07 badan
P.256.3.3 ; s
Industri usaha milik negara
P 25.3 .4 RAB.02 Ekonomi dan RAB.02.07 badan

usaha milik negara
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TABEL 3

Pelaksanaan kebijakan

RAB.09 Pemerintahan

RAB.09.01 dalam

4 P.25.4 P.25.4.1 pengendalian administrasi e P
pembangunan 9
P 95 4.2 RAB.08 Pemerintahan RAB.QQ.O‘I dalam
Umum negeri
P 2543 RAB.09 Pemerintahan RAB.99‘01 dalam
Umum negeri
1 2 3 4 5 6
P.26 BADAN KESATUAN BANGSA
i DAN POLITIK
IDEOLOGI, WAWASAN .
1 P.26.1 P.26.1.1 KEBANGSAAN DAN Eg]skfsgzﬁ:gi" Umim o n e 05,02 kesrrianan
KARAKTER BANGSA
P.26.1.2 RAB.05 Kelertiban Ummum RAB.05.02 keamanan
dan Keselamatan
b
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TABEL 3

P.26.2

P.26.2.1

POLITIK DALAM NEGERI
MELIPUT! PENDIDIKAN
POLITIK DAN
PENINGKATAN
DEMOKRASI| SERTA
FASILITASI KELEMBAGAAN
PEMERINTAHAN,
PERWAKILAN DAN PARTAI
POLITIK

RAB.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAB.05.02 keamanan

P.26.2.2

RAB.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAB.05.02 keamanan

P.26.3

P.26.31

KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, BUDAYA, AGAMA,
DAN ORGANISASH
KEMASYARAKATAN
MELIPUTI KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL,
BUDAYA DAN AGAMA
SERTA ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

RAB.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAB.05.02 keamanan

P.26.3.2

RAB.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAB.05.02 keamanan
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TABEL 3

KEWASPADAAN NASIONAL
DAN PENANGANAN
KONFLIK MELIPUT! .
4 P.26.4 P.26.4.1 KEWASPADAAN DINi DAN 5::18{(155:::2;22” Umum o AB.05.02 keamanan
KERJASAMA INTELIJEN
SERTA PENANGANAN
KONFLIK
P.26.4.2 RAB.O Ketertiban UmUm om0 basmaran
dan Keselamatan
7 2 3 4 5 6
b5 BADAN PENANGGULANGAN
- BENCANA DAERAH
PENCEGAHAN DAN RAB.05 Ketertiban Umum
1 P.27.1 P27.11 KESIAPSIAGAAN dan Keselamatan RAB.05.02 keamanan
P27.1.2 RAB.05 Ketertiban Umum 10,5 4z 65 (camenan
dan Keselamatan
KEDARURATAN DAN RAB.05 Ketertiban Umum
2 P.27.2 p27.21 LOGISTIK O RAB.05.02 keamanan
P.27.2.2 RAB.OS Kelertiban Umum 1000 65 05 keamanan
dan Keselamatan
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TABEL 3

REHABILITASI DAN RAB.05 Ketertiban Umum
3 P.27.3 P.27.3.1 REKONSTRUKSI e Wesalaratsn RAB.05.02 keamanan
P.27.3.2 RAB.05 Ketertiban Umum 1o 55 65 02 keamanan
dan Keselamatan
1 2 3 4 5 6
P.28 BADAN PENGEMBANGAN
) SUMBER DAYA DAERAH
KOMPETENSI MANAJERAL, .
1 P.28.1 P.28.1.1 PEMERINTAHAN DAN miﬁg Femeriptahan ITAB&';Q'OG ApamRT
SOSIAL °9
P g8 1.9 RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
Umum negara
RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
P.28.1.3
Umum negara
5 P.28.2 P 28.2 1 KOMPETENSI TEKNIS DAN |RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
e R FUNGSIONAL Umum negara
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TABEL 3

P.28.2.2 RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur

Umum negara
P28.2.3 RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur

Umum negara
SERTIFIKASI DAN RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur

’ e o KELEMBAGAAN Umum negara
P.283.2 RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur

Umum negara
P.28.3.3 RAB.09 Pemerintahan RAB.02.06 aparatur

Umum negara

P.29 BADAN KEUANGAN DAERAH




TABEL 3

PERENCANAAN DAN

PENYUSUNAN APBD SKPD,

SKPKD Dt BIDANG

RAB.08 Pemerintahan

1 P.29.1 P.29.11 PEMERINTAHAN, Ui RAB.09.02 keuangan
PEREKONOMIAN, DAN
PEMBANGUNAN
P.29.1.2 RAELIN Ferelinianen RAB.09.02 keuangan
Umum
P.29.1.3 RAL:03 Pemennizhan RAB.09.02 keuangan
Umum
PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN RAB.09 Pemerintahan
2 P.29.2 P.29.2.1 EVALUAS| KEGIATAN Umum RAB.09.02 keuangan
PERBENDAHARAAN
P.29.2.2 PARLDY Fermerinianan RAB.09.02 keuangan
Umum
P.29.2.3 R0 Pamenianan RAB.09.02 keuangan
Umum
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TABEL 3

AKUNTANSI DAN RAB.09 Pemerintahan
3 P.29.3 P.29.3.1 PELAPORAN - RAB.09.02 keuangan
P.29.3.2 RAL,08 Femmarnidhan RAB.09.02 keuangan
Umum
P.29.3.3 RAE. 95 Femerintahan RAB.09.02 keuangan
Umum
PEMBINAAN KEUANGAN  IRAB.09 Pemerintahan RAB.09.01 dalam
1 FuliSid PR KABUPATEN/KOTA Umum negeri
P29.4.2 RAB.09 Pemerintahan RAB.99.01 dalam
Umum negeri
P.29.4.3 RAB.09 Pemerintahan RAB.(.}9.01 dalam
Umum negeri
1 2 3 4 5 6
P.30 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5 DAN KEHUTANAN
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TABEL 3

PENATAAN DAN
PEMANFATAN TATA
LINGKUNGAN DAN

RAB.07 Lingkungan dan

1 P.30.1 P.30.1.1 KEHUTANAN, PENGKAJIAN Sumber Dava Alam RAB.07.03 kehutanan
DAMPAK LINGKUNGAN, y
PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN HUTAN
P.30.1.2 RAB.07 Lingkungan dan 1o g 07 03 kehutanan
Sumber Daya Alam
P.30.1.3 RAB.07 Lingkungan dan  (pap o7 3 kehutanan
Sumber Daya Alam
PENGENDALIAN DAN RAB.07 Lingkungan dan
2 P.30.2 P.30.2.1 PERLINDUNGAN Sumber Daya Alam RAB.07.03 kehutanan
P.30.2.2 RAB.O7 Lingkungandan |0, p 67 03 kehutanan
Sumber Daya Alam
P.30.2.3 RAB.O7 Lingkungandan | g 07 03 kehutanan
Sumber Daya Alam
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TABEL 3

3 P.30.3 P 30.3.1 PEMBINAAN RAB.07 Lingkungan dan R_AB.OT.OS lingkungan
Sumber Daya Alam hidup
P 30.3.2 RAB.07 Lingkungan dan RAB.07.05 lingkungan
T Sumber Daya Alam hidup
P 30.3.3 RAB.07 Lingkungan dan RAB.07.05 lingkungan
A Sumber Daya Alam hidup
PENINGKATAN KAPASITAS
PENGELOLAAN RAB.07 Lingkungan dan
4 P.30.4 P.30.4.1 LINGKUNGAN DAN Sunber Daya Alam RAB.07.03 kehutanan
KEHUTANAN SOSIAL
RAB.0Q7 Lingkungan dan
P.30.4.2 Sumber Daya Alam RAB.07.03 kehutanan
P.30.4.3 RAB.07 Lingkungan dan |pap 67 63 kehutanan
Sumber Daya Alam
1 2 3 4 5 6
P.31 INSPEKTORAT DAERAH
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TABEL 3

B
_;;3-,_ '!‘1
N 4
A
il PEMBINAAN DAN
b S PENGAWASAN TERHADAP
s PELAKSANAAN URUSAN ,
. P31l | : P.31.1.1 PEMERINTAHAN 5’”‘309 Pemerintahan RAB,09.01 dalam
; DAERAH DI PERANGKAT |-mum fegolt
DAERAH PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA
RAB.09 Pemerintahan RAB.09.01 dalam
P.31.1.2 :
Umum negqeri
RAB.0S Pemerintahan RAB.09.01 dalam
P.31.1.3 :
Umum negeri
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TABEL 3

RAB.09 Pemerintahan

RAB.09.01 dalam

P.31.1.4 .

Umum negeri

RAB.09 Pemerintahan RAB.09.01 dalam
P.31.1.5 ;

Umum negeri

RAB.09 Pemerintahan RAB.09.01 dalam
P.31.1.6 .

Umum negeri
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TABEL 3

RAB.09 Pemerintahan

RAB.09.01 dalam

P.31.1.7 _
Umum negeri
RAB.09 Pemerintahan RAB.08.01 dalam
P.31.1.8 .
Umum negeri
P3110 RAB.09 Pemerintahan RAB.09.01 dalam

Umum

negeri
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TABEL 3

P.31.1.10 RAB.08 Pemerintahan RAB.99.01 dalam
Umum negeri
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP
PENCEGAHAN TINDAK
2 P.31.2 P 31.2.1 PIDANA KORUPSI, RAB.0S Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
T T REFORMASI BIROKRASI, jUmum negara
DAN KASUS PENGADUAN
MASYARAKAT DI PROVINSI
DAN KABUPATEN/KOTA
P 3122 RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
T Umum negara

/[/%
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TABEL 3

RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
P.31.2.3

Umum negara

RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
P.31.24

Umum negara
P31.25 RAB.08 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur

Umum

negara
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TABEL 3

RAB.09 Pemerintahan

RAB.09.06 aparatur

P.31.2.6

Umum negara

RAB.0S Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
P.31.2.7

Umum negara

RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
P.31.2.8

Umum negara

RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
P.31.2.9

Umum negara
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TABEL 3

P31.2.10 RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
Umum negara
RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
P.31.2.11
Umum negara
P31212 RAB.0S Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
Umum negara
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TABEL 3

P.31.2.18

RAB.09 Pemerintahan
Umum

RAB.09.06 aparatur
negara

P.32

BADAN PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH

P.32.1

P.32.1.1

FENDATAAN DAN
PENETAPAN, PEMBUKUAN
DAN PENAGIHAN SERTA
LAYANAN DAN
KEBERATAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR
(PKB), BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR
(BBNKB) DAN PAJAK

BAHAN BAKAR
KENDARAAN RERMATOR

RAB.0S Pemerintahan
Umum

RAB.09.02 keuangan

P.32.1.2

RAB.08 Pemerintahan
Umum

RAB.09.02 keuangan
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TABEL 3

RAB.09 Pemerintahan

P.32.1.3 Uit RAB.09.02 keuangan
PENGELGCLAAN
PUNGUTAN RETRIBUSI
DAERAH, HASIL
PENGELOLAAN KEKAYAAN
YANG DIPISAHKAN, LAIN-
LAIN PENDAPATAN YANG ;
2 P.32.2 P.32.2.1 SAH, DANA PERIMBANGAN U' meu}:g Pemerintahan |p AR 09.02 keuangan
DAN LAIN-LAIN
PENDAPATAN YANG SAH
SESUAI UNTUK
PENINGKATAN
PENERIMAAN PENDATAN
ASLI DAERAH.
RAB.09 Pemarintahan
P.32.2.2 Ustitare RAB.09.02 keuangan
RAB.09 Pemerintahan
P.33.2.3 Umum RAB.09.02 keuangan
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TABEL 3

ANALISA KEBUTUHAN DAN
PENATAUSAHAAN ASET
MELIPUT! ANALISA
KEBUTUHAN DAN

RAB.09 Pemerintahan

Umum

3 P.32.3 P.32.3.1 PENGADAAN, T RAB.09.02 keuangan
PENATAUSAHAN SERTA
PENETAPAN STATUS DAN
PENII AIAN ASFT
P.32.3.2 RAGB03 Femenntian RAB.09.02 keuiangan
Umum
P.32.3.3 BAB.C3 Fembrimena RAB.09.02 keuangan
Umum
PENGELOLAAN ASET
DAERAH MELIPUTI .
4 P.32.4 P.32.4.1 PEMANFAATAN, Sf‘ni;gg FRmERana RAB.09.02 keuangan
PEMINDAHTANGANAN DAN
PENGAMANAN ASET
RAB.02 Pemerintahan RAB.09.02 keuangan
Umum
RAB.09 Pemerintahan RAB.09.02 keuangan
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TABEL 3

P.33 BADAN PENGELOLA
) PERBATASAN DAERAH
1 2 3 4 5 6
KOORDINASH
PERENCANAAN DAN
FASILITASI KERJA SAMA
RELIPUTEL RelOBLINAS RAB.03 Pembangunan E;\rrBlt.Jgigfnan
1 P.33.1 P.33.1.1 PERENCANAAN DAN Kewiiayahan kenyase dlag dasnah
FASILITASI KERJA SAMA wertingpal
PEMBANGUNAN BATAS
WILAYAH NEGARA DAN
KAWASAN PERBATASAN
RAB.03.05
P.33.1.2 RAB.03 Pembangunan pembangunan
A Kewilayahan kawasan atau daerah
tertinggal
KOORDINASI
PELAKSANAAN MELIPUTI
KOORDINASI
PEMBANGUNAN SERTA RAB.03.05
2 P 332 P 33.2 1 KOCRDINASI FASILITASI RAB.03 Pembangunan pembangunan
T T PENEGASAN, Kewilayahan kawasan atau daerah
PENGAMANAN DAN tertinggal
PEMELIHARAAN BATAS
WILAYAH NEGARA DAN
KAWASAN PERBATASAN
RAB.03.05
P 33272 RAB.03 Pembangunan pembangunan
A Kewilayahan kawasan atau daerah
tertinggal

79




TABEL 3

MONITORING DAN
EVALUASI WILAYAH

RAB.01 Periahanan dan

Umum

3 P.33.3 P.33.3.1 NEGARA DAN KAWASAN  |Luar Negeri RAB.01.01 pertahanan
PERBATASAN
P.33.3.2 RAB.01 Pertahanan dan 1,5 01 01 pertahanan
Luar Negeri
1 2 3 4 5 6
BADAN PERENCANAAN
. PEMBANGUNAN,
' PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
PERENCANAAN |,
; —_— o anq 1 PENGENDAIIAN DAN RAB.09 Pemerintahan R;Z}?;?:an
i S EVALUASI PEMBANGUNAN |Umum P i A
DAERAH pemba g na sion
. RAB.09.05
P 3412 RAB.09 Pemerintahan perencanaan

pembangunan nasional
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TABEL 3

Umum

i RAB.09.05
P 3413 RAB.09 Pemerintahan SBISAEETAGR
Umum ’
pembangunan nasional
: RAB.09.05
PEMERINTAHAN DAN RAB.09 Pemerintahan ’
£ Pedit Pt PEMBANGUNAN MANUSIA |Umum perencanaan
pembangunhan nasional
: RAB.C9.05
P.34.2.2 RARUS Famenniana perencanaan
Umum .
pembangunan nasiocnal
: RAB.09.05
P3423 RAB.0S Pemerintahan perencanaan
Urmum .
pembangunan nasional
RAB.09.05
PEREKONOMIAN DAN RAB.08 Pemerintahan
3 P.34.3 P.34.3.1 SUMBER DAYA ALAM Ve perencanaan '
pembangunan nasional
. RAB.09.05
P 34.3.2 RAB.09 Pemerintahan SererEanEE
Umum :
pembangunan nasional
. RAB.09.05
P 3433 RAB.09 Pemerintahan oeretcanaal

pembangunan nasional

81




TABEL 3

. RAB.09.05
INFRASTRUKTUR DAN RAB.09 Pemerintahan
4 P.34.4 P.34.4.1 KEWILAYAHAN L perencanaan .
pembangunan nasional
. RAB.09.05
P 34.4.9 RAB.08 Pemerintahan S
Umum ;
pembangunan nasional
. RAB.09.05
P.34.4.3 RAR.DH Femetintanan perencanaan
Umum .
pembangunan nasional
1 2 3 4 5 6
. RAB.09.05
PENELITIAN DAN RAB.08 Pemerintahan
5 P.34.5 P.34.5.1 PENGEMBANGAN ! bristares perencanaan '
pembangunan nasional
. RAB.09.05
P 34.5.2 RAB.09 Pemerintahan perencanaan
Umum ;
pembangunan nasional
. RAB.09.05
P 3453 RAB.09 Pemerintahan perencanaan
Umum

pembangunan nasional
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TABEL 3

P.35 BIRO PENGADAAN BARANG
) DAN JASA
1 2 3 4 5 6
PENGELOLAAN :
1 P.35.1 P.35.1.1 PENGADAAN BARANG DAN |RAB-09 Pemerintahan — [RAB.09.06 aparatur
Umum negara
JASA
RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
P.35.1.2
Umum negara
RAB.09 Pemerintahan RAB.08.06 aparatur
P.351.3
Umum negara
PENGELOLAAN LAYANAN i
2 P.35.2 P.35.2.1 PENGADAAN SECARA 32'3;29 Fameriatation s:sa.roag.os aparair
ELEKTRONIK =
P.35.22 RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
Umum negara
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TABEL 3

P.35.2.3 RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
Umum naegara
PEMBINAAN DAN .
3 P.353 P 35.3.1 ADVOKASI PENGADAAN SAB.OQ Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
BARANG DAN JASA mum negara
P.357372 RAB.08 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
Umum negara
P.35.3.3 RAB.09 Pemerintahan RAB.09.06 aparatur
Umum negara
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TABEL 3

RAB Level 3

RAB Level 4

ID Damain Proses

Nama Bisnis/Urusan

industri regional

dan Informasi industri

Bisnis
7 8 9 10
. RAB.02.01.01.01 Pembangunan
BAB'O.Z'M '.01 pembiRaan Sumber Daya Manusia Industri dan DAB-P-01.01 Pembangunan Sumber Daya Industri
industri regional
Sumber Daya Alam
; RAB.02.01.01.02 Pengembangan
BAB'O.Z'01ZO1 bambinean Teknologi Industri, Kreativitas dan DAB-P-01.02 Pembangunan Sumber Daya Industri
industri regional I :
novasi

.RA B'0.2'01'.01 Rembinean RAB.02.01.01.03 Pengawasan dan Pe|DAB-P-01.03 Pembangunan Sumber Daya Industri
industri regionat
RARME01.02 penumbul- Pengembangan Sarana Prasana dan
kembangan industri dalam  |RAB.02.01.02.01 Pembangunan IKM |DAB-P-01.04 g g :

. Pemberdayaan Industri
negeri
RAB.02.01.01 pembinaan RAB.02.02.01.01.04Pembangunan Pengembangan Sarana Prasana dan
. — DAB-P-01.05 .
industri regional IKM Pemberdayaan Industri
RAB.02.01.01 pembinaan RAB.02.01.01.05 Pengolahan Data DAB-P01.06 Pengembangan Sarana Prasana dan

Pemberdayaan Industri

Mo
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TABEL 3

produksi pertanian

Produksi Serealia

RAB.02.02.0_3 perdagangan |RAB.02.02.03.01 Pengemb_angan DAB-P-01.07 Pengembangan Perdagangan
dalam negeri Perdagangan Dalam Negeri
RAB.02.02.03 perdagangan [RAB.02.02.03.02 Penggunaan dan )
dalam negeri Pemasaran Produk Dalam Negeri CiE-FO08 Prngembangan Perdagangan
. RAB.02.02.04.01 Pengembangan
RAB.02.02.04 ekspor impor Perdagangan Luar Negeri DAB-P-01.09 Pengembangan Perdagangan
RAB.02.02.05 pemberdayaan |RAB.02.02.05.01 Pemberdayaan DAB-P-01.10 Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
konsumen Konsumen
. . |RAB.02.,02.06.01 Pengawasan
?;18'02'02'26 [_stan:lzzglsam Barang Beredar dan Jasa serta DAB-P-01.11 Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Rl Pendataan Pasar Tertib Ukur
7 8 9 10
RAB.02:03.02 peningkatan |RAB.02.03.02.01 Peningkatan DAB-P-01.01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

dan Hortikultura

.

a6




TABEL 3

RAB.02.03.02 peningkatan

RAB.02.03.02,02 Peningkatan

. . Produksi Kacang-Kacangan dan Umbi{ DAB-P-01.02
produksi pertanian .
Umbian
RAB.02.03.02 peningkatan |RAB.02.03.02.03 Peningkatan DAB-P-01.03
produksi pertanian Produksi Hortikultura ’
7 8 9 10
RAB.02.03.03 penyediaan :
sarana dan prasarana RAB.(_)2.03.03.01 Pengelolaan Lahan DAB-P-01.04 Pen:ng.katan Sarana dan Prasarana
. dan Air Pertanian
pertanian
RAB.02.03.03 penyediaan
sarana dan prasarana RAB_.0_2.03.0§.02 Pengelolaan Fupuk, DAB-P-01.05
. Pestisida, Alsintan
pertanian
RAB.02.03.03 penyediaan
sarana dan prasarana RAB'02'03'03'0.3 Pengoi_ahan “an DAB-P-01.06
. Pemasaran Hasil Pertanian
pertanian
RAB.02.03.04 ketahanan RAB_.02.(.)3.04.01 Ketersediaan dan DAB-P-01.07 ketahanan Pangan dan Penyuluhan
pangan Distribusi Pangan
-1RAB.02.03.04 ketahanan RAB.02.03.04.02 Konsumsi dan DAB-P-01.08
pangan keamanan Pangan
E;Bg';’f'%'“ ketahanan o aB 02.03.04.03 Penyuluhan DAB-P-01.09

Mo
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TABEL 3

RAB.02.04.02 pengelolaan

RAB.02.04.02.01 Peningkatan

Peningkatan Produksi Tanaman

ternak

Benih/Bibit Ternak dan Tanaman
Pakan Ternak serta Pakan

tanaman perkebunan Produksi Tanaman Tahunan Dag-F-an.i0 Perkebunan

RAB.02.04.02 pengelolaan |RAB.02.04.02.02 Peningkatan DAB-P-01.11

tanaman perkebunan Produksi Tanaman Semusim )

RAB.02.04.02 pengelolaan |RAB.02.04.02.03 Peningkatan DAB-P-01.12

tanaman perkebunan Produksi Tan. Rempah & Penyegar )

7 8 9 10

RAB.02.05.02.01 Peningkatan

RAB.02.05.02 benih dan bibit |Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit DAB-P-01.01 PENINGKATAN POPULASI

ternak Ternak dan Tanaman Pakan ) ’ PERTUMBUHAN TERNAK
Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan
RAB.02.05.02.02 Peningkatan

RAB : . .. |Pengendalian dan Pengawasan

020502 henil dan bioik Penyediaan dan Peredaran DAB-P-01.02

b
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TABEL 3

masyarakat veteriner

Hewan dan Zoonosis

. . .. |RAB.02.05.02.03 Peningkatan
tlzi\fégz.os.oz nenin canblill by, codiaan Berih/Bibt Termdk DAB-P-01.03
dan Hijauan Pakan Ternak
7 8 9 10
RAB.02.05.01 pembinaan RAB.02.05.01.01 Perencanaan PENINGKATAN PRESENTASE
eter'nal.<an. ; Fi)onal Pengembangan Prasarana, Kawasan DAB-P-01.04 PRASARANA TERNAK YANG
5 9 dan Komoditas Pertanian MEMENUHI STANDAR
. RAB.02.05.01.02 Peningkatan
R:;zrgazikgior; ?;:Z?maan Koordinasi, Sinkronisasi dan DAB-P-01.05
P g Penataan Prasarana Pendukung
RAB.02.05.01.03 Pembangunan,
RAB.02.05.01 pembinaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin DAB-P-01.06
peternakan regional Gedung UPTD Pertanian seita '
Sarana Pendukungnya
RAB.02.05.03 kesehatan | \0-02.05.03.01 Pengendalian PENINGKATAN JUMLAH TERNAK
e Resiko dan Penangguiangan Penyakit DAB-P-01.07

YANG SEHAT
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TABEL 3

RAB.02.05.05.01 Pengawasan atas

koperasi

perempuan berbasis kearifan lokal
yang berdaya saing

RAB.02.05.05 produksi penerapan persyaratan teknis untuk
DAB-P-01.08

pakan dan ternak pemasukan dan/atau pengeluaran

hewan dan produk hewan

RAB.02.05.01.04 Peningkatan

. Penerapan Persyaratan Teknis PENINGKATAN PERTUMBUHAN UNIT

RAAD-02.05.01 pombinaan ISertifikasi Zona/Kompartemen Bebas |  DAB-P-01.08  |USAHA PANGAN ASAL TERNAK YANG
Pe reg Penyakit dan Unit Usaha Produk MEMENUHI STANDAR

Hewan

RAB.02.05.01.05 Peningkatan
RAB.02.05.01 pembinaan Pembinaan Penerapan Persyaratan DAB-P-01.10
peternakan regional Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk )

Hewan

7 8 9 10

RAR02.00.01.01 Pangambangan

RAB.02.09.01 pembinaan kompetensi dan kualitas koperasi DAB-P.01.01 koperasi melsiii Rehabilitasixan

Reorientasi Koperasi Aktif dan berdaya
saing

M
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TABEL 3

RAB.02.09.03 pemberdayaan

RAB.02.09.03.01 Fasilitasi ljin Usaha
Simpan Pinjam melalui pendidikan

usaha kecil dan menengah

yang berdaya saing

dan pembiayaan koperasi dan pelatihan pemberdayaan SDM DAEFOLAR
Koperasi
RAB.02.10.02.01 Peningkatan
RAB.02.10.02 kelembagaan |kelembagaan Koperasi Aktif
. -l " DAB-P.01.02
usaha kecil dan menengah |berdigitalisasi melalui pengembangan
Usaha dan Peran SDM Koperasi
7 8 9 10
RAB.02.10.01.01 Peningkatan UMKM Menumbuhkembangkan UKM dan
RAB.02.10.01 pembinaan Perempuan Melalui Pelatihan DAB-P.01.03 Peningkatan Sumber Daya Manusia
usaha kecil dan menengah |Kewirausahaan Dan Peran SDM T melalui Pemberdayaan Usaha Kecil
Koperasi menengah yang berdaya saing
RAB.UZ.10.02.02 Pemberdayaan
g Usaha Kecil melalui Penguatan
RAB'02'19'01 pempinasn Kelembagaan & Koordinasi dengan DAB-P.01.04
usaha kecil dan menengah ; :
Pemangku Kepentingan di Kawasan
Pariwisata Esiate
: RAB.02.10.01.02 Pengembangan
RAB.02.10.01 pembinaan 1o ooionel & Kualitas PLUT-UMKM |  DAB-P.01.05
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TABEL 3

RAB.06.02.01 bidang

RAB.06.02.01.01 Peningkatan
kompetensi dan daya saing tenaga
kerja melalui pengembangan
ketrampilan, pelatihan kerja,

DAB-P.01.06

Peningkatan kompetensi dan daya saing
tenaga kerja melafui pengembangan
ketrampilan, pelatihan kerja, produktivitas

Permukiman Transmigrasi

ketenagakerjaan produktivitas dan penepatan, dan penempatan perluasan kesempatan
perluasan kesempatan kerja serta kerja serta peningkatan jaminan
peningkatan jaminan perlindungan perlindungan tenaga kerja
tenaga kerja
. RAB.06.02.01.02 Pengelolaan iklim
FABLG.02.01 bidang kerja yang kondusif melalui hubungan |  DAB-P.01.07
ketenagakerjaan - . .
industrial yang harmonis
RAB.05.02.03.01 Peningkatan
RAB.06.02.03 pembinaan intensitas dan kualitas pengawasan
keselamatan dan kesehatan |ketenagakerjaan keselamatan kerja DAB-P.01.08
kerja dan kesehatan kerja serta penegakan
hukum
7 8 9 10
Pengembangan program Transmigrasi
RAB.03.02.02 bidang transmid RAB.03.02.02 .01 Penyiapan DAB-P.01.09 yang menunjang pemberdayaan

masyarakat demi mewujudkan
kemandirian ekonomi masyarakat

p
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TABEL 3

RAB.03.02.02 .02 Penempatan

Pemindahan dan Sarpras DAB-P.01.09

RAB.03.02.02 bidang transmig

RAB.03.02.02 .03 Pembinaan Sosial
RAB.03.02.02 bidang transmigBudaya dan Ekonomi Masyarakat DAB-P.01.10
Transmigrasi dan sekitarnya

RAB.07.04.04.01 mengendalikan dan

BAB.07.08.08 slimber daya mengevaluasi kegiatan pengelolaan DAB-P.01.01

Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan

HelEuIED ruang laut dan perikanan budidaya Budjday
RAB.07.04.04.02 Merencanakan
EQHB{;?;M'M sumber daya operasional Pengelolaan Ruang Laut DAB-P.01.02

dan Perikanan Budidaya

Y’ .



TABEL 3

RAB.07.04.04 sumber daya

RAB.07.04.04.03 pengeloiaan ruang
laut dan perikanan budidaya

perikanan regional

operasional Perikanan Tangkap

kelautan berdasarkan ketentuan dan prosedur DAEEFLEN G5

yang berlaku
7 8 9 10

RAB.02.06.01.01 mengendalikan dan

RA!3.02.06.01. pembinaan mengevaluasi k.eglatan perikanan DAB-P .01.04 Pedkanat Tangkap

perikanan regional tangkap melalui pengelolaan
penangkapan ikan dan kenelayanan
RAB.02.06.01.02 pengendalian dan

RAB.02.06.01 pembinaan penangkapan ikan serta sarana dan

. . : ! DAB-P.01.05

perikanan regional prasarana perikanan tangkap sesuai
ketentuan dan prosedur

RAB.02.06.01 pembinaan RAB.02.06.01.03 Merencanakan DAB-P.01.06

M




TABEL 3

RAB.02.06.01 pembinaan

RAB.02.06.01.04 mengendalikan dan

Pengawasan sumber daya kelautan dan

perikanan regional

pengolahan hasil perikanan dan
pengembangan usaha

orikanan reqional mengevaluasi kegiatan pengawasan DAB-P.01.07 Pariksirias
P 9 sumber daya kelautan dan perikanan
g RAB.02.06.01.05 Merencanakan
R{:i.a()fégiir.gigs;lblnaan operasional Pengawasan sumber DAB-P.01.08
P g daya kelautan dan Perikanan
. RAB.02.06.01.06 penegakan hukum
R;i.::é?jar.?ig:anpbmaan perikanan dan kelautan sesuai DAB-P.01.08
p 9 ketentuan dan prosedur yang beriaku
7 8 9 10
RAB.02.06.01.07 mengendalikan dan
’ mengevaluasi kegiatan
RAB.02.06.01 pembinaan pangembangan usaha dan DAB-P.01.10 Pengolahan dan pemasaran produk

kelautan dan perikanan

/ﬁG
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TABEL 3

RAB.02.06.03.01 pengolahan dan

hasn.Oi_i(:g::npengelolaan pembinaan mutu produk kelautan dan DAB-P.01.11
P perikanan
RAR.02.06.04.01 pemasaran dan
promaosi investasi berdasarkan
RAR ketentuan dan prosedur yang berlaku
o .gfigimeﬂﬁ?nt;enrdayaan agar terwujudnya pengolahan dan DAB-P.01.12
y P pemasaran produk kelautan dan
perikanan untuk perluasan pangsa
pasar secara maksimal
RAB.07.04.02.01 Merencanakan dan
RAR melaksanakan kegiatan pengelolaan Konservasi Perairan, Pengelolaan Pesisir
07.04.02 tata ruang laut Konservasi Perairan, Pengelolaan Logh dan Pulau Puiau Kegil
Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
RAB.07.04.03 pemberdayaan |RAB.07.04.03.01 pemanfaatan DAB-P.01.14
masyarakat kelautan kawasan konservasi perairan o
RARB RAB.07.04.03.02 pengelolaan pesisir
el .ggﬁgiosegeur:at;erdayaan dan pulau-pulau kecil berdasarkan DAB-P.01.15
y ketentuan dan prosedur yang berlaku
7 8 9 10

e
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TABEL 3

RAB.02.11.02.01 Informasi

RAB.02.11.02 kepariwisataan .. DAB-P.01.01 Pemasaran Pariwisata
Pemasaran Pariwisata
RAB.02.11.02 kepariwisataan|RAB.02.11.02.02 Promosi Pariwisata |DAB-P.01.02
RAB.02.11.02 kepariwisataan RAB'92'1 100 ArASCEsHF DAB-P.01.03
Pariwisata
7 8 9 10
RAB.02.11.02 kepariwisataan|RAB.02.11.02.04 Sarana Prasarana |DAB-P.01.04 Destinasi Pariwisata
- RAB.02.11.02.05 Pengembangan
RAB.02.11.02 kepariwisataan Atraksi Wisata Alam DARB-P.01.05
. RAB.02.11.02.06 Pengembangan
RAB.02.11.02 kepariwisataan Wisata Budaya dan Buatan. DAB-P.01.06
RAB.02.11.02 kepariwisataan|RAB.02.11.02.07 Industri Pariwisata [DAB-P.01.07 Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Ne
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TABEL 3

RAB.02.11.02.08 Usaha Ekonomi

infrastruktur pekerjaan umum

dan teknis kegiatan bina marga

RAB.02.11.02 kepariwisataan . DAB-P.01.08
Kreatif

RAB.02.11.02 kepariwisataan| X \=-02-11.02.09 Jaringan DAB-P.01.09
Pemasaran.

RAB.02.11.02 kepariwisataan RAB.02.11.02.1 0 F’emberdayaan DAB-P.01.10 Kelerr_lbagaan Pariwisata dan Ekonomi
Masyarakat Pariwisata Kreatif

RAB.02.11.02 kepariwisataan| 02~ 11.02.11 Sumber Daya DAB-P.01.11
Manusia Ekonomi Kreatif

RAB.02.11.02 kepariwisataan J2.11 '02'1.2 F’emberdayaan DAB-P.01.12
Masyarakat Pariwisata

7 8 9 10

RAB.03.01.02.01 Merencanakan dan

RARDGE.01.IL pangelotan melaksanakan Perencanaan umum DAB-P.01.01 Bina Marga

N6
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TABEL 3

RAB.03.01.02 pengelolaan

RAB.03.01.02.02 Merencanakan dan

sumber daya air

pemakai air

A : melaksanakan kegiatan DAB-P.01.02
infrastruktur pekerjaan umum . .
pembangunan dan laboratorium teknik
RAB.03.01.02 pengslolaan |RAB.03.01.02.03 Pemeliharaan,
. . DAB-P.01.03
infrastruktur pekerjaan umum |Peralatan dan Perbengkelan
7 8 9 10
RAB.03.01.05.01 Merencanakan dan
RAB.03.01.05 pengelolaan |melaksanakan Perencanaan dan Pembangunan Sumber Daya air dan
: : DAB-P.01.04 -
sumber daya air pengendalian pembangunan sumber Irigasi
daya air dan irigast
RAB.03.01.05 pengelolaan |RAB.03.01.05.02 Merencanakan dan
: i DAB-P.01.05
sumber daya air melaksanakan Pembangunan irigasi
RAB.03.01.05.03 Merencanakan dan
B Lt 0 [_Jengelolaan melaksanakan pembangunan sumber DAB-P.01.06
sumber daya air ;
daya air
RADARELOS pangeRsen  |RAE.ARENR0. 05 Farntanag, DAB-P.01.07  |Operasi Sumber daya air dan irigasi
sumber daya air pengendalian dan komisi irigasi
RAB.03.01.05.05 Operasi irigasi dan
RAE.94.01.05 pengelegan pemberdayaan perkumpulan petani DAB-P.01.08

N
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TABEL 3

RAB.03.01.05 pengelolaan

RAB.03.01.05.06 Operasi prasarana

infrastruktur pekerjaan umum

dan prasarana keciptakaryaan

sumber daya air sumber daya air DAB-F.01.02
7 8 9 10
RAB.03.01.02 pengelolaan  |RAB.03.01.02.04 Perencanaan tata Penataan ruang dan pengembangan
. : DAB-P.01.10 : :
infrastruktur pekerjaan umum [ruang dan pemanfaatan ruang infrastruktur witayah
RAB.03.01.02 pengelolaan |RAB.03.01.02.05 Pengaturan dan
. : ; DAB-P.01.11
infrastruktur pekerjaan umum |pembinaan penataan ruang
RAB.03.01.02 pengelolaan  JRAB.03.01.02.06 Pengendalian dan
. : DAB-P.01.12
infrastruktur pekerjaan umum {pengawasan penataan ruang
RAB.03.01.02 pengelolaan RAB.03.01.02.07 Merencanakan dan _
; : melaksanakan Perencanaan dan DAB-P.01.13 Cipta Karya
infrastruktur pekerjaan umum : . .
pengendalian kegiatan cipta karya
RAB.03.01.02 pengelolaan  |RAB.(3.01.02.08 Penataan Bangunan
. : . DAB-P.01.14
infrastruktur pekerjaan umum [gedung dan lingkungan
RAB.03.01.02 pengelolaan  |[RAB.03.01.02.09 Penyediaan sarana DAB-P.01.15

i
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TABEL 3

RAB.03.04.05.01 Merencanakan dan

Perlengkapan Jalan di jalan provinsi

RAB.03.04.05 melaksanakan _keglatan perencanaan DAB-P.01.16 Ty
penyelenggaraan perumahan |dan pengendalian perumahan dan
permukiman.
RAB.03.04.05 RAB.03.04.05.02 Penyediaan DAB-P.01.17
penyelenggaraan perumahan |perumahan
RAB.03.04.05 RAB.03.04.05.03 Pengembangan
. DAB-P.01.18
penyelenggaraan perumahan |kawasan permukiman dan psrtanahan
7 8 9 10
RAB.03.03.02.01 Penetapan Rencana PENYELENGGARAAN LALU LINTAS
RAB.03.03.02 pengelolaan tra Induk Jaringan LLAJ Provinsi DAB-P.01.01 JALAN
RAB.03.03.02 pengelolaan tig = o 04-03.02.02 Penysdiaan DAB-P.01.02

/(/6
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TABEL 3

RAB.03.03.02 pengelolaan irg

RAB.03.03.02.03 Manajemen Dan
Rekayasa Lalu Lintas Jalan,
Persetujuan Andalalin Seria Audit Dan
Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas
Jalan

DAB-P.01.03

8

10

RAB.03.03.02 pengelolaan tra

RAB.03.03.02.04 Penetapan :
kawasan perkotaan, jaringan trayek,
wilayah operasi, kuota dantarif kelas
ekonomi angkutan umum lintas
kab./kota dalam provinsi

DAB-P.01.04

Penyelenggaraan angkutan jalan

RAB.03.03.02 pengelolaan tra

RAB.03.03.02.05 Pembangunan dan
Pengelolaan Terminal Penumpang
Tipe B

DAB-P.01.05

RAB.03.03.02 pengelolaan tra

RAB.03.03.02.06 Penyediaan
Layanan Angkutan Umum Qrang
dan/atau Barang Lintas Kab./Kota
Dalam Wilayah Provinsi NTT

DAB-P.01.06

RAB.03.03.03 pengelolaan
keamanan dan keselematan

transportasi

RAB.03.03.03.01 Audit dan Inspeksi
Keselamatan Angkutan Jalan

DAB-P.01.07

/[/6
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TABEL 3

RAB.03.03.03.02 Penetapan Rencana

transportasi

Angkutan Perairan Pelabuhan,
Penyewaan Peralatan dan jasa
Angkutan Laut, Tally Mandiri, Depo
Peti Kemas dan Persetujuan
Pengoperasian Kapal

RAB.03.03.03 pengelolaan  [Induk Perkeretaapian, Jaringan Jalur
keamanan dan keselematan |Ka Umum Dan Khusus; Jaringan DAB-P.01.08 Pengelolaan perkeretaapian
transportasi Pelayanan; Dan Kelas Stasiun Ka
Umum Pada Lintasan Dalam Provinsi
RAB.03.03.03.03 Penerbitan izin
RAB.03.03.03 pengelolaan  |Usaha; Izin Pembangunan; Izin
keamanan dan keselematan |Operasional Sarana Dan Prasarana DAB-P.01.09
transportasi Ka Umum Dan Khusus Pada Lintasan
Dalam Provinsi
RAB.03.03.03.04 Penerbitan : Izin
Usaha Angkutan Laut, Pelayaran
Rakyat, Trayek Angkutan Sungai dan
RAB.03.03.03 pengelolaan ga?au, ;erkadtn?ong_léar Mua:t '
keamanan dan keselematan |- o g: Fengurusan fransportasi, DAB-P.01.10 Pengelolaan angkutan pelayaran

/UQ)
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TABEL 3

RAB.03.03.03 pengelolaan
keamanan dan keselematan
transportasi

RAB.03.03.03.05 Penetapan : Lintas
Penyeberangan untuk Kapal dalam
jaringan jalan provinsi atau jaringan
jalur kereta api provinsi, Lintas
Penyeberangan uniuk Kapal yang
melayani Penyeberangan Antar
Pelabuhan dalam Provinsi dan Tarif
Angkutan Penyeberangan Kelas
Ekonomi dan kendaraan beserta
muatannya pada lintas
penyeberangan dalam provinsi.

DAB-P.01.11

RAB.03.03.03 pengelolaan
keamanan dan keselematan
transporiasi

RAB.03.03.03.06 Penerbitan 1zin :
Pembangunan dan Pengoperasian
Pelabuhan Pengumpan Regional ,
Pelabuhan Sungai dan Danau Trayek
Lintas Kab./Kota dalam Prov, Izin
Usaha Badan Usaha Pelabuhan di
Pelabuhan Pengumpan Regional,
Pengembangn Pelabuhan
Pengumpan Regional, Pengoperasian
Pelabuhan Pengumpan Regional
selama 24 Jam, Pekertjaan
Pengerukan dan Reklamasi Wilayah
Perairan Pelabuhan Pengumpan
Regional, dan Pengelolaan TUKS di
datam DLKR/DLKP Pelabuhan
Pengumpan Regional.

DAB-P.01.12

Pengelclaan kepelabuhan

2
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TABEL 3

RAB.03.03.04 pengelolaan

RAB.03.03.04 Pembangunan :

Pelabuhan Pengumpan Regional, dan

sarana dan prasarana Pelabuhan Sungai dan Danau yang DAB-P.01.13
transportasi Melayani Trayek Lintas Kab, Kota
Dalam Provinsi.

7 8 9 10
RAB,09.03.03 pengelolaan [0 203.03.06 Pengelolaan dan DABP.01.01 |PENYEDIAAN DATA/DOKUMEN
data statistik DL s KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

kependudukan
RAB.09.06.01 pengelolaan |RAB.09.06.01.02 Perencanaan dan DAB-P.01.02 PENINGKATAN SDM KESEHATAN
aparatur negara Pendayagunaan SDM Kesehatan
RAB.09.06.01.03 Legalisasi Tenaga
RAB.09.06.01 pengelolaan | o ohatan, Institusi Pendidikan dan |  DAB-P.01.03
aparatur negara .
Diklat
RAEB.09.06.01 pengelolaan |RAB.09.06.01.04 Pengembangan DAB-P.01.04

aparatur negara

SDM Kesehatan

I
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TABEL 3

RAB.04.01.03 kesehatan

RAB.04.01.03.01 Promosi Kesehatan

DAB-P.01.05

PENINGKATAN KESEHATAN

kesehatan

Kesehatan Rujukan

masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat MASYARAKAT

RAB.04.01.03 kesehatan RAB.04.01.03.02 Penurunan Stunting

masyarakat dan AKI/AKB RRBFDLS
RAB.04.01.03.03 Peningkatan

RABDLVI NS hemohalen | et Linglainaar, Kasshesn DAB-P.01.07

masyarakat g
Kerja dan Olahraga

7 8 9 10

RAB.04.01.05.01 Pencegahan dan

FAD-04.01.05 PaNcegaNan - |bengendalian Penyakit Menular dan | DAB-P.01.08 e v a AN DAN PENGENDALIAN

Sl PENYEXR " ITidak Menular

RAB.04.01.05 ?encegaha_n RAB:04.(_)1 .05.02 Surveilens dan DAB-P.01.09

dan pengendalian penyakit |Imunisasi

RAB.04.01.04 pelayanan RAB.04.01.04.01 Upaya Pelayanan DAB-P.01.10 PENINGKATAN PELAYANAN

KESEHATAN

A
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TABEL 3

RAB.04.01.04 pelayanan

RAB.04.01.04.02 Upaya Pelayanan

Kesehatan Primer dan Kesehatan DAB-P.01.11
kesehatan .
Tradisional
RAB.04.01.04.03 Ketersediaan
RAB.04.01.04 pelayanan layanan farmasi dan alkes serta DAB-P.01.12
kesehatan
perbekalan kesehatan
7 8 9 10
RAB.04.02.05 penanganan |RAB.04.02.05.01 Pengelolaan Data . . .
fakir miskin Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi BAB-F.01.h PRIAATERT et J Akt Sl
. RAB.04.02.03.02 Pengangkatan anak
RAB'04'02'03 Manajemen | antar WNI dan Pengangkatan anak DAB-P.01.02
sosial
oleh orangtua Tunggal
RAB.04.02.03 manajemen RAB.Oﬁ.OZZOS.OS'. Layanan DAB-P.01.03 Rehabillitasi Sosial
sosial Rehabilitasi Sosial
RAB.04.02.03.04 Penerbitan lzin
RAB.04.02.03 manajemen Pengumpulan Sumbangan Lintas ; ’
sosial Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 CRBeR01.0% Pamperdaysan Rosal

(satu) Daerah Provinsi

Pe
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TABEL 3

RAB.04.02.03 manajemen

RAB.0D4.02.03.05 Pemberdayaan

. Potensi Sumber Kessjahteraan Sosial DAB-P.01.05
sosial .
Provinsi
RAB.04.02.06.01 Perlindungan Sosial
RAE.04.0200 Korban Bencana Alam dan Sosial DAB-P.01.06 Penanganan Bencana
penanggulangan bencana -
Provinsi
RAB.04.02.03.06 Pemulangan Warga
: Negara Migran Korban Tindak .
RAB_ .04.02.03 manajemen Kekerasan darl Titik Debarkasi di DAB-P.01.07 Penangar_lan Warga Negara Migran
sosial ey . Korban Tindak Kekerasan
Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke
Daerah Kabupaten/Kota Asal
RAB.04.02.03 manajemen RAB.04.02.03.07 Pengelolaan Taman Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
. : i DAB-P.01.08 : L
sosial Makam Pahlawan Nasional Provinsi Nasional Provinsi
7 8 9 10
RAB.04.03.03 kesetaraan RAB.04.03.03.01 Pengarustamaan DAB-P.01.01 Kelembagaan Gender dan Kemitraan
gender Gender

///@
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TABEL 3

RAB.04.03.03 kesetaraan

RAB.04.03.03.02 Kegiatan kemitraan

DAB-P.01.02

anak

khusus anak

gender
7 8 9 10
RAB.04.03.02 pemberdayaan |RAB.04.03.02.01 Peningkatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
. : DAB-P.01.03
perempuan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
RAB.04.03.02 pemberdayaan RAB..04.0§.O2.02 Peningkatan DAB-P.01.04
perempuan Kualitas Hidup Keluarga
. RAB.04.03.05.01 Pencegahan
?8'04'03'05 peflindurigan kekerasan perempuan, anak dan DAB-P.01.05 Perlindungan Hak Perempuan
ak perempuan
perdagangan orang
; RAB.04.03.05.02 Penanganan
RAB.D2.08.03 perlindungan kekerasan perempuan, anak dan DAB-P.01.06
hak perempuan
perdagangan orang
RAB.04.03.04 perlindungan |RAB.04.03.04.01 Pemenuhan hak Pemenuhan hak dan perlindungan
DAB-P.01.07
anak anak khusus anak
RAB.04.03.04 perlindungan |RAB.04.03.04.01 Perlindungan DAB-P.01.08

/(}@
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TABEL 3

dan perundang-undangan

Bantuan Hukum

7 8 9 10
RAB.05.01.01 RAB.05.01.01.01 Rancangan
penyelenggaraan peraturan |Peraturan Daerah dan Rancangan DAB-P.01.01 Peraturan Perundang-undangan Provinsi
dan perundang-undangan Keputusan Gubernur
RAB.(05.01.01 RAB.05.01.01.02 Rancangan
penyelenggaraan peraturan |Peraturan Gubernur dan Rancangan |DAB-P.01.02
dan perundang-undangan Keputusan Gubernur
RAB.05.01.01 RAB.05.01.01.03 Pengkajian
penyelenggaraan peraturan |Peraturan Daerah dan Dokumentasi |DAB-P.01.03
dan perundang-undangan Hukum
Rﬁ:\Bé)thm 'g:aan T—— RAB.05.01.01.04 Pembinaan dan DAB-P.01.04 Pembinaan dan Pengawasan Produk
A P Pengawasan Proeduk Hukum Daerah T Hukum Kabupaten/Kota
dan perundang-undangan
RAB.05.01.01
penyelenggaraan peraturan RAR0S.U1.01.06 Sengleta dan DAB-P.01.05 Bantuan Hukum

/U@
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TABEL 3

menengah

pendidikan SMA,SMK dan SLB

RAB.05.03.01
. RAB.05.03.01.01 pengumpulan bahan
penylelengga'raan bidang hak koordinasi penegakan HAM DAB-P.01.06
asasi manusia
RAB.05.03.01 RA3.05.03.01 .02 penyiapan bahan
; pertimbangan dan bantuan hukum
penyelenggaraan bidang hak DAB-P.01.07
. , serta HAM kepada semua unsur
asasi manusia :
pemerintah daerah
RAB.05.01.01
penyelenggaraan peraturan [RAB.05.01.01.06 Penyuluhan DAB-P.01.08
dan perundang-undangan
7 8 9 10
RAB.06.01.04.10
RAB.06.01.04 pendidikan Pembangunan,Rehabilitasi dan DAB-P.01.01 PENYEDIAAN / PENINGKATAN
menengah penyediaan Sarana dan Prasarana o SARANA DAN PRASARANA
Pendidikan SMA/SMK/SLB
RAB.06.01.04 pendidikan RAB.06.01.04.12 Proses lzin
menengah Operasional SMA/SMK/SLB FREFLAR
i RAB.06.01.04.13 Penyiapan dan
e e tindak lanjut evaluasi satuan DAB-P.01.03

/(/é
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TABEL 3

RAB.06.01.01 manajemen

RAB.06.01.01 .06 Pembinaan

fenaga pendidikan

SMAJ/SMK/SLB

¢ 2 vendidikan Kelembagaan dan manajemen DAB-P.01.04
enaga p Pendidikan SMA,SMK dan SLB
7 8 9 10
: RAB.06.01.01 .01 Perhitungan dan
ZAB'OS'? 'gili?;“a‘eme” pemetaan PTK satuan Pendidikan  |DAB-P.01.05 EEEEB{L%?SIN PENDIDIK DAN TENAGA
naga pen SMA/SMK/SLB KAN
RAB.06.01.01 manajemen RAB.06.01.01 .02 Penyediaan PTK DAB-P.01.06
tenaga pendidikan satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB T
: RAB.06.01.01 .03 Penataan dan
tr‘;AB'OS'm g.:ﬁ'k"aa"ajeme" Pondistibusian PTK satuan DAB-P.01.07
Haga pendidizan Pendidikan SMA/SMK/SLB
; RAB.06.01.01 .04 Pengembangan
fﬁ:";&g‘g;i’;;”a‘eme" Karier PTK satuan Pendidian DAB-P01.08
enaga p SMA/SMK/SLB
) RAB.06.01.01 .05 Pemindahan
RAETGIILS mamgmen Pendidik dan Tenaga Kependidikan |DAB-P.01.08

St
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TABEL 3

RAB.06.01.03 pendidikan

RAB.06.01.03.01 Pembinaan Minati,

DAB-P.01.10

PEMBINAAN KESISWAAN

menengah

SD, SMP, SMA/SMK/SLB

dasar Bakat dan Kreativitas Siswa SD
- RAB.06.01.04.01 Pembinaan Minat,
msé?,ag; 04 pemdiigey Bakat dan Kreativitas Siswa DAB-P.01.11
9 SMP/SMA.SMK/SLB
RAB.06.01.04 pendidikan RAB.06.01.04.02 PenerimaanPeserta DAB-P.01.12
menengah Didik Baru (PPDB) SMA/SMK/SLB T
RAB.06.01.04 pendidikan RAB.06.01.04.03 Pengelola Dana DAB-P.01.13
menengah BOS 8D, SMP,SMA/SMK/SLB -
s RAB.06.01.04.04 Peningkatan
RAB.06.01.04 pendidikan |, o citas Pengelolaan Dana BOS ~ |DAB-P.01.14

A
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TABEL 3

RAB.06.01.04 pendidikan

RAB.06.01.04.05 Penyusunan

menengah

Jenjang Pendidikan SMA/SMK/SLB

h Kompetensi Dasar Mulok Jenjang DAB-P.01.15 PENGEMBANGAN KURIKULUM

menenga Pendidikan SMA/SMK/SLB

- RAB.(06.01.04.06 Penyusunan Silabus
RAB'T':; 04 pendidikan |34 1ok Jenjang Pendidikan DAB-P.01.16
FIRENS SMA/SMK/SLB

. RAB.06.01.04.07 Penyediaan Buku
RAB'OB';: .04 pendidikan |1} ¢ pelajaran Mulok Jenjang DAB-P.01.17
meneng Pendidikan SMA/SMK/Slb

. RAB.06.01.04.08 Pelatihan
RAB'OG'OQ A pandialken Penyusunan Kurikulum Mulok Jenjang {DAB-P.01.18
MATRDGH Pendidikan SMA/SMK/SLB

. RAB.06.01.04.09 Pelatihan/Bimtek
RAB.06.01.04 pandidian Penyusunan Bahan Ajar Berbasis TIK |DAB-P.01.19

/w‘-
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TABEL 3

RAB.08.02.03 manajemen

RAB.08.02.03.01 Petlindungan
pemgembangan dan pemanfaatan

DAB-P.01.20

PEMAJUAN KEBUDAYAAN

cagar budaya

Budaya

e Lo koleksi budaya secara terpadu
. RAB.08.02.03.02 Pembinaan
leilBa.O:.OZ.OS manajemen peningkatan mutu dan kapasitas DAB-P.01.21
y Sumber Daya Manusia
. RAB.08.02.03.03 Peningkatan
RAB.08.02.03 manajemen | o avanan dan Akses Mayarakat ~ |DAB-P.01.22
budaya
terhadap Museum
g RAB.08.02.03.04 Penyediaan dan
RAE.QGDE.02 manajemen Pemeliharaan Sarana Prasarana DAB-P.01.23
budaya
Kebudayaan
; RAB.08.02.03.05 Peningkatan
RAR,06,02.00 mangjetien Kapasitas Tata Kelola Lembaga DAB-P.01.24
budaya ; s
Kesenian Tradisional
RAB.08.02.02 pelestarian RAB.08.02.02 .01 Penetapan Cagar DAB-P.01.25
cagar budaya Budaya
RAB.08.02.02 pelestarian RAB.08.02.02.02 Pendaftaran Cagar DAB-P.01.26

6
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TABEL 3

cagar budaya

Cagar Budaya

RAB.08.02.02 pelestarian RAB.08.02.02 .03 Pengelolaan Cagar DAB-P.01.27
cagar budaya Budaya
i 8 9 10

RAB.08.02.02 pelestarian RAB.08.02.02 .04 Pengelolaan

: DAB-P.01.28
cagar budaya Perlindungan Cagar Budaya
RAB.08.02.02 pelestarian RAB.08.02.02 .05 Pemanfaatan
cagar budaya Perlindungan Cagar Budaya EARRE Gkl
RAB.08.02.02 pelestarian RAB.08.02.02 .06 Pembenahan

DAB-P.01.30

cagar budava Dukungan Cagar Budaya
RAB.08.02.02 pelestarian RAB.08.02.02 .07 Pembinaan Cagar DAB-P.01.31
cagar budaya Budaya
RAB.08.02.02 pelestarian RAB.08.02.02 .08 Penerbitan ljin DAB-P.01.32
cagar budaya Cagar Budaya
RAB.08.02.02 pelestarian RAB.08.02.02 .09 Penstapan Warisan DAB-P.01.33
cagar budaya Cagar Budaya
RAB.08.02.02 pelestarian RAB.08.02.02 .10 Pengkajian GHS DAB-P.01.34

/u@
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TABEL 3

berbasis elektronik

Proses Bisnis

7 8 9 10
RAB.09.06.03 kelembagaan RAB.09.06.03.02 P'en:fataan DAB-P.01.01 Penataan Kelembagaan Provinsi dan
Kelembagaan Provinsi Kabupaten/ Kota
RAB.09.06.03 kelembagaan | 0-09.06.03.03 Penyusunan Uralan | nxg p 1,02
Tugas
RAB.09.06.03.04 Fasilitasi Penataan
RAB.09.06.03 kelembagaan Kelsmbagass Kabupsterd Keta DAB-P.01.03
RAR.8.00.83,05 Pelaketnsan Analisis Jabatan dan Analisis Beban
RAB.09.06.03 kelembagaan |{Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja|DAB-P.01.04 ;
Kerja
dan Peta Jabatan
RAB.09.06.03 kelembagaan |RAB.09.06.03.06 Evaluasi Jabatan DAB-P.01.05
RAB.09.06.07 manajemen . ;
sistem pemerintahan RAB.09.06.07.02 Penyusunan Peta DAB-P.01.06 Pembinaan dan Pengendalian

Ketalaksanaan

/()@
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TABEL 3

RAB.09.06.07 manajemen

RAB.09.06.07.03 Penyusunan SOP-

sistem pemerintahan AP DAB-P.01.07
berbasis elekironik
RAB.09.06.07 manajemen :
sistem pemerintahan ?:\rl;fekgfg;?:h&aluasu SOP-AP | hAB-P.01.08
berbasis elektronik ¢
RAB.09.0§.92 manajemen RAB.09.06.92.01 Perencanaan DAB-P.01.09 Pengembangan Budaya Kerja
aparatur sipil negara Budaya Kerja
RAB.09.06.02 manajemen |RAB.09.06.02.02 Penerapan

- . DAB-P.01.10
aparatur sipil negara Kelompok Budaya Kerja
RAB.09.06.02 manajemen RAB.09.06.02.03 Monitoring dan

< - : DAB-P.01.11
aparatur sipil negara Evaluasi Penerapan Budaya Kerja

7 8 9 10

R.AB..09.06.05 akuntabilitas RAB.09.06.05.02 Penyusunan RKT  |DAB-P.01.12 Penera_pan Slst'em Akuntabilitas Kinerja
kinetja Instansi Pemerintah
R_AB._09.06.05 akuntabilitas RA_B.O?.OS.(?S.O_S Penyusunan DAB-P.01.13
kinerja Perjanjian Kinetja
RAB.09.06.05 akuntabilitas | Ap 09 06.05.04 Pengukuran Kinerja |DAB-P.01.14

kinerja

/UQ
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TABEL 3

RAB.09.06.05 akuntabilitas |2 Ap 09 06.05.05 Pelaporan Kinerja  |DAB-P.01.15
kineria
RAB.09.06.05 akuntabiltas | pag 09.06.05.06 Evaluasi Kinerja  |DAB-P.01.16
kinerja
7 8 9 10
RAB.09.06.06 manajemen RAB.09.06.06.02 Penyusunan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
: DAB-P.01.17 :
pelayanan publik Penerapan SPP (Pelayanan Prima)
RAB.09.06.06 manajemen RAB.09.06.06.03 Pengelclaan SP4N
pelayanan publik LAPOR CREsFR L
RAB.09.06.06 manajemen RAB.09.06.06.04 Survey Kepuasan DAB-P.01.19
pelayanan publik Masyarakat (SKM) T
RAB.OQ.(.JG.-04 perpbmaan RAB.09.06.04.92 lPenyu_sunan Road DAB-P.01.20 ™
reformasi birokrasi Map Reformasi Birokrasi
RAB.09.06.04 pembinaan RAB.09.06.04.03 Pembangunan Zona DAB-P.01 21
reformasi birokrasi Integritas menuju WBK / WBBM T
RAB.09.06.04 pembinaan RAB.09.06.04.04 Evaluasi DAB-P.01.22
reformasi birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi o
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TABEL 3

7 8 9 10
RAB.09.03.01 pengelolaan |RAB.09.03.01.01 Sistem Informasi DAB-P 01.01 PERENCANAAN, SISTEM INFORMASI
informatika Pegawai o PEGAWAI DAN PENDIDIKAN PEGAWAI
RAB.09.06.01 pengelolaan |15 g 06 01.02 Pendidikan Aparatur |DAB-P.01.02
aparatur negara
RAB.CS.06.01 pengeiolaan RAB.OQ..06.01.03_ Perencanaan dan DAB-P.01.03
aparatur negara Formasi Pegawai
RAB.09.06.01 pengelolaan |45 19 06.01.01 Jabatan Strultural  |DAB-P.01.04 PENGEMBANGAN PEGAWAI
aparatur negara
RAB.09.06.01 pengelolaan RAB.09.06.F}1:02 F’enilaian DAB-P.01.05
aparatur negara Kompetensi Kinerja
RAB.09.06.01 pengelolaan | 15 46 06.01.03 Fungsional Tertentu |[DAB-P.01.06
aparatur negara
RAB.09.06.02 manajemen |RAB.09.06.02.01 Penempatan DAB-P.01.07 MUTASI DAN PENSIUN PEGAWAI

aparatur sipil negara

Pegawai

//G
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TABEL 3

RAB.08.06.02 manajemen

’ pemuda

Kewirausahaan Pemuda

g RAB.09.06.02.02 Pensiun Pegawai  |DAB-P.01.08
aparatur sipil negara
RAB.09.0§.92 manajemen RAB.09._06.02.03 Kenaikan Pangkat DAB-P.01.09
aparatur sipil negara Pegawai
RAB.OQ.OE_S.(_)Z manajemen RAB.OQ..OG.OQ.D‘I Kesejahteraan DAB-P.01.10 DISIPLIN DAN KORPRI
aparatur sipil negara Pegawai
RAB.09.06.02 manajemen | o an 09 06.02.02 Displin Pegawai  |DAB-P.01.11
aparatur sipil negara
RAB.09.06.02 manajemen | pan 9 06.02.03 Korpri DAB-P.01.12
aparatur sipil negara

7 8 9 10

RAB.06.05.01 pemberdayaan RAB.06.05_.01 .01 Seleksi Pemuda DAB-D.01.01 PEMBERDAYAAN PEMUDA
pemuda Berprestasi
RAB.06.05.01 pemberdayaan{RAB.06.05.01.02 Pelatihan DAB-P.01.02

/1}6
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TABEL 3

RAB.06.05,02.01 Pendidikan dan

i s pelatihan bagi utusan pemuda pelajar [DAB-P.01.03 PENGEMBANGAN PEMUDA
pengembangan pemuda .
paskibraka

RAB.06.05.02 RAB..06.05.02.02 Pelatihan DAB-P.01.04
pengembangan pemuda Kewirausahaan
RAB.06.05.02 RAB..06.05.02.03 F"elat.il"ian DAB-P.01.05
pengembangan pemuda Kewirausahaan (Disabilitas)
RAB.06.05.02 RAB.0§.05.02.04 Pengembangan DAB-P.01.06
pengembangan pemuda Kapasitas Kepramukaan
RAB.06.05.(?1 pembinaan RAB.(06.05.01.01 Pembinaan Atlet DAB-P.01.07 PEMBUDAYAAN OLAHRAGA
pemuda regional PPLP
RAB.06.05.01 pembinaan RAB.06.05.01.02 Penyelenggaraan

» ; ; DAB-P.01.08
pemuda regional Pekan Paralympic Pelajar Daerah

: RAB.06.05.01.03 Pelaksanaan

RAB.06.05.01 pembinaan | oo Tradisional dan Olahraga  |DAB-P.01.09

pemuda regional

Rekreasi

/I(»
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TABEL 3

RAB.06.05.01 pembinaan

RAB.06.05.01.04 Pembinaan Atlet-

ketertiban umum

pejabat daerah dan tamu daerah
berdasarkan ketentuan dan prosedur
yang berlaku untuk penegakan
ketertiban umum dalam masyarakat

. atlet berprestasi di tingkat nasional DAB-P.01.10 PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
pemuda regional : ;
dan internasional
; RAB.06.05.01.04 Pelatihan Tenaga
RAB.06.05.91 Babipas Keolahragaan {Pelatih, Instruktur, DAB-P.01.11
pemuda regional Wasit dan Juri
7 8 9 10
RAB.05.02.01 .01 operasi dan
pengendalian meliputi pemeliharaan
ketentraman, ketertiban umum,
penegakan peraturan daerah dan
RAB.05.02.01 ketentraman, | . n/gubernur dan pengawalan |DAB.P.01.01 OPERAS!| DAN PENGENDALIAN

»
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TABEL 3

RAB.05.02.04 .03 hubungan
kelembagaan berdasarkan ketentuan
dan prosedur yang berlaku untuk
RAB.05.02.04 penegakan hukjmeningkatkan pemahaman DAB.P.01.02 HUBUNGAN KELEMBAGAAN
masyarakat akan ketaatan terhadap
pemberlakuan peraturan perundang-
undangan yang telah ditetapkan

RAB.05.02.04.01 penyeiidikan dan
penyidikan atas pelanggaran
peraturan daerah provinsi dan
RAB.05.02.04 penegakan huk| peraturan gubernur lainnya DAB.P.01.03 PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
berdasarkan ketentuan dan prosedur
- yang berlaku untuk kepentingan
penyelesaian proses hukum.

RAB.05.02.04 .02 pembinaan,
pengawasan dan penyuiuhan
terhadap pelanggaran peraturan
daerah provinsi dan peraturan DAB.P.01.04 PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
gubernur berdasarkan ketentuan dan T PENYULUHAN

prosedur yang berlaku untuk
kepentingan penyelesaian proses
masalah dan tersedianya data

RAB.05.02.04 penegakan huk

RAB.05.02.01 .02 bina potensi,
kewaspadaan dan mobilisasi
RAB.05.02.01 ketentraman, |berdasarkan ketentuan dan prosedur DAB.P.01.05 BINA POTENSI, KEWASPADAAN DAN
ketertiban umum yang beraku untuk meningkatkan D MOBILISASI

kualitas dan kuantitas satgas linmas
yang handal
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TABEL 3

RAB.05.02.01 ketentraman,

RAB.05.02.01 .03 kegiatan pemetaan
rawan kebakaran berdasarkan

negara

Keuangan Pimpinan dan ASN

. ketentuan dan prosedur yang berlaku {DAB.P.01.06 PENANGGULANGAN KEBAKARAN
ketertiban umum S
untuk mengantisipasi terjadi
kebakaran
RAB.09.06.02.01 kegiatan
. kesemaptaan satuan polisi pamong
RAB.09.06.02 manajemen | .o 1 ordasarkan ketentuan dan  |DAB.P.01.07 KESAMAPTAAN
aparatur sipil negara
prosedur yang berlaku untuk
pengembangan sumber daya aparatur
RAB.09.06.02 .02 pelatihan dasar dan
: teknis fungsional satuan polisi
RAB.09.0§.92 manajemen pamong praja berdasarkan ketentuan |DAB.P.01.08 PELATIHAN DASAR DAN TEKNIS
aparatur sipil negara FUNGSIONAL
dan prosedur yang berlaku untuk
pengembangan sumber daya aparatur
7 8 9 10
RAB.09.02.02 keuangan RAB.09.02.02.01 Pelayanan DAB.P.01.01 PELAYANAN KEUANGAN DAN ASET

SEKRETARIAT DAERAH

/Ué
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TABEL 3

RAB RAB.09.02.08.05 Pelayanan

‘09'0?'08 pengadaan Pemanfaatan Aset Setda Provinsi DAB.P.01.02
dan manajemen aset

NTT
7 8 9 10

RA$.09.06.08 kearsipan R{AB.O_Q.OG.OS.N Pengelolaan Arsip DAB.P.01.01 PENGELOLAAN ARSIP
nasional Dinamis
RAE.OQ.OG.OB kearsipan RAB_.09.06.08.02 Pengelolaan Arsip DAB.P.01.02
nasional Statis
RA[_3.09.06.08 kearsipan RAB.09.06.08.03-Layanan dan DAB.P.01.03
nasional Pemanfaatan Arsip
RAB.09.06.08 kearsipan RAB.09.06.08.04 Pembinaan DAB.P.01.04 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
nasional Kearsipan R KEARSIPAN
RAI?.OQ.OG.OB kearsipan RAB.QQ.OG.OB.OS Pembinaan SDM DAB.P.01.05
nasional Kearsipan
RAI?.OQ.OS.OB kearsipan RAB.99.06.08.05 Pengawasan DAB.P.01.06
nasional Kearsipan

/UW
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TABEL 3

RAB.08.02.04 pembinaan

RAB.08.02.04.01 Deposit Bahan

PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN

kepustakaan Pustaka BIAE,Fl.01.07 BAHAN PUSTAKA
RAB.08.02.04 pembinaan RAB.08.02.04.02 Akuisisi dan DAB.P.01.08
kepustakaan Pengolahan Bahan Pustaka
RAB.08.02.04 pembinaan RAB.08.02.04.03 Preservasi dan Alih DAB.P.01.09
kepustakaan Media Bahan Pustaka C
RAB.08.02.04 pembinaan RAB.08.02.04.04 Layanan DAB.P.01.10 LAYANAN DAN PEMBINAAN
kepustakaan Perpustakaan C PERPUSTAKAAN
RAB.08.02.04 pembinaan RAB.08.02.04.05 Pembinaan DAB.P.01.11
kepustakaan Perpustakaan
RAB.08.02.04 pembinaan RAB.08.02.04.06 Kerjasama dan
. DAB.P.01.12
kepustakaan Ekstensi Perpustakaan
7 8 9 10
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TABEL 3

RAB.09.04.02 pengelolaan

RAB.09.04.02.01 Peningkatan

Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas

Sl - Kualitas dan kuantitas layanan DAB.P.01.01 : ;
komunikasi publik komunikasi publik berbasis elekironik Pengelolaan Informasi Publik
7 8 9 10
RAB.09.03.05.01 Peningkatan
RAB.09.03.05 pengelolaan |Kualitas dan kuantitas layanan DAB.P.01.02 Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas
informasi publik keterbukaan informasi Publik berbasis R Pengelolaan Komunikasi Publik
elektronik
RAB.09.03.05 pengelolaan |/ D-09.03.05.02 Meningkatian peran
y . . media informasi dalam penyampaian |DAB.P.01.03
informasi publik :
program-program pemerintah
RAB.09.03.05.03 Layanan Publik
RAB.09.03.05 pengelolaan  |Permmintaan Informasi dan
; . . ; DAB.P01.04
informasi publik dokumentasi penyelenggaraan
pemerintah.
RAB.09.03.05 pengelolaan |RAB.09.03.05.04 Pengelolaan data DAB.P.01.05

informasi publik

dan informasi berbasis web

5
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TABEL 3

RAB.09.03.03 pengelolaan |RAB.09.03.03.01 Pengumpulan dan DAB.P.01.06 Peningkatan Pemanfaatan Informasi Dan
data statistik Penyusunan Updating Data Sektoral T Data Satitistik Sektoral

RAB.09.03.03 pengelolaan |RAB.09.03.03.02 Pengelolaan dan DAB.P.01.07

data stafistik penvediaan data statistik sektoral S

RAB.09.03.03 pengelolaan |RAB.09.03.03.03 Monitoring dan DAB.P.01.08

data statistik Evaluasi Data Sektoral T

RAB.08.03.01 pengelolaan

RAB.08.03.01.01 Pengembangan dan

: ; Pengelolaan Aplikasi Generik, DAB.P.09 Pengelolaan Layanan E - Government
informatika e
Spesifik dan Suplemen
RAB.09.03.01.02 Layanan
RAB.09.03.01 pengelolaan |Pengembangan Aplikasi
. . ; . . DAB.P.10
informatika Pemerintahan Terintegrasi dan
Pelayanan Publik Yg Terintegrasi
RAB.09.03.01.03 Layanan
RAB.09.03.01 pengelolaan |p, ik araan Aplikasi DAB.P.01.11
informatika : .
kepemerintahan dan publik
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TABEL 3

RAB.08.03.01 pengelolaan

RAB.09.03.01.04 Layanan

informatika

domain instansi penyelenggara
negara

W ——— pen.gemtfangan business process re- |DAB.P.01.12
engineering (BPR)
7 8 9 10
RAB.09.03.01 pengelolaan RAB'OQ.'OB'M 05 Layanan
" : penyediaan sarana dan prasarana DAB.P.01.13
informatika . ;
pengendalian smart prov./city.
RAB.09.03.01.06 Pengelolaan portal
RAB.09.03.01 pengelolaan  jdan website pemerintah prov. dan
» . e ; DAB.P.01.14
informatika Publikasi informasi penyelenggaraan
pemerintahan Prov. NTT
RAB.09.03.01.07 Layanan
RAB.09.03.01 pengelolaan |pendaftaran nama domain dan sub DAB.P.01.15

RAB.09.03.01 pengelolaan
informatika

RAB.02.03.01.08 Penyediaan sarana
dan prasarana pubiikasi website Prov.
NTT

DAB.P.01.16

‘/\)&
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TABEL 3

RAB.02.03.01 pengelolaan

RAB.09.03.01.09

Peningkatan Penyediaan Jaringan

L ' Perencanaan/MasterPain dan DAB.P.01.17 : ;
informatika Arsitektur Infrastruktur TIK Infrastruktur TIK Terintegrasi
RAB.09.03.01.10 Pembangunan dan
m?r.r?:t.igz'm pRIgaloian Pengembangan Jaringan Komunikasi |DAB.P.01,18
(WAN, MAN,
RAB.09.03.01.11 Pengelolaan dan
RAB.09.03.01 pengelolaan |pengendalian layanan sarana DAB.P.01.19
informatika prasarana TIK, Jaringan, NOC & C
Server
RAB.09.03.01.12 Pengelolaan Akses
BAB'OQ'.O&M pengslolaan Layanan Insternet dan Manajemen DAB.P.01.20
informatika .
Bandwith
: RAB.09.03.01.13 Pengawasan,
m?r-l?agt'iijm pengeiclaan Pemeliharaan dan Peningkatan DAB.P.01.21
Kualitas Infrastruktur TIK
Vb
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TABEL 3

RAB.09.03.01 pengelolaan

RAB.09.03.01.14 Koordinasi dan

1 . Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur|DAB.P.01.22
informatika .
Pasif
BAB.OQ.‘O&O‘I pengelolaan RAB.09.03.91.15 Layanan Hosting DAB.P.01.23
informatika dan Colocation Server
3AB.01.01 U7 perianansh RAE?..01.01 A0 Penyusunan. DAB.P.01.24 Peningkatan Keamanan Informasi
siber Kebijakan Keamanan Informasi
RAB.01.01.07.02 Pengelolaan
32301.01 AT prpEEnRd Sumber Daya TIK Keamanan DAB.P.01.25
Informasi
RAB.01.01.07 pertahanan RAB.01.01.07.03 Melakukan
siber Pengamanan Sistem TIK DAB.F.01.20
RAB.01.01.07.04 Membangun Pola
PAREAOLOF pettahnan Hubungan Kemunikasi Sandi Melalui |DAB.P.01.27

siber

Email Sanapati
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TABEL 3

RAB.02.06.07 manajemen

RAB.09.06.07.01 Peningkatan

Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem

daerah

Urusan

sistem .pemenntahan Kapasitas Manajemen SPBE DABFA Pemerintahan Berbasis Elektronik
berbasis elektronik
RAB.09.06.07 manajemen o
sistem pemerintahan RAD. [ 0EL Y. DE MOTRoTHG an DAB.P.01.29
; . evaluasi pelaksanaan SPBE
berbasis elektronik
7 8 9 10

g RAB.02.01.04 .01 Administrasi
RAB.09.01.04 pemerintahan Pemerintahan dan Adiministrasi DAB.P.01.01 PEMERINTAHAN DAN OTONOMI
daerah : DAERAH

Kewilayahan

RAB.09.01.04 pemerintahan {RAB.09.01.04 .02 Administrasi Kepala
daerah Daerah dan DPRD DARFIN R

: RAB.09.01.04 .03 Pengembangan
RAK2.01.04 pemenniahan Otonomi Daerah dan Penataan DAB.P.01.03

Jo
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TABEL 3

RAB.09.01.04 pemerintahan

RAB.09.01.04 .04 Kerja Sama Antar

sl Bamarirtal DAB.P.01.04 KERJA SAMA
. RAB.09.01.04 .05 Kerja Sama Badan

RAB.09.01.04 pemerintahan |, o/Swasta dan Evaluasi DAB.P.01.05
daerah -

Pelaksanaan Kerja Sama
d' uae\Br;:‘gm 04 pemerintahan |0 A5 09.01.04 .06 Mental Spiritua | DAB.P.01.06 KESEJAHTERAAN RAKYAT
RAB.09.01.04 pemerintahan |RAB.09.01.04 .07 Kesejahteraan DAB.P.01.07
daerah Rakyat Pelayanan Dasar
RAB.09.01.04 pemerintahan |RAB.09.01.04 .08 Kesejahteraan

DAB.P.01.08
daerah Rakyat Non Pelayanan Dasar
7 8 9 10
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TABEL 3

RAB.03.05.04 pemberdayaan

RAB.03.05.04.01 BULAN BHAKTI

KELEMBAGAAN DAN

masyarakat desa

KADER PEMBANGUNAN MANUSIA

DAB.P.01.01 PENGEMBANGAN PARTISIPASI
masyarakat desa GOTONG ROYONG MASYARAKAT MASYARAKAT
RAB.03.05.04.02 LOMBA
RAB-0305.04 pemberdayasn | posYANDU DAN JAMBORE KADER |DAB.P.01.02
i POSYANDU
RAB.03.05.04.03 Model Dukungan
FARLDE.05.08 bembekdayRen Penguatan Posyandu Kab/Kota DAB.P.01.03
masyarakat desa ;
Melalui Kader Posyandu
RAB.03.05.04.04 IDENTIFIKASI &
RAB.03.05.04 pemberdayaan| \\/ENTARIS| LEMBAGA ADAT  |DAB.P.01.04
masyarakat desa
DESA
RAB.03.05.04 pemberdayaan |RAB.03.05.0405 PEMBINAAN DAB.P.01.05

s
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TABEL 3

RAB.03.05.04 pemberdayaan

RAB.03.05.04.06 PENGEMBANGAN

DAB.P.01.06

BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI

masyarakat desa DAN INOVASI PERALATAN TTG DESA
RAB.03.05.04.07 PELATIHAN
ﬁgg'oféggf;eg:mbardayaa" PEMASANGAN SARANA ENERGI  |DAB.P.01.07
ya ALTERNATIF BIOGAS
RAB.03.05.04.08 PENGKAJIAN
RAB.03.05.04 pemberdayaan |PENGEMBANGAN PRODUK DAB.P.01.08
masyarakat desa UNGGULAN DAN KEBUTUHAN S
PERALATAN TTG
RAB.03.05.04.08 PELATIHAN
xg'of’éﬁgf’:ez:mberdayaa" PENGELOLAAN PASCA PANEN  |DAB.P.01.09
ya BAGI KELOMPOK
RAB.03.05.04.10 GELAR TTG &
RAB.03.05.04 pemberdayaan e\ +iNGKAT PROVINSIDAN  |DAB.P.01.10
masyarakat desa

NASIONAL

U6
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TABEL 3

RAB.03.05.04 pemberdayaan |RAB.03.05.04.11 DUKUNGAN DAB.P.01.11 PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI
masyarakat desa PEMBENTUKAN PASAR DESA T MASYARAKAT

RAB.03.05.04.12 PENGEMBANGAN

RAB.03.05.04 pemberdayaan|, » oo TAg g PEMBERDAYAAN  |DAB.P.01.12

masyarakat desa

USAHA
RAB.03.05.04 pemberdayaan {RAB.03.05.04.13 ADVOKAS] DAB.P.01.13
masyarakat desa PEMBENTUKAN BUMDES S
RAB.03.05.04 pemberdayaan RAB.03.05.04.14 PENGUATAN DAB.P.01.14
masyarakat desa BUMDES PARIWISATA ESTATE R
RAB.03.05.04 pemberdayaan o ns 3 05.04.15 LOMBA DESA DAB.P.01.15 BINA PEMERINTAHAN DESA
masyarakat desa
RAB.03.05.03 pembangunan {RAB.03.05.03.01 VERIFIKASI DAB.P.01.16

desa dan kawasan pedesaan |PEMEKARAN DESA
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TABEL 3

RAB.03.05.03.02 PENYERASIAN

RAB.03.05.03 pembangunan |RANCANGAN PERDA KABUPATEN DAB.P.O1.17
desa dan kawasan pedesaan [TENTANG PENYELENGGARAAN T
PEMDES & BPD
RAB.03.05.03 pembangunan |RAB.03.05.03.03 PENGEMBANGAN DAB.P.01.18
desa dan kawasan pedesaan |KAPASITAS APARATUR DESA S
RAB.03.05.03 pembangunan |RAB.03.05.03.04 EVALUASI DAB.P.01.19
desa dan kawasan pedesaan |TINGKAT PERKEMBANGAN DESA T
7 8 9 10
RAB.(09.01.04 pemerintahan |RAB.09.01.04.01 Fasilitasi Hubungan DAB.P.01.01 HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
daerah antar lembaga
RAB.09.01.04 pemerintahan |RAB.09.01.04.02 Koordinasi
daerah Forkaapsi & Pemda lainnya BAEE.01.(
RAB.09.01.04.03 Peningkatan
RAB.09.01.04 pemerintahan |kerjasama Pemerintah Pusat dan DAB.P.01.03

daerah

Pemerintah Provinsi serta Pemerintah
Daerah

2

138




TABEL 3

RAB.09.01.04 pemerintahan

RAB.09.01.04.04 Peningkatan
Komunikasi Tokoh masyarakat,

PEMBINAAN MASYARAKAT DAN

daerah pimpinan,ormas/orsos/keagamaan,da DAER.1.04 KEHUMASAN
n Pers dan pemerintah
. RAB.09.01.04.05 Dialog/Audensi dgn
5::;9'01 LR pEm ISR tokoh masyarakat,pimpinan/anggota |DAB.P.01.05+
ormas dan orsos
. RAB.09.01.04.06 Fasilitasi TKI dan
?AB'?]Q'OLM pEmsntanan masyarakat NTT yang bermasalah DAB.P.01.06
s dan terlantar di Jabodetabek
RAB.09.01.04 pemerintahan |RAB.09.01.04.07 Promosi Budaya DAB.P.01.07 PROMOSI DAN KERJASAMA
daerah dan produk unggulan Daerah T INVESTASI
RAB.09.01.04 pemerintahan BAB.09.91 .04.08 Fasilitasi Kerjasama DAB.P.01.08
daerah investasi Daerah
RAB.09.01.04 pemerintahan |RAB.09.01.04.09 Pelayanan DAB.P.01.09

daerah

Pengunjung Anjungan NTT-TMII

/f/é
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TABEL 3

penanaman modal

pelayanan perijinan dan hon perijinan

7 8 9 10

RAB.02.08.02 manajemen RAB.02.08.02.01 Penyediaan data PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN
. . . : DAB.P.01.01

penanaman modal dan informasi potensi investasi MODAL

RAB.02.08.02 manajemen RAB.O?:08.02.0? Pengembangan DAB.P.01.02

penanaman modal potensi investasi

RAB.02.08.02 manajemen {RAB.02.08.02.03 Pengembangan

penanaman modal promasi penanaman modal DAB.P.01.03 PROMOSI PENANAMAN MODAL

RAB.02.08.02 manajemen RAB.02.08.02.04 Promosi penanaman DAB.P.01.04

penanaman modai modal

RAB.02.08.02 manajemen RAB.02.08.02.05 Peningkatan DAB.P.01.05 PELAYANAN TERPADU

/U‘(,
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TABEL 3

RAB.02.08.02.06 Pemanfaatan sistem
informasi pelayanan perijinan secara |DAB.P.01.06
elektronik

RAB.02.08.02 manajemen
penanaman modal

RAB.02.08.02 manajemen RAB.02.08.02.07 Pemantauan dan

DAB.P.01.07 PENGENDALIAN
| penanaman modal Pengawasan
| RAB.02.08.02 manajemen RAB.02.08.02.08 Fasilitasi DAB.P.01.08
| penanaman modal penyelesaian masalah R
|
7 8 9 10
RAB.09.05.03 manajemen RAB.09.05.03.01 pemantauan dan DAB.P.01.01 Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Makro

ekonomi makro pengendalian inflasi daerah dan Mikro

RAB.02.05.03 manajemen RAB.08.05.03.02 sosialisasi dan
ekonomi makro pembentukan FK ME NTT
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TABEL 3

RAB.09.05.03 manajemen

RAB.09.05.03.03 pelaksanaan
kegiatan koordinasi dan sosialisasi

ekonomi makro kebijakan pengembangan UMKM dan DREFA0n
optimalisasi penyaluran KUR
RAR ; RAB.09.05.03.04 Pelaksanaan
ekongi.iori:k?;nanajemen koordinasi, evaluasi dalam rangka DAB.P.01.04
pengendalian BBM bersubsidi
RAB.07.02.01 pembinaan RAB.07.02.01.01 Dokumen kebijakan DAB.P 01.05 Pelaksanaan Kebijakan koordinasi
energi regional HHBK di provinsi NTT T Sumber Daya Atam
RAB.07.02.01.02 rekomendasi sentra
RAB.07.02.01 pembinaan komoditi unggulan pertanian,
. g DAB.P.01.06
energi regional peternakan, perkebunan dan
perikanan di daerah
; RAB.07.02.01.03 rekomendasi
{F:&B.?;Oi?\;lpembmaan penghendalian produksi dan DAB.P.01.07
rgireg produkivitas SDA
g RAB.07.02.01.04 kebijakan
RARU7.0201 pambinasn pertambangan dan uisaha pemulihan |DAB.P.01.08

energi regional

lingkungan hidup

/(/(a
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TABEL 3

RAB.07.02.01 pembinaan

RAB.07.02.01.05 pengelolaan

energi regional konservasi perairan di provinsi NTT HHEPDTA
: RAB.07.02.01 .01 Monitoring dan
RAELDZ.02.01 energl bary evaluasi potensi pengembangan EBT |DAB.P.01.10
dan terbarukan
dan SDA
RAB.02.07.01 pembinaan RAB.'OZ.'07'O1‘O1 koord-lnaSI.,. faslitast, Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi
badan usaha regional monitoring dan evaluasi kehijakan DAB.P.01.11 BUMD/BLUD
pengelolaan BUMD di kab/kota
RAB.02.07.01 pembinaan RAB.02.07.01.02 Temu solusi DAB.P.01.12
badan usaha regional pengelolaan BUMD di 3 zona T
: RAB.02.07.01.03 Koordinasi,
LS LR pe-mbmaan optimalisasi pengelolaan BUMD air DAB.P.01.13
badan usaha regional A
minum
RAB.02.07.01 pembinaan RAB.02.07.01.04 Evaluasi pembinaan DAB.P.01.14

badan usaha regional

BUMD provinsi

Mt
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TABEL 3

RAB.09.01.04 pemerintahan

RAB.09.01.04.01 pengendakan

Pelaksanaan kebijakan pengendalian

ketertiban umum

bangsa

administrasi pelaksanaan DAB.P.01.15 - .
daerah administrasi pembangunan
pembangunan daearah
i RAB.09.01.04.02 pengendalian
RAB.09,01.04 pemerintahan | 1 rinistras! pelaksanaan DAB.P.01.16
daerah .
pembangunan wilayah
: RAB.09.01.04.03 penyusunan
5’2?;19'01 Al pameipiaaen pelaporan pelaksanan pembangunan |DAB.P.01.17
a APBD dan APBN
7 8 9 10
RAB.05.02.01 ketentraman, |- > /o 0a0 | 01 Helaksanakan ) ABP.O101 IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN
ketertiban umum 9 o9 tllas DAN KARAKTER BANGSA
kebangsaan
RAB.05.02.01.02 Melaksanakan
RAB.D3.02.01 ketantraman, kegiatan bela negara dan karakter DAB.P.01.02

%
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TABEL 3

RAB.05.02.01 ketentraman,

RAB.05.02.01.03 Merencanakan dan

POLITIK DALAM NEGER( MELIPUTI
PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENINGKATAN DEMOKRASI SERTA

ketertiban umum

kemasyarakatan

ketertihan umum mg?:g:%i’;aka“i:eg'atta” dpe”df'ka‘.” BAR.FR188 FASILITAS! KELEMBAGAAN
P UL Sl PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN
PARTAI POLITIK
RAB.05.02.01.04 Merencanakan dan
RAB.05.02.01 ketentraman, [melaksanakan kegiatan fasilitasi
. . DAB.P.01.04
ketertiban umum kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,
BUDAYA, AGAMA, DAN ORGANISASI
RAB.05.02.01 ketentraman, ﬁggfszgic:n'?i “f:::iz?::::aia” — KEMASYARAKATAN MELIPUT]
ketertiban umum okonomi. sosbud gan a0ama ) R KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,
> 9 BUDAYA DAN AGAMA SERTA
ORGANISAS| KEMASYARAKATAN
RAB.05.02.01.06 Merencanakan dan
RADOS02.0 ketantraman, pelaksanaan kegiatan organisasi DAB.P.01.06

e
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TABEL 3

RAB.05.02.01 ketentraman,

RAB.05.02.01.07 pelaksanaan

KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK MELIPUTI

ketertiban umum

T — kegiatan kewaspadaan dini dan DAB.P.01.07 KEWASPADAAN DINI DAN

HEHNER kerjasama intelijen KERJASAMA INTELIJEN SERTA

PENANGANAN KONFLIK
RAB.05.02.01 ketentraman, |RAB.G5.02.01.08 pelaksanaan
: . . DAB.P.01.08
ketertiban umum kegiatan penanganan konflik
7 8 9 10

RAB.95.02.01 ketentraman, |RAB.05.02.01.01 pelaksanaan DAB.P01.01 PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
ketertiban umum pencegahan
RAB.95.02.01 ketentraman, RA?.OS_.02.01.02 melaksanakan DAB.P.01.02
ketertiban umum kesiapsiagaan
RAB.95.02.01 ketentraman, RA3.05.02.01 .03 Melaksanakan DAB.P.01.03 KEDARURATAN DAN LOGISTIK
ketertiban umum kegiatan kedaruratan
RAB.05.02.01 ketentraman, |p s 65 02.01,04 pengadaan logistik |DAB.P.01.04

W
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TABEL 3

RAB.05.02.01 ketentraman,

RAB.05.02.01.05 melakukan

aparatur sipil negara

e rehabilitasi DAB.P.01.05 REHABILITASI DAN REKONSTRUKS!
RAB.95.02.01 ketentraman, RAB.05.02.Q1.06 melakukukan DAB.P.01.06
ketertiban umum rekonstruksi
7 8 g 10

RAB.09.06.02 manajemen : KOMPETENSI MANAJERAL,
aparatur sipil negara e hSRAtR vl Esietiher e (S EUIE R PEMERINTAHAN DAN SOSIAL
RAB.09.0§.92 manajemen RAB.OS}.OE?.O2 .02 Pelatihan DAB.P.01.01
aparatur sipil negara kepemimpinan
RAB.09.06.02 manajemen RAB.09.06.02 .03 Pemerintahan dan

e : DAB.P.01.01
aparatur sipil negara sosial kultural
RAB.09.06.02 manajemen 1o ap 09 06,02 .04 Kompetensi teknis |DAB.P.01.01 P BRI TERMLS B

FUNGSIONAL

Mo
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TABEL 3

RAB.09.0§.(_12 manajemen RAB.99.06.02 .05 Kompetensi DAB.P.01.01

aparatur sipil negara fungsional

RAB.09.0§.92 manajemen RAB.09.06.02.06 Kurikulum dan DAB.P.01.01

aparatur sipil negara perangkat

RAB.09.06.03 kelembagaan |/ >:09-06.03.01 Sertifikasi dan DAB.P.01.01 SERTIFIKAS| DAN KELEMBAGAAN
kelembagaan

RAB.09.06.03 kelembagaan | < 000-06.03.02 Sistem Informasi |5y 0g b 4 4
pengembangan kompetensi

RAE.D8.06.08 kelombagaan |1 D-20-00.03/03 sarana. aan DAB.P.01.01
prasarana

7 8 9 10

M
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TABEL 3

PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN
RAB.08.02.02 keuangan RAB.09.02.02.01 penyusunan DAB-P.01.01 APBD SKPD, SKPKD DIl BIDANG
negara anggaran bidang pemerintahan o PEMERINTAHAN, PEREKONOMIAN,
DAN PEMBANGUNAN

RAB.08.02.02.02 penyusunan
anggaran bidang peerkonomian dan [DAB-P.01.02
pembangunan

RAB.09.02.02 keuangan
negara

RAB.09.02.02 keuangan RAB.08.02.02.03 penyusunan

) L . DAB-P.01.03

negara anggaran bidang administrasi umum
RAB.09.02.02.03 pembayaran bidang PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN

RABa';g'OZ'” keuangan | erintahan, keseahteraan rakyat |DAB-P.01.04 EVALUASI KEGIATAN
beg dan administrasi umum PERBENDAHARAAN
RAB.09.02.02 keuangan RAB.09.02.02.04 pembayaran bidang

, DAB-P.01.05
negara perekonomian dan pembangunan
RAB.09.02.02 keuangan RAB.08.02.02.05 pengelolaan kas DAB-P.01.06

negara dan pembinaan bendahara
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TABEL 3

RAB.09.02.02.06 akuntansi

n' aABa.roag.oz.oz keuangan | danatan, piutang, dan penerimaan |DAB-P.01.07 AKUNTANS! DAN PELAPORAN
°g pembiayaan
RAB.09.02.02.07 akuntansi belanja
RAB.09.02.02 keuanigan aset, hutang, dan pengeluaran DAB-P.01.08
negara ;
pembiayaan
RAB.09.02.02 keuangan RAB.09.02.02.08 akuntansi DAB-P.01.09
negara penyusunan laporan keuangan
RAB.09.02.01 pembinaan RAB.09.02.01.01 pembinaan dan DAB-P.01.10 PEMBINAAN KEUANGAN
keuangan instansi evaluasi wilayah 1 o KABUPATEN/KOTA
RAB.05.02.01 pembinaan RAB.09.02.01.02 pembinaan dan
. . ‘o DAB-P.01.11
keuangan instansi evaluasi wilayah 2
RAB.09.02.01 pembinaan RAB.09.02.01.03 pembinaan dan
. . - DAB-P.01.12
keuangan instansi evaluasi wilayah 3
7 8 9 10

//&
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TABEL 3

RAB.07.03.01 pengelolaan

RAB.07.03.01.01 Tata Lingkungan

PENATAAN DAN PEMANFATAN TATA
LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN,

i s Bsilis SRS DAB-P.01.01 PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN,
Y PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN
HUTAN

RAB.07.03.01 _pengeiolaan BAB.O?.OS.O‘! .02 Pengkajian dampak DAB-P.01.02
hutan dan hasilnya lingkugan
RAB.07.03.01 pengelolaan {RAB.07.03.01.03 Penggunaan dan

: DAB-P.01.03
hutan dan hasilnya Pemanfaatan hutan
RAB.07.03.03 perlindungan |RAB.07.03.03.01 Pengamanan dan DAB-P.01.04 PENGENDALIAN DAN PERLINDUNGAN
kawasan hutan penegakan hukum
RAB.07.03.03 perlindungan [RAB.07.03.03.02 pengendalian dan

DAB-P.01.05

kawasan hutan pencemaran kerusakan
RAB.07.03.03 perlindungan |RAB.07.03.03.03 Konservasi sumber DAB-P.01.06

kawasan hutan

daya alam dan ekosistem

£

161




TABEL 3

RAB.07.05.01 pembinaan

RAB.07.05.01.01 pengolahan sampah

lingkungan hidup regional  |dan limbah B3 DAS-F01.01 PEMEINAAY
; RA.02 B.07.05.01 pemeliharaan
RABO7.09.01 pembinean |y p oen dan pergelaiaan daerah  [OAB-P.01.08
lingkungan hidup regionat ; ;
aliran sungati
I_QAB.OT.OS.O_‘! pembipaan RAB.(07.05.01.03 rehabilitasi hutan DAB-P.01.09
lingkungan hidup regional dan lahan
PENINGKATAN KAPASITAS
Eﬁgﬁogfiglifne';geb'aa" xss.o:.gaim.m pemberdayaan  inap b 01,10 PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN
. y Y KEHUTANAN SOSIAL
RAB.07.03.01 pengelolaan | g 7 63 01,08 penyuluhan DAB-P.01.10
hutan dan hasilnya
i RAB.07.03.01 pengelolaan |RAB.07.03.01.06 bina usaha ;
| hutan dan hasilnya kehutanan DABF LIS
7 8 9 10

Pz
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TABEL 3

RAB.09.01.04 pemerintahan
daerah

RAB.08.01.04.01 Menyelia program
dan kegiatan mulai dari perencanaan
sampai dengan pelaksanaan agar
terciptanya efektifitas pelaksanaan
program dan kegiatan dalam
mencapai tujuan Kebijakan organisasi
yang telah ditetapkan atasan

DAB-P.01.01

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP PELAKSANAAN URUSAN
PEMERINTAHAN

DAERAH DI PERANGKAT DAERAH
PROVINS| DAN KABUPATEN/KOTA

RAB.09.01.04 pemerintahan
dasrah

RAB.09.01.04.02 Menyslia program
dan kegiatan mulai dari perencanaan
sampai dengan pelaksanaan
berdasarkan rencana kerja untuk
disempurnakan agar hasil yang
dicapai benar-benar akurat dan sesuai
ketentuan yang berlaku

DAB-P.01.02

RAB.09.01.04 pemerintahan
daerah

RAB.09.01.04.03 Menetapkan
kebijakan pembinaan dan petunjuk
teknis penyelenggaraan pengawasan
pada perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/
Kota sesuai kewenangan Provinsi

DAB-P.01.03

/M;
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TABEL 3

RAB.09.01.04 pemerintahan
daerah

RAB.08.01.04.04 Mengoordinasikan,
mengawasi pemeriksaan, pengusutan,
pengujian dan penilaian tugas
pengawasan serta pemantauan dan
evaluasi, verifikasi, reviu sesuai
ketentuan dan prosedur guna
menjamin obyeklifitas daiam
perencanaan dan p€nganggaran
untuk mengstahui kinerja dari masing-
masing perangkat daerah Provinsi
dan Kabupaten / Kota

DAB-P.01.04

RAB.09.01.04 pemerintahan
daerah

RAB.09.01.04.05 Melakukan penilaian
atas manfaat dan keberhasilan
kebijakan, pelaksanaan program dan
kegiatan berdasarkan masukan,
keluaran dan hasil dari masing-masing
perangkat daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota untuk mengetahui
keberhasilan pelaksanaan tugas

DAB-P.01.05

RAB.09.01.04 pemerintahan
daerah

RAB.08.01.04.06 Mengevaluasi
pelaksanaan tugas sesuai hasil yang
dilaksanakan untuk mengetahui
permasalahan dan mencari solusinya

DAB-P.01.06

M
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TABEL 3

RAB.09.01.04 pemerintahan
daerah

RAB.09.01.04.07 Melakukan
inventarisasi, dokumentasi dan
penelaahan terhadap peraturan
perundang-undangan yang
berhubungan dengan pengawasan
unfuk menunjang kelancaran
peiaksanaan tugas

DAB-P.01.07

RAB.09.01.04 pemerintahan
daerah

RAB.09.01.04.08 Mengumpulkan data
umum terhadap obyek yang diperiksa
berdasarkan ketentuan dan prosedur
yang berfaku untuk mengetahui
secara umum mekanisme dan
kebijakan pada instansi yang
diperiksa

DAB-P.01.08

RAB.08.01.04 pemerintahan
daerah

RAB.09.01.04.09 Mengoordinir
penyusunan hasil pemeriksaan sesuai
obyek yang diperiksa agar dapat
diketahui permasalahan yang ada dan
segera melakukan tindak lanjut

DAB-P.01.09

s
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TABEL 3

RAB.09.01.04 pemerintahan

RAB.09.01.04.10 Mengoordinasikan
pelaksanaan pemeriksaan,
pengusutan, pengujian dan penilaian

reformasi birokrasi

agar hasil yang dicapai benar-benar
akurat dan sesuai ketentuan yang
berlaku

sesuai ketentuan dan prosedur yang |DAB-P.01.10
daerah " "
berlaku agar pemeriksaan berjalan
sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
; TERHADAP PENCEGAHAN TINDAK
RAB.09.06.04 pembinaan [ oo oo no tenyola program PIDANA KORUPSI, REFORMASI
reformasi birokrasi -y igéjen - Iaksar?aan i BIROKRAS!, DAN KASUS PENGADUAN
sampal dengan pe MASYARAKAT DI PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA
RAB.09.06.04.02 Memeriksa hasil
kerja pejabat fungsional auditor dan
RAR . pengawas pemerintahan berdasarkan
-H.08.04 pamisina rencana kerja untuk dissmpumakan [DAB-P.01.12

o
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TABEL 3

RAB.09.06.04 pembinaan
reformasi birokrasi

RAB.09.06.04.03 Menyelia
penyusunan rencana kerja
pemeriksaan tahunan sesuai prosedur
dan ketentuan yang berlaku untuk
ditetapkan sebagai Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPI)

DAB-P.01.13

RAB.08.06.04 pembinaan
reformasi birokrasi

RAB.09.06.04.04 Menyelia
pelaksanaan penyusunan program
kerja pemeriksaan (PKP) terhadap
obrik yang diperiksa

DAB-P.01.14

RAB.09.06.04 pembinaan
reformasi birokrasi

RAB.02.06.04.05 Menetapkan
kebijakan pembinaan dan petunjuk
teknis penyelenggaraan pengawasan
berdasarkan ketentuan dan prosedur
yang berlaku untuk mewujudkan
sistem pengawasan yang sinergi pada
perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /
Kota

DAB-P.01.15
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TABEL 3

RAB.09.06.04 pembinaan
reformasi birokrasi

RAB.09.06.04.06 Mengoordinasikan,
mengawasi pemeriksaan, pengusutan,
pengujian dan penilaian tugas
pengawasan seria pemantauan dan
evaluasi, verifikasi, reviu sesuai
ketentuan dan prosedur yang berlaku

DAB-P.01.16

RAB.09.06.04 pembinaan
reformasi birokrasi

RAB.09.06.04.07 Melakukan penilaian
atas manfaat dan keberhasilan
kebijakan, pelaksanaan pengawasan
berdasarkan masukan, keluaran dan
hasil di tingkat Provinsi dan
Kabupaten/Kota unfuk mengetahui
keberhasilan pelaksanaan tugas

DAB-P.01.17

RAB.09.06.04 pembinaan
reformasi birokrasi

RAB.09.06.04.08 Melakukan
inventarisasi, dokumentasi dan
penelaahan terhadap peraturan
perundang-undangan yang
berhubungan dengan pengawasan
untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas

DAB-P.01.18

RAB.09.06.04 pembinaan
reformasi birokrasi

RAB.09.06.04.09 Mengumpulkan
data umum terhadap obyek yang
diperiksa berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk
mengetahui secara umum mekanisme
dan kebijakan pada instansi yang
diperiksa

DAB-P.01.1¢
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TABEL 3

RAB.09.06.04 pembinaan
reformasi birokrasi

RAB.09.06.04.10 Mengoordinir
penyusunan hasil pemeriksaan sesuai
obyek yang diperiksa agar dapat
diketahui permasalahan yang ada dan
segera melakukan tindak lanjut

DAB-P.01.20

RAB.09.06.04.11 Mengoordinasikan
pelaksanaan pemeriksaan,
pengusutan, pengujian dan penilaian

reformasi birokrasi

dilaksanakan untuk mengetahui
permasalahan dan mencari solusinya

RAB'OQ'QG'.M pemblnaan sesuai ketentuan dan prosedur yang |DAB-P.01.21
refamias] DIoRras) berlaku agar pemeriksaan berjalan

sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan

RAB.09.06.04.12 Mengevaluasi
RAB.09.06.04 pembinaan pelaksanaan tugassesuai hasil yang DAB-P.01.22

/U
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TABEL 3

RAB.09.06.04.13 Menyampaikan
saran/ masukan secara lisan dan
. tertulis kepada atasan melalui nota
RABOROGOM poirsingan | oo cenletion tolishon slafsastial  [DABP.01.73
reformasi birokrasi :
tugas, fungsi dan wewenangnya
sebagai bahan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan atasan
7 8 9 10
PENDATAAN DAN PENETAPAN,
PEMBUKUAN DAN PENAGIHAN SERTA
LAYANAN DAN KEBERATAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA
RAB.09.02.02 kedangan  |RAB09.02.02.01 pendataandan  1paB-p.01.01 BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
9 R (BBNKB) DAN PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)
UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN
DAERAH.
RAB.09.02.02 keuangan RAB.09.02.02.02 layanan dan DAB-P.01.02
negara keberatan

e
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TABEL 3

RAB.08.02.02 keuangan
negara

RAB.08.02.02.03 pembukuan dengan
penagihan

DAB-P.01.03

RAB.09.02.02 keuangan
negara

RAB.09.02.02.04 kegiatan
penyusunan bahan petunjuk teknis,
fasilitas pendataan dan penerimaan
dan evaluasi pungutan hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan.

DAB-P.01.04

PENGELOLAAN PUNGUTAN
RETRIBUS! DAERAH, HASIL
PENGELOLAAN KEKAYAAN YANG
DIPISAHKAN, LAIN-LAIN PENDAPATAN
YANG SAH, DANA PERIMBANGAN DAN
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
SESUAI UNTUK PENINGKATAN
PENERIMAAN PENDATAN ASLI
DAERAH.

RAB.09.02.02 keuangan
negara

RAB.09.02.02.05 kegiatan
penyusunan bahan fasilitas
pembinaan dan pengendalian teknis
serta evaluasi pendataan dan
penerimaan mencakup pungutan
retribusi dan lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah.

DAB-P.01.05

RAB.09.02.02 keuangan
negara

RAB.09.02.02.06 kegiatan
penyusunan bahan fasilitasi,
pembinaan dan pegendalian teknis
serta evaluasi pendataan dan
penerimaan mencakup pungutan dana
perimbangan dan lain-lain pendapatan
yang sah.

DAB-P.01.06

iz
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TABEL 3

RAB.09.02.08 pengadaan

RAB.09.02.08.01 analisa kebutuhan

ANALISA KEBUTUHAN DAN
PENATAUSAHAAN ASET MELIPUTI
ANALISA KEBUTUHAN DAN

dan manajemen aset

penyelesaian sengketa aset

eyl . R W DAB-P.01.07 PENGADAAN, PENATAUSAHAN
) R SERTA PENETAPAN STATUS DAN
PENILAIAN ASET TERMASUK SIPKD
MODUL ASET
RAB.09.02.08 pengadaan | ap 09 02 08,02 penatausahaan aset|DAB-P.01.08
dan manajemen aset
RAB.09.02.08 pengadaan RAB.09.02.08.03 penetapan status
. el DAB-P.01.09
dan manajemen aset dan penilaian aset
PENGELOLAAN ASET DAERAH
RAB.09.02.08 pengadaan MELIPUTI PEMANFAATAN,
danmanajemen aset RAB.09.02.08.04 pemanfaatan aset |DAB-P.01.10 PEMINDAHTANGANAN DAN
PENGAMANAN ASET
RAB.09.02.08 pengadaan RAB.09.02.08.05 pemindahtanganan
. DAB-P.01.11
dan manajemen aset dan pengamanan aset
RAB.09.02.08 pengadaan RAB.09.02.08.06 pengamanan dan DAB-P.01.12

}(/6

162




TABEL 3

7 8 9 10

KOORDINASI PERENCANAAN DAN
FASILITASI KERJA SAMA MELIPUTI

RAB.03.05.05 KOORDINAS| PERENCANAAN DAN

pengembangan daerah P' bEBRgﬁgmf\frl ROOREINAS! DAB-P.01.01 FASILITAS| KERJA SAMA

tertenty PEMBANGUNAN BATAS WILAYAH
NEGARA DAN KAWASAN
PERBATASAN

RAB.03.05.05

RAB.03.05.05.02 FASILITASI KERJA

{Jee;é;:t?bangan daerah SAMA DAB-P.01.02
KOORDINASI PELAKSANAAN
MELIPUTI KOORDINASI

RAB.03.05.05 PEMBANGUNAN SERTA KOORDINAS!

pengembangan daerah AT 05.00.00.05 KOORDINASI DAB-P.01.03 FASILITAS| PENEGASAN,

tertentu PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
BATAS WILAYAH NEGARA DAN
KAWASAN PERBATASAN

RAB.03.05.05.04 KOORDINAS!

RAB 30500 neran |FASILITASI PENEGASAN, DAB-P.01.04

fer?g‘f; 9 PENGAMANAN DAN s

eren PEMELIHARAAN

/(/(ﬁ
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TABEL 3

RAB.01.01.04 strategi
pertahanan

RAB.01.01.04.01 MONITORING
BATAS WIIAYAH NEGARA DAN DAB-P.01.05
KAWASAN PERBATASAN

MONITORING DAN EVALUASI
WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN
PERBATASAN

RAB.01.01.04 strategi

RAB.01.01.04.02 EVALUASI BATAS
WILAYAH NECARA DAN KAWASAN |DAB-P01.06

program Kerja organisasi

INFORMASI

perahansh PERBATASAN

7 8 9 10
RAB.09.06.07 pengelolaan  [RAB.09.05.07.01 PERENCANAAN |, oo . PERENCANAAN ,PENGENDAIIAN DAN
orogram kerja organisasi  |DAN PENDANAAN Al EVALUAS! PEMBANGUNAN DAERAH
RAB.09.05.07 pengelofaan  |RAB.09.05.07.02 DATA DAN RP——

/Ccz
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TABEL 3

RAB.09.05.07 pengelolaan

RAB.09.05.07.03 PENGENDALIAN,

program kerja organisasi  |EVALUAS] DAN PELAPORAN DAB-P.01.03
RAB.09.05.07 pengelolaan |RAB.08.05.07.04 PEMERINTAHAN DAB-P.01.04 PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
program kerja organisasi DAN POLITIK T MANUSIA
RAB.09.05.07 pengelolaan |RAB.09.05.07.05 PEMBANGUNAN
$ i DAB-P.01.05
pregram kerja organisasi MANUSIA
RAB.09.05.07 pengelolaan |RAB.09.05.07.06 KESEJAHTERAAN DAB-P.01.06
program Kerja organisasi SOSIAL DAN BUDAYA o
RAB.OQ.OS.(?? pengi?[ola.an RAB.0S.05.07.07 PEREKONOMIAN |DAB-P.01.07 PEREKONOM!AN DAN SUMBER DAYA
program kerja organisasi ALAM
RAB.09.05.07 pengelolaan |RAB.09.05.07.08 SUMBER DAYA
. S DAB-P.01.08
program ketja organisasi ALAM
RAB.09.05.07 pengelolaan o g 49 05.07.09 PARIWISATA DAB-P.01.09
program kerja organisasi
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TABEL 3

pregram Keria organisasi

TEKNOLOGI

RAB.09.05.07 pengslolaan o\ 49 05 07,10 INFRASTRUKTUR |DAB-P.01.10 INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
program ketia organisasi
RAB.09.08.07 pengelolaan | o\ 06 05 07.11 KEWIIAYAHAN  |DAB-P.01.11
program kerja organisasi
RAB.09.05.07 pengelolaan |RAB.09.05.07.12 TATA RUANG DAN DAB-P.01.12
program keria organisasi LINGKUNGAN HIDUP T
7 8 9 10
RAB.09.05.07 pengelolaan |RAB.09.05.07.13 SOSIAL DAN g
orogram kerja organisasi PEMERINTAHAN DAB-P.01.13 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
RAB.09.05.07 pengelolaan  [RAB.09.05.07.14 EKONOMI DAN DAB-P.01.14
program kerja organisasi PEMBANGUNAN e
RAB.09.05.07 pengelolaan |RAB.09.05.07.15 INOVASI DAN DAB-P.01.15

P&
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TABEL 3

berbasis elektronik

SISTEM INFORMASI

7 8 3 10

. RAB.08.06.06.01 PENGELOLAAN
RAB.05.05.06 Manajemen  |STRATEGI PENGADAAN BARANG  |DAB-P.01.01 T
FREERET DAN JASA
RAB.09.06.06 manajemen  |RAB.09.06.06.01 PELAKSANAAN |\ o o
pelayanan publik PENGADAAN BARANG DAN JASA o

. RAR.09.06.06.01 PEMANTAUAN
Rﬂ‘B'oﬁ'of'ousb:i‘;‘f"aJe’"e“ DAN EVALUASI PENGADAAN DAB-P.01.03
PHSEARARLR BARANG DAN JASA
RAB.(08.06.07 manajemen RAB.09.06.07.01 PENGELOLAAN
sistem pemerintahan SISTEM PENGADAAN SECARA  |DAB-P.01.04 ﬁﬁﬂgﬁém&ﬁﬁf?&mom
berbasis elektronik ELEKTRONIK
RAB.09.06.07 manajemen
sistern pemerintahan RAR 09080702 PENCENBANGAN 15xe st o

/VK,Q
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TABEL 3

RAB.09.06.07 manajemen

RAB.09.06.07.03 PENGELOLAAN

TEKNIS PENGADAAN BARANG
DAN JASA

sistem pemerintahan INFORMASI PENGADAAN BARANG |DAB-P.01.06
berbasis elektronik DAN JASA
RAB.09.06.03.01 PEMBINAAN SDM PEMBINAAN DAN ADVOKAS!
RAB.09.06.03 kelembagaan |-\ ~anaAAN BARANG DAN JASA |PAB-P-01.07 PENGADAAN BARANG DAN JASA
RAB.09.06.03.02 PEMBINAAN
RAB.09.06.03 kelembagaan |KELEMBAGAAN PENGADAAN DAB-P.01.08
BARANG DAN JASA
RAB.09.06.03.03 PENDAMPINGAN,
RAB.09.06.03 kelembagaan |[CONSULTASI DANBIMBINGAN = 10,0 5 44 5o

/(/(r

168



TABEL 3

: - : ; Kode Model ID metadata
Uraian Bisnis/Urusan Unit Kerja Referensi terkait
11 12 13 14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Pembangunan Sumber Daya
Industri yang menangani Pembangunan Sumber Daya . : ;
Manusia Industri dan Sumber Daya Alam, Dines Perndustrian dan  1RAB.02.01 DAD-P.1
Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas dan gang
Inovasi dan Sumber Daya Alam dan Pengawasan dan
Pengendalian.
Dinas Perindustrian dan RAB.02.01 DAD-P.2
Perdagangan
Dinas Perindustrian dan RAB.02.01 DAD-P.3
Perdagangan
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Pengembangan Sarana . . .
Prasana dan Pemberdayaan Industri yang menangani g:an:iz P:{:'nadHUStrlan dan RAB.02.01 DAD-P.4
Pembangunan IKM, Pembangunan IKM dan gang
Pengolahan Data dan Informasi Industri
Dinas Perindustrian dan RAB.02.01 DAD-P.5
Perdagangan
Dinas Perindustrian dan RAB.02.01 DAD-P.6
Perdagangan
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TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Pengembangan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan

Peningkatan Produksi Serealia, Peningkatan Produksi
Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian dan Peningkatan
Produksi Hortikultura

Ketahanan Pangan

yang menangani Pengembangan Perdagangan Dalam S —— RAB.02.02 DAD-P.7

Negeri, Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Cals

Negeri dan Pengembangan perdagangan luar negeri
Dinas Perindustrian dan RAB.02.02 DAD-P.8
Perdagangan
Dinas Perindustrian dan RAB.02.02 DAD-P.S
Perdagangan

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan

pemerintahan di bidang Perlindungan Konsumen dan Dinas Perindustrian dan

Tertib Niaga yang menangani Pemberdayaan RAB.02.02 DAD-P.10
Perdagangan

Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

serta Pendataan Pasar Tertib Ukur
Dinas Perindustrian dan RAB.02.02 DAD-P.11
Perdagangan

11 12 13 14

Proses hisnis ini berkaitan dengan urusan

pemerintahan di bidang Peningkatan Produksi

Tanaman Pangan dan Hortikultura yang menangani Dinas Pertanian dan RAB.02.03 DAD-P.12
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TABEL 3

B

Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan RAB.02.03 HALRP 1S
Dinas Pertanian dan RAB.02.03 DAD-P.14
Ketahanan Pangan
11 12 13 14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Peningkatan Sarana dan . .
Prasarana Pertanian yang menangani Pengelolaan Eggﬁ;iia;:;l (:;n RAB.02.03 DAD-P.15
Lahan dan Air, Pengelolaan Pupuk, Pestisida, Alsintan 9
dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
UESFa ety RAB.02.03 DAD-P.16
Ketahanan Pangan
Dinas Pertanian dan RAB.02.03 DAD-P A7
Ketahanan Pangan
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang ketahanan Pangan dan . :
Penyuluhan yang menangani Ketersediaan dan Lings Pertumeydan RAB.02.03 DAD-P.18
R : Ketahanan Pangan
Distribusi Pangan, Konsumsi dan keamanan Pangan
dan Penyuluhan
Dinas Pertanian dan RAB.02.03 DAD-P.19
Ketahanan Pangan
Dinas Pertanian dan RAB.02.03 DAD-P.20
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TABEL 3

.

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Peningkatan Produksi
Tanaman Perkebunan yang menangani Peningkatan

Dinas Pertanian dan

Produksi Tanaman Tahunan, Peningkatan Produksi Ketahanan Pangan Rabz sl
Tanaman Semusim dan Peningkatan Produksi Tan.
Rempah & Penyegar
Dinas Pertanian dan RAB.02.04 DAD-P .22
Ketahanan Pangan
Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan RAB.02.04 Bk
11 12 13 14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Peningkatan populasi
pertiumbuhan ternak yang menangani : 1. Ketersediaan
dan Mutu Benih/Bibit Temak dan Tanaman Pakan
Temak, Bahan Pakan, serta Pakan. 2. Pengendalian Dinas Peternakan RAB.02.05 DAD-P.24
dan pengawasan Penyediaan Peredaran Benih/Bibit
Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. 3. Serta Pakan
serta Peningkatan Penyediaan Benih/Bibit Temak dan
Hijauan Pakan Ternak
T Dinas Peternakan RAB.02.05 DAD-P.25
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TABEL 3

Dinas Peternakan RAB.02.05 DAD-P.26
11 12 13 14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Peningkatan presentase
prasarana ternak yang memnuhi standar yang
menangani Perencanaan Pengembangan Prasarana,
Kawasan dan Komoditas Pertanian, Peningkatan Dinas Peternakan RAB.02.05 DAD-P.27
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana
Pendukung, dan Pembangunan, Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta
Sarana Pendukungnya
Dinas Peternakan RAB.02.05 DAD-P.28
Dinas Peternakan RAB.02.05 DAD-P.29
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Peningkatan jumlah ternak
yang sehat yang menangani Pengendalian Resiko dan
Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis dan Dinas Peternakan RAB.02.05 DAD-P.30

Pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk
pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk
hewan

/4

173




TABEL 3

Dinas Peternakan

RAB.02.05

DAD-P.31

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Peningkatan pertumbuhan unit
usaha pangan asal temak yang memenuhi standar
yang menangani Penerapan Persyaratan Teknis
Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit
Usaha Produk Hewan dan Pembinaan Penerapan
Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk
Hewan

Dinas Peternakan

RAB.02.05

DAD-P.32

Dinas Peternakan

RAB.02.05

DAD-P.33

11

12

13

14

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Pengembangan kelembagaan
dan peningkatan sumber daya manusia koperasi
meialui Rehabilitasi dan Reorientasi Koperasi Aktif dan
berdaya saing yanga menangani Pengembangan
kompetensi dan kualitas koperasi perempuan berbasis
kearifan lokal yang berdaya saing, Fasilitasi ljin Usaha
Simpan Pinjam melalui pendidikan dan pelatihan
pemberdayaan SDM Koperasi dan kelembagaan
Koperasi Aktif berdigitalisasi melalui pengembangan
Usaha dan Peran SDM Koperasi

Dinas Koperasi Tenaga Kerja
dan Transmigrasi

RARB.02.09

DAD-P.34

s
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TABEL 3

Dinas Koperasi Tenaga Kerja

d ; 4 RAB.02.09 DAD-P.35
an Transmigrasi
Dinas Koperla3| T_enaga Kerja RAB.02.10 DAD-P.36
dan Transmigrasi
11 12 13 14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Menumbuhkembangkan UKM
dan Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui
Pemberdayaan Usaha Kecil menengah yang berdaya |Dinas Koperasi Tenaga Kerja u
saing yang menangani UMKM Perempuan Melalui dan Transmigrasi BABRSEAD AP
Pelatihan Kewirausahaan Dan Peran SDM Koperasi,
Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengembangan
Kompetensi & Kualitas PLUT-UMKM
Dinas Koperasi Tenaga Kerja .
dan Transmigrasi RASEEI BRD-Fa8
Dinas Koperasi Tenaga Kerja RAB.02.10 DAD-P.39

dan Transmigrasi
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TABEL 3

Proses bisnis ini barkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang kompetensi dan daya saing
tenaga kerja melalui pengembangan ketrampilan,
pelatihan kerja, produktivitas dan penempatan
perluasan kesempatan kerja serta peningkatan jaminan
perlindungan tenaga kerja yang menangani
pengembangan ketrampilan, pelatihan kerja,

Dinas Koperasi Tenaga Kerja

masyarakat yang menangani Penyiapan Permukiman
Transmigrasi, Penempatan Pemindahan dan Sarpras
dan Pembinaan Sosial Budaya dan Ekonomi

dan Transmigrasi

produktivitas dan penepatan, periuasan kesempatan dan Transmigrasi RESTOREE DAD-P.40

kerja serta peningkatan jaminan perlindungan tenaga

kerja, Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui

hubungan industrial yang harmonis, dan Peningkatan

intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan

keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta

penegakan hukum
Dinas Koper.a5| T.enaga Kerja RAB.06.02 DAD-P .41
dan Transmigrasi
Dinas Kopeu:am 'l'_enaga Kerja RAB.06.02 DAD-P 42
dan Transmigrasi

11 12 13 14

Froses bisnis in! berkaitan dengan urgsan

pemerintahan di bidang Pengembangan program

Transmigrasi yang menunjang pemberdayaan

masyarakat demi mewujudkan kemandirian ekonomi Dinas Koperasi Tenaga Kerja RAB.03.02 DAD-P 43

itarmva
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TABEL 3

Dinas Koperasi Tenaga Kerja

: : RAB.03.02 DAD-P.44
dan Transmigrasi
Dinas Koper_asn T_enaga Kerja RAB.03.02 DAD-P 45
dan Transmigrasi
11 12 13 14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Pengelolaan Ruang Laut dan
Perikanan Budidaya yang menangani mengendalikan Dinas Kelautan dan
dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan ruang laut dan i RAB.07.04 DAD-P.46
. . . Perikanan
perikanan budidaya , Merencanakan operasional
Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya dan
pengelolaan ruang laut dan perikanan budidaya .
Dinas Kelautan dan RAB.07.04 DAD-P.47

Perikanan

Yz
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TABEL 3

Dinas Kelautan dan

Perikanan

) RAB.07.04 DAD-P.48
Perikanan
11 12 13 14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Perikanan Tangkap yang
menangani kegiatan perikanan tangkap melalui .
pengelolaan penangkapan ikan dan kenelayanan, Dmfﬂs RSl EUr aa RAB.02.06 DAD-P.49
. 5 Perikanan
pengendalian dan penangkapan ikan serta sarana dan
prasarana perikanan tangkap dan Merencanakan
operasional Perikanan Tangkap
Dinas Kelautan dan RAB.02.06 DAD-P.50
Perikanan
e RAB.02.06 DAD-P.51
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TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Pengawasan sumber daya
kelautan dan Perikanan yang menangani pengendalian

Dinas Kelautan dan

mutu produk kelautan dan perikanan dan pemasaran
dan promosi investasi berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku agar terwujudnya pengolahan
dan pemasaran produk kelautan dan perikanan untuk
perluasan pangsa pasar secara maksimal

Perikanan

dan mengevaluasi kegiatan pengawasan sumber daya S RAB.02.06 DAD-P.52

kelautan dan perikanan, Merencanakan operasional

Pengawasan sumber daya kelautan dan Perikanan dan

penegakan hukum perikanan dan kelautan
Dinas Kelautan dan RAB.02.06 DAD-P.53
Perikanan
Dmr_:ls Kelautan dan RAB.02.06 DAD-P 54
Perikanan

11 12 13 14

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan

pemerintahan di bidang Pengolahan dan pemasaran

produk kelautan dan perikanan yang menangani

mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan

pengembangan usaha dan pengolahan hasil perikanan | ..

dan pengembangan usaha, pengolahan dan pembinaan LIRS elatan g RAB.02.06 DAD-P.55

/ﬁ
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TABEL 3

Dinas Kelautan dan

: RAB.02.06 DAD-P.56
Perikanan
Dinas Kelautan dan RAB.02.06 DAD-P.57
Pertikanan
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Konservasi Perairan,
Pengelolaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang Biinas Eeldion dun
menangani kegiatan pengelolaan Konservasi Perairan, Perikanan RAB.07.04 DAD-P.58
Pengelolaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil,
pemanfaatan kawasan konservasi perairan dan
pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil
ke RAB.07.04 DAD-P.59
Perikanan
LiNER b AU £ RAB.07.04 DAD-P.60
Perikanan
11 12 13 14
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TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Pemasaran Pariwisata yang

Dinas Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif yang menangani Industri Pariwisata,
Usaha Ekonomi Kreatif dan Jaringan Pemasaran.

Ekonomi Kreatif

menangani Informasi Pemasaran Pariwisata, Promosi |Ekonomi Kreatif AAE02. 1 HAD-F e
Pariwisata dan Analisa Pasar Pariwisata
Dinas Palznw:sa'ta dan RAB.02.11 DAD-P .62
Ekonomi Kreatif
i Sk RAB.02.11 DAD-P.63
Ekeonomi Kreatif
11 12 13 14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Destinasi Pariwisata yang Difsa Parinlsats dan
menagani Sarana Prasarana, Pengembangan Atraksi Ekonomi Kreatif RAB.02.11 DAD-P.64
Wisata Alam dan Pengembangan Wisata Budaya dan
Buatan
CTeE Parwisat can RAB.02.11 DAD-P.65
Ekonomi Kreatif
Dinas Pariwisata dan RAB.02.11 DAD-P.66
Ekonomi Kreatif
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang industri Pariwisata dan Dinas Pariwisata dan RAB.02.11 DAD-P.67

o
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TABEL 3

Dinas Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif RAB.02.11 DAD-P.68
Dinas Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif RABDEIS BREHFIS
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Kelembagaan Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif yang menangani Pemberdayaan Dinas Pariwisata dan
Masyarakat Pariwisata, Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif RAB.02.11 PSS
Ekonomi Kreatif dan Pemberdayaan Masyarakat
Pariwisata
iy FrIsai ten RAB.02.11 DAD-P.71
Ekonomi Kreatif
s Fe e RAB.02.11 DAD-P.72
Ekonomi Kreatif
11 12 13 14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Bina Marga yang menangani
pererencanaan dan pelaksanaan Perencanaan umum |Dinas Pekerjaan Umum dan RAB.03.01 DAD-P.73

dan teknis kegiatan bina marga , kegiatan
pembangunan dan laboratorium teknik dan
Pemeliharaan, Peralatan dan Perbengkelan

Perumahan Rakyat

M
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TABEL 3

Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat AR BAE
Dinas Pekerjaan Umum dan RAB.03.01 DAD-P.75
Perumahan Rakyat
11 12 13 14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Pembangunan Sumber Daya
air dan [rigasi yang menangani pelaksanaan . :
Perencanaan dan pengendalian pembangunan sumber helmag i e s RAB.03.01 DAD-P.76
; ki Perumahan Rakyat
daya air dan irigasi, Merencanakan dan melaksanakan
Pembangunan irigasi dan Merencanakan dan
melaksanakan pembangunan sumber daya air
Dinas Pekerjaan Umum dan RAB.03.01 DAD-P.77
Perumahan Rakyat
Dinas Pekerjaan Umum dan RAB.03.01 DAD-P.78
Perumahan Rakyat
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Operasi Sumber daya air dan
irigasi yang menangani qufa_ncar?aan, pengendalian Dinas Pekerjaan Umum dan RAB.03.01 DAD-P.79
dan komisi irigasi, Operasi irigasi dan pemberdayaan  }Perumahan Rakyat
perkumpulan petani pemakai air dan Operasi prasarana
sumber daya air
Dinas Pekerjaan Umum dan RAB.03.01 DAD-P.80

Perumahan Rakyat

e
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TABEL 3

Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat

Perumahan Rakyat et LAL-ER
1 12 13 14
Prases bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Penataan ruang dan
pengembangan infrastruktur wilayah yang menangani  {Dinas Pekerjaan Umum dan RAB.03.01 DAD-P .82
Perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang, Perumahan Rakyat
Pengaturan dan pembinaan penataan ruang dan
Pengendalian dan pengawasan penataan ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan RAB.03.01 DAD-P.83
Perumahan Rakyat
Dinas Pekerjaan Umum dan RAB.03.01 DAD-P.84
Perumahan Rakyat
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Cipta Karya yang menangani
perencanaan dan melaksanakan Perencanaan dan Dinas Pekerjaan Umum dan RAR
pengendalian kegiatan cipia karya, Penataan Bangunan{Perumahan Rakyat B BARENRS
gedung dan lingkungan dan Penyediaan sarana dan
prasarana keciptakaryaan
Dinas Pekerjaan Umum dan RAB.03.01 DAD-P.86
Perumahan Rakyat
Dinas Pekeriaan Umum dan RAB.03.01 DAD-P.87

M

184




TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Perumahan dan Permukiman
yang menangani Merencanakan dan melaksanakan

Dinas Pekerjaan Umum dan

kegiatan perencanaan dan pengendalian perumahan Perumahan Rakyat RABD2,04 DAQ-P.50
dan permukiman, Penyediaan perumahan dan
Pengembangan kawasan permukiman dan pertanahan
Dinas Pekerjaan Umum dan RAB.03.04 DAD-P 89
Perumahan Rakyat
Dinas Pekerjaan Umum dan RAB.03.04 DAD-P.90
Perumahan Rakyat
11 12 13 14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang penyelenggaran lalu lintas jalan
yang menangani Penetapan Rencana Induk Jaringan
LLAJ Provinsi, Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan |Dinas Perhubungan RAB.03.03 DAD-P.91
provinsi dan Manajemen Dan Rekayasa l.alu Lintas
Jalan, Persetujuan Andalalin Serta Audit Dan Inspeksi
Keselamatan Lalu Lintas Jalan
Dinas Perhubungan RAB.03.03 DAD-P.92

Mo
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TABEL 3

Dinas Perhubungan RAB.03.03 DAD-P.93
11 12 13 14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidangPenyelenggaraan angkutan
jalan yang menangani Penetapan : kawasan
perkolaan, jaringan trayek, wilayah operasi, kuota
dantarif kel.jas gkonoml angkutan umum lintas kab./kota Dinas Perhubungan RAB.03.03 DAD-P.94
dalam provinsi, Pembangunan dan Pengelolaan
Terminal Penumpang Tipe B, Penyediaan Layanan
Angkutan Umum Orang dan/atau Barang Lintas
Kab./Kota Dalam Wilayah Provinsi NTT, dan Audit dan
Inspeksi Keselamatan Angkutan Jalan
Dinas Perhubungan RAB.03.03 DAD-P.95
Dinas Perhubungan RAB.03.03 DAD-P.96
Dinas Perhubungan RAB.03.03 DAD-P.97

.
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TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Pengelolaan perkeretaapian
jalan yang menangani Penetapan Rencana Induk
Perkeretaapian, Jaringan Jalur Ka Umum Dan Khusus;
Jaringan Pelayanan; Dan Kelas Stasiun Ka Umum
Pada Lintasan Dalam Provinsi, Penerbitan lzin Usaha:
Izin Pembangunan; Izin Operasional Sarana Dan
Prasarana Ka Umum Dan Khusus Pada Lintasan Dalam
Provinsi.

Dinas Perhubungan

RAB.03.03

DAD-P.98

Dinas Perhubungan

RAB.03.03

DAD-P.99

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Pengelolaan angkutan
pelayaran yang menangani Penerbitan : Izin Usaha
Angkutan Laut, Pelayaran Rakyat, Trayek Angkutan
Sungai dan Danau, Terkait Bongkar Muat Barang,
Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan
Pelabuhan, Penyewaan Peralatan dan jasa Angkutan
Laut, Tally Mandiri, Depo Peti Kemas dan Persetujuan
Pengoperasian Kapal, dan Penetapan : Lintas
Penyeberangan untuk Kapal dalam jaringan jalan
provinsi atau jaringan jalur kereta api provinsi, Lintas
Penyeberangan untuk Kapal yang melayani
Penyeberangan Antar Pelabuhan dalam Provinsi dan
Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi dan
kendaraan beserta muatannya pada lintas
penyeberangan dalam provinsi.

Dinas Perhubungan

RAB.03.03

DAD-P.100

A
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TABEL 3

Dinas Perhubungan

RAB.03.03

BAD-P.101

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Pengelolaan kepeiabuhan yang
menangani Penerbitan [zin : Pembangunan dan
Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional ,
Pelabuhan Sungai dan Danau Trayek Lintas Kab./Kota
dalam Prov, |zin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di
Pelabuhan Pengumpan Regional, Pengembangn
Pelabuhan Pengumpan Regional, Pengoperasian
Pelabuhan Pengumpan Regional selama 24 Jam,
Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi Wilayah
Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional, dan
Pengelolaan TUKS di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan
Pengumpan Regional dan Pembangunan : Pelabuhan
Pengumpan Regional, dan Pelabuhan Sungai dan
Danau yang Melayani Trayek Lintas Kab. Kota Dalam
Provinsi..

Dinas Perhubungan

RAB.03.03

DAD-P.102

W
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TABEL 3

Dinas Perhubungan RAB.03.03 DAD-P.103
11 12 13 14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang penyediaan data/dokumen
kependudukan dan catatan sipil yang menangani Dinas Kesehatan RAB.09.03 DAD-P.104
Pengelolaan dan penyediaan data dan informasi
kependudukan.
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang peningkatan sdm kesehatan
yang menangani Perencanaan dan Pendayagunaan . P 105
SDM Kesehatan, dan Legalisasi Tenaga Kesehatan, Binge Kesahatan RASOR0 AR
Institusi Pendidikan dan Diklat dan Pengembangan
SDM Kesehatan
Dinas Kesehatan RAB,.09.06 DAD-P.106
Dinas Kesehatan RAB.09.06 DAD-P.107

Wb
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TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang peningkatan kesehatan
masyarakat yang menangani Promosi Kesehatan dan

Kesehatan Rujukan, Upaya Pelayanan Kesehatan
Primer dan Kesehatan Tradisional dan Ketersediaan
layanan farmasi dan alkes serta perbekalan kesehatan

Pemberdayaan Masyarakat, Penurunan Stunting dan Dinas Kesehatan RAba. RAL-R.108
AKI/AKB, dan Peningkatan Kesehatan Lingkungan,
Kesehatan Kerja dan Olahraga
Dinas Kesehatan RAB.04.01 DAD-P.108
Dinas Kesehatan RAB.04.01 DAD-P.110
11 12 13 14
Proses bishis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang pencegahan dan pengendalian
penyakit yang menangani Pencegahan dan Dinas Kesehatan RAB.04.01 DAD-P.111
Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular, dan
Surveilens dan Imunisasi
Dinas Kesehatan RAB.04.01 DAD-P.112
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang peningkatan pelayanan
EESHEN S PsRRpan Lpsys. Pl Dinas Kesehatan RAB.04.01% DAD-P.113

/u@
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TABEL 3

A

Dinas Kesehatan RAB.04.01 DAD-P.114
Dinas Kesehatan RAB.04.01 DAD-P.115
11 12 13 14

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Perlindungan dan Jaminan
Sosial yang menangani P.engelolaan Data Fakir Miskin Dinas Sosial RAB.04.02 DAD-P.116
Cakupan Daerah Provinsi, dan Pengangkatan anak
antar WNI dan Pengangkatan anak oleh orangtua
tunggal

Dinas Sosial RAB.04.02 DAD-P.117
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Rehabilitasi Sosial yang Dinas Sosial RAB.04.02 DAD-P.118
menangani Layanan Rehabilitasi Sosial
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Pemberdayaan Sosial yang
menangani Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan | .. . .
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Dire Sosel FRBa402 BRDR.I
Provinsi, dan Pemberdayaan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Provinsi
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TABEL 3

Dinas Sosial

RAB.04.02

DAD-P.120

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintaban di bidang Penanganan Bencana yang
menangani Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
dan Sosial Provinsi

Dinas Sosial

RAB.04.02

DAD-P.121

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Penanganan Warga Negara
Migran Korban Tindak Kekerasan yang menangani
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak
Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi
untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal

Dinas Sosial

RAB.04.02

DAD-P.122

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Pengelolaan Taman Makam
Pahlawan Nasional Provinsi yang menangani
engelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

Dinas Sosial

RAB.04.02

DAD-P.123

11

12

13

14

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Kelembagaan Gender dan
Kemitraan yang menangani Pengarustamaan Gender
dan Kegiatan kemitraan

Binas Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

RAB.04.03

DAD-P.124

W
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TABEL 3

Dinas Pemberdayaan

Petlindungan Anak

Perempuan dan RAB.04.03 DAD-P.125
Perlindungan Anak
11 12 13 14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Peningkatan Kualitas Hidup Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga yang menangani Peningkatan|Perempuan dan RAB.04.03 DAD-P.126
Kualitas Hidup Perempuan dan Peningkatan Kualitas [Perindungan Anak
Hidup Keluarga
Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan RAB.04.03 DAD-P.127
Perlindungan Anak
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Perlindungan Hak Perempuan |[Dinas Pemberdayaan
yang menangani Pencegahan kekerasan perempuan, [Perempuan dan RAB.04.03 DAD-P.128
anak dan perdagangan orang dan Penanganan Perindungan Anak
kekerasan perempuan, anak dan perdagangan orang
Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan RAB.04.03 DAD-P.129
Perlindungan Anak
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan .
pemerintahan di bidang Pemenuhan hak dan Lines Pemberdayaan
. . Perempuan dan RAB.04.03 DAD-P.130
perlindungan khusus anak yang menangani Perlindungan Anak
Pemenuhan hak anak dan Perlindungan khusus anak
Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan RAB.04.03 DAD-P.131

Y.
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TABEL 3

11

12

13

14

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Peraturan Perundang-
undangan Provinsi yang menangani Rancangan
Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan
Gubernur, Rancangan Peraturan Gubernur dan
Rancangan Keputusan Gubernur dan Pengkajian
Peraturan Daerah dan Dokumentasi Hukum

Biro Hukum

RAB.05.01

DAD-P.132

Biro Hukum

RAB.05.01

DAD-P.133

Biro Hukum

RAB.05.01

DAD-P.134

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Pembinaan dan Pengawasan
Produk Hukum Kabupaten/Kota yang menangani
Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah

Birc Hukum

RAB.05.01

DAD-P.135

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Bantuan Hukum vang
menangani Sengketa dan Bantuan Hukum,
pengumpulan bahan koordinasi penegakan HAM,
penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum
serta HAM kepada semua unsur pemerintah daerah,
dan Penyuluhan

Biro Hukum

RAB.05.01

DAD-P.136

..
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TABEL 3

Biro Hukum RAB.05.03 DAD-P.137
Biro Hukum RAB.05.03 DAD-P.138
Biro Hukum RAB.05.03 DAD-P.139
11 12 13 14

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan

pemerintahan di bidang penyediaan/peningkatan sarana

dan prasarana yang menangani

Pembangunan,Rehabilitasi dan penyediaan Sarana Dinas Pendidikan dan

dan Prasarana Pendidikan SMA/SMK/SLB, Proses lzin — gan RAB.06.01 DAD-P.140

Operasional SMA/SMK/SLB, Penyiapan dan tindak y

lanjut evaluasi satuan pendidikan SMA,SMK dan SLB

dan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen

Pendidikan SMA,SMK dan SLB
Dinas Pendidikan dan RAB.06.01 DAD-P.141
Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan RAB.06.01 DAD-P.142
Kebudayaan
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TABEL 3

Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

Kebudayaan RAB.06.01 DAD-P.143
11 12 13 14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan yang menangani Perhitungan dan
pemetaan PTK satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB, Dinas Pendidikan dan y
Penyediaan PTK satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB, Kebudayaan BAcHDa BER P
Penataan dan Pendistribusian PTK satuan Pendidikan
SMA/SMK/SLB, dan Pengembangan Karier PTK satuan
Pendidikan SMA/SMK/SLB
Dinas Pendidikan dan RAB.06.01 DAD-P.145
Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan RAB.06.01 DAD-P.146
Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan RAB.06.01 DAD-P.147
Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan RAB.06.01 DAD-P.148
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TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan

pemerintahan di bidang pembinaan kesiswaan yang
menangani Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas
Siswa SD; Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas

Dinas Pendidikan dan

Siswa SMP/SMA.SMK/SLB,; PenerimaanPeserta Didik |Kebudayaan M el
Baru (PPDB) SMA/SMK/SLB; Pengelola Dana BOS
SD, SMP,SMA/SMK/SLB; dan Peningkatan Kapasitas
Pengelolaan Dana BOS SD, SMP, SMA/SMK/SLB
Dinas Pendidikan dan RAB.06.01 DAD-P.150
Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan RAB.06.01 DAD-P.151
Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan RAB.06.01 DAD-P.152
Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan RAB.06.01 DAD-P.153

Kebudayaan

Wb
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TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemetrintahan di bidang pengembangan kurikulum yang
menangani Penyusunan Kompetensi Dasar Mulok
Jenjang Pendidikan SMA/SMK/SLB, Penyusunan
Silabus Mulok Jenjang Pendidikan SMA/SMK/SLB,

Dinas Pendidikan dan

Penyediaan Buku Teks Pelajaran Mulok Jenjang Kebudayaan e BRCER. 163
Pendidikan SMA/SMIK/SLB, Pelatihan Penyusunan
Kurikulum Mulok Jenjang Pendidikan SMA/SMK/SLB
dan Pelatihan/Bimtek Penyusunan Bahan Ajar Berbasis
TIK Jenjang Pendidikan SMA/SMK/SLB.
Dinas Pendidikan dan RAB.06.01 DAD-P.155
Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan RAB.06.01 DAD-P.156
Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan RAB.06.01 DAD-P.157
Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan RAB.06.01 DAD-P.158

Kebudayaan
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TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang pemajuan kebudayaan yang
menangani Perlindungan pemgembangan dan
pemanfaatan koleksi budaya secara terpadu,

Dinas Pendidikan dan

Pembinaan peningkatan muiu dan kapasitas Sumber |Kebudayaan RAB.08.02 DAD-P.159
Daya Manusia, Peningkatan pelayanan dan Akses
Mayarakat terhadap Museum, Penyediaan dan
Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebhudayaan
Dinas Pendidikan dan RAB.08.02 DAD-P.160
Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan RAB.08.02 DAD-P. 161
Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan RAB.08.02 DAD-P.162
Kebudayaan
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang pemajuan kebudayaan yang
menangani Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Bivas Bandidiar den
Lembaga Kesenian Tradisional, Penetapan Cagar e oo RAB.08.02 DAD-P.163
Budaya, Pendaftaran Cagar Budaya, Pengeiolaan y
Cagar Budaya, Pengelolaan Perlindungan Cagar
Budaya
Dinas Pendidikan dan RAB.08.02 DAD-P 164
Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan RAB.08.02 DAD-P 165
Kebudayaan
199
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TABEL 3

Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan RAB.08.02 DAD-P.166
11 12 13 14
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan RAB.08.02 DAD-P.167
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang pemajuan kebudayaan yang
menangani Pemanfaaian Perlindungan Cagar Budaya, Binas Pandidiian dan
Pembenahan Dukungan Cagar Budaya, Pembinaan Kebudavanr RAB.08.02 DAD-P.168
Cagar Budaya, Penerbitan ljin Cagar Budaya, y
Penetapan Warisan Cagar Budaya, Pengkajian GHS
Cagar Budaya
Dinas Pendidikan dan
Kebudaysian RAB.08.02 DAD-P.169
Dinas Pendidikan dan
Kebudsyaan RAB.08.02 DAD-P.170
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan RAB.08.02 DAD-P.171
Dinas Pendidikan dan
T RAB.08.02 DAD-P.172
Dinas Pendidikan dan RAB.08.02 DAD-P.173

Kebudayaan
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TABEL 3

11 12 13 14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang pPenataan Kelembagaan
Pravinsi dan Kabupaten/ Kota yang menangani 10 nreanisas) RAB.09.06 DAD-P.174
Penataan Kelembagaan Provinsi, Penyusunan Uraian
Tugas, dan Fasilitasi Penataan Kelembagaan
Kabupaten/Kota
BIRO ORGANISASI RAB.09.06 DAD-P.175
BIRO ORGANISASI RAB.09.06 DAD-P.176
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja yang menangani Pelaksanaan Analisis BIRO ORGANISASI RAB.09.06 DAD-P.177
Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan dan
Evaluasi Jabatan
BIRO ORGANISASI RAB.09.06 DAD-P.178
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Pembinaan dan Pengendalian
Ketalaksanaan yang menangani Penyusunan Peta BIRO ORGANISASI RAB.G9.06 DAD-P.179

Proses Bisnis, Penyusunan SOP-AP, dan Evaluasi
SOP-AP Perangkat Daerah

W7
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TABEL 3

BIRO ORGANISASI RAB.02.06 DAD-P.180
BIRO ORGANISASI RAB.09.06 DAD-P.181
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemetintahan di bidang Pengembangan Budaya Kerja
yang menangani Perencanaan Budaya Kerja, BIRO ORGANISASI RAB.09.06 DAD-P.182
Penerapan Kelompok Budaya Kerja, dan Monitoring
dan Evaluasi Penerapan Budaya Kerja
BIRO ORGANISASI RAB.09.06 DAD-P.183
BIRO ORGANISASI RAB.09.06 DAD-P.184
11 12 13 14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
nemerintahan di bidang Penerapan Sistem Akuntabilitas
NRena instans| Pemeriiah yang tnenanganl BIRO ORGANISASI RAB.09.06 DAD-P.185
Penyusunan RKT, Penyusunan Perjanjian Kinerja,
Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi
Kinerja
BIRO ORGANISASI RAB.09.06 DAD-P.186
BIRO ORGANISASI RAB.09.06 DAD-P.187
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TABEL 3

BIRO ORGANISASI RAB.09.06 DAD-P.188
BIRO ORGANISASI RAB.08.06 DAD-P.182
11 12 13 14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik (Pelayanan Prima) yang menangani {BIRO CRGANISASI RAB.09.06 DAD-P.180
Penyusunan dan Penerapan SPP, Pengelolaan SP4N
LAPOR dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM),
BIRO ORGANISASI RAB.09.06 DAD-P.191
BIRO ORGANISASI RAB.09.06 DAD-P.192
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Reformasi Birokrasi yang
menangani Penyusunan Road Map Reformasi BIRO ORGANISASI RAB.09.06 DAD-P.193
Birokrasi, Pembangunan Zona Integritas menuju WBK /
WBBM dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
BIRO ORGANISASI RAB.09.06 DAD-P.194
BIRO ORGANISASI RAB.09.06 DAD-P.195

E
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TABEL 3

11 12 13 14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan, sistemn informasi
pegawai dan pendidikan pegawai yang menangani gﬁggﬁ: EFEGAWAIAN RAB.09.03 DAD-P.196
Sistem Informasi Pegawai, Pendidikan Aparatur, dan
Perencanaan dan Formasi Pegawai
BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH RAB.09.06 DAD-P.197
BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH RAB.09.06 DAD-P.198
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang pengembangan pegawai yang |BADAN KEPEGAWAIAN RAB P.199
menangani Jabatan Struktural, Penilaian Kompetensi |DAERAH M6 RAD-F
Kinerja, dan Fungsional Tertentu
BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH RAB.09.06 DAD-P.200
BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH RAB.09.06 DAD-P.201
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang mutasi dan pensiun pegawai  |BADAN KEPEGAWAIAN RARB.09.06 DAD-P.202

yang menangani Penempatan Pegawai, Pensiun
Pegawai dan Kenaikan Pangkat Pegawai

DAERAH

/é
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TABEL 3

BADAN KEPEGAWAIAN

DAERAH RAB.09.06 DAD-P.203

BADAN KEPEGAWAIAN

DAERAH RAB.09.06 DAD-P.204
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang disiplin dan KORPRI yang BADAN KEPEGAWAIAN .
menangani Kesejahteraan Pegawai, Displin Pegawai [DAERAH RAB.09.06 DAD-P.205
dan Korpri

BADAN KEPEGAWAIAN

DAERAH RAB.08.06 DAD-P.206

BADAN KEPEGAWAIAN

DAERAH RAB.09.06 DAD-P.207

11 12 13 14

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang pemberdayaan pemuda yang |{DINAS KEPEMUDAAN DAN i
menangani Seleksi Pemuda Berprestasi, dan Pelatihan {OLAHRAGA RAB.06.04 Roa 08
Kewirausahaan Pemuda

DINAS KEPEMUDAAN DAN RAB.06.04 DAD-P.209

OLAHRAGA

/ﬁ?
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TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang pengembangan pemuda yang

menangani Pendidikan dan pelatihan bagi utusan DINAS KEPEMUDAAN DAN .
pemuda pelajar paskibraka, Pelatihan Kewirausahaan, |OLAHRAGA RASERS EAREET
Pelatihan Kewirausahaan (disabilitas), Pengembangan
Kapasitas Kepramukaan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA RAB.06.04 DAD-P.211
DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA RAB.06.04 DAD-P.212
DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA RAB.06.04 DAD-P.213
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang pembudayaan pemuda yang
menangani Pembinaan Atflet PPLP, Penyelenggaraan BIKAS KEFEMUDRAN BAN RAB.06.04 DAD-P.214
. . OLAHRAGA
Pekan Paralympic Pelajar Daerah dan Pelaksanaan
Olahraga Tradisicnal dan Olahraga Rekreasi
DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA RAB.06.04 DAD-P.215
DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA RAB.06.04 DAD-P.216
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TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang peningkatan prestasi olahraga

DINAS KEPEMUDAAN DAN

penegakan peraturan daerah dan peraturan/gubernur
dan pengawalan pejabat daerah dan tamu daerah
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku
untuk penegakan ketertiban umum dalam masyarakat,

PRAJA

yang menangani pembinaan Atlet-atlet berprestasi di RAB.06.04 DAD-P.217
i . . . . OLAHRAGA
tingkat nasional dan internasional, Pelatihan Tenaga
Keolahragaan (Pelatih, Instruktur, Wasit dan Juri.
DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA RAB.06.04 DAD-P.218
11 12 13 14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang operasi dan pengendalian yang
menangani operasi dan pengendalian meliputi
pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum, SATUAN POLISI PAMONG RAB.05.02 DAD-P 219

//é
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TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang hubungan kelembagaan yang
menangani hubungan kelembagaan berdasarkan
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk
meningkatkan pemahaman masyarakat akan ketaatan
terhadap pemberlakuan peraturan perundang-
undangan yang telah ditetapkan

SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA

RAB.05.02

DAD-P.220

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang penyelidikan dan penyidikan
yang menangani penyelidikan dan penyidikan atas
pelanggaran peraturan daerah provinsi dan peraturan
gubernur lainnya berdasarkan ketentuan dan prosedur
yang berlaku untuk kepentingan penyelesaian proses
hukum.

SATUAN POLIS| PAMONG
PRAJA

RAB.05.02

DAD-P.221

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang pembinaan, pengawasan dan
penyuluhan yang menangani pembinaan, pengawasan
dan penyuluhan terhadap pelanggaran peraturan
daerah provinsi dan peraturan gubernur berdasarkan
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk
kepentingan penyelesaian proses masalah dan
tersedianya data

SATUAN POLIS! PAMONG
PRAJA

RAB.05.02

DAD-P.222

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang BINA FOTENS!,
KEWASPADAAN DAN MOBILISASI| yang menangani
bina potensi, kewaspadaan dan mobilisasi berdasarkan
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas satgas linmas
yang handal

SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA

RAB.05.02

DAD-P.223

//6
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TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang PENANGGULANGAN
KEBAKARAN yang menangani kegiatan pemetaan
rawan kebakaran berdasarkan ketentuan dan prosedur
yang berfaku untuk mengantisipasi terjadi kebakaran

SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA

RAB.05.02

DAD-P.224

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang kesamaptaan yang menangani
kegiatan kegiatan kesemaptaan satuan polisi pamong
praja berdasarkan ketentuan dan prosedur yang
berlaku untuk pengembangan sumber daya aparatur

SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA

RAB.09.06

DAD-P.225

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang PELATIHAN DASAR DAN
TEKNIS FUNGSIONAL yang menangani pelatihan
dasar dan teknis fungsional satuan polisi pamong praja
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku
untuk pengembangan sumber daya aparatur

SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA

RAB.09.06

DAD-P.226

11

12

13

14

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang pelayanan keuangan dan aset
sekretariat daerah yang menangani Pelayanan
Keuangan Pimpinan dan ASN dan Pelayanan
Pemanfaatan Aset Setda Provinsi NTT

BIRO UMUM

RAB.09.02

DAD-P.227

/ué’»
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TABEL 3

BIRC UMUM RAB.08.02 DAD-P.228
11 12 13 14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang pengelolaan arsip yang DINAS KEARSIPAN DAN RAR
menangani Pengelolaan Arsip Dinamis, Pengelolaan PERPUSTAKAAN L300 bAk-P.eep
Arsip Statis dan Layanan dan Pemanfaatan Arsip
DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN RAB.09.06 DAD-P.230
DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN RAB.09.06 DAD-P.231
Proses hisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang pembinaan dan pengawasan
kearsipan yang menangani Pembinaan Kearsipan, RINAS EEARSIFANDAN RAB.09.06 DAD-P.232
: . PERPUSTAKAAN
Pembinaan SDM Kearsipan dan Pengawasan
Kearsipan
DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN RAB.09.06 DAD-P.233
DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN RAB.09.06 DAD-P.234
M- 10



TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang pengembangan dan pelestarian

DINAS KEARSIPAN DAN

bahan pustaka yang menangani Deposit Bahan KAZ RAB.08.02 DAD-P.235
Pustaka, Akuisisi dan Pengolahan Bahan Pustaka, dan PERPUSTA N
Preservasi dan Alih Media Bahan Pustaka
DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN RAB.08.02 DAD-P.236
DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN RAB.08.02 DAD-P.237
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang layanan dan pembinaan
perpustakaan yang menangani Layanan Perpustakaan, R R kGRS RAB.08.02 DAD-P.238
g : . [IPERPUSTAKAAN
Pembinaan Perpustakaan dan Kerjasama dan Ekstensi
Perpustakaan
DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN RAB.08.02 DAD-P.239
DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN RAB.08.02 DAD-P.240
11 12 13 14
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TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Peningkatan Kualitas Dan

DINAS KOMUNIKASI DAN

Kuantitas !?engt.alolaan lnform'a5| Publik yang INFORMATIKA RAB.09.04 DAD-P.241
menangani Peningkatan Kualitas dan kuantitas layanan
komunikasi publik berbasis elekironii,
11 12 13 14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Peningkatan Kualitas Dan
Kuantitas Pengelolaan Komunikasi Publik yang
menangani Peningkatan Kualitas dan kuantitas layanan
keterbukaan informasi Pubiik berbasis elektronik, DINAS KOMUNIKASI DAN
Meningkatkan peran media informasi dalam INFORMATIKA RABLS0S DAD-P242
penyampaian program-program pemerintah, Layanan
Publik Permintaan Informasi dan dokumentasi
penyelenggaraan pemerintah dan Pengelolaan data dan
informasi berbasis web
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA RAB.09.03 DAD-P.243
DINAS KOMUNIKASI] DAN
INFORMATIKA RAB.09.03 DAD-P.244
DINAS KOMUNIKASI DAN RAB.09.03 DAD-P.245

INFORMATIKA

212




TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Peningkatan Pemanfaatan
Informasi Dan Data Satitistik Sektoral yang menangani

DINAS KOMUNIKAS! DAN

Pengumpulan dan Penyusunan Updating Data Sektoral, |INFORMATIKA RebE R L2
Pengelolaan dan penyediaan data statistik sektoral dan
Monitoring dan Evaluasi Data Sektoral
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMAT IKA RAB.09.03 DAD-P.247
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA RAB.09.03 DAD-P.248
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Pengelolaan Layanan E -
Government yang menangani Pengembangan dan
Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen,
Layanan Pengembangan Aplikasi Pemerintahan QINAS IOMUNIAS! DAN RAB.08.03 DAD-P.249
. : : . " INFORMATIKA
Terintegrasi dan Pelayanan Publik Yg Terintegrasi ,
Layanan Pemeliharaan Aplikasi kepemerintahan dan
publik, Layanan pengembangan business process re-
engineering (BPR)
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA RAB.09.03 DAD-P.250
DINAS KOMUNIKAS! DAN
INFORMATIKA RAB.09.03 DAD-P.251
W




TABEL 3

DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA RAB.09.03 DAD-P.252
11 12 13 14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Pengelolaan Layanan E -
Government yang menangani Layanan penyediaan
sarana dan prasarana pengendalian smart prov./city.,
Pengelolaan portal dan website pemerintah prov. dan  |DINAS KOMUNIKAS| DAN ’
Publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan  |INFORMATIKA S BREAE283
Prov. NTT, Layanan pendaftaran nama domain dan
sub domain instansi penyelenggara negara, dan
Penyediaan sarana dan prasarana publikasi website
Prov. NTT
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA RAB.09.03 DAD-P.254
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA RAB.09.03 DAD-P.255
DINAS KOMUNIKAS DAN RAB.09.03 DAD-P.256

INFORMATIKA

/t/@/
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TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Peningkatan Penyediaan
Jaringan Infrastruktur TIK Terintegrasi yang menangani
Perencanaan/MasterPaln dan Arsitektur Infrastruktur

DINAS KOMUNIKASI DAN

TIK, Pembangunan dan Pengembangan Jaringan RAB.08.03 DAD-P.257
Komunikasi (WAN, MAN), Peng, slolaan dan IHFRRMATIRS
pengendalian layanan sarana prasarana TIK, Jaringan,
NOC & Server, Pengelolaan Akses Layanan Insternet
dan Manajemen Bandwith
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA RAB.09.03 DAD-P.258
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA RAB.09.03 DAD-P.259
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA RAB.09.03 DAD-P.260
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Peningkatan Penyediaan
Jaringan Infrastruktur TIK Terintegrasi yang menangani
Pengawasan, Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas DINAS KOMUNIKASI DAN RAB.09.03 DAD-P.261

Infrastruktur TiK, Koordinasi dan Fasilitasi
Pembangunan Infrastruktur Pasif, dan Layanan Hosting
dan Colocation Server

INFORMATIKA

//é,
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TABEL 3

DINAS KOMUNIKAS! DAN

INFORMATIKA RAB.09.03 DAD-P.262
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA RAB.02.03 DAD-P.263
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Peningkatan Keamanan
Informasi yang menangani Penyusunan Kebijakan
Keamanan Informasi, Pengelolaan Sumber Daya TIK |2 INAS KOMUNIKASIDAN |2 35 91,01 DAD-P.264
; . INFORMATIKA
Keamanan Informasi, Melakukan Pengamanan Sistem
TIK, dan Membangun Pola Hubungan Komunikasi
Sandi Melalui Email Sanapati
DINAS KOMUNIKASI DAN jRAB.01.01
INFORMATIKA pertahanan DALHR.269
DINAS KOMUNIKASI DAN  |RAB.01.01
INFORMATIKA pertahanan LAF.Ze0
DINAS KOMUNIKAS! DAN |RAB.01.01
INFORMATIKA pertahanan e
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TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidangPenyelenggaraan Sistem

DINAS KOMUNIKAS! DAN

Pemerintahan Berbasis Elektronik yang menangani RAB.09.06 DAD-P.268
Peningkatan Kapasitas Manajemen SPBE dan INFORMAL
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPBE
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA RAB.09.06 DAD-P.262
11 12 13 14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang pemerintahan dan otonomi
desi yang menangant Administras! Parmedntana di e eon sevERINTALAN  [RARGSGY DAD-P.270
Adiministrasi Kewilayahan, Administrasi Kepala Daerah
dan DPRD dan Pengembangan Otonomi Daerah dan
Penataan Urusan
BIRO PEMERINTAHAN RAB.09.01 DAD-P.271
BIRO PEMERINTAHAN RAB.09.01 DAD-P.272
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TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang kerja sama yang menangani

Kerja Sama Antar Pemerintah, dan Kerja Sama Badan BIRC FEMERINTAHAN FAR.08.01 BRDFdin
Usaha/Swasta dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
BIRO PEMERINTAHAN RAB.09.01 DAD-P.274
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat yang
menangani Mental Spiritua, Kessejahteraan Rakyat BIRO PEMERINTAHAN RAB.08.01 DAD-P.275
Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Non
Pelayanan Dasar
BIRO PEMERINTAHAN RAB.09.01 DAD-P.276
BIRO PEMERINTAHAN RAB.0S.01 DAD-P.277
11 12 13 14

s
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TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidangkelembagaan dan
pengembangan partispasi masyarakat yang menangani
BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT,

DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

LOMBA POSYANDU DAN JAMBORE KADER RAB.03.05 DAD-P.278
POSYANDU, Model Dukungan Penguatan Posyandu MABTARBIAL BRN BEaS
Kab/Kota Melalui Kader Posyandu, IDENTIFIKASI &
INVENTARISI LEMBAGA ADAT DESA dan
PEMBINAAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA |AB:03.05 DAY
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA RAB.03.05 DAD-P.280
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA |AB:03.05 LAy
DINAS PEMBERDAYAAN RAB.03.05 DAD-P 282

s
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TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang PENGEMBANGAN POTENS!
DESA yang menangani PENGEMBANGAN DAN
INOVASI PERALATAN TTG, PELATIHAN
PEMASANGAN SARANA ENERGI ALTERNATIF

DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

BIOGAS, PENGKAJIAN PENGEMBANGAN PRODUK |MASYARAKAT DAN DESA |RAB-03.05 DAD-P.283
UNGGULAN DAN KEBUTUHAN PERALATAN TTG,
PELATIHAN PENGELOLAAN PASCA PANEN BAGI
KELOMPOK dan GELAR TTG & IPTEK TINGKAT
PROVINS! DAN NASIONAL
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA |RAB-03.05 DAD-F.284
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA |RAB-03.05 DAD-P.285
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA |RAB-03.05 DAD-P.286
DINAS PEMBERDAYAAN |0 o OAD.P 257

Mo
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TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang PEMBERDAYAAN USAHA
EKONOMI MASYARAKAT yang menangani

DINAS PEMBERDAYAAN

DUKUNGAN PEMBENTUKAN PASAR DESA, RAB.03.05 DAD-P.288
PENGEMBANGAN KAPASITAS & PEMBERDAYAAN |MASYARAKAT DAN DESA
USAHA, ADVOKAS! PEMBENTUKAN BUMDES DAN
PENGUATAN BUMDES PARIWISATA ESTATE
DINAS PEMBERDAYAAN
s e T iR DAD-P.289
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA | VAB.03.05 DAL-P.220
DINAS PEMBERDAYAAN
e s DAD-P.291
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang BINA PEMERINTAHAN DESA
yang menangani LOMBA DESA, VERIFIKASI
PEMEKARAN DESA, PENYERASIAN RANCANGAN  |DINAS PEMBERDAYAAN
PERDA KABUPATEN TENTANG MASYARAKAT DAN DESA |AB-03.05 DAL-P 282
PENYELENGGARAAN PEMDES & BPD,
PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA
DAN EVALUAS| TINGKAT PERKEMBANGAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN | o DAD.P.203

MASYARAKAT DAN DESA

.
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TABEL 3

DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA |RAB-03.05 HeR-ae
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DEsSA |RAB-03.05 DAD-P.295
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA |RAB-03.05 AL
11 12 13 14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang hubungan antar lembaga yang
menangani Fasilitasi Hubungan antar lembaga, BADAN PENGHUBUNG .
Koordinasi Forkaapsi & Pemda lainnya dan DAERAH RARR.01 BAD-F.Z5¢
Peningkatan kerjasama Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Daerah
BADAN PENGHUBUNG
DAERAH RAB.09.01 DAD-P.298
BADAN PENGHUBUNG RAB.09.01 DAD-P 299

DAERAH
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TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidangpembinaan masyarakat dan
kehumasan yang menangani Peningkatan Komunikasi
Tokoh masyarakat,

pimpinan,ormas/orsos/keagamaan,dan Pers dan BsDAN PENEHIEUNES RAB.09.01 DAD-P.300
; g . DAERAH
pemerintah, Dialog/Audensi dgn tokoh
masyarakat, pimpinan/anggota ormas dan orsos dan
Dialog/Audensi dgn tokoh
masyarakat, pimpinan/anggota ormas dan orsos
BADAN PENGHUBUNG
DAERAH RAB.09.01 DAD-P.301
BADAN PENGHUBUNG
DAERAH RAB.09.01 DAD-P.302
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang promosi dan kerjasama
investasi yang menangani Promosi Budaya dan produk gﬁgaﬁ: DN RAB.09.01 DAD-P.303
unggulan Daerah, Fasilitasi Kerjasama investasi Daerah
dan Pelayanan Pengunjung Anjungan NTT-TMII
BADAN PENGHUBUNG
DAERAH RAB.09.01 DAD-P.304
BADAN PENGHUBUNG RAB.0S.01 DAD-P.305

DAERAH
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TABEL 3

perijinan dan Pemanfaatan sistem informasi pelayanan
perijinan secara elektronik

TERPADU SATU PINTU

11 12 13 14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang pengembangan iklim DINAS PENANAMAN
penanaman modal yang menangani Penyediaan data |[MODAL DAN PELAYANAN [RAB.02.08 DAD-P.306
dan informasi potensi investasi, dan Pengembangan TERPADU SATU PINTU
potensi investasi
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN |RAB.02.08 DAD-P.307
TERPADU SATU PINTU
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang promogi penanaman modal Citiars PERANAMAN
yang menangani Pengembangan promosi penanaman MODR OAN PELATANAN.  [RAR.0206 DAD-P.508
. TERPADU SATU PINTU
modal dan Promosi penanaman modal
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN |RAB.02.08 DAD-P.309
TERPADU SATU PINTU
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang pelayanan terpadu yang DINAS PENANAMAN
menangani Peningkatan pelayanan perijinan dan non  |MODAL DAN PELAYANAN [RAB.02.08 DAD-P.310

%z
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TABEL 3

DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN |RAB.02.08 DAD-P.311
TERPADU SATU PINTU
Ef;(r)nsz:?nt::hn; lgil Eizr:r?;?)r;:gegf:;i:;u;:zg menangani LINAS FENANANAN
Pemantauan dan Pengawasan dan Fasilitasi MODAL DAN PELAYANAIN. - (RAR.02.00 RAD-F.312
: TERPADU SATU PINTU
penyelesaian masalah
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN |RAB.02.08 DAD-P.313
TERPADU SATU PINTU
11 12 13 14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Pelaksanaan Kebijakan
Ekonomi Makro dan Mikro yang menangani
pemantauan dan pengendalian inflasi daerah, BIRO PEREKONOMIAN
sosialisasi dan pembentukan FK ME NTT, pelaksanaan |DAN ADMINISTRASI RAB.09.05 DAD-P.314
kegiatan koordinasi dan sosialisasi kebijakan PEMBANGUNAN
pengembangan UMKM dan optimalisasi penyaluran
KUR dan Pelaksanaan koordinasi, evaluasi dalam
rangka pengendalian BBM bersubsidi
BIRO PEREKONOMIAN
DAN ADMINISTRASI RAB.09.05 DAD-P.315
PEMBANGUNAN
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TABEL 3

BIRO PEREKONOMIAN
DAN ADMINISTRASI RAB.09.05 DAD-P.316
PEMBANGUNAN
BIRC PEREKONOMIAN
DAN ADMINISTRAS! RAB.0S.05 DAD-P.317
PEMBANGUNAN
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Pelaksanaan Kebijakan
koordinast Sumber Daya Alam yang menangani
Deokumen kebijakan HHBK di provinsi NTT,
rekomendasi sentra komoditi unggulan pertanian, BIRO PEREKONOMIAN
peternakan, perkebunan dan perikanan di daerah, DAN ADMINISTRASI RAB.07.02 DAD-P.318
rekomendasi penghendalian produksi dan produktivitas |PEMBANGUNAN
SDA, kebijakan pertambangan dan usaha pemulihan,
pengelolaan konservasi perairan di provinsi NTT
lingkungan hidup , dan Monitoring dan evaluasi potensi
pengembangan EBT dan SDA
BIRO PEREKONOMIAN
DAN ADMINISTRASI RAB.07.02 DAD-P.319
PEMBANGUNAN
BIRO PEREKGNOMIAN
DAN ADMINISTRASI RAB.07.02 DAD-P.320
PEMBANGUNAN
BIRO PEREKONOMIAN
DAN ADMINISTRASI RAB.07.02 DAD-P.321
PEMBANGUNAN
226
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TABEL 3

BIRO PEREKONOMIAN
DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN

RAB.07.02

DAD-P.322

BIRO PEREKONOMIAN
DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN

RAB.07.02

DAD-P.323

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Pelaksanaan kebijakan dan
koordinasi BUMD/BLUD yang menangani koordinasi,
fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan
BUMD di kab/kota, Temu solusi pengelolaan BUMD di 3
zona , Koordinasi, optimalisasi pengelolaan BUMD air
minum dan Evaluasi pembinaan BUMD provinsi

BIRO PEREKONOMIAN
DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN

RAB.02.07

DAD-P.324

BIRO PEREKONOMIAN
DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN

RAB.02.07

DAD-P.325

BIRO PEREKONOMIAN
DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN

RAB.02.07

DAD-P.326

BIRO PEREKONOMIAN
DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN

RAB.02.07

DAD-P.327
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TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Pelaksanaan kebijakan
pengendalian administrasi pembangunan yang

BIRO PEREKONOMIAN

BANGSA DAN POLITIK

menangani pengendalian administrasi pelaksanaan DAN ADMINISTRASI RAB.09.01 DAD-P.328
pernbangunan daearah, pengendalian administrasi PEMBANGUNAN
pelaksanaan pembangunan wilayah, dan penyusunan
pelaporan pelaksanan pembangunan APBD dan APBN
BIRO PEREKONOMIAN
DAN ADMINISTRASI RAB.09.01 DAD-P.329
PEMBANGUNAN
BIRO PEREKONOMIAN
DAN ADMINISTRASI RAB.09.01 DAD-P.330
PEMBANGUNAN
11 12 13 14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang IDEOLOGI, WAWASAN
KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA yang BADAN KESALLAN RAB.05.02 DAD-P.331
: . . . BANGSA DAN POLITIK
menangani kegiatan ideologi dan wawasan
kebangsaan, kegiatan bela negara dan karakter bangsa
BADAN RESATUAN RAB.05.02 DAD-P.332

s
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TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang POLITIK DALAM NEGERI
MELIPUT! PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENINGKATAN DEMOKRAS] SERTA FASILITASI
KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN

dan melaksanakan kegiatan pendidikan politik dan
peningkatan demokrasi, Merencanakan dan
melaksanakan kegiatan fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik

DAN PARTAI POLITIK yang menangani Merencanakan

BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

RAB.05.02

DAD-P.333

BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

RAB.05.02

DAD-P.334

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, BUDAYA, AGAMA, DAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN MELIPUTI KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA SERTA
ORGANISAS|I KEMASYARAKATAN yang menangani
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ketahanan
ekonomi, sosbud dan agama, Merencanakan dan
pelaksanaan kegiatan organisasi kemasyarakatan

BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

RAB.05.02

DAD-P.335

BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

RAB.05.02

DAD-P.336

/é
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TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang KEWASPADAAN NASIONAL
DAN PENANGANAN KONFLIK MELIPUT!

KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN [SAPAR KCORTURN — 1pag 05.02 DAD-P.337
SERTA PENANGANAN KONFLIK yang menangani
pelaksanaan kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama
intelijen , dan kegiatan penanganan konflik
BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK | AB-05.02 DAL, 250
11 12 13 14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan BADAN
permeRplshan €l o PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RAB.05.02 DAD-P.339
KESIAPSIAGAAN yang menangani pelaksanaan
. BENCANA DAERAH
pencegahan dan melaksanakan kesiapsiagaan
BADAN
PENANGGULANGAN RAB.05.02 DAD-P.340
BENCANA DAERAH
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan BADAN
[OGISTIK yang menangn kegiatan kedaruratan, dan [FENANGGULANGAN  [RABO0S02 |DAD-P.341
YOG suenRngall sad ’ BENCANA DAERAH
pengadaan logistik
BADAN
PENANGGULANGAN RAB.05.02 DAD-P.342
BENCANA DAERAH
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TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan

. o BADAN
pemerintahan di bidang REHABILITAS! DAN
. s PENANGGULANGAN RAB.05.02 DAD-P.343
REKONSTSUKSI yang menanganirehabilitasi dan BENCANA DAERAH
rekonstruksi
BADAN
PENANGGULANGAN RAB.05.02 DAD-P.344
BENCANA DAERAH
11 12 13 14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang KOMPETENSI MANAJERAL,
PEMERINTAHAN DAN SOSIAL yang menangani | \DAN PENGEMBANGAN 1 05.09.06 DAD-P.345
. ) o, SUMBER DAYA DAERAH
Pelatihan Dasar, Pelatihan kepemimpinan dan
Pemerintahan dan sosial kuitural
BADAN PENGEMBANGAN
|SUMBER DAYA DAERAH | V1B.09.06 RREFESID
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA DAERAH | 1B-09.06 BABFSH
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang KOMPETENS] TEKNIS DAN  |BADAN PENGEMBANGAN ’
FUNGSIONAL yang menangani Kompetensi teknis, SUMBER DAYA DAERAH RAB.O4.00 DAD-F.348
Kompetensi fungsional dan Kurikulum dan perangkat
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TABEL 3

BADAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA DAERAH | /B.09.06 e
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA DAERAH  |RAB-09.06 DAD-P980
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang SERTIFIKAS! DAN
KELEMBAGAAN yang menangani Sertifikasi dan BADAN PENGEMBANGAN RAB.09.06 DAD-P.351
. - SUMBER DAYA DAERAH
kelembagaan, Sistem Informasi pengembangan
kompetensi dan sarana dan prasarana
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA DAERAH RAB.09.06 DAD-P.352
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA DAERAH  [VAB-09.06 AR, 353
11 12 13 14
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TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang PERENCANAAN DAN
PENYUSUNAN APBD SKPD, SKPKD DI BIDANG
PEMERINTAHAN, PEREKONOMIAN, DAN

BADAN KEUANGAN

PEMBANGUNAN yang menangani penyusunan DAERAH S L RER-Fe
anggaran bidang pemerintahan, penyusunan anggaran
bidang peerkonomian dan pembangunan dan
penyusunan anggaran bidang administrasi umum
BADAN KEUANGAN
DAERAH RAB.09.02 DAD-P.355
BADAN KEUANGAN
DAERAH RAB.08.02 DAD-P.356
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUAS| KEGIATAN
PERBENDAHARAAN yang menangani pembayaran BADAN KEUANGAN
bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan DAERAH RARDA.O DAD-F. 397
administrasi umum, pembayaran bidang perekonomian
dan pembangunan dan pengelolaan kas dan
pembinaan bendahara
BADAN KEUANGAN
DAERAH RAB.09.02 DAD-P.358
RELAN RELANGAR RAB.09.02 DAD-P.359

DAERAH
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TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang AKUNTANSI DAN
PELAPORAN yang menangani akuntansi pendapatan,

BADAN KEUANGAN

piutang, dan penerimaan pembiayaan, akuntansi DAERAH RAB-03.02 LIAL:.56D
belanja aset, hutang, dan pengeluaran pembiayaan
dan akuntansi penyusunan laporan keuangan

BADAN KEUANGAN

IDAERAH RARB.09.02 DAD-P.361

BADAN KEUANGAN

DAERAH RAB.09.02 DAD-P.362
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang PEMBINAAN KEUANGAN BADAN KEUANGAN !
KABUPATEN/KOTA yang menangani pembinaan dan |DAERAH RAB.03.01 AL 363
evaluasi wilayah 1, wilayah 2 dan wilayah 3

BADAN KEUANGAN

DAERAH RAB.09.01 DAD-P.364

BADAN KEUANGAN

DAERAH RAB.09.01 DAD-P.365

11 12 13 14
234




TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang PENATAAN DAN
PEMANFATAN TATA LINGKUNGAN DAN
KEHUTANAN, PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN,

DINAS LINGKUNGAN

HIDUP DAN KEHUTANAN

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN yang  |HIDUP DAN KEHUTANAN |RAB:07.03 DAD-F.366
menangani Tata Lingkungan dan Kehutanan,
Pengkajian dampak lingkugan dan Penggunaan dan
Pemanfaatan hutan
DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN | TAB-07.03 HAGLERET
DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN RAB.07.03 DAD-P.368
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang PENGENDALIAN DAN
; DINAS LINGKUNGAN
PERLINDUNGAN yang menangani Pengamanan dan HIDUP DAN KEHUTANAN RAB.07.03 DAD-P.369
penegakan hukum, pengendalian dan pencemaran
kerusakan dan pengolahan sampah dan limbah B3
DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN | AB-07.03 AR
DINAS LINGKUNGAN RAB.07.03 DAD-P.371

N
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TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang PEMBINAAN yang menangani

DINAS LINGKUNGAN

pengolahan sampah dan limbah B3, rehabilitasi hutan |HIDUP DAN KEHUTANAN ~ [AB-07-05 DAD-P.372
dan {ahan dan rehabilitasi hutan dan lahan
DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN | AB-07.05 DAD-F.1
DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN | \B-07.05 DAD-F 374
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang PENINGKATAN KAPASITAS
PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN  |2INAS LINGKUNGAN RAB.07.03 DAD-P.375
) HIDUP DAN KEHUTANAN
SOSIAL yang menangani pemberdayaan masyarakat,
penyuluhan, dan bina usaha kehutanan
DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN | AB-07.03 BAD.2Te
DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN | AB-07.03 DADERAET
1 12 13 14
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TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN
URUSAN PEMEDA Dl PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA yang menangani
Menyelia program dan kegiatan mulai dari perencanaan

) . INSPEKTORAT DAERAH RAB.09.01 DAD-P.378

sampai dengan pelaksanaan, Menyelia program dan

kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan

pelaksanaan, Menetapkan kebijakan pembinaan dan

petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan pada

perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi

dan Kabupaten/ Kota
INSPEKTORAT DAERAH RAB.09.01 DAD-P.379
INSPEKTORAT DAERAH RAB.09.01 DAD-P.380

/z)é
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TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN
URUSAN PEMEDA DI PERANGKAT DAERAH
PROVINS| DAN KABUPATEN/KOTA yang menangani
Mengoordinasikan, mengawasi pemetriksaan,

pengusutan, pengujian dan penilaian tugas INSPEKTORAT DAERAH RAB.09.01 DAD-P.381

pengawasan serta pemantauan dan evaluasi, verifikasi,

reviu. Penilaian atas manfaat dan keberhasiian

kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan

berdasarkan masukan, keluaran dan hasil, evaluasi

pelaksanaan tugas sesuai hasil yang dilaksanakan
INSPEKTORAT DAERAH RAB.09.01 DAD-P.382
INSPEKTORAT DAERAH RAB.09.01 DAD-P.383

238




TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN
URUSAN PEMEDA DI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA yang menangani

inventarisasi, dokumentasi dan penelaahan terhadap [INSPEKTORAT DAERAH RAB.0S.01 DAD-P.384

peraturan perundang-undangan, Mengumpulkan data

umum terhadap obyek yang diperiksa , Mengoordinir

penyusunan hasil pemeriksaan sesuai obyek yang

diperiksa dan Mengoordinasikan pelaksanaan

pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian
INSPEKTORAT DAERAH RAB.09.01 DAD-P.385
INSPEKTORAT DAERAH RAB.08.01 DAD-P.386
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TABEL 3

INSPEKTORAT DAERAH

RAB.09.01

DAD-P.387

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP PENCEGAHAN TINDAK
PIDANA KORUPSI, REFORMASI BIROKRASI, DAN
KASUS PENGADUAN MASYARAKAT DI PROVINSI
DAN KABUPATEN/KOTA yang menangani Menyelia
program dan kegiatan , Memeriksa hasil kerja pejabat
fungsional auditor dan pengawas pemerintahan,
Menyelia penyusunan rencana kerja pemeriksaan
tahunan , Menyeiia pelaksanaan penyusunan program
kerja pemeriksaan (PKP) terhadap obrik yang diperiksa

INSPEKTORAT DAERAH

RAB.09.06

DAD-P.388

INSPEKTORAT DAERAH

RAB.09.06

DAD-P.389
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TABEL 3

INSPEKTORAT DAERAH

RAB.09.06

DAD-P.390

INSPEKTORAT DAERAH

RAB.09.06

DAD-P.391

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP PENCEGAHAN TINDAK
PIDANA KORUPSI, REFORMASI BIROKRASIH, DAN
KASUS PENGADUAN MASYARAKAT D] PROVINSI
DAN KABUPATEN/KOTA yang menangani
Menetapkan kebijakan pembinaan dan petunjuk teknis
penyelenggaraan pengawasan. Mengoordinasikan,
mengawasi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan
penilaian tugas pengawasan serta pemantauan dan
evaluasi, verifikasi, reviu. Melakukan penilaian atas
manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan
pengawasan berdasarkan masukan, keluaran dan hasil.
Inventarisasi, dokumentasi dan penelaahan terhadap
peraturan perundang-undangan yang berhubungan
dengan pengawasan, Mengumpulkan data umum
terhadap obyek yang diperiksa

INSPEKTORAT DAERAH

RAB.09.06

DAD-P.392

/(/@
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TABEL 3

INSPEKTORAT DAERAH RAB.09.06 DAD-P.393

INSPEKTORAT DAERAH RAB.09.06 DAD-P.394

INSPEKTORAT DAERAH RAB.09.06 DAD-P.395

INSPEKTORAT DAERAH RAB.09.06 DAD-P.396
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TABEL 3

Proses bishis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP PENCEGAHAN TINDAK
PIDANA KORUPSI, REFORMASI BIROKRASI, DAN
KASUS PENGADUAN MASYARAKAT DI PROVINS]
DAN KABUPATEN/KOTA yang menangani

w : . ; INSPEKTORAT DAERAH RAB.09.06 DAD-P.397

Mengoordinir penyusunan hasil pemeriksaan sesuai

obyek yang diperiksa, Mengoordinasikan pelaksanaan

pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian,

Mengevaluasi pelaksanaan tugassesuai hasil yang

dilaksanakan, dan Menyampaikan saran/ masukan

secara lisan dan tertulis kepada atasan
INSPEKTORAT DAERAH RAB.09.06 DAD-P.398
INSPEKTORAT DAERAH RAB.09.06 DAD-P.399

/&
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TABEL 3

ASET DAERAH

INSPEKTORAT DAERAH RAB.09.06 DAD-P.400
11 12 13 14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemertintahan di bidang Pendataan dan penetapan,
Pembukuan dan penagihan Serta layanan dan
keberatan pajak ranmor (PKB), bea balik nama BADAN PENDAPATAN DAN RAB
kendaraan bermotor (BBNKB) dan pajak bahan bakar |ASET DAERAH DRUE BA-PAD
kendaraan bermotor (PBBKB) yang menangani
pendataan dan penelapan, tayanan dan keberatan dan
pembukuan dengan penagihan
BADAN PENDAPATAN DAN RAB.09.02 DAD-P 402

/ué.
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TABEL 3

BADAN PENDAPATAN DAN

ASET DAERAH RAB.09.02 DAD-P.403
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang pengelolaan pungutan retribusi
daerah, hasil pengslolaan kekayaan yang dipisahkan,
lain - lain pendapatan yang sah, dana perimbangan lain
- lain pendapatan yang sah yang menangani kegiatan
penyusunan bahan petunjuk teknis, fasilitas pendataan
dan penerimaan dan evaluasi pungutan hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, BALAN FERLAFATAN LAN RAB.09.02 DAD-P.404
o . ASET DAERAH
penyusunan bahan fasilitas pembinaan dan
pengendalian teknis serta evaluasi pendataan dan
penerimaan mencakup pungutan retribusi dan lain-lain,
dan penyusunan bahan fasilitasi, pembinaan dan
pegendalian teknis serta evaluasi pendataan dan
penerimaan mencakup pungutan dana perimbangan
dan lain-lain.
BADAN PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH RAB.09.02 DAD-P.405
BADAN PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH RAB.09.02 DAD-P.406
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TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang analisa kebutuhan dan

BADAN PENDAPATAN DAN

ASET DAERAH

penatausahaan aset yang menangani analisa RAB.09.02 DAD-P.407
kebutuhan dan pengadaan, penatausahaan aset dan rail DACRAH
penetapan status dan penilaian aset
BADAN PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH RAB.09.02 DAD-P.408
BADAN PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH RAB.09.02 DAD-P.409
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang PENGELQLAAN ASET
DAERAH MELIPUTI PEMANFAATAN,
PEMINDAHTANGANAN DAN PENGAMANAN ASET  [PADAN PENDAPATAN DAN 10,5 09 02 DAD-P.410
. ASET DAERAH
yang menangani pemanfaatan aset,
pemindahtanganan dan pengamanan aset dan
pengamanan dan penyelesaian sengketa aset
BADAN PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH RAB.09.02 DAD-P.411
BADAN PENDAPATAN DAN RAB.09.02 DAD-P.412

pres
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TABEL 3

11 12 13 14
Proses bisnhis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang KOORDINAS|I PERENCANAAN
DAN FASILITASI KERJA SAMA MELIPUTI
KOORDINASI PERENCANAAN DAN FASILITAS! BADAN PENGELOLA RAB.03.05 DAD-P 413
KERJA SAMA PEMBANGUNAN BATAS WILAYAH PERBATASAN DAERAH T '
NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN yang
menangani KOORDINASI PERENCANAAN,
FASILITASI KERJA SAMA
BADAN PENGELOLA
PERBATASAN DAERAH  |(AB03.05 CADEPa
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang KOORDINASI PELAKSANAAN
MELIPUTI KOORDINASI PEMBANGUNAN SERTA
KOORDINASI FASILITASI PENEGASAN,
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BATAS L RS DAD-P 415
WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
yang menangani KOORDINAS| PEMBANGUNAN dan
KOQORDINASI FASILITASI PENEGASAN,
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
PN PENGELDE B RAB.03.05 DAD-P.4186

PERBATASAN DAERAH

N
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TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang MONITORING DAN EVALUASI
WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

BADAN PENGELOLA

PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

yang menangani MONITORING BATAS WHAYAH RAB.01.01 DAD-P.417
NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN dan FERBATASAN DAERAH
VALUAS! BATAS WILAYAH NEGARA DAN
KAWASAN PERBATASAN
BADAN PENGELOLA
B T A DAy |RAB.O1.01 DAD-P.418
11 12 13 14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang PERENCANAAN BADAN PERENCANAAN
PENGENDAIIAN DAN EVALUAS!I PEMBANGUNAN ~ |PEMBANGUNAN,
DAERAH yang menangani PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN RABO0 DAD-P.418
PENDANAAN, DATA DAN INFORMASI, PENGEMBANGAN DAERAH
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
BADAN PERENCANAAN
PEMBARGLINAN, RAB.09.05 DAD-P.420

pye
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TABEL 3

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,

PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Koa oo RAB.09.05 DAD-P.421
PENGEMBANGAN DAERAH
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang PEMERINTAHAN DAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN MANUSIA yang menangani PEMBANGUNAN, _
PEMERINTAHAN DAN POLITIK, PEMBANGUNAN  |PENELITIAN DAN RAB.09.05 DAD-P.422
MANUSIA dan KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENGEMBANGAN DAERAH
BUDAYA
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
EENE TR A RAB.09.05 DAD-P.423
PENGEMBANGAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
A ooiptuctoiei] RAB.09.05 DAD-P.424
PENGEMBANGAN DAERAH
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang PEREKONOMIAN DAN Sibig R i
SUMBER DAYA ALAM yang menangani PENELITIAN D Ai‘:l RAB.09.05 DAD-P.425
PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA AL AM, dan Wil o
PARIWISATA
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
RS SiNepteiy RAB.09.05 DAD-P.426
PENGEMBANGAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN
SNBSS RAB.09.05 DAD-P.427

M
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Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN yang menangani INFRASTRUKTUR,
KEWILAYAHAN, DAN TATA RUANG DAN
LINGKUNGAN HIDUP

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

RAB.09.05

DAD-P.428

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

RAB.09.05

DAD-P.429

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

RAB.09.05

DAD-P.430

11

12

13

14

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN yang menangani SOSIAL DAN
PEMERINTAHAN, EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
DAN INOVASI DAN TEKNCLOG!

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

RAB.09.05

DAD-P.431

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGLUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

RAB.09.05

DAD-P.432

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN

RAB.09.05

DAD-P.433

N

PENGEMBANGAN DAERAH
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TABEL 3

11 12 13 14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang PENGELOLAAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA yang menangani PENGELOLAAN
STRATEG! PENGADAAN BARANG DAN JASA, e e e RAB.09.06 DAD-P.434
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA,
DAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGADAAN
BARANG DAN JASA
BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA RAB.09.06 DAD-P.435
BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA RAB.09.06 DAD-P.436
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang PENGELOLAAN LAYANAN
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK yang
menangani PENGELOLAAN SISTEM PENGADAAN SL‘RR%EZNS :ND?:SN A RAB.09.06 DAD-P.437
SECARA ELEKTRONIK, PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI, DAN PENGELOLAAN INFORMASH
PENGADAAN BARANG DAN JASA
BIR0 PENGADAAN RAB.09.06 DAD-P.438

BARANG DAN JASA

W
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TABEL 3

BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA RAB.09.06 DAD-P.439
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang PEMBINAAN DAN ADVOKASI
PENGADAAN BARANG DAN JASA yang menangani
PEMBINAAN SDM PENGADAAN BARANG DAN BIRO PENGADAAN
JASA, PEMBINAAN KELEMBAGAAN PENGADAAN  |BARANG DAN JASA R OReG bRb-P.A4l
BARANG DAN JASA DAN PENDAMPINGAN,
KONSULTASI DAN BIMBINGAN TEKNIS
PENGADAAN BARANG DAN JASA
BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA RAB.09.06 DAD-P.441
BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA RAB.09.06 DAD-P.442
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REFERENSI ARSITEKTUR DATA



TABEL 4

Usulan Referensi Arsitektur Domain Proses Bisnis SPBE

Tingkat Tiga dan Empat untuk Keperluan Internal Asdep SPBE KemenPANRB

Tk. 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 4

1 2 3 4

RAD.01 Pertahanan dan Luar Negeri

RAD.01 Pertahanan dan RAD.01.01 pertahanan
Luar Negeri U

RAD.01 Pertahanandan o ap 01,01 pertahanan RAD.01.01.01 pertahanan negara
Luar Negeri

RAD.01 Pertahanan dan RAD.01.01 pertahanan RAD.OjI.01.02 pengelolaan instalasi
Luar Negeri strategis




TABEL 4

RAD.D1 Pertahanan dan
Luar Negeri

RAD.01.01 pertahanan

RAD.01.01.03 potensi pertahanan

RAD.01 Pertahanan dan
Luar Negeri

RAD.01.01 pertahanan

RAD.01.01.04 strategi pertahanan

RAD.01.01.04.01 MONITORING
BATAS WILLAYAH NEGARA DAN
KAWASAN PERBATASAN

RAD.01 Pertahanan dan
Luar Negeri

RAD.01.01 pertahanan

RAD.01.01.04 strategi pertahanan

RAD.01.01.04.02 EVALUASI
BATAS WILAYAH NEGARA DAN
KAWASAN PERBATASAN

RAD.01 Pertahanan dan
Luar Negeri

RAD.01.01 pertahanan

RAD.01.01.05 intelejen

RAD.0O1 Pertahanan dan
Luar Negeri

RAD.01.01 pertahanan

RAD.01.01.06 penanggulangan ancaman

RAD.01 Pertahanan dan
Luar Negeri

RAD.C1.01 pertahanan

RAD.01.01.07 pertahanan siber

RAD .01 Pertahanan dan
Luar Negeri

RAD.01.01 pertahanan

RAD.01.01.07 pertahanan siber

RAD.01.01.07.01 pembinaan
pertahanan siber regional

Y



TABEL 4

RAD.01 Pertahanan dan
Luar Negeri

RAD.01.01 pertahanan

RAD.01.01.07 pertahanan siber

RAD.01.01.07.01 Penyusunan
Kebijakan Keamanan Informasi

RAD.01 Pertahanan dan
Luar Negeri

RAD.01.01 pertahanan

RAD.01.01.07 pertahanan siber

RAD.01.01.07.02 Pengelolaan
Sumber Daya TIK Keamanan
Informasi

RAD.01 Pertahanan dan
Luar Negeri

RAD.01.01 pertahanan

RAD.01.01.07 pertahanan siber

RAD.01.01.07.03 Melakukan
Pengamanan Sistem TIK

RAD.01 Pertahanan dan
Luar Negeri

RAD.G1.01 pertahanan

RAD.01.01.07 pertahanan siber

RAD.01.01.07.04 Membangun

Pola Hubungan Komunikasi Sandi

Melalui Email Sanapati

RAD.01 Pertahanan dan
Luar Negeri

RAD.01.01 pertahanan

RAD.01.01.XX usulan referensi
IPPD

RAD.01 Pertahanan dan
Luar Negeri

RAD.01.02 urusan luar negeri

RAD.01 Pertahanan dan
Luar Negeri

RAD.01.02 urusan luar negeri

RAD.01.02.01 hubungan luar negeri

RAD.01 Pertahanan dan
Luar Negeri

RAD.01.02 urusan luar negeri

RAD.01.02.02 politik fuar negeri

RAD.01 Pertahanan dan
Luar Negeri

RAD.01.02 urusan luar negeri

RAD.01.02.XX usulan referensi IPPD

RAD.02 Ekonomi dan Industri

7




TABEL 4

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.01 industri

RAD .02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.01 industri

RAD.02.01.01 pembinaan industri
regional

RAD.02.01.01.01 Pembangunan
Sumber Daya Manusia Industri
dan Sumber Daya Alam

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.01 industri

RAD.02.01.01 pembinaan industri
regional

RAD.02.01.01.02 Pengembangan
Teknologi Industri, Kreativitas dan
novasi

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.01 industri

RAD.02.01.01 pembinaan industri
regional

RAD.02.01.01.03 Pengawasan
dan Pengendalian

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.01 industri

RAD.02.01.01 pembinaan industri
regional

RAD.02.01.01.04 Fasilitasi
Industri dan Standarisasi Industri

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.01 industri

RAD.02.01.01 pembinaan industri
regional

RAD.02.01.01.05 Pengolahan
Data dan Informasi Industri

RAD.02 Ekonomi dan
industri

RAD.02.01 industri

RAD.02.01.02 penumbuh-
kembangan industri dalam negeri

RAD.02.01.02.01 Pembangunan
IKM

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.01 industri

RAD.02.01.03 ketahanan industri

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.01 industri

RAD.02.01.04 pengelolaan struktur
industri

7 ,




TABEL 4

RAD.02 Ekonomi dan
industri

RAD.02.01 industri

RAD.02.01.05 pengelolaan standar

nasional

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.01 industri

RAD.02.01.06 penggunaan produk
dalam negeri

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.01 industri

RAD.02.01.07 pengelolaan
ekonomi kreatif dan produk digital

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.01 industri

RAD.02.01.08 pengelolaan iklim
usaha

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.01 industri

RAD.02,01.XX usulan referensi IPPD

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.02 perdagangan

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.02 perdagangan

RAD.02.02.01 pembinaan
perdagangan regional

RAD.02 Ekonomi dan

RAD.02.02.02 pengelolaan

Industri RAD.02.02 perdagangan perdagangan
. RAD.02.02.03.01 Penggunaan
RAD‘O.Z Elgounmi dan RAD.02.02 perdagangan RAD'92'02'03 HEFHEpETgan: Ralan dan Pemasaran Produk Dalam
Industri negeri :
Negeri
RAD.02 Ekonomi dan RAD.02.02 perdagangan RAD.02.02.03 perdagangan dalam |RAD.02.02.03.02 Pengembangan

Industri

negeri

Perdagangan Dalam Negeri

7
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TABEL 4

RAD.02 Ekonomi dan ; RAD.02.02.04.01 Pengembangan
industri RAD.02.02 perdagangan RAD.02.02.04 ekspor impor Perdagangan Luar Negeri
RAD.U? Ekonomi dan RAD.02.02 perdagangan RAD.02.02.05 pemberdayaan RAD.02.02.05.01 Pemberdayaan
Industri konstitmen ‘ Konsumen

; g RAD.02.02.06.01 Pengawasan
::;255?: Ekonomi dan RAD.02.02 perdagangan R;Dﬁf;ﬁ;ﬁ:ﬁzdardlsasz Gen Barang Beredar dan Jasa serta

peng Pendataan Pasar Tertib Ukur

Eggsg? Exanarit can RAD.02.02 perdagangan RAD.02.02.07 perdagangan berjangka
:?:;Es?nz Ekanore den RAD.02.02 perdagangan RAD.02.02.XX usulan referensi IPPD
Rl '0.2 Chewinl tan RAD.C2.03 pertanian
Industri
:?::l?sfnz Ekarian gan RAD.02.03 pertanian RAD.02.03.01 pembinaan pertanian regional
RAD.02 Ekonomi dan . RAD.02.03.02 peningkatan RAD.02.03.02.01 Peningkatan
Industri RALL02.03 portanian produksi pertanian Produksi Serealia

; : RAD.02.03.02.02 Peningkatan
RAD'O.Z Rkanomi dan RAD.02.03 pertanian RAD'02203'02 penlngkatan Produksi Kacang-Kacangan dan
Industri produksi pertanian . .

Umbi-Umbian

RAD.02 Ekonomi dan . RAD.02.03.02 peningkatan RAD.02.03.02.03 Peningkatan
industri AT el produksi pertanian Produksi Hortikultura

e 6



TABEL 4

RAD.02 Ekonomi dan

RAD.02.03.03 penyediaan sarana

RAD.02.03.03.01 Pengelolaan

Industri RADL02,03 pertanian dan prasarana pertanian Lahan dan Air

RAD.0_2 Ekonomi dan RAD.02.03 pertanian RAD.02.03.03 penyec_haan sarana RAD.02.03.Q§.02 Per_lgeloiaan
Industri dan prasarana pertanian Pupuk, Pestisida, Alsintan
RAD.O? Ekonomi dan RAD.02.03 pertanian RAD.02.03.03 penyeq:aan sarana RAD.OZ.OS.OS.O? Pengo!ahan dan
Industri dan prasarana pertanian Pemasaran Hasil Pertanian
RAD.02 Ekonomi dan RAD.02.03 pertanian RAD.02,03.04 ketahanan pangan RAD.02.03.04.01 Ketersediaan

Industri

dan Distribusi Pangan

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.03 pertanian

RAD.02.03.04 ketahanan pangan

RAD.02.03.04.02 Konsumsi dan
keamanan Pangan

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.03 pertanian

RAD.02.03.04 ketahanan pangan

RAD.02.03.04.03 Penyuluhan

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02,03 pertanian

RAD.02.03.05 karantina dan
keamanan hayati

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.03 pertanian

RAD.02.03.06 peningkatan nilai
tambah dan daya saing

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.03 pertanian

RAD.02.03.XX usulan referensi IPPD

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.04 perkebunan

e




TABEL 4

RAD.0_2 Ekonomi dan RAD.02.04 perkebunan RAD.02.04.01 p_embmaan
Industri perkebunan regional
RAD.O? Ekonomi dan RAD.02.04 perkebunan RAD.02.04.02 pengelolaan RAD.02.p4.02.01 Peningkatan
Industri tanaman perkebunan Produksi Tanaman Tahunan
RAD.O? Ekonomi dan RAD.02.04 perkebunan RAD.02.04.02 pengelolaan RAD.DZ.'04.02.02 Penlngkfiitan
Industri tanaman perkebunan Produksi Tanaman Semusim

s : RAD.02.04.02.03 Peningkatan
RAD.O? Ekonomi dan RAD.02.04 perkebunan RAD.02.04.02 pengelolaan Produksi Tan. Rempah &
Industri tanaman perkebunan

Penyegar
RAD.O? Ekonomi dan RAD.02.04 perkebunan RAD.02.04.03 keberlanjutan usaha
Industri perkebunan
RAD . RAD.02.04.04 pengendalian hama
'0? Ekanacy dan RAD.02.04 perkebunan penyakit dan perlindungan
Industri
perkebunan

In dus.sr? =l Ban RAD.02.04 perkebunan RAD.02.04.05 pengembangan bio energi
n dus.?ri2 Ekenami dan RAD.02.04 perkebunan RAD.02.04.XX usulan referensi IPPD
RAD'O.Z Ekanerol 4z RAD.02.05 peternakan
Industri

a4



TABEL 4

RAD.02 Ekonomi dan
industri

RAD.02.05 peternakan

RAD.02.05.01 pembinaan
peternakan regional

RAD.02.05.01.01 Perencanaan
Pengembangan Prasarana,
Kawasan dan Komoditas
Pertanian

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.05 peternakan

RAD.02.05.01 pembinaan
peternakan regional

RAD.02.05.01.02Peningkatan
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Penataan Prasarana Pendukung

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.05 peternakan

RAD.02.05.01 pembinaan
peternakan regional

RAD.02.05.01.03 Pembangunan,
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Rutin Gedung UPTD Pertanian
serta Sarana Pendukungnya

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.05 peternakan

RAD.02.05.01 pembinaan
peternakan regional

RAD.02.05.01.04 Peningkatan
Penerapan Persyaratan Teknis
Sertifikasi Zona/Kompartemen
Bebas Penyakit dan Unit Usaha
Produk Hewan

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.05 peternakan

RAD.02.05.01 pembinaan
peternakan regional

RAD.02.05.01.05 Peningkatan
Pembinaan Penerapan
Persyaratan Teknis Sertifikasi
Unit Usaha Produk Hewan

/7




TABEL 4

RAD.02.05.02.01 Peningkatan
Ketersediaan dan Mutu

Industri

ternak

RAD.0_2 Ekonomi dan RAD.02.05 peternakan RAD.02.05.02 benih dan bibit Benih/Bibit Ternak dan
Industri ternak
Tanaman Pakan Ternak,
Bahan Pakan, serta Pakan
RAD.02.05.02.02 Peningkatan
Pengendalian dan Pengawasan
RAD.02 Ekonomi dan RAD.02.05.02 benih dan bibit Penyediaan dan Peredaran
Industri e ternak BenitvBibit Ternak dan
Tanaman Pakan Ternak serta
Pakan
s : i RAD.02.05.02.03 Peningkatan
RALHOZ Elaniom den RAD.02.05 peternakan PO D2 banthiaan bl Penyediaan Benih/Bibit Temak
Industri ternak 5
dan Hijauan Pakan Ternak
' . RAD.02.05.03.01 Pengendalian
RAD'O? Exantim dat RAD.02.06 peternakan RALLEZGS.00 ke_sehatan Resiko dan Penanggulangan
Industri masyarakat veteriner . .
Penyakit Hewan dan Zoonosis
RAD.O._’Z Ekonomi dan RAD.02.05 peternakan RAD.02.05.04 pascapanen
Industri peternakan
RAD.02.05.05.01 Pengawasan
' RAD p atas penerapan persyaratan
i EkumuT ey RAD.02.05 peternakan LZ.03.05 produksi pakan dan teknis untuk pemasulan dan/atau

pengeluaran hewan dan produk
hewan

S

10




TABEL 4

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.05 peternakan

RAD.02.05.06 perikanan budidaya

RAD.02 Ekonomi dan
industri

RAD.02.05 peternakan

RAD.02.05.XX usulan referensi
IPPD

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.06 perikanan

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.06 perikanan

RAD.02.06.01 pembinaan
perikanan regional

RAD.02.06.01.01 mengendalikan
dan mengevaluasi kegiatan
perikanan tangkap melalui
pengelolaan penangkapan ikan
dan kenelayanan

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.06 perikanan

RAD.02.06.01 pembinaan
perikanan regional

RAD.02.06.01.02 pengendalian
dan penangkapan ikan serta
sarana dan prasarana perikanan
tangkap sesuai ketentuan dan
prosedur

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

-

RAD.02.06 perikanan

RAD.02.06.01 pembinaan
perikanan regional

RAD.02.06.01.03 Merencanakan
operasional Perikanan Tangkap

RAD.02Z Ekonomi dan
Industri

RAD.02.06 perikanan

RAD.02.06.01 pembinaan
perikanan regional

RAD.02.06.01.04 mengendalikan
dan mengevaluasi kegiatan
pengawasan sumber daya
kelautan dan perikanan

11




TABEL 4

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.06 perikanan

RAD.02.06.01 pembinaan
perikanan regional

RAD.02.06.01.05 Merencanakan
operasional Pengawasan sumber
dava kelautan dan Perikanan

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.06 perikanan

RAD.02.06.01 pembinaan
perikanan regicnal

RAD.02.06.01.06 penegakan
hukum perikanan dan kelautan
sesuai ketentuan dan prosedur
yang berlaku

RAD.02 Ekonomi dan

RAD.02.06.01 pembinaan

RAD.02.06.01.07 mengendalikan
dan mengevaluasi kegiatan

Industri RAD.02.06 perikanan perikanan regional pengembangan _usah_a dan
pengolahan hasil perikanan dan
pengsmbangan usaha

- dus..?riz Gkenam aan RAD.02.06 perikanan RAD.02.06.02 karantina perikanan

: ’ RAD.02.06.03.01 pengotahan dan

RALLOR Elconaim dan RAD.02.06 perikanan B2 030G pergeislaan el pembinaan mutu produk kelautan

Industri

perikanan

dan perikanan

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.06 perikanan

RAD.02.06.04 pemberdayaan
masyarakat perikanan

RAD.02.06.04.01 pemasaran dan
promosi investasi berdasarkan
ketentuan dan prosedur yang
beriaku agar terwujudnya
pengolahan dan pemasaran
produk kelautan dan perikanan
untuk perluasan pangsa pasar
secara maksimal

12




TABEL 4

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.06 perikanan

RAD.02.06.05 pengelolaan
konservasi dan keanekaragaman
hayati laut

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.06 perikanan

RAD.02.06.XX usulan referensi IPPD

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.07 badan usaha milik negara

RAD.02 Exonomi dan
industri

RAD.02.07 badan usaha milik
negara

RAD.02.07.01 pembinaan badan
usaha regional

RAD.02.07.01.01 koordinasi,
fasilitasi, monitoring dan evaluasi
kebijakan pengelolaan BUMD di
kab/kota

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.07 badan usaha milik
negara

RAD.02.07.01 pembinaan badan
usaha regional

RAD.02.07.01.02 Temu solusi
pengelolaan BUMD di 3 zona

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.07 badan usaha milik
hegara

RAD.02.07.01 pembinaan badan
usaha regional

RAD.02.07.01.03 Koordinasi,
optimalisasi pengelolaan BUMD
air minum

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.07 badan usaha milik
negara

RAD.02.07.01 pembinaan badan
usaha regional

RAD.02.07.01.04 Evaluasi
pembinaan BUMD provinsi

RAD.02 Ekonomi dan
- |Industri

RAD.02.07 badan usaha milik
negara

RAD.02.07.02 pengelolaan badan
usaha milik negara

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.07 badan usaha milik
negara

RAD,02.07.03 keberlanjutan badan
usaha milik negara

e
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TABEL 4

RAD.02 Ekonomi dan

RAD.02.07 badan usaha milik

RAD.02.07.04 penguatan daya saing

Industri negara

RAD.O? Exanond dan RALLO2.O7 badan saha milic RAD.02.07.05 kesinergian badan usaha milik negara
Industri negara

RAD.G:_Z Ekonomi dan RAD.02.07 badan usaha milik RAD.02.07 XX usulan referensi IPPD

Industri negara

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.08 investasi

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.08 investasi

RAD.02.08.01 pembinaan
penanaman modal regional

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.08 investasi

RAD.02.08.02 manajemen
penanaman modal

RAD.02.08.02.01 Penyediaan
data dan informasi potensi
investast

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.08 investasi

RAD.02.08.02 manajemen
penanaman modal

RAD.02.08.02.02 Pengembangan
potensi investasi

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.08 investasi

RAD.02.08.02 manajemen
penanaman modal

RAD.02.08.02.03 Pengembangan
promosi penanaman modal

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.08 investasi

RAD.02.08.02 manajemen
penanaman modal

RAD.02.08.02.04 Promosi
penanaman modal

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.08 investasi

RAD.02.08.02 manajemen
penanaman modal

RAD.02.08.02.05 Peningkatan
pelayanan perijinan dan non
perijinan

S
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TABEL 4

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.08 investasi

RAD.02.08.02 manajemen
penanaman modal

RAD.02.08.02.06 Pemanfaatan
sistem informasi pelayanan
perijinan secara elektronik

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.08 investasi

RAD.02.08.02 manajemen
penanaman modal

RAD.02.08.02.07 Pemantauan
dan Pengawasan

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.08 investasi

RAD.02.08.02 manajemen
penanaman modal

RAD.02.08.02.08 Fasilitasi
penyelesaian masalah

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.08 investasi

RAD.02.08.03 manajemen
perizinan penanaman modal

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.08 investasi

RAD.02.08.04 litigasi penanaman
modal

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.08 investasi

RAD.02.08.XX usulan referensi
IPPD

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.09 koperasi

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.09 koperasi

RAD.02.09.01 pembinaan koperasi

RAD.02.09.01.01 Pengembangan
kompetensi dan kualitas koperasi
perempuan berbasis kearifan
lokal yang berdaya saing

F
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TABEL 4

RAD .02 Ekonomi dan : RAD.02.09.02 pengelolaan
Industri PRI kopiaras] produksi dan pemasaran koperasi

RAD.02.09.03.01 Fasilitasi ljin
RAD.02 Ekonomi dan RAD.02.09 koperasi RAD.02.09.03 pemberdayaan dan [Usaha Simpan Pinjam melaiui

Industri

pembiayaan koperasi

pendidikan dan pelatihan
pemberdayaan SDM Koperasi

RAD .02 Ekonomi dan
industri

RAD.02.09 koperasi

RAD.02.09.04 pengawasan
koperasi

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.09 koperasi

RAD.02.09.XX usulan referensi IPPD

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.10 usaha kecil dan menengah

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.10 usaha kecil dan
menengah

RAD.02.10.01 pembinaan usaha
kecit dan menengah

RAD.02.10.01.01 Peningkatan
UMKM Perempuan Melalui
Pelatihan Kewirausahaan Dan
Peran SDM Koperasi

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.10 usaha kecil dan
menengah

RAD.02.10.01 pembinaan usaha
kecil dan menengah

RAD.02.10.01.02 Pengembangan
Kompetensi & Kualitas PLUT-
UMKM yang berdaya saing

o3
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TABEL 4

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.10 usaha kecil dan
menengah

RAD.02.10.02 kelembagaan usaha
kecil dan menengah

RAD.02.10.02.01 Peningkatan
kelembagaan Koperasi Aktif
berdigitalisasi melalui
pengembangan Usaha dan Peran
SDM Koperasi

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.10 usaha kecil dan
menengah

RAD.02.10.01 pembinaan usaha
kecil dan menengah

RAD.02.10.02.02 Pemberdayaan
Usaha Kecil  Melalui
Penguatan Kelembagaan &
Koardinasi dengan Pemangku
Kepentingan di Kawasan
Pariwisata Estate

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.10 usaha kecil dan
menengah

RAD.02.10.03 pengelolaan
produksi dan pemasaran usaha
kecil dan menengah

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.10 usaha kecil dan
menengah

RAD.02.10.04 pemberdayaan dan
pembiayaan usaha mikro, kecil,
dan menengah

RAD.02 Ekonomi dan
industri

RAD.02.10 usaha kecil dan
menengah

RAD.02.10.XX usulan referensi |PPD

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.11 pariwisata

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.11 pariwisata

RAD.02.11.01 pembinaan
pariwisata regional

A

17




TABEL 4

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.11 pariwisata

RAD.02.11.02 kepariwisataan

RAD.02.11.02.01 informasi
Pemasaran Pariwisata

RAD .02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.11 pariwisata

RAD.02.11.02 kepariwisataan

RAD.02.11.02,02 Promosi Pariwiss

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.11 pariwisata

RAD.02.11.02 kepariwisataan

RAD.02.11.02.03 Analisa Pasar Pz

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.11 pariwisata

RAD.02.11.02 kepariwisataan

RAD.02.11.02.04 Sarana Prasaran

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.11 pariwisata

RAD.02.11.02 kepariwisataan

RAD.02.11.02.05 Pengembangan
Atraksi Wisata Alam

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.11 pariwisata

RAD.02.11.02 kepariwisataan

RAD.02.11.02.06 Pengembangan
Wisata Budaya dan Buatan.

RAD .02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.11 pariwisata

RAD.02.11.02 kepariwisataan

RAD.02.11.02.07 Industri Pariwisal

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.11 pariwisata

RAD.02.11.02 kepariwisataan

RAD.02.11.02.08 Usaha Ekonomi |

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.11 pariwisata

RAD.02.11.02 kepariwisataan

RAD.02.11.02.09 Jaringan Pemas:

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.11 pariwisata

RAD.02.11.02 kepariwisataan

RAD.02.11.02.10 Pemberdayaan
Masyarakat Pariwisata

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.11 pariwisata

RAD.02.11.02 kepanwisataan

RAD.02.11.02.11 Sumber Daya
Manusia Ekonomi Kreatif

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.11 pariwisata

RAD.02.11.02 kepariwisataan

RAD.02.11.02.12 Pemberdayaan
Masyarakat Pariwisata

e
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TABEL 4

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.11 pariwisata

RAD.02.11.03 pengelolaan faktor
pendukung kepariwisataan

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.11 pariwisata

RAD.02.11.04 penyusunan rencana

induk kepariwisataan nasional

RAD.02 Ekonomi dan
Industri

RAD.02.11 pariwisata

RAD.02.11.XX usulan referensi IPPD

RAD.03 Pembangunan Kewilayahan

RAD.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAD.03.01 pekerjaan umum

RAD.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAD.03.01 pekerjaan umum

RAD.03.01.01 pembinaan
pekerjaan umum regional

RAD.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAD.03.01 pekerjaan umum

RAD.03.01.02 pengelolaan
infrastruktur pekerjaan umum

RAD.(03.01.02.01 Merencanakan
dan melaksanakan Perencanaan
umum dan teknis kegiatan bina
marga

RAD.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAD.03.01 pekerjaan umum

RAD.03.01.02 pengelolaan
infrastruktur pekerjaan umum

RAD.03.01.02.02 Merencanakan
dan melaksanakan kegiatan
pembangunan dan laboratorium
teknik

RAD.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAD.03.01 pekerjaan umum

RAD.03.01.02 pengelolaan
infrastruktur pekerjaan umum

RAD.03.01.02.03 Pemeliharaan,
Peralatan dan Perbengkelan

v
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TABEL 4

RAD.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAD.03.01 pekerjaan umum

RAD.03.01.02 pengelolaan
infrastruktur pekerjaan umum

RAD.03.01.02.04 Perencanaan
tata ruang dan pemanfaatan
ruang

RAD.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAD.03.01 pekerjaan umum

RAD.03.01.02 pengelotaan
infrastruktur pekerjaan umum

RAD.03.01.02.05 Pengaturan dan
pembinaan penataan ruang

RAD.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAD.03.01 pekerjaan umum

RAD.03.01.02 pengelolaan
infrastruktur pekerjaan umum

RAD.03.01.02.06 Pengendalian
dan pengawasan penataan ruang

RAD.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAD.03.01 pekerjaan umum

RAD.03.01.02 pengeiclaan
infrastruktur pekerjaan umum

RAD.03.01.02.07 Merencanakan
dan melaksanakan Perencanaan
dan pengendalian kegiatan cipta
karya

RAD.03 Pembangunan g RAD.03.01.02 pengelolaan RAD.03.01.02.08 Penataan

Kewilayahan RADIOS.01 pakarjagn mmm infrastruktur pekerjaan umum Bangunan gedung dan lingkungan
RAD.03.01.02.09 Penyediaan

RAD.03 Pembangunan ; RAD.03.01.02 pengelolaan

Kewilayahan RADQ3.01 pekerjaan umum infrastruktur pekerjaan umum —ry R
keciptakaryaan

RAD.03 Pembangunan . RAD.03.01.03 pembinaan jasa

Kewillayahan RAD.03.01 pekerjaan umum SR

RAD.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAD.03.01 pekerjaan umum

RAD.03.01.04 pengelolaan air
limbah domestik

//,/
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TABEL 4

RAD.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAD.03.01 pekerjaan umum

RAD.03.01.05 pengelolaan sumber
daya air

RAD.03.01.05.01 Merencanakan
dan melaksanakan Perencanaan
dan pengendalian pembangunan
sumber daya air dan irigasi

RAD.03 Pembangunan

RAD.03.01 pekerjaan umum

RAD.03.01.05 pengelolaan sumber

RAD.03.01.05.02 Merencanakan
dan melaksanakan Pembangunan

Kewilayahan daya air irigasi

RAD.03.01.05.03 Merencanakan
RAD.'OS FefmEangunan RAD.03.01 pekerjaan umum RAD.0_3.01 5 pegeiciaan sumbar dan melaksanakan pembangunan
Kewilayahan daya air .

sumber daya air
RAD.03 Pembangunan ; RAD.03.01.05 pengelolaan sumber [RAD.03.01.05.04 Perencanaan,

. RAD.03.01 pekerjaan umum ) y e

Kewilayahan daya air pengendalian dan komisi irigasi

RAD.03 Pembangunan

RAD.03.01 pekerjaan umum

RAD.03.01.05 pengslolaan sumber

RAD.03.01.05.05 Operasi irigasi
dan pemberdayaan perkumpulan

Kewilayahan daya air petani pemakal alr
RAQ.OS Pembangunan RAD.03.01 pekerjaan umum RAD.O§.01 .05 pengelolaan sumber RAD.03.01.05.06 Operasu_
Kewilayahan daya air prasarana sumber daya air

RAD.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAD.03.01 pekerjaan umum

RAD.03.01.XX usulan referensi
IPPD

L
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TABEL 4

RAD.03 Pembangunan  |pap 03 02 transmigrasi

Kewilayahan

RAD_.03 Pembangunan RAD.03.02 transmigrasi RAD.0_3.02.§)1 pgmbmaan

Kewilayahan transmigrasi regional

RNJ.'OS Pemlzangunan RAD.03.02 transmigrasi RAD.03.02.02 bidang transmigrasi RAD.03..02.02 - Pe'nyla;.)an
Kewilayahan Permukiman Transmigrasi

& :.'03 PMBARgIEEn RAD.03.02 transmigrasi RAD.03.02.02 bidang transmigrasi RAD.'03‘02'02 A2 Panampatan
Kewilayahan Pemindahan dan Sarpras

RAD.03 Pembangunan

RAD.03.02.02 .03 Pembinaan
Sosial Budaya dan Ekonomi

Kewilayahan RAD.03.02 transmigrasi RAD.03.02.02 bidang transmigrasi Masyarakat Transmigrasi dan
sekitarnya

RAD.'03 ol RAD.03.02 transmigrasi .02.03 pendidikan dan pelatihan transmigran
Kewilayahan
RAD.03 Pembangunan . . . i
Kewilayahan RAD.03.02 transmigrasi 02.04 pengembangan kawasan transmigrasi
RAD.'03 Fembangunan RAD.03.02 transmigrasi RAD.03.02.XX usuian referensi IPPD
Kewilayahan

: .'03 Pempanganat RAD.03.03 transportasi
Kewilayahan
RAD_.DS Pembangunan RAD.03.03 transportasi RAD.03.03._01 p:embmaan
Kewilayahan transportasi regional

o

X
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TABEL 4

RAD.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAD.03.03 transportasi

RAD.03.03.02 pengelolaan transpor]

RAD.03.03.02.01 Penetapan
Rencana Induk Jaringan LLAJ
Provinsi

RAD.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAD.03.03 transportasi

RAD.03.03.02 pengelolaan franspor]

RAD.03.03.02.02 Penyediaan
Perlengkapan Jalan di jalan.
Provinsi

RAD.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAD.03.03 transportasi

RAD.03.03.02 pengelolaan transpor

RAD.03.03.02.03 Manajemen
Dan Rekayasa Lalu Lintas
Jalan, Persetujuan Andalalin
Serta Audit Dan Inspeksi
Keselamatan Lalu Lintas Jalan

RAD.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAD.03.03 transportasi

RAD.03.03.02 pengelolaan transpor

RAD.03.03.02.04 Penetapan :
kawasan perketaan, jaringan
trayek, wilayah operasi, kuota
dantarif kelas ekonomi angkutan
umum lintas kab./kota dalam
provinsi

RAD.03 Pembangunan

RAD.03.03.02.05 Pembangunan

. RAD.03.03 transportasi RAD.03.03.02 pengelolaan transporidan Pengelolaan Terminal
Kewilayahan .
Penumpang Tipe B
RAD.03.03.02.06 Penyediaan
RAD.03 Pembangunan . Layanan Angkutan Umum Orang
Kewilayahan RAD.03.03 transportasi RAD.03.03.02 pengelolaan transpory dan/atau Barang Lintas Kab./Kota

Dalam Wilayah Provinsi NTT
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TABEL 4

Kewilayahan

transportasi

RAD.03 Pembanaunan RAD.03.03.03 pengelolaan RAD.03.03.03.01 Audit dan
. 9 RAD.03.03 transportasi keamanan dan keselematan Inspeksi Keselamatan Angkutan
Kewilayahan .
transportasi Jalan
RAD.03.03.03.02 Penelapan
RAD.03.03.03 pengelolaan Rer_'lcana Induk Perkeretaapian,
RAD.03 Pembangunan ; Jaringan Jalur Ka Umum Dan
. RAD.03.03 transportasi keamanan dan kesslematan e )
Kewilayahan ; transoortasi Khusus; Jaringan Pelayanan; Dan
P Kelas Stasiun Ka Umum Pada
Lintasan Dalam Provinsi
RAD.03.03.03.03 Penerbitan Izin
RAD.03.03.03 pengelolaan Usaha; lzin Pembangunan; 1zin
RAD.'03 Pemsangenen RAD.03.03 transportasi keamanan dan keselematan Operasional Sarana Dan
Kewilayahan :
transportasi Prasarana Ka Umum Dan Khusus
Pada Lintasan Dalam Provinsi
RAD.03.03.03.04 Penerbitan :
lzin Usaha Angkutan Laut,
Pelayaran Rakyat, Trayek
Angkutan Sungai dan Danau,
RAD.03.03.03 pengelolaan Terkait Bongkar Muat Barang,
PADAS Pambnganen RAD.03.03 transporiasi keamanan dan keselematan Pengurusan Transportasi,

Angkutan Perairan Pelabuhan,
Penyewaan Peralatan dan jasa
Angkutan Laut, Tally Mandiri,
Depo Peti Kemas dan
Persetujuan Pengoperasian Kapal
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TABEL 4

RAD.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAD.03.03 transportasi

RAD.03.03.03 pengelolaan
keamanan dan keselematan
transportasi

RAD.03.03.03.05 Penstapan :
Lintas Penyeberangan untuk
Kapal dalam jaringan jalan
provinsi atau jaringan jalur kereta
api provinsi, Lintas
Penyeberangan untuk Kapal yang
melayani Penyeberangan Antar
Pelabuhan dalam Provinsi dan
Tarif Angkutan Penyeberangan
Kelas Ekonomi dan kendaraan
beserta muatannya pada lintas
penyeberangan dalam provinsi.
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TABEL 4

RAD.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAD.03.03 transportasi

RAD.03.03.03 pengelolaan
keamanan dan keselematan
transportasi

RAD.03.03.03.06 Penerbitan lzin :
Pembangunan dan
Pengoperasian Pelabuhan
Pengumpan Regional , Pelabuhan
Sungai dan Danau Trayek Lintas
Kab./Kota dalam Prov, Izin
Usaha Badan Usaha Pelabuhan
di Pelabuhan Pengumpan
Regional, Pengembangn
Pelabuhan Pengumpan Regional,
Pengoperasian Pelabuhan
Pengumpan Regional selama 24
Jam, Pekerjaan Pengerukan dan
Reklamasi Wilayah Perairan
Pelabuhan Pengumpan Regional,
dan Pengelolaan TUKS di dalam
DLKR/DLKP Pelabuhan
Pengumpan Regional.

RAD.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAD.03.03 transportasi

RAD.03.03.XX usulan referensi IPPD

RAD.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAD.03.04 perumahan

RAD.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAD.03.04 perumahan

RAD.C3.04.01 pembinaan transmigrasi regional

ez
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TABEL 4

RAD.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAD.03.04 perumahan

RAD.03.04.02 pengelolaan infrastruktur dan lingkungan pemerintahan

RAD.03 Pembangunan

Kewilayahan RAD.03.04 perumahan RAD.03.04.03 pengembangan kawasan permukiman
RAD.03 Pembangunan .
Kewilayahan RAD.03.04 perumahan RAD.03.04.04 pengembangan sarana dan prasarana strategis

RAD.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAD.03.04 perumahan

RAD.03.04.05 penyelenggaraan
perumahan

RAD.03.04.05.01 Merencanakan
dan melaksanakan kegiatan
perencanaan dan pengendalian
perumahan dan permukiman.

RAD.03 Pembangunan

RAD.03.04 perumahan

RAD.03.04.05 penyelenggaraan

RAD.03.04.05.02 Penyediaan

Kewilayahan perumahan perumahan

RAD.03.04.05.03 Pengembangan
RAD.03 Pembangunan RAD.03.04.05 penyelenggaraan '
Kewilayahan RAD.03.04 perumahan perumahan kawasan permukiman dan

pertanahan

RAD.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAD.03.04 perumahan

RAD.03.04.XX usulan referensi
IPPD

RAD.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAD.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal

e
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TABEL 4

RAD.03 Pembangunan

RAD.03.05 pembangunan

RAD.03.05.01 pembinaan

Kewilayahan kawasan atau daerah tertinggal |pembangunan regional
RAD.03 Pembangunan RAD.03.05 pembangunan RAD.03.05.02 pembangunan
Kewilayahan kawasan atau daerah tertinggal |kawasan atau daerah tertinggal

RAD.03 Pembangunan

RAD.03.05 pembangunan

RAD.03.05.03 pembangunan desa

RAD.03.05.03.01 VERIFIKASI

Kewilayahan kawasan atau daerah tertinggal jdan kawasan pedesaan PEMEKARAN DESA
RAD.03.05.03.02 PENYERASIAN

RAD.03 Pembangunan RAD.03.05 pembangunan RAD.03.05.03 pembangunan desa RANCANGAN FERDA

Kewilayahan kawasan atau daerah tertinggal jdan kawasan pedesaan PABUIEATEN TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMDES
& BPD

RAD.03 Pembangunan RAD.03.05 pembangunan RAD.03.05.03 pembangunan desa RADL03.05.83.5

. ) PENGEMBANGAN KAPASITAS
Kewilayahan kawasan atau daerah tertinggal |dan kawasan pedesaan APARATUR DESA

RAD.03.05.03.04 EVALUASI

RAQ.OS Pembangunan RAD.03.05 pembangunaq RAD.03.05.03 pembangunan desa TINGKAT PERKEMBANGAN

Kewilayahan kawasan atau daerah tertinggal |dan kawasan pedesaan DESA

RAD.03 Pembangunan RAD.03.05 pembangunan RAD.03.05.04 pemberdayaan PARS A3 0 BULAN RRARTI
. . GOTONG ROYONG

Kewilayahan kawasan atau daerah tertinggal |masyarakat desa

MASYARAKAT

S
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TABEL 4

RAD.03 Pembangunan RAD.03.05 pembangunan RAD.03.05.04 pemberdayaan RAD.03.05.04.02 LOMBA

Kewilayahan kawasan atau daerah tertinggal |masyarakat desa POSYANDU DAN JAMBORE
KADER POSYANDU

RAD.03 Pembangunan RAD.03.05 pembangunan RAD.03.05.04 pemberdayaan A

Kewilayahan kawasan atau daerah tertinggal |masyarakat desa Dukungan Penguatan Posyandu
Kab/Kota Melalui Kader Posyandu

RAD.03 Pembangunan RAD.03.05 pembangunan RAD.03.05.04 pemberdayaan FUACLER08. D [LE R I

Kewilayahan kawasan atau daerah tertinggal |masyarakat desa & INVENTARISI LEMBAGA
ADAT DESA

RAD.03 Pembangunan RAD.03.05 pembangunan RAD.03.05.04 pemberdayaan RAD.03.05.0405 PEMBINAAN

Kewilayahan kawasan atau daerah tertinggal |masyarakat desa KADER PEMBANGUNAN
MANUSIA

RAD.03 Pembangunan RAD.03.05 pembangunan RAD.03.05.04 pemberdayaan RALLDS.C9.04000

Kewilayahan kawasan atau daerah tertinggal [masyarakat desa PENGEMBANGAN DAN
INOVASI PERALATAN TTG

RAD.03 Pembangunan RAD.03.05 pembangunan RAD.03.05.04 pemberdayaan i e e

Kewilayahan kawasan atau daerah tertinggal |masyarakat desa PEMASANGAN SARANA

Y i ! ENERG! ALTERNATIF BIOGAS

RAD.03.05.04.08 PENGKAJIAN

RAD.03 Pembangunan RAD.03.05 pembangunan RAD.03.05.04 pemberdayaan PENGEMBANGAN PRODUK

Kewilayahan kawasan atau daerah tertinggal |masyarakat desa UNGGULAN DAN KEBUTUHAN
PERALATAN TTG

/M/
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TABEL 4

RAD.03.05.04.09 PELATIHAN

KRAD‘iOS l;’]embangunan EAD.OB.OStper:ban%u?ag 1 RAD.OS.ES&?gemberdayaan PENGELOLAAN PASCA PANEN
ewilayahan awasan atau daerah tertinggal |masyaraka a BAG! KELOMPOK

RAD.03 Pembangunan RAD.03.05 pembangunan RAD.03.05.04 pemberdayaan RALLOS O 04 0 kL AR TS

Kewilavah K i h terti | oy IPTEK TINGKAT PROVINSI DAN
ewilayahan awasan atau daerah tertinggal [masyarakat desa NASIONAL

RAD.03 Pembangunan RAD.03.05 pembangunan RAD.03.05.04 pemberdayaan RAD.03.05.04.11 DUKUNGAN

Kewilayahan kawasan atau daerah tertinggal jmasyarakat desa PEMBENTUKAN PASAR DESA

RAD.03 Pembangunan RAD.03.05 pembangunan RAD.03.05.04 pemberdayaan 03.05.04.12

Kewilavah K tau d h terti I rakat d PENGEMBANGAN KAPASITAS
ewilayahan awasan a aerah tertinggal |masyarakat desa & PEMBERDAYAAN USAHA

RAD.03 Pembangunan RAD.03.05 pembangunan RAD.03.05.04 pemberdayaan RAD.03.05.04.13 ADVOKASI

Kewilayahan kawasan atau daerah fertinggal |masyarakat desa PEMBENTUKAN BUMDES

RAD.03 Pembangunan RAD.03.05 pembangunan RAD.03.05.04 pemberdayaan RAD.03.05.04.14 PENGUATAN

Kewilayahan kawasan atau daerah terlinggal |masyarakat desa BUMDES PARIWISATA ESTATE

RAQ.OS Pembangunan RAD.03.05 pembangunan_ RAD.03.05.04 pemberdayaan RAD.03.05.04.15 LOMBA DESA

Kewilayahan kawasan atau daerah tertinggal |masyarakat desa

RAD.03 Pembangunan RAD.03.05 pembangunan RAD.03.05.05 pengembangan RAD.03.05.05.01 KOORDINASI

Kewilayahan kawasan atau daerah tertinggal |daerah tertentu PERENCANAAN

ol
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TABEL 4

RAD.03 Pembangunan

RAD.03.05 pembangunan

RAD.03.05.05 pengembangan

RAD.03.05.05.02 FASILITASI

Kewilayahan kawasan atau daerah tertinggal |daerah tertentu KERJA SAMA
RAD.03 Pembangunan RAD.03.05 pembangunan RAD.03.05.05 pengembangan RAD.03.05.05.03 KOORDINASI
Kewilayahan kawasan atau daerah tertinggal |daerah tertentu PEMBANGUNAN

RAD.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAD.03.05 pembangunan
kawasan atau daerah tertinggal

RAD.03.05.05 pengembangan
daerah tertentu

RAD.03.05.056.04 KOORDINASIH
FASILITASI PENECASAN,
PENGAMANAN DAN
PEMELIHARAAN

RAD.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAD.03.05 pembangunan
kawasan atau daerah tertinggal

RAD.03.05.XX usulan referensi
IPPD

RAD.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAD.03.05 pembangunan
kawasan atau daerah tertinggal

RAD.03 Pembangunan
Kewilayahan

RAD.03.06 pertanahan

RAD.03 Pembangunan

4 RAD.03.06 pertanahan RAD.03.06.01 pembinaan pertanahan regional
Kewilayahan
D.'03 —ainaangars RAD.03.06 pertanahan RAD.03.06.02 kebijakan hukum pertanahan
Kewilayahan

A
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TABEL 4

RAD.03 Pembangunan

Kewilayahan RAD.03.06 pertanahan RAD.03.06.03 kebijakan pengadaan tanah
R ‘E.'OS Pembangunan RAD.03.06 pertanahan RAD.03.06.04 tata ruang tanah
Kewilayahan
RAD.'OS Pembangunan RAD.03.06 pertanahan RAD.03.06.05 ktigasi pertanahan
Kewilayahan
RAD.03 Pembangunan .
Kewilayahan RAD.03.06 pertanahan RAD.03.06.06 pengelolaan infrastruktur pertanahan
RACUS Pambangunall (s ooom vertsmahisin RAD.03.06 XX usulan referensi {PPD
Kewilayahan
RAD.O3 Pembangunan g5 43 67 kependudukan
Kewilayahan
RAD.03 Pembangunan ; ;
Kewilayahan RAD.03.07 kependudukan RAD.03.07.01 pembinaan kependudukan regional
RAD.03 Pembangunan RAD.03.07.02 pendampingan hukum dalam rangka pengendalian
Kewilayahan RAD.03.07 kependudukan pendudik
R “E.‘OS Pembangunan RAD.03.07 kependudukan RAD.03.07.03 keluarga berencana
Kewilayahan
32
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TABEL 4

.'03 Pembangunan RAD.03.07 kependudukan RAD.03.07.04 pemberdayaan partisipasi masyarakat
Kewilayahan
RAD.03 Pembangunan | ahy 63 07 kependudukan RAD.03.07.XX usulan referensi IPPD

Kewilayahan

RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan

RAD.04 Perlindungan

Sosial dan Kesehatan RAL.DAD1 kezehatan

RAD.04 Petlindungan

Sevatal dar Kasahatan RAD.04.01 kesehatan RAD.04.01.01 pembinaan kesehatan regional
RALO3 Pedindungan RAD.04.01 kesehatan RAD.04.01.02 kefarmasian dan alat kesehatan
Sosial dan Kesehatan
. RAD.04.01.03.01 Promosi
RAD.'M Perilungan RAD.C4.01 kesehatan RALLD4.01.03 keasiyatan Kesehatan dan Pemberdayaan
Sosial dan Kesehatan masyarakat
Masyarakat
RAD.04 Perlindungan RAD.04.01.03 kesehatan RAD.04.01.03.02 Penurunan
Sosial dan Kesehatan RALOR.LN Resahatan masyarakat Stunting dan AKI/AKB
; RAD.04.01.03.03 Peningkatan
RA[.)'O4 et RAD.04.01 kesehatan RSO i ks Kesehatan Lingkungan,
Sosial dan Kesehatan masyarakat 3
Kesehatan Kerja dan Olahraga
RAD.04 Perlindungan RAD.04.01.04 pelayanan RAD.04.01.04.01 Upaya
Sosial dan Kesehatan RADR4.0 kesshetan kesehatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

RAD.04.01.04.02 Upaya
Pelayanan Kesehatan Primer dan
Kesshatan Tradisional

RAI?.04 Perlindungan RAD .04.01 kesehatan RAD.04.01.04 pelayanan
Sosial dan Kesehatan kesehatan
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TABEL 4

RAD.04 Perlindungan
Sosial dan Kesehatan

RAD.04.01 kesehatan

RAD.04.01.04 pelayanan
kesehatan

RAD.04.01.04.03 Ketersediaan
layanan farmasi dan alkes serta
perbekalan kesehatan

RAD.04 Perlindungan
Sosial dan Kesehatan

RAD.04.01 kesehatan

RAD.04.01.05 pencegahan dan
pengendalian penyakit

RAD.04.01.05.01 Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit
Menular dan Tidak Menular

Sosial dan Kesehatan

RAD.04.01 kesehatan

Pencegahan

RA[?.O4 Perlindungan RAD.04.01 kesehatan RAD.04.0‘! 05 pencegahan dan RAD:04.(_)1 05.02 Surveilens dan
Sosial dan Kesehatan pengendalian penyakit Imunisasi
RAD.04 Perlindungan RAD.04.01.06 Program

RAD.04 Perlindungan
Sosial dan Kesehatan

RAD.04.01 kesehatan

RAD.04.01.07 Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkoba (P4GN)

RAD.04 Petlindungan
Sosial dan Kesehatan

RAD.04.01 kesehatan

RAD.04.01.08 pengawasan obat dan makanan

RAD.04 Perlindungan
Sosial dan Kesehatan

RAD.04.01 kesehatan

RAD.04.01.XX usulan referensi IPPD

Sosial dan Kesehatan

p RAD.04.02 sosial
R '[. -04 Perlindungan RAD.04.02 sosial RAD.04.02.01 pembinaan sosial regional
Sosial dan Kesehatan
o ‘E. R TRAIERER RAD.04.02 sosial RAD.04.02.02 manajemen pencarian dan pertolongan
Sosial dan Kesehatan
RAD.04.02.03.01 Pengangkatan
RAD.O4 Perindungsn RAD.04.02 sosial RAD.04.02.03 manajemen ssial |22k antar WRI dan

Pengangkatan anak oleh

orangtua Tunggal
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TABEL 4

RAD.04 Perlindungan
Sosial dan Kesehatan

RAD.04.02 sosial

RAD.04.02.03 manajemsn sosial

RAD.04.02.03.02 Layanan
Rehabilitasi Sosial

RAD.0O4 Petlindungan
Sosial dan Kesehatan

RAD.04.02 sosial

RAD.04.02.03 manajemen sosial

RAD.04.02.03.03 Penerbitan [zin
Pengumpulan Sumbangan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
(satu) Daerah Provinsi

RAD.04 Perlindungan
Sosial dan Kesehatan

RAD.04.02 sosial

RAD.04.02.03 manajemen sosial

RAD.04.02.03.04 Pemberdayaan
Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial Provinsi

RAD.04 Perlindungan
Sosial dan Kesehatan

RAD.04.02 sosial

RAD.04.02.03 manajemen sosial

RAD.04.02.03.05 Pemulangan
Warga Negara Migran Korban
Tindak Kekerasan dari Titik
Debarkasi di Daerah Provinsi
untuk dipulangkan Ke Daerah
Kabupaten/Kota Asal

RAD.04 Perlindungan
Sosial dan Kesehatan

RAD.04.02 sosial

RAD.04.02.03 manajemen sosial

RAD.04.02.03.06 Pengelolaan
Taman Makam Pahlawan
Nasional Provinsi

RAD.04 Perlindungan
Sosial dan Kesehatan

RAD.04.02 sosial

RAD.04.02.04 pembangunan
manusia

RAD.04 Perlindungan
Sosial dan Kesehatan

RAD.04.02 sosial

RAD.04.02.05 penanganan fakir
miskin

RAD.04.02.05.01 Pengelolaan
Data Fakir Miskin Cakupan
Daerah Provinsi

e
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TABEL 4

RAD.04 Perlindungan

RAD.04.02.06 penanggulangan

RAD.04.02.06.01 Perlindungan

: RAD.04.02 sosial Sosial Korban Bencana Alam dan
Sosial dan Kesehatan bencana ; Ve
Sosial Provinsi
RAD.04 Perfindungan RA g RAD.04.02.XX usulan referensi
Sosial dan Kesehatan 20502 sosial iPPD

RAD.04 Perlindungan
Sosial dan Kesehatan

RAD.04.03 pemberdayaan perempuan

RAD.04 Perlindungan RAD.04.03 pemberdayaan . .

Sosial dan Kesehatan berempuan RAD.04.03.01 pembinaan pemberdayaan perempuan regional
RAD.04 Perlindungan RAD.04.03 pemberdayaan RAD.04.03.02 pemberdayaan RAD.04.03.02.01 Peningkatan
Sosial dan Kesehatan perempuan perempuan Kualitas Hidup Perempuan
RAD.04 Pertindungan RAD.04.03 pemberdayaan RAD.04.03.02 pemberdayaan RAD.04.03.02.02 Peningkatan
Sosial dan Kesehatan perempuan perempuan Kualitas Hidup Keluarga
RAE?.O4 Perlindungan RAD.04.03 pemberdayaan RAD.04.03.03 kesetaraan gender RAD.04.03.03.01

Sosial dan Kesehatan perempuarn Pengarustamaan Gender
RA[IJ.04 Perlindungan RAD.04.03 pemberdayaan RAD.04.03.03 kesetaraan gender RAD_.04.03.03.02 Kegiatan
Sosial dan Kesehatan perempuan kemitraan

RAI?.D4 Perlindungan RAD.04.03 pemberdayaan RAD.04.03.04 perfindungan anak RAD.04.03.04.01 Pemenuhan
Sosial dan Kesehatan perempuan hak anak

RAD.04 Perlindungan
Sosial dan Kesehatan

RAD.04.03 pemberdayaan
perempuan

RAD.04.03.04 perlindungan anak

RAD.04.03.04.01 Perlindungan
khusus anak

RAD.04.03.05.01 Pencegahan

RAD.04 Perlindungan RAD.04.03 pemberdayaan RAD.04.03.05 perlindungan hak
. kekerasan perempuan, anak dan
Sosial dan Kesehatan perempuan perempuan
perdagangan orang
RAD.04 Perlindungan ~ |RAD.04.03 pemberdayaan  |RAD.04.03.05 perlindungan hak | < 0-0--03:09.02 Penanganan
. kekerasan perempuan, anak dan
Sosial dan Kesehatan perempuan perempuan

perdagangan orang

s
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TABEL 4

RAD.04 Perlindungan RAD.04.03 pemberdayaan RAD.04.03.06 pertumbuhan dan
Sosial dan Kesehatan perempuan perkembangan anak

RAD.04 Perlindungan RAD.04.03 pemberdayaan RAD.04.03.XX usulan referensi IPPD
Sosial dan Kesehatan perempuan T

RAD.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan

RAD.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAD.05.01 hukum

RAD.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAD.05.01 hukum

RAD.05.01.01 penyelenggaraan
peraturan dan perundang-
undangan

RAD.05.01.01.01 Rancangan
Peraturan Daerah dan
Rancangan Keputusan Gubernur

RAD.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAD.05.01 hukum

RAD.05.01.01 penyelenggaraan
peraturan dan perundang-
undangan

RAD.05.01.01.02 Rancangan
Peraturan Gubernur dan
Rancangan Keputusan Gubernur

RAD.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAD.05.01 hukum

RAD.05.01.01 penyelenggaraan
peraturan dan perundang-
undangan

RAD.05.01.01.03 Pengkajian
Peraturan Daerah dan
Dokumentasi Hukum

RAD.05 Ketertiban Umum
dan Kesselamatan

RAD.05.01 hukum

RAD.05.01.01 penyelenggaraan
peraiuran dan perundang-
undangan

RAD.05.01.01.04Pembinaan dan
Pengawasan Produk Hukum

RAD.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAD.05.01 hukum

RAD.05.01.01 penyelenggaraan
peraturan dan perundang-
undangan

RAD.05.01.01.05 Sengketa dan
Bantuan Hukum

RAD.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAD.05.01 hukum

RAD.05.01.01 penyelenggaraan
peraturan dan perundang-

RAD.05.01.01.06 Penyuluhan

undangan
RAD.05 Ketertiban Umum RAD.05.01 hukum RAD.05.01.02 pengelolaan
dan Keselamatan pemasyarakatan

RAD.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAD.05.01 hukum

RAD.05.01.03 penyelenggaraan
keimigrasian

i
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TABEL 4

RAD.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAD.05.01 hukum

RAD.05.01.04 penyelenggaraan
peradilan

RAD.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAD.05.01 hukum

RAD.05.01.05 penyelenggaraan
penuntutan

RAD.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAD.05.01 hukum

RAD.05.01.XX usulan referensi IPPD

RAD.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAD.05.02 keamanan

RAD.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAD.05.02 keamanan

RAD.05.02.01 ketentraman,
ketertiban umum

RAD.05.02.01 .01 operasi dan
pengendalian meliputi
pemeliharaan ketentraman,
ketertiban umum, penegakan
peraturan daerah dan
peraturan/gubernur dan
pengawalan pejabat daerah dan
tamu daerah berdasarkan
ketentuan dan presedur yang
berlaku untuk penegakan
ketertiban umum dalam
masyarakat

RAD .05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAD.05.02 keamanan

RAD.05.02.01 ketentraman,
ketertiban umum

RAD.05.02.01 .02 bina potensi,
kewaspadaan dan mobilisasi
berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk
meningkatkan kualitas dan
kuantitas satgas linmas yang
handal

CF
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TABEL 4

RAD.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAD.05.02 keamanan

RAD.05.02.01 ketentraman,
ketertiban umum

RAD.05.02.01 .03 kegiatan
pemetaan rawan kebakaran
berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk
mengantisipasi terjadi kebakaran

RAD.05 Ketertiban Umum

RAD.05.02.01 ketentraman,

RAD.05.02.01.01 Melaksanakan

dan Keselamatan

ketertiban umum

Aty Hassamatan RAD.05.02 keamanan Wi — kegiatan ideclogi dan wawasan
kebangsaan
RAD.05 Ketertiban Urnum RAD.05.02.01 ketentraman, RALLOS:D2.01.02 Melakeanalan
RAD.05.02 keamanan ) kegiatan bela negara dan karakter
dan Keselamatan ketertiban umum
bangsa
RAD.05.02.01.03 Merencanakan
RAD.05 Ketertiban Umum RAD.05.02.01 ketentraman, dan melaksanakan kegiatan
RAD.05.02 keamanan

pendidikan politik dan
peningkatan demokrasi

RAD.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAD.05.02 keamanan

RAD.05.02.01 ketentraman,
ketertiban umum

RAD.05.02.01.04 Merencanakan
dan melaksanakan kegiatan
fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan
partai politik

RAD.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAD.05.02 keamanan

RAD.05.02.01 ketentraman,
ketertiban umum

RAD.05.02.01.05 Merencanakan
dan melaksanakan kegiatan
ketahanan ekonomi, sosbud dan
agama

e
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TABEL 4

RAD.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAD.05.02 keamanan

RAD.05.02.01 ketentraman,
ketertiban umum

RAD.05.02.01.06 Merencanakan
dan pelaksanaan kegiatan
arganisasi kemasyarakatan

RAD .05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAD.05.02 keamanan

RAD.05.02.01 ketentraman,
ketertiban umum

RAD.05.02.01.07 pelaksanaan
kegiatan kewaspadaan dini dan
kerjasama intelijen

RAD.O5 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAD.05.02 keamanan

RAD.05.02.01 ketentraman,
ketertiban umum

RAD.05.02.01.08 pelaksanaan
kegiatan penanganan konflik

RAD .05 Ketertiban Urmum
dan Keselamatan

RAD.05.02 keamanan

RAD.05.02.01 ketentraman,
ketertiban umum

RAD.05.02.01.01 pelaksanaan
pencegahan

RAD.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAD.05.02 keamanan

RAD.05.02.01 ketentraman,
ketertiban umum

RAD.05.02.01.02 melaksanakan
kesiapsiagaan

RAD.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAD.05.02 keamanan

RAD.05.02.01 ketentraman,
ketertiban umum

RAD.05.02.01.03 Melaksanakan
kegiatan kedaruratan

RAD.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAD.05.02 keamanan

RAD.05.02.01 ketentraman,
ketertiban umum

RAD.05.02.01.04 pengadaan
logistik

RAD.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAD.05.02 keamanan

RAD.05.02.01 ketentraman,
ketertiban umum

RAD.05.02.01.05 melakukan
rehabilitasi

RAD.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAD.05.02 keamanan

RAD.05.02.01 ketentraman,
ketertiban umum

RAD.05.02.01.06 melakukukan
rekonstruksi

RAD.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAD.05.02 keamanan

RAD.05.02.02 pengayoman masyarakat

RAD.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAD.05.02 keamanan

RAD.05.02.03 penanggulangan
transnasional dan terorisme

o
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TABEL 4

RAD.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAD.05.02 keamanan

RAD.05.02.04 penegakan hukum

RAD.05.02.04.01 penyelidikan
dan penyidikan atas pelanggaran
peraturan daerah provinsi dan
peraturan gubernur lainnya
berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk
kepentingan penyelesaian proses
hukum.

RAD.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAD.05.02 keamanan

RAD.05.02.04 penegakan hukum

RAD.05.02.04 .02 pembinaan,
pengawasan dan penyuluhan
terhadap pelanggaran peraturan
daerah provinsi dan peraturan
gubernur berdasarkan kefentuan
dan prasedur yang berlaku untuk
kepsntingan penyelesaian proses
masalah dan tersedianya data

RAD.05 Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAD.05.02 keamanan

RAD.05.02.04 penegakan hukum

RAD.05.02.04 .03 hubungan
kelembagaan berdasarkan
ketentuan dan prosedur yang
berlaku untuk meningkatkan
pemahaman masyarakat akan
ketaatan terhadap pemberlakuan
peraturan perundang-undangan

7

yang telah ditetapkan
RAD.05 Ketertiban Umum RAD.05.02 keamanan RAD.05.02.XX usulan referensi
dan Keselamatan IPPD
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TABEL 4

RAD.05 Ketertiban Umum

RAD.05.03 hak asasi mantisia
dan Keselamatan

RAD.05 Ketertiban Umum

RAD.05.03 hak asasi manusia
dan Keselamatan

RAD.05.03.01 penyelenggaraan
bidang hak asasi manusia

RAD.05.03.01.01 pengumpulan
bahan koordinasi penegakan
HAM

RAD .05 Ketertiban Umum

RAD.05.03 hak asasi manusia
dan Keselamatan

RAD.05.03.01 penyelenggaraan
bidang hak asasi manusia

RAD.05.03.01.02 penyiapan
bahan pertimbangan dan bantuan
hukum serta HAM kepada semua
unsur pemerintah daerah

RAD.05 Ketertiban Umum

RAD.05.03 hak asasi manusia
dan Keselamatan

RAD.05.03.02 hak atas kekayaan
intelektual

RAD.05 Ketertiban Umum

RAD.(05.03 hak asasi manusia
dan Keselamatan

RAD.05.03.XX usulan referensi IPPD

RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja

RAD .06 Pendidikan dan

Tenaga Kera RAD.06.01 pendidikan

Tenaga Kerja RAD.06.01 pendidikan

pendidikan

RAD.06 Per?dldlkan dan RAD.06.01 pendidikan RAD._0§.01.01 Pembmaan
Tenaga Kerja pendidikan regional
RAD.06 Pendidikan dan RAD.06.01.01 manajemen tenaga RAD.06.01.01 .01 Perhitungan

dan pemetaan PTK satuan
Pendidikan SMA/SMK/SLB

e
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TABEL 4

RAD.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAD.06.01 pendidikan

RAD.06.01.01 manajemen tenaga
pendidikan

RAD.06.01.01 .02 Penyediaan
PTK satuan Pendidikan
SMA/SMK/SLB

RAD.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAD.06.01 pendidikan

RAD.06.01.01 manajemen tenaga
pendidikan

RAD.06.01.01 .03 Penataan dan
Pendistribusian PTK satuan
Pendidikan SMA/SMK/SLB

RAD.06.01.01 .04

RAD.06 Perlldldlkan dan RAD.06.01 pendidikan RAD.-0-6.01.01 manajemen tenaga Pengembangaln Karier PTK
Tenaga Kerja pendidikan satuan Pendidikan
SMA/SMK/SLB
- . RAD.06.01.01 .05 Pemindahan
?2,%0: E:p:‘d'ka" dan  1RAD.06.01 pendidikan R;?j'igﬁ;g;m manajemen tenaga | - tidik dan Tenaga
el P Kependidikan SMA/SMK/SLB

RAD.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAD.06.01 pendidikan

RAD.06.01.01 manajemen tenaga
pendidikan

RAD.06.01.01 .06 Pembinaan
Kelembagaan dan manajemen
Pendidikan SMA,SMK dan SLB

RAD.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAD.06.01 pendidikan

RAD.06.01.02 pendidikan anak
usia dini

RAD.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAD.06.01 pendidikan

RAD.06.01.03 pendidikan dasar

RAD.06.01.03.01 Pembinaan
Minat, Bakat dan Kreativitas
Siswa SD

RAD.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAD.06.01 pendidikan

RAD.06.01.04 pendidikan
menengah

RAD.06.01.04.01 Pembinaan
Minat, Bakat dan Kreativitas
Siswa SMP/SMA.SMK/SLB

RAD.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAD.06.01 pendidikan

RAD.06.01.04 pendidikan
menengah

RAD.06.01.04.02
PenerimaanPeserta Didik Baru
(PPDB) SMA/SMK/SLB
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TABEL 4

RAD.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAD.06.01 pendidikan

RAD.06.01.04 pendidikan
menengah

RAD.06.01.04.03 Pengelola Dana
BOS SD, SMP,SMA/SMK/SLB

RAD.08 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAD.06.01 pendidikan

RAD.06.01.04 pendidikan
menengah

RAD.06.01.04.04 Peningkatan
Kapasitas Pengelolaan Dana
BOS SD, SMP, SMA/SMK/SLB

RAD.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAD.06.01 pendidikan

RAD.06.01.04 pendidikan
menengah

RAD.06.01.04.05 Penyusunan
Kompetensi Dasar Mulok Jenjang
Pendidikan SMA/SMK/SLB

RAD.08 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAD.06.01 pendidikan

RAD.06.01.04 pendidikan
menengah

RAD.06.01.04.06 Penyusunan
Silabus Mulok Jenjang Pendidikan
SMA/SMK/SLB

RAD.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAD.06.01 pendidikan

RAD.06.01.04 pendidikan
menengah

RAD.06.01.04.07 Penyediaan
Buku Teks Pelajaran Mulok
Jenjang Pendidikan
SMA/SMK/SIb

RAD.06.01.04.08 Pelatihan

Tenaga Kerja

RAD.06.01 pendidikan

menengah

RAD.06 Per:ndldlkan dan RAD.06.01 pendidikan RAD.06.01.04 pendidikan Pen'yusunan l_(u_nkulum Mulok

Tenaga Kerja menengah Jenjang Pendidikan
SMA/SMK/SLB
RAD.06.01.04.09

RAD.06 Pendidikan dan o RAD.06.01.04 pendidikan Pelatihan/Bimtek Penyusunan

Tenaga Kerja RAD.06.01 pendidikan menengah Bahan Ajar Berhasis TIK Jenjang
Pendidikan SMA/SMK/SLB
RAD.06.01.04.10

RAD.06 Pendidikan dan RAD.06.01.04 pendidikan Pembangunan Reharlitasi den

penyediaan Sarana dan
Prasarana Pendidikan
SMA/SMK/SLB
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TABEL 4

RAD.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAD.06.01 pendidikan

RAD.06.01.04 pendidikan
menengah

RAD.06.01.04.12 Proses lzin
Operasional SMA/SMK/SLB

RAD.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAD.06.01 pendidikan

RAD.06.01.04 pendidikan
menengah

RAD.06.01.04.13 Penyiapan dan
tindak lanjut evaluasi satuan
pendidikan SMA,SMK dan SLB

RAD.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAD.06.01 pendidikan

RAD.06.01.05 pendidikan tinggi

RAD.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAD.06.01 pendidikan

RAD.06.01.06 pendidikan vokasi

RAD.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAD.06.01 pendidikan

RAD.06.01.XX usulan referensi
IPPD

RAD.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAD.06.02 ketenagakerjaan

RAD.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAD.06.02 ketenagakerjaan

RAD.06.02.01 pembinaan
ketenagakerjaan regional

RAD.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAD.06.02 ketenagakerjaan

RAD.06.02.01 bidang
ketenagakerjaan

RAD.06.02.01.01 Peningkatan
kompetensi dan-daya saing
tenaga kerja melalui
pengembangan ketrampilan,
pelatihan kerja, produktivitas dan
penepatan, periuasan
kesempatan kerja serta
peningkatan jaminan
perlindungan tenaga kerja
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TABEL 4

RAD.06 Pendidikan dan

RAD.06.02 ketenagakerjaan

RAD.06.02.01.02 Pengelolaan

RAD.06.02.01 bidang iklim kerja yang kondusif melaiui

Tenaga Kerja

Tenaga Kerja ketenagakerjaan hubungan industrial yang
harmonis
_I?AD.OG Pet?dldlkan dan RAD.06.02 ketenagakerjaan RJ_AD.06.02.02 manajemen pekerja
enaga Kerja migran Indonesia
RAD.06.02.03.01 Peningkatan
RAD . ; intensitas dan kualitas
06 P enhlica-dan RAD.06.02 ketenagakerjaan RAD.06.02.03 pembinaan pengawasan ketenagakerjaan

keselamatan dan kesehatan kerja keselamatan kerja dan kesehatan

kerja serta penegakan hukum

RAD.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAD.06.02 ketenagakerjaan

RAD.06.02.XX usulan referensi IPPD

RAD.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAD.06.03 ilmu pengetahuan dan teknclogi

Tenaga Kerja

dan teknologi

RAD.06 Pendidikan dan RAD.06.03 ilmu pengetahuan : : _—
Tenaga Kerja dan teknologi RAD.06.03.01 pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi regional
RAD.06 Per?dldlkan dan RAD.06.03 Ih.fnu pengetahuan RAD.06.03.01 penelitian itmu dasar

Tenaga Kerja dan teknologi

FADIS Pendidikndan  RADL08.03 Imu pongetahuah Lo 1 1t e B it dan: muld dlsiplin

Tenaga Kerja dan teknologi

RAD.06 Pendidikan dan RAD.06.03 iimu pengetahuan  |RAD.06.03.03 pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan sektor

tertentu

RAD.06 Pendidikan dan

RAD.086.03 ilmu pengetahuan

RAD.06.03.04 pengkordinasian sistem nasional ilmu pengetahuan

Tenaga Kerja

dan teknologi

Tenaga Kerja dan teknologi

GAkig Per}dxdlkan dan RALLG.0 |lfnu pengstahuan RAD.06.03.05 pengelolaan invensi dan inovasi
Tenaga Kerja dan teknologi

RAD.06 Pendidikan dan RAD.06.03 ilmu pengetahuan

RAD.06.03.06 penginderaan jauh

b
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TABEL 4

e

RAD.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAD.06.03 ilmu pengetahuan
dan teknologi

RAD.06.03.07 teknologi penerbangan dan antariksa

RAD.06 Pendidikan dan

Tenaga Kerja

RAD.06.03 ilmu pengetahuan
dan teknologi

RAD.06.03.08 tenaga nuklir

RAD.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAD.06.03 ifmu pengetahuan
dan teknologi

RAD.06.03.09 pengkajian dan penerapan teknologi

RAD.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAD.06.03 ilmu pengetahuan
dan teknologi

RAD.06.03.10 pengkordinasian sistem nasional teknologi

RAD.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAD.06.03 ilmu pengetahuan
dan teknologi

RAD.06.03.XX usulan referensi IPPD

RAD.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAD,08.04 pemuda

RAD.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAD.06.04 pemuda

RAD.06.05.01 pembinaan pemuda
regional

RAD.06.05.01.01 Pembinaan
Atlet PPLP

RAD.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAD.06.04 pemuda

RAD.06.05.01 pembinaan pemuda
regional

RAD.06.05.01.02
Penyelenggaraan Pekan
Paralympic Pelajar Daerah

RAD.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAD.06.04 pemuda

RAD.06.05.01 pembinaan pemuda
regional

RAD.06.05.01.03 Pelaksanaan
Olahraga Tradisional dan
Olahraga Rekreasi

RAD.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAD.06.04 pemuda

RAD.06.05.01 pembinaan pemuda
regional

RAD.06.05.01.04 Pembinaan
Atlet-atlet berprestasi di tingkat
nasional dan internasional

RAD.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAD.06.04 pemuda

RAD.06.05.01 pembinaan pemuda
regional

RAD.06.05.01.04 Pelatihan
Tenaga Keolahragaan {Pelatih,
Instruktur, Wasit dan Juri

RAD.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAD.06.04 pemuda

RAD.06.05.01 pemberdayaan
pemuda

RAD.06.05.01.01 Seleksi Pemuda
Berprestasi

RAD.06 Pendidikan dan
Tenaga Kerja

RAD.06.04 pemuda

RAD.06.05.01 pemberdayaan
pemuda

RAD.06.05.01.02 Pelatihan
Kewirausahaan Pemuda
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TABEL 4

RAD.08 Pendidikan dan

RAD.06.05.02 pengembangan

RAD.06.05.02.01 Pendidikan dan

Tenaga Kerja RAD.06.04 pemuda . pela_tlhan bagl utusan pemuda
pelajar paskibraka

RAD.06 Per?dldlkan dan RAD.06.04 pemuda RAD.06.05.02 pengembangan RAD_.06.05.02.[)2 Pelatihan

Tenaga Kerja pemuda Kewirausahaan

RAD.D6 Per]dldlkan dan RAD.06.04 pemuda RAD.06.05.02 pengembangan RAQ.06.05.02.03 F:’ela'flpan

Tenaga Kerja pemuda Kewirausahaan (Disabilitas)

RAD.06 Per}dldlkan dan RAD.06.04 pemuda RAD.06.05.02 pengembangan RAD.0_6.05.02.04 Pengembangan

Tenaga Kerja pemuda Kapasitas Kepramukaan

RAD.06 Per]dldlkan dan RAD.06.04 pemuda RAD.06.05.XX usulan referensi

Tenaga Kerja IPPD

RAD.06 Per]didikan dan RAD.06.05 olahraga

Tenaga Kerja

RAD.06 Pendidikan dan . .

Tenaga Kerje RAD.06.05 olahraga RAD.06.06.01 pembinaan olahraga regionat

RAD.06 Pendidikan dan 1 A1y 06,05 olahraga RAD.06.06.01 pembudayaan olahraga

Tenaga Kerija

AL, Per_ldtdlkan dan RAD.06.05 olahraga RAD.06.06.02 peningkatan prestasi olahraga

Tenaga Kerja

AL Per:ndldlkan cen RAD.06.05 olahraga RAD.06.06.XX usulan referensi IPPD

Tenaga Kerja

RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam

RAD.07 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAD.07.01 pertambangan

Wi

48




TABEL 4

RAD.07 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAD.07.01 pertambangan

RAD.07.01.01 pembinaan pertambangan regional

RAD.07 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAD.07.01 pertambangan

RAD.07.01.02 geologi

RAD.07 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAD.07.01 pertambangan

RAD.07.01.03 mineral dan batubara

RAD.07 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAD.07.01 pertambangan

RAD.07.01.04 minyak dan gas bumi

RAD.07 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAD.07.01 pertambangan

RAD.07.01.XX usulan referensi IPPD

RAD.O7 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAD.07.01 pertambangan

RAD.O7 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAD.07.02 energi

RAD.07 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAD.07.02 energi

RAD.07.02.01.01 Dokumen
kebijakan HHBK di provinsi NTT

RAD.07.02.01 pembinaan energi
regional

RAD.O7 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAD.07.02 energi

RAD.07.02.01.02 rekomendasi
sentra komoditi unggulan
pertanian, peternakan,
perkebunan dan perikanan di
daerah

RAD.07.02.01 pembinaan energi
regional

RAD.07 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAD.07.02 energi

RAD.07.02.01.03 rekomendasi
penghendalian produksi dan
produktivitas SDA

RAD.07.02.01 pembinaan energi
regionail

(Za8
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TABEL 4

RAD.07 Lingkungan dan

RAD.07.02.01 pembinaan energi

RAD.07.02.01.04 kebijakan

Sumber Daya Alam RAD.07.02 energi regional peﬂan)bangan dan wsaha
pemulihan lingkungan hidup
. . . |RAD.07.02.01.05 pengelolaan
RAD.07 Lingkungan dan RAD.07.02 energi RAF).O?.02.01 pembinaan snergl konservasi perairan di provinsi
Sumber Daya Alam regional NTT
. . RAD.07.02.01 .01 Monitoring dan
gt?l:b(zr Isngkti{;g.;n dam RAD.07.02 energi ti?b%ﬂ:fm HEE Bauy s evaluasi potensi pengembangan
aa EBT dan SDA
RAD.07 Lingkungan dan i o g
Surnber Daya Al RAD.07.02 energi RAD.07.02.02 ketenagalistrikan
RAD.B7 Lingkungan dan RAD.07.02 energi RAD.07.02.03 konservasi energi

Sumber Daya Alam

RAD.07 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAD.07.02 energi

RAD.07.02.XX usulan referensi IPPD

RAD.OF Lingkungan dan RAD.07.03 kehutanan

Sumber Daya Alam

RAD.07 Lingkungan dan RAD.07.03 kehutanan RAD.07.03.01 _pembmaan

Sumber Daya Alam kehutanan regional

RAD.07 Lingkungan dan RAD.07.03 kehutanan RAD.07.03.01 pengelolaan hutan |RAD.07.03.01.01 Tata

Sumber Daya Alam

dan hasilnya

Lingkungan dan Kehutanan

RAD.07 Lingkungan dan RAD.07.03 kehutanan RAD.07:03.01 pengelolaan hutan RAD.07.93.01.02 Pengkajian
Sumber Daya Alam dan hasilnya dampak lingkugan
RAD.07 Lingkungan dan RAD.07.03.01 pengelolaan hutan |RAD.07.03.01.03 Penggunaan

Sumber Daya Alam

RAD.07.03 kehutanan

dan hasilnya

dan Pemanfaatan hutan

Ve
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TABEL 4

; RAD.07 Lingkungan dan
| Sumber Daya Alam

RAD.07.03 kehutanan

RAD.07.03.01 pengelolaan hutan
dan hasilnya

RAD.07.03.01.04 pemberdayaan
masyarakat

| RAD.07 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAD.07.03 kehutanan

RAD.07.03.01 pengelolaan hutan
dan hasilnya

RAD.07.03.01.05 penyuluhan

RAD.O7 Lingkungan dan

RAD.07.03.01 pengelolaan hutan

RAD.07.03.01.06 bina usaha

Sumber Daya Alam

dan hutan lindung

Sumber Daya Alam FRALLOZ.09 lkehtengs dan hasilnya kehutanan
: RAD.07.03.02 peningkatan daya
RAD.07 Lingkungan tan RAD.07.03 kehutanan dukung daerah aliran sungai (DAS)

RAD.07 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAD.07.03 kehutanan

RAD.07.03.03 perlindungan
kawasan hutan

RAD.07.03.03.01 Pengamanan
dan penegakan hukum

RAD.0O7 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAD.07.03 kehutanan

RAD.07.03.03 perlindungan
kawasan hutan

RAD.07.03.03.02 pengendalian
dan pencemaran kerusakan

RAD.07 Lingkungan dan

RAD.G7.03.03 perlindungan

RAD.07.03.03.03 Konservasi

Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam RADUF0S KetuENAR kawasan hutan sumber daya alam dan ekosistem
RAD.07 Lingkungan dan RAD.07.03.XX usulan referensi

Sumber Daya Alam RAD.07.03 kehutanan IPPD

RAD.07 Lingkungan dan RAD.07.04 kelautan

Wl
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TABEL 4

RAD.07 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAD.G7.04 kelautan

RAD.07.04.01 pembinaan kelautan regional

RAD.07 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAD.07.04 kelautan

RAD.07.04.01 kemaritiman

RAD.O7 Lingkungan dan

RAD.07.04.02.01 Merencanakan
dan melaksanakan kegiatan

RAD.07.04 kelautan RAD.07.04.02 tata ruang laut pengelolaan Konservasi Perairan,
Sumber Daya Alam e
Pengelolaan Pesisir dan Pulau
Pulau Kecil
RAD.07 Lingkungan dan RAD.07.04.03 pemberdayaan RAD.07.04.03.01 pemanfaatan

Sumber Daya Alam

RAD.(7.04 kelautan

masyarakat kelautan

Kawasan konservasi perairan

RAD.07 Lingkungan dan

RAD.07.04.03 pemberdayaan

RAD.07.04.03.02 pengelolaan
pesisir dan pulau-putau kecil

Sumber Daya Alam RADAZ. [ kalautan masyarakat kelautan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku
RAD.07.04.04.01 mengendalikan
RAD.07 Lingkungan dan RAD.07.04 kelautan RAD.07.04.04 sumber daya dan mengevaluasi kegiatan
Sumber Daya Alam kelautan pengelolaan ruang laut dan
perikanan budidaya
RAL ' - RAC RAD.07.04.04.02 Merencanakan
Sumia?r l[.)lgg:lizg?nn dan RAD.07.04 kelautan ke[atfa?r;m'm il o operasional Pengelolaan Ruang
? Laut dan Perikanan Budidaya
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TABEL 4

RAD.07.04.04.03 pengelolaan

RAD.O7 Lingkungan dan RAD.07.04.04 sumber daya ruang laut dan perikanan
Sumber Daya Alam RALLOT.04 kelautan kelautan budidaya berdasarkan ketentuan

dan prosedur yang berlaku
il o RAD.07.04 kelautan RAD.07.04.XX usulan referensi IPPD

Sumber Daya Alam

RAD.O7 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAD.07.05 lingkungan hidup

RAD.07 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAD.07.05 lingkungan hidup

RAD.07.05.01 pembinaan
lingkungan hidup regional

RAD.07.05.01.01 pengolahan
sampah dan limbah B3

RAD.07 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAD.07.05 lingkungan hidup

RAD.07.05.01 pembinaan
lingkungan hidup regional

RA.02 B.07.05.01 pemeliharaan
lingkungan dan pengelclaan
daerah aliran sungai

RAD.07 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAD.07.05 lingkungan hidup

RAD.07.05.01 pembinaan
lingkungan hidup regional

RAD.07.05.01.03 rehabilitasi
hutan dan lahan

RAD.O7 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAD.07.05 fingkungan hidup

RAD.07.05.01 sumber daya alam
dan ekosistem

RAD.07 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAD.07.05 lingkungan hidup

RAD.07.05.02 pelestarian
lingkungan hidup

RAD.07 Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAD.07.05 lingkungan hidup

RAD.07.05.03 manajemen iklim
dan cuaca

(e
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TABEL 4

RAD .07 Lingkungan dan i . RAD.07.05.04 pengelolaan sarana
Sumber Daya Alam RAD.OZ.05 lingkungatt hidup dan prasarana iklim dan cuaca
RAD.07 Lingkungan dan . . RAD.07.05.XX usulan referensi
Sumber Daya Alam RAD.07.05 lingkungan hidup PPD

RAD.08 Budaya dan agama

RAD.08 Budaya dan agama

RAD.08.01 agama

RAD.08 Budaya dan agama

RAD.08.01 agama

RAD.08.01.01 bimbingan masyarakat keagamaan

RAD.08 Budaya dan agama

RAD.08.01 agama

RAD.08.01.02 pendidikan agama

RAD.08 Budaya dan agama

RAD.08.01 agama

RAD.08.01.03 pelatihan keagamaan

RAD.08 Budaya dan agama

RAD.08.01 agama

RAD.08.01.04 penyelenggaraan haji dan umroh

RAD.08 Budaya dan agama

RAD.08.01 agama

RAD.08.01.05 sertifikasi produk halal

RAD.08 Budaya dan agama

RAD.08.01 agama

RAD.08.01.XX usulan referensi IPPD

RAD.08 Budaya dan agama

RAD.08.02 kebudayaan

RAD.08 Budaya dan agama

RAD.08.02 kebudayaan

RAD.08.02.01 pembinaan
ksbudayaan regional

A/ A
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TABEL 4

RAD.08 Budaya dan agama

RAD.08.02 kebudayaan

RAD.08.02.01 kesejarahan

RAD.08 Budaya dan agama

RAD.08.02 kebudayaan

RAD.08.02.02 pelestarian cagar
budaya

RAD.08.02.02 .01 Penetapan
Cagar Budaya

RAD.08 Budaya dan agama

RAD.08.02 kebudayaan

RAD.08.02.02 pelestarian cagar
budaya

RAD.08.02.02.02 Paendaftaran
Cagar Budaya

RAD.08 Budaya dan agama

RAD.08.02 kebudayaan

RAD.08.02.02 pelestarian cagar
budaya

RAD.08.02.02 .03 Pengelolaan
Cagar Budaya

RAD.08 Budaya dan agama

RAD.08.02 kebudayaan

RAD.08.02.02 pelestarian cagar
budaya

RAD.08.02.02 .04 Pengelolaan
Perlindungan Cagar Budaya

RAD.08 Budaya dan agama

RAD.08.02 kebudayaan

RAD.08.02.02 pelestarian cagar
budaya

RAD.08.02.02 .05 Pamanfaatan
Perlindungan Cagar Budaya

RAD.08 Budaya dan agama

RAD.08.02 kebudayaan

RAD.08.02,02 pelestarian cagar
budaya

RAD.08.02.02 .06 Pembenahan
Dukungan Cagar Budaya

RAD.08 Budaya dan agama

RAD.08.02 kebudayaan

RAD.08.02.02 pelestarian cagar

RAD.08.02.02 .07 Pembinaan

budaya

budaya Cagar Budaya

RAD.08 Budaya dan agama|RAD.08.02 kebudayaan RAD.08.02.02 pelestarian cagar RAD.08.02.02 .08 Penerbitan ljin
budaya Cagar Budaya

RAD.08 Budaya dan agama|RAD.08.02 kebudayaan RAD.08.02.02 pelestarian cagar RAD.08.02.02 .09 Penetapan

Warisan Cagar Budaya

RAD.08 Budaya dan agama

RAD.08.02 kebudayaan

RAD.08.02.02 pelestarian cagar
budaya

RAD.08.02.02 .10 Pengkajian
GHS Cagar Budaya

RAD.08 Budaya dan agama

RAD.08.02 kebudayaan

RAD.08.02.03 manajemen budaya

RAD.08.02.03.01 Perlindungan
pemgembangan dan pemanfaatan
koleksi budaya secara terpadu

Ve
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TABEL 4

RAD.08 Budaya dan agama

RAD.08.02 kebudayaan

RAD.08.02.03 manajemen budaya

RAD.08.02.03.02 Pembinaan
peningkatan mutu dan kapasitas
Sumber Daya Manusia

RAD.08.02.03.03 Peningkatan

RAD.08 Budaya dan agama|RAD.08.02 kebudayaan RAD.08.02.03 manajemen budaya |pelayanan dan Akses Mayarakat
terhadap Museum
RAD.08.02.03.04 Penyediaan dan

RAD.08 Budaya dan agama|RAD.08.02 kebudayaan RAD.08.02.03 manajetmen budaya |Pemeliharaan Sarana Prasarana

Kebudayaan

RAD.08 Budaya dan agama

RAD.08.02 kebudayaan

RAD.08.02.03 manajemen budaya

RAD.08.02.03.05 Peningkatan
Kapasitas Tata Kelola Lembaga
Kesenian Tradisional

RAD.08.02.04 pembinaan

RAD.08.02.04.01 Deposit Bahan

sastra Indonesia

RAD.08 Budaya dan agama|RAD.08.02 kebudayaan kepizsbakaan Pustaka
RAD.08.02.04 pembinaan RAD.08.02.04.02 Akuisisi dan
RAD.08 Budaya dan agama|RAD.08.02 kebudayaan kepustakagn Pengolahan Bahan Pustaka
RAD.D8.02.04 pembinaan RAD.08.02.04.03 Preservasi dan
RAD.08 Budaya dan agama|RAD.08.02 kebudayaan kepmistakaan Alih Media Bahan Pustaka
RAD.08.02.04 pembinaan RAD.08.02.04.04 Layanan
RAD.08 Budaya dan agama|RAD.08.02 kebudayaan kepustakaan Perpustikesn
RAD.08.02.04 pembinaan RAD,08.02.04.05 Pembinaan
RAD.08 Budaya dan agama|RAD.08.02 kebudayaan kepustakaan Perpustakaan
RAD.08.02.04 pembinaan RAD.08.02.04.06 Kerjasama dan
RAD.08 Budaya dan agama|RAD.08.02 kebudayaan kepustakaan Ekatansi Parpustaksan
RAD.08.02.05 pembinaan
RAD.08 Budaya dan agama|RAD.08.02 kebudayaan kepustakaan dan arsip nasional
RAD.08 Budaya dan agama|RAD.08.02 kebudayaan Pkt .62, pengambandan

Ve
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TABEL 4

RAD.08 Budaya dan agama

RAD.08.02 kebudayaan

RAD.08.02.07 pembinaan pertfilman
nasional

RAD.08 Budaya dan agama

RAD.08.02 kebudayaan

RAD.08.02.XX usulan referensi
(PPD

RAD.09 Pemerintahan Umum

RAD.08 Pemerintahan
Umum

RAD.09.01 dalam negeri

RAD.0% Pemerintahan

RAD.09.01 dalam negeri

RAD.09.01.01 pemerintahan dalam

Umum negeri
RAD.09 Pemerintahan RAD.09.01 dalam negeri RAD.O.Q.O‘I .02 kebijakan politik dan
Umum pemerintahan umum
RAD.09 Pemerintahan RAD.09.01 dalam negerl RAD.09.01.03 pembinaan otonomi
Umum daerah
’ : RAD.09.01.04 .01 Administrasi
}ng;gg PemerinEher RAD.08.01 dalam negeri ?:;?é?]g'm -04 pemerintahan Pemerintahan dan Adiministrasi

Kewilayahan

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.01 dalam negeri

RAD.09.01.04 pemerintahan
daerah

RAD.09.01.04 .02 Administrasi
Kepala Daerah dan DPRD

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.01 dalam negeri

RAD.09.01.04 pemerintahan
daerah

RAD.09.01.04 .03
Pengembangan Otonomi Daerah
dan Penataan Urusan

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.01 dalam negeri

RAD.09.01.04 pemerintahan
daerah

RAD.09.01.04 .04 Kerja Sama
Antar Pemerintah
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TABEL 4

-

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.01 dalam negeri

RAD.09.01.04 pemerintahan
daerah

RAD.09.01.04 .05 Kerja Sama
Badan Usaha/Swasta dan
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sana

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.01 dalam negeri

RAD.09.01.04 pemerintahan
daerah

RAD.09.01.04 .06 Mental Spiritua

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.08.01 dalam negeri

RAD.09.01.04 pemerintahan
daerah

RAD.09.01.04 .07 Kesaejahteraan
Rakyat Pelayanan Dasar

RAD.0S8 Pemerintahan
Umum

RAD.(09.01 dalam negeri

RAD.09.01.04 pemerintahan
daerah

RAD.09.01.04 .08 Kesgjahteraan
Rakyat Non Pelayanan Dasar

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.01 dalam negeri

RAD.09.01.04 pemerintahan
daerah

RAD.08.01.04.01 Fasilitasi
Hubungan antar lembaga

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.01 dalam negeri

RAD.09.01.04 pemerintahan
daerah

RAD.09.01.04.02 Koordinasi
Forkaapsi & Pemda lainnya

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.08.01 dalam negeri

RAD.09.01.04 pemerintahan
daerah

RAD.09.01.04.03 Peningkatan
kerjasama Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Provinsi serta
Pemerintah Daerah

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.01 dalam negeri

RAD.09.01.04 pemerintahan
daerah

RAD.09.01.04.04 Peningkatan
Komunikasi Tokoh masyarakat,
pimpinan,ormas/orsosfkeagamaa
n,dan Pers dan pemerintah

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.01 dalam negeri

RAD.09.01.04 pemerintahan
daerah

RAD.09.01.04.05 Dialog/Audensi
dgn tokoh

masyarakat, pimpinanfanggota
ormas dan orsos
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4

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.01 dalam negeri

RAD.09.01.04 pemerintahan
daerah

RAD.09.01.04.06 Fasilitasi TKI
dan masyarakat NTT yang
bermasalah dan terlantar di
Jabodetabek

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.01 dalam negeri

RAD.09.01.04 pemerintahan
daerah

RAD.09.01.04.07 Promosi
Budaya dan produk unggulan
Daerah

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.0S.01 dalam negeri

RAD.09.01.04 pemerintahan
daerah

RAD.09.01.04.08 Fasilitasi
Kerjasama investasi Daerah

RAD.09 Pemerintahan RAD.09.01 dalam negeri RAD.09.01.04 pemerintahan RAD.09.01.04.09 Pslayanan
Umum - J daerah Pengunjung Anjungan NTT-TMI

: ’ RAD.09.01.04.01 pengendalian
RALLOY Pemenintahan RAD.09.01 dalam negeri RALLOR.01.04 permeratahan administrasi pelaksanaan
Umum daerah

pembangunan daearah

. . RAD.09.01.04.02 pengendalian

ﬁgﬂ:g Peraerianan RAD.08.01 dalam negeri 5;?5?}9'01 el administrasi pelaksanaan

pembangunan wilayah

RAD.08 Pemerintahan
Umum

RAD.09.01 dalam negeri

RAD.09.01.04 pemerintahan
daerah

RAD.09.01.04.03 penyusunan
pelaporan pelaksanan
pembangunan APBD dan APBN

1/6-
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TABEL 4

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.01 dalam negeri

RAD.09,01.04 pemerintahan
daerah

RAD.09.01.04.01 Menyelia
program dan kegiatan mulai dari
perencanaan sampai dengan
pelaksanaan agar terciptanya
efektifitas pelaksanaan program
dan kegiatan dalam mencapai
fujuan kebijakan organisasi yang
telah ditetapkan atasan

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.01 dalam negeri

RAD.09.01.04 pemerintahan
daerah

RAD.09.01.04.02 Memeriksa hasil
kerja pejabat fungsional auditor
dan pengawas pemerintahan
berdasarkan rencana kerja untuk
disempurnakan agar hasil yang
dicapai benar-benar akurat dan
sesuai ketentuan yang berlaku

RAD.08 Pemerintahan
Umum

RAD.09.01 dalam negeri

RAD.09.01.04 pemerintahan
daerah

RAD.(09.01.04.03 Menetapkan
kebijakan pembinaan dan
petunjuk teknis penyelenggaraan
pengawasan pada perangkat
daerah di lingkungan Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/ Kota
sesuai kewenangan Provinsi

Yt
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RAD.0S Pemerintahan
Umum

RAD.09.01 dalam negeri

RAD.09.01.04 pemerintahan
daerah

RAD.09.01.04.04
Mengoordinasikan, mengawasi
pemeriksaan, pengusutan,
pengujian dan penilaian tugas
pengawasan serta pemantauan
dan evaluasi, verifikasi, reviu
sesuai ketentuan dan prosedur
guna menjamin obyektifitas dalam
perencanaan dan p€nganggaran
untuk mengetahui kinerja dari
masing-masing perangkat daerah
Provinsi dan Kabupaten / Kota

RAD.09 Pemerintahan
Umumn

RAD.09.01 dalam negeri

RAD.09.01.04 pemerintahan
daerah

RAD.09.01.04.05 Melakukan
penilaian atas manfaat dan
keberhasilan kebijakan,
pelaksanaan program dan
kegiatan berdasarkan masukan,
keluaran dan hasil dari masing-
masing perangkat daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota untuk
mengetahui keberhasilan
pelaksanaan tugas

&
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Vi

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.08.01 dalam negeri

RAD.09.01.04 pemerintahan
daerah

RAD.09.01.04.06 Mengevaluasi
pelaksanaan tugas sesuai hasil
yang dilaksanakan unfuk
mengetahui permasalahan dan
mencari solusinya

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.01 dalam negeri

RAD.09.01.04 pemerintahan
daerah

RAD.09.01.04.07 Melakukan
inventarisasi, dokumentasi dan
penelaahan terhadap peraturan
perundang-undangan yang
berhubungan dengan
pengawasan untuk menunjang
kelancaran peiaksanaan tugas

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.01 dalam negeri

RAD.09.01.04 pemerintahan
daerah

RAD.09.01.04.08 Mengumpulkan
data umum terhadap obyek yang
diperiksa berdasarkan ketentuan
dan prosedur yang berlaku untuk
mengetahui secara umum
mekanisme dan kebijakan pada
instansi yang diperiksa

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.01 dalam negeri

RAD.09.01.04 pemerintahan
daerah

RAD.09.01.04.08 Mengoordinir
penyusunan hasil pemeriksaan
sesuai obyek yang diperiksa agar
dapat diketahui permasalahan
yang ada dan segera melakukan
tindak lanjut
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TABEL 4

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.01 dalam negeti

RAD.09.01.04 pemerintahan
daerah

RAD.09.01.04.10
Mengoordinasikan pelaksanaan
pemeriksaan, pengusutan,
pengujian dan penilaian sesuai
ketentuan dan prosedur yang
berlaku agar pemeriksaan
berjalan sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan

RAD.08 Pemerintahan
Umum

RAD.09.01 dalam negeri

RAD.09.01.05 pembinaan
keuangan daerah

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.01 dalam negeri

RAD.09.01.06 pelaksanaan
program prioritas nasioanal

RAD.0S Pemerintahan
Umum

RAD.09.01 dalam negeri

RAD.09.01.XX usulan referensi
IPPD

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.02 keuangan

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.01 dalam negeri

RAD.09.02.01 pembinaan
keuangan instansi

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.01 dalam negeri

RAD.09.02.01 pembinaan
keuangan instansi

RAD.09.02.01.01 pembinaan dan
evaluasi wilayah 1

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.01 dalam negeri

RAD.09.02.01 pembinaan
keuangan instansi

RAD.09.02.01.02 pembinaan dan
evaluasi wilayah 2
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TABEL 4

RAD.09 Pamerintahan
Umum

RAD.09.01 dalam negeri

RAD.09.02.01 pembinaan
keuangan instansi

RAD.09.02.01.03 pembinaan dan
evaluasi wilayah 3

RAD.09.02.01.01 pembinaan

keuangan
RAD.09.02.01.02 pembinaan
pengadaan
RAD.09 Pemerintahan RAD.09.02.02.01 Pelayanan
Umum RAD.09.02 keuangan RAD.08.02.02 keuangan negara Keuangan Pimpinan dan ASN
RAD.08 Pemerintahan RAD.08.02.02.01 penyusunan
Urnum RAD.08.02 keuangan RAD.09.02.02 keuangan negara anggaran bidang pemerintahan
: RAD.09.02.02.02 penyusunan
3}:13"?9 Pemennizha RAD.09.02 keuangan RAD.09.02.02 keuangan negara  |anggaran bidang peerkonomian
dan pembangunan
: RAD.09.02.02.03 penyusunan
mlzn?g Femetintahan RAD.09.02 keuangan RAD.09.02.02 keuangan negara  |anggaran bidang administrasi
umum
RAD.09.02.02.03 pembayaran
RAD.09 Pemerintahan bidang pemerintahan,
(T RAD.09.02 keuangan RAD.09.02.02 keuangan negara kesejahteraan rakyat dan
administrasi umum
RAD ) RAD.09.02.02.04 pembayaran
Umuﬁg Pemekitalan RAD.09.02 keuangan RAD.09.02.02 keuangan negara bidang perekonomian dan
pembangunan
RAD.09 Pemerintahan RAD.09.02 keuangan RAD.09.02.02 keuangan negara RAD.09.02.02.05 pengelolaan

Umum

kas dan pembinaan bendahara

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.02 keuangan

RAD.09.02.02 keuangan negara

RAD.09.02.02.06 akuntansi
pendapatan, piutang, dan
penerimaan pembiayaan




TABEL 4

RAD.09.02.02.07 akuntansi

Sf:argg Femafintahian RAD.09.02 keuangan RAD.09.02.02 keuangan negara belanja aset, hutang, dan
pengeluaran pembiayaan
ﬁAD.OQ Pemerintahan RAD.09.02 keuangan RAD.09.02.02 keuangan negara RAD.09.02.02.08 akuntansi
mum penyusunan laporan Keuangan

RAD.09 Pemeriniahan
Umum

RAD.09.02 keuangan

RAD.08.02.02 keuangan negara

RAD.09.02.02.01 pendataan dan
penstapan

mgrgg Famenaaha) RAD.09.02 keuangan RAD.08.02.02 keuangan negara E:;)Z'rgi;?f'oz'oz layan
SA B e ORI RAD.09.02 keuangan RAD.09.02.02 keuangan negara RAD'09'02'02'.03 RetUALAR
mum dengan penagihan
RAD.09.02.02.04 kegiatan
penyusunan bahan petunjuk
RAD.09 Pemerintahan teknis, fasilitas pendataa.n dan
Urnum RAD.09.02 keuangan RAD.09.02.02 keuangan negara  |penerimaan dan evaluasi

pungutan hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang
dipisahkan.

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.06.02 keuangan

RAD.09.02.02 keuangan negara

RAD.09.02.02.05 kegiatan
penyusunan bahan fasilitas
pembinaan dan pengendalian
teknis serta evaluasi pendataan
dan penerimaan mencakup
pungutan retribusi dan lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah.

V6
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TABEL 4

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.02 keuangan

HRAD:09.02.02 keuangan negara |

RAD.09.02.02.06 kegiatan
penyusunan bahan fasilitasi,
pembinaan dan pegendatian

teknis serta evaluasi pendataan
dan penerimaan mencakup
pungutan dana perimbangan dan
lain-lain pendapatan yang sah.

ﬁﬁ;ﬁg Pemenintahan RAD.09.02 keuangan RAD.09.02.03 fiskal
mﬂgg ERRIRn RAD.09.02 keuangan RAD.09.02.04 kepabeanan dan cukai
Umu;gg Pomenntahan RAD.09.02 keuangan RAD.09.02.05 penganggaran

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.02 keuangan

RAD.08.02.086 perbendaharaan

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.02 keuangan

RAD.09.02.07 manajemen perekonomian

RAD.09 Pemerintahan

Urnum RAD.09.02 keuvangan RAD.09.02,08 pengadaan dan manajemen aset

RAD .09 Pemerintahan RAD.09.02 keuangan RAD.(_)9.02.08 pengadaan dan RAD.09.02.08.01 llttgas[

Umum manajemen aset pengadaan barang dan jasa

RAD.09 Pemerintahan RAD.09.02.08 pengadaan dan RADLUSL02,08.02 keilgkar
RAD.09.02 keuangan : pengadaan barang dan jasa

Umum manajemen aset

pemerintahan
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TABEL 4

RAD.09 Pemerintahan

RAD.09.02.08 pengadaan dan

RAD.09.02.08.03 pengelolaan

RAD.09.02 keuangan . sistem informasi pengadaan
Umum manajemen aset . .
barang dan jasa pemerintahan

RAD.09 Pemerintahan RAD.09.02 keuangan RAD.99.02.08 pengadaan dan RAD.09.02.08.04 pengelolaan
Umum manajemen aset SDM pengadaan
RAD.08 Pemerintahan RAD.09.02 keuangan RAD,F)Q.OZ.OB pengadaan dan RAD.OQ.Q2_.08.03 pengelolaan
Umum manajemen aset barang milik negara

X RAD.09.02.08.05 Pelayanan
RALIILFamemiEhen RAD.09.02 keuangan RAD'QQ'OZ'OS pengadaan dan Pemanfaatan Aset Setda Provinsi
Umum manajemen aset NTT
RAD.09 Pemerintahan RAD.09.02 keuangan RAD.QQ.OZ.OS pengadaan dan RAD.09.02.08.01 analisa
Umum manajemen aset kebutuhan dan pengadaan
RAD.0S Pemerintahan RAD.09.02 keuangan RAD.Q9.02.08 pengadaan dan RAD.09.02.08.02 penatausahaan
Umum manajemen aset aset
RAD.09 Pemerintahan RAD.09.02 keuangan RAD.(?Q.OZOB pengadaan dan RAD.09.02.08.93_ penetapan
Umum manajemen aset status dan penilaian aset
RAD.09 Pemerintahan RAD.09.02 keuangan RAD.QQ.OQ.OS pengadaan dan RAD.09.02.08.04 pemanfaatan
Umum manajemen aset aset
RAD.09 Pemerintahan RAD.09.02.08 pengadaan dan RAD.'OQ'02'08'05

RAD.09.02 keuangan . pemindahtanganan dan
Umum manajemen aset
pengamanan aset

RAD.09 Pemerintahan RAD.09.02 keuangan RAD.99.02.08 pengadaan dan RAD.09.02.08.-06 pengamanan
Umum manajemen aset dan penyelesaian sengketa aset
Sﬁ;lar:g Pemerintahan RAD.09.02 keuangan RAD.09.02.09 pengelolaan pajak
RAD.09 Pemerintahan RAD.09.02 keuangan RAD.09.02.XX usulan referensi
Umum IPPD

Vb
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TABEL 4

(4

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.03 informasi

RAD.08 Pemerintahan
Umum

RAD.09.03 informasi

RAD.09.03.01 pengelolaan

informatika

RAD.09.03.01.01 Sistem
Informasi Pegawai

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.03 informasi

RAD.09.03.01 pengelolaan
informatika

RAD.09.03.01.01 Pengembangan
dan Pengelolaan Aplikasi
Generik, Spesifik dan Suplemen

RAD .09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.03 informasi

RAD.09.03.01 pengelolaan
informatika

RAD.09.03.01.02 Layanan
Pengembangan Aplikasi
Pemerintahan Terintegrasi dan
Pelayanan Publik Yg Terintegrasi

RAD.08 Pemerintahan
Umum

RAD.09.03 informasi

RAD.09.03.01 pengelolaan
informatika

RAD.0S.03.01.03 Layanan
Pemelibaraan Aplikasi
kepemerintahan dan publik

RAD.09 Pamerintahan
Umum

RAD.09.03 informasi

RAD.08.03.01 pengeloiaan
informatika

RAD.09.03.01.04 Layanan
pengembangan business process
re-engineering (BPR)

RAD .09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.03 informasi

RAD.09.03.01 pengeloiaan
informatika

RAD.(9.03.01.05 [Layanan
penyediaan sarana dan prasarana
pengendalian smart prov./city.

RAD.09.03.01.06 Pengelolaan
portal dan website pemerintah

R PR RAD.09.03 informasi '.l “ D.09..03.01 perge:laan prov. dan Publikasi informasi
Umum informatika .
penyelenggaraan pemerintahan
Prov. NTT
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RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.08.03 informasi

RAD.09.03.01 pengelolaan
informatika

RAD.09.03.01.07 Layanan
pendaftaran nama domain dan
sub domain instansi
penyelenggara hegara

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.0%.03 informasi

RAD.09.03.01 pengslolaan
informatika

RAD.09.03.01.08 Penyediaan
sarana dan prasarana publikasi
website Prov. NTT

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.08.03 informasi

RAD.09.03.01 pengelolaan
informatika

RAD.09.03.01.09
Perencanaan/MasterPaln dan
Arsitektur Infrastruktur TIK

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.03 informasi

RAD.09.03.01 pengslolaan
informatika

RAD.09.03.01.10 Pembangunan
dan Pengembangan Jaringan
Komunikasi (WAN, MAN,

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.03 informasi

RAD.09.03.01 pengelclaan
informatika

RAD.09.03.01.11 Pengslolaan
dan pengendalian layanan sarana
prasarana TIK, Jaringan, NOC &
Server

RAD.0S8 Pemerintahan
Umum

RAD.09.03 informasi

RAD.09.03.01 pengelclaan
informatika

RAD.09.03.01.12 Pengelolaan
Akses Layanan Insternet dan
Manajemen Bandwith

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.03 informasi

RAD.08.03.01 pengelolaan
informatika

RAD.09.03.01.13 Pengawasan,
Pemeliharaan dan Peningkatan
Kualitas infrastruktur TIK

RAD.09 Pemerintahan

RAD.09.03.01 pengelolaan

RAD.09.03.01.14 Koordinasi dan

Vb

RAD.09.03 informasi L . Fasilitasi Pembangunan
Umum informatika .
Infrastruktur Pasif
RAD.08 Pemerintahan RAD.09.03 informasi BAD.09:03.01 pengelolaan RAD..09.03.01.15 _ Layanan
Umum {informatika Hosting dan Colocation Server
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RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.03 informasi

RAD.09.03.01 pengelolaan
informatika

RAD.09.03.01.01 pembinaan
pengelolaan informatika instansi

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.03 informasi

RAD.09.03.03 pengelolaan data
statistik

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.03 informasi

RAD.09.03.03 pengelolaan data
statistik

RAD.09.03.03.01 pembinaan
kegiatan statistik instansi

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.03 informasi

RAD.09.03.03 pengelolaan data
statistik

RAD.09.03.03.02 pengelolaan
kegiatan statistik dasar

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.03 informasi

RAD.09.03.03 pengelolaan data
statistik

RAD.09.03.03.03 pengelolaan
kegiatan statistik sektoral

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.03 informasi

RAD.09.03.03 pengelolaan data
statistik

RAD.09.03.03.01 Pengumpulan
dan Penyusunan Updating Data
Sektoral

RAD.09.03.03.02 Pengelolaan

RAD.09 Pamarintaiah RAD.09.03 informasi RAP'{.)Q'OS'OQ’ Rengeiclaan data dan penyediaan data statistik
Umum statistik
sektoral

RAD.08 Pemeriniahan . ; RAD.09.03.03 pengelolaan data RAD.09.03.03.03 Monitoring dan
Umum RADLDI.08 Inlormast statistik Evaluasi Data Sektoral
RAD.09 Pemerintahan RAD.09.03 informasi RAI?.QQ.OB.O:% pengelclaan data RAIE).OQ.OS.O?.(_M pengelolaan
Umum statistik kegiatan statistik khusus
RAD.09 Pemerintahan RAD.09.03 informasi RAD.09.03.03 pengelolaan data RAD.09.03.03.05 Pembinaan
Umum T statistik Kegiatan Statistik Nasional

: RAD.09.03.03.06 Pengelolaan
mzntw)g Peamatiptahan RAD.09.03 informasi thgt?s’fl)I? A3 pangeipaandeta dan penyediaan data dan

informasi kependudukan

RAD.0S Pemerintahan
Urmum

RAD.09.03 informasi

RAD.09.03.04 pengelolaan data
geospasial

(1
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RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.03 informasi

RAD.09.03.05 pengelolaan
informasi publik

RAD.09.03.05.01 Peningkatan
Kualitas dan kuantitas layanan
keterbukaan informasi Publik
berbasis elektronik

RAD.09 Pemerintahan
{Jmum

RAD.09.03 informasi

RAD.09.03.05 pengelolaan
informasi publik

RAD.09.03.05.02 Meningkatkan
peran media informasi dalam
penyampaian program-program
pemerintah

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.03 informasi

RAD.08.03.05 pengelolaan
informasi publik

RAD.09.03.05.03 Layanan Publik
Permintaan Informasi dan
dokumentasi penyelenggaraan
pemerintah.

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.03 informasi

RAD.09.03.05 pengelolaan
informasi publik

RAD.09.03.05.04 Pengelolaan
data dan informasi berbasis web

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.03 informasi

RAD.09.03.06 penyiaran radio
publik

RAD.0S Pemerintahan
Umum

RAD.08.03 informasi

RAD.09.03.07 penyiaran televisi
publik

RAD.09.03.01 pembinaan penyiaran radio dan televisi mandiri

Eﬁaﬁg Pemerintahan RAD.09.03 informasi RAD.09.03.XX usulan referensi IPPD
RAD.09 Pemerintahan RAD.09.03 informasi
Umum

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.03 informasi

RAD.0S8 Pemerintahan RAD.09.03 informasi
Umum
RAD.09 Pemerintahan RAD.09.03 informasi
Umum

144
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TABEL 4

RELLEC Frmaamiahan RAD.09.04 komunikasi

Umum

RAD.09 Pemerintahan RAD.09.03 informasi RAD.09.04_.01 Pembmaan

Umum komunikasi regional
RAD.09.04.02.01 Peningkatan

RAD.09 Pemerintahan RAD.09.04 komunikasi RAD.D?.M..OZ pt-engelolaan Kuahtag dgn kua}ntltas lay_anan

Umum komunikasi publik komunikasi publik berbasis
elektronik

RAD.09 Pemerintahan RAD.09.04 komunikasi RAD.09.04.03 pengelolaan

Umum sumberdaya dan perangkat pos

Umuﬁg Fetmenniaban RAD.09.04 komunikasi RAD.09.04.04 serta penyelenggaraan pos

DAD.09 Pemerintahan  |RAD.09.04 komunikasi RAD.09.04.XX usulan referensi IPPD

RAD.DS Pemerimatian. | pury 69104 komusilasi

Umum

RALLOS Pamarintaban RAD.09.05 perencanaan pembangunan nasional

Umum

RAD.09 Pemerintahan RAD.09.05 perencanaan RAD.09.05.01 perencanaan

Umum pembangunan nasional pembangunan nasional

RAD.09 Pemerintahan RAD.09.05 perencanaan RAD.09.05.01 perencanaan PESABBLHCEL Sh peestiatiaran

. . perencanaan pembangunan
Umum pembangunan nasional pembangunan nasional inatitutional

(%8
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TABEL 4

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.05 perencanaan
pembangunan nasional

RAD.09.05.02 pengawasan
penyimpangan pembangunan

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.05 perencanaan
pembangunan nasional

RAD.09.05.03 manajemen ekonomi
makro

RAD.09.05.03.01 pemantauan
dan pengendalian inflasi daerah

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.05 perencanaan
pembangunan nasional

RAD.09.05.03 manajemen ekonomi
makro

RAD.09.05.03.02 sosialisasi dan
pembentukan FK ME NTT

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.05 perencanaan
pembangunan nasional

RAD.09.05.03 manajemen ekonomi
makro

RAD.09.05.03.03 pelaksanaan
kegiatan koordinasi dan
sosialisasi kebijakan
pengembangan UMKM dan
optimalisasi penyaluran KUR

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.05 perencanaan
pembangunan nasional

RAD.09.05.03 manajemen ekonomi
makro

RAD.09.05.03.04 Pelaksanaan
koordinas, evaluasi dalam rangka
pengendalian BBM bersubsidi

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.05 perencanaan
pembangunan nasional

RAD.09.05.04 kerangka regulasi

RAD.08 Pemerintahan
Umum

RAD.09.05 perencanaan
pembangunan nasional

RAD.09.05.05 kelemhagaan dan
pendanaan

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.05 perencanaan
pembangunan nasional

RAD.09.05.06 strategi
pembangunan nasional

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.08.05 perencanaan
psmbangunan nasional

RAD.09.05.07 pengelolaan
program kerja organisasi

RAD.09.05.07.01
PERENCANAAN DAN
PENDANAAN

V6
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TABEL 4

RAD.09 Pemerintahan RAD.09.05 perencanaan RAD.09.05.07 pengelolaan RAD.09.05.07.02 DATA DAN
Umum pembangunan nasional program kerja organisasi INFORMASI
RAD.09.05.07.03

RAD .09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.05 perencanaan
pembangunan nasional

RAD.02.05.07 pengelolaan
program kerja organisasi

PENGENDALIAN, EVALUASI
DAN PELLAPORAN

RAD.09 Pemerintahan RAD.09.05 perencanaan RAD.09.05.07 pengelolaan RAD.09.05.07.04
Umum pembangunan nasional program kerja organisasi PEMERINTAHAN DAN POLITIK
RAD.09 Pemerintahan RAD.09.05 perencanaan RAD.09.05.07 pengelolaan RAD.09.05.07.05
Umum pembangunan nasional program kerja organisasi PEMBANGUNAN MANUSIA

. RAD.09.05.07.06
RAD.09 Pemerintahan RAD.09.05 perencanaan RAD.09.05.(?7 penge_:lola.an KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN
Umum pembangunan nasional program kerja organisasi

BUDAYA

RAD.09 Pemerintahan RAD.09.05 perencanaan RAD.09.05.07 pengelolaan RAD.09.05.07.07
Umum pembangunan nasional program Kerja organisasi PEREKONOMIAN
RAD.09 Pemerintahan RAD.09.05 perencanaan RAD.09.05.07 pengelolaan RAD.09.05.07.08 SUMBER
Umum pembangunan nasional program kerja organisasi DAYA ALAM
RAD.09 Pemerintahan RAD.09.05 perencanaan RAD.08.05.07 pengelolaan RAD.09.05.07.09 PARIWISATA

Umum

pembangunan nasional

program kerja organisasi

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.05 perencanaan
pembangunan nasional

RAD.09.05.07 pengelolaan
program kerja organisasi

RAD.09.05.07.10
INFRASTRUKTUR

RAD.09 Pamerintahan
Umum

RAD.09.05 perencanaan
pembangunan nasional

RAD.09.05.07 pengelolaan
program kerja organisasi

RAD.09.05.07.11 KEWIIAYAHAN

/e
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TABEL 4

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.05 perencanaan
pembangunan nasionaj

RAD.09.05.07 pengelolaan
program kerja organisasi

RAD.08.05.07.12 TATA RUANG
DAN LINGKUNGAN HIDUP

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.05 perencanaan
pembangunan nasional

RAD.09.05.07 pengelolaan
program kerja organisasi

RAD.09.05.07.13 SOSIAL DAN
PEMERINTAHAN

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.08.05 perencanaan
pembangunan nasional

RAD.09.05.07 pengelolaan
program kerja organisasi

RAD.09.05.07.14 EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN

RAD.08 Pemerintahan
Umum

RAD.08.05 perencanaan
pembangunan nasional

RAD.08.05.07 pengelolaan
program Kerja organisasi

RAD.09.05.07.15 INOVASI DAN
TEKNOLOGI

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.05 perencanaan
pembangunan nasional

RAD.09.05.08 penyusunan
penganggaran negara dan
dukungan strategis
program/kebijakan

RAD.08 Pemerintahan
Umum

RAD.08.05 perencanaan
pembangunan nasional

RAD.09.05.XX usulan referensi IPPD

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.06 aparatur negara

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.06 aparatur negara

RAD.09.06.01 pengelolaan aparatur negara

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.06 aparatur negara

RAD.09.06.01 pengelolaan
aparatur negara

RAD.09.06.01.01 pembinaan
kepegawaian instansi

Ve
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TABEL 4

RAD.09 Pemerintahan

RAD.09.06.01 pengelolaan

RAD.09.06.01.02 Perencanaan

Umum

aparatur negara

RAD.09.06 aparatur negara dan Pendayagunaan SDM
Umum aparatur negara
Kesehatan
; RAD.09.06.01.03 Legalisasi
FEAEEER Famomriisiman RAD.09.06 aparatur negara RAD.09.06.01 pengelolaan Tenaga Kesehatan, Institusi

Pendidiikan dan Diklat

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.06 aparatur negara

RAD.09.06.01 pengelolaan
aparatur negara

RAD.08.06.01.04 Pengembangan
SDM Kesehatan

RAD.09 Pemerintahan

RAD.09.06 aparatur negara

RAD.09.06.01 pengelolaan

RAD.09.06.01.01 Sistem

Umum aparatur negara Informasi Pegawai
RAD.09 Pemerintahan RAD.09.06 aparatur negara RAD.09.06.01 pengelolaan RAD.09.06.01.02 Pendidikan
Umum aparatur negara Aparatur

RAD.09 Pemerintahan

RAD.09.06 aparatur negara

RAD.09.06.01 pengelolaan

RAD.09.06.01.03 Perencanaan

Ve

Umum aparatur negara dan Formasi Pegawai
RAD.09 Pemerintahan RAD.09.06 aparatur negara RAD.09.06.01 pengelolaan RAD.09.06.01.01 Jabatan
Umum aparatur negara Struktural
RAD.09 Pemerintahan RAD.09.06 aparatur negara RAD.09.06.01 pengslolaan RAD.09.06..01..02 .Penllalan
Umum aparatur negara Kompetensi Kinetja
RAD.0S Pemerintahan RAD.09.06 aparatur negara RAD.09.06.01 pengelolaan RAD.09.06.01.03 Fungsional
Umum aparatur negara Tertentu
RAD.09 Pemerintahan RAD.09.06.02 manajemen aparatur |RAD.09.06.02.01 Perencanaan

RAD.09.06 aparatur negara - 5
Umum sipil hegara Budaya Kerja
RAD.09 Pemerintahan RAD.09,06 aparatur negara R'A.D.09.06.02 manajemen aparatur |RAD.09.06.02.02 Pene:arapan
Umum sipil negara Kelompok Budaya Kerja
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TABEL 4

RAD.09 Pemerintahan RAD.08.06.02 manajemen aparatur {RAD.09.06.02.03 Monitoring dan
RAD.09.06 aparatur negara iy ; .

Umum sipil negara Evaluasi Penerapan Budaya Kerja

RAD.09 Pemerintahan RAD.09.06 aparatur negara RTA.D.09.06.02 manajemen aparatur RAD.OQ.'06.02.01 Penempatan

Umum sipil negara Pegawai

RAD.09 Pemerintahan RAD.09.06.02 manajemen aparatur |RAD.09.06.02.02 Pensiun
RAD.09.06 aparatur negara . ;

Umum sipil negara Pegawai

RAD.09 Pemerintahan RAD.08.06.02 manajemen aparatur |RAD.08.06.02.03 Kenaikan
RAD.09.06 aparatur negara - :

Umum sipil negara Pangkat Pegawai

RAD.09 Pemerintahan RAD.08.06.02 manajemen aparatur [RAD.09.06.02.01 Kesejahteraan
RAD.09.06 aparatur negara i )

Umum sipil negara Pegawai

RAD.09 Pemerintzhan  |paD 00.06 aparatur negara | A0-09-06.02 manajemen aparatur o\ iy 40 66 00 02 Displin Pegawai

Umum sipil negara

RAD.09 Pemerintahan RAD.09.06 aparatur negara R'AlD.09.06.02 manajemen aparatur RAD.09.06.02.03 Korpri

Umum sipil negara

RAD.09 Pemerintahan

RAD.09.06 aparatur negara

RAD.09.06.02 manajemen aparatur

RAD.09.06.02.01 kegiatan
kesemaptaan satuan polisi
pamong praja berdasarkan

Umum sipil negara ketentuan dan prosedur yang
berlaku untuk pengembangan
sumber daya aparatur
RAD.09.06.02 .02 pelatihan dasar
dan teknis fungsional satuan

RAD.09 Pemerintahan RAD.09.06 aparatur negara R_AD.OQ.06.02 manajemen aparatur |polisi pamong praja berdasarkan

Umum sipil negara ketentuan dan prosedur yang
berlaku untuk pengembangan
sumber daya aparatur

RAD.09 Pemerintahan RAD.09.06 aparatur negara R:A-D.09.06.02 manajemen aparatur |RAD.09.06.02 .01 Pelatihan

Umum sipil negara Dasar

RAD.09 Pemerintahan RAD.08.06.02 manajemen aparatur |RAD.09.06.02 .02 Pglatihan

RAD.09.06 aparatur negara o o

Umum sipil negara kepemimpinan

(102
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TABEL 4

Vo

RAD.09 Pemerintahan RAD.09.06.02 manajemen aparatur |RAD.09.06.02 .03 Pemerintahan
RAD.09.06 aparatur negara ¢ ;

Umum sipil negara dan sosial kultural
RAD.09 Pemerintahan RAD.00.06 aparstur riegera RA.D.09.06.02 manajemen aparatur RAQ.09.06.02 .04 Kompetensi
Umum sipil negara teknis
RAD.0S8 Pemerintahan RAD.09.08 aparatur negara l'r\TA.D.09.06.02 manajemen aparatur RAD.99.06.02 .05 Kompetensi
Umum sipil negara fungsional
RAD.09 Pemerintahan RAD.09.06 aparatur negara R_AP.OQ.OG.OZ manajemen aparatur |RAD.09.06.02 .06 Kurikulum dan
Umum sipil negara perangkat
U’ {‘m‘Du;gg Remntaiian RAD.09.06 aparatur negara  |RAD.09.06.03 kelembagaan
RAD.09 Pemerintahan RAD.09.06 aparatur negara RAD.09.06.03 kelembagaan RAD'OQ'OS'OS.'M perpblnaan
Umum kelembagaan instansi
RALLEY Femsrintahan RAD.09.06 aparatur negara RAD.09.06.03 kelembagaan BALLOO.DR.0G A2 Rengtaan
Umum Kelembagaan Provinsi
RAD.L9 Pamerintahan RAD.09.06 aparatur negara RAD.09.06.03 kelembagaan RAP'OQ'OG'%'OS Pasusinan
Umum Uraian Tugas

. RAD.09.06.03.04 Fasilitasi
FAR. FRmestitiRan RAD.09.06 aparatur negara RAD.09.06.03 kelembagaan Penataan Kelembagaan
Umum

Kabupaten/ Kota

i RAD.09.06.03.05 Pelaksanaan
RAD, T Femenrianan RAD.09.06 aparatur negara RAD.09.06.03 kelembagaan Analisis Jabatan, Analisis Beban
Umum .

Kerja dan Peta Jabatan
RAD.09 Pemerintahan o1y 69 06 aparaturnegara  |RAD.09.06.03 kelembagaan RAD.09.06.03.06 Evaluasi
Umum Jabatan
RAD.09 Pemerintahan RAD.09.06 aparatur negara RAD.09.06.03 kelembagaan RAD.09.06.03.01 Sertifikast dan
Umum kelembagaan
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TABEL 4

RAD.09 Pemerintahan

RAD.09.06 aparatur negara

RAD.09.06.03 kelembagaan

RAD.09.06.03.02 Sistem
Informasi pengembangan

RAD.09 Pemerintahan

RAD.09.06 aparatur negara

RAD.09.06.03 kelembagaan

Umum :
kompetensi
RALUS Famednianan RAD.09.06 aparatur negara RAD.09.06.03 kelembagaan RAD.08.86,02.03 sarana dan
Umum prasarana
RAD.09 Pemerintahan RAD.09.06.03.01 PEMBINAAN
) RAD.09.06 aparatur negara RAD.09.06.03 kelembagaan SDM PENGADAAN BARANG
Umum
DAN JASA
. RAD.09.06.03.02 PEMBINAAN
52'3”?9 FeInataa RAD.09.06 aparatur negara RAD.09.06.03 kelembagaan KELEMBAGAAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA
RAD.09.06.03.03

PENDAMPINGAN, KONSULTASI
DAN BIMBINGAN TEKNIS

i PENGADAAN BARANG DAN
JASA '

RAD.08 Pemerintahan RAD.09.06 aparatur negara RAD.09.96.IO4 perpbmaan

Umum reformasi birokrasi

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.06 aparatur negara

RAD.09.06.04 pembinaan
reformasi birokrasi

RAD.09.06.04.01 pembinaan
reformasi birokrasi instansi

RAD.09 Pemerintahan RAD.09.06 aparatur neqara RAD.09,06.04 pembinaan RAD.09.06.04.02 Penyusunan
Umum T P 9 reformasi birokrasi Road Map Reformasi Birokrasi

: . RAD.08.06.04.03 Pembangunan
PSS e hen RAD.09.06 aparatur negara RAD'OQ'(.JG'.OA' perpbmaan Zona Integritas menuju WBK /
Umum reformasi birokrasi

WBBM

RAD.09 Pemerintahan RAD.0.06 aparatur neqara RAD.09.06.04 pembinaan RAD.09.06.04.04 Evaluasi
Umum R P 9 reformasi birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

s
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TABEL 4

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.06 aparatur negara

RAD.09.06.04 pembinaan
reformasi birokrasi

RAD.09.06.04.01 Menyelia
program dan kegiatan mulai dari
perencanaan sampai dengan
pelaksanaan

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.(09.06 aparatur negara

RAD.09.06.04 pembinaan
reformasi birokrasi

RAD.09.06.04.02 Memeriksa hasil
kefja pejabat fungsional auditor
dan pengawas pemerintahan
berdasarkan rencana kerja untuk
disempurnakan agar hasil yang
dicapai benar-benar akurat dan
sesuai ketentuan yang beriaku

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.06 aparatur hegara

RAD.09.06.04 pembinaan
reformasi birokrasi

RAD.09.06.04.03 Menyelia
penyusunan rencana kerja
pemeriksaan tahunan sesuai
prosedur dan ketentuan yang
berlaku untuk ditestapkan sebagai
Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPI)

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.06 aparatur negara

RAD.08.06.04 pembinaan
reformasi birokrasi

RAD.09.06.04.04 Menyelia
pelaksanaan penyusunan
program kerja pemeriksaan (PKP)
terhadap obrik yang diperiksa

W
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TABEL 4

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.06 aparatur negara

RAD.08.06.04 pembinaan
reformasi birokrasi

RAD.08.06.04.05 Menetapkan
kebijakan pembinaan dan
petunjuk teknis penyelenggaraan
pengawasan berdasarkan
ketentuan dan prosedur yang
berlaku untuk mewujudkan sistem
pengawasan yang sinergi pada
perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten / Kota

RAD.0S Pemerintahan
Umum

RAD.09.08 aparatur negara

RAD.09.06.04 pembinaan
reformasi birokrasi

RAD.09.06.04.06
Mengoordinasikan, mengawasi
pemeriksaan, pengusutan,
pengujian dan penilaian tugas
pengawasan serta pemantauan
dan evaluasi, verifikasi, reviu
sesuai ketentuan dan prosedur
vang berlaku

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.06 aparatur negara

RAD.09.06.04 pembinaan
reformasi birokrasi

RAD.09.06.04.07 Melakukan
penilaian atas manfaat dan
keberhasilan kebijakan,
pelaksanaan pengawasan
berdasarkan masukan, keluaran
dan hasil di tingkat Provinsi dan
Kabupaten/Kota untuk
mengetahui keberhasilan
pelaksanaan tugas

Ws.
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TABEL 4

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.06 aparatur negara

RAD.09.06.04 pembinaan
reformasi birokrasi

RAD.09.06.04.08 Melakukan
inventarisasi, dokumentasi dan
penelaahan terhadap peraturan
perundang-undangan yang
berhubungan dengan
pengawasan untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.06 aparatur negara

RAD.09.06.04 pembinaan
reformasi birokrasi

RAD.09.06.04.09 Mengumpulkan
data umum terhadap obyek yang
diperiksa berdasarkan ketentuan
dan prosedur yang berlaku untuk
mengetahui secara umum
mekanisme dan kebijakan pada
instansi yang diperiksa

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.06 aparatur negara

RAD.09.06.04 pembinaan
reformasi birokrasi

RAD.09.06.04.10 Mengoordinir
penyusunan hasii pemeriksaan
sesuai obyek yang diperiksa agar
dapat diketahui permasatahan
yang ada dan segera melakukan
tindak lanjut

RAD.0S Pemerintahan
Umum

RAD.092.06 aparatur hegara

RAD.09.06.04 pembinaan
reformasi birokrasi

RAD.09.06.04.11
Mengoordinasikan pelaksanaan
pemeriksaan, pengusutan,
pengujian dan penilaian sesuai
ketentuan dan prosedur yang
berlaku agar pemeriksaan
berjalan sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan

(e

82




TABEL

4

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.06 aparatur negara

RAD.09.06.04 pembinaan
reformasi birokrasi

RAD.09.06.04.12 Mengevaluasi
pelaksanaan tugassesuai hasil
yang dilaksanakan untuk
mengetahui permasalahan dan
mencari solusinya

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.06 aparatur negara

RAD.08.06.04 pembinaan
reformasi birokrasi

RAD.09.06.04.13 Menyampaikan
saran/ masukan secara lisan dan
tertulis kepada atasan melalui
nota dinas daniatau telaahan staf
sesuai tugas, fungsi dan
wewenangnya sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan
keputusan atasan

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.06 aparatur negara

RAD.09.06.05 akuntabilitas kinerja

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.06 aparatur negara

RAD.09.06.05 akuntabilitas kinerja

RAD.09.06.05.01 pembinaan
akuntabilitas kinerja instansi

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.06 aparatur negara

RAD.09.06.05 akuntabilitas kinerja

RAD.09.06.05.02 Penyusunan
RKT

RALLIE Femerintahan RAD.09.06 aparatur negara RAD.09.06.05 akuntabilitas kinerja RAD09 '06'(.)5'0.3 Prnyasunen
Umum Perjanjian Kinerja

RAD.09 Pemerintahan | oAD.09.06 aparatur negara  |RAD.09.06.05 akuntabilitas kinerja | < 2-09-06.05.04 Pengukuran
Umum Kinerja

Pkl Fomeimana RAD.09.06 aparatur negara RAD.09.06.05 akuntabilitas kinerja RADO 9.06.06.05 Pelaporan
Umum Kinerja

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.06 aparatur negara

RAD.09.06.05 akuntabilitas kinerja

RAD.09.06.05.06 Evaluasi Kinerja

Vo

RAD.09 Pemerintahan RAD.09.06 aparatur negara RAD.09.06.06 manajemen
Umum pselayanan publik
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YMABEL 4
ST

v

-« {RAD.09 Pemerintahan
"SI Umum

RAD.09.06 aparatur negara

RAD.09.06.06 manajemen

RAD.09.06.06.01 pembinaan

pelayanan publik pelayanan publik instansi
RAD.09 Pemerintahan RAD.08.06.06 manajemen RAD.09.06.06.02 Penyusunan
Umum i i pelayanan publik dan Penerapan SPP
RAD.0S Pemerintahan RAD.09.06 aparatur neqara RAD.09.06.06 manajemen RAD.08.06.06.03 Pengelolaan
Urmum B0 8p 9 pelayanan publik SP4N LAPOR
RAD.09 Pemerintahan RAD.08.06.06 manajemen RAD.09.06.06.04 Survey

Umum

RAD.09.06 aparatur negara

pelayanan publik

Kepuasan Masyarakat (SKM)

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.06 aparatur negara

RAD.09.06.06 manajemen
pelayanan publik

RAD.09.06.06.01
PENGELOLAAN STRATEGI
PENGADAAN BARANG DAN
JASA

* IRAD.08 Pemeerintahan

RAD.09.06 aparatur negara

RAD.02.06.06 manajemen

RAD.09.06.06.01
PELAKSANAAN PENGADAAN

i ;
5; Umum pelayanan publik BARANG DAN JASA
i : RAD.09.06.06.01 PEMANTAUAN
m‘z 09 Pemeriniahan | RAD.09.06 aparatur negara R’?D 'ggia'?&’i?f"ajeme" DAN EVALUASI PENGADAAN
pelayanan p BARANG DAN JASA
RAD . RAD.09.06.07 manajemen sistem
A9 Rethonntahan RAD.09.06 aparatur negara pemerintahan berbasis elektronik

Umum

(SPBE)

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.06 aparatur negara

RAD.09.06.07 manajemen sistem
pemerintahan berbasis elektronik

RAD.09.06.07.01 pembinaan
SPBE instansi

RAD .09 Pamerintahan
Umum

RAD.09.06 aparatur negara

RAD.09.06.07 manajemen sistem
pemerintahan berbasis elektronik

RAD.09.06.07.01 Peningkatan
Kapasitas Manajemen SPBE

M
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TABEL 4

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.06 aparatur negara

RAD.09.06.07 manajemen sistem
pemerintahan berbasis elektronik

RAD.09.06.07.02 Monitoring dan
evaluasi pelaksanaan SPBE

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.06 aparatur negara

RAD.09.06.07 manajemen sistem
pemerintahan berbasis elektronik

RAD.09.06.07.02 Penyusunan
Peta Proses Bisnis

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.08.06 aparatur negara

RAD.09.06.07 manajemen sistem
pemerintahan berbasis elektronik

RAD.09.06.07.03 Penyusunan
SCOP-AP

RAD.09 FPemerintahan

RAD.08.06 aparatur negara

RAD.08.06.07 manajemen sistem

RAD.09.06.07.04 Evaluasi SOP-

RAD.09 Pemerintahan

RAD.09.06 aparatur negara

RAD.09.06.07 manajemen sistem

Umum pemerintahan berbasis elektronik |AP Perangkat Daerah
RALD.09.06.07.01

RAD.08 Pemeriniahan RAD.09.06 aparatur neqara RAD.098.06.07 manajemen sistem [|PENGELOLAAN SISTEM

Umum . P g pemerintahan berbasis elektronik [PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK

. . . RAD.09.06.07.02
mzﬁg Pemerintahan o AD.09.06 aparatur negara R;ﬁ%i;{gﬁf:bmefgaafjsme‘igk?ffi’; PENGEMBANGAN SISTEM
P INFORMASI

RAD.09.06.07.03

PENGELOLAAN INFORMASI

Umum pemerintahan berbasis elektronik |PENGADAAN BARANG DAN
JASA

5’:]329 CRmEEiEhan RAD.09.06 aparatur negara RAD.02.06.08 kearsipan nasional

FRALLEE, P ammer iEEn RAD.09.06 aparatur negara RAD.09.06.08 kearsipan nasional RAD'QQ'OG'.O&M p:embmaan

Umum kearsiapan instansi

RALLOS Pameriatanan RAD.09.06 aparatur negara RAD.09.06.08 kearsipan nasional RAP'09'06'98'01 Pengelolaan

Umum Arsip Dinamis

RAD.09 Famerntahan RAD.09.06 aparatur negara RAD.09.06.08 kearsipan nasional RAP.09.0§.08.02 Pengelolaan

Umum Arsip Statis

RAD.OD Periediriaian RAD.09.06 aparatur negara RAD.09.06.08 kearsipan nasional RAD.OQ.OB.OS.OS_Layanan el

Umum Pemanfaatan Arsip
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TABEL 4

s

RAD.O8 Parernniakar RAD.09.06 aparatur negara RAD.09.06.08 kearsipan nasional RAD'(.JQ'OG'OB‘M Fembipaa
Umum Kearsipan

5 Pamenniatag RAD.09.06 aparatur negara RAD.09.06.08 kearsipan nasional D.09.06.'08.05 PHmETSen
Umum SDM Kearsipan

RAD.09 Pemerintahan

RAD.09.06.08.05 Pengawasan

RAD.09.06 aparatur negara RAD.09.06.08 kearsipan nasional g
Umum Kearsipan
RAD.09 Pemerintahan RAD.09.08 aparatur negara RAD.09.06.09 pengawasan
Umum aparatur negara
RAD.09 Pemerintahan RAD.09.06 aparatur negara RAD.09.06.09 pengawasan RAD.09.06.08.01 Pembma.lan
Umum aparatur negara pengawasan ASN instansi
RAL.02 Pemenintahan RAD.09.06 aparatur negara RAD-O20CusulanreferensitiPRD
Umum
RAD.09 Pemerintahan RAD.09.06 aparatur negara RAD—pengelolaan-duktingan-organisast
Umum
RAD.09 Pemerintahan RAD.09.07 kesekretariatan negara
Umum
RAD.09 Pemerintahan RAD.09.07 kesekretariatan RAD.09.07.01 kerumahtanggaan kepresidenan
Umum negara
RAD.09 Pemerintahan RAD.09.07 kesekretariatan RAD.09.07.02 koordinasi dengan lembaga negara
Umum negara
RAD.09 Pemerintahan RAD.09.07 kesekretariatan RAD.09.07.03 ketahanan nasional
Umum negara
RAD.09 Pemerintahan RAD.09.07 kesekretariatan RAD.09.07.04 manajemen pirmpinan tinggi
Umum negara
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RAD.09 Pamerintahan

RAD.09.07 kesekretariatan

RAD.09.07.05 pengawasan pemerintahan

Umum negara

RAD.0S Pemerintahan RAD.09.07 kesekretariatan RAD.09.07.06 pengkajian strategis

Umum negara

RAD.09 Pemerintahan RAD.09.07 kesekretariatan RAD.09.07.07 pengembangan nilai-nilal kebangsaan
Umum negara

RAD.09 Pemerintahan
Umum

RAD.09.07 kesekretariatan
negara

RAD,09.07.XX usulan referensi IPPD

A
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Instansi Pengampu

Deskripsi

5

6

Deskripsi untuk level1

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertahanan negara, termasuk
di dalamnya pengelolaan instalasi strategis dan potensi pertahanan, strategi
pertahanan, intelejen, penanggulangan ancaman, ketahanan nasional, kerjasama
internasional pertahanan, pertahanan negara, dan periahanan siber.

Kemenhan

Penyelenggaraan pertahanan negara secara umum, termasuk di dalamnya
keikutsertaan dalam misi perdamaian dunia dan kemanusiaan, kekuatan
pertahanan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pertahanan, dan
penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pertahanan,

Kemenhan

Pelaksanaan pengelolaan sarana pertahanan dan instalasi strategis pertahanan.
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yr

Kemenhan

Perumusan, penetapan, pelaksanaan dan pengelolaan kebijakan di bidang potensi
pertahanan.

Kemenhan

Perumusan, penetapan, pelaksanaan dan pengelolaan kebijakan di bidang sirategi
pertahanan.

BIN

Penyelenggaraan koordinasi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen
di dalam negeri dan di luar negeri.

BNPT

Penyelenggaraan penangkalan dan penindakan terhadap setiap bentuk ancaman
militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap terhadap
kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

BSSN

Penyelenggaraan pertahanan siber yang meliputi identifikasi, deteksi, protekst,
penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi
ecommerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber,
pusat kontak siber, senfra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan
kerentanan, insiden dan/atau serangan siber, pengkoordinasian kegiatan teknis dari
pusat sampai ke daerah, serta pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan
internasional.

semua
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TABEL 4

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hubungan luar negeri,
termasuk di dalamnya misi internasional, kerja sama internasional, dan politik luar
negeri.

Kemeniu

Perumusan, penetapan, dan pengelolaan kebijakan di bidang penyelenggaraan
hubungan [uar negeri.

Kemeniu

Perumusan, penetapan, dan pengelolaan kebijakan di bidang politik luar negeri.
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Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan industri,
termasuk di dalamnya ketabanan industri, pengeiolaan struktur industri, pengelolaan
standar nasional, penggunaan produk dalam negeri, peneraan, pelayanan
pendapatan negara bukan pajak, pengelolaan ekonomi kreatif dan produk digital,
dan pengelolaan iklim usaha.

Kemenperin

Kemenperin

Kemenperin

Kemenperin

Kemenperin

Kamehperin Perumusan, _penetapan dan pengelolaan kebijakan di bidang penggunaan produk
dalam negeri.

Kemenperin Perumusan, penetapan dan pengelolaan di bidang ketahanan industri dan kerja
sama.

Kemenperin Perumusan, penetapan dan pengelolaan kebijakan di bidang pendalaman dan

penguatan struktur industri.
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TABEL 4

Pengelolaan kebijakan nasional serta pemantauan dan evaluasi di bidang
pengembangan dan penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan

hamenperin akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan
ukuran.

Kemenperin Perumusan, _penetapan dan pengelolaan kebijakan di bidang penggunaan produk
dalam negeri.
Perumusan, penetapan dan pengelolaan kebijakan teknis di bidang pengembangan

eimenparakrat oroduk kreatif bidang ekonomi kreat,

. Perumusan, penetapan dan pengelolaan kebijakan di bidang peningkatan daya

Kemenperin ; o
saing dan pengembangan iklim usaha.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perdagangan termasuk di
dalamnya perdagangan dalam negeri, ekspor impor, pembserdayaan konsumen,
standardisasi dan pengendalian mutu, serta perdagangan berjangka.

Semua

Kemendag

Kemendag

Kemendag
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-

Kemendag

Kemendag

Kemendag

Kemendag
Penyelenggaraan urusan pemerintahan datam bidang pertanian termasuk di
dalamnya peningkatan produksi pertanian, penyediaan sarana dan prasarana
pertanian, ketahanan pangan, serta karantina dan keamanan hayati.

Semua

Kementan
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Penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung,

Kementan kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya
saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian.

Kementan

Kemenian Peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya.

Penyelenggaraan urusan pemetintahan dalam bidang perkebunan termasuk di
dalamnya pengelolaan tanaman perkebunan, kebetlanjutan usaha perkebunan,
benih dan bibit tanaman, pengendalian hama penyakit dan perlindungan
perkebunan, dukungan perkebunan terhadap ketahanan pangan, dan

pengembangan bio energi.
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s

Semua

Kementan

Kementan

Kementan

Kementan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang peternakan termasuk di
dalamnya benih dan bibit ternak, kesehatan masyarakat veleriner, pascapanen
peternakan, produksi pakan dan ternak, perikanan budidaya, dan dukungan
terhadap ketahanan pangan.
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AW

Semua

Pasal 22 butir d




TABEL 4

Kementan

Kementan

Kementan

Kementan
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Kementan
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perikanan termasuk di
dalamnya karantina perikanan, pengelolaan hasi perikanan, pemberdayaan
masyarakat perikanan, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut,
dan dukungan terhadap ketahanan pangan.

Semua Pasal 19
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Kemenlaut

Kemenlaut

Kemenlaut




TABEL 4

Kemenlaut
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan badan usaha
milik negara termasuk di dalamnya keberlanjutan badan usaha milik negara,
pengembangan bisnis strategis, serta penguatan daya saing dan kesinergian badan
usaha milik negara.

Semua Pasal 38

KemenBUMN

KemenBUMN

100




TABEL 4

KemenBUMN

KemenBUMN
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pembinaan penanaman modal antara
lain manajemen penanaman modal, litigasi penanaman modal, dan manajemen
perizinan serta akreditasi penanaman modal, termasuk di dalamnya badan usaha,
penanaman modal, perekrutan pekerja migran, dan lembaga sertifikasi.

Kemeninves
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Wo

Kemeninves

Kemeninves
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pembinaan koperasi termasuk di
dalamnya kelembagaan koperasi, pengelolaan produksi dan pemasaran koperasi,
pemberdayaan dan pembiayaan koperasi, serta pengawasan koperasi.

Semua Pasal 35
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Kemenkop

Kemenkop

Kemenkop

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan usaha kecil dan
menengah termasuk di dalamnya kelembagaan, dukungan dan regulasi
pengembangan usaha, pengelolaan produksi dan pemasaran, serta pemberdayaan
dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Semua

Pasal 35

Vb
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1/

Kemenkop

Kemenkop

Kemenkop
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan termasuk di
dalamnya pengelolaan faktor pendukung kepariwisataan dan penyusunan rencana
induk kepariwisataan nasional.

Semua Pasal 3 dan 29
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TABEL 4

Kemenpar

ita

iriwisata

Kreatif

ran.
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TABEL 4

Kemenpar

Kemenpar
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pekerjaan umum termasuk di
dalamnya pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum, pembinaan jasa kontruksi,
pengelolaan air limbah domestik, dan pengelolaan sumber daya air.

Semua Pasal 5

KemenPUPR
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TABEL 4

KemenPUPR

KemenPUPR
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W

KemenPUPR
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Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transmigrasi termasuk di
dalamnya pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan kawasan transmigrasi.

Semua Pasal 12

Kemendes

Kemendes

Kemendes
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transportasi termasuk di
dalamnya pengelolaan keamanan dan keselamatan transportasi, dan pengelolaan
sarana dan prasarana transportasi.

Semua Pasal 3
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Kemenhub
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Kemenhub
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Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perumahan termasuk di
dalamnya pengelolaan infrastrukiur dan lingkungan perumahan, pengembangan
kawasan permukiman, pengembangan sarana dan prasarana strategis, dan
penyelenggaraan perumahan.

Semua

Pasal 27
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o

KemenPUPR

KemenPUPR

KemenPUPR

KemenPUPR

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembangunan kawasan atau
daerah tertinggal, termasuk di dalamnya pembangunan desa dan kawasan
pedesaan, pemberdayaan masyarakat desa, dan pengembangan daerah fertentu.
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TABEL 4

% 116
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TABEL 4

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanahan termasuk di
dalamnya kebijakan hukum pertanahan, kebijakan pengadaan tanah, tata ruang
tanah, litigasi pertanahan dan pengelolaan infrastruktur pertanahan.

/UQ@ 118




TABEL 4

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kependudukan termasuk di
dalamnya pengendalian penduduk, pencatatan sipil, keluarga berencana,
pendampingan hukum dalam rangka pengendalian penduduk dan keluarga
berencana serta pemberdayaan partisipasi masyarakat.
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TABEL 4

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan termasuk di
dalamnya kefarmasian dan alat kesehatan, kesehatan masyarakat, pelayanan
kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, Program Pencegahan,
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), serta
pengawasan obat dan makanan.
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Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sosial termasuk di dalamnya
manajemen pencarian dan pertolongan, manajemen sosial, pembangunan manusia,
penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial, dan penanggulangan bencana.
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TABEL 4

s

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan
termasuk di dalamnya kesetaraan gender, periindungan anak, perlindungan hak
perempuan, serta pertumbuhan dan perkembangan anak.
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TABEL 4

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hukum termasuk di dalamnya
peraturan dan perundang-undangan, pengelolaan pemasyarakatan,
penyelenggaraan peradilan, dan penyelenggaraan keimigrasian.
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Wy

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keamanan termasuk di
dalamnya ketentraman, ketertiban umum, penanggulangan transnasional dan
terorisme, penegakan hukum, intelejen keamanan, dan pengelolaan lalu lintas.
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A




TABEL 4

% 127



TABEL 4
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TABEL 4

.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hak asasi manusia termasuk
di dalamnya hak atas kekayaan intelektual.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan termasuk di
dalamnya manajemen tenaga pendidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan vokasi, dan

pembinaan kepustakaan.
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Qs 130
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TABEL 4

(e

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ketenagakerjaan termasuk di
dalamnya manajemen ketenagakerjaan, pengelolaan pekerja migran, keselamatan
dan kesehatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja.

Semua IPPD

Kemenaker
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Kemenaker

Perpres 18-2015, Pasal 13

Semua IPPD

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang iimu pengetahuan termasuk di
dalamnya penelitian ilmu dasar, penelitian inter dan multi disiplin, pengkajian dan
penerapan ilmu pengetahuan sektor tertentu, pengkordinasian sistem nasional ilmu
pengetahuan,
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Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan dan
pengembangan pemuda.
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TABEL 4
|
|
|
|

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keolahragaan termasuk di
dalamnya pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertambangan termasuk di

dalamnya geologi, pengelolaan sumber daya mineral seperti batubara, minyak, dan
gas bumi.
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Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang energi termasuk di dalamnya
energi baru dan terbarukan, ketenagalistrikan, serta kanservasi energi.
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TABEL 4

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kehutanan termasuk di
dalamnya pengelolaan hutan dan hasilnya, peningkatan daya dukung daerah aliran
sungai (DAS) dan hutan lindung serta perlindungan kawasan hutan.
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Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kelautan termasuk di
dalamnya kemaritiman, tata ruang laut, pemberdayaan masyarakat kelautan, dan
sumber daya kelautan.

U@ 138
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TABEL 4

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup termasuk di
dalamnya sumber daya alam dan ekosistem, pelestarian lingkungan hidup,
manajemen iklim dan cuaca dan pengelolaan sarana dan prasarana iklim dan
cuaca.
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Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang agama termasuk di dalamnya
bimbingan masyarakat keagamaan, pendidikan agama dan pelatihan keagamaan,
penyelenggaraan haji dan umroh, serta sertifikasi produk halal.

Kemenag

Kemenag

Kemenag

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kebudayaan termasuk di
dalamnya kesejarahan, pelestarian cagar budaya, manajemen budaya,
pengembangan sastra Indonesia, dan pembinaan perfilman nasional.
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TABEL 4

W

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang dalam negeri termasuk di
dalamnya kebijakan politik dan pemerintahan umum, pembinaan otonomi daerah,
pemerintahan daerah, pembinaan keuangan daerah, dan pengawalan program
prioritas nasional terkait pembinaan di daerah.
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W
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TABEL 4

U@L 148



TABEL 4
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TABEL 4

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keuangan negara termasuk di
dalamnya fiskal, kepabeanan dan cukai, penganggaran, perbendaharaan,
manajemen perekonomian, pengelolaan barang milik negara, serta pengelolaan
pajak.
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TABEL 4

LKPP & KPKNL

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengadaan barang dan jasa
pemerintahan serta pengelolaan aset negara

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam penyelesaian terkait proses
pengadaan barang dan jasa pemerintahan
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TABEL 4

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi termasuk di
dalamnya pelayanan informasi, pengelolaan informasi publik, penyelenggaraan
informatika, penyiaran radio publik, dan penyiaran televisi publik.

Semua IPPD
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TABEL 4

(L
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TABEL 4

Kemenkominfo

BPS

diskominfostatik mengerjakan level 5

BPS

semnua

BIG, dll

semua
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UQ}- 158



TABEL 4

W

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang komunikasi termasuk di
dalamnya pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan sumberdaya dan perangkat
pos, serta penyelenggaraan pos.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan
nasicnal termasuk di dalamnya pengawasan penyimpangan pembangunan,
manajemen ekonomi makro, kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan,
strategi pembangunan nasional, perencanaan pembangunan nasional, pengelolaan
program kerja organisasi, penyusunan rencana induk, dan dukungan strategis
program/kebijakan.

BAPPENAS

semua
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TABEL 4
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TABEL 4

/UG" 161



TABEL 4

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan aparatur negara
termasuk di dalamnya pengelolaan dukungan organisasi, manajemen aparatur sipil
negara, kelembagaan, pembinaan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja,
manajemen pelayanan publik, manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik,
kearsipan nasional, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah.

BKN

semua
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PANRB
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TABEL 4
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TABEL 4

PANRB

semua
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TABEL 4

PANRB

semua
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TABEL 4

% 167
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TABEL 4

/[/@ 169



TABEL 4

{2

PANRB

semua

PANRSB
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TABEL 4

W

semua

PANRB

semua
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TABEL 4

ANRI

semua
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TABEL 4

Vi

BPKP

semua

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesekretariatan negara
termasuk di dalamnya kerumahtanggaan kepresidenan, koordinasi dengan lembaga
negara, ketahanan nasional, manajemen pimpinan tinggi, pengawasan
pemerintahan, pengkajian strategis, serta pengembangan nilai-nilai kebangsaan,
pemasyarakatan UUD 45 dan Pancasila, pembangunan manusia Indonesia, politik
dalam negeri, litigasi isu strategis, dan penyerapan aspirasi masyarakat,
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1
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TABEL 5

Kode Model

Uralan Data Tujuan Data Referensi Data Sifat Data
11 12 13 14
Terdiri dari data Peningkatan Produksi Tanaman Pangan .
dan Hortikultura yang menangani Peningkatan Produksi P::93]:[?;[:15:;;::{;22'% RAD.02.03 Terbatas
Serealia, Peningkatan Produksi Kacang-Kacangan dan :esgai k[;butuhan pertanian
Umbi-Umbian dan Peningkatan Produksi Hortikultura
Pengelolaan Data Pertanian
yang dapat dimanfaatkan R:;’:ii':?’ Terbatas
sesuai kebutuhan P
Pengelolaan Data Pertanian
yang dapat dimanfaatkan R:rt%r?izafs Terbatas
sesuai kebutuhan P
Terdiri dari data Peningkatan Sarana dan Prasarana Pennalolaan Dials Bortarian
Pertanian yang menangani Pengelolaan Lahan dan Air, s 9 dapat dimanfaatkan RAD.02.03 Terbatas
Pengelolaan Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Pengolahan zesgai kibutuhan pertanian
dan Pemasaran Hasil Pertanian
Pengelolaan Data Pertanian
yang dapat dimanfaatkan RAD'0.2'03 Terbatas
pertanian

sesuai kebutuhan
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TABEL 5

Pengelolaan Data Pertanian

yang dapat dimanfaatkan RAD.0_2 i Terbatas
) pertanian
sesuai kebutuhan
11 12 13 14
Terdiri dari data Pengelolaan ketahanan Pangan dan Pengelolaan Data Pertanian RAD.02.03
Penyuluhan yang menangani Ketersediaan dan Distribusi  jyang dapat dimanfaatkan ﬂa;nia}u Terbatas
Pangan, Konsumsi dan keamanan Pangan dan Penyuluhan |sesuai kebutuhan pe
Pengelolaan Data Psrtanian
yang dapat dimanfaatkan RAD'O.Z A3 Terbatas
: pertanian
sesuai kebutuhan
Pengelolaan Data Pertanian
yang dapat dimanfaatkan RAD'O.ZOS Terbatas
; pertanian
sesuai kebutuhan
Terdiri dari data Peningkatan Produksi Tanaman
Perkebunan yang menangani Peningkatan Produksi Prngeiclads Data
. : Perkebunan yang dapat RAD.02.04
Tanaman Tahunan, Peningkatan Produksi Tanaman it s s Terbatas
Semusim dan Peningkatan Produksi Tan. Rempah & PR
kebutuhan
Penyegar
Pengelolaan Data
P_erkebunan yang da.lpat RAD.02.04 Terbatas
dimanfaatkan sesuai perkebunan
kebutuhan
Pengelolaan Data
P‘erkebunan yang dgpat RAD.02.04 Terbitis
dimanfaatkan sesuai perkebunan
kebutuhan

134




TABEL 5

Terdiri dari data Pembangunan Sumber Daya Industri yang
menangani Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri

Pengelolaan Data Industri

dan Sumber Daya Alam, Pengembangan Teknologi Industri,|yang dapat dimanfaatkan 5125331201 Terbatas

Kreativitas dan Inovasi dan Sumber Daya Alam dan sesuai kebutuhan

Pengawasan dan Pengendalian,

11 12 13 14

Pengelolaan Data Industri
yang dapat dimanfaatkan BAD.O_Z.O‘] Terbatas
sesuai kebutuhan retist
Pengelolaan Data Industri
yang dapat dimanfaatkan Rg D.O?.01 Terbatas
sesuai kebutuhan tnclstl

Terdiri dari data Pengembangan Sarana Prasana dan .

: ’ Pengelolaan Data Industri

Pemberdayaan Industri yang menangani Pembangunan I RAD.02.01 S R

[KM, Pembangunan IKM dan Pengolahan Data dan gesgai kzbutuhan industri

Informasi tndustri
Pengelolaan Data Industri
yang dapat dimanfaatkan RA D.O?.O‘l Terbatas
sesuai kebutuhan R
Pengelolaan Data Industri
yang dapat dimanfaatkan ﬁg{?s?nzm Terbatas

sesuai kebutuhan
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TABELS

Terdiri dari data Pengembangan Perdagangan yang
menangani Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri,

Pengelolaan Data
Perdagangan yang dapat

RAD.02.02

Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak.
3. Serta Pakan serta Peningkatan Penyediaan Benih/Bibit
Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

kebutuhan

Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dan dimanfaatkan sesuai perdagangan Terbatig
Pengembangan perdagangan luar negeri kebutuhan
Pengelolaan Data
Perdagangan yang dapat RAD.02.02 "erbatas
dimanfaatkan sesuai perdagangan
kebutuhan
Pengelolaan Data
Perdagangan yang dapat RAD.02.02 Torbatas
dimanfaatkan sesuai perdagangan
kebutuhan
11 12 13 14
Terdiri dari data Perfindungan Konsumen dan Tertib Niaga |Pengelolaan Data
yang menangani Pemberdayaan Konsumen dan Perdagangan yang dapat RAD.02.02 Terbatas
Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Pendataan dimanfaatkan sesuai perdagangan
Pasar Tertib Ukur kebutuhan
Pengelolaan Data
P_erdagangan yang c_lapat RAD.02.02 Terbatas
dimanfaatkan sesuai perdagangan
kebutuhan
Terdiri dari data Peningkatan populasi pertumbuhan ternak
yang menangani : 1. Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit
Pengelolaan Data
Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta
: ; Peternakan yang dapat RAD.02.05
Pakan. 2. Pengendalian dan pengawasan Penyediaan ; ' Terbatas
dimanfaatkan sesuai peternakan
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TABEL 5

Pengelolaan Data

kebutuhan

P'eternakan yang dapat RAD.02.05 Tetbatas
dimanfaatkan sesuai peternakan
kebutuhan
Pengelolaan Data
P'eternakan yang dapat RAD.02.05 Toibatas
dimanfaatkan sesuai peternakan
kebutuhan
11 12 13 14

Terdiri dari data Peningkatan presentase prasarana ternak

yang memnuhi standar yang menangani Perencanaan Penaalalash Data

Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Petesinakan S — RAD.02.05

Pertanian, Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan . yang P g Terbatas
dimanfaatkan sesuai peternakan

Penataan Prasarana Pendukung, dan Pembangunan, Keshiuhig

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD

Pertanian serta Sarana Pendukungnya
Pengelolaan Data
P'eternakan yang dapat RAD.02.05 Torbatas
dimanfaatkan sesuai peternakan
kebutuhan
Pengelolaan Data
Reternakan yang dapat RAD.02.05 Tarhitas
dimanfaatkan sesuai peternakan

187



TABEL 5

Terdiri dari data Peningkatan jumlah temak yang sehat
yang menangani Pengendalian Resiko dan
Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis dan

Pengelolaan Data
Peternakan yang dapat

RAD.02.05

kebutuhan

Pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk dimanfaatkan sesuai peternakan Terheas

pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk kebutuhan

hewan
Pengelolaan Data
Peternakan yang dapat RAD.02.05 Lot
dimanfaatkan sesuai peternakan
kebutuhan

Terdiri dari data Peningkatan pertumbuhan unit usaha

pangan asal ternak yang memenuhi standar yang Pengelolaan Data

menangani Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Peternakan yang dapat RAD.02.05 Terbatas

Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk dimanfaatkan sesuai peternakan

Hewan dan Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis kebutuhan

Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan

11 12 13 14

Pengelolaan Data
P_etemakan yang dapat RAD.02.05 el
dimanfaatkan sesuai peternakan

188



TABEL 5

Terdiri dari data Pengembangan kelembagaan dan
peningkatan sumber daya manusia koperasi melalui
Rehabilitasi dan Reorientasi Koperasi Aktif dan berdaya
saing yanga menangani Pengembangan kompetensi dan

Pengelolaan Data Koperasi

kualitas koperasi perempuan berbasis kearifan lokal yang |vang dapat dimanfaatkan RAD‘OZ.OQ Terbatas
: N, ; s . . koperasi
berdaya saing, Fasilitasi ljin Usaha Simpan Pinjam melalui {sesuai kebutuhan
pendidikan dan pelatihan pemberdayaan SDM Koperasi dan
kelembagaan Koperasi Aktif berdigitalisasi melalui
pengembangan Usaha dan Peran SDM Koperasi
Pengelolaan Data Koperasi
yang dapat dimanfaatkan E AD'02:09 Terbatas
. operasi
sesuai kebutuhan
Pengelolaan Data UKM RAD.02.10 usaha
yang dapat dimanfaatkan kecil dan Terbatas
sesuai kebutuhan menengah
11 12 13 14
Terdiri dari data Pengembangan UKM dan Peningkatan
enenoah Yan rdars s yrs enemonnt ol [PoTSS0an Ot UM IRAD.02.10usae
gah yang Y g yang d yang dapat dimanfaatkan kecil dan Terbatas

Perempuan Melalui Pelatihan Kewirausahaan Dan Peran
SDM Koperasi, Pemberdayaan Usaha Kecil dan
Pengembangan Kompetensi & Kualitas PLUT-UMKM

sesuai kebutuhan

menengah
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TABELS

Pengelolaan Data UKM

RAD.02.10 usaha

dimanfaatkan sesuai
kebutuhan

ketenagakerjaan

yang dapat dimanfaatkan  {kecil dan Terbatas
sesuai kebutuhan menengah
Pengelolaan Data UKM RAD.02.10 usaha
yang dapat dimanfaatkan kecil dan Terbatas
sesuai kebutuhan menengah

Terdiri dari data Peningkatan kompetensi dan daya saing

tenaga kerja melalui pengembangan ketrampilan, pelatihan

kerja, produktivitas dan penempatan perluasan kesempatan

o g pergambangns v (93 K1 |oongecaan Dat

ze 'g rc>du}?tiwita;J da% ene . tan rlugsan,kiesem atan Ketenagakerjaan yang dapat|RAD.06.02 Terbatas

na, p : penepatan, pe e dimanfaatkan sesuai ketenagakerjaan
kerja serta peningkatan jaminan perlindungan tenaga kerja,
g : g : kebutuhan

Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan

industrial yang harmonis, dan Peningkatan intensitas dan

kualitas pengawasan ketenagakefjaan keselamatan kerja

dan kesehatan kerja serta penegakan hukum

11 12 13 14

Pengelolaan Data
Ketenagakerjaan yang dapat|RAD.06.02 Terbitas
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TABELS

Pengelolaan Data

Ketenagakerjaan yang dapat

RAD.06.02

Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya dan
pengelolaan ruang laut dan perikanan budidaya .

sesuai kebutuhan

dimanfaatkan sesuai ketenagakerjaan Tetbatas
kebutuhan
Terdiri dari data Pengembangan program Transmigrasi
yang menunjang pem.b_erdayaan rr!asyarakat demi Pengelolaan Data
mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat yang A .
. . : ) v Transmigrasi yang dapat RAD.03.02
menangani Penyiapan Permukiman Transmigrasi, ; \ ¢ ; Terbatas
. : dimanfaatkan sesuai transmigrasi
Penempatan Pemindahan dan Sarpras dan Pembinaan fsfitulian
Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat Transmigrasi dan
sekitarnya
Pengelolaan Data
T.ransmlgrasr yang d_apat RAD.O'S.OZ ' Tt
dimanfaatkan sesuai transmigrasi
kebutuhan
Pengelolaan Data
Tlransmlgran yang d.apat RAD.O{B.OZ . Terbatas
dimanfaatkan sesuai transmigrasi
kebutuhan
Terdiri dari data Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan
Budidaya yang menangani mengendalikan dan Pengelolaan Data Kelautan
mengevaluasi kegiatan pengelolaan ruang laut dan ang dapat dimanfaatkan RAD.07.04 Horbatis
perikanan budidaya , Merencanakan operasional yang dap kelautan
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TABEL S5

11 12 13 14
Pengelolaan Data Kelautan
yang dapat dimanfaatkan Et;tl\:lfa?r;m Terbatas
sesuai kebutuhan
Pengelolaan Data Kelautan
yang dapat dimanfaatkan Eggﬁ;m Terbatas
sesuai kebutuhan
Terdiri dari data Pengelolaan Perikanan Tangkap yang
menangani kegiatan perikanan tangkap melalui .
pengelolaan penangkapan ikan dan kenelayanan, Pengelolzan .Data FEaman RAD.02.06
2 ; yang dapat dimanfaatkan . Terbatas
pengendalian dan penangkapan ikan serta sarana dan . perikanan
: sesuai kebutuhan
prasarana perikanan tangkap dan Merencanakan
operasional Perikanan Tangkap
Pengelolaan Data Perikanan
yang dapat dimanfaatkan RAP‘OZOG Terbatas
sesuai kebutuhan pankanan
Pengelolaan Data Perikanan
yang dapat dimanfaatkan RAP'OZOG Terbatas
sesuai kebutuhan parikeran
11 12 13 14




TABEL 5

Terdiri dari data Pengawasan sumber daya kelautan dan
Perikanan yang menangani pengendalian dan

Pengelolaan Data Perikanan

sesuai kebutuhan

mengevaluasi kegiatan pengawasan sumber daya kelautan ang dapat dimanfastian RAD.02.06 Tearhatas
dan perikanan, Merencanakan Operasional Pengawasan Zes?lai k’; butuhan perikanan
sumber daya kelautan dan Perikanan dan penegakan
hukum perikanan dan kelautan
Pengelolaan Data Perikanan
yang dapat dimanfaatkan Rgﬁ)(ffégB Terbatas
sesuai kebutuhan P
Pengelolaan Data Perikanan
yang dapat dimanfaatkan Eg'l!:lifr?a.ge Terbatas
sesuai kebutuhan
Terdiri dari data Pengolahan dan pemasaran produk
kelautan dan perikanan yang menangani mengendalikan
dan mengevaiuasi kegiatan pengembangan usaha dan
pengolahan hasil penk.anan dan pengembangan usaha, Pengelolaan Data Perikanan
pengolahan dan pembinaan mutu produk kelautan dan ’ RAD.02.06
. 24 : yang dapat dimanfaatkan : Terbatas
perikanan dan pemasaran dan promosi investasi sesunl Jabutehan perikanan
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar
terwujudnya pengolahan dan pemasaran produk kelautan
dan perikanan untuk perluasan pangsa pasar secara
maksimal
Pengelolaan Data Perikanan
. RAD.02.06
t
yang dapat dimanfaatkan swrkansr Terbatas

153



TABEL 5

Pengelolaan Data Perikanan

Analisa Pasar Pariwisata

kebutuhan

yang dapat dimanfaatkan R:_?(ffa;gs Terbatas
sesuai kebutuhan P
11 12 13 14
Terdiri dari data Pengelolaan Konservasi Perairan,
Pen'gelolaan Pesisir dan Pulau P_ulau Pfecll yahg menangani Pengelolaan Data Kelautan
kegiatan pengelolaan Konservasi Perairan, Pengelolaan . RAD.07.04
p . yang dapat dimanfaatkan Terbatas
Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, pemanfaatan kawasan : kelautan
; ) i sesuai kebutuhan
konservasi perairan dan pengelolaan pesisir dan pulau-
pulau kecil
Pengelolaan Data Kelautan
yang dapat dimanfaatkan E;‘Elﬁat;m Terbatas
sesuai kebutuhan
Pengelolaan Data Kelautan
yang dapat dimanfaatkan EQ::;&ZM Terbatas
sesuai kebutuhan
o o i g ’ Pengelolaan Data
iomas PararasFawias, Poaro o [oivesayg oot (Rapoz 11 |
g dimanfaatkan sesuai pariwisata

“—=
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TABEL S

Pengelolaan Data
Pariwisata yang dapat

RAD.02.11

Usaha Ekonomi Kreatif dan Jaringan Pemasaran.

kebutuhan

2 f
dimanfaatkan sesuai pariwisata Tebag
kebutuhan
Pengelolaan Data
Pariwisata yang dapat RAD.02.11 Taibatas
dimanfaatkan sesuai pariwisata
kebutuhan

11 12 13 14
Terdiri dari data Pengelolaan Destinasi Pariwisata yang Pengelolaan Data
menagani Sarana Prasarana, Pengembangan Atraksi Pariwisata yang dapat RAD.02.11 Terhatas
Wisata Alam dan Pengembangan Wisata Budaya dan dimanfaatkan sesuai pariwisata
Buatan kebutuhan
Pengelolaan Data
P_anwmata yang dap:':ut RAFJ.Q2.11 Taibitis
dimanfaatkan sesuai pariwisata
kebutuhan
Pengelolaan Data
P.anWIsata yang dapfs\t RAP.92.1 1 Terbatae
dimanfaatkan sesuai pariwisata
kebutuhan
Terdiri dari data Pengslolaan Industri Pariwisata dan gen_ggloltaan Datg i RAD.02.11
Ekonomi Kreatif yang menangani Industr Pariwisata, SHWIBERa ydng Cap a o Terbatas
dimanfaatkan sesuai pariwisata

e
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TABELS

Pengelolaan Data

P-anmsata vang dap-at RAP.Q2.11 Terbatas
dimanfaatkan sesuai pariwisata
kebutuhan
Pengelolaan Data
P_anmsata yang dapfat RADO?_ 11 Terbatas
dimanfaatkan sesuai pariwisata
kebutuhan

Terdiri dari data Pengelolaan Kelembagaan Pariwisata dan Pengelolaan Data

Ekonomi Kreatif yang menangani Pemberdayaan Pariwisata yang dapat RAD.02.11 Tetiatis

Masyarakat Pariwisata, Sumber Daya Manusia Ekonomi dimanfaatkan sesuai pariwisata

Kreatif dan Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata kebutuhan

11 12 13 14

Pengelolaan Data
P_anmsata vang dap.at RAP.92.11 Torbutas
dimanfaatkan sesuai pariwisata
kebutuhan
Pengelolaan Data
P_anw:sata yang dap_at RAP.92.11 Terbatss
dimanfaatkan sesuai pariwisata
kebutuhan

Terdiri dari data Pengelolaan Bina Marga yang menangani Pengelolaan Data Pekerjaan

pererencanaan dan pelaksanaan Perencanaan umum dan

. . i : Umum yang dapat RAD.03.01
teknis kegiatan bina marga , kegiatan pembangunan dan dirtantaatican essusi TSl — Terbatas
laboratorium teknik dan Pemeliharaan, Peralatan dan kebutuﬁan pekel]

Perbengkelan

=
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TABEL S

Pengelolaan Data Peketjaan
Umum yang dapat

RAD.03.01

. ; . Terbatas
dimanfaatkan sesuai pekerjaan umum
kebutuhan
Pengelolaan Data Pekerjaan
Qmum yang dapat . RAD.93.01 Torbatas
dimanfaatkan sesuai pekerjaan umum
kebutuhan
Terdiri dari data Pembangunan Sumber Daya air dan Irigasi
yang menhangani pelaksanaan Perencanaan dan Pengelolaan Data Pekerjaan
pengendalian pembangunan sumber daya air dan irigasi, {Umum yang dapat RAD.03.01
b . ; . Terbatas
Merencanakan dan melaksanakan Pembangunan irigasi dimanfaatkan sesuai pekerjaan umum
dan Merencanakan dan melaksanakan pembangunan kebutuhan
sumber daya air
11 12 13 14
Pengelolaan Data Pekerjaan
U_mum yang dapat . RAD.(?3.01 Tiarlsgifins
dimanfaatkan sesuai pekerjaan umum
kebutuhan
Pengelolaan Data Pekerjaan
U-mum yang dapat . RAD.Q&O‘[ Terbatas
dimanfaatkan sesuai pekerjiaan umum
kebutuhan
Terdiri dari data Pengoperasian Sumber daya air dan irigasi |Pengelolaan Data Pekerjaan
yang menangani Perencanaan, pengendalian dan komisi Umum yang dapat RAD.03.01
e vl ¢ . . Terbatas
Irigasi, Operasi irigasi dan pemberdayaan perkumpulan dimanfaatkan sesuai pekerjaan umum
petani pemakai air dan Operasi prasarana sumber daya air |[kebutuhan
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TABELS

Pengelolaan Data Pekerjaan
Umum yang dapat

RAD.03.01

. . . Terbatas
dimanfaatkan sesuai pekerjaan umum
kebutuhan
Pengelolaan Data Pekerjaan
Umum yang dapat RAD.03.01 Terbatas
dimanfaatkan sesuai pekerjaan umum
kebutuhan
Terdiri dari data Penataan ruang dan pengembangan Pengololaan Data Pakertaan
infrastruktur wilayah yang menangani Perencanaan tata Umt?m sl s | } RAD.03.01
ruang dan pemanfaatan ruang, Pengaturan dan pembinaan dimanfgatkgan szsuai eke- ‘as;n S Terbatas
penataan ruang dan Pengendalian dan pengawasan fabuilithar peket]
penataan ruang
11 12 13 14
Pengelolaan Data Pekerjaan
Umum yang dapat RAD.03.01 Tatliins
dimanfaatkan sesuai pekerjaan umum
kebutuhan
Pengelolaan Data Pekerjaan
Umum yang dapat RAD.03.01 Terbatas
dimanfaatkan sesuai pekerjaan umum
kebutuhan
Terdiri dari data Pengelolaan Cipta Karya yang menangani Pengelolaan Data Pekerjaan
perencanaan dan melaksanakan Perencanaan dan - RAD.03.01
pengendalian kegiatan cipta karya, Penataan Bangunan JETG Lo o Terbatas

gedung dan lingkungan dan Penyediaan sarana dan
prasarana keciptakaryaan

dimanfaatkan sesuai
kebutuhan

pekerjaan umum
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TABEL 5

Pengelolaan Data Pekerjaan
L{mum yang dapat . RAD.Q3.0‘I Tathutos
dimanfaatkan sesuai pekerjaan umum
kebutuhan
Pengelolaan Data Pekerjaan
U_mum yang dapat . RAD.QS.O‘I Torbatas
dimanfaatkan sesuai pekerjaan umum
kebutuhan
11 12 13 14
Terdiri dari data Pembangunan dan péngelolaan
Perumahan dan Permukiman yang menangani Pengelolaan Data
Merencanakan dan melaksanakan kegiatan perencanaan (Perumahan yang dapat RAD.03.04 Penllaras
dan pengendalian perumahan dan permukiman, dimanfaatkan sesuai perumahan
Penyediaan perumahan dan Pengembangan kawasan kebutuhan
permukiman dan pertanahan
Pengelolaan Data
Eerumahan yang da_pat RAD.03.04 Totbatas
dimanfaatkan sesuai perumahan
kebutuhan
Pengelolaan Data
P_erumahan yang dapat RAD.03.04 Tetiias
dimanfaatkan sesuai perumahan
kebutuhan
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TABEL S5

Terdiri dari data Penyelenggaran lalu lintas jalan yang
menangani Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ

Pengelolaan Data

B. Penyediaan Layanan Angkutan Umum Orang dan/atau
Barang Lintas Kab./Kota Dalam Wilayah Provinsi NTT, dan
Audit dan Inspeksi Keselamatan Angkutan Jalan

kebutuhan

Provinsi, Penyediaan Perlengkapan .Jalan di jalan provinsi | Transportasi yang dapat RAD.03.03 Teititag
dan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan, dimanfaatkan sesuai transportasi
Persetujuan Andalalin Serta Audit Dan Inspeksi kebutuhan
Keselamatan Lalu Lintas Jalan
Pengelolaan Data
Transportasi yang dapat RAD.03.03 Terbatas
dimanfaatkan sesuai transportasi
kebutuhan
Pengelolaan Data
Transportasi yang dapat RAD.03.03 Tarkatss
dimanfaatkan sesuai transportasi
kebutuhan
11 12 13 14
Terdiri dari data Penyelenggaraan angkutan jalan yang
menangani Penetapan : kawasan perkotaan, jaringan
trayek, wilayah operasi, kuota dantarif kelas ekonomi Pengslolaan Data
angkutan umum lintas kab./kota dalam provinsi, Transportasi yang dapat RAD.03.03 Terbutis
Pembangunan dan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe [dimanfaatkan sesuai transportasi
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TABEL 5

Pengelolaan Data

kebutuhan

Tlransportam yang df;\pat RAD.03.03I Teibalas
dimanfaatkan sesuai transportasi
kebutuhan
Pengelolaan Data
TlransportaSI yang d.::lpat RAD.OS.OS. Terbatas
dimanfaatkan sesuai transportasi
kebutuhan
Pengelolaan Data
T'ransportas: yang dgpat RAD.OB.OS. T
dimanfaatkan sesuai transportasi
kebutuhan
Terdiri dari data Pengelolaan perkeretaapian jalan yang
menangani Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian,
: e _{Pengelolaan Data
Jaringan Jalur Ka Umum Dan Khusus; Jaringan Pelayanan; - (R S— RAD.03.03
Dan Kelas Stasiun Ka Umum Pada Lintasan Dalam RICE FNABAR % Terbatas
- . : e il dimanfaatkan sesuai transportast
Provinsi, Penerbitan Izin Usaha; Izin Pembangunan; lzin kebutuhan
Operasional Sarana Dan Prasarana Ka Umum Dan Khusus
Pada Lintasan Dalam Provinsi.
11 12 13 14
Pengelolaan Data
T_ransportam yang d_apat RAD.03.03_ Terbatas
dimanfaatkan sesuai transportasi

N
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TABEL S

Terdiri dari data Pengelolaan angkutan pelayaran yang
menangani Penerbitan : 1zin Usaha Angkutan Laut,
Pelayaran Rakyat, Trayek Angkutan Sungai dan Danau,
Terkait Bongkar Muat Barang, Pengurusan Transportasi,
Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan dan
jasa Angkutan Laut, Tally Mandiri, Depo Peti Kemas dan
Persetujuan Pengoperasian Kapal, dan Penetapan : Lintas
Penyeberangan untuk Kapal dalam jaringan jalan provinsi
atau jaringan jalur kereta api provinsi, Lintas
Penyeberangan untuk Kapal yang melayani Penyeberangan
Antar Pelabuhan dalam Provinsi dan Tarif Angkutan
Penyeberangan Kelas Ekonomi dan kendaraan beserta
muatannya pada lintas penyeberangan dalam provinsi.

Pengelolaan Data
Transportasi yang dapat
dimanfaatkan sesuai
kebutuhan

RAD.03.03
transportasi

Terbatas

11

12

13

14

Sz
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TABEL 5

Pengelolaan Data

Tlransportam yang dgpat RAD.03.03_ Terbatas
dimanfaatkan sesuai transportasi
kebutuhan

11 12 13 14
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TABEL 5

Terdiri dari data Pengelolaan kepelabuhan yang menangani
Penerbitan zin : Pembangunan dan Pengoperasian
Pelabuhan Pengumpan Regional , Pelabuhan Sungai dan
Danau Trayek Lintas Kab./Kota dalam Prov, Izin Usaha
Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan
Regional, Pengembangn Pelabuhan Pengumpan Regional,

Pengelolaan Data

Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional selama T_ransportasn yang d?pat RAD'OS'OS. Terbatas
: i dimanfaatkan sesuai transportasi
24 Jam, Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi Wilayah
" . kebutuhan

Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pengelolaan

TUKS di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan

Regional dan Pembangunan : Pelabuhan Pengumpan

Regional, dan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani

Trayek Lintas Kab. Kota Dalam Provinsi..

11 12 13 14

Pengelolaan Data
T_ransportasu yang dgpat RAD.03.03_ Torbatas
dimanfaatkan sesuai transportasi

kebhutuhan
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TABEL S

Terdiri dari data Penyediaan data/dokumen kependudukan

Pengelolaan Data Informasi

dan catatan sipil yang menangani Pengelolaan dan K_ependudukan yang dapat BAD.OQ.QS Terbatas
. ) 3 dimanfaatkan sesuai informasi
penyediaan data dan informasi kependudukan.
kebutuhan
11 12 13 14
Terdiri dari data Peningkatan sdm kesehatan yang Pengelolaan Data Aparatur
menangani Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Negara yang dapat RAD.09.06
L N ; : Terbatas
Kesehatan, dan Legalisasi Tenaga Kesehatan, institusi dimanfaatkan sesuai aparatur negara
Pendidikan dan Diklat dan Pengembangan SDM Kesehatan |kebutuhan
Pengelolaan Data Aparatur
Nlegara yang dapat . RAD.09.06 Terbatas
dimanfaatkan sesuai aparatur negara
kebutuhan
Pengelolaan Data Aparatur
N_egara yang dapat . RAD.09.06 Terbatas
dimanfaatkan sesuai aparatur negara
kebutuhan
Terdiri dari data Peningkatan kesehatan masyarakat yang
. . Pengelolaan Data
menangani Promosi Kesshatan dan Pemberdayaan e o el RAD.04.01
Masyarakat, Penurunan Stunting dan AKI/AKB, dan . yang a4p i Terbatas
: . . dimanfaatkan sesuai kesehatan
Peningkatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan
kebutuhan
Qlahraga
Pengelolaan Data
K_esehatan yang dap_at RAD.04.01 Terbatas
dimanfaatkan sesuai kesehatan
kebutuhan
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Pengeiolaan Data

Kesehatan yang dapat RAD.04.01
. E Terbatas
dimanfaatkan sesuai kesehatan
kebutuhan
11 12 13 14
Terdiri dari data Pencegahan dan pengendalian penyakit Pengeloiaan Data
. : . |Kesehatan yang dapat RAD.04.01
yang menangani Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | . : Terbatas
. . . . |dimanfaatkan sesuai kesehatan
Menular dan Tidak Menular, dan Surveilens dan Imunisasi
kebutuhan
Pengelolaan Data
Kesehatan yang dapat RAD.04.01
dimanfaatkan sesuai kesehatan Terxdlas
kebutuhan
Terdiri dan. data Peningkatan pelayanan kesghatan yang Pengelolaan Data
menangani Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan, Upaya
: o Kesehatan yang dapat RAD.04.01
Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional 4 A Terbatas
: ; dimanfaatkan sesuai kesehatan
dan Ketersediaan layanan farmasi dan alkes serta
kebutuhan
perbekalan kesehatan
Pengelolaan Data
Kesehatan yang dapat RAD.04.01
dimanfaatikan sesuai kesehatan Tersatas
kebutuhan
Pengelolaan Data
Kesehatan yang dapat RAD.04.01
dimanfaatkan sesuai kesehatan L
kebutuhan
AR
—
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Jenis Data Validitas Data Penanggung Jawab Interoperabilitas ID metadata terkait
15 16 17 18 19
DATA PERTANIAN Tahunan Dinas Pertanian dan |, ., peeraniaN DAD-P.1

Ketahanan Pangan

DATA PERTANIAN Faibititiais Dinas Pertanian dan |, .\ oo NiAN DAD-P.2
Ketahanan Pangan

DATA PERTANIAN Tahunan Dinas Pertanian dan |/, ., oeeranian DAD-P.3
Ketahanan Pangan

DATA PERTANIAN Tahunan Dinas Pertanian dan |, ., oepranian DAD-P .4
Ketahanan Pangan

DATA PERTANIAN Tahunan Dinas Pertanian dan | o, oeoraniaN DAD-P.5

Ketahanan Pangan
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Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan

DATA PERTANIAN Tahunan DATA PERTANIAN DAD-P.6

Ketahanan Pangan
15 16 17 18 19

DATA PERTANIAN Tahunan Dinas Pertanian dan DATA PERTANIAN DAD-P.7
Ketahanan Pangan

DATA PERTANIAN Tahunan Dinas Pertanian dan |, PERTANIAN DAD-P.8
Ketahanan Pangan

DATA PERTANIAN T Dinas Pertanian dan | .., ooz Mian DAD-P.9
Ketahanan Pangan

DATA PERKEBUNAN Tahunan Dinas Pertanian dan | .., PERKEBUNAN DAD-P.10
Ketahanan Pangan

DATA PERKEBUNAN Tahunan Dinas Pertanian dan (., PERKEBUNAN DAD-P.11
Ketahanan Pangan

DATA PERKEBUNAN  |Tahunan Oinas Patantan dan |0 be o s mng DAD-P.12

2
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Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

DATA INDUSTRI Tahunan DATA INDUSTRI DAD-P.13

dan Perdagangan
15 16 17 18 19

DATA INDUSTRI Tahtinian Dinas Perindustrian |, w0 e DAD-P.14
dan Perdagangan

DATA INDUSTR Tahunan Dinas Perindustrian |, ., o ere DAD-P.15
dan Perdagangan

DATA INDUSTRI Tahunan Dinas Perindustrian | ., INDUSTRI DAD-P.16
dan Perdagangan

DATA INDUSTRI Takiinsn Dinas Porindusfrian | o erc: DAD-P.17
dan Perdagangan

DATA INDUSTRI Tahunan Dinas Perindustrian | ., INDUSTRI DAD-P.18

oo
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Dinas Perindustrian

DATA PERDAGANGAN DAD-P.19
dan Perdagangan

DATA PERDAGANGAN  [Tahunan

Dinas Perindustrian

DATA PERDAGANGAN DAD-P.20
dan Perdagangan

DATA PERDAGANGAN  |Tahunan

DATA PERDAGANGAN  |Tahunan Dinas Perindustrian | . PERDAGANGAN DAD-P.21
dan Perdagangan

15 16 17 18 19

Dinas Perindustrian

DATA PERDAGANGAN DAD-P.22
dan Perdagangan

DATA PERDAGANGAN  |Tahunan

DATA PERDAGANGAN  |Tahunan Dinas Perindustrian |, PERDAGANGAN DAD-P.23
dan Perdagangan

DATA PETERNAKAN Tahunan Dinas Peternakan DATA PETERNAKAN DAD-P.24
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DATA PETERNAKAN Tahunan Dinas Peternakan DATA PETERNAKAN DAD-P.25
DATA PETERNAKAN Tahunan Dinas Peternakan DATA PETERNAKAN DAD-P.26
15 16 17 18 19
DATA PETERNAKAN Tahunan Dinas Peternakan DATA PETERNAKAN DAD-P.27
DATA PETERNAKAN Tahunan Dinas Peternakan DATA PETERNAKAN DAD-P.28
DATA PETERNAKAN Tahunan Dinas Peternakan DATA PETERNAKAN DAD-P.29

<
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DATA PETERNAKAN Tahunan Dinas Peternakan DATA PETERNAKAN DAD-P.30
DATA PETERNAKAN Tahunan Dinas Peternakan DATA PETERNAKAN DAD-P.31
DATA PETERNAKAN Tahunan Dinas Peternakan DATA PETERNAKAN DAD-P.32
15 16 17 18 19
DATA PETERNAKAN Tahunan Dinas Peternakan DATA PETERNAKAN DAD-P.33

S
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DATA KOPERAS!

Tahunan

DINAS KOPERASI
TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI

DATA KOPERASI

DAD-P.34

DATA KOPERASI

Tahunan

DINAS KOPERASI
TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRAS!

DATA KOPERASI

DAD-P.35

DATA UKM

Tahunan

DINAS KOPERASI
TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI

DATA UKM

DAD-P.36

15

16

17

18

19

DATA UKM

Tahunan

DINAS KOPERASI
TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI

DATA UKM

DAD-P.37

<3
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DINAS KOPERASI
DATA UKM Tahunan TENAGA KERJA DAN|DATA UKM DAD-P.38
TRANSMIGRASI
DINAS KOPERASI
DATA UKM Tahunan TENAGA KERJA DAN|DATA UKM DAD-P.39
TRANSMIGRASI
—_— DINAS KOPERASI
Tahunan TENAGA KERJA DAN|DATA KETENAGAKERJAAN [DAD-P.40
KETENAGAKERJAAN THANSHIGHAS
15 16 17 18 19
e DINAS KOPERASI
Tahunan TENAGA KERJA DAN|DATA KETENAGAKERJAAN |DAD-P.41
KETENAGAKERJAAN TRANSRIGRAS]

e
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DATA
KETENAGAKERJAAN

Tahunan

DINAS KOPERASI
TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI

DATA KETENAGAKERJAAN

DAD-P.42

DATA TRANSMIGRASI

Tahunan

DINAS KOPERASI
TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI

DATA TRANSMIGRASI

DAD-P.43

DATA TRANSMIGRASI

Tahunan

DINAS KOPERASI
TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI

DATA TRANSMIGRAS!I

DAD-P.44

DATA TRANSMIGRASI

Tahunan

DINAS KOPERASI
TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI

DATA TRANSMIGRASI

DAD-P.45

DATA KELAUTAN

Tahunan

Dinas Kelautan dan
Perikanan

DATA KELAUTAN

DAD-P.46
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15 16 17 18 19
DATA KELAUTAN Tahumet Dinas Kelautan dan |, o0 \or) AUTAN DAD-P.47
Perikanan
DATA KELAUTAN Tahunan Dinas Kelautan dan ||, .\ \ o) AuTAN DAD-P.48
Perikanan
DATA PERIKANAN Tahunan Dinas Kelautan dan .\ 0\ pepicanan DAD-P.49
Perikanan
DATA PERIKANAN b Dinas Kelautan dan |, ... oepicanan DAD-P.50
Perikanan
DATA PERIKANAN Tahunan Dinas Kelautan dan |, .\ oepicanAN DAD-P.51
Perikanan
i5 16 17 18 19

o
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Dinas Kelautan dan

DATA PERIKANAN Tahunan : DATA PERIKANAN DAD-P.52
Perikanan

DATA PERIKANAN Tahunan Dinas Kelautan dan | . PERIKANAN DAD-P.53
Perikanan

DATA PERIKANAN Tahunan Dinas Kelautan dan |\, PERIKANAN DAD-P.54
Perikanan

DATA PERIKANAN Tahunan Dinas Kelautan dan |, ., PERIKANAN DAD-P.55
Perikanan

DATA PERIKANAN Tahunan Dinas Kelautan dan |, PERIKANAN DAD-P.56

Perikanan

4
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Dinas Kelautan dan

285

DATA PERIKANAN Tahunan : DATA PERIKANAN DAD-P.57

Perikanan
15 16 17 18 19

DATA KELAUTAN Tahunan Dinas Kelautan dan |\ o 0o DAD-P.58
Perikanan

DATA KELAUTAN Tahunan Dinas Kelautan dan |, . .o 27N DAD-P.59
Perikanan

DATA KELAUTAN Tahunan Dinas Kelautan dan 1., .\ .00 A UTAN DAD-P.60
Perikanan

DATA PARIWISATA Tahunan Dinas Pariwisata dan |\, ., PARIWISATA DAD-P.61
Ekonomi Kreatif




TABEL 5

DATA PARIWISATA Tahunan Dinas Pariwisata dan| ., PARIWISATA DAD-P.62
Ekonomi Kreatif

DATA PARIWISATA Tahunan Dinas Pariwisata dan | .\ PARIWISATA DAD-P.63
Ekonomi Kreatif

15 16 17 18 19

DATA PARIWISATA Tahupars Dinas Pariwisata dan ) -\ o) onisara DAD-P.64
Ekonomi Kreatif

DATA PARIWISATA Tahunan Dinas Pariwisata dan |, -\ o) civisaTa DAD-P.65
Ekonomi Kreatif

DATA PARIWISATA Tahunan Dinas Pariwisata dan | ) ., PARIWISATA DAD-P.66
Ekonomi Kreatif

DATA PARIWISATA Tahujan Dinas Pariwisata dan ||, \ .\ o) cnvienrs DAD-P.67
Ekonomi Kreatif

e
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DATA PARIWISATA Tahunan Dinas Pariwisata dan |\, \ 5 papiyISATA DAD-P.68
Ekonomi Kreatif
Dinas Pariwisata dan

DATA PARIWISATA Tahunan ! : DATA PARIWISATA DAD-P.69
Ekonomi Kreatif

DATA PARIWISATA Tahunan Dinas Pariwisata dan ||, paiwWISATA DAD-P.70
Ekonomi Kreatif

15 16 17 18 19

DATA PARIWISATA Tahunan Dinas Pariwisata dan| ., bARIWISATA DAD-P.71
Ekonomi Kreatif

DATA PARIWISATA Tahunan Dinas Pariwisata dan | ., paARiwWISATA DAD-P.72
Ekonomi Kreatif
Dinas Pekerjaan

DATA PEKERJAAN Tahunan Umum dan DATA PEKERJAAN UMUM DAD-P.73

UMUM
Perumahan Rakyat

&-—
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Dinas Pekerjaan
DATA PEKERJAAN Tahunan Umum dan DATA PEKERJAAN UMUM  |DAD-P.74
UMUM
Perumahan Rakyat
Dinas Pekerjaan
DATHA PEKERJAAN Tahunan Umum dan DATA PEKERJAAN UMUM  |DAD-P.75
UMUM
Perumahan Rakyat
Dinas Pekerjaan
MRT PEKERISAN Tahunan Umum dan DATA PEKERJAAN UMUM  [DAD-P.76
UMUM
Perumahan Rakyat
15 76 17 18 19
Dinas Pekerjaan
DRTA PERERIAAN Tahunan Umum dan DATA PEKERJAAN UMUM  [DAD-P.77
UMUM
Perumahan Rakyat
Dinas Pekerjaan
L EHER AN Tahunan Umum dan DATA PEKERJAAN UMUM  [DAD-P.78
UMUM
Perumahan Rakyat
Dinas Pekerjaan
Sl Tahunan Umum dan DATA PEKERJAAN UMUM  [DAD-P.79
Perumahan Rakyat

Al
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Dinas Pekerjaan
DATA PEKERJAAN Tahunan Umum dan DATA PEKERJAAN UMUM  |DAD-P.80
UMUM

Perumahan Rakyat

Dinas Pekerjaan
DATA FERERIASN Tahunan Umum dan DATA PEKERJAAN UMUM  |DAD-P.81
UMUM

Perumahan Rakyat

Dinas Pekerjaan
CATA FERERIAAN Tahunan Umum dan DATA PEKERJAAN UMUM  |DAD-P.82
UMUM

Perumahan Rakyat

15 16 17 18 19

Dinas Pekerjaan
RIS ERER RN Tahunan Umum dan DATA PEKERJAAN UMUM | DAD-P.83
UMUM

Perumahan Rakyat

Dinas Pekerjaan
QATE FERERSAAN Tahunan Umum dan DATA PEKERJAAN UMUM  |DAD-P.84
UMUM

Perumahan Rakyat

Dinas Pekerjaan
UATA PERERIAAN Tahunan Umum dan DATA PEKERJAAN UMUM  |DAD-P.85
UMUM

Perumahan Rakyat

g 25
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Dinas Pekerjaan

HATA FERERA4N Tahunan Umum dan DATA PEKERJAAN UMUM  |DAD-P.86
UMUM
Perumahan Rakyat
Dinas Pekerjaan
P L PERERAN Tahunan Umum dan DATA PEKERJAAN UMUM  |DAD-P.87
UMUM
Perumahan Rakyat
15 16 17 18 19

Dinas Pekerjaan
DATA PERUMAHAN Tahunan Umum dan DATA PERUMAHAN DAD-P.88
Perumahan Rakyat

Dinas Pekerjaan
DATA PERUMAHAN Tahunan Umum dan DATA PERUMAHAN DAD-P.89
Perumahan Rakyat

Dinas Pekerjaan
DATA PERUMAHAN Tahunan Umum dan DATA PERUMAHAN DAD-P.g0

Perumahan Rakyat
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DATA TRANSPORTASI  |Tahunan Dinas Perhubungan [DATA TRANSPORTASI DAD-P.91
DATA TRANSPORTASI  [Tahunan Dinas Perhubungan |DATA TRANSPORTASI DAD-P.92
DATA TRANSPORTAS]  [Tahunan Dinas Perhubungan [DATA TRANSPORTASI DAD-P.93
15 16 17 18 19
DATA TRANSPORTASI  [Tahunan Dinas Perhubungan |[DATA TRANSPORTASI DAD-P.94

Sl
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DATA TRANSPORTAS!  [Tahunan Dinas Perhubungan |DATA TRANSPORTASI DAD-P.95
DATA TRANSPORTAS! (Tahunan Dinas Perhubungan |DATA TRANSPORTASI DAD-P.96
DATA TRANSPORTAS!  |Tahunan Dinas Perhubungan |[DATA TRANSPORTASI DAD-P.97
DATA TRANSPORTASI  |Tahunan Dinas Perhubungan |DATA TRANSPORTASI DAD-P.98
15 16 17 18 19
DATA TRANSPORTAS!  |Tahunan Dinas Perhubungan |DATA TRANSPORTASI DAD-P.99
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DATA TRANSPORTASI

Tahunan

Dinas Perhubungan

DATA TRANSPORTASI

DAD-P.100

15

16

17

18

19

293




TABEL 5

DATA TRANSPORTASI

Tahunan

Dinas Perhubungan

DATA TRANSPORTASI

DAD-P.101

16

16

17

18

19
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DATA TRANSPORTASI |Tahunan Dinas Perhubungan {DATA TRANSPORTASI DAD-P.102
15 16 17 18 19
DATA TRANSPORTASI  |Tahunan Dinas Perhubungan {DATA TRANSPORTAS! DAD-P.103

P
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DATA INFORMASI DATA INFORMASI
KEPENDUDUKAN Tahunan DINAS KESEHATAN KEPENDUDUKAN DAD-P.104
15 16 17 18 19
SSEQQEARATUR Tahunan DINAS KESEHATAN |DATA APARATUR NEGARA |DAD-P.105
SQEQQEARATUR Tahunan DINAS KESEHATAN |DATA APARATUR NEGARA |DAD-P.106
SEEQQEARATUR Tahunan DINAS KESEHATAN |DATA APARATUR NEGARA |DAD-P.107
DATA KESEHATAN Tahunan DINAS KESEHATAN |DATA KESEHATAN DAD-P.108
DATA KESEHATAN Tahunan DINAS KESEHATAN |DATA KESEHATAN DAD-P.109
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DATA KESEHATAN Tahunan DINAS KESEHATAN |DATA KESEHATAN DAD-P.110

15 16 17 18 19
DATA KESEHATAN Tahunan DINAS KESEHATAN |DATA KESEHATAN DAD-P.111
DATA KESEHATAN Tahunan DINAS KESEHATAN [DATA KESEHATAN DAD-P.112
DATA KESEHATAN Tahunan DINAS KESEHATAN [DATA KESEHATAN DAD-P.113
DATA KESEHATAN Tahunan DINAS KESEHATAN [DATA KESEHATAN DAD-P.114
DATA KESEHATAN Tahunan DINAS KESEHATAN |DATA KESEHATAN DAD-P.115

S
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REFERENSI ARSITEKTUR LAYANAN



TABEL 6

Usulan Referensi Arsitektur Domain Proses Bisnis SPBE
Tingkat Tiga dan Empat untuk Keperluan internal Asdep SPBE KemenPANRB

Tk. 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 4 Tingkat n

1 2 3 4 5

RAL 01. Layanan RAL 01.01. Pertahanan RAL 01.01.01 Pertahanan Siber

| Publik
RAL 01.01.02 Kerja Sama Internasional
Pertahanan dan Keamanan

Pertahanan Negara

RAL 01.01.03 Intelejen

RAL 01.01.04 Koordinasi Intelijen

RAL 01.01.05 Ketahanan Nasional

RAL 01.01.06 Penanggulangan
Ancaman

RAL 01.01.07 Instalasi Strategis dan
Potensi Pertahanan

RAL 01.01.08 Penelitian Ketahanan
Nasional

RAL 01.02, Urusan Luar

; RAL 01.02.01 Diplomasi Internasional
Negeri

RAL 01.02.02 Misi Kemanusiaan

RAL 01.02.03 Misi Perdamaian Dunia

RAL 01.02.04 Politik Luar Negeri

RAL 01.02.05 Kerja Sama International

RAL 01.03. Kenegaraan RAL 01.03.01 Kelembagaan Negara

RAL 01.03.02 Nilai-nilai Kebangsaan

/U(z 1
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RAL 01.03.03 Pemasyarakatan UUD 45
dan Pancasila

RAL 01.03.04 Pembangunan Manusia
Indonesia

RAL 01.03.05 Politik

RAL 01.03.06 Penyerapan Aspirasi
Masyarakat

RAL 01.03.07 Program Priontas
Nasional

RAL 01.04. Ekonomi

RAL 01.04.01 Ekonomi Makro

RAL 01.04.02 Kebijakan Perekonomian

RAL 01.04.03 Litigasi Perekonomian

RAL 01.05. Industn

RAL 01.05.01 Manajermen Ekenomi
Kreatif

Layanan
Pengembangan
Sumber Daya
Industri

RAL 01.05.02 Pengembangan Ekonomi
Digital

RAL 01.05.03 Pajak dan Cukai

RAL 01.05.04 Pelayanan PNBP

RAL 01.05.05 Industri Maritim

RAL 01.05.06 Ketahanan Industri

RAL 01.05.07 Peneraan/Kalibrasi

RAL 01.05.08 Pengembangan Industri

RAL 01.05.09 Pengembangan Industri
Hijau

RAL 01.05.10 Pengembangan Industri
Strategis

RAL 01.05.11 Pengembangan Produk
Kreatif

RAL 01.05.12 Standar Nasional
Indonesia

oz




TABEL 6

RAL 01.06. Perdagangan

Ekspor dan Impor

Penggunaan Produk Dalam Negeri

Perdagangan Berjangka Komoditi

Perdagangan Domestik

Perlindungan Konsumen

RAL 01.07. Pertanian

Pertanian

Ketahanan Pangan

RAL 01.08. Perkebunan

Benih dan Bibit Perkebunan

pembinaan usaha perkebunan
berkelanjutan

pengendalian hama penyakit dan
perlindungan perkebunan

kebijakan perkebunan

RAL 01.09. Peternakan

Benih dan Bibit Ternak

kebijakan peternakan

pascapanen peternakan

peningkatan kesehatan masyarakat
veteriner

penyehatan hewan

RAL 01.10. Perikanan

Perikanan Budi Daya

Benih dan Bibit Perikanan Budi Daya

kebijakan di bidang pengelolaan
perikanan budidaya

RAL 01.11. Badan Usaha
Milik Negara

Bisnis Strategis

keberlanjutan BUMN/BUMD

pengembangan usaha BUMN/BUMD

penguatan daya saing BUMN/BUMD

peningkatan kinerja BUMN/BUMD

RAL 01.12. Investasi

penyelesaian isu investasi

perencanaan penanaman modal
nasional

/I/G
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promosi penanaman modal

pengembangan sektor usaha
penanaman modal

penanaman modal nasional

pembinaan pelaksanaan penanaman
modal

pelayanan fasilitas penanaman modal

kebijakan pelayanan penanaman modal

RAL 01.13. Koperasi

Koperasi dan Usaha Mikro

RAL 01.14. Usaha Kecil Dan
Menengah

Dukungan Bisnis

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

RAL 01.15. Pariwisata

Pengembangan Kepariwisataan

Pengembangan Lembaga
Kepariwisataan

Pengembangan Objek Wisata

RAL 01.16. Perizinan dan
Akreditasi

Akreditasi Lembaga
Kesuaian/Peneraan

Akreditasi Lembaga Sertifikasi

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perizinan Penanaman Modal

Perizinan Perekrutan Pekerja Migran
Indonesia

RAL 01.17. Pekerjaan Umum

Sarana dan Prasarana Strategis

RAl 01.18. Transmigrasi

RAL 01.19. Transportasi

Kemananan dan Keselamatan
Transportasi

Pelayanan Transportasi

RAL 01.20. Perumahan

Infrastruktur Permukiman

Kawasan Permukiman

4
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Perumahan Rakyat

RAL 01.21. Pembangunan
Kawasan atau Daerah
Tertinggal

Pengembangan Daerah Tertentu

RAL 01.22, Pertanahan

RAL 01.23. Kependudukan

Pengendalian Penduduk

Kebijakan Kependudukan

Pencatatan Sipil

Keluarga Berencana

RAL 01.24. Pemerintahan
daerah

Keikutsertaan Masyarakat

Otonomi Daerah

Administrasi Kewilayahan

Pengayoman Masyarakat

Pemeliharaan Ketentraman Masyarakat

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

RAL 01.25. Kesehatan

Farmasi dan Alat Kesehatan

Kesehatan Masyarakat

Pemberdayaan Tenaga Kesehatan

Penanggulangan Narkotika

Pengawasan Obat dan Makanan

Pengendalian Penyakit

Pengujian Bahan Adiktif

Rehabilitasi

RAL 01.26. Sosial

Kebijakan Jaminan Sosial

Penanganan Fakir Miskin

RAL 01.27. Pemberdayaan
Perempuan

Kesetaraan Gendsr

Perlindungan Anak

Perlindungan Hak Perempuan

RAL 01.28. Hukum

Keimigrasian

Lembaga Pemasyarakatan

5
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RAL 01.29. Keamanan

Penegakan Hukum

Pengadilan

Peningkatan Lembgga Rehabilitasi

Intelijen Keamanan

penyuluhan potensi
terorisme

Keamanan dan Ketertiban Umum

P@gelolaan Lalu Lintas

Penanggulangan Ancaman Terorisme

Pemupukan Jiwa Korsa

RAL 01.30. Hak Asasi
Manusia

Perlindungan HaKl

Kepustakaan

RAL 01.31. Pendidikan

Manajemen Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Dasar

Pendidikan Khusus

Pendidikan Menﬂgah

Pendidikan non-Formal

Pendidikan Tinggi

Pembinaan Kepustakaan

RAL 01.32. Ketenagakerjaan

Keselamatan Kerja

Pengelolaan Ketenagakerjaan

Pengelolaan Pekerja Migran Indonesia

Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja

Penempatan Tenaga Kerja

RAL 01.33. llmu
Penggtahuan dan teknologi

Penelitian dan Pengembangan Sektor
Tertentu

Alih Teknologi

tnovasi Teknologi

6




TABEL 6

Kemitraan Teknologi

Penelitian dan Pengembangan limu
Pengetahuan

Teknologi Nuklir

Pengkaji_aa dan Penerapan Teknologi

y

Teknologi Penerbangan dan Antariksa

Teknologi Penginderaan Jauh

RAL 01.34. Pemuda

Pemberdayaan Pemuda

RAL 01.35. Olahraga

kebijakan di bidang pembudayaan
olahraga

kebijakan di bidang peningkatan
prestasi olahraga

RAL 01.38. Pertambangan

RAL 01.37. Energi

Enﬂgi Baru

Energi Fosil

Energi Nuklir

Energi Terbarukan

Kelistrikan

Konservasi Energi

Bio Energi

RAL 01.38. Kehutanan

Kebakaran Hutan dan Lahan

kebijakan di bidang pengelolaan hutan
produksi lestari

kebijakan di bidang penyelenggaraan
pemantapan kawasan hutan secara
berkelanjutan

kebijakan di bidang perhutanan sosiat
dan kemitraan lingkungan

penyuluhan di bidang kehutanan

RAL 01.39. Kelautan

Perikanan Tangkap

keamanan hasil perikanan tangkap

/dé
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TABEL 6

kebijakan di bidang pengawasan
pengelolaan sumber daya perikanan

pengendalian mutu hasil perikanan
tangkap

RAL 01.40. Lingkungan
Hidup

Dampak Perubahan Iklim

Konservasi Alam dan Pelestarian
Ekosistem

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Pengawasan dan Keamanan Sumber
Daya Alam

Perkarantinaan

Penanggulangan Bencana

Pencarian dan Pertolongan

Observasi

RAL 01.41. Agama

Haji dan Umroh

Kebijakan Hidup Beragama

Produk Halal

RAL 01.42. Kebudayaan

kebijakan kebudayaan

Perfilman dan Kesenian

Sastra dan Bahasa indonesia

Cagar Budaya

RAL 01.43. informasi

Informasi Geospasial

Informasi Statistik

Pelayanan Informasi

penyelenggaraan penyiaran radio publik

penyelenggaraan penyiaran televisi
publik

Kearsipan Nasional

Hubungan Masyarakat

RAL 01.44. Komunikasi

Pos

/(,[(2




TABEL 6

Sistem Komunikasi Publik

Sistem Komunikasi Tertentu

RAL 02. Layanan
Administrasi
Pemerintahan

RAL 02.01. Dalam Negeri

RAL 02.02. Keuangan

Pemeriksaan Pengelola Keuangan
Negara

Pencarian Sumber-sumber Pembiayaan

Perbendaharaan

Penganggaran

Pengelolaan Barang Milik Negara

Rekomendasi Fiskal

Rekomendasi Keuangan

Penyelenggaraan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

Pengelolaan Keuangan

RAL 02.03. Perencanaan
Pembangunan Nasional

Pembangunan Nasional

Penyusunan Perencanaan

Koordinasi Perencanaan

Evaluasi Perencanaan

Penyusunan RAPBN

Rencana Pembangunan Nasional

Psngalokasian Dana Pembangunan

Pengendalian Rencana Pembangunan
Nasional

Koordinasi Pembangunan Nasional




TABEL 6

RAL 02.04. Aparaiur Negara

RAL 02.04.01. Manajemen
Kepegawaian

RAL 02.04.02.Pembinaan Jabatan
Fungsional

RAL 02.04.03. Pendidikan dan
Pelatihan Keahlian

RAL 02.04.04. Pendidikan dan
Pelatihan Kepemimpinan

RAL 02.04.05. Penetapan Akreditasi
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

RAL 02.04.06. Pengkajian Manajemen
ASN

RAL 02.04.07. Tata Kelola dan Tata
L.aksana Organisasi

RAL 02.04.08. Penyelenggaraan
Pelayanan Publik

RAL 02.04.09. Manajemen Reformasi
Birokrasi

RAL 02.04.10. Pemetaan Potensi PNS

RAL 02.05. Kesekretariatan
Negara

Pemerintahan Umum

RAL 02.06. Dukungan
Operasional Organisasi

dukungan kerumahtanggan Presiden

dukungan teknis Presiden

dukungan administrasi Presiden

Sistem Pelaporan

Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan

Bantuan Hukum

10




TABEL 6

Dukungan Administasi Organisasi

Dukungan Finansial

Dukungan Subtantif Organisasi

Sarana dan Prasarana

Keprotokolan

Dukungan Teknis Operasional

Dukungan Penerjiemahan

Dukungan Logistik

Dukungan Persidangan

Dukungan Keahlian

Koordinasi Pengembangan Kapasitas

Dukungan Kearsipan

RAL 02.07. Akuntabilitas
Kinerja

Pembinaan Kegiatan Pengawasan

Pengawasan Kinearja

RAL 02.08. Organisasi dan
Tata Kelola

Pengawasan Fungsi Organisasi

Penstapan Norma, Standar, Prosedur,
dan Kriteria

Pembinaan Organisasi

Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan

Bimbingan Teknis dan Supervisi

Pembinaan Teknis

Kerja Sama antar Instansi

Pengendalian Sumber Daya Kerja
Sama

RAL 02.09. Data dan
Informasi Pemerintahan

Pengelolaan Sumber Daya dan
Perangkat Informatika

Penhyelenggaraan Informatika

Pengelolaan Data dan [nformasi

Pengelolaan Sistem Informasi

T




TABEL 6

Statistik Dasar

Statistik Sektoral

Statistik Khusus

RAL 02.10.
Penyelenggaraan SPBE

Tata Keiola SPBE

Manajemen SPBE

Layanan SPBE

Infrastruktur SPBE

Aplikasi SPBE

Keamanan SPBE

Audit TIK

Pengintegrasian Pelaksanaan

Kegiatan/Program

12
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TABEL 7

Analisa Layanan

Daya Industri

RAL.01 Layanan Publik

No Probis Terkait Nama La{yanan RAL Level 1 RAL Level 2

1 2 3 4 5

1 |DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1 Pemba.ngunan Sumber Daya Layanan Pen'gembangan Sumber RAL.01 Layanan Publik |RAL.01.05 Industri
Industri Daya Industri

2 cevanan Pengefbahgan Sumber ooy it e Bublic [RAL a1 o5 s

Daya Industri
3 Layanan Pengembangan Sumber

RAL.01.05 industri

Pengembangan Sarana Prasana
dan Pemberdayaan Industri

Layanan Pengembangan Sarana
Prasana dan Pemberdayaan Industri

RAL.01 Layanan Publik

RAL.01.05 Industri

Layanan Pengembangan Sarana
Prasana dan Pemberdayaan Industri

RAL.01 Layanan Publik

RAL.01.05 Industri

a



TABEL 7

Layanan Pengembangan Sarana

6 Prasana dan Pemberdayaan Industri RAL.01 Layanan Publik |RAL.01.05 Industri

7 L AYBAEI PENGOMbGRGHN SEINIE. ooy noy oo bk FRALOA B8 Industr
Prasana dan Pemberdayaan Industri

8 Layanen Pongambangan Barala _ toa) o1 g e pusii [RAL 01,05 Indesti
Prasana dan Pemberdayaan Industri

9 |Pengembangan Perdagangan Layanan Pengembangan RAL.01 Layanan Publik |RAL.01.06 Perdagangan
Perdagangan

10 Layanan Pengembangan RAL.01 Layanan Publik |RAL.01.06 Perdagangan
Perdagangan

11 Layanan Pengembangan RAL.01 Layanan Publik |RAL.01.06 Perdagangan
Perdagangan

Perlindungan Konsumen dan Layanan Perlindungan Konsumen .

12 Tertib Niaga dan Tertib Niaga RAL.01 Layanan Publik |RAL.01.06 Perdagangan

13 Layanan Perlindungan Konsurmen RAL.01 Layanan Publik |RAL.01.06 Perdagangan
dan Tertib Niaga ) T

1 2 3 4 5




TABEL 7

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Peningkatan Produksi Tanaman

Pangan dan Holkikutura

Layanan Peningkatan Produksi
Tanaman Pangan dan Holkikutura

RAL.01 Layanan Publik

RAL.01.07.01 Pertanian

RAL.01 Layanan Publik

RAL.01.07.01 Pertanian

RAL.O1 Layanan Publik

RAL.01.07.01 Pertanian

Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pertanian

Layanan Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pertanian

RAL.01 Layanan Publik

RAL.01.07.01 Pertanian

RAL.01 Layanan Publik

RAL.01.07.01 Pertanian

RAL.01 Layanan Publik

RAL.01.07.01 Pertanian




TABEL 7

Peningkatan Produksi
Tanaman Perkebunan

Layanan Peningkatan Produksi
Tanaman Perkebunan

RAL.01 Layanan Publik

RAL.01.07.01 Pertanian

RAL.01 Layanan Publik

RAL.01.07.01 Pertanian

RAL.01 Layanan Pubiik

RAL.01.07.01 Pertanian

10

Peningkatan Produksi
Tanaman Perkebunan

Peningkatan Produksi Tanaman
Perkebunan

RAL.01 Layanan Publik

RAL.01.08 Perkebunan

11

RAL.01 Layanan Publik

RAL.01.08 Perkebunan

12

RAL.01 Layanan Publik

RAL.01.08 Perkebunan

13

RAL.01 Layanan Publik

RAL.01.08 Perkebunan




TABEL 7

2

DINAS PETERNAKAN

Peningkatan Populasi
Pertumbuhan Ternak

Layanan Peningkatan Populasi
Pertumbuhan Ternak

RAL.01 Layanan Publik

RAL.01.09 Peternakan

RAL.01 Layanan Publik

RAL.01.09 Peternakan

RAL.01 Layanan Publik

RAL.01.09 Peternakan

Peningkatan Presentase
Prasarana Ternak Yang
Memenuhi Standar

Layanan Peningkatan Presentase
Prasarana Ternak Yang Memenuhi
Standar

RAL.01 Layanan Publik

RAL.01.09 Peternakan

RAL.01 Layanan Publik

RAL.01.09 Peternakan

Vo




TABEL 7

6 RAL.01 Layanan Publik |RAL.01.09 Peternakan
Peningkatan Jumlah Ternak Layanan Peningkatan Jumlah :

7 Yang Sehat Ternak Yang Sehat RAL.01 Layanan Publik JRAL.01.09 Peternakan

8 RAL.01 Layanan Publik {[RAL.01.09 Petemakan
Peningkatan Pertumbuhan Unit | Layanan Peningkatan Pertumbuhan

9 Usaha Pangan Asal Ternak Unit Usaha Pangan Asal Temak RAL.01 Layanan Publik [RAL.01.09 Peternakan
Yang Memenuhi Standar Yang Memenuhi Standa

10 RAL.01 Layanan Publik |RAL.01.09 Petemakan

1 2 3 4 5

4 |DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Pengembangan kelembagaan
dan peningkatan sumber daya
manusia koperasi melalui
Rehabilitasi dan Reorientasi

Koperasi Aktif dan berdaya saing

Layanan Pengembangan
kelembagaan dan peningkatan
sumber daya manusia koperasi
melalui Rehabilitasi dan Reorientasi

Koperasi Aktif dan berdaya saing

RAL.01 Layanan Publik

RAL.01.13 Koperasi

Iz

6




TABEL 7

RAL.G1 Layanan Publik

RAL.01.13 Koperasi

RAL.01 Layanan Publik

RAL.01.14 Usaha Kecil
Dan Menengah

Menumbuhkembangkan UKM
dan Peningkatan Sumber Daya
Manusia melalui Pemberdayaan
Usaha Kecil menengah yang
berdaya saing

Layanan pengembangan UKM dan
Peningkatan Sumber Daya Manusia
metalui Pemberdayaan Usaha Kecil
menengah yang berdaya saing

RAL.01 Layanan Publik

RAL.01.14 Usaha Kecil
Dan Menengah

RAL.01 Layanan Publik

RAL.01.14 Usaha Kegil
Dan Menengah

RAL.01 Layanan Publik

RAL.01.14 Usaha Kecil
Dan Menengah




TABEL 7

Peningkatan kompetensi dan
daya saing tenaga kerja melalui
pengembangan ketrampilan,

Layanan Peningkatan kompetensi
dan daya saing tenaga kerja melalui
pengembangan ketrampilan,

demi mewujudkan kemandirian
ekonomi masyarakat

mewujudkan kemandirian ekonomi
masyarakat

p | FORREIIBOL PRkINER | e e ek AL 77 Layanan Publik |*AL-01:82
dan penempatan perluasan Ketenagakerjaan
; penempatan periuasan kesempatan
kesempatan ketja serta " . o
’ i kefja serta peningkatan jaminan
peningkatan jaminan erlindungan tenaga kerja
perlindungan tenaga kerja P g 9a kel
. |RAL.01.32
8 RAL.01 Layanan Publik Ketenagakerjaan
. |RAL.01.32
9 RAL.01 Layanan Publik Ketenagakerjaan
Pengembangan program Layanan Pengembangan program
Transmigrasi yang menunjang Transmigrasi yang menunjang
10 pemberdayaan masyarakat pemberdayaan masyarakat demi RAL.01 Layanan Publik |RAL.01.18 Transmigrasi

T




TABEL 7

11 RAL.01 Layanan Publik |RAL.01.18 Transmigrasi
12 RAL.01 Layanan Pubiik {RAL.01.18 Transmigrasi
1 2 3 4 5
5 |DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengelolaan Ruang Laut dan Layanan Pengelolaan Ruang Laut g
1 Perikanan Budidaya dan Perikanan Budidaya RAL.01 Layanan Publik |RAL.01.39 Kelautan
2 RAL.01 Layanan Publik |RAL.01.39 Kelautan
3 RAL.01 Layanan Publik |RAL.01.39 Kelautan
4 RAL.01 Layanan Publik |RAL.01.39 Kelautan




TABEL 7

Perikanan Tangkap

Layanan Perikanan Tangkap

RAL.01 Layanan Publik

RAL.01.10 Perikanan

RAL.01 Layanan Publik

RAL.01.10 Perikanan

RAL.01 Layanan Publik

RAL.01.10 Perikanan

Pengawasan sumber daya
kelautan dan Perikanan

Layanan Pengawasan sumber daya
kelautan dan Perikanan

RAL.01 Layanan Publik

RAL.01.10 Perikanan

RAL.01 Layanan Publik

RAL.01.10 Perikanan

RAL.01 Layanan Publik

RAL.01.10 Perikanan
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TABEL 7

10

Pengclahan dan pemasaran
produk kelautan dan perikanan

Layanan Pengolahan dan
pemasaran produk kelautan dan
perikanan

RAL.01 Layanan Publik

RAL.01.10 Perikanan

11

RAL.01 Layanan Publik

RAL.01.10 Perikanan

12

RAL.01 Layanan Publik

RAL.01.10 Perikanan

13

Layanan Konservasi Perairan,
Pengelolaan Pesisir dan Pulau
Pulau Kecil

Layanan Konservasi Perairan,
Pengelolaan Pesisir dan Pulau Pulau
Kecil

RAL.01 Layanan Publik

RAL.01.39 Kelautan

14

RAL.01 Layanan Publik

RAL.01.39 Kelautan

N
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TABEL 7

15

RAL.01 Layanan Publik

RAL.01.38 Kelautan

2

4

5

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Pernasaran Pariwisata

Layanan Pemasaran Pariwisata

RAL.01 Layanan Publik

RAL.01.15 Pariwisata

RAL.01 Layanan Publik

RAL.01.15 Pariwisata

RAL.01 Layanan Publik

RAL.01.15 Pariwisata

Destinasi Pariwisata

Layanan Destinasi Pariwisata

RAL.01 Layanan Publik

RAL.01.15 Pariwisata

RAL.01 Layanan Pubiik

RAL.01.15 Pariwisata

RAL.01 Layanan Publik

RAL.01.15 Pariwisata

e
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TABEL 7

Industri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

Layanan Industri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

RAL.01 Layanan Publik

RAL.01.15 Pariwisata

RAL.01 Layanan Publik

RAL.01.15 Pariwisata

RAL.01 Layanan Publik

RAL.01.15 Pariwisata

10

Kelembagaan Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

Layanan Kelembagaan Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif

RAL.01 Layanan Publik

RAL.01.15 Pariwisata

1

RAL.01 Layanan Publik

RAL.01.15 Pariwisata

12

RAL.01 Layanan Publik

RAL.01.15 Pariwisata

13




TABEL 7

Usulan Usulan | Usulan
RAL Level 3 Usulan RAL Level 3 RAL Level] RAL RAL Instansi
4 Level 5 | Level 6
6 7 8 9 10 11
RAB.02.01.01.01
RAL 01.05.01 Manajemen Pembangunan Sumber Daya DINAS PERINDUSTRIAN DAN
Ekonomi Kreatif Manusia Industri dan Sumber PERDAGANGAN
Daya Alam
RAL 01.05.02 Pengembangan DINAS PERINDUSTRIAN DAN
Ekonomi Digital PERDAGANGAN
: ) DINAS PERINDUSTRIAN DAN
RAL 01.05.03 Pajak dan Cukai PERDAGANGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
RAL 01.05.04 Pelayanan PNBP PERDAGANGAN
. e DINAS PERINDUSTRIAN DAN
RAL 01.05.05 Industri Maritim PERDAGANGAN
Vs %




TABEL 7

RAL 01.05.06 Ketahanan DINAS PERINDUSTRIAN DAN
Industri PERDAGANGAN
RAL 01.05.07
Peneraan/Kalibrasi
RAL 01.05.08 Pengembangan
Industri
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
RAL 01.06.01 Ekspor dan Impor PERDAGANGAN

RAL 01.06.02 Penggunaan
Produk Dalam Negeri

DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

RAL.01.06.03 Perdagangan
Berjangka Komoditi

DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

RAL.01.06.04 Perdagangan

DINAS PERINDUSTRIAN DAN

Domestik PERDAGANGAN
RAL.01.06.05 Perlindungan DINAS PERINDUSTRIAN DAN
Konsumen PERDAGANGAN

6 10 11

M
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TABEL 7

DINAS PERTANIAN DAN
TANAMAN PANGAN

RAL.01.07.01 Pertanian

DINAS PERTANIAN DAN
TANAMAN PANGAN

RAL.01.07.01 Pertanian

DINAS PERTANIAN DAN
TANAMAN PANGAN

RAL.01.07.01 Pertanian

DINAS PERTANIAN DAN
TANAMAN PANGAN

RAL.01.07.01 Pertanian

DINAS PERTANIAN DAN
TANAMAN PANGAN

RAL.01.07.01 Pertanian

DINAS PERTANIAN DAN
TANAMAN PANGAN

A4
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TABEL 7

RAL.01.07.02 Ketahanan
Pangan

DINAS PERTANIAN DAN
TANAMAN PANGAN

RAL.01.07.02 Ketahanan
Pangan

DINAS PERTANIAN DAN
TANAMAN PANGAN

RAL..01.07.02 Ketahanan
Pangan

DINAS PERTANIAN DAN
TANAMAN PANGAN

RAL 01.08.01 Benih dan Bibit
Perkebunan

DINAS PERTANIAN DAN
TANAMAN PANGAN

RAL 01.08.02 Bpembinaan
usaha perkebunan berkelanjutan

DINAS PERTANIAN DAN
TANAMAN PANGAN

RAL 01.08.03 pengendalian
hama penyakit dan perlindungan
perkebunan

DINAS PERTANIAN DAN
TANAMAN PANGAN

RAL 01.08.04 kebijakan
perkebunan

A
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TABEL 7

| 6 10 |11
RAL.01.09.01 Benih dan Bibit DAB-
e DISNAK- [DINAS PETERNAKAN
Ternak
01.01
i DAB-
ekl DISNAK- |DINAS PETERNAKAN
peternakan 01.02
RAL.01.09.03 pascapanen DAB-
peternakan DISNAK- DINAS PETERNAKAN
RAL.01.09.04 peningkatan DIESJQBA-K DINAS PETERNAKAN
kesehatan masyarakat veteriner 57 g ¢
RAL.01.09.05 penyehatan DAB-
VEwAR DISNAK- |DINAS PETERNAKAN
awan el

ez
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TABEL 7

. o 3 DAB-
RAL.01.09.01 Benih dan Bibit DISNAK- |DINAS PETERNAKAN
Ternak
01.06
5 o DAB-
RAL.01.09.01 Benih dan Bibit DISNAK- | DINAS PETERNAKAN
Ternak
01.07
- " DAB-
- s DISNAK- [DINAS PETERNAKAN
petermakan
01.08
; DAB-
NAL-01.09.04 peningkatan DISNAK- [DINAS PETERNAKAN
kesehatan masyarakat veteriner 01.09
RAL.01.09.04 peningkatan b
kesehatan masyarakat veteriner DENQK" DINAS PETERNAKAN
6 10 11
: DAB-
RAL 01.13.01 Koperasi dan KTKT.01 DINAS KOPERAS| TENAGA
Usaha Mikro 0 1‘ "IKERJA DAN TRANSMIGRASI

A
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TABEL 7

RAL 01.13.01 Koperasi dan KTDK{\I‘B{) , |DINAS KOPERASI TENAGA
Usaha Mikro oo |KERJA DAN TRANSMIGRASI
- DAB- |DINAS KOPERASI TENAGA
RAL 01.14. 01 Dukungan Bisnis KTKT.01. [KERJA DAN TRANSMIGRASI
DAB- |1 INAS KOPERASI TENAGA
RAL 01.14. 01 Dukungan Bisnis KTP(()';.OL KERJA DAN TRANSMIGRASI
RAL 01.14. 01 Duk Bisni KT[??ch-n DINAS KOPERASI TENAGA
=18 HIGER DISrhs o4 |KERJA DAN TRANSMIGRASI
RAL 01.14. 01 Dukungan Bisni KTDKﬁ'Bé1 DINAS KOPERASI TENAGA
-1 11 Lukungan Bisnis o5 |KERJA DAN TRANSMIGRAS|

7
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TABEL 7

RAL 01.32. 04 Peningkatan KT?:}B(") ; |DINAS KOPERASI TENAGA
Kualitas Tenaga Kerja o6 |KERJA DAN TRANSMIGRASI
RAL 01.32. 01 Keselamatan KT[:(’}B{‘) ;| DINAS KOPERAS! TENAGA
Kerja o7 " {KERJA DAN TRANSMIGRASI
RAL 01.32. 02 Pengelolaan DAB- |DINAS KOPERASI TENAGA
Ketenagakerjaan KTKT.01. |[KERJA DAN TRANSMIGRASI
L. {3 i GFAcas KT?(‘“}B(; ; [DINAS KOPERASI TENAGA
.18. Transmigras 0 9‘ "IKERJA DAN TRANSMIGRASI

21




TABEL 7

DAB-
. . DINAS KOPERASI TENAGA
RAL 01.18. Transmigrasi KTI;';.OL KERJA DAN TRANSMIGRASI
RAL 01.18. Transmigrasi KTDI::'B(;1 DINAS KOPERASI TENAGA
o 9 1 O' "IKERJA DAN TRANSMIGRAS!
6 10 11
y DAB-
RAL.01.39.01 Perikanan DKP.01.0 DINAS KELAUTAN DAN
Tangkap 1 " {PERIKANAN
RAL.01.39.02 kebijakan di DAB-
bidang pengelolaan hutan DKP.01.0 DN/ BELAUEAR DA
. . PERIKANAN
produksi lestari )
RAL.01.39.03 kebijakan di DAB-
bidang pengawasan pengelolaan DKP.01.0 DINAS KELAUTAN DAN
. PERIKANAN
sumber daya perikanan 3

RAL.01.39.04 kebijakan di

sumber daya perikanan

bidang pengawasan pengelolaan

/(/Q(g
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TABEL7

RAL.01.10.01 Perikanan Budi Di?Ff\(?; 0 DINAS KELAUTAN DAN
Daya 4 " IPERIKANAN
: o DAB-
RAL.01.10.02 Benih dan Bibit DKP.01.0 DINAS KELAUTAN DAN
Perikanan Budi Daya 5 " |PERIKANAN
RAL.01.10.03 kebijakan di DAB-
bidang pengelolaan perikanan DKP.01.0 DINAS KELALITAN DAN
. PERIKANAN
budidaya 6
RAL.01.10.03 kebijakan di DAB-
bidang pengelolaan perikanan DKP.01.0 KINAL RELALITAN DAN
. PERIKANAN
budidaya 7
i . DAB-
RAL.01.10.01 Perikanan Budi DKP.01.0 DINAS KELAUTAN DAN
Daya 8 " IPERIKANAN
: o DAB-
RAL.01.10.02 Benih dan Bibit DKP.01.0 DINAS KELAUTAN DAN
Perikanan Budi Daya 9 " IPERIKANAN

A
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DAB-

RAL.01.10.02 Benih dan Bibit DKP.01.1 DINAS KELAUTAN DAN
Perikanan Budi Daya 0 " |PERIKANAN
i - DAB-
RAL.01.10.02 Benih dan Bibit DKP.01.1 DINAS KELAUTAN DAN
Perikanan Budi Daya 1 " {PERIKANAN
RAL.01.10.02 Benih dan Bibit DAB- [DINAS KELAUTAN DAN
Perikanan Budi Daya DKP.01.1|PERIKANAN
% . DAB-
kebijakan di bidang pengelolaan DKP.01.1 DINAS KELAUTAN DAN
perikanan budidaya 3 " |PERIKANAN
" R DAB-
kebijakan di bidang pengelolaan DKP.01.1 DINAS KELAUTAN DAN
perikanan budidaya 4 " |PERIKANAN
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kebijakan di bidang pengelolaan Dlgfg; 1|DINAS KELAUTAN DAN
perikanan budidaya 5 " |PERIKANAN
6 10 11

DAB-
RAL.01.15.01 Pengembangan PAREKR DINAS PARIWISATA DAN
Kepariwisataan AF.01.01 EKONOMI KREATIF

DAB-
RAL.01.15.01 Pengembangan PAREKR DINAS PARIWISATA DAN
Kepariwisataan AE.01.02 EKONOMt KREATIF
RAL.01.15.01 Pengsmbangan g:gém DINAS PARIWISATA DAN
Kepariwisataan AF.01.03 EKONOMI KREATIF

DAB-
RAL.01.15.03 Pengembangan PAREKR DINAS PARIWISATA DAN
Objek Wisata AF.01.04 EKONOM| KREATIF

DAB-
RAL.01.15.03 Pengembangan PAREKR DINAS PARIWISATA DAN
Objek Wisata AF.01.05 EKONOMI KREATIF
RAL.01.15.03 Pengembangan gig;am DINAS PARIWISATA DAN
Objek Wisata AF.01.06 EKONOMI KREATIF
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RAL.01.15.02 Pengembangan Eﬁg;zm DINAS PARIWISATA DAN
Lembaga Kepariwisataan AF.01.07 EKONOMI KREATIF
DAB-
RAL.01.15.02 Pengembangan PAREKR DINAS PARIWISATA DAN
Lembaga Kepariwisataan AF.01.08 EKONOM| KREATIF
RAL.01.15.02 Pengembangan gﬁgl-EKR DINAS PARIWISATA DAN
Lembaga Kepariwisataan AF.01.09 EKONOMI KREATIF
DAB-
RAL.01.15.02 Pengembangan PAREKR DINAS PARIWISATA DAN
Lembaga Kepariwisataan EKONOMI KREATIF
AF.01.10
DAB-
RAL.01.15.02 Pengembangan PAREKR DINAS PARIWISATA DAN
Lembaga Kepariwisataan EKONOMI KREATIF
AF.01.11
DAB-
RAL.01.15.02 Pengembangan PAREKR DINAS PARIWISATA DAN
Lembaga Kepariwisataan AF.01.12 EKONOMI KREATIF

ARk
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Fungsi Mos| Unit
ID Nama Layanan Tujuan Layanan 9 Referensi
Layanan Pelaksana
Layanan
12 13 14 15 16 17

DAB-PERINDAG-
01.01

Layanan Pengembangan Sumber
Daya Industri

Layanan ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Pembangunan
Sumber Daya Industri yang menangani
Pembangunan Sumber Daya Manusia
Industri dan Sumber Daya Alam,
Pengembangan Teknalogi Industri,
Kreativitas dan Inovasi dan Sumber Daya
Alam dan Pengawasan dan Pengendalian.

DAB-PERINDAG-
01.02

Layanan Pengembangan Sumber
Daya Industri

DAB-PERINDAG-
01.03

Layanan Pengembangan Sumber
Daya Industri

DAB-PERINDAG-
01.04

Layanan Pengembangan Sarana
Prasana dan Pemberdayaan
Industri

Layanan ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Pengembangan
Sarana Prasana dan Pemberdayaan
Industri yang menangani Pembangunan
IKM, Pembangunan IKM dan Pengolahan
Data dan Informasi industri

DAB-PERINDAG-
01.05

Layanan Pengembangan Sarana
Prasana dan Pemberdayaan
Industri
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DAB-PERINDAG-
01.06

Layanan Pengembangan Sarana
Prasana dan Pemberdayaan
industri

DAB-PERINDAG-
01.07

Layanan Pengembangan Sarana
Prasana dan Pemberdayaan
industri

DAB-PERINDAG-
01.08

Layanan Pengembangan Sarana
Prasana dan Pemberdayaan
Industri

DAB-PERINDAG-
01.09

Layanan Pengembangan
Perdagangan

Lavanan ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Pengembangan
Perdagangan yang menangani
Pengembangan Perdagangan Dalam
Negeri, Penggunaan dan Pemasaran
Produk Dalam Negeri dan Pengembangan
perdagangan fuar nedgeri

DAB-PERINDAG-
01.10

Layanan Pengembangan
Perdagangan

DAB-PERINDAG-
01.11

Layanan Pengembangan
Perdagangan

DAB-PERINDAG-
01.12

Layanan Perlindungan Konsumen
dan Tertib Niaga

Layanan ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Perlindungan
Konsumen dan Tertib Niaga yang
menangani Pemberdayaan Konsumen
dan Pengawasan Barang Beredar dan
Jasa serta Pendataan Pasar Tertib Ukur

DAB-PERINDAG-
01.13

Layanan Perlindungan Konsumen
dan Tertib Niaga

12

13

14

15

16

17

AN
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DISTANKP-01

Layanan Peningkatan Produksi
Tanaman Pangan dan Holkikutura

Layanan ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Peningkatan
Produksi Tanaman Pangan dan
Hortikuitura yang menangani Peningkatan
Produksi Serealia, Peningkatan Produksi
Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian dan
Peningkatan Produksi Hortikultura

DISTANKP-02

DISTANKP-03

DISTANKP-04

Layanan Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pertanian

Layanan ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Peningkatan
Sarana dan Prasarana Pertanian yang
menangani Pengelolaan Lahan dan Air,
Pengelolaan Pupuk, Pestisida, Alsintan
dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Pertanian

DISTANKP-05

DISTANKP-06

e
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Layanan ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang ketahanan Pangan
DISTANKP-07 Layanan Peningkatan Produksi ([dan Penyuluhan yang menangani
Tanaman Perkebunan Ketersediaan dan Distribusi Pangan,
Konsumsi dan keamanan Pangan dan
Penyuluhan
DISTANKP-08
DISTANKP-09
Layanan ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Peningkatan
. y Produksi Tanaman Perkebunan yang
DISTANKP-10 EZ?&:%T;?: Produksi Tanaman menangani Peningkatan Produksi
Tanaman Tahunan, Peningkatan Produksi
Tanaman Semusim dan Peningkatan
Produksi Tan, Rempah & Penyegar
DISTANKP-11
DISTANKP-12

i
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I

12

13 |

14

15

16

17

DISNAK-01

Layanan Peningkatan Populasi
Pertumbuhan Ternak

Layanan ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Peningkatan
populasi pertumbuhan ternak yang
menangani : 1. Ketersediaan dan Mutu
Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan
Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan. 2.
Pengendalian dan pengawasan
Penyediaan Peredaran Benih/Bibit Ternak
dan Tanaman Pakan Ternak. 3. Serta
Pakan serta Peningkatan Penyediaan
Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan
Ternak

DISNAK-02

DISNAK-03

DISNAK-04

Layanan Peningkatan Presentase
Prasarana Ternak Yang
Memenuhi Standar

Layanan ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Peningkatan
presentase prasarana temak yang
memnuhi standar yang menangani
Perencanaan Pengembangan Prasarana,
Kawasan dan Komoditas Pertanian,
Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan
Penataan Prasarana Pendukung, dan
Pembangunan, Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD
Pertanian serta Sarana Pendukungnya

DISNAK-05

AN
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DISNAK-08
Layanan ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Peningkatan
jumiah ternak yang sehat yang menangani

" Pengendalian Resiko dan
DISNAK-07 Layanan Peningkaten Jumiah Penanggulangan Penyakit Hewan dan
Ternak Yang Sehat :
Zoonosis dan Pengawasan atas
penerapan persyaratan teknis untuk
pemasukan dan/atau pengeluaran hewan
dan produk hewan

DISNAK-08
Layanan ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Peningkatan
pertumbuhan unit usaha pangan asal

Layanan Peningkatan ternak yang memenuhi standar yang

DISNAK-09 Pertumbuhan Unit Usaha Pangan |menangani Penerapan Persyaratan Teknis

Asal Ternak Yang Memenuhi Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas
Standa Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan
dan Pembinaan Penerapan Persyaratan
Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk
Hewan
DISNAK-10
12 13 14 15 16 17
Layanan Pengembangan
kelembagaan dan peningkatan
KTKT.G1. sumber daya tmanusia koperasi
melalui Rehabilitasi dan Reorientasi
Koperasi Aktif dan berdaya saing
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KTKT.02
KTKT.03
Layanan ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang
Menumbuhkembangkan UKM dan
Layanan pengembangan UKM Peningkatan Sumber Daya Manusia
dan Peningkatan Sumber Daya  |melalui Pemberdayaan Usaha Kecil
KTKT.04 Manusia melalui Pemberdayaan menengah yang berdaya saing yang
Usaha Kecil menengah yang menangani UMKM Perempuan Melalui
berdaya saing Pelatihan Kewirausahaan Dan Peran SDM
Koperasi, Pemberdayaan Usaha Kecil dan
Pengembangan Kompetensi & Kualitas
PLUT-UMKM
KTKT.05
KTKT.06
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Layanan Peningkatan kompetensi
dan daya saing tenaga kerja
melalui pengembangan
ketrampilan, pelatihan kerja,

Layanan ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang kompetensi dan
daya saing tenaga kerja melalui
pengembangan ketrampilan, pelatihan
kerja, produktivitas dan penempatan
perluasan kesempatan kerja serta
peningkatan jaminan perlindungan tenaga
kerja yang menangani pengembangan

mewujudkan kemandirian
ekonomi masyarakat

KTKT.07 produktivitas dan penempatan ketrampilan, pelatihan kerja, produktivitas
perluasan kesempatan kerja serta dar_: penepatan: pe rluase_m k.esempatan
peningkatan jaminan periindungan ker@ serta peningkatar jaminan
tenaga kerja perlindungan tenaga kerja, Pengelolaan

iklim kerja yang kondusif melalui hubungan
industrial yang harmonis, dan Peningkatan
intensitas dan kualitas pengawasan
ketenagakerjaan keselamatan kerja dan
kesehatan kerja serta penegakan hukum

KTKT.08

KTKT.09

Layanan ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Pengembangan
Transmigrasi yang menunjang
Layanan Pengembangan program |P'ogr@m ;
Tr:nsmigrasi?;ang megnun?ang pembgrdayaan masyrfarakat dant y
KTKT.10 pemberdayaan masyarakat demi mewujudkan kemandirian ekonomi

masyarakat yang menangani Penyiapan
Permukiman Transmigrasi, Penempatan
Pemindahan dan Sarpras dan Pembinaan
Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat
Transmigrasi dan sekitamya
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KTKT.11
KTKT.12
12 13 14 15 16 17
Layanan ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Pengelolaan
Ruang Laut dan Perikanan Budidaya yang
menangani mengendalikan dan
DKP.01 Layanan Pengelolaan Ruang Laut mengevaluasi kegiatan pengelolaan ruang
’ dan Perikanan Budidaya laut dan perikanan budidaya ,
Merencanakan operasional Pengelolaan
Ruang Laut dan Perikanan Budidaya dan
pengelolaan ruang laut dan perikanan
budidaya .
DKP.02
DKP.03
DKP.04
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DKP.05

Layanan Perikanan Tangkap

Layanan ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Perikanan
Tangkap yang menangani kegiatan
perikanan tangkap melalui pengelolaan
penangkapan ikan dan kenelayanan,
pengendalian dan penangkapan ikan serta
sarana dan prasarana perikanan tangkap
dan Merencanakan operasional Perikanan
Tangkap

DKP.06

DKP.07

DKP.08

Layanan Pengawasan sumber
daya kelautan dan Perikanan

Layanan ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Pengawasan
sumber daya kelautan dan Perikanan yang
menangani pengendalian dan
mengevaiuasi kegiatan pengawasan
sumber daya kelautan dan perikanan,
Merencanakan operasional Pengawasan
sumber daya kelautan dan Perikanan dan
penegakan hukum perikanan dan kelautan

DKP.09

DKP.10
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DKP.11

Layanan Pengolahan dan
pemasaran produk kelautan dan
perikanan

Layanan ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Pengolahan dan
pemasaran produk kelautan dan perikanan
yang menangani mengendalikan dan
mengevaluasi kegiatan pengembangan
usaha dan pengolahan hasil perikanan dan
pengembangan usaha, pengolahan dan
pembinaan mutu produk kelautan dan
perikanan dan pemasaran dan promosi
investasi berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku agar terwujudnya
pengolahan dan pemasaran produk
kelautan dan perikanan untuk periuasan
pangsa pasar secara maksimal

DKP.12

DKP.13

DKP.14

Layanan Konservasi Perairan,
Pengelolaan Pesisir dan Pulau
Pulau Kecil

Layanan ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Konservasi
Perairan, Pengelolaan Pesisir dan Pulau
Pulau Kecil yang menangani kegiatan
pengelolaan Konservasi Perairan,
Pengelolaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil,
pemanfaatan kawasan konservasi perairan
dan pengeiolaan pesisir dan pulau-pulau
kecil

DKP.15
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12

13

14

15

16

17

Layanan Pemasaran Pariwisata

Layanan ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Pemasaran
Pariwisata yang menangani Informasi
Pemasaran Pariwisata, Promosi
Pariwisata dan Analisa Pasar Pariwisata

Layanan Destinasi Pariwisata

dan Buatan

Layanan ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Destinasi
Pariwisata yang menagani Sarana
Prasarana, Pengembangan Atraksi Wisata
Alam dan Pengembangan Wisata Budaya
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L.ayanan Industri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

Layanan ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Industri Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif yang menangani
Industri Pariwisata, Usaha Ekonomi Kreatif
dan Jaringan Pemasaran.

Layanan Kelembagaan Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif

Layanan ini berkaitan dengan urusan
pemerintahan di bidang Kelembagaan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang
menangani Pemberdayaan Masyarakat
Pariwisata, Sumber Daya Manusia
Ekonomi Kreatif dan Pemberdayaan
Masyarakat Pariwisata
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TABEL 8

Penyusunan Domain Arsitektur Aplikasi

No Nama Aplikasi

RAA Level 1

RAA Level 2

1 2

3

4

1 Website Provinsi NTT

RAA.01 Aplikasi Umum

RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi
Pemerintahan

2 |E-NADI

RAA.01 Aplikasi Umum

RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi
Pemerintahan

3 E-Absensi

RAA.01 Aplikasi Umum

RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi
Pemerintahan

4 Website Diskominfo

RAA.01 Aplikasi Umum

RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik

6 E-Money Performance

RAA.01 Aplikasi Umum

RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi
Pemerintahan

7 |SDGS CHILDREN

RAA.01 Aplikasi Umum

RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi
Pemerintahan

8 |BASEPANGAN

RAA.01 Aplikasi Umum

RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi
Pemerintahan

9 |JURNAL LITBANG

RAA.01 Aplikasi Umum

RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi
Pemerintahan

10 |E-PLANNING

RAA.01 Aplikasi Umum

RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi
Pemerintahan

Simfoni PPA (Sistem Informasi

L2 Online Perempuan dan Anak)

RAA.01 Aplikasi Umum

RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi
Pemerintahan

e
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SIRUP/Sistem Informasi

RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi

& Rencana Umum Pengadaan AR Aplikeasi Limum Pemerintahan
13 |siporA RAA.01 Aplikasi Umum RAA.O;I .02 Aplikasi Umum Administrasi
Pemerintahan
14 |s11IKAN MAS RAA.01 Aplikasi Umum RAA.O?I .02 Aptikasi Umum Administrasi
Pemerintahan
15 Peqlla:an I?regtam Kerja (PPK) RAA.01 Aplikasi Umum RAA.O?I .02 Aplikasi Umum Administrasi
Online (ekinerja) Pemerintahan
16 ISIMPEG RAA.01 Aplikasi Umum RAA.O?I .02 Aplikasi Umum Administrasi
Pemerintahan
17  lsIMAE RAA.01 Aplikasi Umum RAA.O?I .02 Aplikasi Umum Administrasi
Pemerintahan
18 {Website Dinas Kesehatan NTT |RAA.01 Aplikasi Umum |RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik

Y7
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ASPAK (Aplikasi Sarana

19 Prasarana dan Alat Kesehatan) RAA.01 Aplikasi Umum |RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
20 |SIAK RAA.01 Aplikasi Umum |RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
21 ISIAF RAA.01 Aplikasi Umum |RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik

7
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22 |Keluarga Sehat RAA.01 Aplikasi Umum }RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
23 |E-Renggar RAA 01 Aplikasi Umum |RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
24 |E-Planning RAA.01 Aplikasi Umum |RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
25 |E-Verifikasi RAA.01 Aplikasi Umum |[RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
26 |E-Monev RAA.01 Aplikasi Umum {RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
27 |E-Monev DAK RAA.01 Aplikasi Umum |RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
28 |RKAKL RAA.01 Aplikasi Umum |RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
29 |Komdat RAA.01 Aplikasi Umum |RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
30 |SPM RAA.01 Aplikasi Umum |RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
31 |E-Musrembang RAA .01 Aplikasi Umum |RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
32 |PWS Imunisasi RAA.01 Aplikasi Umum |RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
33 |SITT Program TB RAA.01 Aplikasi Umum |RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
34 |Aplikasi Kusta RAA.01 Aplikasi Umum |RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik

4
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35 |SIHA - HIV_AIDS RAA.01 Aplikasi Umum |RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik

36 |E-Sismal RAA.01 Aplikasi Umum |RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik

a7 gg‘;?:éf““"e"ans FKTP dan |22 a 01 Aplikasi Umum |RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik

3g |SisKohatkes (Program RAA.01 Aplikasi Umum |RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
Kesehatan Haiji}

39 |ISPA - DIARE Aplikasi RAA.01 Aplikasi Umum |RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik

40 |FILAKIASIS RAA.01 Aplikasi Umum [RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik

41 |SAS (Aplikasi APBN) RAA.01 Aplikasi Umum |RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik

42 |SIMAK (Aplikasi APBN) RAA.01 Aplikasi Umum |RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik

43 SIPD (Sistem Informasi RAA.01 Aplikasi Umum RAA.O?[ .02 Aplikasi Umum Administrasi
Pembangunan Daerah) Pemerintahan

44 SIPKD (Sistem Informasi RAA.01 Aplikasi Umum RAA.O.‘I .02 Aplikasi Umum Administrasi
Pengelolaan Keuangan Daerah) Pemerintahan

45 |Dashboard Keuangan Daerah  |RAA.01 Aplikasi Umum AR 2 Apilikast Limuny S mimisiast

Pemerintahan

A
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RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi

46 |Medifirst2001 RAA.01 Aplikasi Umum Bl et
47 |INACBGSs RAA.01 Aplikasi Umum RAA.D:I .02 Aplikasi Umum Administrasi
Pemerintahan
48 |website RS RAA.01 Aplikasi Umum RAA.O?I .02 Aplikasi Umum Administrasi
Pemerintahan
49 ISIREK PT RAA 01 Aplikasi Umum RAA.O:I.OZ Aplikasi Umum Administrasi
Pemerintahan
50 |SIMDA BMN RAA.01 Aplikasi Umum RAA.O? .02 Aplikasi Umum Administrasi
Pemerintahan
51  |SAMSAT ONLINE SAAT Anlias Ui | D098 Apiikas] Umum Adwinistres
Pemerintahan
Sistem Informasi Manajemen
52 {Pendidik dan Tenaga RAA.01 Aplikasi Umum |RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
Kependidikan (SIMPTK)
gy (2eienm Imemesi Sl RAA.01 Aplikasi Umum |RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik

Terpadu
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Portal Penerimaan Tenaga

54 Rontrak Dasrah RAA.01 Aplikasi Umum |RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
55 |Backbone Dapodik RAA.01 Aplikasi Umum |RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
56 |RKAKL DIPA RAA.01 Aplikasi Umum |RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
57 |SAS (sistem Akuntasi Satker) |RAA.01 Aplikasi Umum |RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
58 |PP3G Online RAA.01 Aplikasi Umum |RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
59 |Pendataan Ujian Nasional RAA.01 Aplikasi Umum |RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
60 [Website BPSDMD NTT RAA.01 Aplikasi Umum [RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
SIPD (Sistem Informasi — RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi

o Pemerintahan Daerah) RiAa1 Aplkast Linwm Pemerintahan

62 |SMART RAA.01 Apiikasi Umum [RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
63 [ISIKHNAS RAA.01 Aplikasi Umum |RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
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64 |website BPMPTSP NTT RAA.01 Aplikasi Umum |RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
website resmi Dinas PUPR __— I ;
65 Provinsi NTT RAA.01 Aplikasi Umum |RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
66 |e-filing RAA.01 Aplikasi Umum |RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
67 [e-monitoring RAA.01 Aplikasi Umum |RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
68 ie-konstruksi RAA.01 Aplikasi Umum |RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Pubiik
69 |Database Kepegawaian RAA.01 Aplikasi Umum '0.1 I PR L AT A
Pemerintahan
70 |www.parekraf.nttprov.go.id RAA.01 Aplikasi Umum |RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik

/yéé




TABEL 8

Aplikasi Keuangan dan APBN

RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi

71 |(Simak BMN SIPD dan lain-lain) [ A-01 AplikastUmum | oo e rintahan

72 |Website RAA .01 Aplikasi Umum [RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
73 {ILDIS (JDIH) RAA.01 Aplikasi Umum {RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
74 |Aplikasi E-Library Aksara RAA.01 Aplikasi Umum |RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanah Publik
75  |Aplikasi Modul Sirkulasi RAA.01 Aplikasi Umum |RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
76  |Aplikasi Modul OPAC RAA.01 Aplikasi Umum |RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
77 |Aplikasi Modul Keanggotaan RAA.01 Aplikasi Umum |RAA.01.01 Apiikasi Umum Layanan Publik
78 {Aplikasi Modul Buku Tamu RAA.01 Aplikasi Umum |RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
79 g‘:fi‘:;si Modul Pendaftaran o4 01 Aplikasi Umum |RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
80 Apiikas! Moril Exccllive RAA.01 Aplikasi Umum |RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik

information System (EIS)




TABEL 8

81

Aplikasi Manajemen Alth Media

RAA.01 Aplikasi Umum

RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik

82

Apiikasi Cetak Kartu Katalog

RAA.01 Aplikasi Umum

RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik

83

Aplikasi Pengunjung Buku
Hitam, Putih/Berwarna

RAA.01 Aplikasi Umum

RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik

Apiikasi Katalog Induk Daerah

RAA.01 Aplikasi Umum

RAA 01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik

85

Aplikasi Penelusuran OPAC KID

RAA.01 Aplikasi Umum

RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Pubiik

86

Aplikasi Penulusuran OPAC BID

RAA.01 Aplikasi Umum

RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik

87

Aplikasi E-Library Inislite

RAA.01 Aplikasi Umtum

RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik

88

Aplikasi e-Library Qails

RAA.01 Aplikasi Umum

RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik

89

Aplikasi Nomor Pokok
Perpustakaan

RAA.01 Aplikasi Umum

RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik

Aplikasi Alih Media

RAA.01 Aplikasi Umum

RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik

91

Aplikasi e-Book

RAA.01 Aplikasi Umum

RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik

92

Aplikasi Audioc COE

RAA.01 Aplikasi Umum

RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik

10




TABEL 8

Sistem Informasi Data Terpadu

93 (SIMADU) RAA.01 Aplikasi Umum {RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik

94 Sistem Informasi Pengelolaan RAA.01 Aplikasi Urnum RAA.O?I .02 Aplikasi Umum Administrasi
Keuangan Daerah Pemerintahan

g5 |BIAK(Sistam Informasl RAA.01 Aplikasi Umum {RAA,01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik

Adminsitrasi Kependudukan)

11




TABEL 8

Usulan Usulan Usulan
Usulan RAA Level 3 RAA Level |RAA Level|l RAA Instansi
4 5 Level 6
5 6 7 8 9
RAA.01.01.44 Aplikasi Informasi Bt Gimetio Pecing
NTT
RAA.01.02.08 Aplikasi Organisasi dan Tata Kelola s Komirfo Provinsi
RAA.01.02.07 Aplikasi Akuntabilitas Kinerja zlquas IR TR
RAA.01.01.44 Aplikasi Informasi il
RAA.01.02.03 Aplikasi Perencanaan ;
Pembangunan Nasional Bappelibangaa
RAA.01.02.03 Aplikasi Perencanaan Baopelitbanada
Pembangunan Nasional ppeiithang
RAA.01.02.03 Aplikasi Perencanaan T —
Pembangunan Nasional FPRiRNg
RAA.01.02.03 Aplikasi Perencanaan ;
Pembangunan Nasional Bappailioangda
RAA.01.02.03 Aplikasi Perencanaan .
Pembangunan Nasional Bappelitbangda
Dinas Pemberdayaan
_ Perempuan dan
RAA.01.01.27 Aplikasi Pemberdayaan Perempuan Perfindungan Anak
Provinsi NTT
Mo 12




TABEL 8

RAA.01.01.27 Aplikasi Pemberdayaan Perempuan

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Provinsi NTT

RAA.01.02.04 Aplikasi Aparatur Negara

Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi NTT

RAA.01.02.04 Aplikasi Aparatur Negara

Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi NTT

RAA.01.02.04 Aplikasi Aparatur Negara

Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi NTT

RAA.01.02.04 Aplikasi Aparatur Negara

Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi NTT

RAA.01.02.04 Aplikasi Aparatur Negara

Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi NTT

RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan

Dinas Kesehatan

e
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RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan

Dinas Kesehatan

RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan

Dinas Kesehatan

RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan

Dinas Kesehatan

14
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RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan

Dinas Kesehatan

RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan

Dinas Kesehatan

RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan

Dinas Kesehatan

RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan

Dinas Kesehatan

RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan

Dinas Kesehatan

RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan

Dinas Kessehatan

RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan

Dinas Kesehatan

RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan

Dinas Kesehatan

RAA . 01.01.25 Aplikasi Kesehatan

Dinas Kesehatan

RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan

Dinas Kesehatan

RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan

Dinas Kesehatan

RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan

Dinas Kesehatan

RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan

Dinas Kesehatan

A
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TABEL 8

RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan

Dinas Kesehatan

RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan

Dinas Kesehatan

RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan

Dinas Kesehatan

RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan

Dinas Kesehatan

RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan

Dinas Kesehatan

RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan

Dinas Kesehatan

RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan

Dinas Kesehatan

RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan

Dinas Kesehatan

RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan

Badan Keuangan Daerah

RAA.C1.01.25 Aplikasi Kesehatan

Badan Keuangan Daerah

RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan

Badan Keuangan Daerah

e
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TABEL 8

RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan

RSUD Prof. DR. W.Z.
Johannes Kupang

RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan

RSUD Prof. DR. W.Z.
Johannes Kupang

RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan

RSUD Prof. DR. W.Z,
Johannes Kupang

RAA.01.01.10 Aplikasi Perikanan

Binas Perikanan dan
Kelautan

RAA.01.02.02 Aplikasi Keuangan

Badan Pendapatan dan
Aset Daerah

RAA.01.02.02 Aplikasi Keuangan

Badan Pendapatan dan
Aset Daerah

RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan

DCinas Pendidikan dan
Kebudayaan

RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan

Binas Pendidikan dan
Kebudayaan

N6
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TABEL 8

RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan

Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan

Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan
RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan Difiars: Fanelichlcan dan

Kebudayaan
RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan

Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

RAA . 01.01.31 Aplikasi Pendidikan

Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

RAA.01.01.44 Aplikasi Informasi

Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Daerah

RAA.01.02.03 Aplikasi Perencanaan
Pembangunan Nasional

Dinas Petemakan

RAA.01.01.09 Aplikasi Peternakan

Dinas Petemakan

RAA.01.01.09 Aplikasi Psternakan

Dinas Peternakan

18




TABEL 8

RAA.01.01.44 Aplikasi Informasi

Dinas Penanaman Modal
dan PTSP

RAA.01.01.44 Aplikasi Informasi Dinas PUPR
RAA.01.01.17 Aplikasi Pekerjaan Umum Dinas PUPR
RAA.01.01.17 Aplikasi Pekerjaan Umum Dinas PUPR
RAA.01.01.17 Aplikasi Pekerjaan Umum Dinas PUPR
RAA.01.02.04 Aplikasi Aparatur Negara Dinas PUPR

RAA.01.01.44 Aplikasi Informasi

Dinas Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

V.
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TABEL 8

RAA.01.02.02 Aplikasi Keuangan

Dinas Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

RAA.01.01.44 Aplikasi Informasi

Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan

RAA.01.01.28 Aplikasi Hukum

Biro Hukun Setda Prov

NTT

RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan

Badan Perpustakaan
Daerah

RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan

Badan Perpustakaan
Daerah

RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan

Badan Perpustakaan
Daerah

RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan

Badan Perpustakaan
Daerah

RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan

Badan Perpustakaan
Daerah

RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan

Badan Perpustakaan
Daerzh

RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan

Badan Perpustakaan
Daerah

A
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TABEL 8

RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan

Badan Perpustakaan
Daerah

RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan

Badan Perpustakaan
Daerah

RAA.01,01.31 Aplikasi Pendidikan

Badan Perpustakaan
Daerah

RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan

Badan Perpustakaan
Daerah

RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan

Badan Perpustakaan
Daerah

RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan

Badan Perpustakaan
Daerah

RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan

Badan Perpustakaan
Daerah

RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan

Badan Perpustakaan
Daerah

RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan

Badan Perpustakaan
Daerah

RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan

Badan Perpustakaan
Daerah

RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan

Badan Perpustakaan
Daerah

RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan

Badan Perpustakaan
Daerah

Jr
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TABEL 8

RAA_01.01.44 Aplikasi Informasi

Badan Penaggulangan
Bencana Daerah

RAA.01.02.02 Aplikasi Keuangan

Badan Penaggulangan
Bencana Daerah

RAA.01.01.23 Aplikasi Kependudukan

Biro Pemerintahan

M
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TABEL 8

ID Nama Aplikasi Uraian Aplikasi
10 11 12
Woebsite nttprov Woebsite nitprov Website provinsi Nusa Tenggara Timur
e-nadi e-nadi Aplikasi tata naskah dinas elektronik
e-Absensi e-Absensi Aplikasi absensi elektronik
website website
e-money performance e-money performance
SDGS CHILDREN SDGS CHILDREN
BASEPANGAN BASEPANGAN
JURNAL LITBANG JURNAL LITBANG
E-PLANNING E-PLANNING
SCTERA{Ssior e BHTS |l i G oA e i i
Perempuan dan Anak) |anak |




TABEL 8

SIRUP/Sistemn Informasi Rencana
Umum Pengadaan

SIRUP/Sistern
Informasi Rencana
Umum Pengadaan

Belanja Modal

SIPORA

SIPORA

Sistem Informasi Pelaporan Realisasi
Program dan Kegiatan

St IKAN MAS

Sl IKAN MAS

Sistem Informasi Indeks Kepuasan

Penilaian Prestasi Kerja (PPK) Online

Penilaian Prestasi
Kerja (PPK) Online

Aplikasi untuk menginput SKP, pelaporan
SKP, perilaku, tugas tambahan, kreatifitas
bulanan dengan output nilai prestasi kerja
bulanan dan tahunan

SIMPEG

SIMPEG

Aplikasi untuk mengelola data
kepegawaian

SIMAE

SIMAE

Aplikasi untuk mengelola dokumen digital
PNS

Website Dinas Kesehatan NTT

Waebsite Dinas
Kesehatan NTT

Publikasi data kesehatan

M
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ASPAK (Aplikasi Sarana Prasarana
dan Alat Kesehatan)

ASPAK (Aplikasi
Sarana Prasarana dan
Alat Kesehatan)

Membantuy inventarisasi dan pemetaan
SPA, memberikan panduan dan
pembinaan dalam pengawasan terhadap
pemenuhan SPA oleh pemerintah pusat
dan daerah, mendukng akreditasi fasilitas
pelayanan kesehatan, penyusunan
kebutuhan perencanaan pemenuhan
standar, ijin operasional, penetapan
klasifikasi fasilitas pelayanan kesehatan

SIAK

SIAK

Portal Tableau - Dukcapil. Menyediakan
data dan informasi mengenai jumlah
penduduk dan keadaan penduduk provinsi
dan daerah yang akurat, lengkap dan
mutakhir

SIAF

SIAF

vistem Informasi Akreditasi FRTP.
Memudahkan Kab/Kota dalam proses
pengusulan akreditasi FKTP,
mempermudah provinsi, Kab/Kota maupun
FKTP dalam monitoring usulan akreitasi,
memudahkan pelaksanaan survei dan
pelaporan hasil survei oleh surveior,
memudahkan proses verifikasi oleh
verifikator di Komisi, komunikasi komisi
dengan surveior, antar surveior maupun
antar anggota komisi, komunikas dit. mutu
dan akreditasi dan PJ akreditasi FKTP
provinsi dan Kab/Kota dan kepala
puskesmas, memudahkan monitoring dan
evaluasi pencapaian indikator akreditasi

sesuai RPJIMN dan Renstra
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Aplikasi Keluarga Sehat versi 2.0.
Mempercepat dan mempermudah

Keluarga Sehat Keluarga Sehat pencatatn, pengolahan penganalisaan data
keluarga sehat hasil kunjungan keluarga
yang dilakukan oleh survevyor puskesmas
Perencanaan Verivikasi dan Evaluasi dana

E-Renggar E-Renggar Dekon dan DAK

. , Perencanaan Verivikasi dan Evaluasi dana

E-Planning E-Planning Dekon dan DAK

. \ . : Perencanaan Verivikasi dan Evaluasi dana

E-Verifikasi E-Verifikasi Dekon dan DAK
Perencanaan Verivikasi dan Evaluasi dana

E-Monev E-Monev Dekon dan DAK

E-Monev DAK E-Monaev DAK Evaluasi Perencanaan DAK

RKAKL RKAKL Perencanaan dan Revisi Sumber Dana
Dekon

Komdat Komdat Informasi Data Kemenkes Ri

SPM SPM Informasi Data Kemenkes R

E-Musrembang E-Missraiibang Perencanaan Pagu Indikatif Untuk

Musrembang Provinsi dan Nasional

PWS Imunisasi

PWS Imunisasi

Analisa Data Cakupan

SITT Program TB SITT Program TB Surveilans TB dan Analisa
Aplikasi Kusta Aplikasi Kusta Surveilans 'Kusta dan Analisa
26
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SIHA - HIV_AIDS

SIHA - HIV_AIDS

Surveilans HIV_AIDS dan Analisa

E-Sismal

E-Sismal

Surveilans Malaria dan Analisa

Aplikasi Surveilans FKTP dan
Posbindu

Aplikasi Surveilans

Siskohatkes (Program Kesehatan Haji)

EKTP dan Posbindu

Surveilans PTM dan Analisa

Siskohatkes (Program
Kesehatan Haiji)

Surveilans Haji dan Analisa

ISPA - DIARE Aplikasi

ISPA - DIARE Aplikasi

Surveilans ISPA, Diare dan Analisa

FILAKIASIS

FILAKIASIS

Hasil Survey

SAS (Aplikasi APBN)

SAS (Aplikasi APBN)

Peneglolaan Keuangan

SIMAK (Aplikasi APBN)

SIMAK (Apiikasi

Pengelolaan Keangan

APBN)
SIPD (Sistem Merupakan aplikasi mulai dari
SIPD (Sistem Informasi Pembangunan |Informasi perencanaan sampai dengan pertanggung
Daerah) Pembangunan jawaban serta informasi aplikasi lainnya
Daerah) yang saling terintegrasi

SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah)

SIPKD (Sistem
Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah)

Sebagai alat bantu pemerintah daerah
yang digunakan meningkatkan efektivitas
implementasi dari berbagai regulasi bidang
pengelolaan keuangan daerah yang
berdasarkan pada asas efesiensi,
ekonomis, efektif, transparan, akuntabel
dan auditabe

Dashboard Keuangan Daerah

Dashboard Keuangan
Daerah

Merupakan sistem informasi monitoring
dari APBD - Realisasi dan target
pendapatan

e
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Aplikasi SIMRS untuk mencatat semua

Medifirst2000 Medifirst2000 kegiatan transaksi rumah sakit, rekam
meds pasien dan informasi

INACBGs INACBGs aplikasi bantu untuk klaim BPJS

website RS website RS website informasi RS
Aplikasi yang digunakan untuk penerbitan

SIREK PT SIREK PT surat rekomendasi teknis dari DKP Prov
NTT

SIMDA BMN SIMDA BMN aplikasi d(_a_sktc'p yang digunakan me_ndata
barang milik daerah secara elekfronik

SAMSAT ONLINE SAMSAT ONLINE aplikasi online untuk pengurusna ijin

kendaraan bermotor

Sistem Informasi Manajemsn Pendidik
dan Tenaga Kependidikan (SIMPTK)

Sistem informasi
Manajemen Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan
(SIMPTK)}

Aplikasi untuk merekap data pendidik dan
tenaga kependidikan secara online dan
akan ditampung dalam satu database yang
terdistribusi, serta mempermudah bidang
Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi dalam
perekapan data secara realtime

Sistem Informasi Sekolah Terpadu

Sistem Informasi
Sekolah Terpadu

aplikasi membantu Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan untuk melaksanakan
managemen data guru dan tenaga
kependidikan kaitan dengan keadaan GTK
seliap bulan, daftar hadir GTK setiap han,
PAK (Penetapan Angka Kredit} Guru PNS
secara online

s
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Portal Penerimaan Tenaga Kontrak
Daerah

Portal Penerimaan
Tenaga Kontrak
Daerah

Aplikasi untuk menyeleksi tenaga kontrak
baru tahun 2020, muiai dari tahapan
seleksi administrasi hingga seleksi tertulis
dan pengumuman terakhir

Backbone Dapodik

Backbone Dapodik

Data Pokok Pendidikan

RKAKL DIPA

RKAKL DIPA

Anggaran Dekonssntrasi

SAS (sistem Akuntasi Satker)

SAS (sistem Akuntasi
Satker)

Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi

PP3G Online

PP3G Online

Laporan Triwulan Dana Dekonsentrasi

Pendataan Ujian Nasional

Pendataan Ujian

Pendataan Peserta Ujian Nasional

Nasional
. Website digunakan untuk
Website BPSDMD NTT nvffs'te BPSDMD | empublikasikan berita kegiatan den
program pada BPSDMD NTT
Aplikasi yang memuat tentang sistem
SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan SIPD (Stlstem perencanaan pembangunar} daerah dan
Informasi sistem keuangan daerah, sistem

Daerah)

Pemerintahan Daerah)

pembinaan dan pengawasan pemerintahan
daerah

SMART

SMART

Aplikasi keuangan

ISIKHNAS

ISIKHNAS

Sistem Informasi kesehatan hewan
nasional

4

29




TABEL 8

website BPMPTSP NTT

website BPMPTSP
NTT

Website digunakan untuk
mempublikasikan berita kegiatan dan
program pada BPMPTSP NTT

website resmi Dinas PUPR Provinsi
NTT

website resmi Dinas
PUPR Provinsi NTT

Untuk memberikan informasi terkait
pekerjaan dalam lingkup dinas PUPR Prov
NTT

aplikasi yang digunakan untuk menejemen
surat masuk, surat keluar dan nota dinas

e-filing e-filing secara elektronik pada dinas PUPR Prov
NTT
aplikasi yang digunakan untuk monitering
realisasi keuangan belanja langsung,
e-monitoring e-monitoring belanja tidak langsung dan pendapatan

asli daerah secara realtime pada Dinas
PUPR prov NTT

e-konstruksi

e-konstruksi

aplikasi yang digunakan untuk manajemen
data paket-paket konstruksi dan
melakukan pengasrsipan dokumen
kontrak, addendum kontrak, PHO, MC,
FHO untuk masing-masing paket
pekerjaan pada Dinas PUPR Prov. NTT

Aplikasi yang digunakan untuk
memanajemen data PNS, Pegawai harian

. Database (Non PNS}, Pengarsipan dokumen-
Database Kepegawaian Kepegawaian dokumen secara elektronik untuk masing-
masing pegawai pada Dinas PUPR prov
NTT
parekraf.nttprov.go.id wwyv.parekraf.nttpmv. infoqna_sn pariwisata dan e_konoml kreatif di
go.id provinsi Nusa Tenggara Timur

e
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Aplikasi Keuangan dan APBN (Simak
BMN SIPD dan lain-lain)

Aplikast Keuangan dan
APBN (Simak BMN
SIPD dan lain-lain)

Website

Website

Website Dinas

ILDIS (JDIH)

ILDIS (JDIH)

Aplikasi untuk Pendataan Database
Peraturan Daerah (JDIH)

Aplikasi E-Library Aksara

Aplikasi E-Library
Aksara

Sebagai Layanan Otomasi Perpustakaan

Aplikasi Modul Sirkulasi

Aplikasi Modul
Sirkulasi

Aplikasi Modul OPAC

Aplikasi Modul OPAC

Aplikasi Modul Keanggotaan

Aplikasi Modul
Keanggotaan

Aplikasi Modul Buku Tamu

Apiikasi Modul Buku
Tamu

Aplikasi Modul Pendaftaran Online

Aplikasi Modul
Pendaftaran Online

Aplikasi Modul Executive Information  |/Plikasi Modut
System (EIS) Executive Information
! System (EIS)
M "




TABEL 8

Aplikasi Manajemen Alih Media

Aplikasi Manajemen
Alih Media

Aplikasi Cetak Kartu Katalog

Aplikasi Cetak Kartu
Katalog

Aplikasi Pengunjung Buku Hitam,
Putih/Berwama

Aplikasi Pengunjung
Buku Hitam,
Putih/Berwama

Aplikasi Katalog Induk Daerah

Aplikasi Katalog induk
Daerah

Aplikasi Penelusuran OPAC KID

Aplikasi Penelusuran
OPAC KID

Aplikasi Penulusuran OPAC BID

Aplikasi Penulusuran
OPAC BID

Aplikasi E-Library Inislite

Aplikasi E-Library
Inislite

Sebagai Layanan Otomasi Perpustakaan

Aplikasi e-Library Qails

Aplikasi e-Library Qails

Sebagai Layanan Otomasi Perpustakaan

Aplikasi Nomor Pokok Perpustakaan

Aplikasi Nomaor Pokok
Pempustakaan

Sebagai Layanan Otomasi F"erpustakaan

Aplikasi Alih Media

Aplikasi Alih Media

Sebagai Layanan Otomasi Perpustakaan

Aplikasi e-Book

Aplikasi e-Book

Sebagai Layanan Otomasi Perpustakaan

Aplikasi Audio COE

Aplikasi Audio COE

Sebagai Layanan OCtomasi Perpustakaan
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TABEL 8

Sistem Informasi Data Terpadu
(SIMADU)

Sistemn Informasi Data
Terpadu (SIMADU)

Aplikasi data bencana agar tersedianya
Basis Data kebenaran (Pra Bencana dan
Pasca Bencana)

Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah

Sistem Informasi
Pengelolaan
Keuangan Daerah

entry RKA Tahunan, entri SPJ

SIAK (Sistem Informasi Adminsitrasi
Kependudukan)

SIAK (Sistem
Informasi Adminsitrasi
Kependudukan)

Pemenfaatan dan Pendataan Informasi
Kependudukan

iz
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TABEL 8

Layanan
NT—— Kode Model Data yang . N
Fungsi Aplikasi Referensi SPBE _yang Digunakan Luaran | Basis Aplikasi
Didukung
13 14 15 16 17 18
Website provinsi Nusa Tenggara Timur Postgre SQL
Aplikasi tata naskah dinas elektronik My SQL
Aplikasi absesnsi elektronik My SQL

Sumber rujukan terkait pencatatan data
kasus kekerasan terhadap perempuan dan
anak




TABEL 8

Belanja Modal

Sistem Informasi Pelaporan Realisasi

Program dan Kegiatan BIEMS My Sl
Sistem Informasi Indeks Kepuasan DBMS My Sql
Aplikasi untuk menginput SKP, pelaporan
SKP, perilaku, tugas tambahan, kreatifitas Sopr—
bulanan dengan output nilai prestasi kerja S 3
bulanan dan tahunan
;(\phkaa ur?tuk mengelola data DBMS My Sql

epegawaian
Aplikasi untuk mengelola dokumen digital DBMS My Sq
PNS

o s Database

Publikasi data kesehatan MySQL

/yf
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TABEL 8

Membantu inventarisasi dan pemetaan
SPA, memberikan panduan dan
pembinaan dalam pengawasan terhadap
pemenuhan SPA oleh pemerintah pusat
dan daerah, mendukng akreditasi fasilitas
pelayanan kesehatan, penyusunan
kebutuhan perencanaan pemenuhan
standar, ijin operasional, penetapan
klasifikasi fasilitas pelayanan kesehatan

Portal Tableau - Dukcapil. Menyediakan
data dan informasi mengenai jumlah
penduduk dan keadaan penduduk provinsi
dan daerah yang akurat, lengkap dan
mutakhir

oistem Iinformasi Akreditast FKTP.
Memudahkan Kab/Kota dalam proses
pengusulan akreditasi FKTP,
mempermudah provinsi, Kab/Kota maupun
FKTP dalam monitoring usulan akreitasi,
memudahkan pelaksanaan survei dan
pelaporan hasil survei oleh surveior,
memudahkan proses verifikasi oleh
verifikator di Komisi, komunikasi komisi
dengan surveior, antar surveior maupun
antar anggota komisi, komunikas dit. mutu
dan akreditasi dan PJ akreditasi FKTP
provinsi dan Kab/Kota dan kepala
puskesmas, memudahkan monitoring dan
evaluasi pencapaian indikator akreditasi

stra
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TABEL 8

Aplikasi Keluarga Sehat versi 2.0.
Mempercepat dan mempermudah
pencatain, pengolahan penganalisaan data
keluarga sehat hasit kunjungan keluarga
yang dilakukan oleh survevyor puskesmas

Perencanaan Verivikasi dan Evaluasi dana
Dekon dan DAK

Perencanaan Verivikasi dan Evaluasi dana
Dekon dan DAK

Perencanaan Verivikasi dan Evaluasi dana
Dekon dan DAK

Perencanaan Verivikasi dan Evaluasi dana
Dekon dan DAK

Evaluasi Perencanaan DAK

Perencanaan dan Revisi Sumber Dana
Dekon

Informasi Data Kemenkes RI

Informasi Data Kemenkes Ri

Perencanaan Pagu indikatif Untuk
Musrembang Provinsi dan Nasicnal

Analisa Data Cakupan

Surveilans TB dan Analisa

Surveilans 'Kusta dan Analisa

A
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TABEL 8

Surveilans HIV_AIDS dan Analisa

Surveilans Malaria dan Analisa

Surveilans PTM dan Analisa

Surveilans Haji dan Analisa

Surveilans ISPA, Diare dan Analisa

Hasit Survey

Peneglolaan Keuangan

Pengelolaan Keangan

Merupakan aplikasi mulai dari Tidak dapat
perencanaan sampai dengan pertanggung informasi
jawaban serta informasi aplikasi lainnya karena aplikasi
yang saling terintegrasi terpusata
Sebagal alat bantu pemerintah daerah
yang digunakan meningkatkan efektivitas
implementasi dari berbagai regulasi bidang SQL SERVER
pengelolaan keuangan daerah yang

g 2008 - R2
berdasarkan pada asas efesiensi,
ekonomis, efektif, fransparan, akuntabel
dan auditabe
Merupakan sistem informasi monitoring
dari APBD - Realisasi dan target S&%?E;VER

pendapatan

U
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TABEL 8

Aplikasi SIMRS untuk mencatat semua
kegiatan transaksi rumah sakit, rekam
meds pasien dan informasi

SQL Server
2016 r2

aplikasi bantu untuk kiaim BPJS

mysql

website informasi RS

mysgl

Aplikasi yang digunakan untuk penerbitan
surat rekomendasi teknis dari DKP Prov
NTT

MySQL

aplikasi desktop yang digunakan mendata
barang milik daerah secara elekironik

SQLServer

aplikasi online untuk pengurusna ijin
kendaraan bermotor

SQLServer

Aplikasi untuk merekap data pendidik dan
tenaga kependidikan secara online dan
akan ditampung dalam satu database yang
terdistribusi, serta mempermudah bidang
Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi dalam
perekapan data secara realtime

MySQL 10.2

aplikasi membantu Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan untuk melaksanakan
managemen data guru dan tenaga
kependidikan kaitan dengan keadaan GTK
setiap bulan, daftar hadir GTK setiap hari,
PAK (Penetapan Angka Kredit} Guru PNS
secara online

MySQL 10.2

b
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TABEL 8

Aplikasi untuk menyeleksi tenaga kontrak
baru tahun 2020, mulai dari tahapan

seleksi administrasi hingga seleksi tertulis WysGl. 10.2
dan pengumuman terakhir

Data Pokok Pendidikan Mysql
Anggaran Dekonsentrasi Mysql
Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi Mysql
Laporan Triwulan Dana Dekonsentrasi Mysql
Pendataan Peserta Ujian Nasional Mysql
Website digunakan untuk . .
mempublikasikan berita kegiatan dan I:floanaDB Ve
program pada BPSDMD NTT

Aplikast yang memuat tentang sistem

perencanaan pembangunan daerah dan

sistem keuangan daerah, sistem MySQL

pembinaan dan pengawasan pemerintahan
daerah

Aplikasi keuangan

Sistem Informasi kesehatan hewan
nasional

/[/é
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TABEL 8

Woebsite digunakan untuk

mempublikasikan berita kegiatan dan Bélabiss petia

program pada BPMPTSP NTT RERNEL

Untuk memberikan informasi terkaif MySOL versi

pekerjaan dalam lingkup dinas PUPR Prov y ersion

NTT 5.1.41

aplikasi yang digunakan untuk menejemen

surat masuk, surat keluar dan nota dinas MySQL version

secara elektronik pada dinas PUPR Prov 5.1.41

NTT

aplikasi yang digunakan untuk monitoring

realisasi keuangan belanja langsung, :

belanja tidak langsung dan pendapatan MyHaL yarsion
: - : 5.1.41

asli daerah secara realtime pada Dinas

PUPR prov NTT

aplikasi yang digunakan untuk manajemen

data paket-paket konstruksi dan

melakukan pengasrsipan dokumen MySQL version

kontrak, addendum kontrak, PHO, MC, 5.1.41

FHQO untuk masing-masing paket

pekerjaan pada Dinas PUPR Prov. NTT

Aplikasi yang digunakan untuk

memanajemen data PNS, Pegawai harian

(Non PNS), Pengarsipan dokumen- MySQL version

dokumen secara elektronik untuk masing- 5.1.41

masing pegawai pada Dinas PUPR prov

NTT

informasi pariwisata dan ekonomi kreatif di MySql versi 5

provinsi Nusa Tenggara Timur
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TABEL 8

Website Dinas Mysql
Aplikasi untuk Pendataan Database Mysal
Peraturan Daerah (JDIH} ¥5q
Sebagai Layanan Otomasi Perpustakaan Mysgl, Oracle,
Postgre SQL.,
Microsoft SQL
Server
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TABEL 8

Sebagai Layanan Otomasi Perpustakaan Mysql
Sebagai Layanan Otomasi Perpustakaan Mysql
Sebagai Layanan Otomasi Perpustakaan Mysql
Sebagai Layanan Otomasi Perpustakaan Mysql
Sebagai l.ayanan Otomasi Perpustakaan Mysql
Sebagai Layanan Otomasi Perpustakaan Mysql

i
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TABEL 8

Aplikasi data bencana agar tersedianya
Basis Data kebenaran (Pra Bencana dan
Pasca Bencana)

My SQL versi 5

entry RKA Tahunan, entri SPJ

Pemenfaatan dan Pendataan Informasi
Kependudukan

NG
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TABEL 8

Tipe Ligans| Bahasa Kerangka
Server/Cloud Aplikasi Bahasa Pemrograman Pengembangan Basis Data Unit Pengembang
Pemrograman
19 20 21 22 23 24
ey ded&t.;astte)d I vrap Opensource PHP 8 - My SQL Dinas Kominfo Provinsi NTT
Dinas Kominfo Provinsi NTT Opensource PHP Versi 6 - My SQL Kemenkumham RI
Dinas Kominfo Provinsi NTT Opensource PHP - My SQL '[r)il:;lisr Rominto Frovins! Jewn
Opensource -
Opsensource -
Opensource -
Opensource -
Opensource -
Opensource .
Kementrian Pemberdayaan
Perempuan dan Anak Rl Opensource - Pemerintah Prov. Jawa Tengah

(Biro Perencanaan dan Data)

/%
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i TABEL 8

Shared hosting Opensource PHP DBMS My Sql |Periantu M. Sabuna, S.Kom
Shared hosting Opensource PHP DBMS My Sql |Periantu M. Sabuna, S.Kom
Ruang Server Biro PBJ L
Setda Provinsi NTT Opensource Phyton Postgre sq! BKD Provinsi Jawa Barat
Badan Kepegawaian Daerah PHP5.6.38-3
Brov. NTT Opensource (Kondisi Terbaru) DBMS My Sql |MSM
Badan Kepegawaian Daerah PHP5.6.38-3
Prov. NTT Opensource (Kondisi Terbaru) DBMS My Sqgl |Terasoft
Dinas Kesehatan Provinsi NTT
Dinas Komunikasi dan Opensource PHP (Hypertext Database bekerjasama dengan Dinas
Informatika Provinsi NTT P Prepocessor) MySQL Komunikasi dan Informatika

Provinsi NTT

M
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TABEL 8

Direktorat Fasilitas Pelayanan

Kemkes RI

Kemkes RI Opensource it
Kementrian dalam negeri / Opensource Kementrian Dalam Negeri /
Ditjen DUKCAPIL P Ditien DUKCAPIL
Dir. Mutu dan Akreditasi
Dirjen Pelayanan Kesehatan Opensource Pselayanan Kesehatan Dirjen

Pelayanan Kesehatan Kemkes
RI

/Ué
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TABEL 8

Pusat data dan informasi

Pusat data dan informasi

(Pusdatin) Kemenkes RI Cipemsctines (Pusdatin) Kemenkes Rl
Kemenkes Ri Opensource
Kemenkes Ri Opensource
Kemenkes RI Opensource
Kemenkes RI Opensource
Kemenkes RI Opensource
Kemenkes RI Opensource
Kemenkes Ri Opensource
Kemenkes RI Opensource

Bappeda/Bappenas Opensource
Kemenkes RI Opensource
Kemenkes RI Opensource
Kemenkes RI Opensource

A
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TABEL 8

Kemenkes R Opensource
Kemenkes Rl Opensource
Kemenkes Rl Opensource
Kemenkes RI Opensource
Kemenkes RlI Opensource
Kemenkes Rl Opensource
Kemenkes Ri Opensource
Kemenkes Ri Opensource
Tidak dapat ol
Kementrian dalam negeri Opensource informasi karena . . |Kementrian Dalam Negeri
o karena aplikasi
aplikasi terpusata
terpusata
Badan Keuangan Daerah SQL SERVER . ’
Prov NTT lantai 4 Opensource C#.nett 2008 - R2 Kementrian Dalam Negeri
Badan Keuangan Daerah Ooehsource Php native, Jquery, SQL SERVER |Badan Keuangan Daerah Prov
Prov NTT lantai 4 P CSS 2008 - R2 NTT

o

49




TABEL 8

RSUD Prof. DR. W.Z. SQL Server .
Johannes Kupang Opensource web 2016 12 PT. Jasamedika Saranatama
RSUD Prof. DR. W.Z. .
Johannes Kupang Opensource web mysq| Kementrian Kesehatan
RSUD Prof. DR. W.Z. . —— — RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes
Johannes Kupang P P koA Kupang
Singapura Opensource Javascript dan PHP MySQL El;lzdenka Rarmby Ngaris, .
Kota Kupang Opensource Javascript dan PHP SQLServer BPKP Perwakilan NTT
Kota Kupang Opensource Javascript dan PHP SQLServer BPKP Perwakilan NTT
Bidang Pembinaan
Ketenagaan Dinas Petrus Parawin Atasoge,
Pendidikan dan Kebudayaan CipprisaIS PRR 7411 Myel10.2 S.Kom., dkk
Provinsi NTT
Singapura Opensource PHP 7.4.11 MySQL 10.2 Lihist Sinada, 5,4, MA dan

Joly Hans Frankle

A
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TABEL 8

Luhut Sinaga, S.Pd., MA dan

mysql

Singapura Opensource PHP 7.4.11 MySQL 10.2 Joly Hans Frankle
- Opensource PHP Mysqgl PDSPK-Kemendikbud
- Proprietary Fox Pro Mysql Kemenkeu
- Proprietary FoxPro Mysql Kemenkeu
- Opensource PHP Mysqgl Bappenas
- Proprietary Foxpro Mysql Puspendik Kemendikbud
DKI Jakarta Opensource PHP versi 7 MariaDB Versi |[CV. TerraSoft pada tahun
(IDCLOUDHOST.COM) P & 10 anggaran 2018
JI. Medan Merdeka Utara No. J o e
7 Jakarta Pusat 10340, DKI Opensource = WL PP, MySQL Kementrian dalam Negeri
mysql
Jakarta
Pusat Sistem Informas! dan ] —
Teknologi Keuangan Opensource ava’mysq; Php, Kementrian Keuangan
| (Pusinteic) Nl | anannan
——— Gpenasiros Java, html, php, Ditien Peternakan dan

Kesehatan Hewan

M
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TABEL 8

Opensource Database pada Kementrian Kominfo Ri
server
Komputer Server pada Dinas . MySQL version|Staf IT pada Dinas PUPR Prov
PUPR Prov NTT Opensource PHP Version 5.3.1 5 1.41 NTT
Komputer Server pada Dinas : MySQL version -
PUPR Prov NTT Opensource PHP Version 5.3.1 5.1.41 CV. Digital Sense
Komputer Server pada Dinas . MySQL version
PUPR Prov NTT Opensource PHP Version 5.3.1 5141 CV. 2R Software House
Komputer Server pada Dinas Y MySQL version
PUPR Prov NTT Opensource PHP Version §.3.1 5.1.41 CV. Brusel
Komputer Server pada Dinas 2 MySQL version
 PUPR Prov NTT Opensource PHP Version 5.3.1 5.1.41 CV. Brusel
Jakarta (indowebsite.co.id) Opensource PHP versi 7 MySql versi 5 Dinas Pariwisata bekerja sama

dengan STIKOM UYELINDC

N
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TABEL 8

- Opensource -
PHP : Hypertext Joomlat
Newark, New Jersey Opensource Prepocessor, - Webtocrat, Surabaya
. WordPress
Javascript
Diskominfo Prov NTT Opensource | 1 dan MySql PHP my admin 55 m
versi 5.6 versi 5.6
RFID, Esri,
Opensource Microsoft ASP.Net, Mysgl, Oracle,
Windows
Proprietary Server,jQuery, Postgre SQL.,
PHP,
: Microsoft SQL
Proprietary SArar
Opensource
Opensource
Opensource
Opensource
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TABEL 8

Opensource

Opensource

Opensource

Opensource

Opensource

Opensource

Opensource Jquery, PHP Mysql
Opensource Jquery, PHP Mysql
Opensource Jquery, PHP Mysql
Opensource Jquery, PHP Mysql
Opensource Jquery, PHP Mysql
Opensource Jquery, PHP Mysqgl




TABEL 8

Singapore

Opensource

Drupal versi 8 dan
PHP versi 7

My SQL versi
5

Dedi Tanoni, ST

Kemendagri

e
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TABEL 8

; . ; ID Metadata Terkait
Unit Operasional Teknologi (SPLPIAPI)
25 26

Dinas Kominfo Provinsi NTT

Dinas Kominfo Provinsi NTT

Dinas Kominfo Provinsi NTT

P2TP2A NTT (Sebagai
operator)

M, o




TABEL 8

Internal BKD, melibatkan semua

sub bagian

BKD

BKD Provinsi Jabar, BKD
Provinsi NTT, Dinas Kominfo,
Biro PBJ, Arsenet

Sub bidang SIMPEG BKD NTT

Sub bidang SIMPEG BKD NTT

Sekretariat Dinas Kesehatan
Provinsi NTT

yvé
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TABEL 8

Kementrian Kesehatan, Dinas
Kesehatan provinsi, Kab/Kota,
BPFK/Institusi Penguji, Rumah
Sakit/Puskesmas dan [Labkes
yang harus memiliki account
yang disediakan oleh Direktorat
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Dukcapil Pusat, Provinsi,
Kabupaten dan Kota

Administrator Pusat / Subdit
Mutu dan Akreditasi Yankes PJ
Siaf Provinsi dan
Kabupaten/Kota

Jré
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TABEL 8

Administrator pusat -
pengumpul data

e




TABEL 8

Semua perangkat daerah
sebagai pengguna

Semua perangkat daerah
sebagai pengguna

Masvyarakat dan perangkat
daerah

A
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TABEL 8

BPJS, Dukcapil, Kemenkes
(Bridging System)

BPJS

Infokom Prov NTT sebagai
penyedia domain

Admin dan petugas SIREK PT

Admin, Petugas SIMDA BMN

Admin, Petugas Samsat Oniine

Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi NTT
dikoordinir oleh Bidang
Pembinaan Ketenagaan dan
Tim IT SMKN 1 Kupang

Bidang Pembinaan Ketenagaan

M
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TABEL 8

Bidang Pembinaan Ketenagaan

Dikelola oleh admin yakni PNS
pada BPSDMD NTT dan
maintenance websitenya
menjadi tanggung jawab CV.
TerraSoft

Semua opd

Semua opd

opd yang berkaitan dengan
isikhnas

A
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TABEL 8

Admin yakni Kabid dan
Operator

Dinas Pariwisata dan ekonomi
kreatif Provinsi NTT

7
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TABEL 8

Admin Website

Biro Hukum
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TABEL 8

/otc
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TABEL 8

Dikelola oleh PNS pada BPBD
NTT dan maintenance
websitenya menjadi tanggung
jawab Dedi Tanoni, ST

66




DOMAIN KEAMANAN



€

i
* 9

¥ »

Questionaire Subtansi Domain Keamanan

Jenis standar keamanan yang diacu dan menjadi prioritas oleh setiap IPPD diantaranya:

TRUE

[Perban BSSN Nomor 4 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nornor 19 Tahun 2021 tentang SMKI

Standar dan Prosedur Keamanan SPBE ] | |

TRUE

Perban BSSN No 4 Tahun 2021

FALSE

FALSE

Standar

internasional terkait keamanan informasi:

FALSE

The OWASP Application Security Verification Standard (ASVS)

FALSE

OWASP-MASVS: Mobile Application Security Verification Standard

FALSE

The OWASP Application Security Verification Standard (ASVS): API & Web Service Security

TRUE

ISO 27001-Information Security Management

FALSE

1SO 27002-Information Technology

FALSE

ISO/IEC 27033~ IT Network Security Standard

FALSE

Center For Information Security (CIS): Secure Configuration for Network Devices

FALSE

TIA-942 Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers

FALSE

SNI 8799-1:2019 Teknologi Informasi — Pusat Data
Standar internasional lainnya :

FALSE

FALSE

Regulasi

Lainnya

TRUE

Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 tentang SMKI

FALSE

FALSE

FALSE

2

Hasil dar
dan Infrastruktur SPBE: (dalam kurun waktu 2 tahun terakhir)

pelaksanaan Audit Keamanan SPBE untuk Aplikasi

Hasil Audit internal /

eksternal

Aplikasi /
Infrastruktur

dd-mm-yy

[Belum pernah dilaksanakan Audit Keamanan SPBE




I I I I
3{Program kerja atau kegiatan Kearnanan SPBE yang dilaksanakan oleh setiap IPPD sebagai upaya dalam

Edukasi kesadaran Keamanan SPBE: dd-mm-yy
Bimtek Sertifikat Elekironik tanggal
Bimbingan Teknis Penerapan SMKI fanggal |16 Juni 2021
Bimbingan Teknis Penanganan Insiden Keamanan Siber tanggal |19 - 21 Mei 21
Sosialisasi Penanganan insiden Siber Juni 202
Bimiek Penerapan JKS melalui Esanapati
Penilaian kerentanan Keamanan SPBE dd-mm-yy
Aplikasi Web Portal NTT fanggal |5 s.d 10 Okt 20
Aplikasi e-Nadi NTT - Dinas Kominfo Provinsi NTT fanggal |5 s.d 10 Okt 20
Aplikasi e-Absensi NTT - Dinas Kominfo Provinsi NTT tanggal {5s.d 10 Okt 20
Web Portal SIM RSUD Prof, Dr. W. Z. Johannes tanggal {7 s.d 11 Des 20
Aplikasi PPK Online Provinsi NTT - BKD Provinsi NTT tanggal |7 s.d 11 Des 20
Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (Si lkan Mas) - BKD Provinsi NTT tanggal |7 s.d 11 Des 20
Aplikasi SIEP NTT - Dinas Kominfo Prov NTT tanggal
Aplikasi E-Nadi Terintegrasi - Dinas Kominfo Prov NTT tanggal

tanggal

fanggal
Peningkatan Keamanan SPBE dd-mm-yy
Hardening Web Portal SiM RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes tanggal 10-Nov-2021
Hardening Aplikasi PPK Online Provinsi NTT - BKD Provinsi NTT tanggal 11-Nov-2021
Hardening Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (Si tkan Mas) - BKD Provinsi NTT tanggal 11-Nov-2021
Hardening Aplikasi e-Nadi NTT - Dinas Kominfo Provinsi NTT fanggal 12-Nov-2021
Hardening Aplikasi e-Absensi NTT - Dinas Kominfo Provinsi NTT tanggal 12-Nov-2021

tanggal

tanggal

tanggal

tanggal

tanggal
Penanganan insiden Keamanan SPBE dd-mm-yy
Penanganan Insiden Web Portal NTT fanggal 1-Nov-2021




Penanganan Insiden Web Portal NTT tanggal

20-Desember-
2021

Lunching NTTProv-CSIRT tanggal

8 Juni 2022

tanggal

tanggal

tanggal

fanggal

tanggal

tanggal

tanggal

l !

4

Pemberian pertimbangan kelaikan keamanan yang telah dilaksanakan terhadap persyaratan keamanan Aplikasi

Aplikasi Umum :

- Srikandi : Pertimbangan yang diberikan terkait penempatan server yang ada di pusat, sehingga tanggal

- Enadi : setelah penanganan insiden disarankan agar dilakukan pergantian username dan fanggal
password admin

20-Desember-
2021

tanggal

tanggal

tanggal

tanggal

tanggal

tanggal

tanggaf

tangga!

Infrastruktur SPBE Nasional:

- tanggal

tanggal

tanggal

tanggal

tanggal

tanggal

tanggal

tanggal

tanggal




Metada Manajemen Keamanan SPBE

T

Perban BSSN No 4 Tahun 2021,ISO 27001-Information Security
Management,Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 tentang SMKI,;

0,0,0,0,0,0,0,0;0,0,0,0,0,0,0,0;

00-01-00,00-01-00;

rendah;rendah;tinggi;rendah;

#VALUE!

Pemprov DKI

Data "Sangat Rahasia" =

#VALUE!

Data "Rahasia”

#VALUE!

Data "Terbatas"

#VALUE!

Data "Publik/Umum"

#VALUE!

tanggal pengisian :

6-Jul-2022

6-Jul-2021

edukasi kesadaran :

0

penilaian kerentanan :

peningkatan keamanan

0
15
penanganan insiden :|1

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

G

ﬁ VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT
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TABEL 9
LAMPIRAN Il : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 22 TAHUN 2022
TANGGAL : g Juni 2022

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PETA RENCANA SPBE PROVINSI NTT

80

: e Baseline Target
No Project/Activities uic 2022 3023 3024
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika
Indikator Persentase Penyelenggaraan sistem jaringan Intra Pemerintah daerah

100

INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE

PEMROV. NTT : Layanan Penyelenggaraan sistem jaringan Intra Pemerintah daerah

Terintegrasi
1 Tata Kelola
Seluruh
A _Ke_buakan Layanan F"enyelenggaraan sistem P.erangkat Daerah 1 Kebijakan |1 Kebijakan |1 K ebijakan
Jaringan Intra Pemerintah daerah Lingkup Pemrov.
NTT
) P_enyugun_an Kebijakan Laygnan Penyelenggaraan 1 Kebijakan |1 Kebijakan |1 Kebijakan
sistem jaringan Intra Pemerintah daerah
- |Penetapan Kebijakan Layanan Penyelenggaraan 1 Kebijakan (1 Kebijakan (1 Kebijakan
sistem jaringan Intra Pemerintah daerah
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kebijakan
- |Layanan Penyelenggaraan sistem jaringan Intra 1 Kebijakan |1 Kebijakan |1 Kebijakan
Pemerintah daerah
Pedoman Rencana Induk Jaringan Intra Pemerintah zln;snikasi dan
B  |Provinsi NTT (Blue Print Arsitektur Infrastruktur Incf’ = tika Pr Belum Ada |1 Pedoman |1 Pedoman
SPBE Provinsi NTT) NT‘;"“‘"' akrov.




o

TABEL S

Penyusunan Pedoman Rencana Induk Jaringan

Dinas
Komunikasi dan

- |Intra Pemerintah Provinsi NTT (Blue Print Arsitektur Inf tika P Belum Ada |1 Pedoman |1 Pedoman
Infrastruktur SPBE Provinsi NTT) I?T?I'ma ! Tov.
Penetapan Pedoman Rencana induk Jaringan Intra z:‘;inikasi dan
- |Pemerintah Provinsi NTT (Blue Print Arsitektur inf tika P Belum Ada |1 Pedoman |1 Pedoman
Infrastruktur SPBE Provinsi NTT) ;;r"“a tka Frov.
Manajemen
Badan
Kepegawaian
A Per_lmgkatan Kapasitas dan Kualitas SDM di bidang |Daerah & Badan Belum Ada |Belum Ada  |Belum Ada
Jaringan Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
_ | Bimtek Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM di
bidang Jaringan
Layanan |
A |Layanan Internet terintegrasi untuk 33 PD Dinas Romifo 33PD 33PD 33PD
Prov. NTT
- |Penerapan Sisitem Internet terintegrasi 33PD 33PD 33PD
Layanan Manajemen Bandwith, Pemantauan, Dinas Kominfo
B Pemeliharaan dan Pengendalian Layanan Internet  |Prov. NTT 39 PD 39PD 39PD
| Penera?pan Manajemen Band\tvlth, Pemantauan, 39 PD 29 PD 39 PD
Pemeliharaan dan Pengendalian L.ayanan Internet
Pengembangan Layanan Manajemen Bandwith,
- |Pemantauan, Pemeliharaan dan Pengendalian 39 PD 39 PD 39PD
Layanan [nternet
C {Layanan Internet terintegrasi untuk Backup Internet |21as Kominfo 1.0 ) 39 PD 39 PD

Prov. NTT

2
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TABELS

-

Penerapan Layanan Internet terintegrasi untuk
Backup Intemet

39PD

39 PD

39 PD

Layanan Internet terintegrasi untuk Backup Internet

39PD

39 PD

39 PD

Aplikasi

A

Aplikasi Pendukung Penyelenggaraan sistem
jaringan Intra Pemerintah daerah

Dinas Kominfo

Prov. NTT Belum Ada

Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi
Penukung Layanan Penyelenggaraan sistem
jaringan Intra Pemerintah daerah

Infrastruktur

Penyusunan Master Plan Pembangunan Gedung

A dan landscape Pusat Pengendalian dan Layanan

SPBE Provinsi NTT

Dinas Kominfo
Prov. NTT

Pembangunan Gedung dan landscape Pusat
Pengendalian dan Layanan SPBE Provinsi NTT

Keamanan

A

Penerapan Kemanan Informasi Untuk Layanan
sistem jaringan Intra Pemerintah daerah

Dinas Kominfo

0,
Prov. NTT A5

100%

100%

Penerapan Kemanan Informasi pada Infrastruktur
Untuk Layanan sistem jaringan Intra Pemerintah
daerah

100%

100%

Audit TIK

A

Penyelenggaraan Audit Internal Layanan sistem
jaringan Intra Pemerintah daerah

Dinas Kominfo
Prov. NTT dan N,
Inspektorat NTT

Pelaksanaan Audit Internal sistem jaringan Intra
Pemerintah daerah

Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur Pusat
sistem jaringan Intra Pemerintah daerah

Pelaksanaan Audit Internal Keamanan Layanan
sistem jaringan Intra Pemetintah daerah




Terintegrasi

Lingkup Pemrov.
NTT

: e Baseline Target
tivit u
e PO LA Byion o 2001 | 2022 2023 | 2024 | 2025
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah '
Indikator Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berbasis 50 50 100 100
Indikator Jumlah sarana dan prasarana SPBE 10 10 38 38
; Jumiah perangkat daerah yang menerapkan Sistem Pemerintahan
s : Berbasis Elektronik _ _ A W # -
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE PEMROV. NTT : Layanan yang Terintegrasi
1| Tata Kelola
Seluruh Perangkat
A |Kebijakan Layanan yang berbasis elektronik Daerah Lingkup 1 Kebijakan | 1 Kebijakan |1 Kebijakan| 1 Kebijakan
Pemrov. NTT
Penyusunan Kebijakan Layanan yang i 1 Kebijakan | 1 Kebijakan| 1 Kebijakan
" |berbasis elektronik i sl
= 1 Kebijakan | 1 Kebijakan| 1 Kebijakan
Penetapan Kebijakan Layanan yang 1 Kebiiaka
" |berbasis elektronik i g
1 Kebijakan | 1 Kebijakan
- |Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 1 Kebijakan 1 Kebijakan
Kebijakan Layanan Berbasis Elektronik
: e Dinas Komunikasi
B jE S E Inphnwnupl Layaaan: Sabaly dan Informatika Belum Ada | Belum Ada | 1 Pedoman| 1 Pedoman
Elektronik
Prov. NTT
: Dinas Komunikasi
Penyusunan Pedoman Implementasi 2
" |Layanan Berbasis Elektronik dan Informatika Belum Ada | Belum Ada | 1 Pedoman| 1 Pedoman
Prov. NTT
Penetapan Pedoman Implementasi Dinas Komunikasi
- |Layanan Administrasi Perkantoran Berbasis| dan Informatika Belum Ada | Belum Ada | 1 Pedoman | 1 Pedoman
Eiektronik Prov. NTT
Dinas Komunikasi
Penyusunan Arsitektur SPBE Pemrov. NTT |dan Informatika dan
C |untuk Layanan Berbasis Elektronik Perangkat Daerah Belum Ada | Belum Ada | 1 Pedoman | 1Pedoman




Penyusunan Arsitektur SPBE Layanan

Dinas Komunikasi
dan informatika dan

- |Berbasis Elektronik P?rangkat Daerah Belum Ada | Belum Ada | 1 Pedoman | 1 Pedoman
Lingkup Pemrov.
‘ NTT
2{Manajemen
Badan
Kepegawaian
A Peningkatan Kapabilitas SDM penunjang Daerah & Badan Belum Ada | Betum Ada | Belum Ada| Belum Ada
SPBE Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
=N
3|Layanan
Dinas Kominfo
A |Layanan Administrasi Perkantoran elektronik| Prov. NTT dan PD 20 PD 33 PD 35 PD 38 PD
terkait
_ |Penerapan sistem _Admlms‘traﬂ Perkantoran 20 PD 39 PD 39 PD 18 PD
elektronik yang terintegrasi
Dinas Kominfo
B |Layanan Publik elektronik Prov. NTT dan PD 20PD 39 PD 38 PD 3B PD
terkait
- |Penerapan Layanan Pubiik Online 20PD 39 PD 38 PD 3% PD
- |Pengembangan Layanan Publik online 20 PD 39 PD 9PD 33 PD
4[Aplikasi -
Dinas Kominfo
A |Aplikasi Administrasi Perkantoran Prov. NTT dan PD ¥ A \f Xt
terkait
-_[Pembangunan Apiikasi Perkanteran ¥ ¥ ¥
- |Integrasi Data dan Aplikasi Perkantoran N - o ]
- |Pengembangan Aplikasi Perkantoran N 4 b ]
Dinas Kominfo
A |Aplikasi Layanan Publik Prov. NTT dan PD + Y ¥ +
terkait
" IPembangunan Aplikasi Layanan Publik 4 § ¥
- lintegrasi Data dan Aplikasi Layanan Publik N J J J J




Pengembangan Aplikasi Perkantoran
Online

Infrastruktur

A Laya

Pusat Data Administrasi Perkantoran dan

nan Publik

Dinas Kominfo
Prov. NTT dan P}
terkait

Perluasan Infrastruktur Pendukung
administrasi perkantoran dan Layanan
Publik yang berbasis elektronik

Keamanasn

A |Penerapan Kemanan Informasi Untuk

Laya

nan Perkantoran Berbasis Elektronik

Dinas Kotminfo
Prov. NTT

25%

26%

100%

100%

Penerapan Kemanan Informasi pada
Infrastruktur Untuk Layanan Perkantoran
Berbasls Elektronik

25%

256%

100%

100%

Audit TIK

A {Penvelenggaraan Audit Internal

Team Audit Internal

Pelaksanaan Audit Aplikasi

Pelaksanaan Audit Infrastruktur

L P

elajal 2

Pelaksanaan Audit Keamanan

RN PN PN R

B |Penyelenggaraan Audit Eksternal

Team Audit
Eksternal

Pelaksanaan Audit Apiikasi

Pelaksanaan Audit Infrastruktur

= B

Pelaksanaan Audit Keamanan

| ]

P PR P RN R L P




_ Baseline Target
i Enhvine s s 2021 | 2022 2023 | 2024 | 2025
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS : Pengelolaan Komunikasi dan Informatika
- Persentase Kelengkapan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi
inaRaator Kawasan Pariwisata Estate dan Informatika 68,2 100 L L
. Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Data Statistik Dinas Komunikasi
o Sektoral untuk Perencanaan Pembangunan Sektoral| dan Informatika 100 100 100 100
: Dinas Komunikasi
Indikator |Indeks Kematangan Keamanan Informasi dan Dstismutiia 4-49 5 5 5
: Dinas Komunikasi
Indikator |Indeks Penyelenggaraan SPBE ot fafornatiich 25 21 27 27
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA : Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan yang
Terintegrasi
D|Tata Kelola
A Kebijakan Layanan Publik dan Adminitrasi Dinas Komunikasi N \ J %
Pemerintahan berbasis Elektronik dan Informatika
Penyusunan Kebijakan Layanan Publik dan J N J J
~ |Adminitrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Penetapan Kebijakan Layanan Publik dan . J J J
" | Adminitrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Internalisasi dan Bimbingan Teknis Kebijakan
- |Layanan Publik dan Adminitrasi Pemerintahan y v vV V
Berbasis Elektronik
B Pedoman Kebijakan Layanan Publik dan Adminitrasi| Dinas Komunikasi < v J J
Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Informatika
Penyusunan dan Penetapan Kebijakan :
- |Layanan Publik dan Adminitrasi Pemerintahan \ \ v v
Berbasis Elektronik




Penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana
SPBE Pemrov. NTT Yang Terintegrasi

Dinas Komunikasi
dan informatika

Penyusunan dan Penetapan Kebijakan
- |Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE
Pemrov. NTT Yang Terintegrasi

- ||dentifikasi Layanan Data & Informasi

Review Arsitektur SPBE dan Peta Rencana
SPBE

Manajemen

Peningkatan Kapabilitas SDM di Bidang TIK

Dinas Komunikasi
dar informatika dan
BKD

Pelatihan di bidang TIK untuk peningkatan
keahlian

- |Bimbingan Teknis bidang TIK secara teratur

- |Peningkatan Formasi CPNS di bidang TIK

Layanan

1

Layanan Administrasi Pemerintahan secara
Online

Dinas Komunikasi
dan Informatika

Penerapan Sistem informasi Administrasi
Pemerintahan yang Terintegrasi

Layanan Penyediaan Informasi Data Statistik
Sektoral untuk Perencanaan Pembangunan
Sektoral secara Online

Dinas Komunikasl
dan informatika

- |Sektoral untuk Perencanaan Pembangunan

Sektoral yang Terintegrasi

Penerapan Penyediaan [nformasi Data Statistik




Pembangunan dan Pengembangan Pusat
Keamanan Data dan informasi SPBE secara
terintegrasi

Keamanan

A |Penerapan Keamanan Informasi Untuk Layanan
Data dan Informasi Publik dan Administrasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik {SPBE)

Dinas Komunikasi
dan Informatika

75%

85%

85%

Penerapan Keamanan Data dan Informasi
pada Layanan Data dan Informasi Publik dan
Administrasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE)

75%

85%

85%

Audit TIK

A |Penyelenggaraan Audit Internal Aplikasi,
Infrastruktur dan Keamanan Sistem Pemerintaban
Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkup Pemrov, NTT

Tearn Audit

Pelaksanaan Audit Internal Aplikasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di
Lingkup Pemrov. NTT

Pelaksanaan Audit Intemal Infrastruktur Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di
Lingkup Pemrov. NTT

Pelaksanaan Audit Internal Keamanan Sistem
Permerintahan Berbasis Elektronik {SPBE) di
Lingkup Pemrov. NTT

B |Penyelenggaraan Audit External Aplikasi,
Infrastruktur dan Keamanan Sistemn Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkup Pemrov. NTT

Team Audit

Pelaksanaan Audit External Aplikasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di

Lingkup Pemrov. NTT




Layanan Penyediaan Keamanan dan Persandian
secara Online

Dinas Komunikasi
dan Informatika

Penerapan Penyediaan Keamanan dan
Persandian yang Terintegrasi

Layanan Penyediaan Informasi dan Komuntkasi
Publik secara Online

Dinas Komunikasi
dan informatika

Penerapan Penyediaan Informasi dan
komunikasi kepada Publik yang Terintegrasi

Aplikasi

Aplikasi SPBE yang terintegrasi

" Dinas Komunikasi

dan Informatika

Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi
secara terintegrasi

infrastruktur

Infrastruktur jaringan Teknologi Informatika dan
Komunikasi (TIK}

Dinas Komunikasi
dan informatika

Pembangunan dan Pengembangan
Infrastruktur jaringan TIK secara terintegrasi

Pusat Data Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE)

Dinas Komunlkasi
dan Informatika

Belum Ada

Pembangunan dan Pengembangan Pusat Data
secara terintegrasi

Pusat Keamanan Data dan Informasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dinas Komunikasi
dan Informatika




Pelaksanaan Audit External Infrastrultur
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
{SPBE) di Lingkup Pemrov. NTT

Pelaksanaan Audit External Keamanan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di
Lingkup Pemrov. NTT




TABEL S

PETA RENCANA SPBE PROVINSI NTT

Administrasi Perkantoran Berbasis Elektronik

Prov. NTT

. - Baseline Target
No Project/Activities uic 2022 2023 3024
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator |Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berbasis elektronik 100 100
Indikator |Jumlah sarana dan prasarana SPBE 39 39
Indikator 3#:22;‘ perangkat daerah yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E- 39 29
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE PEMROV. NTT : Layanan Administrasi Perkantoran Terintegrasi
1 (Tata Kelola
” - : Seluruh Perangkat
A |Kebljakan Layanan administrasi perkantoran yang | “ L Lingkup |1 Kebijakan | 1 Kebijakan | 1 Kebijakan
berbasis elektronik
Pemrov. NTT
_ |Penyusunan Kebijakan Layanan administrasi 1 Kebijakan | 1 Kebljakan | 1 Kebijakan
perkantoran yang berbasis elektronik
Penetapan Kebijakan Layanan administrasi 1 Kebijakan | 1 Kebijakan | 1 Kebijakan
" |perkantoran yang berbasis elektronik
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kebijakan 1 Kebijakan | 1 Kebijakan
- |Layanan Administrasi Perkantoran Berbasis 1 Kebijakan
Elektronik
; _ ‘ Dinas Komunikasi
Pedoman Implementasi Layanan Administrasi .
B Perkantoran Berbasis Elektronik dan Informatika | Belum Ada | 1 Pedoman | 1 Pedoman
Prov. NTT
: Dinas Komunikasi
Penyusunan Pedoman Implementasi Layanan .
" {Administrasi Perkantoran Berbasis Elektronik dan Informatika Belum Ada | 1 Pedoman | 1 Pedoman
Prov. NTT
; Dinas Komunikasi
. |enetapan Pedoman Implementasi Layanan dan Informatika | Belum Ada | 1 Pedoman | 1 Pedoman

W




TABELS

Penyusunan Arsitektur SPBE Pemrov. NTT untuk

Dinas Komunikasi
dan Informatika dan

C |Layanan Administrasi Perkantoran Berbasis Perangkat Daerah | Belum Ada | 1 Pedoman | 1 Pedoman
Elektronik Terintegrasi Lingkup Pemrov.
NTT
Dinas Komunikasi
. dan Informatika dan
FPenyusunan Arsitektur SPBE Layanan
" |Administrasi Perkantoran Berbasis Elektronik Pc_erangkat Daerah | Belum Ada | 1 Pedoman | 1 Pedoman
Lingkup Pemrov.
NTT
Manajemen
Badan Kepegawaian
Daerah & Badan
A |Peningkatan Kapabilitas SDM penunjang SPBE Pengembangan Belum Ada | Belum Ada | Belum Ada
Sumber Daya
Manusia
Layanan |
Layanan Surat Menyurat dan tanda tangan Dinas Kominfo
A elektronik Prov. NTT LD 3 FD PR
Penerapan sistem surat menyurat dan
_|tandatangan elektronik terintegrasi = FD SHED i
B |Layanan Arsip Online Blinag A’:;_"T"s Prov.|  s9pp 39 PD 39 PD
- _|Penerapan Arsip Online 39 PD 39 PD 39 PD
- iPengembangan Layanan Arsip online 39 PD 39 PD 39 PD
C (Layanan Absensi Eletronik (e-absensi) D"::f%"_;'.:_'fo 39 PD 39 PD 39 PD
-_|Penerapan Absensi Elektronik terintegrasi 38 PD 33 PD 39 PD
- |Integrasi Layanan data absensi dan data Kinerja 39PD 39 PD 39 PD

2




TABELS

4 |Aplikasi
o P Dinas Kominfo
A |Aplikasi Rekam Medis Online Brov. NTT Belum Ada y v
- |Pembangunan Aplikasi Psrkantoran v
- |Integrasi Data dan Aplikasi Perkantoran y N,
- _|Pengembangan Aplikasi Perkantoran Online N v
5 [Infrastruktur
Dinas Kominfo
D
A Pusat Data Perkantoran Prov. NTT
Perluasan [nfrastruktur Pendukung administrasi
" |perkantoran yang berbasis elektronik
6 |[Keamanan
A (Penerapan Kemanan Informasi Untuk Layanan Dinas Kominfo 4 6 0
Kesehatan Berhasis Elektronik Prov. NTT 2% 1 i
- |Penerapan Kemanan Informasi pada Infrastruktur
Untuk Layanan Perkantoran Berbasis Elektronik 100% 100%
7 |Audit TIK
A |Penyelenggaraan Audit Internal Layanan Dinas Kominfo -
Perkantoran Berbasis Elektronik Prov. NTT dan v ¥ v
Inspektorat NTT
" |Pelaksanaan Audit Internal Aplikasi Perkantoran v v
- |Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur Pusat J J
Data Perkantoran
* |Pelaksanaan Audit Internal Keamanan Layanan J N
Perkantoran Berbasis Elektronik




TABEL9

PETA RENCANA SPBE PROVINSI NTT

No

Project/Activities

uic

Baseline

2022

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Pengelolaan Pendidikan

Indikator  |Jumlah platform layanan pendidikan berbasis teknologi N \/
Indikator _[Jumlah konten digital pendidikan. v V
Indikator _ |Persentase data dan informasi yang dapat digunakan 50% 100%
Indikator _|Jumlah Kebijakan yang berkualitas N v
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - Layanan Pendidikan Terintegrasi
1 |Tata Kelola
A Kebuaka_n Layanan Pendidikan Berbasis Dinas Pendidikan Belum Ada | 1 Kebijakan | 1 Kebijakan
Elektronik dan Kebudayaan
Penyusunan Kebijakan Layanan Pendidikan 1 Kebijakan | 1 Kebijakan
" |Berbasis Elektronik
Penetapan Kebijakan Layanan Pendidikan 1 Kebijakan | 1 Kebijakan
" |Berbasis Elektronik
Internalisasi dan Bimbingan Teknis Kebijakan 1 kegiatan 1 kegiatan
" |Layanan Pendidikan Berbasis Elektronik
B Pedoman Pendidikan Berbasis Elektronik Cinas Pandidlian Belum Ada 1 Pedoman | 1 Pedoman
dan Kebudayaan
Penyusunan dan Penetapan Pedoman Layanan 1 Pedoman | 1 Pedoman
" [Pendidikan Berbasis Elektronik
Penyusunan Arsitektur SPBE Layanan Dinas Pendidikan
. Pendidikan Terintegrast dan Kebudayaan Behim Ads ¥ o
_{ldentifikasi Layanan Data & Informasi Al
Terintegrasi
- |Reviuw Arsitektur SPBE v
2 [Manajemen




TABEL 9

Dinas Pendidikan

- |Peningkatan Kapabilitas SDM dan Kebudayaan vV «l 2
- |Pelatihan Proses Pembelajaran Berbasis
Elektronik untuk petugas pelayanan 22 Kabh/Kota | 22 Kab/Kota
Pendidikan
- |Pelatihan Proses Pembelajaran Berbasis
Elektronik bagi Siswali £2 hablicota | 22 Kab/Kota
- |Standarisasi Kurikuium pada institusi N N
Pendidikan
3 [Layanan |
A Lay_anan Data dan Informasi Pendidikan secara Dinas Pendidikan 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota
Online dan Kebudayaan
) Pe_nerapan. data dan informasi pendidikan yang 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota
terintegrasi dengan data kependudukan
B |Layanan Konten Digital Pendidikan Dinas Pendidikan |, o ikota | 22 Kabiiota | 22 KablKota
dan Kebudayaan
- {Penerapan Proses Pembelajaran secara digital 22 KabiKota | 22 Kab/Kota
- {Pengembangan Layanan Konten Digital 2
Layanan administrasi elektronik bagi tenaga Dinas Pendidikan i i .
C pendidik dan Kebudayaan 60% 80% 100%
- _|Penerapan administrasi elektronik 80% 100%
4 |Aplikasi
Dinas Pendidikan
A |Aplikasi Proses Pembelajaran Online dan Kebudayaan, | Belum Ada v V
Dinas Kominfo
- |Pembangunan Aplikasi Proses Pembelajaran J 3
Online
- |Pengembangan Apiikasi Proses Pembelajaran J J
Online

W




TABEL S

Pendidikan Berbasis Elektronik

5 linfrastruktur
A Pusat Data dan Informasi Bidang Pendidikan Dinas Kominfo Belum Ada | 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota
- _|Perluasan Infrastruktur Pendukung 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota
6 |Keamanan -
A |Penerapan Kemanan Informasi Untuk Layanan : . 0 ’ »
Pendidikan Berbasis Elektronik Dinag Kominfo 50% 75% ok
- |Penerapan Keamanan Informasi pada Aplikasi
Proses Pembelajaran Berbasis Elektronik 75% 85%
- |Penerapan Kemanan Informasi pada
Infrastruktur Layanan Pendidikan Berbasis 75% 85%
Elekironik
7  |Audit TIK
A [Penyelenggaraan Audit internal Layanan Dinas Kominfo,
Pendidikan Berbasis Elektronik Inspektorat dan vV v V
BKD
- |Pelaksanaan Audit internal Aplikasi Proses N N
Pembelajaran Online
- |Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur Pusat J r
Data Bidang Pendidikan
" [Pelaksanaan Audit Internal Keamanan Layanan J J




TABEL 9

PETA RENCANA SPBE PROVINSI NTT

: . i Baseline Target
No Project/Activities uvIC 2022 5023 i 5094
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Perizinan dan pendaftaran perusahaan
Indikator genTisnzntase Penerapan Sistem Perijinan Usaha dan Investasi berbasis 50% 100%

INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERD
Perdagangan Terintegrasi

AGANGAN : Layanan

1 |Tata

Kelola

A

Kebijakan Layanan Perdagangan
Berbasis Elektronik

Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan

Belum Ada

1 Kebijakan

1 Kebijakan

Penyusunan Kebijakan Layanan
- [Perdagangan Berbasis
Elektronik

1 Kebijakan

1 Kebijakan

Penetapan Kebijakan Layanan
- |Perdagangan Berbasis
Elektronik

1 Kebijakan

1 Kebijakan

Internalisasi dan Bimbingan
Teknis Kebijakan Layanan
Perdagangan Berbasis
Elektronik

1 kegiatan

1 kegiatan

Pedoman Implementasi Sistem
Perijinan Usaha dan Investasi
berbasis Online

Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan

Belum Ada

1 Pedoman

1 Pedoman

Penyusunan dan Penetapan
Pedoman Layanan Perijinan
Usaha dan Investasi berbasis
Online

1 Pedoman

1 Pedoman
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Penyusunan Arsitektur SPBE

Lavanan Perijinan Usaha dan Dinas
c |- bl : Perindustrian dan { Belum Ada J y
Investasi berbasis Online
L 5 Perdagangan
Terintegrasi
Identifikasi Layanan Data & J
" |informasi Terintegrasi
- |Reviuw Arsitektur SPBE N
Manajemen
Dinas
- {Peningkatan Kapabilitas SDM Perindustrian dan vV | ¥
Perdagangan
= |Pelatihan Layanan Perijinan
Usa_ha dan Investasi berbasis 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota
Online uniuk petugas
pelayanan Perindustrian
Layanan ]
5 Dinas
g, | ewane Batd san Intgana Perindustrian dan | 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota
Perdagangan secara Online
Perdagangan
Penerapan data dan informasi
- . . 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota
perdagangan yang tenntegrasi
Layanan Perijinan Usaha dan Dinas
B ya R ! . . Perindustrian dan | 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota
Investasi berbasis Online
Perdagangan
., [Fansmpan Fesiinan{)ssha 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota
dan Investasi berbasis Online
Pengembangan Layanan
- |Perijinan Usaha dan Investasi y

berbasis Cnline

Aplikasi
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Aplikasi Sistem Perijinan Usaha
dan Investasi

Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

Belum Ada

Pembangunan Aplikasi Sistem
Perijinan Usaha dan Investasi
Online

Pengembangan Aplikasi Sistem
Perijinan Usaha dan Investasi
online

5 |infrastruktur

Pusat Data dan Informasi Bidang
Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Kominfo

Belum Ada

22 Kab/Kota

22 Kab/Kota

Perluasan Infrastruktur
Pendukung

22 Kab/Kota

22 Kab/Kota

6 |Keamanan

A

Penerapan Kemanan Informasi
Untuk Layanan Perdagangan
Berbasis Elektronik

Dinas Kominfo

Belum Ada

75%

85%

Penerapan Kemanan Informasi
pada Infrastruktur Untuk
Layanan Perdagangan Berbasis
Elektronik

75%

85%

7 |Audit TIK

&

Penyelenggaraan Audit Internal
Layanan Perdagangan Berbasis
Elektronik

Inspektorat, Dinas

Kominfo, BKD

Pelaksanaan Audit Internal
Aplikasi Sistem Perijinan Usaha

dan Investasi online
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Pelaksanaan Audit Internal
Infrastruktur Pusat Data Bidang
Perindustrian dan Perdagangan

Pelaksanaan Audit Internal
Keamanan Layanan
Perindustrian dan Perdagangan
Berbasis Elektronik




TABELS

PETA RENCANA SPBE PROVINSI NTT

No

Project/Activities

uic

Baseline

Target

2022

2023 |

2024

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Perencanaan dan pembangunan industri

Indikator

Jumlah industri pengolahan dengan memanfaatkan teknologi industri

50%

100%

INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE DINAS PERINDUS

Perindustrian Terintegrasi

TRIAN DAN PERDAGANGAN : Layanan

1

Tata Kelola

A

Kebijakan Layanan Perindustrian
Berbasis Elektronik

Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

Belum Ada

1 Kebijakan

1 Kebijakan

Penyusunan Kebijakan
Layanan Perindustrian
Berbasis Elektronik

1 Kebijakan

1 Kebijakan

Penetapan Kebijakan Layanan
Perindustrian Berbasis
Elektronik

1 Kebijakan

1 Kebijakan

Sosialisasi dan Internalisasi
Kebijakan Layanan
Perindustrian Berbasis
Elektronik

1 kegiatan

1 kegiatan

Pedoman Pembangunan industri
pengolahan berbasis eletronik

Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

Belum Ada

1 Pedoman

1 Pedoman

Penyusunan dan Penetapan
Pedoman Pembangunan
industri

pengolahan berbasis eletronik

1 Pedoman

1 Pedoman
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Penyusunan Arsitektur SPBE Dinas
C {Layanan Pembangunan industri Perindustrian dan | Belum Ada v ¥
pengolahan berbasis eletronik Perdagangan
Identifikasi Layanan Data & N
" |informasi Terintegrasi
- jReviuw Arsitektur SPBE v
2 |Manajemen
Dinas Perindag,
- |Peningkatan Kapabilitas SDM BKD, Dinas v ¥ Y
Kominfo dan
BPSDM
= Pelatihan Layanan
Pembangunan industri
pengolahan berbasis eletronik V v
untuk petugas pelayanan
Perindustrian
3 |Layanan |
: Dinas
Layanan Data dan Informasi ) :
A Papndustisn sscars Oilig Perindustrian dan | 22 Kab/Kota| 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota
Perdagangan
Penerapan data dan informasi
" |perindustrian yang terintegrasi 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota
Layanan Pembangunan industri Clifias
B pengolahan berbasis eletronik Perindustrian dan | 22 Kab/Kota| 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota
Perdagangan
Penerapan Pembangunan
- industri pengolahan berbasis 22 Kab/Kota | 22 Kabh/Kota

elstronik
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Pengembangan Layanan
Pembangunan industri
pengolahan berbasis eletronik

22 Kab/Kota

22 Kah/Kota

Aplikasi

A

Aplikasi Pembangunan industri
pengolahan berbasis eletronik

Dinas Perindag
dan Dinas
Kominfo

Belum Ada

Pembangunan dan
Pengembangan Aplikasi
Pembangunan industri
pengolahan berbasis eletronik

Pembangunan dan
Pengembangan Aplikasi
Pembangunan industri
pengolahan berbasis eletronik
yang terintegrasi

Infrastruktur

A

Pusat Data dan Informasi Bidang
Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Kominfo

Belum Ada

22 Kab/Kota

22 Kab/Kota

Perluasan Infrastruktur
Pendukung

22 Kab/Kota

22 Kab/Kota

Keamanan

A

Penerapan Kemanan Informasi Untuk

Layanan Perindustrian Berbasis
Elektronik

Dinas Kominfo

Belum Ada

75%

85%

Penerapan Keamanan
Informasi pada Infrastruktur
Untuk Layanan Perindustrian
Berbasis Elektronik

75%

85%

Audit TIK

Mo
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Penyelenggaraan Audit Internal
Layanan Perindustrian Berbasis
Elektronik

Inspektorat, Dinas
Kominfo, BKD

Pelaksanaan Audit internal
Pembangunan industri
pengolahan berbasis eletronik

Pelaksanaan Audit Internal
Infrastruktur Pusat Data
Bidang Perindustrian dan
Perdagangan

Pelaksanaan Audit Internal
Keamanan Layanan
Perindustrian dan
Perdagangan Berbasis
Elektronik




TABEL S

PETA RENCANA SPBE PROVINSI NTT

. I Baseline Target
No Project/Activities uic 2022 5073 l 5094
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
; Persentase Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena relokasi rumah program
Indikator pemerintah provinsi 50% 100%
Indikator |Persentase Rumah Layak Huni 50% 100%

INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT : Layanan Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Terintegrasi

1 |Tata Kelola

A

Kebijakan Layanan Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Berbasis Elektronik

Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat

Belum Ada

1 Kebijakan

1 Kebijakan

Penyusunan Kebijakan Layanan Perumahan
- |Rakyat dan Kawasan Permukiman Berbasis
Elektronik

1 Kebijakan

1 Kebijakan

Penetapan Kebijakan Layanan Perumahan
- |Rakyat dan Kawasan Permukiman Berbasis
Elektronik

1 Kebijakan

1 Kebijakan

Sosialisasi dan Internalisasi Kebijakan
- [Layanan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Berbasis Elektronik

1 kegiatan

1 kegiatan

Pedoman Pembangunan Perumahan Rakyat
berbasis elektronik

Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat

Belum Ada

1 Pedoman

1 Pedoman

Penyusunan dan Penetapan Pedoman
- |Pembangunan Perumahan Rakyat berbasis
elektronik

1 Pedoman

1 Pedoman

Pedoman Pembangunan Rumah Layak Huni
berbasis elektronik

Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat

Belum Ada

1 Pedoman

1 Pedoman

1
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Penyusunan dan Penetapan Pedoman

- |Pembangunan Rumah Layak Huni berbasis

elektronik

1 Pedoman

1 Pedoman

Penyusunan Arsitektur SPBE Layanan
Pembangunan Perumahan Rakyat dan
Pembangunan Rumah Layak Huni berbasis
elektronik

Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat

Belum Ada

Identifikasi Layanan Data & Informasi
Terintegrasi

- |Reviuw Arsitektur SPBE

Manajemen

Peningkatan Kapabilitas SDM

Dinas Perindag, BKD,
Dinas Kominfo dan
BPSDM

Pelatihan Layanan Pembangunan
Perumahan Rakyat dan Pembangunan

petugas pelayanan Perumahan Rakyat

Rumah Layak Huni berbasis elektronik untuk

Layanan

A

Layanan Data dan Informasi Perumahan
Rakyat secara Online

Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat

22 Kab/Kota

22 Kab/Kota

22 Kab/Kota

Penerapan data dan informasi Perumahan
Rakyat yang terintegrasi

22 Kab/Kota

22 Kab/Kota

Layanan Pembangunan Perumahan Rakyat
dan Pembangunan Rumah Layak Huni
berbasis elektronik

Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat

22 Kab/Kota

22 Kab/Kota

22 Kab/Kota

Penerapan Pembangunan Perumahan
- |Rakyat dan Pembangunan Rumah Layak
Huni berbasis eletronik

22 Kab/Kota

22 Kab/Kota
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Pengembangan Layanan Pembangunan
- [Perumahan Rakyat dan Pembangunan
Rumah Layak Huni berbasis eletronik

22 Kab/Kota

22 Kab/Kota

4 |Aplikasi

A

Aplikasi Pembangunan Perumahan Rakyat
berbasis eletronik

Dinas PUPR dan Dinas
Kominfo

Belum Ada

- {Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi
Pembangunan Perumahan Rakyat berbasis
elektronik

Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi
Pembangunan Perumahan Rakyat berbasis
elektronik yang terintegrasi

Aplikasi Pembangunan Rumah Layak Huni
berbasis elektronik

Dinas PUPR dan Dinas
Kominfo

Belum Ada

Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi
- |Pembangunan Rumah Layak Huni berbasis
elektronik

Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi
- |Pembangunan Rumah Layak Huni berbasis
elektronik yang terintegrasi

5 |infrastruktur

£

Pusat Data dan Informasi Bidang
Pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Dinas PUPR dan Dinas
Kominfo

Belum Ada

22 Kab/Kota

22 Kab/Kota

- |Perluasan Infrastruktur Pendukung

22 Kab/Kota

22 Kab/Kota

6 |[Keamanan

A

Penerapan Kemanan Informasi Untuk Layanan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Berbasis Elektronik

Dinas Kominfo

Belum Ada

75%

85%

Wb
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- |Penerapan Keamanan Informasi pada
Infrastruktur Untuk Layanan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Berbasis Elekironik

75%

85%

Audit TIK

A |Penyelenggaraan Audit Internal Layanan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Berbasis Elektronik

Inspektorat, Dinas
Kominfo, BKD

- {Pelaksanaan Audit Intemal Pembangunan
Perumahan Rakyat dan Pembangunan
Rumah Layak Huni berbasis elektronik
berbasis eletronik

- |Pelaksanaan Audit Internal infrastruktur
Pusat Data Pembangunan Perumahan
Rakyat dan Pembangunan Rumah Layak
Huni berbasis elektronik

- |Pelaksanaan Audit Internal Keamanan
Layanan Pembangunan Perumahan Rakyat
dan Pembangunan Rumah Layak Huni
berbasis elektronik




TABELS

PETA RENCANA SPBE PROVINSI NTT

No

Project/Activities

uIC

Baseline

Targ

et

2022

2023

2024

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Pen

yelenggaraan Jalan dan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem

Indikat

Persentase ketsrsediaan jalan dan jembatan

ke 22 Pariwisata Estate

80%

100%

Indikat

Jumlah KK yang mampu mengakses air minum layak di Kawasan Destinasi Pariwisata

80%

100%

INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE DINAS PERIND

Terintegrasi

USTRIAN DAN PERDAGANGAN : Layanan Pekerjaan Umum

1 {Tata Kelola

s . Dinas Pekerjaan
A Kebuaka_n Layanan Penyelenggaraan Jalan Berbasis Umum dan Perumahan| Belum Ada | 1 Kebijakan | 1 Kebijakan
Elektronik
Rakyat
Penyusunan Kebijakan Layanan Penyelenggaraan i .
" |Jalan Berbasis Elektronik 1 Bekselken | 1 Hebjpian
Penetapan Kebijakan Layanan Penyelenggaraan .. "
" |Jalan Berbasis Elektronik 1 lichijakan | 1 Kebljatan
Sosialisasi dan internalisasi Kebijakan Layanan . :
- t
Penyslenggaraan Jalan Berbasis Elektronik 1kegiatan | 1 kegiatan
Dinas Pekerjaan
B |Pedoman Penyelenggaraan Jalan berbasis eletronik Umum dan Perumahan| Belum Ada | 1 Pedoman | 1 Pedoman
Rakyat
_ |Penyusunan dan Penetapan Pe.doman _ 1 Podemar | 4 Bedoman
Penyelenggaraan Jalan berbasis elektronik
s Dinas Pekerjaan
¢ |Kebijakan Layanan Pengelolaan dan PengEmbENian 1 i g Péramatian Ssfom Ada | 1 Kebijakan |1 Kebijakan
Sistem Penyediaan Air Minum Berbasis Elektronik = ¢
Penyusunan Kebijakan Layanan Pengelolaan dan
- {Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 1 Kebijakan | 1 Kebijakan
Berbasis Elektronik
Penetapan Kebijakan Layanan Pengelolaan dan
- [Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 1 Kebijakan | 1 Kebijakan
Berbasis Elektronik
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Sosialisasi dan Internalisasi Kebijakan Layanan
- |Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan 1 kegiatan { 1 kegiatan
Alr Minum Berbasis Elektronik
Pedoman Pembangunan Pengelolaan dan Dinas Pekerjaan
C |Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Umum dan Perumahan| Belum Ada | 1 Pedoman | 1 Pedoman
berbasis elektronik Rakyat
Penyusunan dan Penetapan Pedoman Pengelolaan
- [dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 1 Pedoman | 1 Pedoman
berbasis elektronik
Penyusunan Arsitektur SPBE Layanan " .
Dinas Pekerjaan
Penyelenggaraan Jalan dan Pengelolaan dan
D - . L Umum dan Perumahan| Belum Ada v vV
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Rakyat
berbasis elektronik
-_|Identifikasi Layanan Data & Informasi Terintegrasi v
- |Reviuw Arsitektur SPBE v
2 |Manajemen
Dinas Perindag, BKD,
- |Peningkatan Kapabilitas SDM Dinas Kominfo dan v Nt v
BPSDM
- {Pelatihan Layanan Penyelenggaraan Jalan dan
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan N y
Air Minum berbasis elektronik untuk petugas
pelayanan Pekerjaan Umum
3 |Layanan
. Dinas Pekerjaan
A |-2vanan Data dan informasi Perumahan Rakyat secaraf | "8 - Perumahsilze Kab/Kota| 22 Kab/Kota|22 Kab/Kota
Online
Rakyat
) Peneragan data_dan informasi Perumahan Rakyat 22 Kab/Kota |22 Kab/Kota
yang terintegrasi ,

A
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Lay

anan Penyelenggaraan Jalan dan Pengefolaan dan

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
berbasis elektronik

Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Rakyat

22 Kab/Kota

22 Kab/Kota

22 Kab/Kota

Penerapan Penyelenggaraan Jalan dan Pengelolaan
dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
berbasis elektronik

22 Kab/Kota

22 Kab/Kota|

Pengembangan Layanan Penyelenggaraan Jalan dan
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan

Air Minum berbasis eletronik

22 Kab/Kota

22 Kab/Kotal|

4 |Aplikasi

A

Aplikasi Penyelenggaraan Jalan berbasis eletronik

Dinas PUPR dan Dinas
Kominfo

Belum Ada

Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi
Penyelenggaraan Jalan berbasis elektronik

Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi
Penyelenggaraan Jalan berbasis elekironik yang
terintegrasi

Apli

Pen

kasi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
yediaan Air Minum berbasis elektronik

Dinas PUPR dan Dinas
Kominfo

Belum Ada

Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan
Air Minum berbasis elektronik

Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan
Air Minum berbasis elektronik yang terintegrasi

5 (Infrastruktur

A

Pusat Data dan Informasi Bidang Pekerjaan Umum

Dinas PUPR dan Dinas
Kominfo

Belum Ada

22 Kab/Kota

22 Kab/Kota

= |

Perluasan Infrastruktur Pendukung

22 KabiKota

22 Kab/Kota

6 |Keamanan

M



TABEL O

Penerapan Kemanan Informasi Untuk Layanan
Pekerjaan Umum Berbasis Elektronik

Dinas Kominfo

Belum Ada

75%

85%

Penerapan Keamanan Informasi pada Infrastruktur
Untuk Layanan Pekerjaan Umum Berbasis Elektronik

75%

85%

Audit TIK

A

Penyelenggaraan Audit Internal Layanan Pekerjaan
Umum Berbasis Elektronik

Inspektorat, Dinas
Kominfo, BKD

Pelaksanaan Audit Internal Penyelenggaraan Jalan
dan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum berbasis elektronik

Pelaksanaan Audit internal Infrastruktur Pusat Data
Penyelenggaraan Jalan dan Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
berbasis elektronik

Pelaksanaan Audit Internal Keamanan Layanan
Penyelenggaraan Jalan dan Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
berbasis elektronik




TABEL 9

PETA RENCANA SPBE PROVINSINTT

No

Project/Activities

uic

Baseline

Target

2022

2023

2024

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Pemenuhan Upaya Kesehatan Pe

rorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Indikator

Prosentase Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

84,9

100

100

Indikator

Persentase kualitas layanan UKM dan UKP

66,7

100

100

indikator

Kepu

lauan)

Persentase cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui layanan
kesehatan bergerak di DTPK (Daerah Tertinggal, Perbatasan dan

71,4

100

100

INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE DINAS

KESEHATAN : Layanan Kesehatan Terintegras

1| Tata Kelola

A Kebijakan Layanan Kesehatan Berbasis Elektronik

Dinas Kesehatan
dan Dukcapil

Belum Ada

1 Kebijakan

Penyusunan Kebijakan Layanan Kesehatan
Berbasis Elektronik

1 Kebijakan

Penetapan Kebijakan Layanan Kesehatan
Berbasis Elektronik

1 Kebijakan

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kebijakan
Layanan Kesehatan Berbasis Elektronik

1 Kebijakan

Pedoman Penyediaan Fasilitas Pelayanan, sarana
prasarana dan alkes

Dinas Kesehatan
dan Dukcapil

Belum Ada

1 Pedoman

Penyusunan Pedoman Implementasi
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, sarana
prasarana dan alkes

1 Pedoman

Penstapan Pedoman Implementasi Penyediaan
Fasilitas Pelayanan, sarana prasarana dan alkes

1 Pedoman

Pembaruan Arsitektur Proses Bisnis SPBE Dinas
C {Kesehatan dan Dukcapil untuk Layanan
Kesehatan Terintegrasi

Dinas Kesehatan
dan Dukcapil

Belum Ada

yuz
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Identifikasi Data & Informasi Layanan Kesehatan J J
"~ |Terintegrasi
Inovasi terhadap Arsitekiur Proses Bisnis SPBE J N
" |Dinas Kesehatan
2|Manajemen
' - Dinas Kesehatan
A |Peningkatan Kapabilitas SDM dan Dukcapil ¥ v ¥
- |Pelatihan Health Informatics untuk petugas 22 Kab./Kota | 22 Kab./Kota
pelayanan kesehatan
- |Pelatihan Health Informatics bagi Publik 22 Kab./Kota | 22 Kab./Kota
- 'Star_'nda.rlsasi I_(lfnku[um Health Informatics pada 22 Kab. /Kota | 22 Kab./Kota
institusi Pendidikan
3|Layanan
A |Layanan Rujukan Online Dinas Kesehatan | ,, (.}, /Kota | 22 Kab./Kota | 22 Kab./Kota
dan Dukcapil
- |Penerapan sistem rujukan terintegrasi 22 Kab./Kota | 22 Kab./Kota
- {Pengembangan Layanan Rujukan Online 22 Kab./Kota| 22 Kab./Kota
Integrasi Fasilitas Kesehatan dengan Rumah ¥,
" |Sakit Swasta
B |Layanan Telemedicine Dinas Kesehatan | », .1, /Kota | 22 Kab./Kota | 22 Kab./Kota
dan Dukcapil
- |Penerapan telemedicine 22 Kab./Kota | 22 Kab/Kota
- _|Pengembangan Layanan Telemedicine v
¢ |Layanan Rekam Medis s Eehetitan 60% 80% 100%
dan Dukcapil
_ Peperapaq Rekam Medis Elektronik (RME} 80% 100%
terintegrasi
D |Layanan Personal Health Record Dinas Keseha?an 30% 40% 50%
dan Dukcapil
- {Integrasi Layanan Personal Health Record 40% 50%

M
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4|Aplikasi

Dinas Kesehatan

A |Aplikasi Rekam Medis Online dan Dukcapil, Belum Ada v
Dinas Kominfo
" |Pembangunan Aplikasi Rekam Medis Oniine vV
- |Integrasi Data dan Aplikasi Rekam Medis Online 3
dengan Dukcapil Online
- {Pengembangan Aplikasi Rekam Medis Online
i T o e ; : Dinas Kesehatan
B Sinkronisasi dan simplifikasi sistem informasi dan Dukeapil, Belum Ada .
kesehatan pusat dan daerah ; h
Dinas Kominfo
- |Pengintegrasian Sistem Informasi kesehatan 7 =
pusat dan daerah
5|infrastruktur
Dinas Kesehatan
Pusat Data Bidang Kesehatan dan Dukcapil, Belum Ada i \
A Dinas Kominfo
Pembangunan dan pengembangan N \
" |Infrastruktur Pendukung Telemedicine
6/Keamanan
A |Penerapan Kemanan Informasi Untuk Layanan . . o
Kesehatan Berbasis Elektronik Dinas Kominfo 75% 85%
- |Penerapan Kemanan Informasi pada
Infrastruktur Untuk Layanan Kesehatan Berbasis 75% 85%
Elektronik
7|Audit TIK
A Eeny:letnggBara:n A_\ug:t :(rtlterl?zl Layanan Inspektorat, Dinas J J J
esehatan Berbasis Elektroni Kominfo dan BKD
- |Pelaksanaan Audit Internal Aplikasi N N
Telemedicine Kemenkes




TABEL S

Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur Pusat
Data Modern Bidang Kesehatan

Pelaksanaan Audit Internal Keamanan Layanan
Kesehatan Berhasis Elektronik




TABEL S

PETA RENCANA SPBE PROVINSI NTT

No Project/Activities uiC Bazso‘;"z"e T Ta'iget T
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Indikator |Persentase kepemilikan KTP elektronik untuk penduduk waijib 97 100 100
Indikator [Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan 76,9 100 100
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE DINAS KESEHATAN DAN DUKCAPIL : Layanan Informasi
Administrasi Kependudukan Terintegrasi
1 |Tata Kelola
A Kebijakan Layanan administrasi I|31|nas d Belum Ada | 1 Kebijakan | 1 Kebiiakan
Kependudukan Berbasis Elektronik Kesgu;:::" an) belum Ada J .
Penyusunan Kebijakan 1 Kebijakan | 1 Kebijakan
- [Layananadministrasi Kependudukan
Berbasis Elektronik
Penetapan Kebijakan Layanan 1 Kebijakan | 1 Kebijakan
-~ |administrasi Kependudukan Berbasis
Elektronik
Internalisasi dan Bimbingan Teknis Tkegiatan | 1 kegiatan
- |Kebijakan Layanan administrasi
Kependudukan Berbasis Elektronik
x o ¢ Dinas
B Pedom?n admlms_t rasi Kependudukan Kesehatan dan| Belum Ada | 1 Pedoman | 1 Pedoman
Berbasis Elektronik .
Dukcapil
Penyusunan dan Penetapan Pedoman 1 Pedoman | 1 Pedoman
- |Layanan administrasi Kependudukan
Berbasis Elektronik
Penyusunan Arsitektur Proses Bisnis SPBE Dinas
C |Layanan administrasi Kependudukan Kesehatan dan| Belum Ada v v
Terintegrasi Dukcapil
_|ldentifikasi Layanan Data & Informasi N
Terintegrasi




TABEL 9

- |Review Arsitektur Proses Bisnis SPBE v
Dinas
D Penguatan d?ta rutin dan inovasi serta Kesehatan_dan Belum Ada N J
penerapan Big Data Dukcapil,
Dinas Kominfo
_ |identifikasi Layanan Data & Informast >
Terintegrasi
- |Review Arsitektur Data SPBE v
Manajemen
Dinas
- |Peningkatan Kapabilitas SDM Kesehatan dan V ¥ J
Dukcapil
- {Pelatihan penerapan sistem single entry
Berbasis Elekironik untuk petugas 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota
pelayanan Dukcapil
- [Pelatihan penerapan sistem single entry
Berbasis Elektronik bagi Petugas 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota
Dukcapit
Layanan
Layanan Data dan Informasi Kependudukan Dinas
A : Kesehatan dan| 22 Kab/Kota| 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota
secara Online ;
Dukcapil
Penerapan data dan informasi Keshatan
- (yang terintegrasi dengan data 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota
kependudukan
Dinas
B |Layanan administrasi Kependudukan Kesehatan dan | 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota
Dukcapil
- (Penerapan sistem single entry 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota
) Penguatan data rutin dan inovasi serta g
penerapan Big Data
Aplikasi




TABEL 9

Dinas
ot : . Kesehatan dan
A |Aplikasi sistem informasi kesehatan . Belum Ada v
Dukcapil,
Dinas Kominfo
- |Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi J J
Kesehatan
- |Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi J N
Kesehatan
Infrastruktur
A |Pusat Data dan Informasi Bidang Dukcapil |Dinas Kominfo|{ Belum Ada v 4
- |Perluasan Infrastruktur Pendukung V Y
Keamanan
A |Penerapan Keamanan Informasi Untuk
Layanan Data dan Informasi Kependudukan | Dinas Kominfo| Belum Ada 75% 85%
Berbasis Elektronik
- |Penerapan Kemanan Informasi pada
Infrastruktur Untuk Layanan Data dan o o
Informasi Kependudukan Berbasis 1 W
Elektronik
Audit TIK
A |Penyelenggaraan Audit Internal Layanan Kesehatan dan
Data dan Informasi Kependudukan Dukcapil,
Berbasis Elektronik Dinas i v v
Kominfo,
Inspektorat
- |Pelaksanaan Audit internal Aplikasi
sistem informasi kesehatan dan Aplikasi J v
Pangelolaan data dan Informasi
Kependudukan




TABEL 3

Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur
Pusat Data Bidang Kesehatan dan
Dukcapil

Pelaksanaan Audit Internal Keamanan
Layanan Kesehatan dan Pengelolaan
Data dan Informasi Kependudukan
Berbasis Elektronik




TABEL 9

PETA RENCANA SPBE PROVINSI NTT

. . Baseline Target
No Project/Activities uIC 5022 2023 F 2024
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS : Perlindungan dan Jaminan Sosial
Indikator |Persentase Cakupan Jaminan Sosial bagi PMKS 90 100 100
Indikator |Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan 90 100 100

INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE DINAS SOSIAL : Layanan bantuan sosial dan keterpaduan data kesejahteraan
sosial Terintegrasi

1|Tata Kelola
& (Rabliakas Lyanan Bantuan Sosial Barbasts Dinas Sosial Befum Ada | 1 Kebijakan | 1 Kebijakan
Elektronik
Penyusunan Kebijakan Layanan 1 abljexan | 1 hehljakan
) Bantuan Sosial Berbasis Elektronik
= Kobi
Penetapan Kebijakan Layanan Bantuan 1 Kebijakan | 1 Kebijakan
" |Sosial Berbasis Elektronik
Internalisasi dan Bimbingan Teknis Tkegiatan | 1 kegiatan
- Kebijakan Layanan Bantuan Sosial
Berbasis Elekironik
B |Pedoman Bantuan Sosial Berbasis Elektronik Dinas Sosial Belum Ada | 1 Pedoman | 1 Pedoman
Penyusunan dan Penetapan Pedoman
- Layanan Bantuan Sosial Berbasis 1 Pedoman | 1 Pedoman
Elektronik
Penyusunan Arsitektur Proses Bisnis SPBE
C |Layanan data kesejahteraan sosial terpadu Dinas Sosial Belum Ada y v
yang Terintegrasi

W7




TABELS

) ldentifikasi Layanan Data & Informasi J
Terintegrasi
- |Review Arsitektur Proses Bisnis SPBE V
D Pengelolaan data kesejahteraan sosial yang Dinas Sosial Belum Ada J J
terpadu
ldentifikasi Layanan Data & Informasi N
" |Terintegrasi
- {Review Arsitektur Data SPBE v
2|Manajemen
: (e Dinas Sosial, BKD dan
- |Peningkatan Kapabilitas SDM BRSOM ¥ v !
" |Pelatihan Layanan Batuan Sosial
Berbasis Elektronik untuk petugas 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota
pelayanan Dinas Sosial
) Pelatihan penerapan Pengelolaan data
Kesejahteraan sosial terpadu Berbasis 22 Kabi/Kota | 22 Kab/Kota
Elektronik bagi Petugas Dinas Sosial
3|Layanan
A |Layanan Bantuan Sosial secara Online Dinas Sosial 22 Kab/Kota| 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota
Penerapan data dan informasi data
- kesejahteraan sosial yang terintegrasi 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota
dengan data kependudukan
B _{Layanan administrasi Kependudukan Dinas Sosial 22 Kab/Kota| 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota
- Penerapan sistem single entry 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota

W7




TABEL 9

Penguatan data rutin dan inovasi serta N
} penerapan Big Data
4| Aplikasi
A |Aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial DmasSosmI. chans Dinge Belum Ada v
Kominfo
. Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi y J
kesejahteraan sosial
- FPengembangan Aplikasi Sistem g d
Informasi kesejahteraan sosial
5/Infrastruktur
Pusat Data dan Informasi Bidang : .
& |Keselanterasn Sofal Dinas Kominfo Belum Ada v v
- |Perluasan Infrastruktur Pendukung y v
6|Keamanan
A |Penerapan Kemanan Informasi Untuk Layanan y : i 0
Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial B maslsorints Belim Ana e B5%
- Penerapan Kemanan Informasi pada
Infrastruktur Untuk Layanan Data dan 0 .
Informasi Kesejahteraan Sosial Berbasis 2% &%
Elektronik
7|Audit TIK
A |Penyelenggaraan Audit Internal Layanan Data ) ] ]
dan Informasi Kesejahteraan Sosial Berbasis | Dinas Sosial, Dinas i N N
- Pelaksanaan Audit Internal Aplikasi
sistem informasi kesehatan dan Aplikasi J J
Pengelolaan data dan Informasi
Kesejahteraan Sosial

A




TABEL 9

- Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur
Pusat Data Bidang Sosial

- Pelaksanaan Audit internal Keamanan
Layanan Kesehatan dan Pengelolaan
Data dan Informasi Kesejahteraan
Sosiai Berbasis Elektronik




TABEL 9

PETA RENCANA SPBE PROVINSI NTT

; o iii Baseline Target
No Project/Activities uic 2022 2023 2094
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS : Peningkatan
Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi
Penanganan Konflik Sosial
indikator Persentase Cakupan Konflik Sosial yang 100 100 100

ditangani setiap tahun

INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK : Penyelenggaraan
ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang terintegrasi

1

Tata Kelola

A

Kebijakan Layanan Penyelesaian Konflik
Sosial Berbasis Elektronik

Badan
Kesbangpol

Belum Ada

1 Kebijakan

1 Kebijakan

Penyusunan Kebijakan Layanan
Penyelesaian Konflik Sosial Berbasis
Elektronik

1 Kebijakan

1 Kebijakan

Penetapan Kebijakan Layanan
Penyelesaian Konflik Sosial Berbasis
Elektronik

1 Kebijakan

1 Kebijakan

Internalisasi dan Bimbingan Teknis
Kebijakan Layanan Penyslesaian Konflik
Sosial Berbasis Elektronik

1 kegiatan

1 kegiatan

Pedoman Penyelenggaraan ketentraman,

B (ketertiban umum, dan perlindungan

masyarakat Berbasis Elektronik

Badan
Kesbangpol

Belum Ada

1 Pedoman

1 Pedoman

Penyusunan dan Penetapan
Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban
umum, dan perlindungan masyarakat
Berbasis Elsktronik

1 Pedoman

1 Pedoman

.



TABELS

Data

Penyusunan Arsitektur Proses Bisnis dan

C |ketertiban umum, dan perlindungan
masyarakat yang terintegrasi antara
Pemerintah Pusat Dan Daerah

SPBE Penyelenggaraan ketentraman,

Badan
Kesbangpol

Belum Ada

Identifikasi Layanan Data & Informasi
Terintegrasi

-

Review Arsitektur Proses Bisnhis SPBE
dan Arsitektur Data SPBE

2 |[Manajemen

- {Peningkatan Kapabilitas SDM

Badan
Kesbangpol,
BKD dan
Dinas
Kominfo

Pelatihan L.ayanan Penyelesaian Konflik
Sosial Berbasis Elekironik untuk petugas
pelayanan Kesbangpol

22 Kab/Kota

22 Kab/Kota

Pelatihan penerapan Pengelolaan data
Layanan Penyelesaian Konflik Saosial
terpadu Berbasis Elekironik bagi Petugas
Kesbangpol

22 Kab/Kota

22 Kab/Kota

3 {Layanan

Layanan Penyelesaian Konflik Sosial
secara Online

Badan
Kesbhangpol

22 Kab/Kota

22 Kab/Kota

22 Kab/Kota

Penerapan data dan informasi
Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban
umum, dan perlindungan masyarakat
yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat

dan Daerah

22 Kab/Kota

22 Kab/Kota

4 |Aplikasi

A




TABELS

Aplikasi sistem informasi Penyelenggaraan
ketentraman, ketertiban umum, dan
perlindungan masyarakat

Kesbangpoi
dan Dinas
Kominfo

Belum Ada

Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi
Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban
umum, dan perlindungan masyarakat

Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi
Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban
umum, dan perlindungan masyarakat
yang terintegrasi

5 |Infrastruktur

A

Pusa
bang

t Data dan Informasi Bidang Kesatuan
sa dan politik

Dinas
Kominfo

Belum Ada

Perluasan Infrastruktur Pendukung

6 |Keamanan

A

Pene

rapan Kemanan Informasi Untuk

Layanan Data dan Informasi
Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban
umum, dan perlindungan masyarakat

Dinas
Kominfo

Belum Ada

75%

85%

Penerapan Kemanan Informasi pada
Infrastruktur Untuk Layanan Data dan
Informasi Penyelenggaraan ketentraman,
ketertiban umum, dan perlindungan
masyarakat Berbasis Elektronik

75%

85%

7 jAudit TIK

/Ué




TABELS

Penyelenggaraan Audit internal Layanan

Data dan Informasi Penyelenggaraan lnsg?rl‘(:;rat.

ketentraman, ketertiban umum, dan Kominfo

perlindungan masyarakat Berbasis BKD ’
fronik

Elei

Pelaksanaan Audit Internal Aplikasi
sistem informasi Penyelenggaraan
ketentraman, ketertiban umum, dan
perfindungan masyarakat

Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur
Pusat Data Bidang Kesbangpol

Pelaksanaan Audit Internai Keamanan
Layanan Kesehatan dan Pengelolaan
Data dan Informasi Penyelenggaraan
ketentraman, ketertiban umum, dan
perlindungan masyarakat Berbasis
Elektronik




TABELS9

PETA RENCANA SPBE PROVINSI NTT

No

Project/Activities

UiC

Baseline

Target

2022

2023

2024

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS : Pembinaan dan
pengawasan terhadap produk hukum

Indikator

Persentase rancangan Peraturan Daerah yang
diselesaikan setiap tahun

Biro Hukum

100

100

100

Indikator

Persentase penyelesaian kasus hukum
setiap tahun

Biro Hukum

100

100

100

INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE BIRO HUKUM : Fasilitasi dan Koordinasi Huku

m Yang Terintegrasi

1

Tata Kelola

Kebijakan Layanan penyelenggaraan

A |penanganan perkara tindak pidana

terpadu berbasis Elektronik

Biro Hukum

Belum Ada

1 Kebijakan

1 Kebijakan

Penyusunan Kebijakan Layanan
penyelenggaraan penanganan perkara
tindak pidana terpadu Berbasis
Elektronik

1 Kebijakan

1 Kebijakan

Penetapan Kebijakan Layanan
penyelenggaraan penanganan perkara
tindak pidana terpadu Berbasis
Elektronik

1 Kebijakan

1 Kebijakan

Internalisasi dan Bimbingan Teknis
Kebijakan Layanan penyelenggaraan
penanganan perkara findak pidana

terpadu Berbasis Elektronik

1 kegiatan

1 kegiatan

Pedoman Penyelenggaraan penanganan

B |perkara tindak pidana terpadu Berbasis

Elektronik

Biro Hukum

Belum Ada

1 Pedoman

1 Pedoman




TABELS

Penyusunan dan Penetapan
penyelenggaraan penanganan perkara
tindak pidana

terpadu Berbasis Elektronik

1 Pedoman

1 Pedoman

Penyusunan Arsitektur Proses Bisnis dan
Data SPBE Penyelenggaraan

C |penyelenggaraan penanganan perkara tindak

pidana terpadu yang terintegrasi antara
Pemerintah Pusat Dan Daerah

Biro Hukum

Belum Ada

identifikasi Layanan Data & Informasi
Terintegrasi

Review Arsitektur Proses Bisnis SPBE
dan Arsitektur Data SPBE

Manajemen

. Peningkatan Kapabilitas SDM

Biro Hukum,
BKD

Pelatihan Layanan penyelenggaraan
penanganan perkara tindak pidana
terpadu Berbasis Elektronik untuk
petugas pelayanan Biro Hukum

22 Kab/Kota

22 Kab/Kota

Pelatihan penerapan Pengelolaan data
Layanan penyelenggaraan penanganan
perkara tindak pidana

terpadu terpadu Berbasis Elektronik
bagi Petugas Biro Hukum

22 Kab/Kota

22 Kab/Kota

Layanan

1

Layanan penyelenggaraan penanganan
perkara tindak pidana terpadu secara Online

Biro Hukum

22 Kab/Kota

22 Kab/Kota

22 Kab/Kota

b

2



TABELS

Penerapan data dan informasi
Penyelenggaraan penanganan perkara
tindak pidana

terpadu yang terintegrasi antara
Pemerintah Pusat dan Daerah

22 Kab/Kota

22 Kab/Kota

Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum

2 ; Biro Hukum |22 Kab/Kota| 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota
secara Online
Penerapan data dan informasit Hukum
- vang terpadu dan terintegrasi antara 22 Kah/Kota | 22 Kab/Kota
Pemerintah Pusat dan Daerah
4 {Aplikasi

Aplikasi sistem informasi penyelengga- raan

Biro Hukum dan

A |penanganan perkara tindak pidana Dinas Kominfo | BE1UM Ada N
terpadu
- |Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi
penyelenggaraan penanganan perkara J J
tindak pidana
terpadu
- |Pengembangan Aplikasi Sistem
Informasi penyelenggaraan penanganan J J
perkara tindak pidana
terpadu
5 |Infrastruktur
% Pusat Data dan Informasi Hukum Dinas Kominfo | Belum Ada A v
- |Perluasan Infrastruktur Pendukung Y v
6 |Keamanan

yu




TABEL 9

Penerapan Kemanan Informasi Untuk
Layanan Data dan Informasi penanganan
perkara tindak pidana terpadu Berbasis

Dinas Kominfo

Belum Ada

75%

85%

Penerapan Keamanan Informasi pada
Infrastruktur Untuk Layanan Data dan
Informasi penangarian perkara tindak
pidana terpadu Berbasis Elektronik

75%

85%

7 |Audit Ti

K

Penyelenggaraan Audit Internal Layanan
Data dan Informasi penanganan perkara
tindak pidana terpadu Berbasis Elektronik

Inspektorat,
Dinas Kominfo,
BKD

Pelaksanaan Audit Internal Aplikasi
sistem informasi penanganan perkara
tindak pidana terpadu

Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur
Pusat Data Bidang Hukum

Pelaksanaan Audit Internal Keamanan
Layanan Kesehatan dan Pengelolaan
Data dan Infonmasi penanganan perkara
tindak pidana terpadu Berbasis

Elektronik




TABELS

PETA RENCANA SPBE PROVINSI NTT

: s g Baseline Target

No Project/Activities uic 2022 2023 2024

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS : Penyediaan dan

pengembangan sarana prasarana pertanian

Indikator Persentase Pertumbuhan Populasi Ternak di NTT dan di Dinas Pertanian dan 6 - 8
kantong kemiskinan dan Stunting serta Pariwisata estate, Ketahanan Pangan

Indikator [Persentase penggunaan benih bersertifikat Dinas Pertanian dan 6 7 8

Ketahanan Pangan

indikator Persentase Pertumbuhan Produksi tanaman pangan dan Dinas Pertanian dan 6 - 8

perkebunan yang difasilitasi Ketahanan Pangan

INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN :

Pertanian dan Ketahanan Pangan yang terintegrasi

Layanan Peningkatan Produksi

1 |Tata Kelola
Kebijakan Layanan Peningkatan Produksi Pertanian dan Dinas Pertanian dan . x
& Ketahanan Pangan berbasis Elektronik Ketahanan Pangan Balum Ada | 't Kebiakan | ¥ Kebljakan
Penyusunan Kebijakan Layanan Peningkatan Produksi 1 Kebijaken | 1 Kebfakan
" {Pertanian dan Ketahanan Pangan Berbasis Elektronik
Penetapan Kebijakan Layanan Peningkatan Produksi 1 Kebijakan | 1 Kebijakan
" |Pertanian dan Ketahanan Pangan Berbasis Elektronik
Internalisasi dan Bimbingan Teknis Kebijakan Layanan Tkegiatan | 1 kegiatan
- {Peningkatan Produksi Pertanian dan Ketahanan Pangan
Berbasis Elektronik
B Pedoma:_'l penggunaan benih bersertifikat Berbasis Dinas Pertanian dan Belum Ada | 1 Pedoman | 1 Pedoman
Elektronik Ketahanan Pangan




TABEL S

Penyusunan dan Penetapan penggunaan benih

~ |bersertifikat Berbasis Elektronik 1 Pedursan: | 1 Pedomen
c Penyusunan Arsitektur Proses Bisnis dan Data SPBE Pinas Pertanian dan Belum Ada J J
Pertanian Yang Terintegrasi Ketahanan Pangan e
- |ldentifikasi Layanan Data & Informasi Terintegrasi y
Review Arsitektur Proses Bisnis SPBE dan Arsitektur J
" {Data SPBE
2 [Manajemen
Dinas Pertanian dan
" ‘rs Ketahanan Pangan,
- |Peningkatan Kapabilitas SDM BKD dan Dinas Nt V¥ ¥
Kominfo
" |Pelatihan Layanan penggunaan benih bersertifikat
Berbasis Elektronik untuk petugas pelayanan Pertanian 22 Kab/Kota| 22 Kab/Kota
" |Pelatihan penerapan Pengelolaan data Layanan
penggunaan benih bersertifikat Berbasis Elektronik bagi 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota
Petugas Pertanian
" |Pelatihan penerapan Pengelolaan Inovasi Teknelogi
Sarana Prasarana Pertumbuhan Produksi Pertanian 22 Kab/Kota| 22 Kab/Kota
Berbasis Elektronik bagi Petugas Pertanian
3 |Layanan
_|Layanan Sarana Prasarana Penunjang Pertumbuhan Dinas Pertanian dan 22 Kab/Kota| 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota

Produksi Pertanian secara Online

Ketahanan Pangan




TABEL 9

Penerapan Sistem informasi Sarana Prasarana

1 |Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan yang 22 Kab/Kota| 22 Kah/Kota
Terintegrasi
Penerapan Sistem informasi Sarana Prasarana
2 |Pertumbuhan Produksi Hortikultura Tanaman Pangan 22 Kab/Kota| 22 Kah/Kota
yang Terintegrasi
Penerapan Sistem informasi Sarana Prasarana
3 Pertumbuhan Produksi Perkebunan yang Terintegrasi 22 [Kabiituta) 22 KahiKota
Penerapan Inovasi Teknologi Sarana Prasarana
* Pertumbuhan Produksi Pertanian yang Terintegrasi el
4 |Aplikasi
A Aplikasi Sistem Informasi Sarana Prasarana [:(mfshzﬁ::';:gz de:)n Belum Ad N
Pertumbuhan Produksi Pertanian yang terintegrasi eta . _ga umAda
dan Dinas Kominfo
) Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Sarana J J
Prasarana Pertumbuhan Produksi Pertanian
- [Pengembangan Aplikasi Sistem InformasiSarana J J
Prasarana Pertumbuhan Produksi Pertanian
5 |Infrastruktur
P D iP i
usat Data dan Informasi Pertanian dan Ketahanan Dinas Kominfo Belurn Ada J J
A {Pangan
- {Perluasan Infrastruktur Pendukung v v
6 |Keamanan
A [Penerapan Kemanan Informasi Untuk Layanan Data dan
Informasi Pertanian dan Ketahanan Pangan Berbasis Dinas Kominfo Belum Ada 75% 85%

Etektronik




TABELS

- {Penerapan Keamanan Informasi pada Infrastruktur
Untuk Layanan Data dan Informasi Pertanian dan

Pertanian dan Ketahanan Pangan Berbasis Elekironik

75% 85%
Ketahanan Pangan Berbasis Elektronik
7 jAudit TIK
A Penyelen_ggaraan_Audlt Internal Layanan Data dan _ Inspektorat, Dinas
Informasi Pertanian dan Ketahanan Pangan Berbasis ; v v
: Kominfo, BKD
Elektronik
- |Pelaksanaan Audit Internal Aplikasi sistem informasi g J
Pertanian dan Ketahanan Pangan
- |Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur Pusat Data J J
Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan
" |Pelaksanaan Audit Internal Keamanan Layanan
Kesehatan dan Pengelolaan Data dan Informasi v v

Y7




TABEL 9

PETA RENCANA SPBE PROVINSI NTT

. - Baseline Target

No Project/Activities uiC 2023 2093 [9 2024

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS : Pengelolaan

Perikanan Tangkap dan Budidaya

. Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap| Dinas Kelautan

Indikator dan budidaya dan Perikanan . 6 7

Indikator |Persentase Penurunan Kasus UU Fishing Dinas K?Iautan 32 0 0
dan Perikanan

Indikator (Persentase Peningkatan Angka Konsumsi lkan Blnas Ke-;lautan 9,52 8,70 8
dan Perikanan

INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN : Layanan Pengelolaan Kelautan dan
Pengelolaan Perikanan yang terintegrasi

- |Kelautan dan Pengelolaan Perikanan Berbasis

Elektronik

1 |Tata Kelola
Kebijakan Layanan Pengelolaan Kelautan dan Dinas Kelautan " g
A Pengelofaan Perikanan berbasis Elektronik dan Perikanan Belum Ada. | 1 Kebijakan | 1 Kebijakan
Penyusunan Kebijakan Layanan Pengelolaan 1 Kebijakan | 1 Kebijakan
- |Kelautan dan Pengelolaan Perikanan Berbasis
Elektronik
Penetapan Kebijakan Layanan Pengelolaan 1 Kebijakan | 1 Kebijakan




TABEL S

pelayanan Perikanan

Internalisasi dan Bimbingan Teknis Kebijakan 1 kegiatan 1 kegiatan
- |Layanan Pengelolaan Kelautan dan
Pengelolaan PerikananBerbasis Elektronik
Pedoman pengelolaan sumber daya perikanan Dinas Kelautan
B Berbasis Elektronik dan Perikanan HosioAde | 1 Berdomen | ¥ Fedaman
Penyusunan dan Penetapan Pengelolaan
" Isumber daya perikanan Berbasis Elektronik 1 Pedomen | 1 Redoman
Pedoman pengelolaan sumber daya perikanan Dinas Kelautan
¢ Berbasis Elektronik dan Perikanan EpkanAdz | 1 Fedarian . 1. Fedoman
Penyusunan dan Penetapan Pengelolaan
" |sumber daya perikanan Berbasis Elektronik 1. Pacamar | 1 Pedoman
D Penyusunan Arsitektur Proses Bisnis dan Data Dinas Kelautan Belum Ada N J
SPBE Kelautan dan Perikanan Yang Terintegrasi | dan Perikanan "
Identifikasi Layanan Data & Informasi J
" {Terintegrast
Review Arsitektur Proses Bisnhis SPBE dan J
" |Arsitektur Data SPBE
2 |Manajemen
Dinas Kefautan
. xs dan Perikanan,
- [Peningkatan Kapabilitas SDM BKD dan Dinas V X ¥
Kominfo
Pelatihan Layanan Benih dan Bibit Perikanan
- |Budi Daya Berbasis Elektronik untuk petugas 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota




TABEL S

Pelatihan Layanan Pengolahan dan pemasaran
produk kelautan dan perikanan Berbasis
Elektronik untuk petugas pelayanan Perikanan

22 Kab/Kota

22 Kab/Kota

22 Kab/Kota

Pelatihan Layanan Konservasi Perairan,
Pengelolaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
Berbasis Elektronik untuk petugas pelayanan
Perikanan

22 Kab/Kota

22 Kab/Kota

22 Kab/Kota

Pelatihan pensrapan Pengelolaan data
Layanan bidang Kelautan dan Perikanan
Berbasis Elektronik bagi Petugas Perikanan

22 Kab/Kota

22 Kab/Kota

22 Kab/Kota

Pelatihan penerapan Pengelolaan Inovasi
Teknologi Sarana Prasarana Perikanan
Tangkap Berbasis Elektronik bagi Petugas
Perikanan

22 Kab/Kota

22 Kab/Kota

22 Kab/Kota

3 {Layanan

Layanan Sarana Prasarana Penunjang
Pertumbtihan Produksi Perikanan secara Online

Dinas Kelautan
dan Perikanan

22 Kab/Kota

22 Kah/Kota

22 Kab/Kota

Penerapan Sistem informasi Pengolahan dan
pemasaran produk kelautan dan perikanan
yang Terintegrasi

22 Kab/Kota

22 Kabl/Kota

Penerapan Sistem informasi Benih dan Bibit
Perikanan Budi Daya dan pengelolaan yang
Terintegrasi

22 Kab/Kota

22 Kab/Kota

Penerapan Sistem informasi Konservasi
Perairan, Pengelolaan Pesisir dan Pulau Pulau
Kecil yang Terintegrasi

22 Kab/Kota

22 Kah/Kota




TABELS

Penerapan Inovasi Teknologi Sarana

Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Berbasis
Elektronik

4 (Prasarana Pertumbuhan Produksi Perikanan 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota
yang Terintegrasi
Aplikasi
Dinas Kelautan
Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Kelautan dan Perikanan
A dan Perikanan yang terintegrasi dan Dinas Belvi Ada ! ¥
Kominfo
"~ [Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi
Sistem Informasi Pengelolaan Kelautan dan V v
Perikanan
" |Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi
Sistem Informasi Pengolahan dan pemasaran + V
produk kelautan dan perikanan
Infrastruktur
Pusat Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan | Dinas Kominfo | Belum Ada v \l
A
- |Perluasan Infrastruktur Pendukung V )
Keamanan
A iPenerapan Kemanan Informasi Untuk Layanan
Data dan Informasi Pengelolaan Kelautan dan Dinas Kominfo | Belum Ada 75% 85%
Perikanan Berbasis Elektronik
- |Penerapan Keamanan Informasi pada
Infrastruktur Untuk Layanan Data dan Informasi 75% 85%

Audit TIK




TABEL S

Penyelenggaraan Audit Internal Layanan Data dan
Informasi Pengelolaan Kelautan dan Perikanan
Berbasis Elektronik

Inspektorat,
Dinas Komtinfo,
BKD

Pelaksanaan Audit Internal Aplikasi sistem
informasi Pengslolaan Kelautan dan Perikanan

- |Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur Pusat
Data Bidang Pengelolaan Kelautan dan
Perikanan

- |Pelaksanaan Audit Internal Keamanan Layanan
Kesehatan dan Pengelolaan Data dan Informasi
Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Berbasis

Elektronik




TABEL 9

PETA RENCANA SPBE PROVINSI NTT

. - Baseline Target
No ] ProEctlActlwt:es uic 2022 2023 2024
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS : Pendidikan
dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di
Bidang Kehutanan
indikat |Persentase luasan hutan yvang dimanfaatkan untuk R
&F Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan 10,32 11,25 11,25

INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE DINAS KEL

Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat yang terintegrasi

AUTAN DAN PERIKANAN : Layanan Pendidikan dan Pelatihan,

1

Tata Kelola

&

Kebijakan

Layanan Pendidikan dan Pelatihan,

Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat berbasis

Elektronik

Dinas Kehutanan

Belum Ada

1 Kebijakan

1 Kebijakan

Penyusunan Kebijakan Layanan Pendidikan
dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan
Masyarakat Berbasis Elektronik

1 Kebijakan

1 Kebijakan

Penetapan Kebijakan L.ayanan Pendidikan dan
Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan
Masyarakat Berbasis Elektronik

1 Kebijakan

1 Kebijakan

Internalisasi dan Bimbingan Teknis Kebijakan
Layanan Pendidikan dan Pelatihan,
Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
Berbasis Elektronik

1 kegiatan

1 kegiatan

Pedoman pengelolaan luasan hutan yang

dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial Berbasis

Elektronik

Dinas Kehutanan

Belum Ada

1 Pedoman

1 Pedoman




TABEL S

Penyusunan dan Penetapan Pengelolaan

- luasan hutan yang dimanfaatkan untuk 1 Pedoman | 1 Pedoman
Perhutanan Sosial Berbasis Elektronik
Penyusunan Arsitektur Proses Bisnis dan Data SPBE
C [luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Dinas Kehutanan | Belum Ada v ¥
Sosial Yang Terintegrasi
identifikasi Layanan Data & Informasi J
) Terintegrasi
Review Arsitekiur Proses Bisnis SPBE dan J
) Arsitektur Data SPBE
2 |Manajemen
Dinas Kehutanan,
- |Peningkatan Kapabilitas SDM BKD dan Dinas v v v
Kominfo
Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan
- Pemberdayaan Masyarakat untuk petugas 22 Kab/Kota| 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota
pelavanan Kehutanan
3 jLayanan
Layanan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat G Resnatmgn
- : dan Dinas 22 Kab/Kota| 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota
secara Online g
Kominfo
Penerapan Sistem informasi Penyuluhan dan
8 Pemberdayaan Masyarakat yang Terintegrasi 42 hdhikota | 22 Kaihota
Penerapan Sistem informasi luasan hutan yang
2 dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial yang 22 Kabh/Kota | 22 Kab/Kota
Terintegrasi
4 |Aplikasi

e




TABEL 9

terintegrasi

Aplikasi Sistem Informasi pengelolaan luasan hutan
yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial yang

Dinas Kehutanan
dan Dinas
Kominfo

Belum Ada

Perhutanan Sosial

Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi
luasan hutan yang dimanfaatkan untuk

5 [Infrastruktur

A [Pusat Data dan Informasi Kehutanan

Dinas Kominfo

Belum Ada

Perluasan Infrastruktur Pendukung

Keamanan

A |Penerapan Kemanan Informasi Untuk Layanan Data
dan Informasi pengelolaan fuasan hutan yang
dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial Berbasis

Dinas Kominfo

Belum Ada

75%

85%

Penerapan Keamanan Informasi pada
Infrastruktur Untuk Layanan Data dan
Informasi pengelolaan luasan hutan yang
dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial
Berbasis Elekironik

75%

85%

Audit TIK

A |Penyelenggaraan Audit Internal Layanan Data dan
Informasi pengelolaan fuasan hutan yang
dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial Berbasis

Inspektorat, Dinas
Kominfo, BKD

Pelaksanaan Audit Internal Aplikasi sistem
informasipengelolaan luasan hutan yang
dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial

Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur Pusat
Data Bidang pengelolaan luasan hutan yang
dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial

//@




TABELS

Petaksanaan Audit Internal Keamanan
Layanan pengelolaan luasan hutan yang
dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial
Berbasis Elektronik

W




TABELS

PETA RENCANA SPBE PROVINSI NTT

: ¢ ags Baseline Target
No Project/Activities uic 2022 2023 F 2024
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS : Pelatihan kerja,
produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja di Bidang Tenaga
Kerja
Persentase Peningkatan cakupan peseria pelatihan Dinas Koperasi
Indikator |bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta danTenaga Kerja 80 90 g0
pelatinan dan Transmigrasi
; : ¢ Dinas Koperasi
Indikator }I:eer;s;entam penyerapan eks peserta pelatihan di pasar danTenaga Kerja 55 60 60
dan Transmigrasi
: A Dinas Koperasi
Indikator P.ersenta& besaran pencari kerja terdaftar yang danTenaga Kerja 50 55 55
ditempatkan ; ¢
dan Transmigrasi
Dinas Koperasi
Indikator |Persentasi meningkatnya PMI prosedural danTenaga Kerja 75 85 85
dan Transmigrasi
. Dinas Koperasi
. Persentase jumlah perusahaan yang melaksanakan Upah .
Indikator Minimum Provinsi danTenaga _Ker]a_ 70 80 90
dan Transmigrasi

INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE Dinas Koperasi danTenaga Kerja dan Transmigrasi

bersertifikat kompetensi yang terintegrasi

: Layanan peserta pelatihan

D |Tata Kelola

Kebijakan Layanan Pelatihan kerja, produktivitas dan

Dinas Koperasi

Berbasis Elekironik

A Penempatan Tenaga Kerja berbasis Elektronik danTenaga -Kerja. Belum Ada | 1 Kebijakan | 1 Kebijakan
dan Transmigrasi
Penyusunan Kebijakan Layanan Pelatihan kertja,
- |produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja 1 Kebijakan | 1 Kebijakan

W




TABELS

Penetapan Kebijakan Layanan Pelatihan kerja,

- |produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja 1 Kebijakan | 1 Kebijakan
Berbasis Elektronik
Internalisasi dan Bimbingan Teknis Kebijakan
- |Layanan Pelatihan kerja, produktivitas dan 1 kegiatan 1 kegiatan
Penempatan Tenaga Kerja Berbasis Elektronik
. . o Dinas Koperasi
Pedoman Pelatihan kerja, produktivitas dan .
B Penempatan Tenaga Kerja Berbasis Elektronik danTenaga ’Kerja. Belum Ada | 1 Pedoman | 1 Pedoman
dan Transmigrasi
Penyusunan dan Penetapan Pelatihan kerja,
- jproduktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja 1 Pedoman | 1 Pedoman
Berbasis Elektronik
Penyusunan Arsitektur Proses Bisnis dan Data SPBE | Dinas Koperasi
C |Pelatihan kerja, produktivitas dan Penempatan danTenaga Kerja | Belum Ada { v
Tenaga Kerja Yang Terintegrasi dan Transmigrasi
- |ldentifikasi Layanan Data & Informasi Terintegrasi V
Review Arsitektur Proses Bisnis SPBE dan J
" |Arsitektur Data SPBE
2 |Manajemen
Dinas Koperasi
danTenaga Kerja
- |Peningkatan Kapabilitas SDM dan Transmigrasi, v V¥ ¥
dan BKD serta
Dinas Keminfo
Peiatihan kerja, produktiviias dan Penempatan
- |Tenaga Kerja untuk petugas pelayanan Tenaga 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota

Kerja

3 |Layanan

pr




TABEL 9

Layanan Pelatihan kerja, produktivitas dan
Penempatan Tenaga Kerja secara Online

Dinas Koperasi
danTenaga Kerja
dan Transmigrasi,
dan Dinas Kominfo

22 Kab/Kota

22 Kab/Kota

22 Kab/Kota

Penerapan Sistem informasi Pelatihan kerja,
- |produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja yang
Terintegrasi

22 Kab/Kota

22 Kab/Kota

Aplikasi

Aplikasi Sistem Informasi Pelatihan kerja,
A |produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja yang
terintegrasi

Dinas Koperasi
danTenaga Kerja
dan Transmigrasi,
dan Dinas Kominfo

Belum Ada

= |Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi
Pelatihan kerja, produktivitas dan Penempatan
Tenaga Kerja

5 lInfrastruktur

A |Pusat Data dan Informasi Teanaga Kerja

Dinas Kominfo

Befum Ada

- |Perluasan Infrasfruktur Pendukung

6 |Keamanan

A {Penerapan Kemanan Informasi Untuk Layanan Data
dan informasi Pelatihan kerja, produktivitas dan
Penempatan Tenaga Kerja Berbasis Elektronik

Dinas Kominfo

Belum Ada

75%

85%

- |Penerapan Keamanan Informasi pada Infrastruktur
Untuk Layanan Data dan Informasi Pelatihan kerja,
produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja
Berbasis Elekironik

75%

85%

7 [Audit TIK

as :




TABEL S

Penyelenggaraan Audit Internal Layanan Data dan
Informasi pengelolaan Pelatihan kerja, produktivitas
dan Penempatan Tenaga Kerja Berbasis Elektronik

Inspektorat, Dinas
Kominfo, BKD

- |Pelaksanaan Audit Internal Aplikasi sistem
informasi Pelatihan kerja, produktivitas dan
Penempatan Tenaga Kerja

~ IPelaksanaan Audit Internal Infrastruktur Pusat Data
Bidang Pelatihan kerja, produktivitas dan
Penempatan Tenaga Kerja

Pelaksanaan Audit Internal Keamanan Layanan
Pelatihan kerja, produktivitas dan Penempatan
Tenaga Kerja Berbasis Elektronik




TABELS

PETA RENCANA SPBE PROVINSI NTT

i b Baseline Target
No Project/Activities uIic 2022 2023 | 2024
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS : Pengembangan lklim Penanaman Modal
skt Persentase PMA dan PMDN yang MDigals:en:na-r_l_lan 25 25 75
direalisasi setiap tahun oda’ dan Ferljinan
Satu Pintu
e — Persentase izin dan non izin yang MDi:als dPengna.Tan 100 100 100
diterbitkan tepat waktu sesuai SOP oda’ dan _eruman
Satu Pintu
Indikator Persentase Calon Investor yang terlayani MDigals dPen:na.lllan 100 100 100
kebutuhan datanya i) _eruman
Satu Pintu
indikator Persentase Calon Investor yang terlayani MDi:a'I.s dPen;na-IPan 100 100 100
kebutuhan informasi perijinan investasi ¢ aSa tznpi;:]man

INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu : Layanan
Penanaman Modal yang terintegrasi

DiTata Kelola

Kebijakan Layanan Penanaman Modal

Dinas Penanaman

Elekfronik

A berbasie Elektronik Modal dan f’erijinan Belum Ada |1 Kebijakan| 1 Kebijakan
Satu Pintu
Penyusunan Kebijakan Layanan
- [Penanaman Modal Berbasis 1 Kebijakan | 1 Kebijakan

M




TABEL9

Penetapan Kebijakan Layanan
Penanaman Modal Berbasis
Elektronik

1 Kebijakan

1 Kebijakan

Internalisasi dan Bimbingan Teknis
Kebijakan Layanan Penanaman
Modal Berbasis Elektronik

1 kegiatan

1 kegiatan

B Pedoman Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal Berbasis Elektronik

Dinas Penanaman
Modal dan Perijinan
Satu Pintu

Belum Ada

1 Pedoman

1 Pedoman

Penyusunan dan Penetapan
Pengendalian Pelaksanaan
Fenanaman Modal Berbasis
Elektronik

1 Pedoman

1 Pedoman

Penyusunan Arsitektur Proses Bisnis
dan Data SPBE Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal Yang
Terintegrasi

Dinas Penanaman
Modal dan Perijinan
Satu Pintu

Belium Ada

Identifikasi Layanan Data &
Informasi Terintegrasi

Review Arsitektur Proses Bisnis
SPBE dan Arsitektur Data SPRE

Manajemen

- |Peningkatan Kapabilitas SDM

Dinas Penanaman

Modal dan Perijinan

Satu Pintu, BKD,
Dinas Kominfo




TABEL S

Pengelolaan Data dan Sistem
Informasi Penanaman Modal untuk

" |petugas pelayanan Penanaman 22 KabfKota |22 Kab/Kota| 22 Kab/Kota
Modal
3|Layanan
Layanan Pengelolaan Data dan Sistem MD;::ls:e"ﬁ:?;_?::n
- |informasi Penanaman Modal secara an rer 22 Kab/Kota |22 Kab/Kotal| 22 Kab/Kota
" Satu Pintu, dan
Online X .
Dinas Kominfo
Penerapan Sistem informasi
Pengelolaan Data dan Sistem
1 Informasi Penanaman Modal yang 22 Kab/Kota| 22 Kab/Kota
Terintegrasi
4] Aplikasi
Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan MD;::‘S:::?,:;?::"
A |Data dan Sistem Informasi Penanaman ) ! Belum Ada \1 V
Modal yang terintegrasi Satn. sy, can
yang g Dinas Kominfo
Pembangunan dan Pengembangan
Aplikasi Pengelolaan Data dan v v
Sistem Informasi Penanaman Modal
5|Infrastruktur
A [Pusat Data dan Informasi Kehutanan Dinas Kominfo Belum Ada ¥ «I
- |Perluasan Infrastruktur Pendukung J v
6|Keamanan
A |Penerapan Kemanan Informasi Untuk
Layanan Data dan Informasi Penanaman Dinas Kominfo Belum Ada 75% 85%

Modal Berbasis Elektronik

e
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Penerapan Keamanan Informasi
pada Infrastruktur Untuk Layanan
Data dan Informasi Penanaman
Modal Berbasis Elektronik

75%

85%

7

Audit TIK

A

Penyelenggaraan Audit Internal Layanan

Data dan Informasi Penanaman Modal
Berbasis Elektronik

Inspektorat, Dinas
Kominfo, BKD

Pelaksanaan Audit Internal Aplikasi
sistem informasi Penanaman Modal

Pelaksanaan Audit Internal
Infrastruktur Pusat Data Bidang
Penanaman Modal

Pelaksanaan Audit internal
Keamanan Layanan Penanaman
Modal Berbasis Elekironik




TABELS

PETA RENCANA SPBE PROVINSI NTT

Baseline Target
No Project/Activities uvIC 2022 2023 2024
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS - Pengelolaan Keuangan Daerah
Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Barlan Kewanvia
indikator |Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan D h gan 100 100 100
perundang —undangan HiR

INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE Badan Keuan

Keuangan yang terintegrasi

gan Derah : Layanan Penyampaian dan Penetapan Dokumen

1 |Tata Kelola
Kebijakan Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Keuangan ” i
A berbasis Elektronik Daerah Belum Ada | 1 Kebijakan | 1 Kebijakan
Penyusunan Kebijakan Layanan Pengelolaan . "
" |Keuangan Daerah Berbasis Elektronik 1 Kebijakan | 1 Kebijakan
Penetapan Kebijakan Layanan Pengelolaan . "
" [Keuangan DaerahBerbasis Elektronik 1 Kebijakan | 1 Kebijakan
Internalisasi dan Bimbingan Teknis Kebijakan
- |Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis 1 kegiatan 1 kegiatan
Elektronik
Pedoman Penyampaian dan Penetapan Dokumen Badan Keuangan
B Keuangan Berbasis Elektronik Daerah Belum Ada | 1 Pedoman | 1 Pedoman
Penyusunan dan Penetapan Penyampaian
" |Dokumen Keuangan Berbasis Elektronik 1 Pedoman | 1 Pedoman




TABELS

c Penyusunan Arsitektur Proses Bisnis dan Data SPBE| Badan Keuangan Belum Ad N J
Bidang Keuangan Yang Terintegrasi Daerah RN
- {ldentifikasi Layanan Data & Informasi Terintegrasi )
Review Arsitektur Proses Bisnis SPBE dan .
" |Arsitektur Data SPBE
Manajemen
Badan Keuangan,
- |Peningkatan Kapabilitas SDM BKD, Dinas V v Y
Kominfo
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
- |Pengelolaan Keuangan untuk petugas pelayanan 22 Kab/Kota| 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota
Dokumen Keuangan
Layanan
i Layanan Pengelolaan Data dan Slst.em Informasi Bakeuda, c-lan Dinas 29 Kab/Kotal 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota
Pengelolaan Keuangan secara Online Kominfo
Penerapan Sistem informasi Pengelolaan Data
- |dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota
yang Terintegrasi
Aplikasi
Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Bakeuda, dan Dinas
i yang terintegrasi Kominfo Balum Ada ¥ v
Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi i N
Pengelolaan Keuangan
Infrastruktur

A




TABELS

Bakeuda, dan Dinas

Pusat Data dan Informasi Keuangan . Belum Ada v \I
Kominfo
A
- |Peruasan Infrastruktur Pendukung v v
6 |Keamanan
A |[Penerapan Kemanan Informasi Untuk Layanan Data
dan Informasi Keuangan Daerah Berbasis Elektronik | Dinas Kominfo Belum Ada 75% 85%
- |Penerapan Keamanan Informasi pada
Infrastruktur Untuk Layanan Data dan Informasi 75% 859%,
Keuangan Berbasis Elektronik
7 |Audit TIK
A (Penyelenggaraan Audit Internal Layanan Data dan Inspektorat, Dinas J J J
Informasi Keuangan Berbasis Elektronik Kominfo, BKD
- |Pelaksanaan Audit Internal Aplikasi sistem J g
informasi Pengelolaan Keuangan
- |Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur Pusat J J
Data Bidang Keuangan
= |Pelaksanaan Audit Internal Keamanan Layanan 4 g

Pengeloiaan Keuangan Berbasis Eiektronik




TABEL9

PETA RENCANA SPBE PROVINSI NTT

v e Baseline Target

No Project/Activities uic 2022 2023 2024

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS : Pengelolaan Barang Milik Daerah

Indikator |Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah Ba[()i::r::et 100 100 100
. Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan | Badan Aset

Inclikater Barang Milik Dasrah Daerah 109 L 108

INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE Badan Aset De
terintegrasi

rah : Layanan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang

D

Tata Kelola

A Kebijakan Layanan Penatausahaan Barang Milik
Daerah berbasis Elektronik

Badan Aset
Daerah

Belum Ada

1 Kebijakan

1 Kebijakan

Penyusunan Kebijakan Layanan

- |Penatausahaan Barang Milik Daerah Berbasis
Elektronik

1 Kebijakan

1 Kebijakan

Penetapan Kebijakan Layanan

- [Penatausahaan Barang Milik Daerah Berbasis
Elektronik

1 Kebijakan

1 Kebijakan

Intemalisasi dan Bimbingan Teknis Kebijakan
- |Layanan Penatausahaan Barang Milik Daerah
Berbasis Elektronik

1 kegiatan

1 kegiatan

e Pedoman Penatausahaan Barang Milik Daerah
Berbasis Elektronik

Badan Aset
Daerah

Belum Ada

1 Pedoman

1 Pedoman

Penyusunan dan Penetapan Penatausahaan
Barang Milik Daerah Berbasis Elektronik

1 Pedoman

1 Pedoman




TABELS

c Penyusunan Arsitektur Proses Bisnis dan Data | Badan Aset Belum Ada y N
SPBE Bidang Aset Daerah Yang Terintegrasi Daerah
Identifikasi Layanan Data & Informasi J
" |Terintegrasi
Review Arsitektur Proses Bisnis SPBE dan N
" |Arsitektur Data SPBE
Manajemen
Badan Aset,
- |Peningkatan Kapabilitas SDM BKD, Dinas vy V V
Kominfo
Pengelclaan Data dan Sistem Informasi
- |Pengelolaan Aset Daerah untuk petugas 22 Kab/Kota| 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota
pelayanan Aset Daerah
Layanan
. . | Badan Aset,
i Layanan Pengelolaan Data dan Slster_n Informasi Dinas 22 Kab/Kota| 22 Kab/Kota | 22 KabiKota
Pengelolaan Aset Daerah secara Online )
Kominfo
Penerapan Sistem informasi Pengelolaan
- |Data dan Sistem Informasi Pengelolaan Aset 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota
Daerah yang Terintegrasi
Aplikasi
Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Barang Bada_n Asat,
A |Mitik Daerah yang terintegrasi Dinas | Rabum Ada ' '
yang °g Kominfo
- |Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi J J
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Infrastruktur

e




TABELS

Badan Aset,
Pusat Data dan Informasi Barang Milik Daerah Dinas Belum Ada v v
A Kominfo
- |Perluasan Infrastruktur Pendukung v v
6 |Keamanan
A [Penerapan Kemanan Informasi Untuk Layanan Badan Aset,
Data dan Informasi Barang Milik Daerah Dinas Belum Ada 75% 85%
Berbasis Elektronik Kominfo
- |Penerapan Keamanan Informasi pada
Infrastruktur Untuk Layanan Data dan 75% 85%
informasi Aset Daerah Berbasis Elektronik
7 |Audit TIK
A |Penyelenggaraan Audit Internal Layanan Data Inspektorat,
dan Informasi BMD Berbasis Elektronik Dinas 4 J J
Kominfo,
BKD
" |Pelaksanaan Audit Internal Aplikasi sistem J J
informasi Pengelolaan Aset Daerah
- |Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur Pusat
Data Bidang Aset Daerah v v
- |Pelaksanaan Audit Internal Keamanan
Layanan Pengelolaan Aset Daerah Berbasis v y

Elektronik




TABEL9

PETA RENCANA SPBE PROVINSI NTT

, —_ Baseline Target
No Project/Activities ][ 2022 2023 2024
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS : Pengelolaan Pendapatan Daerah
" Persentase Peningkatan Kontribusi PAD Badan Aset
Indikator terhadap pendapatan daerah Daerah 504 #7438 2

INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE Badan Aset Derah : Layanan Pengelolaan Pendapatan Daerah

yang terintegras

1 |Tata Kelola

A

Kebijakan Layanan Pengelolaan
Pendapatan Daerah berbasis Elektronik

Badan Aset
Daerah

Belum Ada

1 Kebijakan

1 Kebijakan

Penyusunan Kebijakan Layanan
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Berbasis Elektronik

1 Kebijakan

1 Kebijakan

Penetapan Kebijakan Layanan
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Berbasis Elektronik

1 Kebijakan

1 Kebijakan

Internalisasi dan Bimbingan Teknis
Kebijakan Layanan Pengelolaan
Pendapatan Daerah Berbasis Elektronik

1 kegiatan

1 kegiatan

Pedoman Pengelolaan Pendapatan Daerah
Berbasis Elektronik

Badan Aset
Daerah

Belum Ada

1 Pedoman

1 Pedoman

Penyusunan dan Penetapan
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Berbasis Elektronik

1 Pedoman

1 Pedoman

Penyusunan Arsitektur Proses Bisnis dan
C [Data SPBE Pengelolaan Pendapatan Daerah
Yang Terintegrasi

Badan Aset
Daerah

Belum Ada




TABEL 9

_[ldentifikasi Layanan Data & Informasi J
Terintegrasi
Review Arsitektur Proses Bisnis SPBE N
" |dan Arsitektur Data SPBE
Manajemen
Badan Aset,
- |Peningkatan Kapabilitas SDM BKD, Dinas Y ¥ +
Kominfo
Pengelolaan Data dan Sistem
Informasi Pengelolaan Pengelolaan
" |Pendapatan Daerah — 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota
pelayanan Aset Daerah
Layanan
Layanan Pengelolaan Data dan Sistem Badan Aset,
- |Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Dinas 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota
secara Online Kominfo
Penerapan Sistem informasi
Pengelolaan Data dan Sistem
" [Informasi Pengelolaan Pendapatan 22 KabiKoka | 22 Keh/Kota
Daerah yang Terintegrasi
Aplikasi
Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Bada_n P,
A - : . Dinas Belum Ada V v
Barang Milik Daerah yang terintegrasi .
Kominfo
- |Pembangunan dan Pengembangan ¥ v
Infrastruktur
Pusat Data dan Informasi Pengelolaan Bac‘la_n %
Dinas Belum Ada v v
A |Pendapatan Daerah Krnmindo
- [Perluasan Infrastruktur Pendukung v ¥
Keamanan




TABEL S

Penerapan Kemanan Informasi Untuk
Layanan Data dan Informasi Pengefolaan
Pendapatan Daerah Berbasis Elektronik

Badan Asef,
Dinas
Kominfo

Belum Ada

75%

85%

- {Penerapan Keamanan Informasi pada
Infrastruktur Untuk LLayanan
Pengelclaan Pendapatan Daerah
Berbasis Elektronik

75%

85%

Audit

TIK

Penyelenggaraan Audit Internal Layanan
Data dan Informasi Pengelolaan
Pendapatan Daerah Berbasis Elektronik

Inspektorat,
Dinas
Kominfo,
BKD

- {Pelaksanaan Audit Internal Aplikasi
sistem informasi Pengelolaan
Pendapatan Daerah

- |Pelaksanaan Audit Intermal
Infrastruktur Pusat Data Bidang
Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pelaksanaan Audit Internal Keamanan
Layanan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Berbasis Elektronik




TABEL 9

PETA RENCANA SPBE PROVINSI NTT

No

Project/Activities

uic

Baseline

Target

2022

2023

2024

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS : Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro

(UMKM)
. , e i Dinas
Indikator |Persentase Peningkatan Nilai Transaksi UMKM 83 100 100
Kopnakertrans
| Persentase Kelompok Perempuan yang Dinas
i Indikator |mendapatkan bantuan Modal Usaha dan K e 82 85 90
: Pelatihan Kewirausahaan MRCARREERR

INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI : Layanan
Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) yang Terintegrasi

1

Tata Kelola

Kebijakan Layanan Pengelolaan Usaha

A |Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro

(UMKM) berbasis Elektronik

Dinas
Kopnakertrans

Belum Ada

1 Kebijakan

1 Kehijakan

Penyusunan Kebijakan Layanan
Pengelolaan Usaha Menengah, Usaha
Kecil, dan Usaha Mikro {UMKM) Berbasis
Elektronik

1 Kebijakan

1 Kebijakan

Penetapan Kebijakan Layanan Usaha
Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro
(UMKM) Berbasis Elektronik

1 Kebijakan

1 Kebijakan

Internalisasi dan Bimbingan Teknis
Kebijakan Layanan Usaha Menengah,
Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
Berbasis Elektronik

1 kegiatan

1 kegiatan

Pedoman Pengeloiaan Usaha Menengah,

B |Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Berbasis Elektronik

Dinas
Kopnakertrans

Belum Ada

1 Pedoman

1 Pedoman




TABEL S

Penyusunan dan Penetapan Pengelalaan
- |Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan 1 Pedoman 1 Pedoman
Usaha Mikro (UMKM) Berbasis Elektronik
Penyusunan Arsitektur Proses Bisnis dan
Data SPBE Pengelolaan Usaha Menengah, Dinas
. Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Yang| Kopnakertrans EplaAda v ¥
Terintegrasi
- |identifikasi Layanan Data & Informasi y
- |Review Arsitektur Proses Bisnis SPBE v
2 |Manajemen
Dinas
- |Peningkatan Kapabilitas SDM ROBDAKertErs, Y N N
BKD, Dinas
Kominfo
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
Pengelolaan Pengelolaan Usaha
i Mengengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro 22 Kab/Kotal 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota
(UMKM) petugas UMKM
3 |Layanan
LayananSistem Informasi Pengelolaan Dinas
- [Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Kopnakertrans, |22 KabIKota1 22 Kab/Kota | 22 Kah/Kota
Mikro (UMKM) secara Online Dinas Kominfo
Penerapan Sistern informasi Pengelolaan
- |Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota
Usaha Mikro (UMKM) yang Terintegrasi
4 |Aplikasi
% . Dinas
Aplikasi Sistem informasi Usaha Menengah, Kopnakertrans
A |Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) yang dan Dinas | Belum Ada v v
terintegrasi :
Kominfo

N6




TABEL9

Pembangunan dan Pengembangan

(UMKM)

Aplikasi Usaha Menengah, Usaha Kecil, v v
dan Usaha Mikro (UMKM)
Infrastruktur
Dinas
Pusat Data dan Informasi Pengelolaan Kopnakgrtrans Belum Ada N N
Pendapatan Daerah dan Dinas
A Kominfo
- _|Perluasan Infrastruktur Pendukung v v
Keamanan
A |Penerapan Kemanan Informasi Untuk Dinas
Layanan Data dan Informasi Pengelolaan Kopnakertrans
Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha gan Dinas | Belum Ada 75% 85%
Mikro (UMKM) Berbasis Elektronik Kominfo
- [Penerapan Keamanan Informasi pada
Infrastruktur Untuk Layanan Pengelolaan
Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan 3% 85%
Usaha Mikro {UMKM) Berbasis Elektronik
Audit TIK
A |Penyelenggaraan Audit Internal Layanan
Data dan Informasi Pengelotaan Usaha -lnspektor:at, J J g
Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro | Dinas Kominfo,
(UMKM) Berbasis Elektronik BUD
- [Pelaksanaan Audit Internal Aplikasi
sistem informasi Pengelolaan Usaha 3 J
Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro
(UMKM)
- |Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur
Pusat Data Bidang PengelolaanUsaha
Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro v v




TABEL 9

Pelaksanaan Audit Internal Keamanan
Layanan Pengelolaan Usaha Menengabh,
Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
Barbasis Elektronik




TABELY9

PETA RENCANA SPBE PROVINSI NTT

No

Project/Activities

uic

Baseline

Target

2022

2023 |

2024

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS : Peningkatan daya tarik destinasi pariw
Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

isata dan Pengembangan

: . . Dinas
Persentase peningkatan jumlah kunjungan Pariwisata dan
Indikator |wisatawan pada Destinasi Pariwisata yang rl.liv:onaomi = 56,67 56,67 60
mendapatkan m ingkat
endapatkan program peningkatan Kreatif
Pesentase Peningkatan Cakupan Ketersediaan Pari D_me;s d
Indikator |SDM Pariwisata bersertifikasi menurut jenis g B =i 79,17 100 100
: Ekonomi
keahliannya :
Kreatif
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI DAN KREATIF - Layanan
Pengembangan dan Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata Terintegrasi
1 |Tata Kelola
o Dinas
Kebijakan Layanan Pengembangan dan Pariwisata dan
A |Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata A Belum Ada | 1 Kebijakan | 1 Kebijakan
- . Ekonomi
berbasis Elektronik .
Kroatif
Penyusunan Kebijakan Layanan
_|Pengembangan dan Peningkatan daya 1 Kebiiaka 1 Kebiiakan
tarik destinasi pariwisata Berbasis Jaxan )
Elektrenik
Penetapan Kebijakan Layanan
Pengembangan dan Peningkatan daya . ..
" |tarik destinasi pariwisata Berbasis iablakan. | 1 Kot
Elektronik
Internalisasi dan Bimbingan Teknis
Kebijakan Layanan Pengembangan dan : .
" |Peningkatan daya tarik destinasi 1 kegiatan b ReglEn
pariwisata Berbasis Elektronik




TABEL 9

Pedoman Peningkatan daya farik destinasi Dinas
pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya | Pariwisata dan
E Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Ekonomi Belum Ada. | 1 Fedoman| 1 Pedoman
Elektronik Kreatif
Penyusunan dan Penetapan Peningkatan
daya tarik destinasi pariwisata dan
" |Pengembangan Sumber Daya Pariwisata 1 Pedoman | 1 Pedoman
dan Ekonomi Kreatif Berbasis Elektronik
Penyusunan Arsitektur Proses Bisnis dan Dinas
Data SPBE Peningkatan daya tarik destinasi Pariwisata dan
C |pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya ala Belum Ada v v
e : . Ekonomi
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang g
» : Kreatif
Terintegrasi
- |ldentifikasi Layanan Data & Informasi N
- _|Review Arsitektur Proses Bisnis SPBE N
2 |Manajemen
Dinas
Pariwisata dan
- |Peningkatan Kapabilitas SDM Ekonomi v v v
Kreatif, BKD,
Dinas Kominfo
Pengelolaan Data dan Sistern Informasi
Peningkatan daya tarik destinasi
- |pariwisata dan Pengembangan Sumber 22 Kab/Kota |22 Kab/Kota| 22 Kab/Kota
Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
petugas Parekraf
3 |Layanan

Mo




TABELS

Layanan Sistem Informasi Peningkatan daya . D_mas
tarik destinasi pariwisata dan Pa';:lsata (_ian 22 Kab/Kota |22 KabiKotal 22 Kab/Kota
) Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan K ot'_‘;’;m apihe diiRo apino
Ekonomi Kreatif secara Online " roall "‘f"
Dinas Kominfo
Penerapan Sistem informasi Peningkatan
daya tarik destinasi pariwisala dan
" |Pengembangan Sumber Daya Pariwisata 22 Rabifata) 22 Kalilota
dan Ekonomi Kreatif yang Terintegrasi
Aplikasi
Aplikasi Sistem Informasi Peningkatan daya v D_mas
. i . . . Pariwisata dan
A tarik destinasi pariwisata dan Ek . Bel Ad J J
Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Kre:t'i‘: crI':n elum Ada
Ekonomi Kreatif yang terintegrasi Dinas Kominfo
i Pembangunan dan Pengembangan
Aplikasi Peningkatan daya tarik destinasi J J
pariwisata dan Pengembangan Sumber
Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Infrastruktur
Pusat Data dan Informasi Peningkatan daya : D.lnas
. . . . . Pariwisata dan
tarik destinasi pariwisata dan Ek g Bel Ad N J
Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Kreotnfo :im elum Ada
Ekonomi Kreatif _wreatit aan
A Dinas Kominfo
- |Perluasan Infrastruktur Pendukung N v
Keamanan

i




TABELS

Penerapan Kemanan Informasi Untuk
Layanan Data dan Informasi Peningkatan
daya tarik destinasi pariwisata dan
Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Berbasis Eiektronik

Dinas
Pariwisata dan
Ekonomi
Kreatif dan
Dinas Kominfo

Belum Ada

75%

85%

- |Penerapan Keamanan Informasi pada
Infrastruktur Untuk Layanan Peningkatan
daya tarik destinasi pariwisata dan
Pengembangan Sumber Daya Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif Berbasis Elektronik

75%

85%

7 [Audit

TIK

Penyelenggaraan Audit Internal Layanan
Data dan Informasi Peningkatan daya tarik
destinasi pariwisata dan Pengembangan
Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Berbasis Elektronik

Inspekiorat,
Dinas Kominfo,
BKD

Pelaksanaan Audit Internal Aplikasi sistem
informast Peningkatan daya tarik destinasi
pariwisata dan Pengembangan Sumber
Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- |Pelaksanaan Audit Internal infrastruktur
Pusat Data Peningkatan daya tarik
destinasi pariwisata dan Pengembangan
Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif




PETA RENCANA SPBE PROVINSI NTT

; _ Baseline Target
No Project/Activities uic 2022 2023 lg 2024
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS : Pengelolaan Komunikasi dan Informatika
" Persentase Kelengkapan Informasi Publik pada Dl.n as_
Indikator Kawasan Pariwisata Estate Komunlkas'l dan 68,2 100 100
Informatika
Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Data Statistik Dinas
Indikator |Sektoral untuk Perencanaan Pembangunan Komunikasi dan 100 100 100
Sektoral Informatika
Dinas
Indikator {Indeks Kematangan Keamanan Informasi Komunikasi dan 4-4.9 5 5
Informatika
Dinas
Indikator |Indeks Penyelenggaraan SPBE Komunikasi dan 2,5 2,7 2,7
Informatika

INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE DINAS KOMUNIKAS
Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi

[ DAN INFORMATIKA : Layanan Publik dan

1 |Tata Kelola
A Kebijakan Layanan Publik dan Adminitrasi K Di_r;‘as- d N J g
Pemerintahan berbasis Elektronik bl as_l an
Informatika
Penyusunan Kebijakan Layanan Publik dan 4 J d
" |Adminitrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Penetapan Kebijakan Layanan Publik dan J J J
" |Adminitrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

//72




TABEL 9

Internalisasi dan Bimbingan Teknis Kebijakan
- |Layanan Publik dan Adminitrasi Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pedoman Kebijakan Layanan Publik dan
Adminitrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dinas
Komunikasi dan
Informatika

Penyusunan dan Penstapan Kebijakan
- |Layanan Publik dan Adminitrasi Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana
SPBE Pemrov. NTT Yang Terintegrasi

Dinas
Komunikasi dan
Informatika

Penyusunan dan Penetapan Kebijakan
- |Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE
Pemrov. NTT Yang Terintegrasi

- _{ldentifikasi Layanan Data & Informasi

Review Arsitektur SPBE dan Psta Rencana
SPBE

Manajemen

- |Peningkatan Kapabilitas SDM di Bidang TIK

Dinas
Komunikasi dan
informatika dan

Pelatihan di bidang TIK untuk peningkatan
keahlian

- |Bimbingan Teknis bidang TIK secara teratur

~ |Peningkatan Formasi CPNS dj bidang TIK




TABELS

3 [Layanan _
Layanan Administrasi Pemerintahan secara Dinas
1 : Komunikasi dan
Online :
Informatika
Penerapan Sistem informasi Administrasi
" |Pemerintahan yang Terintegrasi
Layanan Penyediaan Informasi Data Statistik Dinas
2 [Sektoral untuk Perencanaan Pembangunan Komunikasi dan
Sektoral secara Online Informatika
Penerapan Penyediaan Informasi Data Statistik
- |Sektoral untuk Perencanaan Pembangunan
Sektoral yang Terintegrasi
Layanan Penyediaan Keamanan dan Persandian D'.n as'
3 4 Komunikasi dan
secara Online :
Informatika
_ |Penerapan Penyediaan Keamanan dan
Persandian yang Terintegrasi
. : " Dinas
Layanan Penyediaan Informasi dan Komunikasi i
4 " : Komunikasi dan
Publik secara Online .
Informatika
_ |Penerapan Penyediaan informasi dan
komunikasi kepada Publik yang Terintegrasi
4 Aplikasi
Dinas
- |Aplikasi SPBE yang terintegrasi Komunikasi dan
Informatika




TABEL9

" |Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi J g
secara terintegrasi
Infrastruktur
Infrastruktur jaringan Teknologi Informatika Dinas
A rjaring 9 Komunikasi dan v + v
dan Komunikasi (TIK) ,
Informatika
Pembangunan dan Pengembangan N d
" [infrastruktur jaringan TIK secara terintegrasi
. " . Dinas
e Pusat Da!ta Sistem Pemerintahan Berbasis Komuniksel dan | Belum Ada J J
Eiektronik (SPBE) i
Informatika
Pembangunan dan Pengembangan Pusat Data y 4
" |secara terintegrasi
. Dinas
B Pusat Keamanan Data dan Informasi Sistem Komuslkasi dan J J N
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) S i
Informatika
Pembangunan dan Pengembangan Pusat
- |Keamanan Data dan informasi SPBE secara V v
terintegrasi
Keamanan
A [Penerapan Keamanan Informasi Untuk Layanan Di
Data dan Informasi Publik dan Administrasi K |_r:(as. d J 75, 859,
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik olmfum af_'k an ? ¢
(SPBE) nformatika
- |Penerapan Keamanan Data dan Informasi
pada Layanan Data dan Informasi Publik dan 4
Administrasi Sistem Pemerintahan Berbasis v L e
Elektronik (SPBE)
Audit TIK

G




TABEL 9

Penyelenggaraan Audit Internal Aplikasi,
Infrastruktur dan Keamanan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di
Lingkup Pemrov. NTT

Inspektorat,
Dinas Kominfo,
BKD

-

Pelaksanaan Audit Intemal Aplikasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di
Lingkup Pemrov. NTT

- |Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di
Lingkup Pemrov. NTT

Pelaksanaan Audit Internal Keamanan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di
Lingkup Pemrov. NTT




PETA RENCANA MANAJEMEN SPBE
PROVINSI NTT




TABEL 10

Peta Rencana Manajemen Layanan SPBE

No

Program Kerja

Kegiatan

PIC

2021

2022

2023

2024

2025

2 Manajemen

B Manajemen Layanan SPBE

Penyediaan platform layanan perizinan online
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Penyediaan platform layanan kepegawaian
online Badan Kepegawaian Daerah

Penyediaan platform pengaduan dan
pelaporan layanan Rumah Sakit Umum
Daerah

Pengelolaan platform pelayanan dan
pengaduan online

/l/&



TABEL 10

Peta Rencana Manajemen Perubahan Pemrov. NTT

No Program Kerja Kegiatan PIC 2022 2023 | 2024 | 2025
2 |Manajemen
D Manajemen Perubahan SPBE
Menyusun Log Dinas
Penyusunan Log Manajemen Perubahan pada | Manajemen Perubahan v
1 g ; y . ; Komunikasi dan v v \ v
unit kerja Pusat Data dan Informasi pada unit kerja Pusat y
' Informatika
Data dan Informasi
2 Penyusunan SOP manajemen perubahan Mfenyusun =P D1‘nas.
: manajemen perubahan | Komunikasi dan v v v v
SPBE .
SPBE Informatika

yr




TABEL

10

Peta Rencana Manajemen SDM SPBE Pemrov. NTT

No Program Kerja Kegiatan PIC 2022 | 2023 | 2024 | 2025
2 |Manajemen
E. Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE
L Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja terhadap Ana.hsm. J‘abatan Dl.nas.
. ;v e : dan Analisis Beban | Komunikasi dan v v v v
jabatan TIK di Dinas Komunikasi dan Informatika i :
Kerja Informatika
Menyusun Peta Hixigs
2 |Peta Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika yu Komunikasi dan v v v v
Jabatan )
Informatika
Menyusun
Rencana atau
Rencana atau laporan pelaksanaan pengembangan laporan Dinas
3 |kompetensi jabatan TIK Dinas Komunikasi dan pelaksanaan Komunikasi dan v v v v
Informatika pengembangan Informatika
kompetensi jabatan
TIK
Analisis kebutuhan pelatihan bagi pejabat TIK Dinas Anahs1s‘ ebutul?an D1.n as.
4 o : pelatihan bagi Komunikasi dan v v v v
Komunikasi dan Informatika : .
pejabat TIK Informatika

/VC’




TABEL 10

Peta Rencana Manajemen Pengetahuan Pemrov. NTT

keamanan SPBE yang disusun Dinas Komunikasi
dan Informatika

SPBE serta mengukur
tingkat keamanan resiko
SPBE

No Program Kerja Kegiatan PIC 2022 | 2023 | 2024 | 2025
2 |Manajemen
G. Manajemen Pengetahuan
Penyusunan dokumen i
Penyusunan dokumen pedoman Manajemen yu 3 Komunikasi
1 ; ——_ ; pedoman Manajemen v v \ v
Pengetahuan Dinas Komunikasi dan Informatika dan
Pengetahuan :
Informatika
Penyusunan dokumen perencanaan manejemen Menyasun dolimnen Dma}s .
pengetahuan SPBE yang memuat program kerja : Komunikasi
2 o perencanaan manejemen v v v v
berdasarkan kategori risiko SPBE dan target enzetahuan SPBE dan
realisasinva oleh Dinas Komunikasi dan Informatika peng Informatika
Menginventarisasi aset
Pelaksanaan Program Kerja SPBE: menginventarisasi| SPBE (Data, Informasi,
seluruh aset SPBE (Data, Informasi, aplikasi, dan aplikasi, dan
Infrastruktur}, pelaksanaa identifikasi kerentanan [nfrastruktur) dan Dinas
3 dan ancaman terhadap aset SPBE, mengukur mengidentifikasi Komunikasi ” v o =
tingkat keamanan resiko SPBE oleh unit kerja kerentanan dan dan
dengan berpedoman pada dokuen perencanaan ancaman terhadap aset | Informatika

/f/E




TABEL 10

Peta Rencana Manajemen Aset TIK Pemrov. NTT

No Program Kerja Kegiatan PIC 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Manajemen
A Manajemen Aset TIK
Menginventarisasi aset SPBE {data, informasi, Dinas
1 laplikas] dan infrastruktur) Dinas Komunikasi |Menginventarisasi aset SPBE | Komunikasi dan v v A v
dan Informatika Informatika
Dinas
Penyusunan dokumen perencanaan Aset TIK |Penyusunan dokumen o
2 Lo s ; Komunikasi dan v v v v
Dinas Komunikasi dan Informatika perencanaan Aset TIK :
Informatika
Penyusunan laporan pengadaan Aset TIK Penyusunan laporan Liiae
3| o , P ) peng ) yu P Komunikasi dan v v v v
Dinas Komunikasi dan Informatika pengadaan Aset TIK "
Informatika
Penyusunan laporan atas penghapusan Aset |Penyusunan laporan atas Uinas
4 \ s . Komunikasi dan v v v v
TIK Dinas Komunikasi dan Informatika penghapusan Aset TIK Informatika

Wb




Peta Rencana Manajemen Keamanan Informasi Pemrov, NTT

No Program Kirja Kegiatan _ PIC 2022 2023| 2024 i 2025 |
2 Manajemen
C. Manajemen Keamanan Informasi
Penyvusunan dokumen A
Penyusunan dokumen pedoman Keamanan Informasi e Komunikasi
1 . . , pedoman Keamanan v v v v
Dinas Komunikasi dan Informatika ) dan
Informasi }
Informatika
Penyusunan dokumen perencanaan keamanan Dinas
: i Penyusunan dokumen G
5 Informasi SPBE yang memuat program kerja e e e Komunikasi " o - .
berdasarkan kategori risike SPBE dan target II-):e o PEOES dan
realisasinya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika 1 Informatika
Pelaksanaan program kerja SPBE : menginventarisasi jMenginventarisasi
seluruh aset SPBE (data, Informasi, aplikasi, dan seluruh aset SPBE dan Dinas
Infrastruktur), pelaksanaan identifikasi kerentanan dan|pelaksanaan i
3 |ancaman terhadap aset SPBE mengukur tingkat identifikasi kerentanan v ' v v
; » " dan
keamanan resiko SPBE oleh unit kerja dengan dan ancaman terhadap Informatika
berpedoman pada dokumen perencanaan keamanan aset SPBE serta tingkat
SPBE yang disusun Dinas Komunikasi dan Informatika |keamanan resiko SPBE
Penyusunan standar Dintas
Penyusunan standar teknis dan SOP keamanan SPBE yu Komunikasi
4 : 3 . ] teknis dan SOP v v v v
oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan
keamanan SPBE v
Informatika
. . ] Di
Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan P:i:’}:{iiznnai?ni;?rl;am’ Kom:;ézlsqasi
5 |supervisi keamanan SPBE oleh Dinas Komunkasi dan p ey ga, v \ v v
Informatika dan supervisi dan
keamanan SPBE Informatika

Me




TABEL 10

Peta Rencana Manajemen Data Pemrov. NTT

No Program Kerja Kegiatan PIC 2022 1 2023 | 2024 I 2025 |
2 [Manajemen
B. Manajemen Data
Penyusunan dokumen pedoman Manajemen Penyusunan do.kumen Dinas s
1 Data pada Pemrov. NTT pedoman Manajemen Komunikasi dan v v v v
R ) Data pada IPPD Informatika
Penyusunan Arsitektur Data Tingkat Daerah |Penyusunan Arsitektur Dinas
2 yu e Komunikasi dan v % v v
Prov. NTT Data Pemrov. NTT 5
Informatika
Penyusunan Dinas
3 |Perencanaan data induk dan data referensi Perencanaan data induk [Komunikasi dan v v v v
dan data referensi Informatika
4 {Pengumpulan data induk oleh Badan ; .
P lan data induk |B 1 d
Perencanaan Pembangunan Daerah englinpuian cata in appelitbangda M v v M
Dinas
5 |Pemeriksaan data induk dan data referensi i e data- mduk Komun1k-as1 dan v v v v
dan data referensi Informatika dan
Beppelitbangda
Penyebarluasan data induk dan data referensi Penyebarluasan data : Dinas g
induk dan data referensi |Komunikasi dan
6 |oleh Badan Perencanaan Pembangunan ; v v v
Daerah oleh Badan Perencanaan |Informatika dan
Pembangunan Daerah Beppelitbangda
Dinas
7 |Pembaruan Data Induk dan Data Referensi feview Data h?duk . Komumk.am Aettl v v v v
Data Referensi Informatika dan
Beppelitbangda

i



TABEL 10

Dinas
; . Penyimpanan data pada |Komunikasi dan
8 |Penyimpanan data pada Pusat Data Nasional R e ot o
Beppelitbangda
. N Dinas
Fereticangan %(u?htas date.]. Heipan Daftar. Perencanaan kualitas Komunikasi dan
9 {Data, Data Prioritas, dan jadwal pemutakhiran :
Jata data Informatika dan
Beppelitbangda

Vi
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TABEL 10
#
Peta Rencana Manajemen Risiko SPBE Pemrov. NTT
No Program Keria Kegiatan PIC 2022 | 2023 | 2024 | 2025
2[Manajemen
A Manajemen Risiko SPBE
Penyusunan dokumen pedoman Manajemen Risiko Dinas
. ) g s Penyusunan dokumen .
1 SPBE yang berisi kerangka manajemen risiko SPBE, , Komunikasi
; i 2 pedoman Manajemen v v v v
proses manajemen risiko SPBE, struktur manajemen Risiko SPBE dan
risiko SPBE. budava risiko SPBE ° Informatila
Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan Penyastinan dan Dinas
: . iy pelaksanaan rencana .
" kegiatan pelaksanaan Manajemen Risiko yang termuat - dan kesiatan Komunikasi v v % "
dalam Renstra/RKPD Dinas Komunikasi dan SR AL Teg L dan
: pelaksanaan Manajemen .
Informatika . . Informatika
Risiko
Rapat berkala, rapat
Penerapan manajemen risiko melalui komunikasi dan insideatal, FGD . . Dm"’?s :
: ¢ . Penetapan konteks risiko | Komunikasi
3 |konsultasi melalui rapat berkala, rapat insidental, v v v v
g SPBE dalam rangka dan
FGD Penetapan konteks risiko SPBE : ;
Penerapan Manajemen Informatika
Resiko
Penyusunan identifikasi
Penyusunan identifikasi risiko SPBE dengan e SPEE dz.eng.a_n. ; Dme}s ;
. G . menguraikan jenis risiko | Komunikasi
4 |menguraikan jenis risiko SPBE, penyebab, kategori, v v ¥ ¥
dampak, dan area d pak SPBE, penyebab, dan
’ : kategori, dampak, dan Informatika
area dampak.
Penyusunan analisis
Risiko SPBE dengan Dinas
Penyusunan analisis Risiko SPBE dengan menguraikan o
, ; , Komunikasi
5 |menguraikan kemungkinan dan dampak yang kemungkinan dan A v v v v
ditimbulkan serta level risiko SPBE dampak yang .
" Informatika
ditimbulkan serta level
risiko SPBE

P

1




TABEL 10

ﬁ_ VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Dinas
etk T Komunikasi
6 |Penyusunan evaluasi Risiko SPBE evaluasi Risiko SPBE s
- oy Informatika
Penyusunan rencana penanganan Risiko SPBE Dinas
- dengan menguraikan opsi, rencana aksi penanganan |Penyusunan rencana Komunikasi
risiko, output, jadwal implementasi, dan penanggung |penanganan Risiko SPBE dan
jawabnva Infi i
inas
8 Penyusunan laporan Manajemen Risiko SPBE secara |Penyusunan laporan Komunikasi
periodik dan insidental Manajemen Risiko SPBE dan
Informatika
Penyusunan dan S
Penyusunan dan penetapan kebijakan Manajemen pe i Komunikasi
Oa penetapan kebijakan
o 20D Manajemen Risiko SPBE g
4 Informatika
sosialisasi, pelatihan, DAk
Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan bimbingan, dan supervisi Komunilasi
10 |supervisi keamanan SPBE oleh Dinas Komunikasi dan |keamanan SPBE oleh
. i R dan
Informatika Dinas Komunikasi dan :
. Informatika
Informatika
H‘ GUBERNUR NU\SA TENGGARA TIMUR,
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